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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan penyerahan hasil
pemeriksaan keuangan negara merupakan kewajiban Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa ikhtisar hasil pemeriksaan semester
disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan
sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan, dan Pasal 7 ayat (1)
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan BPK menyerahkan
hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini disampaikan ikhtisar hasil
pemeriksaan semester yang disusun dalam satu buku Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran (TA) 2008, dan Laporan
Hasil Pemeriksaan tersebut secara lengkap dalam bentuk Compact Disk
(CD).

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) dan Nias (BRR NAD dan Nias). Pemeriksaan pada pemerintah pusat
berjumlah 152 obyek pemeriksaan, pada pemerintah daerah termasuk BUMD
berjumlah 301 obyek pemeriksaan, dan di lingkungan BUMN berjumlah 12
obyek pemeriksaan.

Pemeriksaan BPK pada Semester I TA 2008 difokuskan pada pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2007 BPK memberikan opini “Tidak Menyatakan Pendapat”
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(TMP). Dalam masa empat tahun terakhir yaitu Tahun 2004 s.d. 2007,
LKPP secara terus menerus mendapat opini “TMP” dan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) sebagai pendukung LKPP
ternyata belum banyak menunjukkan adanya peningkatan kualitas laporan
keuangan yang signifikan.

Pemeriksaan atas 85 LKKL Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas 16 kementerian/lembaga; “Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)” atas 31 kementerian/lembaga; “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” atas 37 kementerian/lembaga; dan “Tidak
Wajar (TW)”  atas satu kementerian.

Perkembangan opini LKKL dapat terlihat pada grafik berikut.
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Tidak berbeda dengan opini pemeriksaan atas LKPP, opini pemeriksaan
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode
Tahun 2004 s.d. 2007 juga memberikan gambaran yang sangat
mengecewakan. Persentase LKPD yang mendapatkan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)”  justru semakin berkurang dari tujuh persen pada
Tahun 2004 menjadi lima persen pada tahun berikutnya dan masing-masing
sebesar satu persen pada Tahun 2006 dan 2007. Persentase LKPD yang
mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” juga merosot
dari tahun ke tahun. Sebaliknya, persentase LKPD yang mendapatkan opini
“Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” atau “Tidak Wajar (TW)” justru
meningkat dengan cepat selama periode Tahun 2004-2007. Persentase LKPD
yang mendapatkan opini TMP naik dari dua persen pada Tahun 2004 menjadi
17 persen pada Tahun 2007. Dalam periode yang sama, persentase LKPD
yang memperoleh opini Tidak Wajar naik dari empat persen menjadi 19
persen. Di samping itu, masih banyak daerah yang belum dapat memenuhi
jadwal waktu penyampaian LKPD untuk diperiksa oleh BPK sebagaimana
diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004. Dari sebanyak 468 LKPD Tahun 2007
yang seharusnya diterima untuk diperiksa oleh BPK pada Semester I Tahun
2008, Pemda baru menyerahkan sebanyak 436 LKPD dan sebanyak 275
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LKPD telah selesai diperiksa, sedangkan sebanyak 32 LKPD belum diterima
dan sisanya masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan karena
penyampaian LKPD kepada BPK terlambat dari waktu yang ditentukan dalam
undang-undang.

Perkembangan opini LKPD hasil pemeriksaan BPK dapat terlihat pada
grafik berikut.
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Kondisi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang terus-menerus memburuk tersebut
menggambarkan bahwa hampir belum ada kemajuan yang signifikan dalam
peningkatan tranparansi serta akuntabilitas keuangan negara dan banyak
permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
masih perlu diperbaiki.

BPK sesuai dengan misi dan kewenangannya telah berusaha mengambil
lima bentuk inisiatif untuk ikut serta memperbaiki sistem pembukuan dan
manajemen keuangan negara. Kelima bentuk inisiatif tersebut adalah sebagai
berikut.

1. Mewajibkan semua terperiksa menyerahkan Management Representative
Letter kepada BPK . Surat ini merupakan pernyataan dari pimpinan tertinggi
organisasi pemerintahan yang mengatakan bahwa laporan keuangan yang
diserahkan untuk diperiksa oleh BPK tersebut adalah disajikan secara wajar
sesuai dengan prinsip akutansi pemerintah. Laporan keuangan itu juga telah
direviu oleh Inspektur Jenderal/Satuan Pengendalian Intern ataupun oleh
Bawasda.

2. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera mewujudkan
sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (single treasury account).
Hanya dengan demikian, Pemerintah dapat mengetahui posisi keuangan
maupun kondisi likuiditasnya setiap saat.
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3. Meminta seluruh terperiksa menyusun Rencana Aksi guna meningkatkan
opini pemeriksaan laporan keuangan. Rencana Aksi hendaknya memuat
program kerja yang jelas dengan pelaksanaannya menurut jadwal waktu
yang terencana dengan jelas pula. Program kerja dalam Rencana Aksi meliputi
rencana perbaikan (a) sistem pembukuan; (b) sistem aplikasi teknologi
komputer; (c) inventarisasi aset dan hutang; (d) jadwal waktu penyusunan
laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran;
(e) quality assurance oleh pengawas intern, serta (f) perbaikan sumber
daya manusia terutama dalam bidang akutansi dan pengelolaan keuangan
negara.

4. Membantu entitas pemerintah untuk mencari jalan keluar untuk
mengimplementasikan Rencana Aksi instansi pemerintah. Untuk mengatasi
kelangkaan sumber daya manusia dalam bidang pembukuan, khususnya
tenaga-tenaga akuntan misalnya, BPK menyarankan agar instansi tersebut
meminta tenaga dari BPKP yang sejak dari awal memang didirikan untuk
membangun sistem akutansi pemerintahan di Indonesia. Alternatif lainnya
adalah dengan merekrut sendiri tenaga-tenaga akuntan ataupun mengirimkan
pejabatnya bersekolah pada STAN dan ataupun Jurusan Akutansi di beberapa
Universitas di Indonesia.

5. Menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI maupun DPRD provinsi serta
kabupaten/kota untuk membentuk Panitia Akutabilitas Publik (PAP). Lembaga
legislatif sudah memiliki Panitia Anggaran yang menganalisis perencanaan
anggaran negara maupun daerah. Mereka pun telah memiliki komisi-komisi
untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh departemen teknis ataupun
dinas. Guna melengkapi fungsi manajemen, PAP perlu dibentuk agar lembaga-
lembaga legislatif dapat mengawasi pelaksanaan anggaran dan program kerja
pemerintah secara penuh selama satu tahun fiskal. BPK juga membantu
untuk mempertemukan badan-badan legislatif dengan mitranya di luar negeri
untuk memahami peranan PAP di parlemen negara lain.

Di samping langkah-langkah untuk perbaikan tersebut, BPK juga
meningkatkan pemeriksaannya dengan memperluas jangkauan pemeriksaan
dengan membuka Kantor Perwakilan BPK di setiap provinsi. Saat ini BPK
telah membuka Kantor Perwakilan di 29 provinsi, meningkatkan sumber
daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dengan merekrut pegawai
baru yang kemudian dididik dan dilatih untuk menjadi pemeriksa,
meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan pendidikan dan pelatihan baik
di dalam negeri maupun luar negeri, dan menambah prasarana dan sarana
kerja yang diperlukan. Pimpinan BPK juga secara aktif mengadakan dialog
publik di beberapa provinsi dengan maksud mendorong gubernur, bupati,
walikota, dan pimpinan DPRD untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
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BPK menghargai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pengelola
keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak
budget melalui pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan,
maupun tindakan hukum yang harus diambil untuk mengamankan dan
menertibkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan BUMN mendapat
tanggapan positif dan menindaklanjutkannya untuk perbaikan. Demikian pula
Lembaga Perwakilan dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai
dengan kewenangannya, dalam usaha kita mewujudkan pengelolaan keuangan
negara yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat .

Dengan penyerahan IHPS I TA 2008 dan Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK kepada lembaga Perwakilan, maka IHPS I TA 2008 dan LHP tersebut
dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Apabila para pengguna isi laporan ini masih menemukan kekurangan-
kekurangan, BPK terbuka untuk menerima kritik dan saran penyempurnaan
penyajian laporan hasil pemeriksaan untuk semester-semester berikut. Sekian
dan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2008
Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia
Ketua

Prof. Dr. Anwar Nasution
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RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2008

1. Dasar Hukum

Berdasarkan UUD 1945 BAB VIII A Pasal 23 E ayat (2) dan Pasal 7
ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, menentukan ikhtisar hasil pemeriksaan
semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga
bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil
pemeriksaan semester juga disampaikan kepada Presiden, gubernur, bupati/
walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang
bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2004, BPK diharuskan
menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu)
semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai
dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/
walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh
tentang hasil pemeriksaan.

Memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, BPK menyampaikan ikhtisar
hasil pemeriksaan semester yang disusun dalam satu Buku Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran (TA) 2008 dan
menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD.

Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2008 difokuskan kepada
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2007 baik pada Pemerintah
Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Tetapi pemeriksaan kinerja maupun
pemeriksaan dengan tujuan tertentu tetap dilaksanakan sesuai dengan skala
prioritas pemeriksaan, antara lain pemeriksaan atas pengelolaan kas dan
rekening pemerintah, pemeriksaan atas manajemen aset, dan pemeriksaan
subsidi atas komoditi tertentu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat.

2. Hasil Pemeriksaan

IHPS I TA 2008 berisikan tiga jenis hasil pemeriksaan, yakni Hasil
Pemeriksaan Keuangan, Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Hasil Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu. Disamping itu, disajikan pula Hasil Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Penyampaian Hasil Pemeriksaan Yang Berindikasi Tindak Pidana dan atau
Kerugian Negara Kepada instansi yang berwenang, serta Hasil Pemantauan
Penyelesaian Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah.
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Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah termasuk keuangan BUMD.
Pemeriksaan Kinerja dilakukan pada pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan pada
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN.

2.1 Pemeriksaan Keuangan

2.1.1 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah. Dalam Semester I TA 2008, BPK telah
melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2007, 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan Pemerintah (BAPP) Tahun 2007,
dan dua Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2007.

2.1.1.1 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2007 adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
LKPP Tahun 2007 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar
menggambarkan realisasi APBN TA 2007 dan posisi keuangan Pemerintah
per 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)
yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan dilaksanakan
untuk menguji kesesuaian LKPP tersebut dengan SAP, kecukupan
pengungkapan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007, BPK “Tidak Menyatakan
Pendapat (TMP)” karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup
pemeriksaan, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta BPK tidak
dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai. Berdasarkan
pemeriksaan diketahui realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp
707,80 triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp757,64 triliun, dan defisit
anggaran sebesar Rp49,84 triliun.
Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 telah diserahkan BPK
kepada DPR pada sidang paripurna, Senin 23 Juni 2008

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada
peraturan perundang-undangan yang signifikan antara lain:

a. BPK belum dapat memeriksa piutang pajak per 31 Desember 2007 dan
Per 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp42,04 triliun dan Rp35,45
triliun. Selain itu BPK juga masih tidak dapat melakukan pemeriksaan atas
biaya perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung.

b. Status penitipan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban
potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk iuran dana pensiun tidak
diatur dengan jelas. Pemerintah belum membentuk badan penyelenggara
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pensiun sebagai dimaksud UU No. 11 Tahun 1969, dan berdasarkan PP
No. 25 dan No. 26 Tahun 1981 maka dana pensiun PNS yang sebelumnya
dititipkan kepada Pemerintah dan ditempatkan pada Bank-Bank Pemerintah
dialihkan penitipannya kepada PT Taspen (Pesero) sebagai aset . Namun
demikian s.d. 31 Desember 2007 tidak disajikan dalam neraca dalam LKPP
sebesar Rp46,23 triliun yang terdiri atas dana awal  yang diserahkan sebesar
Rp594,08 miliar dan iuran dana pensiun yang dipotong setiap bulannya
sebesar Rp24,09 triliun. Sedangkan hasil investasi dari dana tersebut s.d.
Tahun 2007 adalah sebesar Rp21,54 triliun.

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh)
minyak dan gas bumi (migas) tidak dilaporkan secara transparan, dan atas
realisasi penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai
Rp 106,93 triliun tidak disetor langsung sesuai mekanisme APBN.

2.1.1.2 Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan
Lainnya

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
Tahun 2007 dilaksanakan pada 85 Kementerian/Lembaga termasuk Bagian
Anggaran Pembiayaan Pemerintah, dan dua Badan Lainnya (Bank Indonesia
dan Lembaga Penjamin Simpanan). Untuk pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Sekretariat Jenderal BPK Tahun 2007 dilaksanakan oleh Kantor
Akuntan Publik sesuai ketentuan Pasal 32 UU No. 15 Tahun 2006.
Pemeriksaan keuangan atas kementerian/lembaga dilakukan untuk
mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP dan memberikan opini atas
kewajaran LKKL yang bersangkutan.

Pemeriksaan atas 85 LKKL, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” atas 16 kementerian/lembaga; “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas 31 kementerian/lembaga; “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” atas 37 kementerian/lembaga; dan “Tidak Wajar (TW)”
atas satu kementerian.  Sedangkan Kantor Akuntan Publik Hadori dan Rekan
memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan
Keuangan Setjen BPK Tahun 2007. Untuk laporan keuangan Badan Lainnya,
BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas
Laporan Keuangan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun
2007.

Pada umumnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, sistem pengendalian intern masih lemah dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan dengan baik. Temuan
signifikan yang terungkap dalam LKKL antara lain:

a. Hasil pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
pada umumnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut; 1) aset tanah dan
bangunan belum bersetifikat sehingga hak atas tanah tersebut lemah dan
rawan dikuasai pihak lain; 2) aset tanah dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian
yang jelas sehingga menyulitkan pada saat akan mengambil alih kembali; 3)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipakai langsung, atau terlambat/
tidak disetor ke Kas Negara; dan 4) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
ketentuan.
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b. Pencatatan dan pelaporan denda perkara korupsi dan piutang uang
pengganti pada Kejaksaan Agung RI sebesar Rp7,59 triliun tidak tertib.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadilan selain menetapkan
hukuman badan dan denda, juga menetapkan hukuman tambahan berupa
membayar uang pengganti kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan terpidana .

Kejaksaan Agung RI sebagai pengelola uang denda perkara dan piutang
uang pengganti ternyata tidak menyelenggarakan administrasi dengan tertib
dan tidak melakukan monitoring piutang uang pengganti secara rutin. Saldo
awal per 1 Januari 2007 sebesar Rp6,34 triliun, sedang akhir 31 Desember
2007 sebesar Rp7,59 triliun terdapat selisih sebesar Rp1,28 triliun yang
berasal dari penambahan maupun pengurangan piutang uang pengganti yang
tidak bisa dijelaskan oleh JAM Pidsus, JAM Datun maupun Biro Keuangan.

c. Anggaran PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum atas
Pendapatan Royalti yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2006 tentang
APBN TA 2007 dan UU No. 41 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU
No. 18 Tahun 2006 tentang APBN TA 2007, ternyata hanya menyajikan
Pendapatan Royalti Batubara sebesar Rp4,78 triliun. Demikian pula di dalam
LRA Departemen ESDM Tahun 2007 hanya menyajikan realisasi Pendapatan
Royalti Batubara sebesar Rp5,77 triliun. Dengan demikian baik di undang-
undang maupun LRA hanya menyajikan penerimaan royalti dari batubara
dan tidak secara jelas menyajikan adanya royalti atas mineral lain selain
batubara, seperti royalti atas tembaga, nikel, emas, perak, dan lainnya.

Selain hal tersebut, estimasi piutang atas PNBP Sumber Daya Alam
belum memadai sehingga kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan Kuasa
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) dan jumlah data perusahaan KP, KK, dan
PKP2B belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

2.1.2. Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan laporan keuangan yang telah selesai dilaksanakan
sejumlah 275 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2007
dari 468 LKPD yang seharusnya diterima untuk diperiksa BPK pada Semester
I Tahun 2008, sedangkan sisanya sampai dengan 15 Agustus 2008 yaitu
32 LKPD belum diterima BPK dan 161 LKPD masih dalam proses
pemeriksaan karena LKPD disampaikan kepada BPK untuk diperiksa
terlambat dari waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan
pemeriksaan LKPD tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” atas tiga entitas, opini “Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)” atas 173 entitas, opini “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”
atas 52 entitas, dan opini “Tidak Wajar (TW)” atas 51 entitas.

Pada umumnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan
keuangan daerah lemah dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
belum sepenuhnya dilaksanakan.
Terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa, BPK mengungkapkan
dalam hasil pemeriksaannya beberapa temuan pemeriksaan yang signifikan,
antara lain.
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2.1.2.1 Kepemilikan aset tanah minimal seluas 359.099.160,43 m²  senilai
Rp15,98 triliun tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah
(sertifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap
penyalahgunaan.

2.1.2.2 Kurang volume dan atau kelebihan pembayaran pada pelaksanaan
pekerjaan/pengadaan barang sehingga merugikan keuangan daerah  minimal
sebesar Rp77,39 miliar.

2.1.2.3 Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD minimal sebesar
Rp446,94 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan/penyertaan modal
sehingga kekuatan hukum atas penyertaan modal tersebut masih lemah.

2.1.2.4 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah minimal sebesar
Rp626,27 miliar tidak melalui mekanisme APBD sehingga rawan terhadap
penyalahgunaan keuangan daerah.

2.1.2.5 Pemberian bantuan kepada instansi vertikal minimal sebesar Rp51,40
miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.6 Pertanggungjawaban belanja daerah tidak didukung bukti yang
memadai sehingga realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenaran dan
kewajarannya minimal sebesar Rp1,96 triliun.

2.2Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester I Tahun 2008 BPK telah melaksanakan pemeriksaan
kinerja dilingkungan Pemerintah Pusat pada Badan Pengembangan Ekspor
Nasional (BPEN) sedangkan pada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, yaitu Perencanaan
Penetapan Kinerja (TapKin) Tahun 2006 dan 2007 belum efektif. Kedudukan
Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dalam struktur organisasi BPEN
tidak jelas yang mengakibatkan pengawasan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan ITPC kurang optimal dan efektif; pemisahan fungsi
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi ekspor dibawah
Sekretariat Badan belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi kurang
optimal. Output dari pameran berupa kontak dagang belum dapat diyakini
keakuratannya.

Sedangkan pemeriksaan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukoharjo menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.

2.3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

2.3.1 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat

Dalam Semester I Tahun 2008 BPK melakukan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu pada pemerintah pusat atas beberapa obyek pemeriksaan
pada beberapa entitas kementerian/lembaga yaitu; Pemeriksaan atas
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Pengelolaan Kas dan Rekening pada 32 kementerian/lembaga termasuk
Departemen Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN),
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kegiatan Rutin dan PNBP pada 13 KBRI
dilingkungan Departemen Luar Negeri, Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja
Barang dan Belanja Modal, dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan
gabungan atas Pemeriksaan Pengelolaan/Manajemen Aset pada 23
kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara umum mengungkapkan
bahwa: 1) pengelolaan kas dan rekening dilingkungan kementerian/lembaga
belum tertib sesuai dengan ketentuan; 2) pelaksanaan kegiatan, belanja
barang dan belanja modal belum sesuai dengan ketentuan; dan 3) PNBP
digunakan langsung atau terlambat/tidak disetor ke Kas Negara. Akibat
dari temuan-temuan tersebut terhadap keuangan negara adalah adanya
indikasi kerugian keuangan negara, kekurangan penerimaan, pemborosan,
ketidakefektifan program/kegiatan, dan akibat yang bersifat administratif.

Temuan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang perlu mendapat
perhatian antara lain sebagai berikut :

2.3.1.1 BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya
penertiban rekening namun masih ditemukan kelemahan dalam desain dan
pelaksanaan pengendalian intern pengelolaan rekening pemerintah serta
pengelolaan rekening belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2.3.1.2 Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan tidak sesuai
ketentuan, mengakibatkan tidak ada penerimaan dari hasil pemanfaatan aset
negara yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 190,29 miliar
dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp531,22 miliar.

2.3.1.3 Pemanfaatan bangunan/gedung eks Mabesau di Pancoran kepada
PT Aldiron tanpa izin Menkeu dengan nilai sewa tidak wajar, sehingga
berpotensi merugikan Negara sebesar Rp377,98 miliar (periode Tahun 1995
s.d. 2005.

2.3.1.4 Kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN menyalahi
ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp7,41
triliun.

2.3.1.5 Pelaksanaan penilaian BMN belum sesuai dengan Standar Akutansi
Pemerintahan (SAP) mengakibatkan neraca departemen/lembaga belum
menyajikan informasi nilai kekayaan yang sebenarnya.

2.3.2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas 20 entitas
meliputi pemeriksaan belanja daerah sebanyak 14 entitas, pemeriksaan
pengelolaan/manajemen aset sebanyak tiga entitas, pemeriksaan bantuan
dana STAR-ADB sebanyak satu entitas, dan pemeriksaan atas Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) sebanyak satu entitas yaitu pemeriksaan atas kegiatan
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Bank Pembangunan Daerah. Beberapa temuan hasil pemeriksaan dengan
tujuan tertentu yang perlu mendapat perhatian Lembaga Perwakilan dan
Pemerintah Daerah, antara lain yang berikut.

2.3.2.1 Hasil pengadaan aset tetap belum dicatat dalam daftar inventaris
dan digunakan oleh pihak lain sehingga pemerintah daerah tidak dapat
memanfaatkan aset tersebut dan berpotensi hilang.

2.3.2.2 Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa terlambat tidak
sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sehingga rekanan harus dikenakan
denda.

2.3.3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas sembilan
BUMN dari 162 BUMN yang ada dan dua Dana Pensiun dengan obyek
pemeriksaan sebanyak 12 entitas, terdiri dari enam pemeriksaan dilakukan
pada Semester I Tahun 2008, lima pemeriksaan pada Semester II Tahun
2007 dan satu pemeriksaan pada Semester I Tahun 2007.

Pemeriksaan tersebut sembilan diantaranya merupakan pemeriksaan atas
subsidi dan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) yaitu satu
obyek pemeriksaan subsidi listrik, dua obyek pemeriksaan subsidi BBM,
empat obyek pemeriksaan subsidi pupuk, dan satu obyek pemeriksaan
subsidi benih serta satu obyek pemeriksaan pelaksanaan KPU. Pemeriksaan
dengan tujuan tertentu juga dilaksanakan atas : Kegiatan Pembayaran
Manfaat Pensiun Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada Dana Pensiun
pada Bank Mandiri Satu dan Bank Rakyat Indonesia Tahun 2006 dan
Semester I Tahun 2007; Pembiayaan yang bersumber dari Dana Masyarakat
dengan Penerbitan Obligasi dan Promissory Notes (PN) pada Perum
Pegadaian.

Temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah.

2.3.3.1 Pemeriksaan atas Subsidi Listrik  Tahun 2007 pada PT PLN
mengoreksi besarnya subsidi Tahun 2007 menjadi sebesar Rp37,48 triliun
dari nilai subsidi sesuai pagu dalam APBN-P sebesar Rp39,26 triliun sehingga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,78 triliun. Kerusakan PLTG Borang
dan Pengalihan Operasi PLTG Apung ke Sumatera Utara periode Tahun
2004 – 2007 berpotensi merugikan PT PLN (Persero) sebesar Rp62,59
miliar atau sebanyak 6.645.160 MMBTU (Million British Thermal Unit),
dan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga gas
PT PLN (Persero) Tahun 2007 meningkatkan biaya pemeliharaan
mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp16,30 triliun.

2.3.3.2 Pemeriksaan  atas subsidi BBM pada PT Pertamina terungkap adanya
tagihan subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) yang diajukan PT Pertamina
kepada Pemerintah terlalu tinggi sebesar Rp7,77 triliun yaitu Tahun 2006
sebesar Rp1,17 triliun dan Tahun 2007 sebesar Rp6,60 triliun. Kejadian
tersebut disebabkan PT Pertamina dalam menghitung tagihan menggunakan
harga patokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.71/
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2005, PMK No.15/PMK.02/2006 dan No25/PMK.2/2007 serta keputusan
Menteri ESDM No.2875K/22/2006 dan No. 1720K/12/MEM/2007, juga
disebabkan temuan koreksi secara uji petik yang berpengaruh pada
pengurangan volume penyaluran JBT yang diperhitungkan dengan selisih
harga patokan dengan harga jual eceran (keekonomian), dan pengenaan
pajak (PBBKB) atas penjualan solar kepada Dinas Pertambangan Pemda
DKI.

3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pejabat
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pimpinan BUMN dan Badan lainnya
berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, dilakukan s.d akhir
Semester I TA 2008, dan pemantauan atas hasil pemeriksaan yang ada
unsur pidana dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang berdasarkan
Pasal 14 UU No.15 Tahun 2004 dilakukan sampai dengan akhir Juni 2008
adalah sebagai berikut.

Hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
(termasuk BUMD), maupun BUMN, mengungkapkan bahwa sampai dengan
akhir Semester I TA 2008 terdapat 45.684 temuan pemeriksaan dengan
nilai sebesar Rp1.623,26 triliun, US$1,98 miliar, AU$1,31 juta, VND32,58
ribu, JPY26,37 miliar, EUR30,22 juta, CAD0,06 ribu, £1,43 juta, DKK3,00
juta, SAR134,08 juta, CHF27,36 ribu dan GBP13,00 juta, dan 75.887
rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1.419,99 triliun, US$653,65 juta,
AU$516,66 ribu, VND32,58 ribu, JPY26,07 miliar, EUR30,22 juta,
CAD0,06 ribu, £1,43 juta, DKK3,00 juta, SAR69,75 juta dan CHF27,36
ribu. Diantaranya sebanyak 26.393 rekomendasi dengan nilai sebesar
Rp162,61 triliun, US$96,56 juta, AU$0,10 ribu, JPY735,31 juta, EUR1,35
juta, CAD0,06 ribu, £1,00 juta, SAR25,03 juta dan CHF27,36 ribu telah
ditindaklanjuti. Sebanyak 13.893 rekomendasi dengan nilai sebesar
Rp254,05 triliun, US$302,70 juta, AU$516,56 ribu, VND32,58 ribu,
JPY25,22 miliar, EUR28,87 juta, £433,00 ribu, dan SAR39,30 juta dalam
proses ditindaklanjuti dan sisanya sebanyak 35.601 rekomendasi dengan
nilai sebesar Rp1.003,32 triliun, US$254,37 juta, JPY118,80 juta, DKK3,00
juta dan SAR5,42 juta belum ditindaklanjuti, termasuk di dalamnya temuan
yang sifatnya administratif.

Dalam periode Tahun 2004 sampai dengan Juni 2008, BPK telah
menyampaikan 50 (lima puluh) laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi
tindak pidana kepada aparat penegak hukum senilai Rp31,14 triliun dan
US$458,00 juta, yakni pada Kejaksaan Agung sebanyak 33 laporan hasil
pemeriksaan senilai Rp11,24 triliun dan US$196,71 juta, Komisi
Pemberantasan Korupsi sebanyak 11 laporan hasil pemeriksaan sebesar
Rp404,14 miliar dan US$261,28 juta, dan kepada Kepolisian Negara RI
sebanyak 6 laporan hasil pemeriksaan senilai Rp19,49 triliun.



9

4. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Pelaksanaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
didasarkan pada kewenangan BPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 10
ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah sampai dengan
Semester I Tahun 2008. meliputi 17,80% dari keseluruhan instansi yang
dipantau dengan total kerugian negara/daerah yang dipantau adalah sebanyak
16.172 kasus senilai Rp2.700.213.848.400,44; US$4.198.838,97;
Pesos215.212.600,27; K91.647,25; RM58,531.24; DM388.453.93;
•106.660,27; NZD1,336.37; KsHs2.000.000,00; CAD12,429.00;
AUD20.814,88. Dari 16.172 kasus kerugian negara/daerah dimaksud,
sebanyak 4222 kasus atau 26,11%  telah dilakukan penyelesaian baik melalui
angsuran maupun pelunasan senilai Rp419.807.765.438,64; US$576.745,09;
K32.837,68; •58.923,61; NZD1.336,37; CAD12.429,00; AUD18.781,73
dan masih terdapat 11950 kasus atau 73,89% belum dilakukan penyelesaian
kerugian negara/daerah senilai Rp2.280.406.439.434,80; US$3.622.093,88;
Pesos215.212.600,27; K58.809.57; RM58.531.24; DM388.453,93;
•47.736,66; KsHs2.000.000,00; dan AUD2.033,15.

5. Sistematika.

Sistematika Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2008 adalah
sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif
Bagian I Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara pada Pemerintah Pusat dan Badan Lainnya.

Bagian II Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah termasuk Badan
Usaha Milik Daerah BUMD).

Bagian III Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagian IV Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Berindikasikan Tindak
Pidana dan atau Kerugian Negara yang dilaporkan kepada instansi
yang berwenang.

Bagian V Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Bagian VI Penutup.
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BAGIAN I
HASIL PEMERIKSAAN ATAS

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PADA PEMERINTAH PUSAT DAN BADAN LAINNYA

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada tiga jenis
pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  Memenuhi amanat undang-
undang tersebut, dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah melakukan tiga
jenis pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di
lingkungan pemerintah pusat dan badan lainnya.

Pemeriksaan keuangan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2007, 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(LKKL) termasuk delapan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan,
(BAPP) dan dua Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Untuk melengkapi hasil pemeriksaan atas kementerian/lembaga, dalam
IHPS I Tahun 2008 ini juga disajikan hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Setjen BPK Tahun 2007 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik HBL Hadori dan Rekan.

Selain pemeriksaan keuangan, dalam Semester I Tahun Anggaran (TA)
2008, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.  Pemeriksaan kinerja dilakukan pada Badan Pengembangan
Ekspor Nasional, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan
atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada 32 kementerian/lembaga
termasuk Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) pada beberapa Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di lingkungan Departemen Luar Negeri, pemeriksaan atas Belanja
Barang dan Belanja Modal pada beberapa departemen/lembaga, dan BPK
telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan/Manajemen
Aset pada 23 Kementerian/Lembaga yang diperiksa pada Semester II TA 2007.

Hasil pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah pusat akan
diuraikan pada masing-masing sub bab sebagai berikut.

Bab I Hasil Pemeriksaan Keuangan

         A. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
         B. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

C. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Bab II Hasil Pemeriksaan Kinerja

Bab III Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

          A. Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah
          B. Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan/Manajamen Aset Pemerintah

C. Hasil pemeriksaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
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Bab I
Hasil Pemeriksaan Keuangan

Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pada Pemerintah Pusat

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan
yang telah diterima secara umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan
keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah pusat
yang telah diperiksa BPK harus disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan kepada DPR.
Dengan demikian laporan keuangan kementerian/lembaga, sebagai pendukung
atas laporan keuangan pemerintah pusat harus disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebelum Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan
pemerintah pusat kepada BPK.

Untuk memenuhi ketentuan di atas, dalam Semester I Tahun Anggaran
(TA) 2008, BPK sesuai dengan kewenangannya telah mengerahkan sebagian
besar  sumber dayanya baik sumber daya manusia maupun anggaran untuk
melakukan pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara serempak pada
seluruh kementerian/lembaga dan badan lainnya pada pemerintah pusat
termasuk untuk pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat.

Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah. Dalam Semester I TA 2008, BPK telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007,
85 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) termasuk sembilan
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Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) Tahun 2007, dan
dua laporan keuangan badan lainnya Tahun 2007.

BPK sebagai lembaga negara yang sumber pembiayaannya dari APBN
dan wajib menyusun laporan keuangan, maka untuk menjaga independensi
atas hasil pemeriksaannya Laporan Keuangan Setjen BPK diperiksa oleh
Akuntan Publik sebagaimana diamanatkan Pasal 32 UU No. 15 Tahun 2006
dan untuk Tahun  2007 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik HBL Hadori
dan Rekan.

A. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dalam Semester I TAhun Anggaran (TA) 2008, BPK melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2007 bebas
dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan realisasi
APBN TA 2007 dan posisi keuangan Pemerintah per 31 Desember 2007
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji
kesesuaian LKPP dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007, BPK “Tidak
Menyatakan Pendapat (TMP)” karena adanya pembatasan dan keterbatasan
lingkup pemeriksaan, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta BPK
tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui realisasi pendapatan negara dan hibah
sebesar Rp707,80 triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp757,64 triliun,
dan defisit anggaran sebesar Rp49,84 triliun.

Terkait dengan pembatasan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, petugas pajak
dapat memberikan dokumen perpajakan kepada BPK setelah mendapat izin
dari Menteri Keuangan, BPK belum dapat memeriksa piutang pajak per 31
Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp42,04 triliun dan
Rp35,45 triliun. Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan
atas biaya perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung.

Gambaran Umum
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
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Pemantauan atas
Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Jenis Temuan No. LKPP Jumlah 
Temuan Belum Sedang Selesai Baru Berulang 

1. Tahun 2004 57 - 31 26 57 - 
2. Tahun 2005 40 1 33 6 24 16 
3. Tahun 2006 34 2 30 2 14 20 

Temuan Sistem
P e n g e n d a l i a n
Intern

Pemerintah telah berusaha menindaklanjuti saran-saran yang diajukan
BPK, antara lain dengan cara: (1) menyampaikan Action Plan melalui Surat
Menteri Keuangan Nomor S.376/MK.05/2007 tanggal 14 Agustus 2007
kepada Ketua BPK perihal Rencana Tindak Lanjut; (2) Pemerintah telah
melakukan verifikasi terhadap subsidi beras dan telah mengalokasikan dana
APBN untuk keperluan biaya perawatan beras Tahun 2004; dan (3) jasa
giro dari rekening penampungan dana bergulir telah disetor ke kas negara
dan bank-bank telah diperintahkan untuk menyetorkan jasa giro secara
otomatis ke kas negara tanpa menunggu perintah dari Direktorat Penerusan
Pinjaman.

BPK masih menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
yang sudah pernah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
LKPP Tahun 2004, 2005, dan 2006 yang belum selesai ditindaklanjuti
Pemerintah. Kelemahan tersebut meliputi:

1. Proses penyusunan LKPP belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

2. Sistem informasi yang mendukung penyusunan LKPP tidak memadai;

3. Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat
menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat;

4. Penerimaan dan penggunaan dana hibah secara langsung pada 12
kementerian lembaga belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA);

5. Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan
sosial tidak memadai;

6. Realisasi belanja negara tidak didukung bukti yang valid;

7. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Indonesia tidak mengalami
mutasi dalam waktu lebih dari dua tahun;

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan-
temuan BPK atas LKPP Tahun 2004 s.d 2006 menunjukkan hal-hal sebagai
berikut:
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8. Rekening pemerintah belum selesai ditertibkan dan masih banyak yang
tidak jelas statusnya;

9. Piutang Pajak yang disajikan dalam LKPP tidak dapat diyakini
kewajarannya;

10. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan lemah;

11.  Penyajian Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum (BLU) Pusat
Investasi Pemerintah dalam LKPP tidak tepat;

12. Nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perusahaan
Minoritas tidak dapat diyakini kewajarannya;

13. Penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir dalam LKPP tidak
dapat diyakini kewajarannya;

14. Nilai PMN pada lembaga internasional tidak dapat diyakini kewajarannya;

15. Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pinjaman Rekening Dana
Investasi (RDI), Rekening Pemerintah Daerah (RPD), dan Subsidiary Loan
Agreement (SLA) belum memadai;

16. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak memadai;

17. Aset Lain-Lain berupa barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan
di beberapa kementerian negara/lembaga tidak dilaporkan dalam LKPP;

18. Aset Tetap pada beberapa kementerian negara/lembaga belum disajikan
sesuai SAP;

19. Saldo Aset Lain-Lain yang dikelola oleh BP Migas dalam LKPP Tahun
2007 tidak dapat diyakini kewajarannya;

20. Saldo utang luar negeri dan utang bunganya tidak dapat diyakini
kewajarannya; dan

21. Perbedaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik
kas tidak dapat ditelusuri.

Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 yang terdiri dari:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh)
Migas tidak dilaporkan secara transparan dan realisasi penerimaan Migas
tidak disetor langsung sesuai mekanisme APBN;

2. Sistem pencatatan PNBP atas hasil lelang sitaan/rampasan/harta
peninggalan dan pendapatan penjualan aset tidak memadai;
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3. Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan penggantian uang muka dari
Rekening Bendahara Umum Negara belum tampak hasilnya;

4. Transfer antar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tidak
akurat;

5. Penatausahaan dan pengamanan aset bekas milik Asing/Cina dan Belanda
tidak memadai; dan

6. Penyajian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/
TGR) dalam LKPP tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK juga masih menemukan tiga ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang sudah diungkapkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2004, 2005, dan 2006 yang belum
selesai ditindaklanjuti Pemerintah. Ketidakpatuhan tersebut meliputi:
1. Penyajian realisasi belanja dalam LRA Tahun 2006 tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi setidaknya pada tiga kementerian
negara/lembaga yang telah membayar lunas pekerjaan yang belum selesai
dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp632,64 miliar.
2. Pengeluaran-pengeluaran dari RPL di Bank Indonesia sebesar Rp9,41
triliun dilakukan di luar mekanisme APBN sehingga pengeluaran-pengeluaran
dari RPL sejumlah tersebut tidak dipertanggungjawabkan.
3. Penyelesaian Rekening-Rekening Penampungan Sementara yang
berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp3,11 triliun
berlarut-larut sehingga dana tersebut tidak bisa segera dimanfaatkan.

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara yang terjadi Tahun 2007 seperti diuraikan berikut ini:
1. Pemerintah belum melaporkan seluruh PNBP. Hal ini terjadi setidaknya
pada sebelas kementerian negara/lembaga yang menggunakan langsung
PNBP (di luar mekanisme APBN) sebesar Rp286,41 miliar serta sepuluh
kementerian negara/lembaga belum dan/atau terlambat menyetorkan PNBP
ke Kas Negara sebesar Rp76,38 miliar. Hal tersebut mengakibatkan
pengelolaan atas penerimaan negara pada kementerian negara/lembaga
minimal sebesar Rp286,41 miliar tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan, serta PNBP yang dilaporkan Pemerintah dalam
LRA Tahun 2007 kurang diakui minimal sebesar Rp76,38 miliar dan
tertundanya kesempatan Pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk tujuan
pembiayaan penyelenggaraan negara.
2. Penganggaran belanja tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya. Dalam
hal ini belanja barang dianggarkan sebagai belanja modal, belanja modal
dianggarkan sebagai belanja barang, dan belanja modal dianggarkan sebagai
belanja sosial sehingga neraca dan realisasi anggaran Pemerintah tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya minimal sebesar Rp12,69 triliun.
3. Satuan kerja (satker) penerima Dana Dekonsentrasi (DD) dan Tugas
Pembantuan (TP) belum mempertanggungjawabkan realisasi belanjanya
dengan tertib, mengakibatkan aset tetap yang bersumber dari DD/TP tidak

Temuan Kepatuhan
terhadap ketentuan
P e r a t u r a n
P e r u n d a n g -
undangan
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disajikan secara tepat dan pengungkapan DD/TP belum memberikan
informasi yang memadai.
4. Pengelolaan aset tetap pada beberapa kementerian negara/lembaga tidak
sesuai ketentuan, mengakibatkan pertanggungjawaban aset tetap pada LKPP
Tahun 2007 tidak mengungkapkan kondisi aset tetap secara memadai dan
aset tetap Pemerintah memiliki risiko disalahgunakan, hilang, dan/atau menjadi
sengketa dengan pihak lain.
5. Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban
potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun tidak diatur dengan jelas,
sehingga LKPP tidak menyajikan informasi tentang iuran dana pensiun yang
dipotong dari gaji PNS setiap bulannya sebagai kewajiban, dan dana yang
dititipkan Pemerintah kepada PT Taspen (Persero) sebagai aset, serta dana
titipan yang digunakan untuk pembayaran sharing pensiun tidak disajikan
dalam Neraca.

B. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Tahun
2007 pada 85 Kementerian/Lembaga termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan
Pemerintah, dan dua  badan lainnya (Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin
Simpanan) dilengkapi dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setjen
BPK Tahun 2007 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hadori dan
Rekan.  Pemeriksaan keuangan atas kementerian/lembaga ini untuk
mendukung hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/lembaga
Tahun 2007.

Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran
laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan atas 85 kementerian/lembaga BPK memberikan
pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas 16 kementerian/lembaga;
“Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas 31 kementerian/lembaga; “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” atas 37 kementerian/lembaga; dan “Tidak
Wajar (TW)” atas satu kementerian.  Sedangkan Kantor Akuntan Publik
HBL Hadori dan Rekan memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”
atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2007. Untuk laporan keuangan badan
lainnya, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atas
Laporan Keuangan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun
2007.

Sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh keyakinan yang memadai
atas kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga, BPK
melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
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terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN TA 2007.

Kelemahan-kelemahan signifikan dalam desain dan implementasi
pengendalian intern ditemukan pada setiap kementerian/lembaga yang belum
diberikan pendapat/opini WTP antara lain: 1) pelaksanaan Sistem Akuntansi
Pemerintahan (SAP) belum memadai; 2) prosedur pencatatan dan
penyusunan neraca dan LRA belum dilakukan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat; 3) belum dilakukannya inventarisasi dan
revaluasi aset tetap sebagai dasar penyusunan neraca awal; dan 4) pencatatan
dan pelaporan aset, persediaan, dan pendapatan belum memadai.

Hasil pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
pada umumnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) aset tanah dan
bangunan belum bersertifikat sehingga hak atas tanah tersebut lemah dan
rawan dikuasai pihak lain; 2) aset tanah dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian
yang jelas sehingga menyulitkan pada saat akan mengambilalih kembali;
3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipakai langsung, atau terlambat/
tidak disetor ke Kas Negara; dan 4) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
ketentuan.

Kelemahan-kelemahan atas sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas
merupakan temuan-temuan yang berulang dalam arti bahwa temuan-temuan
tersebut telah ditemukan pada saat pemeriksaan keuangan atas laporan
keuangan kementerian/lembaga Tahun 2006, namun patut dihargai bahwa
beberapa kementerian/lembaga telah menunjukkan peningkatan kearah yang
lebih baik sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan masing-masing kementerian/
lembaga diuraikan secara berurut sesuai dengan pasangan kerja komisi-
komisi di DPR, sebagai berikut.
Komisi I:  Pertahanan, Luar negeri dan Informasi ( nomor urut 1- 7)
1. Departemen Pertahanan
2. Departemen Luar Negeri
3. Departemen Komunikasi dan Informatika
4. Dewan Ketahanan Nasional
5. Badan Intelijen Negara
6. Lembaga Sandi Negara
7. Lembaga Ketahanan Nasional

Komisi II: Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur
Negara, dan Agraria (nomor urut 8 – 18)
8. Departemen Dalam Negeri
9. Kementerian Negara PAN
10. Sekretariat Negara Republik Indonesia
11. Gelora Bung Karno
12. Kompleks Kemayoran
13. Taman Mini Indonesia Indah
14. Badan Kepegawaian Negara
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15. Badan Pertanahan Nasional
16. Lembaga Administrasi Negara
17. Arsip Nasional Republik Indonesia
18. Komisi Pemilihan Umum
Komisi III:  Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan
(nomor urut 19 – 31)
19. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
20. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
21. Kejaksaan Agung
22. Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. Komisi Pemberantasan Korupsi
24. Komisi Yudisial
25. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
26. Setjen Mahkamah Agung
27. Setjen Mahkamah Konstitusi
28. Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
29. Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
30. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
31. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi IV: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan,
dan Pangan (nomor urut 32 – 34)
32. Departemen Pertanian
33. Departemen Kehutanan
34. Departemen Kelautan dan Perikanan

Komisi V: Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
(nomor urut 35 – 40)
35. Departemen Pekerjaan Umum
36. Departemen Perhubungan
37. Menteri Negara Perumahan Rakyat
38. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
39. Bapertarum
40. Badan Meteorologi dan Geofisika
Komisi VI: Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM,
dan BUMN (nomor urut 41 – 46)
41. Departemen Perindustrian
42. Departemen Perdagangan
43. Kementerian Negara KUKM
44. Kementerian Negara BUMN
45. Badan Koordinasi Penanaman Modal
46. Badan Standardisasi Nasional
Komisi VII: Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi,
Lingkungan Hidup (nomor urut 47 - 56)
47. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
48. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
49. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
50. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
51. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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52. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
53. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
54. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
55. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
56. Badan Pusat Statistik (BPS)
Komisi VIII:  Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (nomor
urut 57 – 61)
57. Departemen Agama
58. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)
59. Departemen Sosial
60. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
61. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Komisi IX: Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (nomor urut 62 – 66)
62. Departemen Kesehatan
63. Departemen Nakertrans
64. BKKBN
65. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
66. Badan Narkotika Nasional
Komisi X: Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian dan
Kebudayaan(nomor urut 71 – 78)
67. Departemen Pendidikan Nasional
68. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
69. Kementerian Pemuda dan Olahraga
70. Perpustakaan Nasional
Komisi XI : Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perbankan (nomor urut 71 – 78)
71. Kementerian Negara Perekonomian
72. Departemen Keuangan
73. APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)

APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)
APP 69 (Belanja Lain-Lain)
APP 70 (Dana Perimbangan)
APP 71 (Dana Otsus dan Penyesuaian)
APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)
APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)
APP 98 (Penerusan Pinjaman)
APP 99 (Penyertaan Modal Negara)

74. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
75. Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi  NAD-Nias
76. Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
77. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
78. STAR- SDP

A. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya
1. Bank Indonesia
2. Lembaga Penjamin Simpanan
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1. Departemen Pertahanan (Dephan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Pertahanan (Dephan) dan TNI Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)”  karena kelemahan SPI dalam penyusunan
laporan realisasi anggaran, barang milik negara dan persediaan serta
permasalahan yang material pada realisasi belanja modal,  sehingga BPK
tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dephan dan TNI Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp121,08 miliar
atau 182,29% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp66,42  miliar.
Realisasi belanja sebesar Rp30,61 triliun atau 92,86  % dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp32,96 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp112,47 triliun, total kewajiban dan ekuitas
dana investasi masing-masing sebesar Rp2,77 triliun dan sebesar Rp109,69
triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dephan dan TNI Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1.1Terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern penyusunan LRA
Tahun 2007 mengakibatkan antara lain tujuan diselenggarakannya SAI dan
pelaporan keuangan pemerintah tidak tercapai.

1.2 Sistem pengendalian intern barang milik negara dan persediaan pada
Dephan dan TNI belum memadai sehingga saldo aset tetap dan saldo
persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dinilai
kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.3 Realisasi belanja modal dan saldo akun Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya pada Laporan Keuangan Dephan Tahun 2007 tidak
mencerminkan nilai yang wajar karena adanya pencairan anggaran pada
akhir tahun yang dananya disimpan dalan bentuk rekening atau uang tunai
namun tidak dilaporkan.

1.4 Pengelolaan dana Pelayanan Masyarakat Umum (Yankesmasum) dan
hasil pelayanan jasa Jawatan Hidro Oseanografi (Janhidros) belum
memperoleh ijin Menkeu, sehingga  penerimaan dan pengeluaran dana tersebut
tidak bisa dicatat dalam LRA sebagai PNBP dan  realisasi belanja.
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2. Departemen Luar Negeri

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Luar
Negeri (Deplu) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena adanya kelemahan pengendalian intern yang
mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang
memadai.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Deplu Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp332,74 miliar atau 116,60%
dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp285,36 miliar. Realisasi belanja
sebesar Rp3,37 triliun atau 62,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp5,43 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp2,80 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar
Rp577,41 miliar dan Rp2,23 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Deplu Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

2.1 Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari
penerimaan PNBP non fungsional dari luar negeri sebesar Rp121,54 miliar
masih belum dapat dirinci per jenis penerimaan dan belum dicatat sebagai
pendapatan, sehingga penerimaan pada LRA Deplu TA 2007 tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2.2 Aset tetap pada laporan keuangan Deplu tidak dapat diyakini kebenarannya
karena belum dilakukan inventarisasi terhadap aset-aset tetap yang dimiliki
untuk memperoleh keandalan data meliputi kuantitas, kualitas, keberadaan
serta kepemilikan aset tetap dilingkungan Deplu.

2.3 Revaluasi (penilaian kembali) atas aset tetap khususnya dengan tanggal
perolehan sebelum neraca awal posisi per 31 Desember 2004 pada beberapa
satker perwakilan yaitu KBRI Manila, KBRI Bangkok, KBRI Tokyo dan
KJRI Osaka belum pernah dilakukan, sehingga penyajian nilai aset tetap per
31 Desember 2007 belum sepenuhnya wajar.

2.4 Terdapat pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi atau peningkatan standar kinerja namun nilai pengeluaran pekerjaan
tersebut tidak dikapitalisasi ke nilai aset tetap dalam neraca, sehingga
pencatatan aset tetap khususnya gedung dan bangunan serta peralatan/mesin
belum sepenuhnya wajar.
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3. Departemen Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Tahun 2007, BPK memberikan
pendapat ‘’Tidak Wajar (TW)’’ atas Laporan Keuangan Depkominfo Tahun
2007, karena dampak belum dikonsolidasikannya laporan keuangan Badan
Layanan Umum Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan Tahun 2007
kedalam Laporan Keuangan Depkominfo Tahun 2007 serta belum
dilaksanakannya revaluasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang
diperoleh Depkominfo sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp4,58 triliun  atau  130,00 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,52 triliun sedangkan realisasi belanja
sebesar Rp1,01 triliun atau 41,22% dari anggaran sebesar Rp2,45triliun.
Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp1,92 triliun,
total kewajiban sebesar Rp4,02 miliar dan total ekuitas sebesar Rp1,92 triliun

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depkominfo Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

3.1 Pencatatan dan pelaporan persediaan tidak tertib sehingga nilai persediaan
yang disajikan dalam Neraca Depkominfo per 31 Desember 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

3.2 Pencatatan piutang PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
(Ditjen Postel) belum dilaksanakan secara tertib dan terdapat denda
keterlambatan piutang PNBP sebesar Rp11,00 miliar tidak dipungut sehingga
piutang PNBP atas biaya hak pemakaian frekuensi lebih catat sebesar
Rp30,19 miliar dan pendapatan negara dari denda PNBP BHP frekuensi
kurang diterima sebesar Rp11,00 miliar.

3.3 Depkominfo belum melakukan penilaian kembali barang milik negara
dalam rangka menyusun neraca awal sehingga aset tetap yang diperoleh
sebelum 31 Desember 2005 yang dilaporkan dalam neraca per 31 Desember
2007 belum menyajikan nilai wajar.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

3.4 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Balai Telekomunikasi dan
Informasi Perdesaan Tahun 2007 belum dikonsolidasikan kedalam Laporan
Keuangan Depkominfo sehingga Laporan Keuangan Depkominfo tidak
disajikan secara wajar.
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3.5 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Balmon)
Makassar membeli tanah senilai Rp2,04 miliar yang status kepemilikan
tanahnya tidak atas nama penjual, sehingga berpotensi merugikan keuangan
negara.

4. Dewan Ketahanan Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan
Nasional (Wantannas) Tahun 2007, BPK menyatakan  “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan
Wantannas tanggal 31 Desember 2007 dan laporan realisasi anggaran untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Wantannas Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp253,50  juta  atau 8.450 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,00 juta. Realisasi belanja sebesar
Rp27,54 miliar atau 91,26 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30,18
miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp18,46 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing
sebesar nihil dan sebesar Rp18,46  miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Wantannas Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

4.1 Penggunaan gedung milik Sekretariat Negara oleh Wantannas tidak
didukung dengan bukti penyerahan dan pengelolaan gedung sehingga status
penggunaannya tidak jelas.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

4.2 Pelaksanaan kegiatan belanja barang dan perjalanan dinas sebesar
Rp244,06 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan kelebihan
pembayaran honor  sebesar Rp14,50 juta dan pembayaran perjalanan dinas,
akomodasi dan konsumsi  tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp229,56
juta.

4.3 Pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi anggaran dana operasional
Menteri/Pejabat setingkat Menteri Tahun 2007 sebesar Rp420,00 juta belum
dilaksanakan dengan benar, sehingga kebenaran material atas penggunaan
dana operasional pimpinan sebesar Rp420,00 juta tidak dapat diuji.
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5.  Badan Intelijen Negara (BIN)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Intelijen
Negara (BIN) Tahun 2007, BPK menyatakan “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan BIN tanggal 31
Desember 2007 dan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BIN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp303,73 juta. Realisasi belanja
sebesar Rp1,04 triliun atau 97,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1,07 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp2,53 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing
sebesar Rp51,40 juta dan sebesar Rp2,53 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BIN Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

5.1 Kelebihan perhitungan beberapa jenis pekerjaan  pembangunan system
redundant dalam RAB sehingga berpotensi merugikan keuangan negara
sebesar Rp39,20 juta.

5.2 Pembayaran honorarium dosen pelaksana diklat pada Pusdiklat BIN
sebesar Rp25,50 juta dan honorarium pelaksana ujian akhir semester genap
TA 2006/2007 pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara sebesar Rp23,83 juta
tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan / diyakini
kebenarannya.

6. Lembaga Sandi Negara RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Sandi
Negara RI (Lemsaneg) Tahun 2007, BPK menyatakan “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)” karena tidak dilakukannya inventarisasi dan penilaian
kembali aset tetap.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Lemsaneg  Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp223,56 juta  atau 6.878 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,25 juta. Realisasi belanja sebesar
Rp1,04 triliun  atau 97,19 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,07
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp2,52
triliun, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing sebesar
Rp7,34 juta dan sebesar Rp2,52 triliun.
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Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemsaneg  Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

6.1 Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan
belum memadai, sehingga penyajian laporan keuangan Lemsaneg belum
sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

6.2 Terdapat BMN berupa  tanah seluas 106.315 m2 belum bersertifikat/
belum  memiliki bukti kepemilikan yang sah dan hasil pengadaan tanah Tahun
2007  seluas 75.375 m2 berlokasi di Sawangan belum dipasang batas-batas
tanah, sehingga pengakuan kepemilikan atas tanah secara hukum masih
lemah dan memberikan peluang timbulnya pengambilalihan atau penggunaan
atas tanah tersebut oleh pihak lain.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

6.3 Pelaksanaan perbaikan asrama putra STSN melampaui batas anggaran
yang telah ditetapkan, yakni berdasarkan SPK  sebesar Rp149,72 juta menjadi
sebesar Rp157,07 juta karena adanya pekerjaan tambah namun atas
perubahan nilai tersebut tanpa melalui adendum, sehingga nilai aset hasil
perbaikan sebesar Rp149,72 juta tidak dapat dinilai kewajarannya dan
Lemsaneg mempunyai kewajiban sebesar Rp7,34 juta kepada PT ASP atas
kekurangan pembayaran.

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2007, BPK menyatakan”Wajar
Tanpa  Pengecualian (WTP)“ dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Lemhannas tanggal 31 Desember 2007 dan laporan realisasi
anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Lemhannas Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp74,04  juta dari anggaran
nihil. Realisasi belanja sebesar Rp126,35 miliar atau 83,42 % dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp151,47 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp86,69 miliar, total kewajiban dan ekuitas
dana investasi masing-masing sebesar Rp104,03  juta dan sebesar Rp86,59
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

7.1  Fungsi dan kedudukan Inspektorat sebagai satuan pengawas intern
dalam struktur organisasi Lemhannas belum optimal, karena posisi Inspektur
berada dibawah Sektama dan Para Deputi, sehingga proses pemeriksaan
dan pengawasan menjadi tidak optimal dan atau tidak dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan

Ketidakpatuhan terhadap  Peraturan Perundang-undangan.

7.2 Kekurangan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan
pengembangan gedung Lemhannas TA 2007 belum diperhitungkan,
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp140,64 juta.

7.3 Terjadi kemahalan harga atas pengadaan sistem jaringan internet
Lemhannas Tahun 2007 sebesar Rp22,76 juta, mengakibatkan pemborosan
keuangan negara sebesar Rp22,76 juta.

8. Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Dalam Negeri (Depdagri) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)”, karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern terhadap
pencatatan dan pelaporan aset serta pendapatan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depdagri Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp9,30 miliar atau 8.859,26%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp105 juta. Realisasi belanja sebesar
Rp3,11 triliun atau 71,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,32
triliun.  Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp1,76 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing Rp21,12
miliar dan Rp1,74 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depdagri Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

8.1 Sistem Pengendalian Intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap
kurang  memadai sehingga penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Depdagri
per 31 Desember 2007 senilai Rp1,48 triliun belum dapat diyakini
kewajarannya.

8.2 Pengendalian atas penyusunan rencana kegiatan dan anggaran masih
lemah, anggaran belanja barang senilai Rp8,64 miliar diperuntukkan bagi
pengadaan aset tetap, mengakibatkan Laporan Keuangan Depdagri Tahun
2007 dalam hal anggaran dan realisasi belanja barang dan belanja modal
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

8.3 Dana Penunjang Pembinaan (DPP) sebesar Rp244,14 miliar dikelola
dan dipertanggungjawabkan di luar mekanisme APBN oleh Sekretariat Jenderal
Depdagri yang mengakibatkan LRA Depdagri Tahun 2007 tidak menyajikan
secara wajar realisasi pendapatan dan belanja  Tahun 2007 yang benar-
benar digunakan oleh Depdagri. DPP adalah upah pungut pajak dan retribusi
daerah bagian Departemen Dalam Negeri yang diterima dari pemerintah
daerah.
8.4 Penerimaan negara sebesar Rp108,75 miliar dikelola dan
dipertanggungjawabkan di luar mekanisme APBN oleh beberapa satuan kerja
di lingkungan Depdagri, sehingga  Laporan Keuangan Depdagri Tahun 2007
belum dapat menyajikan secara wajar realisasi pendapatan dan  belanja selama
Tahun 2007 serta pengelolaan dana-dana tersebut tidak transparan dan
akuntabel dan berisiko terhadap penyalahgunaan dana tersebut untuk
kepentingan pribadi atau tujuan lain di luar peruntukannya.

8.5 Terjadi kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp699,11 juta dalam
pembangunan sarana dan prasarana fisik TA 2007 di lingkungan Depdagri,
yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp699,11 juta.

8.6 Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang (perjalanan dinas) sebesar
Rp2,92 miliar karena dibuat perjalanan dinas ganda dan bukti-bukti perjalanan
palsu yang lebih mahal, mengakibatkan jumlah realisasi belanja barang
(perjalanan dinas) yang disajikan dalam LRA Depdagri Tahun 2007 belum
mencerminkan realisasi senyatanya sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan
terjadi kelebihan pembayaran.

8.7 Terjadi kelebihan pembayaran pada belanja barang (jasa konsultan)
sebesar Rp967,03 juta karena pembayaran biaya langsung non personil tidak
berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sebenarnya (at cost). Hal ini
mengakibatkan jumlah realisasi belanja barang/modal (belanja jasa konsultan)
yang disajikan dalam LRA Depdagri Tahun 2007 belum mencerminkan
realisasi senyatanya  sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan terjadi kelebihan
pembayaran biaya jasa konsultan  sebesar Rp967,03 juta.

8.8 Beberapa pekerjaan sarana dan prasarana fisik serta kegiatan jasa
konsultansi terlambat diselesaikan oleh kontraktor/rekanan dan belum
dipungut denda keterlambatan sebesar Rp534,57 juta yang mengakibatkan
hasil pengadaan barang dan jasa di lingkungan Depdagri tidak dapat
dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan kekurangan
penerimaan negara sebesar Rp534,57 juta.
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9. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) Tahun 2007, BPK
memberikan pendapat ‘’Wajar Dengan Pengecualian’’ (WDP) atas Laporan
Keuangan Kemeneg PAN Tahun 2007, karena Kemeneg PAN belum
sepenuhnya menyelesaikan penilaian kembali terhadap saldo awal aset tetap
sebagai basis pelaporan dalam Neraca per 31 Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemeneg PAN Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp3,54
miliar atau 11.811 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30,00 juta,
sedangkan realisasi belanja sebesar Rp79,68 miliar atau 32,19 % dari anggaran
sebesar Rp247,51 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp57,31 miliar, total kewajiban sebesar Rp13,06 juta dan total
ekuitas sebesar Rp57,31 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemeneg PAN Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

9.1 Nilai aset tetap yang dikelola oleh Kemeneg PAN belum disesuaikan
dengan hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) yang
dilakukan oleh Departemen Keuangan, sehingga nilai aset tetap yang
dilaporkan dalam Neraca Kemeneg PAN per 31 Desember 2007 belum dapat
diyakini kewajarannya.

9.2 Administrasi barang inventaris berupa laptop/notebook yang sudah
didistribusikan kepada masing-masing pengguna tidak tertib dan terdapat
sebanyak 16 unit laptop/notebook dengan nilai sebesar Rp287,03 juta dari
hasil pengadaan sebelum Tahun 2006 tidak diketahui keberadaannya, sehingga
keamanan aset kurang terjamin dan terjadinya potensi kehilangan BMN.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

9.3 Penyusunan DIPA tidak sepenuhnya mengacu pada klasifikasi Mata
Anggaran Pengeluaran (MAK) yang berlaku, sehingga realisasi belanja yang
seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja modal salah diklasifikasikan
sebagai belanja barang sebesar Rp444,04 juta.

10. Sekretariat Negara RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Negara
Republik Indonesia (Setneg) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat ‘’Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)’’ atas Laporan Keuangan Setneg Tahun 2007,
karena aset tetap Setneg sebesar Rp2,23 triliun belum dilakukan inventarisasi
ulang dan penilaian kembali.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Setneg Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp10,52 miliar atau
28.966% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36,33 juta, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp1,17 triliun atau 73,58 % dari anggaran sebesar
Rp1,59 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp2,35 triliun, total kewajiban sebesar Rp21,25 miliar dan total ekuitas
sebesar Rp2,33 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setneg Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

10.1 Saldo awal  aset tetap sebagai  dasar pelaporan aset tetap dalam Neraca
per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya, karena Setneg
belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap.

10.2 Tanah seluas 12.157 m2 untuk perumahan pegawai di Istana Yogyakarta
tidak dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2007 dan tidak didukung dengan
bukti kepemilikan yang sah, sehingga penggunaan tanah tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum yang sah dan berpotensi terjadi sengketa
dikemudian hari.

10.3 Terdapat Belanja Modal yang dibiayai dengan menggunakan mata
anggaran Belanja Barang sebesar Rp23,21 miliar, dan Belanja Barang dibiayai
menggunakan mata anggaran Belanja Modal sebesar Rp7,30 miliar, sehingga
realisasi belanja negara sebesar Rp30,51 miliar tidak sesuai peruntukannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

10.4 Sebanyak 48 rumah dinas penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga tujuan peruntukan rumah negara untuk pegawai yang
masih aktif tidak tercapai.

10.5 Tanah milik Sekretariat Negara yang digunakan untuk Museum Satria
Mandala dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa seizin Sekretariat Negara
sehingga pemanfaatan tersebut tidak sah dan tidak memberi kontribusi ke
Kas Negara .

11. Badan Pengelola Gelora Bung Karno

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola
Gelora Bung Karno (BPGBK) Tahun 2007, BPK  menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)”, karena lemahnya sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang material.
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Laporan Surplus BPGBK Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan
operasional adalah sebesar Rp77,93 miliar, sedangkan realisasi biaya
operasional sebesar Rp42,83 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp13,90 triliun, total kewajiban sebesar
Rp10,92 miliar dan total ekuitas dana sebesar Rp13,89 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPGBK Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

11.1 Pengendalian intern pengelolaan pendapatan dan biaya BPGBK dan
Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno (DPGBK) lemah,
sehingga biaya asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan
BPGBK/DPGBK tidak dapat diyakini kewajarannya.

11.2 Pengendalian atas hak dan kewajiban mitra usaha dari penerimaan
kontribusi variabel di BPGBK lemah, sehingga penerimaan BPGBK dari
kontribusi variabel berkurang sebesar Rp443,66 juta.

11.3 Pertanggungjawaban uang muka biaya DPGBK tidak tepat waktu,
sehingga jumlah biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan Tahun 2007
tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena pengeluaran dengan
bon kerja akan dibebankan sebagai biaya pada saat pertanggungjawaban.

11.4 Kebijakan akuntansi tentang pengakuan piutang usaha pada BPGBK/
DPGBK belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga piutang usaha dari unit
yang disajikan dalam Laporan Keuangan BPGBK Tahun 2007 tidak akurat.

11.5 Penyajian aset tetap berupa inventaris kantor belum didukung rekonsiliasi
pihak-pihak yang mengelola dan belum diungkapkan kuantitasnya secara
memadai, sehingga jumlah barang inventaris yang dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Tahun 2007 tidak dapat diketahui secara benar.

11.6 Pengendalian pengamanan aset tetap tanah milik BPGBK di kawasan
Gelora Bung Karno yang dipakai dan dikuasai oleh beberapa Instansi
Pemerintah lemah, yaitu tidak adanya perjanjian penggunaan tanah oleh
instansi pemerintah tersebut, mengakibatkan ketidakjelasan posisi BPGBK
sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah yang dipakai
dan dikuasai oleh instansi-instansi terkait serta terjadi duplikasi pencatatan
tanah seluas 472.139m2 dengan nilai sebesar Rp3,20 triliun yang terdiri
atas tanah Departemen Pendidikan Nasional seluas 40.345m2 dengan nilai
sebesar Rp367,14 miliar, Kompleks TVRI seluas 46.791 m2 dengan nilai
sebesar Rp407,08 miliar dan Kompleks DPR seluas 385.003 m2 dengan
nilai sebesar Rp2,42 triliun.
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11.7 Biaya penyusutan aktiva tetap BPGBK tidak dapat diyakini
kewajarannya, sehingga Laporan surplus BPGBK tidak dapat diyakini
kewajarannya dan tidak mempunyai daya banding dari periode ke periode.

11.8 Sanksi denda sebesar Rp3,30 miliar dari PT Putraja Perkasa belum
ditetapkan  sebagai piutang usaha pada Laporan Keuangan BPGBK/DPGBK
Tahun 2007, sehingga piutang usaha yang dicatat dalam Laporan Keuangan
DPGBK Tahun 2007 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

11.9 BPGBK terlambat menerbitkan Laporan Keuangan Tahun 2007, sehingga
informasi posisi keuangan dan aset Gelora Bung Karno tidak dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat waktu.

11.10 Hasil pengelolaan aset di Kawasan Gelora Bung Karno belum
memberikan kontribusi kepada Negara, sehingga Negara tidak memperoleh
penerimaan atas pengelolaan aset yang ada di Kawasan Gelora Bung Karno.

11.11 Surplus pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno
Tahun 2006 sebesar Rp19,27 miliar belum disetor ke Kas Negara, sehingga
penerimaan negara atas surplus Gelora belum diterima.

12. Badan Pengelola Kompleks Kemayoran

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola
Kompleks Kemayoran (BPKK) Tahun 2007, BPK  menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena lemahnya sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang material.

Laporan Laba Rugi BPKK Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan
operasional adalah sebesar Rp19,24 miliar, sedangkan realisasi biaya
operasional sebesar Rp60,32 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp1,82 triliun, total kewajiban sebesar
Rp26,03  miliar dan total ekuitas sebesar Rp1,79 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKK Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

12.1 BPKK/DP3KK tidak mencatat tanah yang telah diserahkan
penggunaannya kepada investor. Nilai persediaan tanah saleables sebesar
Rp69,34 miliar, investasi sebesar Rp62,04 miliar serta aktiva tetap lainnya
berupa bangunan, jaringan listrik, jaringan air, jaringan gas dan fasilitas sosial/
umum belum didukung dengan  daftar aktiva tetap yang memadai, sehingga
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saldo aktiva tetap sebesar Rp380,68 miliar beserta nilai penyusutan sebesar
Rp11,25 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

12.2 Prosedur pencatatan pendapatan jasa air tidak konsisten menerapkan
sistem akrual basis disamping itu BPKK/DP3KK belum mencatat seluruh
uang jaminan pelanggan air sehingga pendapatan jasa air sebesar Rp9,55
miliar, saldo piutang jasa air  sebesar Rp638,20 juta dan saldo uang jaminan
pelanggan air sebesar Rp129,46 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

12.3 BPKK/DP3KK belum selesai menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang
material tahun sebelumnya serta  belum menerapkan PSAK No.24 tentang
imbalan kerja yang sangat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

12.4 PT Pam Jaya belum merealisasikan sambungan air sesuai perjanjian
dan Penetapan Tarif langganan air oleh  PT Thames Pam Jaya tidak sesuai
ketentuan sehingga BPKK/DP3KK  belum dapat memanfaatkan fasilitas
sambungan air tersebut dan pembayaran biaya langganan air lebih tinggi
dari ketentuan yang berlaku.

13. Taman Mini Indonesia Indah

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Taman Mini
Indonesia Indah (TMII) Tahun 2007, BPK  menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena lemahnya sistem pengendalian intern dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang material.

Laporan Aktivitas TMII Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan
adalah sebesar Rp55,04 miliar, sedangkan realisasi beban sebesar Rp43,57
miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp42,30 miliar, total kewajiban sebesar Rp12,43  miliar dan total aktiva
bersih sebesar Rp29,87 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan TMII Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

13.1 Bukti kepemilikan atas aset-aset TMII masih atas nama Yayasan Harapan
Kita (YHK) dan nilai aktiva tetap berupa bangunan yang diserahkan YHK
belum mencerminkan harga yang wajar sehingga nilai aset dalam Laporan
Keuangan TMII Tahun 2007 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.

13.2 TMII belum menetapkan kebijakan dan pedoman akuntansi yang baku
sesuai PSAK, sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak
menggambarkan nilai yang sebenarnya dan diragukan kewajarannya, serta



34

adanya  inkonsistensi dalam penerapan kebijakan akun-akun tersebut di masa
mendatang dan potensi ketidakseragaman terhadap perlakuan transaksi
akuntansi.

13.3 Belum ada upaya-upaya penyelesaian dari Pelaksana Pengelola (PP)
TMII atas piutang macet yang sudah berumur lebih dari satu tahun sebesar
Rp595,15 juta, sehingga piutang yang tidak dapat ditagih akan berpotensi
merugikan PP TMII sebesar Rp595,15 juta.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

13.4 Terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan atas hasil sewa
ruangan/gedung sebesar Rp154,75 juta sehingga negara kehilangan
pendapatan dari sektor perpajakan Tahun 2007 berupa PPh atas sewa ruangan
sebesar Rp154,75 juta.

14. Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat ‘’Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)’’  atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2007,
karena BKN belum sepenuhnya menyelesaikan penilaian kembali terhadap
saldo awal aset tetap sebagai basis pelaporan dalam Neraca per 31 Desember
2007 dan belum termasuk peralatan dan mesin berupa server dengan harga
perolehan sebesar Rp373,91 juta.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp269,07 juta atau
8.541,90 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,15 juta, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp288,39 miliar atau 75,59 % dari anggaran sebesar
Rp381,53  miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp473,32 miliar, total kewajiban sebesar Rp2,83 miliar dan total
ekuitas sebesar Rp470,49 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

14.1 Inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang dikelola oleh
BKN dalam rangka menyusun neraca awal belum dilakukan sehingga nilai
aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca BKN per 31 Desember 2007 tidak
menggambarkan nilai yang sebenarnya/sewajarnya.

14.2 Terdapat peralatan dan mesin yang salah diklasifikasikan sebagai gedung
dan bangunan dalam Neraca Kantor Pusat BKN selaku Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) per 31 Desember 2007 sehingga peralatan dan
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mesin serta gedung dan bangunan masing-masing kurang dan lebih disajikan
dalam Neraca BKN per 31 Desember 2007.

14.3 Persediaan yang dilaporkan dalam Neraca BKN per 31 Desember 2007
belum merupakan hasil konsolidasi semua persediaan yang dimiliki oleh
satker-satker di lingkungan BKN, sehingga nilai persediaan yang dilaporkan
dalam neraca BKN per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan nilai yang
sebenarnya.

14.4 Terdapat server dan peralatan lainnya sebesar Rp373,91 juta tidak
dilaporkan kepada pelaksana SABMN, sehingga nilai peralatan dan mesin
dalam Neraca BKN per 31 Desember 2007 kurang catat sebesar Rp373,91
juta.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

14.5 Penyusunan DIPA tidak sepenuhnya  mengacu pada klasifikasi Mata
Anggaran Pengeluaran yang berlaku sehingga realisasi belanja yang
seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja modal, peralatan dan mesin salah
diklasifikasikan sebagai belanja modal, gedung dan bangunan sebesar Rp4,76
miliar.

14.6 Terdapat 13 Rumah Negara Golongan II ditempati oleh pihak yang
tidak berhak, sehingga tujuan peruntukan rumah negara untuk pegawai yang
masih aktif tidak tercapai dan potensi pendapatan sewa rumah yang ditempati
oleh orang yang tidak berhak tidak dapat direalisasikan.

15. Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat” karena adanya kelemahan pengendalian intern terhadap
pencatatan dan pelaporan aset, dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran
laporan keuangan, serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk
memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp689,81 miliar  atau 56,99%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,21 triliun dan realisasi belanja
sebesar Rp1,60 triliun atau 71,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp2,23 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp1,19 triliun, total kewajiban sebesar Rp55,16 miliar, dan ekuitas dana
sebesar Rp1,14  triliun.
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Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPN Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

15.1  Proses pencatatan dan pelaporan aset tidak dilakukan secara berjenjang
dan tidak didasarkan atas konsolidasi dari laporan seluruh satker sehingga
nilai aset BPN per 31 Desember 2007 sebesar Rp1,19 triliun tidak dapat
diyakini kewajarannya.

15.2 Realisasi pendapatan dalam LRA sebesar Rp689,81 miliar  tidak
didasarkan pada konsolidasi laporan satker sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

15.3 Dasar hukum atas penerimaan penjualan blangko akta tanah sejak
Agustus 2005 s.d. Nopember 2007 sebesar Rp37,35 miliar belum ditetapkan
dalam  Peraturan  Pemerintah  sehingga     penerimaan penjualan blangko
akta tanah belum diakui sebagai   PNBP.

15.4  Penggunaan langsung atas penerimaan biaya transportasi pengukuran/
pemeriksaan tanah sampai dengan Desember  2007 dilaporkan sebesar
Rp27,94 miliar   dan dana-dana pengurusan tanah dari instansi lain     sebesar
Rp19,80 miliar pada Bendahara Non-DIPA di lingkungan BPN  tidak sesuai
ketentuan sehingga terdapat penerimaan yang tidak diterima Negara dan
adanya potensi  penyalahgunaan keuangan Negara sebesar  Rp47,74 miliar.

15.5 Aset berupa tanah di Provinsi Bali, Jakarta, dan Lampung  diklaim
pihak lain  sehingga nilai aset tanah maupun jumlah bidang tanah yang
dilaporkan di  Neraca per 31 Desember 2007  belum dapat menggambarkan
keadaan yang sebenarnya dan adanya aset-aset tanah BPN yang berpotensi
hilang.

16. Lembaga Administrasi Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan
LAN per 31 Desember 2007 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp31,59 miliar atau 91,38 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34,57 miliar dan realisasi belanja sebesar
Rp157,19 miliar atau 77,09 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp203,89 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
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sebesar Rp824,65 miliar, total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar
Rp944,90 juta dan Rp823,70 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan LAN Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

16.1  Terdapat aset tetap berupa tanah seluas 900 m2 dengan nilai sebesar
Rp1,27 miliar yang belum mempunyai legalitas hak kepemilikan yang sah
sehingga status legalitas kepemilikan atas tanah tersebut tidak mempunyai
kepastian dan perlindungan hukum.

17. Arsip Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat ‘’Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)’’ karena   ANRI belum sepenuhnya
menyelesaikan penilaian kembali terhadap saldo awal aset tetap sebagai basis
pelaporan dalam  Neraca per 31 Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp4,56 miliar atau 64,72 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7,05 miliar, sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp95,73 miliar atau 83,95 % dari anggaran sebesar Rp114,03
miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp200,20 miliar, total kewajiban sebesar nihil dan total ekuitas sebesar
Rp200,20 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

17.1 ANRI belum sepenuhnya menyelesaikan penilaian kembali terhadap
saldo awal aset tetap sebagai basis pelaporan dalam Neraca per 31 Desember
2007 sehingga nilai saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca ANRI per
31 Desember 2007 belum menggambarkan nilai yang wajar.

17.2 Terdapat kesalahan pembebanan Mata Anggaran untuk Belanja Barang
dan Belanja Modal TA 2007 pada ANRI sebesar Rp3,31 miliar, sehingga
realisasi belanja Mata Anggaran belum sesuai dengan tujuannya dan tidak
menggambarkan realisasi yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

17.3 Penguasaan dan pemanfaatan gedung dan bangunan milik ANRI yang
berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 111 oleh pihak ketiga tidak didukung dengan
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perjanjian yang sah sehingga ANRI tidak dapat memanfaatkan gedung ANRI
tersebut secara maksimal dan negara tidak memperoleh kontribusi dari hasil
pengelolaan gedung ANRI yang diterima oleh yayasan Gedung ANRI dalam
periode 2004-2006 sebesar Rp5,87 miliar.

17.4 Aset tetap ANRI berupa tanah seluas 3.711m2 dengan nilai sebesar
Rp726,04 juta yang hak kepemilikannya belum atas nama ANRI, sehingga
kepemilikan ANRI atas aset tetap tersebut tidak mempunyai kepastian dan
perlindungan hukum serta akan berpotensi kalah apabila terjadi perselisihan.

18. Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat
(TMP)” karena adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada proses
penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan, pada proses pencatatan dan
pelaporan aset, dan BPK tidak dapat melakukan prosedur lain, serta lingkup
pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK memberikan
pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPU Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp467,66 juta atau 759,06%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61,61 juta dan realisasi belanja
sebesar Rp449,68 miliar atau 58,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp773,55 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp292,08 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana per tanggal yang
sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp2,44 miliar dan Rp289,70
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

18.1 Sistem pengendalian intern terhadap penyusunan LRA dan Neraca KPU
belum memadai, sehingga LRA KPU belum menyajikan informasi realisasi
anggaran yang lengkap dan andal sebagai dasar pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan.

18.2 Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) KPU
belum memadai, sehingga Laporan Keuangan KPU belum menyajikan
informasi secara lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan.

18.3 Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) di unit-unit akuntansi
KPU belum dilaksanakan secara optimal, sehingga nilai aset tetap yang
disajikan dalam neraca belum dapat diyakini kewajarannya.
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18.4 Penerimaan dan penggunaan dana hibah untuk operasional rutin minimal
sebesar Rp3,75 miliar dan penyelenggaraan Pilkada minimal sebesar Rp72,37
miliar tidak dibukukan dalam LRA KPU, sehingga LRA KPU belum
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan

18.5 Kotak suara sebanyak 111.017 unit senilai Rp15,75 miliar dan bilik
suara sebanyak 661.525 unit senilai Rp34,11 miliar yang dikelola oleh KPU
Kabupaten/Kota hilang, mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp
49,86 miliar.

18.6 Volume persediaan sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004 yang
disimpan di gudang-gudang rekanan KPU berkurang sebanyak 57,31 ton
senilai Rp503,3 juta, mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara
sebesar Rp503,3 juta.

18.7 Enam puluh sembilan unit kendaraan dinas roda empat dan roda dua
minimal senilai Rp5,17 miliar yang dikuasai mantan anggota dan pensiunan
pejabat/pegawai KPU belum dikembalikan kepada KPU, mengakibatkan
potensi kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp5,17 miliar dan tidak
dapat memanfaatkan BMN yang dimilikinya untuk kegiatan operasional.

19. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Tahun 2007, BPK menyatakan “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”
karena tidak dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenko Polhukam Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp557,32 juta
dari anggaran nihil. Realisasi belanja sebesar Rp179,93 miliar atau 89,53 %
dari anggaran sebesar Rp200,96 miliar.  Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp130,85 miliar, total kewajiban dan ekuitas
dana investasi masing-masing sebesar Rp285,93  juta dan sebesar Rp130,57
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun
2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

19.1 Kemenko Polhukam belum melakukan inventarisasi ulang dan penilaian
seluruh aset tetap yang dimiliki  sebelum Tahun 2005 sebesar Rp18,91
miliar,  sehingga neraca Kemenko Polhukam TA 2007 belum menyajikan
angka aset tetap yang wajar.
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Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

19.2 Kuasa Pengguna Anggaran tidak membuat pertanggungjawaban dan
pelaporan atas penggunaan dana operasional Menko Polhukam TA 2007
sebesar Rp1,80 miliar,  sehingga  dana operasional Menko Polhukam sebesar
Rp1,80 miliar tidak dapat diuji kebenaran materiilnya.

20. Departemen Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Hukum dan HAM (Depkumham) Tahun 2007, BPK menyatakan “ Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena lemahnya sistem pengendalian intern
terhadap pencatatan dan pelaporan realisasi anggaran, aset dan ketidakjelasan
neraca awal yang dapat digunakan sebagai awal penyusunan laporan
keuangan Depkumham sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran
laporan keuangan tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depkumham  Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp859,39 miliar
atau 107,92 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp796,35 miliar.
Realisasi belanja sebesar Rp3,57 triliun atau 86,86 % dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp4,11 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp2,48 triliun, total kewajiban dan ekuitas
dana investasi masing-masing sebesar Rp53,23 miliar dan sebesar Rp2,43
triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depkumham  Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian adalah antara lain berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

20.1 Penerapan SPI dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2007 belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga angka yang dihasilkan dalam
laporan keuangan mengandung kelemahan/kesalahan signifikan.

20.2 Pelaksanaan  Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAPA) belum
optimal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari SAPA tidak dapat
menggambarkan nilai aset, kewajiban, ekuitas dan transaksi LRA  yang
sebenarnya, serta pengamanan aset dan penerimaan menjadi tidak optimal.

20.3 Penerapan SABMN belum memadai, hal ini terbukti antara lain sebagian
besar BMN belum pernah dilakukan inventarisasi dan revaluasi serta satker
yang sudah melaksanakan SABMN pada tingkat kantor wilayah hanya 307
satker dari 720 satker, sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya dan nilai aset tetap tidak dapat diyakini
kewajarannya.
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20.4 Pencatatan dan pelaporan akun persediaan kurang memadai, sehingga
nilai persediaan dalam necara Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya
dan pengamanan persediaan tidak optimal serta berpotensi terjadi
penyimpangan dalam pengelolaannya.

20.5 Pencatatan dan pelaporan hutang bahan makanan (bama) kurang
optimal, sehingga neraca Tahun 2007 tidak dapat menggambarkan akun
hutang yang sebenarnya dan menyulitkan pemantauan jumlah hutang oleh
instansi vertikal yang lebih tinggi (eselon I dan kementerian).

20.6 Sistem pengelolaan barang sitaan negara (basan) pada rumah penitipan
barang rampasan negara (rupbasan) belum optimal, sehingga pemerintah
tidak mempunyai informasi yang akurat tentang barang rampasan negara
yang dikelola oleh instansi penegak hukum.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

20.7 PNBP Keimigrasian pada beberapa Kantor Imigrasi kurang dipungut,
kurang/terlambat disetor dan kurang dicatat, sehingga  jumlah PNBP yang
dilaporkan dalam LRA Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya dan
negara kehilangan potensi  PNBP dari sidik jari Tahun 2007  sebesar Rp91,17
juta.

21. Kejaksaan Agung RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung
RI (Kejagung) Tahun 2007, BPK menyatakan “ Tidak Memberikan Pendapat
(TMP)”  karena lemahnya sistem pengendalian intern terhadap pencatatan
dan pelaporan realisasi anggaran, aset dan ketidakjelasan neraca awal yang
digunakan sebagai awal penyusunan laporan keuangan Kejaksaan Agung
sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk
memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan
tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kejagung  Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp118,49 miliar  atau 3.721,86
% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,18 miliar. Realisasi belanja
sebesar Rp1,59 triliun  atau 91,10 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1,74 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp8,81 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing
sebesar Rp6,41 miliar dan sebesar Rp8,81 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejagung  Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

21.1 Pencatatan dan pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca
tidak dihasilkan dari aplikasi SAI melainkan secara manual. Pencatatan aset
tetap tidak dihasilkan dari SABMN, sedangkan yang sudah menggunakan
aplikasi SABMN, untuk tingkat UAPPB-W baru 23 dari 32 Kejati dan untuk
tingkat UAKPB/UAPKPB baru 185 Kejari/Cabjari dari 489 satker, sehingga
sebagian besar aset tetap Kejagung belum dapat dicatat dan dilaporkan dalam
neraca.

21.2 Pencatatan dan pelaporan akun pendapatan dalam LRA, akun kas pada
Bendahara Pengeluaran, dan akun persediaan, tidak memadai sehingga tidak
diperoleh keyakinan memadai terhadap kewajaran atas akun pendapatan,
kas pada bendaharawan pengeluaran dan  akun persediaan.

21.3 Sistem pencatatan dan pelaporan barang rampasan belum memadai,
hal ini terbukti barang rampasan minimal sebesar Rp11,08 miliar dan 365.155
unit barang rampasan belum dicatat dalam laporan keuangan, sehingga
penilaian dan pengungkapan barang rampasan dalam laporan keuangan
Kejagung Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

21.4 Sistem pencatatan dan pelaporan denda korupsi dan uang pengganti
belum memadai, hal ini terbukti denda perkara korupsi minimal sebesar
Rp3,27 miliar belum dicatat dan terdapat perbedaan data piutang uang
pengganti antara data pada JAM Pidsus dan dalam neraca, sehingga nilai
piutang uang pengganti sebesar Rp7,59 triliun dan pendapatan terkait denda
perkara dalam laporan keuangan tidak dapat dinilai kewajarannya.

21.5 Sistem pencatatan dan pelaporan uang titipan denda tilang dan biaya
perkara pada rekening BRI belum memadai, hal ini terbukti uang titipan
denda tilang dan biaya perkara pada Giro I minimal sebesar Rp1,40 miliar
dan Giro III minimal sebesar Rp11,95 juta belum  diungkapkan dalam CALK,
sehingga  nilai piutang dan pendapatan terkait uang titipan denda tilang dan
biaya perkara tidak dapat dinilai  kewajarannya.

21.6 Sistem pencatatan dan pelaporan putusan verstek denda tilang dan
biaya perkara yang belum dibayar oleh pelanggar lalu lintas belum memadai,
hal ini terbukti putusan verstek denda tilang dan biaya perkara yang belum
dibayar pelanggar minimal sebesar Rp253,23 juta belum dicatat dalam neraca
per 31 Desember 2007, sehingga nilai piutang dan pendapatan terkait putusan
verstek tidak dapat dinilai kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

21.7 Terdapat pembayaran biaya jasa, PPh, Astek, peralatan dan lain-lain
atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung di lingkungan Kejagung,
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yang dalam kontrak hal tersebut tidak perlu dibiayai anggaran negara,
mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp250,79 juta.

22. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP).” karena adanya ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset, persediaan,
barang bukti dan penerimaan hibah serta adanya pembatasan lingkup
pemeriksaan, sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan
keuangan tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Polri  Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1,48 triliun  atau 97,36 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,52 triliun. Realisasi belanja sebesar
Rp19,95 triliun  atau 97,45  % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20,46
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp89,49 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing
sebesar Rp133,25 miliar dan sebesar Rp89,35 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

22.1 Sistem pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan BMN/aset tetap dan
persediaan belum memadai, sehingga laporan BMN dan persediaan belum
akurat serta tidak dapat dinilai kewajarannya.

22.2 Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban keuangan
di lingkungan Polri diketahui realisasi belanja tidak sesuai dengan klasifikasi
MAK, yaitu belanja barang digunakan pengadaan aset tetap sebesar Rp1,99
miliar dan belanja modal digunakan pengadaan barang habis pakai sebesar
Rp723,20 juta, mengakibatkan nilai aset tetap dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

22.3 Kewajiban Polri kepada pihak ketiga (PT PLN dan PT Perpamsi) atas
pemakaian listrik dan air pada beberapa Polda belum dibayar sebesar
Rp625,49 juta dan belum dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2007
sehingga saldo akun utang disajikan terlalu rendah sebesar Rp625,49 juta
mengakibatkan neraca Polri per 31 Desember 2007 belum menyajikan
informasi secara akurat mengenai posisi kewajiban dan dana untuk
pengembalian utang jangka pendek.

Penetapan MAK
dalam DIPA/ RKA-
KL dan realisasi
anggaran belanja
tidak sesuai ke-
tentuan.

Hutang kepada
pihak ketiga
dalam Neraca per
31 Desember 2007
belum disajikan
secara akurat
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

22.4 Penyelesaian beberapa kontrak pengadaan barang/jasa terlambat dan
terhadap rekanan belum dikenakan denda  keterlambatan penyelesaian
pekerjaan sebesar Rp852,60 juta, sehingga hasil pengadaan barang/jasa tidak
dapat dimanfaatan tepat waktu dan negara kehilangan potensi penerimaan
dari denda yang belum dikenakan sebesar Rp852,60 juta.

22.5 Pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban keuangan
kegiatan dan pemeriksaan fisik pada satker di lingkungan Polri terdapat
pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak sebesar Rp366,35 juta,
duplikasi pembayaran untuk delapan kegiatan sebesar Rp446,93 juta dan
perhitungan harga kontrak melebihi yang seharusnya sebesar Rp42,23 juta
serta pengeluaran biaya untuk 15 kegiatan melebihi kebutuhan nyata sebesar
Rp1,74 miliar, sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp2,60 miliar.

22.6 Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban keuangan
dan kontrak pengadaan barang dan jasa diketahui hal sebagai berikut.

-  Realisasi belanja modal dan saldo akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
pada Laporan Keuangan Polri Tahun 2007 tidak mencerminkan nilai yang
wajar karena adanya pencairan anggaran pada akhir tahun yang dananya
disimpan dalam bentuk rekening penampungan namun tidak dilaporkan.

- Pada beberapa satker Mabes dan Polda pertanggungjawaban keuangan
sebesar Rp15,99 miliar tidak tertib, yaitu bukti pertanggungjawaban tidak
lengkap, dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak
sesuai peruntukkannya, sehingga pengeluaran anggaran minimal sebesar
Rp15,99 miliar tidak jelas dan berpotensi merugikan keuangan negara.

23. Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi
Pemberantasan Korupsi  (KPK)  Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).”
dalam semua hal yang material, posisi keuangan KPK per 31 Desember
2007 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPK  Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp50,74 miliar  atau 112,68
% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45,03 miliar. Realisasi belanja
sebesar Rp164,05 miliar  atau 47,37 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp346,25 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp177,17 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-
masing sebesar Rp217,78 juta dan sebesar Rp176,95 miliar.

T e r d a p a t
k e l e b i h a n
p e m b a y a r a n
dalam realisasi
belanja barang
dan modal Tahun
2007 sebesar
Rp2,60 miliar

Pertanggungjawab-
an keuangan di
lingkungan Polri
tidak transparan
dan akuntabel.
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Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK  Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

23.1 Terdapat piutang kepada PT BT sebesar Rp4,35 miliar yang disebabkan
PT BT selaku rekanan pelaksana pengadaan peralatan multikomunikasi
monitoring dan perekaman paket alat penyadap (monitoring center), tidak
dapat melanjutkan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga terjadi kelebihan
pembayaran uang muka yang harus dikembalikan PT BT sebesar Rp916,00
juta; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1,14 miliar; dan
jaminan pelaksanaan yang diterbitkan PT AIA belum dapat dicairkan sebesar
Rp2,29 miliar. Atas permasalahan tersebut, KPK telah mengajukan perkara
ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

23.2 Terdapat piutang  PT BAI sebesar Rp500,00 juta yang berasal dari
kewajiban pembayaran hasil bongkaran gedung KPK eks Bank Papan
Sejahtera mengakibatkan  penerimaan negara dari piutang tersebut tertunda.

24. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial
(KY) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan KY per 31
Desember 2007 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp248,28 juta dari anggaran yang
ditetapkan nihil dan realisasi belanja sebesar Rp79,08 miliar atau 70,04 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp112,91 miliar. Neraca per 31
Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp59,63 miliar, total
kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp118,68 juta dan sebesar
Rp59,51 miliar.

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KY Tahun 2007 tidak
ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang material dalam pelaksanaan APBN TA 2007.

25. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  Tahun 2007, BPK menyatakan  “Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)” karena tidak dilakukan inventarisasi dan
revaluasi aset tetap.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Komnas HAM  Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp83,67 juta
dari anggaran yang ditetapkan nihil. Realisasi belanja sebesar Rp28,45 miliar
atau 47,65 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp59,71 miliar. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp15,67 miliar,
total kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing sebesar Rp233,05
juta dan sebesar Rp15,43 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komnas HAM  Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

25.1 Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan
belum memadai, sehingga Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2007 belum
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

25.2 Pendapatan hibah pada Komnas Perempuan sebesar Rp5,58 miliar dan
penggunaan sebesar Rp3,31 miliar belum dicatat dan diungkapkan dalam
Laporan Keuangan Komnas HAM. Selain itu saldo rekening penampungan
pendapatan hibah per 31 Desember 2007 pada Komnas Perempuan dan
Komnas HAM sebesar Rp1,58 miliar dan US$102,017 atau setara dengan
Rp960,89 juta yang sudah ditutup belum dilaporkan kepada Menteri
Keuangan, yang mengakibatkan transparansi atas penggunaan keuangan
negara belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk memperoleh penerimaan
negara belum terwujud dan LK Komnas HAM belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-udangan

25.3 Terdapat pembukaan 12 rekening pada Komnas HAM belum ada
persetujuan dari Menteri Keuangan dan belum diungkapkan dalam laporan
keuangan, sehingga transparansi atas penggunaan keuangan negara belum
sepenuhnya tercapai.

26. Setjen Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung
RI (MA) Tahun 2007, BPK menyatakan“Tidak Memberikan Pendapat
(TMP)” karena lemahnya sistem pengendalian intern terhadap pencatatan
dan pelaporan belanja, persediaan, dan aset tetap yang sangat material dan
adanya pembatasan pemeriksaan terhadap biaya perkara.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp8,20 miliar atau 9.840,00 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp83,35 juta dan realisasi belanja sebesar
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Rp2,66 triliun atau 83,97 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,17
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp1,40
triliun, total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp12,25 miliar
dan Rp1,38 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

26.1 LRA yang disajikan belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya
serta pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) MA Tahun
2007 kurang informatif, sehingga informasi yang dihasilkan oleh Laporan
Keuangan MA Tahun 2007 kurang andal.

26.2 Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan persediaan pada
MA lemah dan penyajiannya dalam neraca tidak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, mengakibatkan nilai persediaan pada Laporan
Keuangan MA Tahun 2007 tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya
serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab.

26.3 Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap pada MA
belum memadai sehingga penyajiannya dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

26.4 MA tidak menyajikan uang titipan pihak ketiga berupa panjar biaya
perkara yang dikelola oleh jajaran kepaniteraan masing-masing badan
peradilan ke dalam laporan keuangan sebagai kewajiban mengakibatkan
pengelolaan atas biaya perkara di lingkungan peradilan MA kurang transparan
serta Laporan Keuangan MA tidak menggambarkan posisi keuangan MA
yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

26.5 Pengamanan terhadap bukti kepemilikan aset negara berupa tanah seluas
178.493 m2 senilai Rp29,74 miliar di lingkungan MA lemah, mengakibatkan
tidak adanya kepastian hukum atas status tanah serta akan berpotensi menjadi
masalah perebutan/penguasaan/pengakuan kepemilikan aset BMN oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

26.6 Penerimaan MA dari pendapatan Kejaksaan dan Peradilan sebesar
Rp1,01 miliar tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku serta pengendalian
penerimaan atas pendapatan tersebut masih lemah sehingga berpotensi
timbulnya penyalahgunaan penerimaan dari pendapatan Kejaksaan dan
Peradilan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
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27. Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah
Konstitusi (MK) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan
MK per 31 Desember 2007 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp681,66 juta atau 1.690,20 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40,33 juta dan realisasi belanja sebesar
Rp149,71 miliar atau 76,09 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp196,76 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp365,39 miliar, total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar
Rp1,78 miliar dan sebesar Rp363,61 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

27.1 Dalam Tahun 2007 MK telah melakukan pengadaan buku-buku
pendidikan yang dilaksanakan oleh lima rekanan, dan ternyata lebih mahal
apabila dibandingkan dengan rekanan yang lain sehingga terjadinya
ketidakhematan dalam pengadaan buku Tahun 2007 senilai Rp84,71 juta.

27.2 Terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan rumah dinas
dan pembangunan gedung MK  tahap IV, mengakibatkan kelebihan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rp74,96 juta.

28. Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun
2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”,
karena belum dilakukannya penilaian kembali atas aktiva tetap sebagai basis
pelaporan dalam Neraca per 31 Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Setjen MPR Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp225,69 juta
dari anggaran yang ditetapkan nihil dan realisasi belanja sebesar Rp141,81
miliar atau 72,31  % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196,12 miliar.
Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp326,14
miliar, total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp1,04 miliar
dan sebesar Rp325,09 miliar.
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Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setjen MPR Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

28.1 Sekretariat Jenderal MPR belum melakukan penilaian kembali atas saldo
awal aktiva tetap Tahun 2005 sebesar Rp234,18 miliar, sehingga  nilai saldo
aktiva tetap dalam Laporan Keuangan Setjen MPR Tahun 2007 belum
menyajikan nilai wajar.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

28.2 Terdapat aset tetap berupa tanah seluas 1.647 m2 di Jl. Diponegoro
No. 20 Bandung milik Setjen MPR yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, sehingga  aset tanah beserta bangunan tersebut tidak dapat
digunakan oleh Setjen MPR.

29. Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2007,
BPK memberikan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, karena
belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali atas aktiva tetap
sebagai basis pelaporan dalam Neraca per 31 Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp2,78 miliar
atau 399,23 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp695,56 juta dan
realisasi belanja sebesar Rp1,07 triliun atau 70,35  % dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp1,52 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp893,69 miliar, total kewajiban dan ekuitas
masing-masing sebesar Rp1,78 miliar dan Rp891,91 milar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR
Tahun 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

29.1 Pengadaan untuk kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan DPR
melalui Media TV Parlemen belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga
tujuan pemberian informasi terkait dengan kegiatan parlemen melalui media
TV belum terlaksana.

29.2 Pekerjaan pencetakan himpunan proses pembahasan RUU RI Tahap V
TA 2007 sebesar Rp713,59 juta belum diselesaikan dan belum dikenakan
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denda keterlambatan sesuai kontrak, sehingga Pekerjaan Pencetakan Buku
Tahap V Himpunan Proses Pembahasan RUU RI TA 2007 tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan negara belum menerima denda keterlambatan
sebesar Rp35,68 juta.

29.3 Sekretariat Jenderal DPR belum melakukan pengelolaan barang
persediaan sesuai dengan ketentuan, sehingga rentan penyalahgunaan,
distribusi, dan pengadaan barang persediaan.

30. Setjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Tahun 2007,
BPK memberikan pendapat ‘’Wajar Tanpa Pengecualian’’ (WTP) atas
Laporan Keuangan DPD Tahun 2007 dalam semua hal yang material, posisi
keuangan DPD per 31 Desember 2007 dan realisasi anggaran untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Jenderal DPD Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp1,56
miliar dari anggaran yang ditetapkan nihil, sedangkan realisasi belanja sebesar
Rp201,92 miliar atau 71,70 % dari anggaran sebesar Rp281,60 miliar. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp46,73 miliar,
total kewajiban sebesar Rp4,25 miliar dan total ekuitas sebesar Rp42,48
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD
Tahun 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

30.1 Pekerjaan pembuatan ruang perpustakaan, poliklinik, dan ruang
serbaguna gedung Sekretariat Jenderal DPD RI tanpa melibatkan konsultan
pengawas dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut,
sehingga negara lebih bayar sebesar Rp69,88 juta kepada rekanan.

31. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2007, BPK memberikan
pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”  dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PPATK per 31 Desember 2007, serta laporan
realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPATK Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp3,72 juta dari anggaran
nihil. Realisasi belanja sebesar Rp76,95 miliar atau 78,52% dari anggaran
sebesar Rp98,00 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp86,23 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing
sebesar Rp62,52 juta dan Rp86,17 miliar.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut .

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

31.1 Sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
hibah USAID untuk PPATK tidak memadai, dan belum diungkapkan secara
memadai dalam CALK serta akun aktiva tetap-peralatan dan mesin kurang
catat (understated) sebesar US$62,600,00 ekuivalen Rp587,00 juta, sehingga
PPATK belum dapat mencatat aktiva tetap tersebut dalam LK PPATK Tahun
2007.

31.2 Dana hibah dari Bank Indonesia yang diterima PPATK belum
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada Bank Indonesia. Hal
ini berakibat  aset yang diperoleh dari dana hibah BI tersebut belum dapat
dicatat dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2007.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

31.3 Pengadaan 8 (delapan) unit notebook sebesar Rp176,69 juta yang
dilekatkan dengan kontrak perangkat keras (hardware) tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan nilai aset tetap peralatan
dan mesin sebesar Rp176,69 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

31.4 PPATK sebagai UAKPA terlambat melakukan rekonsiliasi ke KPPN.
Hal tersebut mengakibatkan ketepatan waktu rekonsiliasi tidak dapat dipenuhi
untuk mengurangi risiko jika ada ketidakakuratan data realisasi anggaran.

32.Departemen Pertanian

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Pertanian (Deptan) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena kelemahan pengendalian intern atas prosedur
penyusunan neraca, dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan
yang memadai serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk
memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Deptan Tahun 2007 yang diperiksa
oleh BPK menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar

Dana hibah BI
untuk PPATK
belum dipertang-
gungjawabkan
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Rp106,21 miliar atau 181,27% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar
Rp58,59 miliar, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp6,53 triliun atau 73,53%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8,88 triliun. Neraca per 31
Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp5,22 triliun, total kewajiban
dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp36,92 miliar dan Rp5,19 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Pertanian Tahun
2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

32.1 Prosedur penyusunan neraca Deptan per 31 Desember 2007 belum
dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga saldo aset tetap pada neraca
kementerian tidak dapat diyakini kewajarannya.

32.2 Pengendalian atas pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi Produktif (DPM-LUEP) senilai Rp226,98 miliar untuk pembelian
gabah lemah, sehingga nilai pengembalian belanja DPM-LUEP pada LRA
dan tunggakan piutang DPM-LUEP tidak dicantumkan pada neraca Tahun
2007, sehingga neraca Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

32.3 Pengalihan status tiga unit rumah negara golongan I menjadi rumah
negara golongan III melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga pejabat
pengganti pada Badan Litbang Deptan tidak memperoleh fasilitas rumah
jabatan dan berpotensi merugikan negara senilai Rp1,19 miliar.

32.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Besar Penelitian
Veteriner Bogor dan Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priuk
terlambat/belum disetor ke kas negara, sehingga PNBP atas sewa aula,
pelayanan jasa diagnostik dan imbalan jasa tindak karantina belum diterima
oleh Kas Negara sebesar  Rp1,17 miliar.

33.Departemen Kehutanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Kehutanan (Dephut) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada
realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang bukan pajak,
aset tetap serta tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi
(PSDH dan DR) yang diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dephut Tahun 2007 yang diperiksa
oleh BPK menunjukkan realisasi PNBP dan hibah sebesar Rp2,11 triliun
atau 91,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2,31 triliun, sedangkan
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realisasi belanja sebesar Rp1,76 triliun atau 44,78%, dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp3,93 triliun.  Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp5,00 triliun, total kewajiban dan ekuitas
dana masing-masing sebesar Rp55,30 miliar dan Rp4,94 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dephut Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

33.1 Dephut tidak melakukan rekonsiliasi dengan Departemen Keuangan
atas PNBP dan tidak memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk
memastikan bahwa seluruh wajib bayar telah menyetorkan PNBP kehutanan
ke rekening yang tepat dan jumlah yang benar, sehingga realisasi PNBP
sebesar Rp2,11 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

33.2 Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH
dan DR) tidak diadministrasikan secara baik dan mutakhir dari seluruh Dinas
Kehutanan Provinsi, sehingga saldo tunggakan PSDH dan DR dalam neraca
sebesar Rp227,97 miliar  tidak dapat diyakini kewajarannya.

33.3 Dephut belum sepenuhnya menggunakan Sistem Akuntansi Barang
Milik Negara (SABMN) serta belum melakukan inventarisasi dan revaluasi
aset tetap, sehingga aset tetap dalam neraca sebesar Rp2,24 triliun tidak
dapat diyakini kewajarannya.

33.4 Terdapat perbedaan saldo antara catatan Dephut dengan catatan
Departemen Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),
sehingga saldo tunggakan PSDH dan DR yang diserahkan ke KPKNL dalam
neraca sebesar Rp479,61 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

33.5 Aset Tanah pada Balai Penelitian Kehutanan Manado masih dalam
sengketa, sehingga tanah seluas 93.327 m2 belum dapat dikuasai oleh negara
dan berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp2,56 miliar serta
pembangunan gedung kantor Balai Penelitian Kehutanan Manado tidak dapat
dilaksanakan.

33.6 Pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti (MWB) Dephut masih
terdapat kelemahan yang berpotensi merugikan keuangan negara, sehingga
aset tetap gedung MWB belum jelas statusnya sebagai aset tetap Dephut,
negara tidak memperoleh pendapatan dari hasil sewa gedung  MWB pada
Tahun 2007 sebesar Rp39,33 miliar, serta nilai kontrak pekerjaan
pemeliharaan gedung kantor Dephut tersebut tidak dapat diyakini
kewajarannya.



54

34.Departemen Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena kelemahan Sistem Pengendalian
Intern atas akun kas di Bendahara Pengeluaran, aset tetap, dana bergulir
dan persediaan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKP Tahun 2007 posisi per 31
Desember 2007 yang diperiksa BPK menunjukkan realisasi pendapatan negara
dan hibah sebesar Rp137,26 miliar atau 64,86% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp211,62 miliar, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,34 triliun
atau 70,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,33 triliun. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp3,34 triliun, total
kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp7,65 miliar dan Rp3,33
triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan DKP Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

34.1 Sistem pengendalian intern pemberian bantuan sosial kepada
masyarakat nelayan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir (PEMP) dan Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Skala Kecil
(PUPSK) masih mengandung kelemahan, yaitu terdapat Dana Ekonomi
Produktif (DEP)/Dana Penguatan Modal (DPM) masing-masing sebesar
Rp 32,47 miliar dan Rp12,46 miliar (Rp44,93 miliar) belum digunakan
sebagai jaminan dan masih mengendap di bank pelaksana. Selain itu, terdapat
bantuan sosial berupa DEP/DPM sebesar Rp191,74 miliar yang masih harus
dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan Program
PEMP dan PUPSK kurang memberi manfaat kepada masyarakat nelayan
dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan DEP dan DPM.

34.2 Pengelolaan dana hibah di Direktorat Pemasaran Luar Negeri pada
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Pusat Riset
Perikanan Budidaya pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan masing-masing
senilai Rp4,93 miliar dan AUS$67,59 ribu kurang memadai, sehingga
penerimaan hibah TA 2007 senilai Rp4,93 miliar kurang dicatat dalam LRA
Satker Direktorat Pemasaran Luar Negeri dan senilai AU$67,59 ribu ekuivalen
Rp556,27 juta kurang dicatat dalam LRA Satker Pusat Riset Perikanan
Budidaya.
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35. Departemen Pekerjaan Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Pekerjaan Umum (Dep. PU) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena kelemahan pengendalian intern atas
penyusunan neraca, persediaan dan aset tetap, dan BPK tidak dapat
menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai, serta lingkup pemeriksaan
BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dep. PU Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp27,99 miliar atau 252,84%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11,07 miliar, sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp22,69 triliun atau 83,66% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp27,12 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp83,91 triliun dengan total kewajiban dan ekuitas dana
menunjukkan jumlah masing-masing sebesar Rp2,17 miliar dan  Rp83,91
triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dep. PU Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

35.1 Dep. PU belum melakukan inventarisasi ulang seluruh aset Dep. PU
dan belum melakukan revaluasi aset tetap secara keseluruhan. Dalam Neraca
Dep. PU diketahui bahwa nilai total aset tetap dalam Neraca per 31 Desember
2007 lebih tinggi sebesar Rp960,32 miliar dari nilai aset yang disajikan dalam
LBMN Tahun 2007 dan terdapat perbedaan senilai Rp245,43 miliar antara
saldo akhir per 31 Desember 2006 dengan saldo awal aset tetap per 1 Januari
2007, sehingga nilai aset tetap dalam neraca Dep. PU Tahun 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

35.2 Dep. PU mengelola dana Tugas Pembantuan (TP) pada TA 2007
sebesar Rp1,37 triliun melalui Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya
Air (SDA). Dalam pelaporannya, sebanyak 133 SKPD pengelola dana TP
pada Ditjen SDA tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2007 ke
Ditjen SDA dengan nilai anggaran sebesar Rp190,63 miliar, sehingga neraca
Dep. PU belum menyajikan secara wajar nilai aset hasil pengadaan TP TA
2007.

35.3 Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) belum
mengkonsolidasikan LK BPJT dalam LK Dep. PU Tahun 2007 dan tidak
diungkap (disclose) dalam CALK Dep. PU sehingga LK Dep. PU tidak
memenuhi unsur kelengkapan pelaporan keuangan dan belum menyajikan
nilai yang wajar.
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35.4 Terdapat perkiraan/akun kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7,32
miliar yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dari 41 satker pada
Ditjen SDA sebesar Rp6,37 miliar dan nilai kas di bendahara pengeluaran
dari 74 satker pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp949,77 juta, sehingga
Neraca Dep. PU per 31 Desember 2007 belum menyajikan saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran yang wajar.

35.5 Dep. PU belum melakukan penatausahaan persediaan yang memadai,
diantaranya terdapat persediaan  yang nilainya belum disajikan dalam Neraca
per 31 Desember 2007 sebesar Rp35,97 miliar, sehingga akun persediaan
pada Neraca per 31 Desember 2007 Dep. PU belum menyajikan nilai yang
wajar.

35.6 Pembayaran biaya nonpersonil sebesar Rp297,35 juta tidak didukung
bukti-bukti pengeluaran yang sah (bukti pembayaran at cost) pada paket
pekerjaan konsultansi pada PT Prodeco Putra Prima senilai Rp989,01 juta,
sehingga pembayaran kepada konsultan tidak sah dan tidak dapat diyakini
kebenarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

35.7 Sisa PNBP BLU-BPJT sebesar Rp47,04 miliar belum disetor ke Kas
Negara serta PNBP Balai Diklat PU Wilayah I Medan dari penyewaan gedung
sebesar Rp298,31 juta, diantaranya sebesar Rp27,38 juta belum disetor ke
Kas Negara, sehingga PNBP sebesar Rp47,07 miliar belum diterima oleh
Kas Negara.

35.8 Penerima dana bergulir dari BLU BPJT Dep. PU belum melunasi biaya
administrasi dan biaya provisi sebesar Rp875,00 juta s.d. 14 April 2008
yang seharusnya dilunasi pada 31 Desember 2007, mengakibatkan
kekurangan penerimaan bagi BLU-BPJT sebesar Rp875,00 juta.

35.9 Penghapusan ketiga unit bangunan, dua diantaranya rumah negara
Golongan I pada Satker Biro Umum Setjen Dep. PU dengan total luas tanah
1.839 m2 dan luas bangunan 723 m2 yang telah dikeluarkan dari Laporan
Inventaris Tahunan (LIT) pada Tahun 2005 menjadi rumah negara Golongan
III, yang selanjutnya dilakukan sewa beli oleh penghuni senilai Rp1,98 miliar
yang menyalahi ketentuan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar
Rp1,98 miliar.

36. Departemen Perhubungan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Perhubungan (Dephub) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena Dephub belum melakukan inventarisasi dan
revaluasi aset serta terdapat kelemahan penatausahaan/akuntansi pada
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beberapa akun Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga BPK tidak
dapat menerapkan prosedur lain dan lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup
untuk memungkinkan memberikan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dephub Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp424,42 miliar atau 158,65%
dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp267,52 miliar. Realisasi belanja sebesar
Rp9,04 triliun atau 80,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11,21
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset Rp32,72
triliun, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp9,45
miliar dan Rp32,71 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dephub Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

36.1 Laporan Keuangan Dephub Tahun 2007 belum menyediakan/
menghasilkan informasi keuangan yang andal sebagai dasar
pertanggungjawaban.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

36.2 Pemanfaatan aset tanah seluas + 31.464 m2 milik Ditjen Perkeretaapian
dan Ditjen Perhubungan Udara oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan, sehingga
tidak memberikan kontribusi yang optimal kepada negara.

36.3 Penurunan dan/atau pengurangan aset tetap melalui transaksi
penghapusan, hibah dan transfer keluar pada delapan UAPPB E-1 Dephub
sebesar Rp2,15 triliun belum sesuai ketentuan, sehingga pencatatan
penurunan dan/atau pengurangan aset tetap sebesar Rp2,15 triliun dalam
Neraca Dephub sulit diyakini kewajarannya.

36.4 Penatausahaan aset tetap yang berasal dari transaksi pengembangan
nilai aset dalam laporan Barang Milik Negara pada UAPPB E-1 Ditjen
Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara belum sesuai ketentuan,
sehingga volume/kuantitas aset tanah dan aset jalan, irigasi dan jaringan
yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara UAPB Dephub, UAPPB
E-1 Ditjen Hubla dan Ditjen Hubud kelebihan pencatatan minimal seluas
1.672.572 m2.

37. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Perumahan Rakyat   Tahun 2007, BPK  memberikan pendapat “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2007
dan 2006, serta laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Tahun 2007   menunjukkan realisasi pendapatan Negara dan hibah sebesar
Rp3,84 juta dari anggaran sebesar nihil dan realisasi belanja sebesar Rp419,59
miliar atau 78,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp532,65 miliar.
Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp396,66
miliar,   total kewajiban sebesar Rp15,36 juta, dan ekuitas dana sebesar
Rp396,55 miliar.

Hasil pemeriksaan  BPK, tidak menemukan adanya kelemahan pada sistem
pengendalian intern yang material, sedangkan temuan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian
adalah sebagai berikut .

37.1 Terdapat belanja modal yang dianggarkan dan direalisasikan dari mata
anggaran belanja barang (MA 52)  sebesar Rp8,24 miliar sehingga realisasi
belanja barang dan modal tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

37.2 Tiga lembaga keuangan mikro belum melaporkan kepada Kementerian
Negara Perumahan Rakyat atas pelaksanaan Program Pemberian Bantuan
Stimulan untuk Perumahan Swadaya senilai Rp1,10 miliar, sehingga  belum
diketahui apakah realisasi fisiknya telah selesai 100% sesuai dengan
pembayarannya.

38. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2007, BPK
menyatakan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” karena belum
dilaksanakannya penilaian kembali atas saldo aset tetap posisi per 31
Desember 2003 sebesar Rp13,19 miliar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KNPDT Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan sebesar Rp167,91 juta dari anggaran nihil, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp384,85 miliar atau 55,13% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp697,97 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan jumlah aset sebesar Rp37,63 miliar, kewajiban sebesar Rp1,31
miliar, dan ekuitas dana sebesar Rp36,32 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KNPDT Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

38.1 Sistem pengendalian intern atas pengelolaan, pencatatan, pelaporan
kas dan persediaan masih lemah dan belum sesuai dengan peraturan sehingga
penyajian Laporan Keuangan KNPDT Tahun 2007 belum memadai serta
kurang dapat diyakini kelengkapan dan kewajarannya.
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38.2 Saldo awal aset tetap Tahun 2004 sebesar Rp13,19 miliar belum
dilakukan penilaian kembali. Di antaranya terdapat aset tetap hasil inventarisasi
yang tidak diketahui fisiknya dan rusak berat sehingga nilai aset tetap KNPDT
yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 belum sepenuhnya
dapat diyakini kewajarannya.

38.3 Bantuan sosial kepada daerah tertinggal senilai minimal Rp97,18 miliar
belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos sehingga nilai pos
belanja bansos yang disajikan dalam LRA tidak dapat diyakini kebenaran
penggunaannya dan rawan untuk disalahgunakan.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

38.4 Tidak terdapat perjanjian pinjam pakai gedung kantor antara KNPDT
dengan Sekretariat Negara terkait pemakaian gedung sehingga status hukum
pemakaian gedung kantor oleh KNPDT belum memiliki dasar yang jelas
dan kuat.

38.5 Pembayaran termin II pengadaan konsultan untuk pelaksanaan
penyiapan data dan informasi spasial daerah tertinggal di wilayah Sumatera,
Jawa, Bali, dan Kalimantan tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi
membebani anggaran tahun berikutnya dan berpotensi terjadi tuntutan hukum
dari pihak konsultan.

38.6 Pengadaan barang pada satker Sekretariat KNPDT sebesar Rp945,54
juta tidak melalui analisis kebutuhan yang cermat dan tidak
mempertimbangkan keterbatasan ruangan sehingga barang hasil pengadaan
tidak dapat dimanfaatkan, termasuk didalamnya barang pengadaan senilai
Rp67,00 juta yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga berpotensi
merugikan negara.

39. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum -
PNS) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat”
mengingat adanya kelemahan pengendalian intern terhadap pencatatan dan
pelaporan aset, dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan
Keuangan serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup  untuk memungkinkan
menyatakan pendapat.

Laporan Penerimaan dan Penyaluran Bapertarum - PNS Tahun 2007
menunjukkan realisasi penerimaan  sebesar Rp598,49 miliar dan realisasi
pengeluaran sebesar Rp84,31 miliar.
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Bapertarum - PNS masih menggunakan single entry dan tidak membuat
Laporan Keuangan sesuai SAP. Saldo Kas per 31 Desember 2007 sebesar
Rp4,18 triliun  terdiri dari Kas sebesar Rp132,37 juta, Giro sebesar Rp633,27
miliar, Deposito sebesar Rp3,53 triliun, Surat Berharga sebesar Rp4,75 miliar,
dan Piutang sebesar Rp16,11 miliar.

Hasil  pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bapertarum - PNS Tahun
2007 yang perlu mendapat perhatian  adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

39.1 Laporan Keuangan Bapertarum PNS dibuat dengan menggunakan kas
basis dan metode single entry. Seluruh bagian dalam Laporan Keuangan
Bapertarum-PNS dicatat berdasarkan rekening koran yang diterima, karena
Bapertarum-PNS tidak melakukan pencatatan sendiri atas mutasi dana.
Berdasarkan basis dan metode yang digunakan, seharusnya  jumlah setiap
pos yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan sama dengan jumlah yang
tercantum dalam rekening koran. Namun setelah dilakukan pemeriksaan
ditemukan  perbedaan antara Saldo Giro pada Rekening Koran dengan Saldo
Giro pada Laporan Keuangan,  sehingga Laporan Keuangan Bapertarum-
PNS tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

39.2 Pengadaan aset tetap senilai Rp6,16 miliar dari Tahun 1995 s.d Tahun
2007 tidak dicantumkan pada laporan keuangan Bapertarum–PNS Tahun
2007, sehingga Laporan Keuangan Bapertarum-PNS tidak mencerminkan
kondisi yang sebenarnya.

39.3 Bapertarum-PNS tidak menerapkan standar akuntansi yang ditetapkan
dengan benar diantaranya nilai kewajiban pengembalian Iuran PNS tidak
dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, sehingga Laporan Keuangan
Bapertarum Tahun 2007 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

39.4 Keppres RI Nomor 14 Tahun 1993 Jo Keppres RI Nomor 46 Tahun
1994 tentang pembentukan Badan PertimbanganTabungan Perumahan PNS
(Bapertarum PNS) tidak mengatur dengan jelas pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana PNS  yaitu mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban,
bentuk laporan pertanggungjawaban, dan kepada siapa pertanggungjawaban
pengelolaan dana PNS tersebut diberikan, sehingga  pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana Taperum-PNS diselenggarakan secara tidak tertib,
tidak patut dan tidak transparan.

39.5 Kebijakan penempatan dana deposito sejak 15 September 2003 sebesar
Rp59,20 miliar pada Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang sedang
mengalami rugi operasi tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga
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Bapertarum-PNS berpotensi kehilangan dana dan tidak dapat menggunakan
dana ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

40. Badan Meteorologi dan Geofisika

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Meteorologi dan Geofisika (BMG) Tahun 2007, BPK  menyatakan “Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)”, karena belum dilakukan inventarisasi dan
revaluasi saldo awal aset tetap dan piutang PNBP atas jasa kemeteorologian
per 31 Desember 2007 belum dicatat.

Laporan Realiasai Anggaran (LRA) BMG Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara sebesar Rp79,18 miliar atau 269,50% dari
anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp29,38 miliar dan realisasi belanja
sebesar Rp610,44 miliar atau 92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp663,46 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
Rp1,10 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar
Rp2,07 miliar dan Rp1,10 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMG Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

40.1 Penatausahaan dan akuntansi aset lancar berupa piutang PNBP yang
diperoleh dari pelayanan jasa kemeteorologian belum memadai, sehingga
neraca belum sepenuhnya menyediakan atau menghasilkan informasi piutang
PNBP yang andal sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan.

40.2 BMG belum melaksanakan inventarisasi dan penilaian kembali atas
aset yang dimiliki, sebagai dasar penetapan neraca awal BMG, sehingga
saldo aset tetap neraca per 31 Desember 2007 dapat berbeda secara material
apabila dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas neraca per 31
Desember 2004.

40.3 Terdapat  belanja pendidikan/pengajaran/perkuliahan berupa peningkatan
kualitas SDM (tugas belajar DIII/S1/S2/S3) namun dibebankan pada mata
anggaran belanja modal fisik lainnya senilai Rp788,22 juta, sehingga belanja
modal yang dicatat dalam LRA tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya.

41.  Departemen Perindustrian

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Perindustrian Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)” karena belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian
kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2004.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Departemen Perindustrian Tahun
2007 menunjukkan realisasi pendapatan  sebesar Rp60,02 miliar  atau 94,10
% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp63,79 miliar, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp1,48 triliun atau 76,68 % dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp1,93 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp1,74 triliun, total kewajiban dan ekuitas
dana pertanggal yang sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp9,18
miliar dan  Rp1,73 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Perindustrian
yang perlu  mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

41.1 Sistem pengendalian intern penatausahaan dana bergulir lemah,
mengakibatkan saldo dana bergulir di neraca belum didukung ketentuan
formal.

41.2 Implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) Departemen Perindustrian belum memadai,  mengakibatkan
nilai aset tetap pada neraca Departemen Perindustrian Tahun 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

41.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp528,06 juta
digunakan langsung dan terlambat disetorkan ke Kas Negara. Dari jumlah
tersebut, PNBP sejumlah Rp500,06 juta telah disetorkan ke Kas Negara
pada Tahun 2008, sedangkan sisanya sebesar Rp28,00 juta belum dilakukan
penyetoran, sehingga uang sebesar Rp28,00 juta kurang diterima di Kas
Negara dan uang sebesar Rp500,06 juta terlambat diterima di Kas Negara.

41.4 Tanah seluas 102.779m2 belum memiliki sertifikat/bukti kepemilikan
yang sah, sehingga hak kepemilikan atas  aset tersebut diragukan dan rawan
atas kehilangan dan permasalahan hukum  di kemudian hari.

42. Departemen Perdagangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Perdagangan Tahun 2007, BPK menyatakan  “Tidak Memberikan Pendapat
(TMP)” karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern terhadap pencatatan
dan pelaporan persediaan dan aset tetap, yang berakibat pada tidak dapat
diyakininya  kewajaran akun-akun tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Departemen Perdagangan Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan dan hibah sebesar Rp20,99 miliar atau
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107,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19,52 miliar dan realisasi
belanja sebesar Rp1,23 triliun atau 74,41 % dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp1,66 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp1,43 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana per tanggal
yang sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp36,14 miliar dan Rp1,39
triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Perdagangan
Tahun 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

42.1 Pengendalian intern terhadap aset tetap Departemen Perdagangan pada
seluruh atase perdagangan dan perwakilan di luar negeri belum memadai,
mengakibatkan nilai aset Departemen Perdagangan dalam Neraca per 31
Desember 2007 kurang dari yang sebenarnya dan Sekretaris Jenderal
Departemen Perdagangan sulit melakukan pengawasan pertanggungjawaban
keuangan atase/perwakilan di Luar Negeri.

42.2 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada beberapa  satker
masih lemah, dan mengakibatkan aktiva tetap yang dilaporkan dalam neraca
Departemen Perdagangan dan Laporan BMN tidak mencerminkan aset
Departemen Perdagangan yang sebenarnya.

42.3 Tanah senilai Rp4,85 miliar belum memiliki bukti kepemilikan yang
sah mengakibatkan kemungkinan adanya permasalahan hukum di kemudian
hari.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

42.4 Pemindahtanganan aset tetap Departemen Perdagangan kepada instansi
lain senilai Rp9,24 miliar belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan
sebagai pengelola BMN, mengakibatkan berkurangnya aset Departemen
Perdagangan senilai Rp9,24 triliun yang tidak mempunyai landasan hukum
yang kuat.

43. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemeneg. Koperasi dan UKM)
Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”
karena Kemeneg. Koperasi dan UKM belum melakukan penilaian atas investasi
non permanen berupa dana bergulir berdasarkan nilai yang dapat
direalisasikan, dan inventarisasi dan penilaian kembali berdasarkan nilai wajar
atas aset tetap yang diperoleh sebelum 31 Desember 2004, serta BPK tidak
dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk meyakini nilai investasi non
permanen dan aset tetap.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemeneg. Koperasi dan UKM Tahun
2007 menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp24,20
miliar atau 11.126% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp217,50 juta.
Realisasi belanja sebesar Rp1,28 triliun atau 82,50% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp1,55 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset Rp4,17 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana
masing-masing sebesar Rp869,43 juta dan Rp4,17  triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemeneg. Koperasi dan UKM
Tahun 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

43.1 Dana bergulir per 31 Desember 2007 sebesar Rp3,08 triliun dicatat
dan disajikan sebesar nilai nominal dana bergulir yang diberikan kepada
masyarakat atau kelompok masyarakat, sehingga penyaluran dana bergulir
pada Kemeneg. Koperasi dan UKM diragukan kewajarannya sebagai investasi,
nilai investasi dana bergulir dalam neraca belum disajikan secara wajar, dan
inkonsistensi penggunaan sumber dana untuk penyaluran  dana perkuatan
mengakibatkan ketidakpastian pencatatan dalam neraca dan terdapat aset
dan dana di KUKM yang tidak dimanfaatkan.

43.2 Pengelolaan atas dana penjaminan masih lemah, mengakibatkan 1)
tingginya tingkat klaim, dan rendahnya tingkat kolektibilitas piutang, 2) adanya
dana penjaminan yang dikelola oleh perusahaan penjamin yang belum
diserahkan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir
(BLU LPDB), 3) adanya dana yang mengendap serta ketidakjelasan bentuk
dan mekanisme penyaluran dana penjaminan paska pengalihan pengelolaan
dari perusahaan penjamin kepada BLU LPDB.

43.3 Kemeneg. Koperasi dan UKM belum menerapkan sistem yang ada
secara memadai dalam pengelolaan Barang Milik Negara serta belum
melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan, sehingga nilai aset tetap yang tercantum dalam
neraca belum dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

43.4 Terdapat kelebihan perhitungan biaya langsung personil dan biaya
langsung non personil atas pekerjaan jasa konsultan sebesar Rp698,55 juta,
sehingga terdapat kelebihan perhitungan biaya yang dibebankan sebesar
Rp698,55 juta.

43.5 Pembayaran atas ekspor produk KUKM yang dilakukan oleh BLU
Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) terlambat diterima sebesar Rp1,38
miliar, mengakibatkan tertundanya PNBP sebesar Rp1,38 miliar.
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44. Kementerian Negara BUMN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara BUMN per 31 Desember Tahun 2007, BPK menyatakan “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Negara BUMN Tahun
2007 menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp666,86
juta, dari anggaran nihil. Realisasi belanja sebesar Rp261,84 miliar atau
74,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp351,31 miliar. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp615,57 miliar,
total kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp278,51 miliar dan Rp337,05
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun
2007 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

44.1 Pembelian tanah dan bangunan oleh Kementerian Negara BUMN milik
PT Danareksa Tahun 2006 senilai Rp 236 miliar (excl.PPN) telah dibayar
sebesar Rp 125 miliar (incl. PPN). Tahun 2007 pembelian tersebut dibatalkan
kemudian membuat perjanjian pembelian tanah dan bangunan dengan PT
Garuda Indonesia senilai Rp 404,80 miliar (exlc. PPN) dan telah dilakukan
pembayaran tahap pertama sebesar Rp168 miliar (incl PPN). PT Danareksa
diminta agar menyetorkan uang pembayaran yang telah diterima kepada PT
Garuda Indonesia. PT Danareksa  pada tanggal 1 Pebruari 2008 telah
mentransfer sebesar Rp111,93 miliar, sedangkan untuk pengalihan/perubahan
setoran pajak sebesar Rp 13,07 miliar s.d. tanggal 14 April 2008 belum
selesai sehingga dapat mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan per 31
Desember 2008.

44.2  Rekening BUMN Peduli Aceh dan Sumut dari November 2007 s.d.
April 2008 belum ditutup dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,87
miliar, sehingga laporan penggunaan dan pengelolaan dana BUMN Peduli
Aceh, Sumut dan BUMN  Bencana Alam belum dapat diyakini kebenarannya
serta dana dari rekening BUMN Peduli Aceh, dan Sumut per 31 Desember
2007 senilai Rp3,87 miliar (termasuk sisa dana dari BUMN Peduli Bencana
Alam) tidak dapat segera disetor ke Kas Negara.

45. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2007,  BPK menyatakan pendapat “Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)”, karena BKPM belum melakukan
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inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum
tanggal 31 Desember 2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKPM Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara  dan hibah sebesar Rp626,86 juta atau 5.173,29
% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp12,12 juta. Realisasi belanja
sebesar Rp258,23 miliar atau 66,71 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp387,10 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp261,05 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana pertanggal yang
sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp6,29 miliar dan Rp254,76
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKPM yang perlu mendapat
perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

45.1 Inventarisasi ulang dan penilaian kembali atas saldo awal aset tetap
belum sepenuhnya dilaksanakan, mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan
dalam Neraca per 31 Desember 2007 belum dapat dinilai kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

45.2 Pengadaan pekerjaan penyediaan paket meeting senilai Rp83,67 juta
dilaksanakan dengan cara penunjukkan langsung, mengakibatkan terjadinya
peluang untuk bersikap diskriminatif dari pengguna barang/jasa kepada
penyedia barang/jasa yang memiliki bidang yang sama.

46. Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat
“Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” karena BSN belum melakukan
inventarisasi dan penilaian kembali berdasarkan nilai wajar atas aset tetap
yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BSN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp2,68 miliar atau 80,54 %
dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp3,33 miliar. Realisasi belanja
sebesar Rp35,96 miliar atau 54,48 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp66,02 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp14,31 miliar, total kewajiban dan ekuitas dana per tanggal yang
sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp517,74 juta dan Rp13,79 miliar.

Hasil Pemeriksaan  atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007 yang  perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

46.1 Inventarisasi ulang dan penilaian kembali atas saldo awal aset tetap
belum dilaksanakan, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca
per 31 Desember 2007 sebesar Rp11,78 miliar belum dapat diyakini
kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan

46.2 Terdapat PNBP sebesar Rp514,78 juta dan penerimaan jasa giro sebesar
Rp2,95 juta yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2007,
mengakibatkan PNBP sebesar Rp517,73 juta terlambat diterima oleh Kas
Negara.

46.3 Penanggung jawab/pemegang barang inventaris yang hilang belum
diproses dan belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga
risiko kerugian negara sebesar Rp109,74 juta yang belum
dipertanggungjawabkan.

47. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM) Tahun 2007, BPK
menyatakan “Wajar  Dengan Pengecualian (WDP)” karena terdapat piutang
PNBP pada Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (Ditjen
Minerbapabum) sebesar Rp2,10 triliun dicatat berdasarkan estimasi
persentase tertentu dari jumlah penjualan hasil tambang yang dikelola oleh
kontraktor perusahaan tambang dalam tahun berjalan dan terdapat aset tetap
hasil pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp92,62
miliar yang bukti pendukungnya tidak tersedia dalam catatan akuntansi Dep.
ESDM.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dep. ESDM Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp9,45 triliun
atau 125,33 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7,54 triliun,
sedangkan realisasi belanja sebesar Rp5,14 triliun atau 77,64 % dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp6,62 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp33,43 triliun, total kewajiban dan ekuitas
dana per tanggal yang sama menunjukkan jumlah masing-masing sebesar
Rp38,24 miliar dan Rp33,39 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dep. ESDM Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

47.1 Anggaran PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum atas
Pendapatan Royalti yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2006 tentang
APBN TA 2007 Jo UU No. 41 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.

Sistem pengen-
dalian dan esti-
masi piutang atas
PNBP belum me-
madai.
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18 Tahun 2006 tentang APBN TA 2007 ternyata hanya menyajikan Pendapatan
Royalti Batubara sebesar Rp4,78 triliun. Demikian pula di dalam LRA
Departemen ESDM Tahun 2007 hanya menyajikan realisasi Pendapatan
Royalti Batubara sebesar Rp5,77 triliun. Dengan demikian baik di undang-
undang maupun di LRA hanya menyajikan penerimaan royalti dari batubara
dan tidak secara jelas menyajikan adanya royalti atas mineral lain selain
batubara, seperti royalti atas tembaga, nikel, emas, perak, dan lainnya.

Selain hal tersebut, estimasi piutang atas PNBP Sumber Daya Alam belum
memadai sehingga kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan Kuasa
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) dan jumlah data perusahaan KP, KK, dan
PKP2B belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

47.2 Dep. ESDM tidak mempunyai data mengenai aset hasil pengadaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007 yang lengkap dan
akurat sehingga Neraca Dep. ESDM Tahun 2007 belum menyajikan secara
wajar nilai aset hasil pengadaan  Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

47.3 Aset tetap dalam Neraca Dep. ESDM per 31 Desember 2007 belum
disajikan sesuai dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sehingga aset
tetap yang disajikan dalam Neraca tidak akurat.

47.4 Pekerjaan renovasi gedung yang digunakan Ditjen Migas belum
diserahterimakan ke Setjen Dep. ESDM sehingga pekerjaan renovasi gedung
sebesar Rp6,40 miliar belum dapat dikapitalisasi sebagai aset dalam neraca
Setjen Dep. ESDM per 31 Desember 2007.

47.5 Terdapat pembayaran sebesar Rp856,52 juta atas pekerjaan yang belum
selesai dilaksanakan sehingga pembayaran tidak sesuai dengan prestasi fisik
pekerjaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut menjadi tertunda, dan
berpotensi merugikan keuangan negara.

47.6 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilangan kendaraan belum ditetapkan
pembebanannya sehingga penyelesaian kerugian negara menjadi berlarut-
larut dan belum ada kepastian penyelesaiannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

47.7 Potensi penerimaan negara dari pendapatan sewa dan jasa atas
pengolahan minyak mentah dan penjualan residu sebesar Rp14,54 miliar
digunakan langsung untuk menutupi kekurangan bahan bakar kilang, boiler
dan power plant sehingga  potensi PNBP sebesar Rp14,54 miliar tidak dapat
direalisasikan menjadi PNBP.

47.8 PNBP dari penjualan energi  listrik kepada PT PLN (Persero) belum
disetor ke kas negara sebesar Rp183,45 juta sehingga PNBP sebesar
Rp183,45 juta belum diterima negara.

Neraca belum
menyajikan secara
wajar nilai aset
hasil pengadaan
dana dekosentrasi
dan tugas pemban-
tuan.
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47.9 Belanja barang dianggarkan sebagai belanja modal dan belanja modal
dianggarkan sebagai belanja selain belanja modal sehingga penyajian atas
aset hasil pengadaan barang dalam Neraca per 31 Desember 2007
menyulitkan di dalam pengakuan dan kapitalisasi aset.

47.10 Pembangunan satu unit kapal Survei Geologi Kelautan dan Geofisika
Kelautan “Magex” tidak sesuai dengan kontrak awal sehingga pihak Pusat
Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPGL) tidak dapat
memanfaatkan kapal Magex untuk kegiatan survei dengan segera sesuai
waktu yang  ditetapkan dalam kontrak awal.

47.11 Laporan hasil akhir atas kegiatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Tahun 2007 yang belum dibuat mengakibatkan ketidakpastian pihak yang
bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset dari kegiatan
EBT yang telah dilaksanakan.

47.12 Aset tanah seluas 96.223m2 yang dimiliki Dep. ESDM belum didukung
dengan sertifikat sehingga kepemilikan tanah lemah dan rawan terhadap
klaim pihak yang tidak bertanggung jawab serta berpeluang disalahgunakan
oleh pihak yang tidak berhak.

47.13 Aset hasil pengadaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
sebesar Rp92,62 miliar belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima
pekerjaan sehingga Barang Milik Negara (BMN) Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan tidak diyakini keberadaannya.

48. Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup (KLH) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena kelemahan pengendalian intern atas
penyusunan neraca, dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan
yang memadai, serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup memungkinkan
untuk menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KLH Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp10,84 miliar atau 1.108,31%
dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp978,75 juta, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp414,22 miliar atau 85,88% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp482,38 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp286,76 miliar, total kewajiban dan ekuitas
dana per tanggal yang sama menunjukkan jumlah masing-masing sebesar
Rp2,69 miliar dan Rp284,07 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KLH Tahun 2007 antara lain
sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

48.1 Sistem pengendalian intern atas penyusunan Laporan Keuangan KLH
masih lemah sehingga Laporan Keuangan KLH Tahun 2007 tidak
menggambarkan kondisi yang wajar.

48.2 Saldo persediaan yang tercantum pada Neraca KLH per 31 Desember
2007 tidak dapat diyakini kewajarannya, karena KLH belum mempunyai
prosedur pemantauan untuk mencatat pengadaan yang sudah direalisasi dan
yang sudah disalurkan kepada Pemda/masyarakat.

48.3 Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir per 31 Desember 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya, karena KLH belum melakukan pengawasan
yang memadai atas pemberian pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan dana
bergulir.

48.4 Aset tetap pada Neraca KLH per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya karena KLH dalam melaksanakan inventarisasi belum
mencakup semua barang dan belum melaksanakan penilaian kembali atas
aset tetap untuk neraca, masih mencatat barang yang sudah dihapuskan,
dan belum melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan
Laporan Barang.

48.5 KLH belum melakukan penomoran/registrasi terhadap pengadaan barang
TA 2007 dari Belanja Modal (MAK 53) sehingga pengendalian atas peralatan
dan mesin hasil pengadaan Tahun 2007 senilai Rp6,07 miliar lemah.

48.6 Pengelolaan hibah sebesar US$7,05 juta, DKK3.0 juta dan Rp8,82
miliar tidak melalui  mekanisme  APBN sehingga sulit untuk melakukan
pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dana-dana hibah.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

48.7 Terdapat sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas Negara
per 31 Desember 2007 sebesar Rp590,96 juta sehingga realisasi belanja
yang disajikan dalam LRA KLH Tahun 2007 tidak menggambarkan kondisi
yang wajar.

48.8 Pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah/
masyarakat dibebankan pada MAK 53 Belanja Modal senilai Rp1,83 miliar
sehingga terdapat aset yang sebenarnya sudah tidak dimiliki oleh KLH, tetapi
masih dicatat di dalam SABMN.

48.9 Panitia pengadaan di lingkungan KLH tidak menyusun HPS sehingga
harga pengadaan perlengkapan kantor tidak dapat diyakini kewajarannya.
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49. Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Riset dan Teknologi (KNRT) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
‘’Wajar Dengan Pengecualian’’ (WDP) atas Laporan Keuangan KNRT
Tahun 2007, karena belum dilakukan inventarisasi dalam rangka penilaian
kembali atas nilai saldo awal aset tetap yang merupakan neraca awal KNRT
sesuai dengan nilai wajar, serta belum dikonsolidasikannya pendapatan dan
belanja Badan Layanan Umum (BLU) PP IPTEK dengan laporan keuangan
KNRT.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KNRT Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp416,90 juta dari
anggaran nihil, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp437,14 miliar atau
90,83 % dari anggaran sebesar Rp481,23 miliar. Neraca per 31 Desember
2007 menunjukkan total aset sebesar Rp629,13 miliar, total kewajiban sebesar
Rp2,74 miliar dan total ekuitas sebesar Rp626,39 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KNRT Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

49.1 Inventarisasi dalam rangka penilaian kembali aset yang diperoleh sampai
dengan Tahun 2006 belum dilakukan sehingga nilai aset tetap yang dilaporkan
dalam neraca KNRT per 31 Desember 2007 sebesar Rp526,01 miliar belum
dapat diyakini kewajarannya.

49.2 Terdapat aset lainnya yang berada dipihak instansi lain senilai Rp166,08
miliar tidak jelas status kepemilikannya sehingga nilai aset lainnya pada KNRT
tidak menggambarkan nilai aset yang sesungguhnya.

49.3 Laporan Keuangan BLU Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PP-
IPTEK) belum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan KNRT sehingga
pendapatan dan belanja negara yang bersumber dari BLU sebesar Rp4,34
miliar tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan KNRT.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

49.4 Penerimaan satker Puspitek TA 2007 yang berasal dari pemanfaatan
gedung oleh pihak ketiga sebesar Rp627,93 juta belum dikelola melalui
mekanisme APBN, sehingga penerimaan negara dari pemanfaatan gedung
belum menjadi PNBP.
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50. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
‘’Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’’ atas Laporan Keuangan BPPT Tahun
2007, karena inventarisasi dalam rangka penilaian kembali aset tetap yang
diperoleh sampai dengan Tahun 2004 belum selesai dilakukan dan adanya
belanja modal yang digunakan untuk pengadaan peralatan seismik laut multi
kanal senilai Rp31,93 miliar yang sampai 31 Desember 2007 belum
dilaksanakan, tetapi telah dibayar lunas dan peralatan tersebut tidak dapat
dicatat dalam neraca sebagai aset.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPPT Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp40,12 miliar  atau  34,47
% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp116,37 miliar sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp502,29 miliar atau 82,00 % dari anggaran sebesar
Rp615,76 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp1,20 triliun, total kewajiban sebesar Rp11,05 miliar dan total
ekuitas sebesar Rp1,19  triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPT Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

50.1 Inventarisasi dalam rangka penilaian kembali aset tetap yang diperoleh
sampai dengan Tahun 2004 belum selesai dilakukan oleh BPPT sehingga
penyajian nilai aset tetap pada Neraca BPPT Tahun 2007 sebesar Rp1,12
triliun belum dapat diyakini kewajarannya.

50.2 Penganggaran atas perolehan aset tetap maupun barang habis pakai
senilai Rp3,23 miliar tidak konsisten sehingga neraca dan realisasi anggaran
yang disajikan tidak menggambarkan realisasi perolehan aktiva tetap dan
belanja modal maupun belanja barang yang sebenarnya serta melemahkan
pengendalian atas pencatatan aktiva tetap dan atau barang habis pakai.

50.3 Peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak
memiliki nilai manfaat belum diusulkan penghapusannya kepada Menteri
Keuangan senilai Rp257,59 juta sehingga aset yang dilaporkan sebagai
peralatan dan mesin serta aset lain-lain dalam neraca BPPT tidak
diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan barang yang sudah
rusak menambah beban penyimpanan.
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

50.4 Pekerjaan pengadaan seismik laut multikanal sampai dengan berakhirnya
jangka waktu pekerjaan 14 Desember 2007 belum dilaksanakan, namun
telah dinyatakan selesai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan 100%,
sehingga penyajian dan pengungkapan realisasi belanja dalam laporan
keuangan BPPT yang dilaporkan dalam neraca belum mencerminkan keadaan
yang sebenarnya dan aset tetap BPPT tidak  mencerminkan fisik yang
sesungguhnya.

50.5 Pekerjaan laboratorium dan pengadaan seismik laut multikanal belum
selesai s.d. 31 Desember 2007 dan belum dikenakan denda keterlambatan
senilai Rp981,33 juta.

50.6 Terdapat piutang PNBP yang belum tertagih sebesar Rp5,41 miliar,
mengakibatkan tertundanya penerimaan negara.

51. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
‘’Wajar Dengan Pengecualian’’ (WDP) atas Laporan Keuangan LIPI Tahun
2007, karena LIPI belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali
atas saldo aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LIPI Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp30,61 miliar atau
75,28 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40,66 miliar, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp570,52 miliar atau 86,45 % dari anggaran sebesar
Rp659,94 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp1,32 triliun, total kewajiban sebesar Rp315,97 juta dan total ekuitas
sebesar Rp1,32 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan LIPI Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

51.1 Aset tetap hasil perolehan sebelum Tahun 2004 yang disajikan dalam
neraca per 31 Desember 2007 belum dilakukan inventarisasi dan penilaian
sehingga penyajian nilai aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2007
sebesar Rp1,27 triliun belum dapat diyakini kewajarannya.

51.2 Bahan laboratorium hasil pengadaan Tahun 2007 tidak dilaporkan dalam
neraca per 31 Desember 2007 sehingga persediaan yang disajikan dalam
neraca per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.
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51.3 Hak kekayaan intelektual LIPI berupa Paten, Hak Cipta, Desain Industri
dan Merek belum dicatat sebagai aset tak berwujud yang disajikan dalam
neraca per 31 Desember 2007 sehingga tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

51.4 Penerimaan dari Program Insentif Ristek sebesar Rp5,34 miliar belum
masuk sebagai PNBP LIPI sehingga potensi PNBP dari kegiatan penelitian
yang dibiayai dari dana insentif Kementerian Ristek tidak dapat direalisasikan
sebesar Rp5,34 miliar

51.5 PNBP sebesar Rp171,65 juta pada Pusat Penelitian Metalurgi digunakan
langsung, seharusnya penerimaan tersebut disetor ke Kas Negara, sehingga
penggunaan PNBP pada Puslit Metalurgi tidak sah.

52. Badan Tenaga Nuklir Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat ‘’Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)’’ karena BATAN belum melakukan penilaian
kembali atas saldo awal aset tetap sesuai dengan nilai wajar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BATAN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp6,98 miliar atau 96,67 %
dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp7,22 miliar, sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp308,62 miliar atau 92,43 % dari anggaran sebesar
Rp333,89 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp680,92 miliar, total kewajiban sebesar Rp368,09 juta dan total
ekuitas sebesar Rp680,55 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BATAN Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

52.1 Aset tanah BATAN seluas 210.072 m2 dengan nilai Rp9,31 miliar belum
bersertifikat, mengakibatkan BATAN belum memiliki kepastian dan
perlindungan hukum atas tanah tersebut.

52.2 Proses inventarisasi dan penilaian kembali terhadap aset tetap BATAN
belum selesai dilakukan sehingga nilai aktiva tetap belum dapat diyakini
kewajarannya.
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

52.3 Penerimaan dan penggunaan dana hibah Research Contract belum
dimuat dalam LRA, sehingga Laporan Realisasi Anggaran baik pada Satker
Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) maupun BATAN belum
menggambarkan nilai sesungguhnya.

52.4 Aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak memiliki nilai
manfaat senilai Rp5,25 miliar belum diusulkan penghapusannya pada Menteri
Keuangan, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan
BATAN Tahun 2007 tidak seluruhnya memberikan manfaat kepada dinas.

53. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat ‘’Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)’’  atas Laporan Keuangan Bapeten Tahun
2007, karena penilaian kembali atas nilai saldo awal aset tetap per 1 Januari
2004 sesuai dengan nilai wajar pada tanggal tersebut  belum selesai.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapeten Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp672,73 juta atau
113,24 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp594,06 juta, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp53,43 miliar atau 84,54 % dari anggaran sebesar
Rp63,20 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp93,71 miliar, total kewajiban sebesar Rp4,96 juta dan total ekuitas
sebesar Rp93,71 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bapeten Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

53.1 Belum seluruh aset tetap Bapeten hasil perolehan sebelum Tahun 2004
yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 dilakukan penilaian
sehingga penyajian nilai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2007 belum
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

53.2 Terdapat pembebanan mata anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan
karakteristik belanjanya pada satker Deputi Bidang Perijinan senilai Rp108,75
juta sehingga pengeluaran dari belanja modal tidak menambah nilai aset tetap
dalam neraca.

54. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tahun 2007, BPK menyatakan
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‘’Tidak Memberikan Pendapat (TMP)’’  atas Laporan Keuangan
Bakosurtanal Tahun 2007, karena Bakosurtanal belum melakukan penilaian
ulang atau revaluasi atas aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004,
opname fisik persediaan tidak dilakukan secara menyeluruh dan lemahnya
pengendalian persediaan serta penambahan aset tak berwujud selama Tahun
2007 tidak dicatat dan tidak dilaporkan dalam neraca per 31 Desember
2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bakosurtanal Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp7,26 miliar
atau 85 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8,55 miliar, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp224,09 miliar atau 87,36 % dari anggaran sebesar
Rp256,50 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp617,72 miliar, total kewajiban sebesar Rp40,14 ribu  dan total
ekuitas sebesar Rp617,72 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bakosurtanal Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

54.1 Aset tetap hasil perolehan sebelum Tahun 2004 yang disajikan dalam
neraca per 31 Desember 2007 belum pernah dilakukan inventarisasi, sehingga
penyajian nilai aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp322,84 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

54.2 Nilai persediaan yang dilaporkan dalam neraca Bakosurtanal per 31
Desember 2007 senilai Rp134,55 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya,
karena opname fisik barang persediaan tidak dilakukan secara menyeluruh
dan lemahnya pengendalian atas pencatatan dan pelaporan barang persediaan.

54.3 Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal Tahun
2007 sebesar Rp6,50 miliar tidak dicatat, sehingga aset tak berwujud yang
disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

54.4 Peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat senilai Rp199,00 juta
belum diusulkan penghapusannya dan belum direklasifikasi ke dalam aset
lainnya, sehingga nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilaporkan dalam
neraca per 31 Desember 2007 belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.

54.5 Proses pelelangan pekerjaan pembuatan Peta tidak sesuai ketentuan
Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga pekerjaan pembuatan peta rupa bumi
tidak layak lelang karena hanya diikuti oleh dua rekanan untuk setiap paket
pekerjaan.



77

55. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2007, BPK memberikan
pendapat ‘’Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas Laporan Keuangan
Tahun 2007, karena belum melakukan inventarisasi ulang dan penilaian
kembali atas saldo awal  aset tetap untuk menentukan keberadaan,
kepemilikan dan kewajaran nilai aset tetap.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LAPAN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp1,72 miliar atau
40,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,30 miliar, sedangkan
realisasi belanja sebesar Rp174,41 miliar atau 85,34 % dari anggaran sebesar
Rp204,37 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp311,65 miliar, total kewajiban sebesar Rp26,32 juta dan total
ekuitas sebesar Rp 311,62 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

55.1 LAPAN belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas saldo
awal aset tetap Tahun 2007, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam
Neraca LAPAN Tahun 2007 belum dapat diyakini kewajarannya.

55.2 Penghapusan barang milik negara tidak sesuai dengan nilai yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.S/4190/MK.6/2006
tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp150,58 juta, sehingga berkurangnya nilai
aset tetap yang tidak sah sebesar Rp150,58 juta.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

55.3 Pembukaan rekening atas nama Pusdata dalam mata uang US$ tidak
sesuai dengan ketentuan karena dibuat tanpa persetujuan Menteri Keuangan,
dan mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari jasa giro dan sisa
dana pada rekening tersebut.

55.4 Pelaksanaan pengadaan Antena Control Unit (ACU) dan Instalasi Sistem
Antene X-Band senilai $145,46 ribu mengalami keterlambatan dan dalam
kontrak jual beli tidak mencantumkan klausul denda keterlambatan, sehingga
alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu, dan denda keterlambatan
tidak dikenakan kepada rekanan.

55.5 Penganggaran atas perolehan aset tetap senilai Rp6,38 miliar  tidak
konsisten karena terdapat realisasi belanja barang untuk pembelian barang
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modal, sehingga realisasi belanja barang yang disajikan dalam LRA  LAPAN
tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

56. Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat
Statistik (BPS) Tahun 2007, BPK menyatakan”Tidak Memberikan
Pendapat, (TMP)” mengingat BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk meyakini saldo kas di Bendahara Pengeluaran, persediaan
dan aset tetap, dan lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk
memungkinkan BPK  menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPS Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara sebesar Rp1,81 miliar atau 161,60 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,12 miliar, realisasi belanja sebesar
Rp1,17 triliun atau 90 % dari anggaran belanja sebesar Rp1,30 triliun. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp504,30 miliar,
total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp2,44 miliar dan
Rp501,86 miliar.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain  sebagai
berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

56.1 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset dalam Neraca
BPS per 31 Desember 2007 belum memadai, mengakibatkan penyajian nilai
aset yang disajikan dalam Neraca BPS per 31 Desember 2007 sebesar
Rp504,30 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

56.2 Mekanisme penyusunan LRA BPS Tahun 2007 belum dilaksanakan
secara tertib dan memadai, mengakibatkan LRA BPS yang disajikan per 31
Desember 2007 belum dapat memberikan keyakinan yang memadai atas
keandalan dan keakuratan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan.

56.3 Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP atas diseminasi statistik
belum memadai, mengakibatkan jumlah PNBP yang berasal dari penjualan
data statistik tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya dan
penerimaan realisasi PNBP tidak dapat segera diketahui dan disetorkan ke
Kas Negara.

56.4 Terdapat aset tetap berupa tanah seluas 130.316 m2 senilai Rp10,23
miliar yang belum bersertifikat, mengakibatkan aset tetap negara tersebut
belum jelas kepemilikan dan penanggungjawab/ penggunanya.
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

56.5 Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penjualan data
statistik tidak disetor ke Kas Negara secara tertib sebesar Rp1.81 miliar,
sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan atau penggunaan dana
sementara sebelum disetorkan ke Kas Negara.

56.6 Terdapat belanja pegawai BPS yang diblokir sebesar Rp865,15 juta
dikelola oleh pihak lain dan belum disetorkan ke Kas Negara, mengakibatkan
terjadinya kurang pencatatan atas kas tunai pada Neraca BPS per 31 Desember
2007 sebesar Rp865,15 juta.

56.7 Penggunaan langsung PNBP dari hasil kerja sama dengan pihak lain
dan hibah tidak dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN serta
saldonya sebesar Rp2,14 miliar tidak dilaporkan dalam LK BPS Tahun 2007,
mengakibatkan adanya kekurangan penyetoran PNBP ke rekening Kas Negara
dan terdapat pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme APBN selama Tahun 2007.

57. Departemen Agama

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas  Laporan Keuangan Departemen
Agama (Depag) Tahun 2007,  BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)”  karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK
tidak dapat melakukan prosedur lain, serta lingkup pemeriksaan BPK tidak
cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depag Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp171,35 miliar atau 133,82%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp128,04 miliar, dan realisasi belanja
sebesar Rp13,30 triliun atau 87,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp15,12 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp7,11 triliun, total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing
sebesar Rp15,45 miliar dan Rp7,09 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depag Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

57.1 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan kas masih lemah,
sehingga Kas di Bendahara Pengeluaran dan di Bendahara Penerimaan dalam
Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp15,45 miliar belum dapat diyakini
kewajarannya. .
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57.2 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih
lemah, sehingga saldo aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp7,06 triliun belum dapat diyakini kewajarannya.

57.3  Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) masih lemah, sehingga  realisasi pendapatan dalam
LRA Tahun 2007 sebesar  Rp171,35 miliar belum diyakini kewajarannya.

57.4 Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk satuan kerja yang
secara vertikal berada di bawah Depag tidak sesuai ketentuan dan
melemahkan pengendalian intern, sehingga mengganggu kewajaran penyajian
Laporan Keuangan Depag per 31 Desember 2007.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

57.5 PNBP TA 2007 sebesar Rp3,42 miliar belum disetor ke Kas Negara
dan telah digunakan langsung sebesar Rp2,72 miliar oleh beberapa satker di
lingkungan Depag, sehingga realisasi pendapatan yang disajikan dalam LRA
Depag Tahun 2007 belum menggambarkan seluruh pendapatan yang diterima
Depag, dan penggunaan langsung PNBP berisiko terhadap penyimpangan
atau penyalahgunaan, karena tidak diikuti dengan mekanisme
pertanggungjawaban yang memadai.

57.6 Terdapat penggunaan dana sebesar Rp370,00 juta dari total nilai kegiatan
sebesar Rp875,00 juta, untuk tujuan di luar peruntukannya pada kegiatan
Peningkatan Kompetensi Pra-Sertifikasi Guru pada STAIN Samarinda TA
2007, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp370,00 juta.

57.7 Pembangunan gedung pendidikan, pengadaan meubelair dan buku
perpusatakaan kurang dari volume kontrak sehingga terjadi kelebihan
pembayaran sebesar Rp122,29 juta.

57.8 Penyelesaian pengadaan peralatan kantor, buku, dan pembangunan
gedung terlambat dari jangka waktu kontrak, tetapi rekanan/kontraktor belum
dipungut denda keterlambatan sebesar Rp609,65 juta, sehingga buku
perpustakaan MIN/MIS Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat
segera dimanfaatkan, dan denda keterlambatan sebesar Rp609,65 belum
diterima.

57.9 Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun
2007 belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp477,01 juta,
sehingga penerimaan negara Tahun 2007 sebesar Rp477,01 juta tidak diterima
sebagai pendapatan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
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58. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Tahun 2007, BPK
memberikan pendapat  “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” karena saldo
aset tetap yang dimiliki belum dilakukan inventarisasi serta revaluasi secara
menyeluruh.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenkokesra Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp234,89 juta
atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp234,89 juta dan realisasi
belanja sebesar Rp92,26 miliar   atau 88,25% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp104,54 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp48,89 miliar,   total kewajiban sebesar Rp14,87 miliar, dan
ekuitas dana sebesar Rp34,02 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkokesra Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

58.1 Saldo kas per 31 Desember 2007  sebesar Rp2,55 miliar  s.d  April
2008 belum disetor ke Kas Negara, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan negara.

58.2 Antara Laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2007 dan  aset
tetap yang disajikan dalam neraca terdapat selisih sebesar Rp3,30 miliar,
sehingga penyajian nilai aset tetap Kemenkokesra per 31 Desember 2007
kurang dapat diyakini kewajarannya.

58.3  Pendapatan hibah berupa aset tetap senilai Rp751,66 juta yang berasal
dari program Managing Basic Education (MBE) belum diakui dalam laporan
keuangan, sehingga pendapatan hibah kurang disajikan  sebesar Rp751,66
juta dalam LRA Tahun 2007.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

58.4 Pelunasan pembayaran atas pengadaan gedung kantor yang belum
selesai sebesar Rp1,00 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan
pembangunan gedung kantor  tidak dipungut sebesar Rp569,64 juta, sehingga
merugikan keuangan negara sebesar  Rp569,64 juta.

58.5 Penetapan Harga Limit atas penghapusan aset tetap   melalui mekanisme
lelang tidak menggunakan jasa Penilai Internal, sehingga penetapan nilai
limit BMN yang dihapuskan jauh di bawah standar senilai Rp1,54 miliar
berpotensi merugikan keuangan negara.
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59. Departemen Sosial

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Sosial (Depsos) Tahun 2007, BPK  memberikan pendapat “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)” karena saldo aset tetap yang dimiliki Depsos  belum
dilakukan inventarisasi dan revaluasi secara menyeluruh.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depsos Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp3,33 miliar atau 164,03%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2,03 miliar dan realisasi belanja
sebesar Rp2,76 triliun atau 81,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp3,37 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp923,69 miliar,  total kewajiban sebesar Rp10,68 miliar, dan ekuitas dana
sebesar Rp913,01 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depsos Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berkut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

59.1 Proses penyusunan Laporan Keuangan Depsos masih mengandung
kelemahan,  mengakibatkan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Depsos belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi.

59.2 Proses pelaporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp102,15
miliar dan DanaTugas Pembantuan sebesar Rp1,26 miliar belum sesuai
ketentuan yang berlaku sehingga Laporan Keuangan atas Dana Dekonsentrasi
dan Dana Tugas Pembantuan belum memenuhi unsur legalitas serta belum
dapat mewujudkan prinsip tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

59.3 Pengelolaan Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (DUKS) Tahun 2007
sebesar Rp102,29 miliar tidak mengacu pada ketentuan, sehingga penerimaan
Dana UKS Tahun  2007 sebesar Rp102,29 miliar  tidak tercermin dalam
APBN.

59.4  Dokumen pertanggungjawaban penyaluran dana subsidi kepada panti
sosial dan jaminan sosial kepada penyandang cacat dan lanjut usia melalui
PT. POS INDONESIA sebesar Rp170,20 miliar tidak lengkap, sehingga
realisasi penyaluran bantuan dan dana untuk monitoring dan evaluasi atas
pemberian bantuan pada Ditjen Yanrehsos  sebesar Rp170,20 miliar belum
dapat diyakini kebenarannya.
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60. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) Tahun 2007, BPK memberikan
pendapat ‘’Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’’  karena BPK belum
meyakini kewajaran penyajian saldo persediaan pada neraca KNPP per 31
Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KNPP Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp250,88 juta dari anggaran
nihil, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp143,58 miliar atau 85,90 % dari
anggaran sebesar Rp167,14 miliar. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukkan total aset sebesar Rp28,64 miliar, total kewajiban sebesar
Rp1,06 miliar dan total ekuitas sebesar Rp27,58 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KNPP Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

60.1 Sistem pengendalian intern (SPI) atas pencatatan dan pelaporan barang
persediaan belum memadai, sehingga nilai persediaan per 31 Desember 2007
tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

60.2 Kelebihan pembayaran sebesar Rp91,58 juta atas pelaksanaan kegiatan
penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisis data dan statistik
Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada KNPP
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp91,58 juta.

61. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Koordinasi
Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) Tahun 2007, BPK menyatakan
“Tidak Memberikan Pendapat” karena adanya kelemahan pengendalian
intern terhadap pencatatan dan pelaporan aset, dan BPK tidak dapat
menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai atas kewajaran Laporan Keuangan, serta lingkup pemeriksaan BPK
tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bakornas PB Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp7,51 juta
dari anggaran yang ditetapkan sebesar nihil dan realisasi belanja sebesar
Rp46,70 miliar atau 75,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61,49
miliar.  Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
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Rp27,05 miliar, total kewajiban sebesar Rp301,38 juta, dan ekuitas dana
sebesar Rp26,75 miliar.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bakornas PB Tahun 2007  yang
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

61.1 Unit Akuntansi Instansi belum dibentuk dan Tim Reviu Laporan
Keuangan tidak menerbitkan Laporan Hasil Reviu, sehingga tugas dan fungsi
masing-masing penanggung jawab dan petugas verifikasi dan administrasi
yang melakukan penyusunan laporan keuangan belum jelas serta informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan kurang diyakini keandalannya.

61.2  Bakornas PB belum menetapkan saldo awal neraca dan nilai aset yang
disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007. Bakornas PB belum
melakukan inventarisasi persediaan,  banyak aset-aset yang belum dicatat
dan belanja barang yang belum dikapitalisasi, sehingga penyajian  nilai
persediaan sebesar Rp14,15 miliar dan aset tetap sebesar Rp12,59 miliar
yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 tidak diyakini
kewajarannya.

61.3 Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran dan PUM tidak tertib dan
tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga saldo kas yang disajikan
dalam Laporan Keuangan Bakornas PB Tahun 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

61.4 Belanja barang sebesar Rp3,29 miliar belum dikapitalisasi sebagai aset
tetap, sehingga  saldo aset tetap Bakornas PB per 31 Desember 2007 kurang
disajikan sebesar Rp3,29 miliar.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

61.5 Dari total dana bantuan sebesar Rp24,49 miliar terdapat dana bantuan
sebesar Rp1,7 miliar  belum dipertanggungjawabkan dan sebesar Rp277,50
juta digunakan tidak sesuai ketentuan, sehingga penyaluran bantuan menjadi
tidak terkendali yang berisiko menimbulkan kerugian negara dan tujuan
diberikannya bantuan tidak sepenuhnya tercapai.

61.6 Dana on call yang disimpan di rekening Bank BNI No.  0018307206
tidak mendapatkan jasa giro sejak bulan Juli 2005, sehingga  jasa giro tidak
dapat diterima dari saldo rata-rata tiap bulan sebesar Rp21,93 miliar dan
pendapatan yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak mencerminkan
kondisi yang sebenarnya.
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61.7  PPh dan PPN atas beberapa kegiatan penanganan bencana banjir kurang
dipungut, sehingga penerimaan negara atas pajak kurang diterima sebesar
Rp1,53 miliar.

62. Departemen Kesehatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Kesehatan (Depkes) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena adanya kelemahan-kelemahan sistem pengendalian
intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK
tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk meyakini kewajaran
penyajian laporan keuangan serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup
memungkinkan untuk memberikan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depkes Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan sebesar Rp2,34 triliun atau 102,63% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp2,28 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar
Rp15,53 triliun atau 81,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19,12
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan jumlah aset sebesar
Rp12,09 triliun, kewajiban sebesar Rp230,27 miliar, dan ekuitas dana sebesar
Rp11,86 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depkes Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

62.1 Laporan Keuangan Satker Badan Layanan Umum (BLU) belum
seluruhnya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Depkes,
penyusunan laporan keuangan BLU belum sesuai SAK, akun-akun BLU
belum mengintegrasikan seluruh satker BLU, penggunaan Bagan Akun
Standar (BAS) belum sesuai ketentuan, dan belum direviu oleh Satuan
Pengawas Internal sehingga Neraca Depkes belum dapat diyakini
kewajarannya.

62.2 Penerimaan Dana Partisipasi Masyarakat (Daparmas) sebesar Rp28,16
miliar belum dilaporkan sebagai Pendapatan dalam LRA dan saldo di
Bendahara Penerima sebesar Rp550,79 juta belum dilaporkan dalam Neraca,
sehingga pengelolaan atas penerimaan yang berasal dari Daparmas menjadi
kurang transparan dan akuntabel serta Laporan Keuangan Depkes Tahun
2007 belum menyajikan keadaan yang sebenarnya.

62.3 Penerimaan bunga/jasa giro Bank sebesar Rp1,15 miliar dan US$125,88
ribu  tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dalam LRA, sehingga penerimaan
negara tertunda dan kurang dilaporkan dalam LRA minimal sebesar Rp1,15
miliar dan sebesar US$125,88 ribu.
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62.4 Rekening Pemerintah sebanyak 36 rekening yang belum dilaporkan ke
Departemen Keuangan dengan saldo minimal sebesar Rp8,35 miliar dan
USD193,57 ribu serta belum diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CALK), sehingga pemanfaatan rekening tersebut tidak dapat
dipantau oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan berpotensi tidak dilaporkan
dalam Laporan Keuangan Depkes maupun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

62.5 Minimal sebanyak 47 rekening untuk menampung Dana Hibah/Bantuan
Luar Negeri senilai Rp280,38 miliar dan US$18,54 juta tidak dikelola melalui
mekanisme APBN, sehingga Laporan Keuangan Depkes Tahun 2007 kurang
menyajikan penerimaan bantuan/hibah luar negeri masing-masing sebesar
Rp280,38 miliar dan US$18,54 juta.

62.6 Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan proyek/Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sejak Tahun 2002 s.d. 2006 senilai
Rp9,23 triliun tidak dicatat/dilaporkan dalam laporan BMN, sehingga Laporan
Keuangan Tahun 2007 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

62.7 BMN yang rusak berat sebanyak 272 jenis senilai Rp940,25 juta pada
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat telah dihapuskan berdasarkan
SK Menteri Kesehatan No.HK.00.SJ.SK.III.1098 tanggal 27 November
2007, tetapi masih dicatat dalam Buku Inventaris dan disajikan dalam Laporan
BMN Tahun 2007, sehingga Neraca Depkes per 31 Desember 2007 belum
menyajikan keadaan yang sebenarnya.

63. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Tahun 2007, BPK
menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” karena lemahnya sistem
pengendalian intern dalam proses penyusunan neraca yang dilakukan tidak
sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depnakertrans Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp569,92
miliar atau 139,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp409,05 miliar,
sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,45 triliun atau 82,29 % dari anggaran
sebesar Rp2,98 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp2,60 triliun, total kewajiban sebesar Rp22,78 miliar dan
total ekuitas sebesar Rp2,58 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depnakertrans Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

63.1 LRA yang disajikan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya
serta pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Depnakertrans
Tahun 2007 kurang  informatif sehingga LK Depnakertrans yang disajikan
per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

63.2 Proses penyusunan Neraca Depnakertrans per 31 Desember 2007
tidak sesuai ketentuan, sehingga Neraca Depnakertrans per 31 Desember
2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

63.3 Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan persediaan berupa
beras yang dititipkan pada Perum Bulog lemah, sehingga nilai persediaan
yang disajikan pada Neraca Depnakertrans per 31 Desember 2007 sebesar
Rp5,28 miliar tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

63.4 Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Rumah
Transmigran di UPT Pangea SP-2 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
dan beberapa pekerjaan Biro Umum Setjen Depnakertrans, sehingga
berpotensi merugikan keuangan negara  sebesar Rp353,39 juta.

63.5 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan timbunan dan perataan tanah,
penyiapan dan pematangan lahan sarana transmigrasi dan belum dipungutnya
denda sebesar Rp271,00 juta, sehingga PNBP yang bersumber dari
penerimaan denda belum direalisasikan.

64. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
‘’Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’’ karena BKKBN belum melakukan
penilaian kembali atas saldo aset tetap sesuai dengan nilai wajar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKBN Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1,84 miliar dari anggaran
nihil, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp994,16 miliar atau 92,66 % dari
anggaran sebesar Rp1,07 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan
total aset sebesar Rp625,59 miliar, total kewajiban sebesar Rp3,96 miliar
dan total ekuitas sebesar Rp621,62 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

64.1 BKKBN belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap
sehingga pos aset tetap pada Neraca BKKBN per 31 Desember 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

64.2 Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan alat kontrasepsi (Alkon)
pada BKKBN masih lemah, sehingga nilai persediaan Alkon pada Neraca
BKKBN per 31 Desember 2007 sebesar Rp239,31 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

64.3 Alasan pembuatan adendum atas kontrak pengadaan alat kontrasepsi
di BKKBN Pusat sebesar Rp3,21 miliar tidak didasarkan pada kebutuhan
yang sebenarnya, tetapi karena masih tersedianya alokasi anggaran saja,
sehingga terjadi pemborosan keuangan negara.

64.4 Terjadi pemborosan keuangan negara karena pemahalan harga atas
pengadaan alat suntik berupa Auto Disable Syringe (ADS) sebesar Rp3,02
miliar.

64.5 Kegiatan pengadaan tayang Public Service Advertising (PSA) di TVRI
sebanyak 210 spot dan sudah dibayar penuh sebesar Rp180,40 juta, tetapi
hanya dilaksanakan 66 spot sebesar Rp51,04 juta, sehingga negara dirugikan
sebesar Rp129,36 juta.

65.Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Tahun 2007, BPK
menyatakan “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” karena belum
dilaksanakannya inventarisasi fisik dan penilaian kembali atas aset tetap yang
diperoleh sebelum Tahun 2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan POM Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp25,67 miliar atau 121,14%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21,19 miliar, sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp377,61 miliar atau 82,71% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp456,52 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan jumlah
aset sebesar Rp443,40 miliar, kewajiban sebesar Rp554,31 juta, dan ekuitas
dana sebesar Rp442,85 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

65.1 Penatausahaan BMN belum dilaksanakan secara memadai, yakni Badan
POM belum melakukan inventarisasi dan penilaian ulang atas BMN yang
dikuasai, pengalihan BMN eks. Ditjen POM Departemen Kesehatan kepada
Badan POM  senilai Rp90,61 miliar belum dilaksanakan, pengadaan aset
tetap yang berasal dari MAK 53 (belanja modal) Tahun 2007 belum diberi
nomor inventaris barang, sehingga saldo awal BMN belum dapat diyakini,
status kepemilikan BMN senilai Rp90,61 miliar tidak jelas dan rawan terhadap
penyalahgunaan.

65.2 Penatausahaan persediaan belum dilaksanakan secara memadai sehingga
nilai persediaan belum menunjukkan jumlah keseluruhan persediaan yang
dimiliki pada tanggal neraca.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

65.3 Pengadaan sound system dan peralatan laboratorium Tahun 2007 senilai
Rp4,72 miliar belum dipergunakan sehingga belum memberikan manfaat
sesuai tujuan pengadaannya.

65.4 Perluasan Gedung Laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan
Nasional (PPOMN) Badan POM senilai Rp3,35 miliar belum dilengkapi
dengan dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terjadi
keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga bangunan tersebut
belum memiliki legalitas/dasar hukum pembangunan dan/atau dapat dilakukan
pembongkaran oleh instansi yang berwenang serta tidak dapat segera
dimanfaatkan.

65.5 Pengadaan peralatan laboratorium, genset, dan UPS untuk Balai POM
di daerah dilakukan secara terpusat dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kurang efisien waktu,
tenaga, dan sulit dalam pengendalian/pengawasan.

66. Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Narkotika
Nasional (BNN) Tahun 2007, BPK menyatakan pendapat “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)” karena belum dilakukannya penilaian kembali aset
tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004 untuk menentukan neraca awal
Tahun 2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BNN  Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1,40 miliar  dari anggaran
yang ditetapkan nihil, realisasi belanja sebesar Rp234,46 miliar  atau 84,28
% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp278,20 miliar. Neraca per 31
Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp505,05  miliar, total
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kewajiban dan ekuitas dana investasi masing-masing sebesar Rp483,26 juta
dan sebesar Rp504,57  miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNN  Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

66.1 Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan aset di lingkungan
BNN belum dilaksanakan secara optimal, sehingga aset BNN yang diserahkan
kepada instansi / yayasan pendukung pelaksana tupoksi BNN rawan hilang/
disalahgunakan dan nilai aset BNN tidak dapat diyakini kewajarannya.

66.2 Terdapat kesalahan pembebanan jenis belanja modal ke jenis belanja
barang senilai Rp1,14 miliar, mengakibatkan nilai aset tetap  dan realisasi
belanja modal dan barang tidak dapat diyakini kewajarannya.

66.3 Nilai aset kendaraan bermotor BNN per 31 Desember 2007 sebanyak
100 unit sebesar Rp45,38 miliar, diantaranya tiga unit kendaraan roda empat
sebesar Rp1,20 miliar tidak dapat ditelusuri angkanya dan dari 97 unit
kendaraan diantaranya 40 unit sebesar Rp7,94 miliar tidak didukung BPKB
serta empat unit kendaraan sebesar Rp8,98 miliar bukti kepemilikan sudah
diserahkan ke Badan Narkotika Provinsi (BNP), mengakibatkan nilai peralatan
dan mesin pada LK BNN per 31 Desember 2007 belum dapat diyakini
kewajarannya serta kendaraan bermotor hasil pengadaan BNN rawan hilang/
berpindah kepemilikan dengan cara tidak sah.

66.4 Barang hasil pengadaan Tahun 2004 s.d. 2007 yang rusak sebesar
Rp4,21 miliar belum diusulkan penghapusannya dan masih dicatat dalam
laporan BMN Tahun 2007 dalam kondisi baik, mengakibatkan nilai aset
tetap dalam SABMN dan neraca BNN Tahun 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

66.5 Pertanggungjawaban keuangan bersifat formalitas, yaitu pada
Koodinator Satuan Tugas (Koorsatgas) sebesar Rp1,25 miliar dan Pusat
Penegakan Hukum (Pusgakum) sebesar Rp101,02 juta serta sisa realisasi
anggaran Tahun 2007 pada Koorsatgas sebesar Rp483,26 juta belum disetor
ke Kas Negara,  mengakibatkan realisasi belanja Tahun 2007 dan posisi kas
per 31 Desember 2007 belum dapat diyakini kebenarannya.

66.6 Pelaksanaan pengadaan dan penerbitan buku pencegahan primer dan
tertier terlambat dan belum dikenakan denda, sehingga negara kehilangan
kesempatan memperoleh pendapatan dari sanksi denda keterlambatan
sebesar Rp119,19 juta.
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66.7 Pekerjaan pemeliharaan multimedia center BNN dan pemeliharaan sistem
informasi BNN dan BNP tidak dilaksanakan mengakibatkan terjadi kelebihan
pembayaran sebesar Rp216,59 juta.

66.8 Pengadaan peralatan terapi dan rehabilitasi Tahun 2007 senilai Rp286,89
juta yang belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana mengakibatkan
peralatan tersebut tidak tepat sasaran dan merupakan pemborosan keuangan
negara.

67. Departemen Pendidikan Nasional

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak
Memberikan Pendapat (TMP)” karena adanya kelemahan-kelemahan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk
meyakini kewajaran penyajian laporan keuangan, serta lingkup pemeriksaan
BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depdiknas Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan sebesar Rp2,95 triliun atau 104,98% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp2,81 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar
Rp40,52 triliun atau 91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44,47
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan jumlah aset sebesar
Rp28,18 triliun, kewajiban sebesar Rp190,46 miliar, dan ekuitas dana sebesar
Rp27,99 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depdiknas Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

67.1 Sistem pencatatan aset tetap Depdiknas belum menghasilkan informasi
yang memadai dan masih terdapat perbedaan antara nilai aset berdasarkan
SAK dan SABMN sehingga nilai saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca
Depdiknas Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

67.2 Aset tetap hasil pengadaan dari dana block grant pusat dan dana
dekonsentrasi minimal sebesar Rp2,70 triliun dan Rp298,53 miliar tidak
dicatat dan dilaporkan dalam neraca Depdiknas sehingga berpotensi
disalahgunakan.

67.3 Dana block grant Tahun 2007 pada beberapa Satker Depdiknas minimal
sebesar Rp374,55 miliar dari total belanja sosial sebesar Rp26,73 triliun
sampai dengan 31 Desember 2007 belum disalurkan dan masih disimpan di
beberapa rekening serta tidak diungkapkan dalam Laporan Keuangan
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Depdiknas, sehingga berpotensi disalahgunakan, tidak dapat diketahui
penggunaannya, dan menyulitkan pengendalian serta pengawasannya.

67.4 Penggunaan langsung PNBP yang terjadi hampir di seluruh PTN tidak
pernah dilaporkan dan dicatat dalam LRA baik dalam penerimaan maupun
belanja sehingga jumlah penerimaan dan belanja yang disajikan dalam LRA
Depdiknas Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

67.5 Beberapa informasi penting belum diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) satker sehingga Laporan Keuangan Depdiknas
per 31 Desember 2007 tidak mengungkapkan informasi penting dan dapat
menimbulkan salah interpretasi bagi pembacanya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

67.6 Pengelolaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
bersumber dari pemungutan biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(SPMB) sebesar Rp528,64 juta pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
tidak dilakukan berdasarkan sistem APBN, tetapi digunakan langsung
sehingga hak negara atas PNBP tidak direalisasikan dan Mendiknas tidak
dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap
pertanggungjawaban keuangan kegiatan SPMB.

67.7 Tanah Depdiknas pada sembilan lokasi seluas 441.717 m2 belum
bersertifikat dan aset tanah beserta bangunan Unibraw Malang seluas
5.251,44 m2 dimanfaatkan pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan,
sehingga status hak kepemilikan atas aset tanah negara tersebut belum jelas
dan berpotensi dapat digugat oleh pihak ketiga serta potensi penerimaan
negara dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak dapat direalisasikan.

67.8 PNBP sebesar Rp71,61 miliar yang diterima oleh Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa (Untirta), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS),
Politeknik Bandung (Polban), Politeknik Manufaktur (Polman), Politeknik
Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Terbuka (UT), Universitas Padjadjaran
(Unpad) dan Universitas Brawijaya (Unibraw) digunakan langsung sehingga
realisasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja dari penggunaan langsung
PNBP tersebut kurang dilaporkan dalam LRA Depdiknas Tahun 2007 sebesar
Rp71,61 miliar.

67.9 Realisasi APBN-P Tahun 2007 tidak sesuai ketentuan yaitu pengadaan
peralatan laboratorium, perbaikan gedung dan kantor pada Unibraw senilai
Rp4,33 miliar dilakukan dengan penunjukan langsung. Penyelesaian pekerjaan
pada Unibraw, PNJ dan Ditjen PMTPK, dari dana APBN-P, terlambat dan
belum dikenakan denda sebesar Rp218,31 juta sehingga penerimaan negara
dari denda keterlambatan tidak terealisasi. Selain itu sebagian satker, yaitu



93

Unpad dan ITS tidak merealisasikan APBN-P sebesar Rp89,67 miliar sehingga
tujuan kegiatan atau kebutuhan satker tidak terpenuhi.

68. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Tahun 2007, BPK menyatakan
“Tidak Memberikan Pendapat”  mengingat adanya kelemahan pengendalian
intern terhadap pencatatan dan pelaporan aset, dan BPK tidak dapat
menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh kayakinan yang
memadai atas kewajaran Laporan Keuangan serta lingkup pemeriksaan BPK
tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran  (LRA) Depbudpar Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan dan hibah sebesar Rp11,30 miliar   atau 110,35% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10,24 miliar dan realisasi belanja sebesar
Rp882,81 miliar  atau 85,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,03
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar
Rp814,66 miliar, total kewajiban sebesar Rp1,98 miliar, dan ekuitas dana
sebesar Rp812,68 miliar.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depbudpar Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

68.1 Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan yang disajikan dalam
Neraca Depbudpar per 31 Desember 2007 tidak memadai sehingga saldo
persediaan dalam akun Neraca sebesar Rp100,57 juta tidak dapat diyakini
kewajarannya.

68.2  Prosedur pencatatan Barang Milik Negara (SABMN) Depbudpar Tahun
2007 tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga
Neraca Depbudpar per 31 Desember 2007 khususnya  akun aset tetap,
tidak dapat diyakini kewajarannya.

68.3 Barang bercorak kebudayaan tidak diungkap dalam Catatan Atas
Laporan   Keuangan (CALK) Tahun 2007 sehingga informasi tentang barang
bercorak kebudayaan yang dikelola dan disajikan dalam neraca Depbudpar
menjadi kurang akurat.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

68.4 Penilaian aset tetap berupa tanah di 5 (lima) dari  Satker di Depbudpar
seluas 72.756,50 m² tidak sesuai ketentuan sehingga penilaian saldo tanah
seluas 72.756,50 m² senilai Rp495,30 miliar dari kedelapan satker yang
diperiksa tidak dapat menggambarkan nilai yang sebenarnya.
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68.5  Aset tanah milik  tiga Satker seluas 28.979 m² yang dikuasai Depbudpar
belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah sehingga rawan akan sengketa
atas  status kepemilikan.

68.6  Aset tetap berupa tanah seluas 11,36 ha yang diputus Pengadilan
menjadi milik pihak lain masih disajikan dalam Neraca Akpar Medan Tahun
2007 sehingga Neraca yang disajikan Akpar Medan   tidak menggambarkan
kondisi yang sebenarnya.

69. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara Pemuda dan Olahraga ( Kemenegpora) Tahun 2007, BPK
memberikan pendapat  “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” karena saldo
aset tetap yang dimiliki Kemenegpora belum dilakukan penilaian ulang
terhadap aset tetap secara menyeluruh.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenegpora Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp4,52 miliar
dari anggaran sebesar nihil dan realisasi belanja sebesar Rp641,21 miliar
atau 95,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp673,39 miliar. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp127,09 miliar,
total kewajiban sebesar Rp5,15 miliar, dan ekuitas dana sebesar Rp121,94
miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenegpora Tahun 2007
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

69.1 Inventarisasi atas aset Kemenegpora telah dilaksanakan namun belum
dilakukan penilaian kembali saldo awal aset tetap sehingga saldo awal untuk
neraca Tahun 2007 belum dapat diyakini kebenarannya.

69.2 Terdapat salah pembebanan dalam penganggaran belanja modal dan
belanja barang Kemenegpora sebesar Rp4,14 miliar, sehingga pengadaan
barang modal tidak dicatat dalam daftar aset Kemenegpora juga sebaliknya
terdapat belanja modal yang digunakan untuk pembelian barang-barang
persediaan habis pakai sehingga nilai aset  Neraca Kemenegpora menjadi
kurang akurat.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

69.3 Penggunaan tanah oleh Bina Marga seluas 13.600 m² belum diusulkan
penghapusannya dari daftar Aset Kemenegpora kepada Menteri Keuangan,
sehingga nilai aset tanah yang tercantum dalam neraca menjadi tidak akurat.
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69.4  Pembayaran pada pemberian uang saku, akomodasi dan keperluan
sehari-hari untuk para  atlet, pelatih dan manager anggota pelatnas Sea Games
XXIV/2007 untuk Januari  dan Februari 2007 belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp798,41 juta, sehingga berindikasi terjadi kerugian keuangan
negara.

70. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Tahun 2007, BPK  menyatakan
“Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” karena lemahnya sistem
pengendalian intern terhadap pencatatan dan pelaporan belanja, dan aset
tetap yang material termasuk aset-aset bersejarah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perpusnas Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp246,32 juta dari anggaran
yang ditetapkan sebesar nihil dan realisasi belanja sebesar Rp271,83 miliar
atau 91, 26  % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp297,85 miliar.
Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp363,81
miliar, total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan
Rp363,81 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

70.1 Sistem Pengendalian Intern penyusunan dan pelaporan Laporan
Keuangan Perpusnas Tahun 2007 belum memadai, sehingga nilai aset tetap
pada Neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

70.2 Aset tetap lainnya berupa buku-buku yang diadakan dari dana
dekonsentrasi, bahan pustaka (buku, audio, serial) hasil sumbangan atau
hibah dalam negeri dan luar negeri, karya cetak, serta karya rekam atas
pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tidak dicatat dalam
Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2007, sehingga nilai aset tetap lainnya
yang dilaporkan dalam Neraca Perpusnas per 31 Desember 2007 sebesar
Rp113,98 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

70.3 Terdapat aset bersejarah berupa naskah-naskah kuno dan manuskrip
tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Perpusnas
Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2007 kurang
informatif dan tidak dapat diandalkan.

70.4 Aset tak berwujud berupa Lisensi yang berasal dari International
Standard Book Number (ISBN) senilai •500.00 (Euro) setara Rp6,77 juta
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dan Software Komputer sebesar Rp1,41 miliar tidak dilaporkan dalam Neraca
Perpusnas Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan Perpusnas pada akun
Aset Tak Berwujud tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

70.5 Penerimaan Jasa Layanan Perpusnas yang merupakan bagian dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan langsung oleh
Perpusnas, sehingga PNBP yang masuk ke Kas Negara berkurang sebesar
Rp400,38 juta dan nilai penerimaan negara yang dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Perpusnas Tahun 2007 tidak menggambarkan nilai yang
sebenarnya.

70.6 Dana bantuan pengembangan perpustakaan umum bagi  100
Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya
dipertanggungjawabkan ke Perpusnas, sehingga pertanggungjawaban
pengeluaran APBN untuk bantuan tersebut pada Perpusnas tidak realistis.

70.7 Penyerahan Aset Tetap berupa kendaraan bermotor roda empat untuk
perpustakaan keliling beserta buku paketnya Tahun 2007 sebesar Rp10,19
miliar kepada Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Menteri Keuangan,
sehingga penyerahan/hibah atas kendaraan-kendaraan dan buku paket yang
dikirim ke daerah-daerah tersebut, belum sah/tidak mempunyai dasar hukum
yang berpeluang menimbulkan masalah dikemudian hari.

71. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Tahun 2007,
BPK memberikan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas
dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan atas aset tetap
yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2004, apabila aset tetap tersebut
dinilai kembali berdasarkan nilai wajar,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenko Perekonomian Tahun 2007
menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp498,70 juta
dari anggaran nihil dan realisasi belanja sebesar Rp58,66 miliar atau 41,01%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp143,04 miliar. Neraca per 31
Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp25,69 miliar, total
kewajiban sebesar Rp2,76 juta dan ekuitas dana sebesar Rp25,69 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian
Tahun 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
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Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

71.1 Pencatatan nilai aset tetap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam Neraca 31 Desember 2007 tidak wajar dan belum
didasarkan atas hasil penilaian kembali sehingga nilai aset tetap dalam neraca
belum menunjukkan nilai yang wajar.

71.2 Berita acara penutupan kas setiap bulan untuk TA 2007 pada Buku Kas
Umum yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Kemenko Perekonomian
tidak diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang
berwenang sehingga pengawasan terhadap bendahara pengeluaran kurang
optimal.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

71.3 Terdapat enam kontrak pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sebesar
Rp3,18 miliar tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga nilai
kontrak jasa konsultan tidak dapat diyakini kewajaran harganya.

72. Departemen  Keuangan (Bagian Anggaran 15)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen
Keuangan (Depkeu) Tahun 2007, BPK menyatakan “Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)” karena adanya pembatasan dan keterbatasan ruang lingkup
pemeriksaan, kelemahan material atas Sistem Pengendalian Intern, informasi
yang disediakan tidak lengkap dan belum adanya tindak lanjut yang memadai,
sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai
dan lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK
menyatakan pendapat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Depkeu Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp648,31 triliun atau 103,24%
dari anggaran yang ditetapkan, sebesar Rp627,93 triliun, sedang realisasi
belanja sebesar Rp6,99 triliun atau 70,99% dari anggaran yang ditetapkan,
sebesar Rp9,85 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total
aset sebesar Rp93,83 triliun, total kewajiban sebesar Rp2,02 triliun dan
ekuitas dana sebesar Rp91,80 triliun.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Depkeu Tahun 2007 yang
perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

72.1 Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan
perpajakan tidak memadai sehingga realisasi penerimaan perpajakan sebesar
Rp490,99 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
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72.2 Penerimaan perpajakan migas senilai Rp65,09 triliun tidak dapat diyakini
kewajarannya dan tidak ada unit akuntansi yang bertanggung jawab untuk
melaporkan penerimaan pajak tersebut sehingga penerimaan pajak yang
disajikan dalam Neraca Depkeu Tahun 2007 belum dapat diyakini
kewajarannya.

72.3 Realisasi pengembalian pungutan ekspor pada Tahun 2007 sebesar
Rp4,82 miliar belum dilaporkan dalam LRA Depkeu Tahun 2007 sehingga
jumlah pengembalian pungutan ekspor yang terealisasi selama Tahun 2007
tidak berpengaruh pada LK BA 15 DJA.

72.4 Pencatatan saldo akun-akun Neraca dan LRA pada unit akuntansi
Depkeu tidak berasal dari sub sistem akuntansi dibawahnya sehingga nilai
akun-akun yang disajikan dalam Neraca dan LRA Depkeu Tahun 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

72.5 Piutang pajak sebesar Rp42,04 triliun yang disajikan dalam Neraca
Depkeu Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga realisasi
penerimaan yang disajikan pada LK Depkeu Tahun 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

72.6 Laporan-laporan keuangan fungsi Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal tidak dikonsolidasikan secara konsisten sehingga LK Depkeu selaku
pengguna anggaran tidak mencerminkan posisi keuangan Depkeu selaku
pengguna anggaran dan akuntabilitas serta pengukuran kinerja Depkeu selaku
pengelola fiskal dan selaku pengguna anggaran, tidak dapat diukur dengan
andal.

72.7 Penerimaan minyak bumi dan gas dalam Laporan Keuangan tingkat
Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun 2007 disajikan secara
neto dan masih terdapat pengeluaran langsung dari rekening migas dan
rekening panas bumi tanpa melalui mekanisme APBN sehingga realisasi
pengeluaran tidak tersaji dalam LK tingkat Eselon I DJA dan realisasi
pengembalian (restitusi) PPN Migas dan Panas Bumi tidak mengurangi
penerimaan PPN yang dicatat dalam LRA tingkat Eselon I Ditjen Pajak Tahun
2007.

72.8 Terdapat realisasi belanja modal yang menggunakan mata anggaran 52
belanja barang dan perjalanan dinas pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK) sebesar Rp1,13 miliar dan pada Sekretariat Jenderal
Depkeu sebesar Rp12,75 miliar sehingga belanja modal dan belanja barang
di LK tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan aset tetap kurang
dicatat senilai Rp1,13 miliar pada LK BPPK dan senilai Rp12,75 miliar pada
Sekretariat Jenderal Depkeu.

72.9 Sebanyak 187 rumah dinas negara golongan II kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan Negara (DJPBN) Depkeu ditempati oleh pihak yang tidak
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berhak sehingga rumah dinas milik KP DJPBN tidak bisa digunakan oleh
pejabat/pegawai yang berhak di lingkungan KP DJPBN yang masih aktif
dan benar-benar memerlukan serta hilangnya penerimaan negara dari sewa
rumah dinas tersebut.

72.10 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas pemalsuan SPM sebesar Rp792,31
juta belum ditindaklanjuti dan belum dicatat di dalam Neraca Depkeu Tahun
2007 sehingga terjadi kekurangan pengakuan atau pencatatan akun bagian
lancar tagihan TGR dan akun TP/TGR pada neraca tingkat Eselon I (UAPPA-
EI) Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp792,31 juta dan adanya potensi kerugian
negara dengan tidak tertagihnya TGR karena kadaluarsa, mengingat hal
tersebut sudah terjadi sejak Tahun 2005.

73. Pemeriksaan atas Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) Tahun 2007, BPK “Tidak Menyatakan
Pendapat (TMP) “ atas Laporan Keuangan BA 62 (Subsidi dan Transfer),
BA69 (Belanja Lain-lain), BA 70 (Dana Perimbangan), BA 71 (Dana Otonomi
Khusus dan Penyesuaian), BA 96 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar
Negeri), dan BA 98 (Penerusan Pinjaman), karena BPK tidak dapat
menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai dan lingkup pemeriksaan
tidak memungkinkan untuk menyatakan pendapat. BPK memberi pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan BA 61 (Cicilan
dan Bunga Hutang), BA 097 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam
Negeri) dan BA 99 (Penyertaan Modal Pemerintah).Berikut saldo akun neraca
dan Realisasi Anggaran BAPP Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam tabel
berikut.

                      (dalam miliar rupiah) 

BA 
 

Uraian  Aset Kewajiban Ekuitas Dana 
Pendapatan 
dan Hibah Belanja 

Pembia 
yaan 

 
Opini 

BA 061 

Cicilan dan 
Bunga 
Hutang 0,00 0,00 0,00 0,00 79.197,72 0,00 

 
WTP 

BA 097 

Pembayaran 
Cicilan 
Pokok 
Hutang 
Dalam 
Negeri 

   
0,00 810.104,78 -810.104,78 0,00 0,00 57.172,87 

 
 
 

WTP 

BA 099 

Penyertaan 
Modal 
Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 

 
 

WTP 

BA 062 
Subsidi dan 
Transfer 0,00 0,00 0,00 16.672,21 179.644,57 0,00 

 
TMP 

BA 069 
Belanja Lain-
lain 4.447,73 1.867,06 2.580,67 1.630,38 20.198,89 0,00 

 
TMP 

BA 070 
Dana 
Perimbangan 0,00 0,00 0,00 0,00 244.114,54 0,00 

 
TMP 

BA 071 

Dana 
Otonomi 
Khusus dan 
Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296,00 0,00 

 
TMP 

BA 096 

Pembayaran 
Cicilan 
Pokok 
Hutang Luar 
Negeri 0,00 590.740,00 -590.740,00 0,00 0,00 

-
20.302,55 

 
 

TMP 

BA 098 
Penerusan 
Pinjaman 60.919,40 0,00 60.919,40 0,00 0,00 2.817,32 

 
TMP 

Jumlah 
 

65.367,13 1.402.711,84 -1.337.344,71 18.302,59 532.451,72 44.387,64 
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Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BAPP Tahun 2007 antara lain
sebagai berikut.

Kelemahan  Sistem Pengendalian Intern

73.1 Penyusunan Laporan Keuangan BA 062, 069, BA 070, dan BA 071
Tahun 2007 tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi yang ditetapkan.

73.2 Laporan Keuangan beberapa Kementerian/Lembaga pengguna Bagian
Anggaran Belanja Lain-lain (BA 069) Tahun 2007 disusun berdasarkan data
SAU.

73.3 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan belum memiliki mekanisme
pencatatan kewajiban Pemerintah Pusat kepada Daerah dan retur yang
memadai.

73.4 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16,67 triliun yang
disajikan dalam Laporan Keuangan BA 062 (Subsidi dan Transfer Lainnya)
Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

73.5 PNBP sebesar Rp1,63 triliun yang disajikan dalam Laporan Keuangan
BA 069 (Belanja Lain-lain) Tahun 2007 belum sepenuhnya direkonsiliasi
dengan PNBP yang tercatat dalam Bendahara Umum Negara.

73.6 Pencatatan kode mata anggaran atas pengembalian Belanja TKPKN
BA 069 minimal sebesar Rp30,95 miliar yang berasal dari Belanja Bagian
Anggaran 069 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan tidak tertib.
73.7 Pengembalian sisa subsidi TA 2006 sebesar Rp70,38 miliar yang
ditempatkan pada Rekening-rekening Escrow belum disajikan dalam Laporan
Keuangan BA 062 Tahun 2007.

73.8 Metode pencatatan atas Belanja Pensiun melalui PT Asabri (Persero)
berbeda dengan metode pencatatan atas Belanja Pensiun yang melalui PT
Taspen (Persero).

73.9 Verifikasi atas jumlah tonase pupuk bersubsidi tidak dapat diyakini
kewajarannya.

73.10 Dana bantuan pasca bencana senilai Rp2,54 triliun tidak
dipertanggungjawabkan secara memadai.

73.11 Belanja Dana Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 070
Tahun 2007 disajikan lebih besar Rp140,64 miliar.

73.12 Terdapat pengeluaran Belanja lain-lain sebesar Rp512,56 miliar dengan
menggunakan SP2D Langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran yang
pertanggungjawabannya belum selesai.

Temuan Sistem
P e n g e n d a l i a n
Intern
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73.13 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan dalam LK BA
062 per 31 Desember 2007 sebesar Rp11,16 miliar belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

73.14 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan dalam LK BA
069 per 31 Desember 2007 sebesar Rp108,39 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.

73.15 Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4,51 triliun pada Neraca
Bagian Anggaran 062 Per 31 Desember 2007 tidak didasarkan atas Neraca
Unit Akuntansi di bawahnya.

73.16 Aset Tetap hasil pengadaan dari belanja BA 062 dan BA 069 belum
sepenuhnya dipertanggungjawabkan dan belum dicatat pada Neraca Per 31
Desember 2007 secara memadai.

73.17 Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca
BA 098 Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

73.18 Saldo outstanding utang luar negeri serta akun-akun lain yang terkait
dengan saldo outstanding utang luar negeri yaitu bagian lancar utang jangka
panjang Accrued Interest dan selisih kurs tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

73.19 Penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran 061 Tahun 2007
Unaudited tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan LK BA
061 Tahun 2007 unaudited yang disampaikan oleh Menteri Keuangan masih
terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak segera terdeteksi dan baru ditemukan
pada saat pemeriksaan BPK.

73.20 Laporan Keuangan BAPP (BA 061, 062, 069, 070, 071, 096, 097,
098, dan 099) Tahun 2007 tidak dilengkapi dengan Pernyataan Telah Direviu
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga Laporan Keuangan
BAPP tersebut tidak dapat digunakan oleh pimpinan/manajemen sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan dana perimbangan dan dana
otonomi khusus serta dana penyesuaian.

73.21 Penganggaran dan Penggunaan Belanja pada BA 062 dan 069 belum
sepenuhnya sesuai dengan maksud pembentukan BA tersebut, sehingga
penggunaan anggaran APP tidak jelas peruntukkannya dan ada kecenderungan
digunakan untuk kegiatan lain-lain yang sudah dapat diperkirakan akan terjadi.
Meskipun terdapat belanja-belanja yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan
pengeluarannya pada saat penyusunan APBN awal seperti untuk belanja
barang dan belanja pegawai.

Temuan Kepatuh-
an Terhadap keten-
tuan Peraturan
P e r u n d a n g - u n -
dangan
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73.22 Realisasi Belanja Subsidi BPHTB kepada PT Pertamina sebesar
Rp1,51triliun tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan potensi  beban
baru bagi APBN, serta mengakibatkan Belanja Subsidi BPHTB sebesar Rp1,51
triliun tidak layak diakui sebagai belanja.

73.23 Realisasi Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah sebesar
Rp17,11 triliun tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga  Belanja subsidi
PPN dan PPh sebesar Rp17,11 triliun tersebut tidak layak diakui sebagai
belanja.

73.24 Pencairan anggaran subsidi ke rekening penampungan senilai Rp3,85
triliun tidak mencerminkan realisasi belanja yang sebenarnya.

73.25 Verifikasi atas belanja Subsidi BBM belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas subsidi
BBM Tahun 2006 dan 2007 yang besarnya perlu perhitungan lebih lanjut.

73.26 Terdapat indikasi pembayaran Subsidi Minyak Goreng fiktif sebesar
Rp24,29 juta, mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp24,29
juta atas pembayaran subsidi minyak goreng.

73.27 Terdapat kelebihan pembayaran dari tujuh jenis subsidi yaitu subsidi
premium, minyak solar, minyak tanah, listrik, benih, PT KAI, dan PT Pelni
untuk TA 2007 sebesar Rp2,98 triliun.

73.28 Pengeluaran belanja Cadangan Dana Reboisasi sebesar Rp1,76 triliun
dan pengeluaran konversi minyak tanah ke LPG sebesar Rp544,08 miliar
ke rekening penampungan tidak mencerminkan realisasi belanja yang
sebenarnya serta pengungkapannya dalam CALK tidak memadai. Hal tersebut
mengakibatkan realisasi belanja lain-lain BA 069 disajikan terlalu tinggi minimal
sebesar Rp2,30 triliun serta pertanggungjawaban pengeluaran dari rekening
escrow tidak termonitor di BA 069.

73.29 Pengeluaran Pembiayaan atas Penyertaan Modal Negara berupa Dana
Dukungan Infrastruktur kepada Direktorat Jenderal Perbendaraan dalam
Laporan Keuangan BA 099 per 31 Desember 2007 sebesar Rp2,00 triliun
tidak mencerminkan substansi yang sebenarnya.

74. Kementerian  Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat
“Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, karena terdapat dampak penyesuaian
yang mungkin perlu dilakukan apabila Bappenas menilai kembali berdasarkan
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nilai wajar atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember
2004.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Negara PPN/Bappenas
Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp348,04
juta dari anggaran nihil dan realisasi belanja sebesar Rp200,90 miliar atau
80,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp250,54 miliar. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp142,85 miliar,
total kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp24,24 juta dan
Rp142,83 miliar.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

74.1 Sistem pengendalian atas pencatatan, pelaporan, dan pemantauan
penjualan angsuran belum memadai, berakibat adanya potensi kurang catat
atas penerimaan dari pembayaran angsuran pegawai dan tertundanya
penerimaan negara.

74.2 Kelemahan perjanjian kontrak BOT antara Kementerian Negara PPN/
Bappenas dengan PT Bakrie Swasakti Utama dalam pembangunan gedung
seluas 3.000 m2 di Jl. Rasuna Said Kav. B2 Jakarta, berakibat timbulnya
potensi kekurangan penerimaan negara karena perjanjian tersebut cenderung
merugikan pihak Bappenas selaku pemilik tanah dan terdapat keterlambatan
pembayaran sewa yang tidak dikenakan denda oleh Bappenas.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

74.3 Realisasi hibah sebesar Rp36,95 miliar yang tidak melalui mekanisme
APBN dan belum dicatat dalam LRA Bappenas Tahun 2007, mengakibatkan
realisasi hibah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan
realisasi yang sebenarnya.

74.4 Pemecahan pekerjaan pengurusan surat tanah Bappenas di Jati Asih
dan Jati Sampurna Bekasi untuk menghindari pelelangan, mengakibatkan
perolehan harga yang lebih efisien  dan ekonomis menjadi tidak tercapai.

75.Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias
Tahun 2007, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” terhadap Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007, Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) BRR NAD-Nias menunjukan realisasi pendapatan
sebesar Rp304,51 miliar, realisasi belanja sebesar Rp6,53 triliun atau 62,69%
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dari anggaran sebesar Rp10,42 triliun. Neraca per 31 Desember 2007
menunjukan total aset sebesar Rp9,30 triliun, total kewajiban sebesar
Rp109,54 miliar dan total ekuitas sebesar Rp9,19 triliun.

Meskipun BPK memberikan pendapat WTP terhadap Laporan Keuangan
BRR NAD-Nias TA 2007, namun masih terdapat kelemahan Sistem
Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, tetapi tidak mempengaruhi kewajaran penyajian
laporan keuangan, antara lain sebagai berikut.

75.1 Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp982,01 juta
pada Satker BRR-Sekretariat Wilayah III tidak sesuai dengan ketentuan
sehingga realisasi tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

75.2 Terdapat pemborongan pekerjaan senilai Rp121,92 miliar terlambat
diselesaikan oleh kontraktor, namun pihak kontraktor/rekanan tidak
dikenakan denda minimal sebesar Rp2,94 miliar, sehingga tidak dapat segera
digunakan untuk kepentingan masyarakat.

75.3 Penyaluran dana bantuan sosial oleh lima satker senilai Rp30,17 miliar
tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan. Selain itu dana bantuan sosial
sebesar Rp1,23 miliar, sudah dicairkan namun belum disalurkan kepada
masyarakat, sehingga tidak dapat diketahui keberhasilannya dan adanya
potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial.

76. Setjen Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Tahun 2007, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
HLB Hadori dan Rekan, Akuntan Publik tersebut memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material,
realisasi anggaran Tahun 2007 dan posisi keuangan Setjen BPK tanggal 31
Desember 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Setjen BPK Tahun 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan dan hibah sebesar Rp818,77 juta atau 279,18% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp293,27 juta, sedangkan realisasi belanja
sebesar Rp847,43 miliar atau 70,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1,2 triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan jumlah aktiva
sebesar Rp1,27 triliun, kewajiban sebesar Rp262,02 juta, dan ekuitas dana
sebesar Rp1,27 triliun.
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Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

76.1 Aktivitas pengendalian intern pada Kantor Pusat dan Sekretariat Jenderal
BPK termasuk satuan kerja dan Perwakilan BPK di daerah pada umumnya
sudah cukup memadai, tetapi masih ditemukan adanya ketidaktaatan
pelaksanaan prosedur sesuai ketentuan.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

76.2 Terdapat pembiayaan biaya pemeriksaan untuk perjalanan dinas dalam
kota (setempat) yang berjarak kurang dari 5 km dari batas kota yang
mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp11,69 miliar.

76.3 Anggaran Belanja Barang dan Belanja Pemeliharaan (MAK 52) digunakan
untuk Belanja Modal (MAK 53) sebesar Rp1,89 miliar, sehingga realisasi
Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilaporkan dalam LRA belum
menggambarkan kondisi Barang Modal yang sebenarnya.

77. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2007, BPK
memberikan pendapat ‘’Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas Laporan
Keuangan BPKP Tahun 2007, karena BPKP belum sepenuhnya menyelesaikan
penilaian kembali saldo awal aset tetap sebagai basis pelaporan dalam Neraca
per 31 Desember 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2007 menunjukkan realisasi
pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp981,74 juta atau 8.020,75%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12,24 juta, sedangkan realisasi
belanja sebesar Rp482,09 miliar atau 85,78 % dari anggaran sebesar
Rp562,00 miliar. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset
sebesar Rp658,53 miliar, total kewajiban sebesar Rp867,63 juta dan total
ekuitas sebesar Rp657,66 miliar.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKP Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

77.1 Penilaian kembali saldo awal aset  tetap sebagai basis pelaporan aset
tetap belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, sehingga penyajian nilai aset
tetap per 31 Desember 2007 belum dapat diyakini kewajarannya.
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77.2 Penatausahaan aset pada Kantor Pusat dan beberapa Kantor Perwakilan
BPKP belum tertib, sehingga Barang Milik Negara berisiko mudah hilang.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

77.3 Terdapat barang yang kondisinya rusak berat sebesar Rp122,68 juta
yang belum diajukan untuk dihapuskan, sehingga menambah beban
penyimpanan dan kondisi barang semakin rusak.

77.4 Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Aplikasi Setma Integrasi sebesar
Rp902,00 juta mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda serta
jaminan pemeliharaan sudah tidak berlaku, sehingga negara kehilangan
pendapatan atas denda keterlambatan sebesar Rp46,00 juta dan pemeliharaan
atas pengembangan Aplikasi Setma Integrasi menjadi tidak terjamin.

78. State Audit Reform Sector Development Program (STAR-SDP)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada State Audit
Reform Sector Development Program (STAR-SDP) Tahun 2007, BPK
memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan program STAR-SDP tanggal 31 Desember
2007, dan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
dipergunakan secara konsisten secara terus menerus.

Consolidated Annual Plan & Actual Project Expanditure & Financing
STAR-SDP Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan negara sebesar
Rp47,06 miliar atau 47,55 % dari anggaran sebesar Rp98,97 miliar. Realisasi
belanja sebesar Rp47,06 miliar atau 47,55 % dari anggaran sebesar Rp98,97
miliar.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

78.1 Pengeluaran sebesar Rp7,33 miliar dimasukan ke dalam kategori hibah
tidak sesuai dengan asas NOL (No Objection Letter), karena ADB dan KPPN
menyetujui pendanaan pengeluaran tersebut diambil dari dana hibah
Pemerintah Belanda meskipun  pendanaan tersebut seharusnya dibiayai dari
pinjaman ADB, mengakibatkan posisi jumlah dana hibah Pemerintah Belanda
dan pinjaman ADB menjadi tidak jelas.

78.2 Keterlambatan penyampaian laporan bulanan dan catur wulanan Project
Implementation Unit (PIU) kepada Investmen Loan Monitoring Unit (ILMU)
Bappenas dan laporan keuangan konsolidasi STAR-SDP kepada ADB,

P e n g e l u a r a n
d i m a s u k a n
kedalam kategori
hibah
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berakibat ILMU Bappenas tidak dapat memonitor dan menyediakan solusi
untuk masalah-masalah yang muncul di awal pelaksanaan program STAR-
SDP.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

78.3 Mekanisme pembayaran dan pengelompokan komponen biaya
pengadaan jasa konsultasi untuk program pendidikan non gelar tidak
konsisten, sehingga berpotensi membebani PIU.

78.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tunjangan biaya hidup
mahasiswa sebesar Rp320 juta belum dipotong, berakibat penerimaan negara
dari sektor pajak pada umumnya dan sektor pajak penghasilan (PPh) Pasal
21 belum diterima sebesar Rp320 juta.

C. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

1. Bank Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia
(BI) Tahun 2007, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)” berkaitan dengan ketidakjelasan
mengenai saat dan jumlah pelunasan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/
2003 senilai Rp129,34 triliun oleh Pemerintah di masa mendatang.

Laporan Surplus (defisit) BI Tahun 2007 menunjukkan realisasi
penerimaan sebesar Rp29,04 triliun, realisasi pengeluaran sebesar Rp30,46
triliun, dengan demikian BI mengalami defisit sebesar Rp1,42 triliun. Neraca
per 31 Desember 2007 menunjukkan total aktiva sebesar Rp973,03 triliun,
total kewajiban sebesar Rp861,40 triliun, dan total ekuitas  sebesar Rp111,63
triliun.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BI Tahun 2007 yang perlu
mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

1.1 Pelaksanaan transaksi derivatif dalam rangka hedging pada tahun 2007
belum didukung dengan SOP yang memadai, sehingga terdapat selisih sebesar
Rp106,69 miliar yang berasal dari penurunan nilai hedging instruments sebesar
Rp1,50 triliun dan kenaikan nilai wajar hedged items sebesar Rp1,40 triliun.

1.2 Perhitungan HPS dan negosiasi harga dalam pengadaan barang dan atau
jasa belum dilakukan secara optimal, sehingga terjadi kelebihan pembayaran
kepada Perum Peruri sebesar Rp43,03 miliar dan ketidakhematan sebesar
Rp7,18 miliar.

M e k a n i s m e
pembayaran dan
komponen biaya
tidak konsisten
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1.3 Sistem Pengendalian Intern berupa pengamanan dan penatausahaan aset
milik BI belum sepenuhnya dilakukan, yang mengakibatkan adanya resiko
atas aset tetap dan nilai aset tetap yang dicatat di neraca menjadi tidak akurat.

1.4 Ketentuan pengadaan fasilitas Anggota Dewan Gubernur (ADG) dan
penjualannya kepada ADG pada akhir masa jabatan tidak mencerminkan
praktek yang sehat sebagaimana diatur dalam Manajemen Logistik Bank
Indonesia (MLBI) sehingga pertanggungjawaban atas pengadaan dan
penjualannya kepada ADG tidak dapat dinilai kewajarannya.

1.5 Penghasilan Anggota Dewan Gubernur (ADG) belum sesuai dengan
Hasil Rapat antara Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia yaitu:

a.  Terdapat pembayaran penghasilan ADG sebesar Rp5,45 miliar yang
tidak sesuai dengan Keputusan Rapat antara Komisi XI DPR RI dan Bank
Indonesia tanggal 22 Desember 2005 dan 4 Desember 2006.

b.  Terdapat pembentukan jabatan Direktur Senior (DS) pada tahun 2005,
sehingga tunjangan ADG meningkat dua kali namun tidak disertai
pertimbangan kebutuhan organisasi dan tidak ada pejabat yang menduduki
jabatan tersebut sampai dengan saat ini. Hal ini telah menaikkan gaji sebesar
Rp439,83 juta per bulan atau Rp5,28 miliar per tahun untuk delapan orang
ADG.

c. Inkonsistensi penetapan penghasilan ADG yakni dari sisi penghasilan DG
mengikuti struktur penghasilan DS sedang dari sisi komposisi mengikuti
komposisi pegawai umumnya, sehingga meningkatkan Tunjangan Akhir Masa
Jabatan (TAMJ), untuk Gubernur sebesar Rp888,37 juta, DGS sebesar
Rp755,11 juta, dan masing-masing DpG sebesar Rp666,27 juta, atau total
sebesar Rp5,64 miliar.

1.6 Pemberian representasi, bantuan, dan sumbangan dalam rangka menjalin
hubungan dengan mitra kerja dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp61,98
miliar tidak didukung batasan dan prosedur yang jelas, sehingga dapat
membuka peluang penyalahgunaan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Peraturan Perundang-undangan

1.7 Kontrak pengadaan dan pemeliharaan mesin uang MRUK dan MSUK
bertentangan dengan ketentuan MLBI sehingga mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp28,57 miliar.

1.8 Pemberian biaya kepindahan kepada Dewan Kerajinan Nasional
(Dekranas) sebesar Rp21,50 miliar tidak sesuai dengan ketentuan MLBI,
sehingga terjadi pemborosan keuangan negara sebesar Rp21,50 miliar.

1.9 Proses beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp48,07
miliar belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
sehingga tidak menunjukkan adanya prinsip good governance dan
transparansi.
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1.10 Bank Indonesia belum mengenakan denda keterlambatan sebesar
Rp178,52 juta dan memungut PPh atas pekerjaan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan sebesar Rp741,19 juta.

1.11 Pemanfaatan aset tetap milik BI berupa tanah dan bangunan seluas
45.352 m2 oleh pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan dalam MLBI,
sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi aset BI.

2. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2007, BPK menyatakan “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” dalam semua hal yang material, posisi keuangan
LPS tanggal 31 Desember 2007, dan surplus defisit serta arus kas untuk
periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Surplus Defisit  LPS posisi per 31 Desember 2007 menunjukkan
realisasi pendapatan operasi sebesar Rp3,56 triliun dan relisasi biaya operasi
sebesar Rp1,87 triliun. Surplus bersih setelah PPh Badan sebesar Rp1,37
triliun. Neraca per 31 Desember 2007 menunjukan total aktiva sebesar
Rp10,28 triliun, total kewajiban sebesar Rp3,33 triliun, dan total ekuitas
dana sebesar Rp6,95 triliun.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

2.1 LPS belum mengatur tentang mekanisme pemberian dan
pertanggungjawaban dana sponsorship yang diberikan LPS kepada pihak
ketiga, sehingga pemberian dana sponsor belum terarah dan
dipertanggungjawabkan belum sebagaimana mestinya.

2.2 Divisi Manajemen Risiko belum menjalankan fungsinya secara optimal
sehingga pengambilan keputusan oleh pimpinan LPS kurang didukung dengan
data-data analisa yang akurat dan dapat diandalkan.

2.3 Keputusan Kepala Eksekutif tentang kriteria bantuan kesehatan kepada
pegawai dan keluarga pegawai serta hal-hal yang tidak mendapat penggantian
biaya oleh LPS belum diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi
LPS untuk memberikan fasilitas biaya pengobatan selain yang diatur dalam
Keputusan Dewan Komisioner (KDK) No.013/DK-LPS/VII/2006 tanggal
11 Agustus 2006 tentang Bantuan Kesehatan Bagi Pegawai Tetap LPS.

Pedoman pelak-
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Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

2.4 Penjualan aset BPR Era Aneka Rezeki (BDL) berupa 2(dua) buah mobil
sebesar Rp111,5 juta dilakukan sebelum Neraca Sementara Likuidasi (NSL)
disetujui LPS mengakibatkan penagihan piutang dan penjualan aset oleh
Tim Likuidasi tanpa dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan
tidak tersedianya alat untuk mengendalikan atau memonitor pelaksanaan
likuidasi sehingga berpotensi timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan
likuidasi.

Penjualan aset
BPR Era Aneka
Rezeki (BPR ERA)
d i l a k u k a n
sebelum Neraca
S e m e n t a r a
Likuidasi (NSL)
disetujui LPS
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Bab II
Hasil Pemeriksaan Kinerja

Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pada Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan tiga jenis
pemeriksaan, satu diantaranya adalah pemeriksaan kinerja.  Sampai saat ini,
BPK masih terus berusaha melakukan pemeriksaan kinerja dengan baik antara
lain pendampingan dari BPK negara lain dan terus mengirimkan para
pemeriksanya untuk mengikuti pendidikan/shortcourse maupun kelompok
kerja (working group) dengan BPK negara lain yang tergabung dalam ASOSAI
maupun INTOSAI untuk membahas materi pemeriksaan kinerja.  Salah
satu kendala BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja adalah belum
disusunnya indikator-indikator kinerja setiap program/kegiatan oleh entitas
yang bisa dijadikan sebagai kriteria dalam pemeriksaan dan pengukuran
kinerja.

Dalam IHPS I Tahun 2008, BPK hanya menyajikan satu hasil pemeriksaan
kinerja atas Badan Pengembangan Ekspor Nasional karena pada Semester I
Tahun 2008 sebagian besar sumber daya yang dimiliki BPK difokuskan
untuk pemeriksaan keuangan. Berikut disampaikan hasil pemeriksaan atas
Badan Pengembangan Ekspor Nasional.

1. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK menyelesaikan
laporan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Promosi Ekspor
pada BPEN Departemen Perdagangan TA 2006 dan TA 2007 yang
dilaksanakan pada Semester II TA 2007.

Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Kegiatan Promosi Ekspor pada BPEN
Departemen Perdagangan (Depdag) TA 2006 dan 2007, meliputi realisasi
anggaran untuk kegiatan promosi ekspor pada TA 2006 dan TA 2007 (sampai
Juli 2007) masing-masing sebesar Rp74,44 miliar dan Rp31,87 miliar,
cakupan pemeriksaan untuk TA 2006 dan TA 2007 masing-masing sebesar
Rp35,00 miliar dan Rp19,08 miliar atau 47,02 % dan 59,88 % dari realisasi
anggaran, dengan temuan bahwa kegiatan Promosi Ekspor yang dilakukan
oleh BPEN belum efektif.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.
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1.1 Perencanaan Penetapan Kinerja (TapKin) Tahun 2006 dan 2007 belum
efektif, mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak dapat  digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penilaian kinerja atas pencapaian
target dari Tapkin sulit dilaksanakan.

1.2  Terdapat ketidakjelasan kedudukan Indonesian Trade Promotion Center
(ITPC) dalam struktur organisasi BPEN mengakibatkan pengawasan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ITPC kurang optimal dan
efektif, pertanggungjawaban keuangan rawan penyimpangan dan evaluasi
atas kinerja pelaksanaan kegiatan pegawai ITPC sulit dilaksanakan.

1.3 Pemisahan fungsi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi ekspor di
bawah Sekretariat Badan belum memadai mengakibatkan pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan pameran dalam negeri serta evaluasi dan pelaporan menjadi
kurang optimal.

1.4 Output dari pameran berupa kontak dagang belum dapat diyakini
keakuratannya, sehingga mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam
pengukuran kinerja atas hasil pelaksanaan pameran.
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Bab III
Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pada Pemerintah Pusat

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan
dengan tujuan khusus, diluar  pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Dalam Semester I Tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas beberapa obyek pemeriksaan pada beberapa entitas kementerian/
lembaga yaitu Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening pada 32
kementerian/lembaga termasuk Departemen Keuangan selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara (BUN), Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kegiatan
Rutin dan PNBP pada 13 KBRI di lingkungan Departemen Luar Negeri,
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal, dan
menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan gabungan atas Pemeriksaan
Pengelolaan/manajemen Aset pada 23 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara umum mengungkapkan
bahwa: 1) pengelolaan kas dan rekening di lingkungan kementerian/lembaga
belum tertib sesuai dengan ketentuan; 2) pelaksanaan kegiatan, belanja
barang dan belanja modal belum sesuai ketentuan; dan 3) PNBP digunakan
langsung atau terlambat/tidak disetor ke Kas Negara. Akibat dari temuan-
temuan tersebut terhadap keuangan negara adalah adanya indikasi kerugian
keuangan negara, kekurangan penerimaan, pemborosan, ketidakefektifan
program/kegiatan, dan akibat yang bersifat administratif.

Materi hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian dan perlu segera
ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan pemerintah diuraikan secara
ringkas sebagai berikut.

A. Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Rekening dan Kas Pemerintah
B. Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan/Manajemen Aset
C. Hasil Pemeriksaan pada masing-masing kementerian/lembaga

A. Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Rekening dan Kas Pemerintah

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan rekening dan kas
pemerintah meliputi pemeriksaan atas rekening pemerintah lainnya yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Departemen
Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan 31 Kementerian
Lembaga (K/L) selama Tahun Anggaran (TA) 2006 dan 2007. Pemeriksaan
tidak mencakup mutasi transaksi penerimaan dan penggunaan dana pada
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan sub RKUN, rekening-rekening

S a s a r a n
Pemeriksaan
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operasional penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh BUN dan Kuasa
BUN di Pusat maupun daerah, rekening bendahara penerimaan dan rekening
bendahara pengeluaran, serta mutasi penerimaan, penggunaan dan saldo
dana pada rekening-rekening yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Dana Dekonsentrasi (DD) dan Tugas Perbantuan (TP).

Berdasarkan Laporan Akhir Tim Penertiban Rekening  per 31 Desember
2007, hasil penertiban rekening oleh tim yang dibentuk pemerintah
menunjukkan  bahwa rekening yang terdata seluruhnya sebanyak 32.570
rekening dengan nilai Rp31,70 triliun, US$685,74 juta dan Euro462,40 ribu.
Rincian rekening tersebut adalah:  (1) rekening yang dipertahankan sebanyak
26.553 rekening senilai Rp19,25 triliun, US$679,49 juta dan Euro462,40
ribu; (2) rekening yang ditutup sebanyak 2.086 rekening senilai Rp7,28
triliun dan US$5,85 juta; dan (3) rekening yang belum selesai proses
pembahasannya sebanyak 3.931 rekening senilai Rp10,23 triliun dan
US$391,45 ribu.

BPK  menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya penertiban
rekening tetapi masih ditemukan kelemahan dalam desain dan pelaksanaan
pengendalian intern pengelolaan rekening pemerintah serta pengelolaan
rekening belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. belum adanya kebijakan yang tegas mengenai penertiban rekening BUN
dan pertanggungjawaban dana-dana pada rekening pemerintah lainnya yang
dikelola K/L,

2. tidak semua K/L membentuk tim yang diserahi tugas dan wewenang
yang jelas untuk melakukan penertiban rekening sehingga inventarisasi
rekening tidak optimal,

3. belum memadainya perancangan mekanisme pembukaan, pengoperasian,
penutupan, dan pelaporan rekening, dan

4. belum efektifnya pengawasan dalam proses penertiban maupun
pengelolaan rekening.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Sebanyak 3.027 rekening yang dikelola sembilan K/L minimal sebesar
Rp8,73 triliun dan US$94.55 juta belum memperoleh izin BUN. Hal tersebut
menunjukkan bahwa upaya penertiban rekening pemerintah belum efektif
dan belum adanya kepastian dalam pengelolaan rekening-rekening tersebut.
2. Permasalahan pada 32 Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar

Hasil Penertiban
R e k e n i n g
Pemerintah

Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan

Hasil Evaluasi
Sistem Pengendalian
Intern

T e m u a n
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Signifikan



115

Rp3,04 triliun yang dikelola BUN belum terselesaikan sampai dengan 31
Desember 2007. Rincian rekening  tersebut adalah: 24 rekening dalam valuta
asing ekuivalen sebesar Rp1,47 triliun, 5 rekening yang menampung dana
Cadangan Subsidi Pangan seluruhnya sebesar Rp671,77 miliar, 3 rekening
yang menampung sisa Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK DR)
seluruhnya sebesar Rp903,552 miliar. Hal tersebut mengakibatkan adanya
pengendapan dana  di luar Kas Negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan pembiayaan pembangunan.

3. Rekening Dana Bergulir sebesar Rp585,96 miliar yang programnya telah
jatuh tempo dan Jasa Giro sebesar  Rp10,74 miliar belum disetor ke Kas
Negara. Hal tersebut mengakibatkan adanya pengendapan dana di luar Kas
Negara sebesar Rp596,70 miliar pada rekening-rekening Dana Bergulir yang
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan pembangunan.

4. Pengelolaan Dana Hibah Luar Negeri pada 83 rekening milik K/L minimal
senilai  Rp322,08 miliar, US$18,67 juta, dan AU$1,62 juta serta saldonya
sebesar Rp3,61 miliar dan US$7,75 ribu tidak dipertanggungjawabkan dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak transparan dan
akuntabel.

5. Pungutan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) minimal sebesar Rp267,36
miliar pada 13 rekening milik K/L tidak mengacu pada peraturan perundangan
tentang PNBP dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat serta saldonya sebesar Rp47,22 miliar tidak disetorkan
ke Kas Negara. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan atas PNBP tersebut
tidak transparan dan akuntabel.

6. Tidak terdapat harmonisasi ketentuan upah pungut PNBP Iuran Hasil
Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (IHH/PSDH) untuk Departemen
Kehutanan (Dephut) sehingga dana tersebut berpotensi disalahgunakan. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa:

(a)  Dasar upah pungut tidak mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi

(b)  Mekanisme pencairan dana upah pungut tersebut seharusnya dibayarkan
dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Namun, dengan dispensasi
yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, upah pungut dapat
dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP). Permohonan
dispensasi tersebut dilakukan setiap tahun pada saat hendak mencairkan
anggaran upah pungut.

(c)  Penggunaan upah pungut didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 368/Kpts-II/92 tentang Pemberian upah pungut IHH yang menyatakan
bahwa upah pungut diberikan kepada aparat Kantor Pusat Departemen
Kehutanan dan aparat Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan serta
Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
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pegawai. Dalam pelaksanaannya, upah pungut diberikan dalam bentuk
Sumbangan Hari Raya (SHR)  dan biaya pendahuluan/pinjaman (bridging).
Dalam Tahun 2007, dari penggunaan dana untuk bridging sebesar Rp6,29
miliar masih terdapat sisa sebesar Rp1,36 miliar yang belum dikembalikan.

(d) Surat Menteri Keuangan Nomor S-1538/MK.013/1991 tanggal 26
Desember 1991 tidak mengatur dengan jelas status sisa dana upah pungut,
apakah harus dikembalikan ke Kas Negara atau tidak. Saldo dana upah
pungut yang telah dipertanggungjawabkan dengan mekanisme UP tetapi
belum disalurkan kepada yang berhak oleh Instansi Penerima per 31
Desember 2007 sebesar Rp8,68 miliar.

7. Departemen Dalam Negeri mengelola Dana Penunjang Pembinaan (DPP)
yang bersumber dari alokasi upah pungut pajak daerah bagian Tim Pembina
Pusat (TPP). Berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat mekanisme
pemantauan dan rekonsiliasi Dana Penunjang Pembinaan (DPP) yang
bersumber dari alokasi upah pungut pajak daerah bagian Tim Pembina Pusat
(TPP) antara Depdagri dan masing-masing pemerintah daerah atas upah
pungut pajak daerah yang seharusnya diterima dan yang telah diterima di
rekening DPP, sehingga ketepatan jumlah penerimaan upah pungut pajak
daerah pada rekening DPP tidak dapat diyakini. Selain itu, penggunaan upah
pungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan  pembinaan teknis dan
pembinaan umum dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan penerimaan upah pungut sebesar
Rp217,96 miliar  pada rekening DPP tidak dapat diyakini, adanya kegiatan-
kegiatan pemerintah pusat yang dibiayai dari upah pungut pajak daerah
sebesar Rp264,48 miliar yang tidak  dipertanggungjawabkan dalam APBN
dan berpotensi disalahgunakan, dan efektivitas kebijakan upah pungut pajak
daerah diragukan.

8. Rekening-rekening yang menampung sumbangan untuk korban bencana
Tsunami NAD-Nias dan gempa Yogya-Jateng pada 6 (enam) rekening milik
K/L  tidak digunakan lagi sesuai tujuan pembukaannya, tetapi saldonya tidak
disetorkan ke Kas Negara. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dan
penyaluran dana sumbangan tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
dalam APBN, sisa dana baik tunai maupun yang ada pada rekening
penampungan sumbangan seluruhnya sebesar Rp51,85 miliar berpotensi
disalahgunakan dan efektivitas penyaluran dana sumbangan diragukan.

9. Pengendalian atas pengoperasian rekening penampungan sementara
untuk Dana Taktis dan beberapa  belanja APBN yang mekanisme
pencairannya menggunakan  SPM-LS tidak memadai, yang terdiri dari:
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(a)  Rekening-rekening yang menampung belanja bantuan sosial/block grant
dan belanja lainnya sudah dicairkan namun belum disalurkan, sehingga
bantuan sosial/block grant/retur dan beasiswa sebesar Rp289,00 miliar yang
belum tersalurkan tersebut berpotensi disalahgunakan dalam
pemanfaatannya.

(b) Sisa belanja sebesar Rp40,03 miliar masih berada di Bendahara
Pengeluaran pada akhir tahun  dan tidak disetor ke Kas Negara dan
pengelolaan  rekening dana taktis serta dana lain yang bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta saldonya sampai dengan 31 Desember 2007 belum disetor  Ke
Kas Negara sebesar Rp42,62 miliar. Hal ini mengakibatkan dana sebesar
Rp82,65 miliar masih tersimpan dalam rekening  maupun kas dan  diragukan
pertanggungjawabannya.

(c) Pencairan dana sebesar Rp1,46 miliar di MA tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

10. Pendapatan Jasa Giro Sebesar Rp6,22 miliar dan US$126.70 ribu pada
70 rekening K/L tidak disetorkan ke Kas Negara secara tertib. mengakibatkan
tertundanya penerimaan negara atas jasa giro yang kurang diterima sebesar
Rp4,10 miliar dan US$126,70 ribu serta penerimaan negara atas jasa giro
terlambat diterima sebesar Rp2,12 miliar.

11.  Sisa uang persediaan sebesar Rp66,38 miliar dan US$98,65 ribu pada
Bendahara Pengeluaran tidak disetorkan ke Kas Negara secara tertib.
mengakibatkan pelaksanaan APBN menjadi  tidak transparan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan negara terlambat memanfaatkan dana yang
masih tersimpan dalam rekening  maupun kas di pemegang dana.

12. Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ketiga yang dikelola oleh tujuh K/L
tersebut tidak memiliki dasar hukum memadai mengakibatkan akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan dana titipan pihak ketiga tidak memadai.

13. Sebanyak 142 Rekening sebesar Rp6,44 miliar dan US$175,99 belum
ditutup oleh K/L dan 208 rekening sebesar Rp88,73 miliar dan US$9,66 juta
yang telah ditutup tidak dapat diyakini saldo dan penyelesaiannya. Hal tersebut
mengakibatkan tertundanya penerimaan negara atas rekening-rekening yang
seharusnya ditutup namun belum ditutup,  dan pelaksanaan penutupan
rekening tidak dapat diyakini.

14. Sebanyak 2.240 rekening yang dikelola K/L minimal sebesar Rp1,39
triliun belum dilaporkan kepada Tim Penertiban Rekening untuk dibahas
dan ditentukan statusnya, mengakibatkan informasi mengenai  rekening
pemerintah tidak akurat dan risiko terjadinya penyalahgunaan, mengingat
rekening-rekening tersebut tidak terpantau oleh  Menteri Keuangan selaku
BUN.
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 Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPP
tersebut, Pemerintah mengeluarkan peraturan dan membentuk tim penertiban
rekening.  Peraturan yang diterbitkan diantaranya Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga. Tim Penertiban Rekening Pemerintah
(TPRP) yang bertugas melakukan pendataan/inventarisasi rekening pada
K/L, pembahasan dan penetapan status rekening,  apakah ditutup atau tetap
dipertahankan.

B. Pemeriksaan Atas Manajemen Aset pada 23 Kementerian/Lembaga

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah menyelesaikan
laporan hasil   pemeriksaan dengan tujuan tertentu  atas Manajemen Aset TA
2005, 2006 dan 2007 (s.d. Juni 2007) pada 17 Departemen dan 6 Lembaga
yang dilaksanakan pada Semester II TA 2007.

Pemeriksaan atas manajemen aset pada 23 departemen/lembaga meliputi
jumlah aset sebesar Rp304,75 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp64,15
triliun atau 21,05 % dari nilai aset, dan nilai temuan sebesar Rp40,36 triliun
atau 62,91 % dari cakupan pemeriksaan.

Temuan  hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain
sebagai berikut.

1.  Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada 17 Departemen/Lembaga
tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) departemen/lembaga
minimal senilai Rp685,62 miliar, mengakibatkan keberadaan BMN tidak
memberikan kontribusi terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi
departemen/lembaga, membuka peluang hilangnya BMN departemen/
lembaga dan negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan
dari pemanfaatan aset oleh pihak lain.

2.  Pemanfaatan BMN dilakukan tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan
tidak ada penerimaan dari hasil pemanfaatan aset negara yang seharusnya
disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp190,29 miliar dan berpotensi merugikan
keuangan negara sebesar Rp531,22 miliar.

3. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN tidak menjamin
kepentingan negara, berpotensi hilangnya BMN dan munculnya konflik dan
atau potensi konflik dalam kepemilikan dan pengelolaan BMN departemen/
lembaga, berpotensi merugikan keuangan negara dari perubahan status
kepemilikan yang tidak sah senilai Rp87,30 miliar dan keberadaan BMN
yang tidak jelas senilai Rp13,68 miliar.

Tindak Lanjut
Pemerintah
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4.  Kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN menyalahi ketentuan
dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp7,41 triliun.

5. Pelaksanaan penilaian barang milik negara (BMN) belum sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  mengakibatkan neraca departemen/
lembaga belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang sebenarnya.

6. Penatausahaan BMN dilaksanakan tidak tertib mengakibatkan neraca
departemen/lembaga belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang
sebenarnya.

7. Terdapat pengelolaan BMN berupa aset tanah, gedung, bangunan, serta
peralatan menyimpang dari ketentuan, sehingga berpotensi merugikan
keuangan negara sebesar Rp13,57 miliar, neraca departemen/lembaga belum
menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan penyelesaian Aset Bekas
Milik Asing/China (ABMA/C) berlarut-larut.

Pemeriksaan Manajemen Aset di atas merupakan Hasil Pemeriksaan
Gabungan 23 departemen/lembaga. Sedangkan hasil pemeriksaan yang
disajikan dalam IHPS I Tahun 2008 ini meliputi Hasil Pemeriksaan Gabungan
dan Hasil Pemeriksaan pada empat departemen yaitu Departemen Pertahanan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM serta
Departemen Perhubungan. Adapun hasil pemeriksaan manajemen aset pada
19 departemen/lembaga telah  dimuat dalam IHPS  II Tahun 2007.

C. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Masing-masing
Kementerian/Lembaga.

1. Departemen Pertahanan

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan Semester I dan II
TA 2007, yaitu hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan
Managemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Negara TA 2005, 2006 dan 2007
pada unit organisasi Dephan dan unit organisasi Mabes TNI serta Pelaksanaan
Anggaran Belanja Barang dan Modal TA 2006 dan 2007 pada 8 (delapan)
entitas (Denma Mabes TNI, Puskes TNI, Kodiklat TNI AD, Kodam IV
Diponegoro,  Diskomlekau TNI AU, Kohanudnas TNI AU, Disbek TNI AL,
dan Lantamal IX Maluku ) dan pemeriksaan atas Rekening dan Kas pada
Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI.
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Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening.

Pemeriksaan atas pengelolaan kas dan rekening Pemerintah bertujuan
untuk menguji apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas dan
rekening pemerintah pada  unit organisasi (UO) Dephan dan UO Mabes
TNI, telah memadai serta apakah saldo dan mutasi penerimaan/pengeluaran
kas pada rekening-rekening milik UO Dephan dan UO Mabes TNI telah
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

   Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebegai
berikut.

1.1 Terdapat pekerjaan/kegiatan yang belum selesai per 31 Desember 2007
sebesar Rp248,87 miliar. Dana tersebut disimpan dalam 5 (lima) rekening
pribadi atas nama Dwi Mastono, SE (Pekas Dephan), sehingga terdapat
rekening penampungan dana APBN yang tidak terpantau Menkeu selaku
Bendahara Umum Negara dan pengendalian atas pencairan kelebihan dana
yang ditampung dalam rekening pribadi menjadi kurang memadai.

1.2 Terdapat beberapa rekening yang digunakan di lingkungan UO Mabes
TNI tidak dilaporkan kepada Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP)
Depkeu dan belum memperoleh ijin Menkeu, yaitu rekening penampungan
izin dana hasil pemanfaatan aset pada Bank Mandiri, terdiri dari - Aset tanah
Paspampres  No Rek. 1210004650432 a.n Primer Koperasi Paspampres.-
Aset Balai Sudirman No Rek.124-00-9704393-0 a.n Balai Sudirman - Aset
Padang Golf Cilangkap No Rek. 129009920 4469 a.n BP PGC Dan pada
BII No Rek 2168175364 a.n Irsan Rasyidi Lubis (pengurus PGC) serta
delapan rekening APBN gaji atas nama Pekas TNI.

Hal tersebut mengakibatkan Laporan TPRP Depkeu tidak akurat dan
hasil pemanfaatan aset Balai Sudirman tidak terpantau oleh Menkeu sebagai
BUN dan rekening gaji yang belum memperoleh izin Menkeu diragukan
keabsahannya.

Pemeriksaan atas  Belanja Barang dan Belanja Modal.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja barang dan belanja modal
pada delapan obyek pemeriksaan meliputi jumlah realisasi anggaran sebesar
Rp1.283,11 miliar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp917,98 miliar atau 76,74
% dari realisasi anggaran dan nilai temuan hasil pemeriksaan sebesar
Rp110,36   miliar atau 12,02  % dari cakupan pemeriksaan.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai
berikut.

Terdapat beberapa
rekening di ling-
kungan Mabes TNI
tidak dilaporkan
kepada TPRP dan
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oleh ijin Menkeu
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Detasemen Markas Mabes TNI.

1.3 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan konstruksi pada Satuan
Pengamanan dan Pengawalan, Satuan Perbekalan, Satuan Angkutan dan
Satuan Kesehatan tidak sesuai ketentuan, sehingga terjadi pemborosan
sebesar Rp903,15 juta.

1.4 Terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan fasilitas dan
prasarana pada Satuan Fasilitas dan Konstruksi Denma Mabes TNI sehingga
berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp244,05 juta.

Pusat Kesehatan TNI.

1.5 Kekurangan volume pekerjaan renovasi gedung Bhaktikes Puskes TNI
TA 2006 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp65,36 juta;

1.6 Terdapat kemahalan harga pekerjaan pada 7 (tujuh) kontrak pengadaan
bekal kesehatan TA 2006 dan 2007 dan pekerjaan renovasi gedung Bhaktikes
TA 2006, mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp528,39 juta.

1.7 Hasil pengadaan alat kesehatan TA 2006 sebesar Rp6,50 miliar belum
dimanfaatkan, sehingga penggunaan belanja negara sebesar Rp6,50 miliar
belum memberi manfaat bagi kelancaran tugas organisasi.

Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan  TNI AD.

1.8 Pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan biaya
operasional pendidikan TA 2005 dan 2006 pada Kodiklat TNI AD bersifat
formalitas sehingga  tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi
merugikan keuangan negara sebesar Rp7,75 miliar. Atas permasalahan
tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat pertanggungjawaban atas
penggunaan dana tersebut disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.

1.9 Aset tanah dan bangunan dijajaran Kodiklat TNI AD yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga belum memperoleh izin prinsip dari Menkeu dan
penerimaan hasil kerjasama digunakan langsung sehingga PNBP minimal
sebesar Rp3,08 miliar tidak terealisasi.

Kodam IV Diponegoro.

1.10 Pemanfaatan aset Kodam IV Diponegoro belum memberikan kontribusi
kepada negara dan terdapat penyalahgunaan oleh Mayor Purnawirawan CAJ
W NRP 419407 tmt 31 Januari 2003 sebesar Rp212,83 juta, mengakibatkan
negara kehilangan kesempatan untuk menambah PNBP dari pemanfaatan
aset dan berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp212,83 juta.
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1.11 Beberapa pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan Tahun
2006 terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp947,10
juta, mengakibatkan negara kehilangan kesempatan menerima pendapatan
dari denda keterlambatan sebesar Rp947,10 juta.

1.12 Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pangkalan pada Zidam IV/
Diponegoro dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan tujuan
pelelangan yaitu mendapat harga yang murah dengan kualitas baik bagi negara
tidak tercapai dan terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1,08
miliar.

Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU

1.13 Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Fasilitas
(Bangfas) TA 2005 dan 2006 di Jajaran Kohanudnas sehingga merugikan
keuangan negara sebesar Rp1,47 miliar.

1.14 Terdapat  kekurangan volume fisik pekerjaan pengadaan kazenering
dan peralatan kantor TA 2005 sehingga berpotensi merugikan keuangan
negara sebesar Rp465,45 juta dan kemahalan harga atas pengadaan kazenering
dan peralatan kantor TA 2005 dan 2006 yang mengakibatkan ketidakhematan
sebesar Rp759,92 juta

Atas temuan-temuan tersebut di atas telah ditindaklanjuti sesuai dengan
hasil pembahasan tindak lanjut pada tanggal 8 Juli 2008.

Dinas Komunikasi dan Elektronika  TNI AU

1.15 Pengadaan jaringan Wide Area Network/Local Area Network (WAN/
LAN) tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung sistem
administrasi logistik alutsista TNI AU dan mengakibatkan pemborosan
keuangan negara sebesar Rp15,66 miliar.

1.16 Pelaksanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TA
2005 dan 2006 terlambat tetapi belum dikenakan denda keterlambatan,
sehingga PNBP dari denda sebesar Rp723,59 juta tidak segera dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

1.17 Perbaikan komponen Avionik belum sepenuhnya memanfaatkan Depo
Pemeliharaan (Depohar) 20 TNI AU Madiun, yang mengakibatkan
ketidakhematan sebesar Rp1,29 miliar, produktifitas, kemandirian dan
profesionalisme Depohar 20 TNI AU tidak maksimal.

Atas temuan-temuan tersebut di atas telah  ditindaklanjuti antara lain
denda keterlambatan telah disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Maret
2008 sebesar Rp449,01 juta, dan memberdayakan Depohar TNI AU menjadi
prioritas utama dalam pemeliharaan Alutsista.
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Dinas Pembekalan TNI AL  dan Dentasemen Markas Mabesal.

1.18 Penyelesaian beberapa kontrak pekerjaan terlambat namun belum
dikenakan denda keterlambatan, mengakibatkan tertundanya penerimaan
negara dari denda yang belum dipungut sebesar Rp208,85 juta.

1.19 Pelaksanaan pekerjaan pembuatan seragam putih hitam Pakaian Dinas
Harian (PDH) TNI AL TA 2006 belum dimanfaatkan secara optimal,
mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp9,13 miliar.

1.20 Pengadaan kendaraan bermotor TA 2006 oleh Denma Mabesal sebesar
Rp2,06 miliar dilaksanakan secara formalitas, mengakibatkan dana sebesar
Rp668,41 juta belum dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi denda
keterlambatan sebesar Rp90,55 juta belum disetor ke Kas Negara.

Pangkalan Utama Angkatan Laut  IX Maluku.

1.21 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Dana Penerimaan Hasil
Pemanfaatan Fasilitas Dinas (DPHP Fasdin) TA 2006 digunakan langsung,
mengakibatkan PNBP dari DPHP Fasdin berkurang sebesar Rp171,44 juta.

1.22 Realisasi anggaran belanja barang Mako Lantamal IX tidak sesuai
ketentuan, sehingga belanja pemeliharaan sebesar Rp446,63 juta tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan harga borongan pekerjaan pemeliharaan kapal
sebesar Rp218,35 juta belum sepenuhnya mencerminkan harga yang paling
menguntungkan bagi negara.

1.23 Pengadaan film rontgen dan obat TA 2006 melebihi kebutuhan dan
mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp163,95 juta.

Pemeriksaan atas Managemen Aset.

1.24 Penggunaan aset/Barang Milik Negara (BMN) tidak untuk kepentingan
dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut.

a.  Aset tanah TNI AD sebanyak 283 bidang seluas 10.956,74 ha di bawah
pengelolaan 9 (sembilan) Kodam diseluruh Indonesia digunakan untuk lahan
pertanian/perkebunan oleh masyarakat dan TNI AD.

b. Rumah dinas TNI AD sebanyak 379 unit di lingkungan Kodam III/
Siliwangi Bandung digunakan sebagai tempat usaha/bisnis pribadi dan
disewakan kepada pihak III.

c. Aset tanah TNI AL seluas 67,89 ha minimal senilai Rp653,06 juta yang
berlokasi di daerah Sunter Jakarta, Pangkalan Jati Pondok Labu, dan Sukolilo
Surabaya digunakan untuk membangun perumahan/kavling pribadi oleh para
pejabat dan purnawirawan TNI AL. Hal tersebut mengakibatkan BMN

P e n g g u n a a n
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berpotensi beralih hak kepada pihak III, mengganggu kinerja TNI AD dan
AL, Negara kehilangan kesempatan menambah potensi pendapatan dari PNBP
atas hasil sewa BMN dan menimbulkan kecemburuan serta keresahan sosial
atas penguasaan dan penggunaan rumah dinas untuk kepentingan bisnis
pribadi.

1.25 Pemanfaatan BMN tanpa izin dari Menkeu, hasil sewa digunakan
langsung  dan tidak/belum disetor ke Kas Negara, nilai sewa tidak wajar
sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebagai berikut.

(a)  Aset tanah dan gedung dimanfaatkan pihak III, hasil sewa tidak disetor
minimal sebesar Rp215,07 miliar dengan rincian, dilingkungan Mabes TNI
sebesar Rp65,57 miliar, TNI AD sebesar Rp56,69 miliar, TNI AL sebesar
Rp31,08 miliar, TNI AU sebesar Rp61,01 miliar;

(b) Pemanfaatan bangunan/gedung eks Mabesau di Pancoran kepada PT
Aldiron tanpa ijin Menkeu dengan nilai sewa tidak wajar sehingga berpotensi
merugikan negara sebesar Rp377,98 miliar (periode 1995 s.d. 2003).

(c) Aset tanah TNI AD/Kodam III Siliwangi Bandung seluas 20,85 ha
dimanfaatkan oleh Yayasan Unjani Bandung untuk pembangunan dan
operasional Universitas Ahmad Yani (Unjani) tanpa melalui prosedur yang
berlaku;

(d) Pemanfaatan aset Hanggar Pesawat Hercules C-130 TNI AU beserta
ruang kantor dan fasilitas lain yang berada di areal pengamanan Ring I
Lanud Husein Bandung oleh PT Lion Mentari Air tanpa ijin Menkeu dan
Menhan/Panglima TNI.

Hal tersebut di atas mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar
Rp593,05 miliar, kerahasiaan dan keamanan alutsista pesawat dan suku
cadang pesawat Hercules C-130 milik TNI AU tidak terjamin, biaya
pemeliharaan dan penyusutan hanggar dan fasilitasnya menjadi lebih tinggi
dan pengamanan aset negara menjadi lemah.

1.26 BMN di lingkungan Dephan/TNI belum dilakukan pengamanan secara
maksimal baik terhadap pengamanan fisik maupun hukum, dengan rincian
antara lain sebagai berikut.

(a) Aset tanah milik Dephan/TNI dengan status sengketa/bermasalah dengan
pihak ke III minimal 357 bidang seluas 51.471,25 ha sebesar Rp1,10 triliun
dan belum bersertifikat minimal sebanyak 10.053 bidang seluas 324.665,63
ha sebesar Rp4,56 triliun;

(b) Aset tanah milik Dephan/TNI AU sebanyak 4 bidang di Jl. Melawai dan
Jl. DI. Panjaitan Jaktim seluas 2,8 ha senilai Rp13,70 miliar telah
disertifikatkan/beralih hak (sertifikat HGB) secara tidak sah kepada pihak
swasta, yaitu PT Angkasa Puri dan PT Chandra Dirgantara;
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(c) Sebagian aset tanah dan bangunan/gedung milik Dephan digunakan oleh
UPN Veteran belum didukung dengan status dan  bukti kepemilikan aset
yang sah. Pihak Dephan dan UPN Veteran serta Yayasan Dephan saling
mengklaim sebagai pemilik aset, yaitu tanah seluas 52,14 ha senilai Rp59,63
miliar dan bangunan/gedung seluas 258,006 m2 senilai Rp73,51 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan tanah milik Dephan/TNI tidak dapat
dipergunakan secara optimal, potensi kehilangan, pemborosan sumber daya
untuk pengurusan sengketa secara hukum, kepemilikan atas tanah lemah
dan membuka peluang terjadinya sengketa, pengambilan alihan dan/atau
pemanfaatan tanah oleh pihak III serta merugikan keuangan negara minimal
sebesar Rp13,70 miliar.

1.27 Penilaian BMN milik Dephan/TNI belum dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut.

(a) BMN hasil renovasi/perbaikan belum dikapitalisasi sebesar Rp742,92
miliar, terdiri dari bangunan/gedung sebesar Rp449,94 miliar dan mesin/
peralatan/ranmor sebesar Rp292,98 miliar.

(b) BMN dilaporkan tanpa nilai dalam Daftar Inventaris BMN terdiri dari,
aset tanah sebanyak 1.389 bidang seluas 3.013,22 ha, bangunan/gedung
sebanyak 263 unit seluas 77.150 m2 dan aset barang bergerak sebanyak
67.257 unit.

Hal tersebut mengakibatkan  aset tanah/gedung/bangunan yang dilaporkan
unit organisasi (UO) Dephan tidak mencerminkan nilai aset yang sebenarnya
dan nilai peralatan/mesin di lingkungan UO Dephan belum dapat diyakini
kewajarannya serta laporan Neraca Dephan belum menggambarkan kondisi
sebenarnya.

1.28 Pemindahtanganan BMN cq TNI AD dan TNI AU tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan di antara aset tersebut telah beralih hak kepada
pihak lain, antara lain terdiri dari:

(a) Pemindahtanganan aset tanah TNI AD/Kodam V/Brawijaya Surabaya
sebanyak 19 bidang dengan cara dijual tidak sesuai ketentuan dan hasil
penjualan sebesar Rp28,62 miliar tidak disetor ke Kas Negara, sebagian
telah digunakan langsung;

(b) Pemindahtanganan tanah TNI AU seluas 19,5 ha sebesar Rp31,29 miliar
di Padang Bulan Kodya Medan kepada PT  PJ dilakukan secara tidak sah
dan prosedural sesuai ketentuan. Pihak PT PJ telah mensertifikatkan tanah
tersebut menjadi HGB dan telah memperjualbelikan kepada pihak lain;

(c) Hibah tanah TNI AD cq Kodam V/Brw seluas 8,8 ha untuk pembangunan
jalan Tol Simpang Susun Waru Surabaya Tahun 1998 merugikan keuangan
negara minimal sebesar Rp13,34 miliar;
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Hal tersebut mengakibatkan pelepasan aset okupasi oleh pejabat yang
tidak berwenang membuka peluang terjadinya kolusi dan penjualan kepada
pihak yang tidak berhak, penggunaan dana tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh Brigjen Purn S sebesar Rp1,75 miliar, Kodam
sebesar Rp1,47 miliar dan selisih penggunaan dana yang tidak jelas
peruntukannya sebesar Rp3,92 miliar, serta berpotensi merugikan keuangan
negara sebesar Rp44,63 miliar (Rp31,29 miliar + Rp13,34 miliar).

1.29 Penatausahaan BMN di lingkungan Dephan/TNI belum sepenuhnya
dilakukan secara tertib,  antara lain; BMN berupa bangunan/gedung, mesin/
peralatan/ranmor hasil pengadaan dan hibah  belum dicatat dalam buku
inventaris tahun yang bersangkutan masing-masing sebesar Rp2,05 triliun,
USD5,17 ribu dan  sebesar Rp542,43 miliar, AUD798,68 ribu, USD1,50
ribu serta yang sudah di hapus tetapi masih dicatat dalam buku inventaris
senilai Rp2,22 miliar, mengakibatkan data yang disajikan dalam Laporan
Inventaris Dephan per Semester I Tahun 2007 tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya.

2. Departemen Luar Negeri

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan Belanja Rutin dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 14 (empat belas) entitas di
lingkungan Deplu yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Alger di
Aljazair, KBRI Tunis di Tunisia, KBRI Amman di Yordania, KBRI Damaskus
di Suriah, KBRI Athena di Yunani, KBRI Bern di Swiss, KJRI Hamburg di
Jerman, KBRI Oslo di Norwegia, KBRI Kopenhagen di Denmark, PTRI
Jenewa di Swiss, KBRI Sofia di Bulgaria, KBRI Tripoli di Lybia, Setjen
Deplu, dan pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening dilingkungan
Deplu.

Berdasarkan pemeriksaan pada 14 entitas di lingkungan Deplu, diketahui
bahwa jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp1,15 triliun, cakupan
pemeriksaan Rp1,12 triliun atau 97,39% dari realisasi anggaran dan nilai
temuan pemeriksaan sebesar Rp66,75 miliar atau 5,96% dari cakupan
pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain
sebagai berikut.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Alger di Aljazair

2.1 Sisa Anggaran Beban Pusat Perjalanan Dinas sejak Tahun 2005 sampai
12 September 2007 belum disetor ke Kas Negara, dan mengakibatkan
tertundanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non Fungsional
sebesar US$0,389 juta ekuivalen Rp358,28 juta.
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2.2 Pengambilan uang secara tidak sah dari kas Perwakilan dan adanya
pengambilan uang secara tidak sah oleh Operator Sistem Manajemen
Keuangan (SIMKEU) mengakibatkan kerugian negara sebesar DA.516,56
ribu ekuivalen Rp69,37 juta dan indikasi kerugian negara sebesar DA.3,16
juta ekuivalen Rp424,71 juta.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Tunis di Tunisia

2.3 Sisa Anggaran Beban Pusat Perjalanan Dinas sejak Tahun 2005 sampai
31 Juli 2007 belum disetor ke Kas Negara, dan mengakibatkan tertundanya
PNBP Non Fungsional sebesar US$ 25,36 ribu ekuivalen Rp225,46 juta.

2.4  Beban Pusat Persekot Resmi sebesar US$92,61 ribu ekuivalen Rp823,12
juta belum mendapat penggantian, sehingga dapat mempengaruhi likuiditas
keuangan Perwakilan RI di Tunis.

2.5 Pembelian Wisma Duta dilakukan tanpa ada alokasi anggaran dalam
DIPA KBRI Tunis TA 2006 maupun revisi anggaran yang telah ditetapkan
tetapi anggarannya didapatkan dari Deplu up.Setjen yang dananya diambilkan
dari DIPA KBRI Beijing, yang mengakibatkan Pembelian Wisma Duta sebesar
DT.1,68 juta ekuivalen Rp11,69 miliar tidak dapat dinilai kewajarannya dan
disiplin penggunaan anggaran tidak tercapai.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Amman di Yordania

2.6 Beban Pusat Perjalanan Dinas sebesar US$41,90 ribu ekuivalen Rp390,93
juta belum disetor ke Kas Negara, yang mengakibatkan tertundanya PNBP
Non Fungsional sebesar  Rp390,93 juta.

2.7 Gedung Wisma Duta yang telah disewa oleh KBRI Amman sebesar
US$131,82 ribu ekuivalen Rp1,15 miliar belum dimanfaatkan, dan
mengakibatkan pemborosan keuangan negara minimal sebesar Rp1,15 miliar.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Damaskus di Suriah

2.8 Kelebihan pembayaran Tunjangan Sewa Rumah (TSR) kepada home
staff sebesar US$33,19 ribu ekuivalen Rp300,4 juta mengakibatkan kelebihan
pembayaran TSR sebesar Rp300,4 juta. Masalah tersebut sebagian telah
dibayar kembali pada bulan Januari 2008 sebesar US$12.587,44 ekuivalen
Rp113,92 juta.

2.9 Pembayaran pembelian gedung Wisma Duta KBRI Damaskus sebesar
US$ 540 ribu ekuivalen Rp4,90 miliar tidak kepada pihak yang berhak, dan
mengakibatkan KBRI Damaskus melakukan pembayaran pembelian gedung
wisma kantor sebesar Rp4,90 miliar atas obyek yang tidak jelas
kepemilikannya.

Pembelian Wisma
Duta KBRI Tunisia
Belum Sesuai
Ketentuan
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Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Athena di Yunani

2.10 Gedung Wisma Duta yang telah disewa oleh KBRI Athena sebesar
Euro 101,18 ribu ekuivalen Rp1,24 miliar untuk tempat tinggal Duta Besar
belum dimanfaatkan, dan mengakibatkan pemborosan keuangan negara
minimal sebesar Rp1,24 miliar.

2.11 Pengeluaran deposit sewa gedung kantor dan sewa gedung Wisma
Duta sebesar US$ 31,54 ribu ekuivalen Rp366 juta tidak dicatat dalam
pembukuan KBRI Athena, sehingga memberikan peluang terjadinya
penyimpangan apabila deposit sewa dikembalikan setelah kontrak berakhir.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Bern di Swiss

2.12 Sisa Anggaran Beban Pusat Perjalanan Dinas belum disetor sebesar
US$34,97 ribu ekuivalen Rp321,75 juta  dan masih disimpan di rekening
KBRI Bern, yang mengakibatkan tertundanya PNBP Non Fungsional sebesar
Rp321,75 juta.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KJRI
Hamburg di Jerman

2.13 Pada TA 2005 terdapat penggunaan dana operasional yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan sebesar Euro 67,72 ribu dan US$74,70 ekuivalen
Rp813,43 juta oleh salah seorang pejabat home staff di KJRI Hamburg, dan
yang bersangkutan telah mencicil sebesar Rp286,62 juta dan menyatakan
tidak sanggup untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp526,80 juta,
yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp526,80 juta.

2.14 Restitusi pajak TA 2006 sebesar Euro 23,66 ribu ekuivalen Rp283,93
juta baru dimintakan penggantiannya kepada pemerintah Jerman pada TA
2007, dan mengakibatkan tertundanya PNBP sebesar Rp283,93 juta.

2.15 Terdapat dana pihak ketiga plus sebesar US$16,55 ribu ekuivalen
Rp152,33 juta yang merupakan sisa anggaran dan kelebihan pengiriman
dana penyelesaian PFK minus yang masih disimpan dalam rekening rutin
KJRI Hamburg mengakibatkan tertundanya PNBP sebesar Rp152,33 juta.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Oslo di Norwegia

2.16 Pengadaan barang inventaris selama TA 2006 belum dicatat dalam LTI
TA 2006, yaitu alat pengamanan wisma/kantor sebesar Rp828,15 juta,
sehingga Laporan Barang Milik Negara (BMN) KBRI Oslo per 31 Desember
2006 belum menyajikan nilai aset yang sebenarnya.
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2.17 Kantor Perwakilan  RI di Oslo pada bulan November 2006 mempunyai
saldo PNBP sebesar US$17,69 ribu ekuivalen Rp166 juta yang belum disetor
ke Bendahara Penerima Deplu dan masih disimpan pada rekening rutin,
yang mengakibatkan penerimaan negara sebesar Rp166 juta tertunda.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Kopenhagen di Denmark

2.18 Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) belum mendapat penggantian
dari Biro Keuangan Deplu sebesar US$21,90 ribu ekuivalen Rp203,75 juta,
mengakibatkan likuiditas keuangan KBRI Kopenhagen untuk membiayai
kegiatan operasional menjadi terganggu.

2.19 Sisa anggaran Beban Pusat Perjalanan Dinas belum disetor sebesar
US$39,60 ribu ekuivalen Rp368,37 juta  dan masih disimpan di rekening
KBRI Kopenhagen, mengakibatkan tertundanya PNBP Non Fungsional
sebesar Rp368,37 juta.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada Kantor
Perutusan Tetap RI di Jenewa, Swiss

2.20 Dalam Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga serta Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran bulan Maret 2006, terdapat dana PFK Pasif Plus sebesar US$1,68
juta dan pada 5 April 2006 Bendaharawan PTRI Jenewa telah melakukan
penyetoran dana PFK Pasif Plus sebesar US$1,68 juta ekuivalen Rp15,50
miliar ke rekening dana penanganan Pihak Ketiga Deplu No. 93237395, dan
tidak disetorkan langsung ke Kas Negara sehingga PNBP terlambat disetorkan
ke Kas Negara.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Sofia Di Bulgaria

2.21 Hasil pemeriksaan atas Daftar Rekapitulasi Keuangan bulan Desember
2007 diketahui adanya saldo BPPR minus sebesar US$23,28 ribu ekuivalen
Rp216,50 juta  dan PFK minus untuk pembayaran gaji pegawai magang
sebesar USD3,24 ribu ekuivalen Rp30,19 juta; sampai dengan 16 Desember
2007 belum mendapatkan penggantian dari pusat, sehingga membebani
anggaran rutin KBRI Sofia.

2.22 Terdapat sisa anggaran Beban Pusat Perjalanan Dinas sebesar US$36,83
ribu ekuivalen Rp342,54 juta  sejak Tahun 2001 sampai dengan 10 Desember
2007 yang masih disimpan direkening KBRI Sofia dan belum disetor ke Kas
Negara sebagai PNBP Non-Fungsional dan mengakibatkan tertundanya
penerimaan negara sebesar Rp342,54 juta.

2.23 Restitusi pajak periode Agustus sampai dengan Oktober 2007 sudah
diajukan kepada pemerintah Bulgaria pada 20 November 2007 dan telah
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disetujui serta dibayarkan sebesar US$16,11 ribu ekuivalen Rp149,91 juta
serta pendapatan bunga bank sebesar US$576,18 ekuivalen Rp5,36 juta
sampai dengan 14 Desember 2007 belum disetorkan ke Kas Negara,
mengakibatkan tertundanya PNBP dari restitusi pajak.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan PNBP pada KBRI
Tripoli di Libya

2.24 Pengelolaan PNBP pada KBRI Tripoli tidak tertib dan terdapat PNBP
per 30 Juni 2007 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar US$132,45
ribu ekuivalen Rp1,20 miliar, sehingga penerimaan negara dari PNBP KBRI
Tripoli terlambat diterima Negara.

2.25 Beban Pusat Persekot Resmi sebesar US$ 102 ribu ekuivalen Rp909,27
juta belum mendapat penggantian dari Pusat, sehingga dapat mempengaruhi
likuiditas keuangan Perwakilan RI di Tripoli.

2.26 Pembayaran tunjangan sewa rumah selama kurun waktu 2002 s/d
2006 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2007, sehingga terjadi kelebihan
pembayaran sebesar LD. 144 ribu ekuivalen Rp994,49 juta.

2.27 Pengeluaran sewa Wisma Duta dan Kantor KBRI Tripoli belum dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar
US$124,27 ribu ekuivalen Rp1,08 miliar.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Setjen
Departemen Luar Negeri

2.28 Terdapat pemahalan harga pengadaan AC dan pemeliharaan mobil Setjen
Deplu sebesar  Rp110,38 juta dan mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rp110,38 juta.

2.29 Terdapat kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan
barang dan jasa pada Setjen Departemen Luar Negeri TA 2006 sebesar
Rp176,30 juta, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan
pelaksana sebesar Rp176,30 juta.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Departemen Luar
Negeri

2.30 Pihak Deplu tidak menetapkan peraturan intern termasuk prosedur
baku atas pengelolaan dan pertanggungjawaban rekening milik Deplu di
luar rekening bendaharawan penerimaan/pengeluaran. Dalam rangka
penertiban rekening pemerintah tersebut,  hanya ditunjuk seorang petugas
yang menangani penertiban rekening terkait. Penunjukan tersebut tidak
didukung dengan surat keputusan dan tidak ditetapkan perencanaan yang
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jelas dalam penertiban rekening pemerintah yang berkaitan dengan target
penyelesaian inventarisasi rekening, target penyelesaian rekening yang masih
dalam proses penutupan dan target penyelesaian pembahasan rekening
dengan Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP).

2.31 Sebanyak 401 rekening Kantor Perwakilan RI di luar negeri dan dua
rekening di Satker Eselon I Pusat tidak dilaporkan ke TPRP, sehingga
penertiban atas rekening milik Deplu belum dilaksanakan secara menyeluruh.

2.32 Rekening Dana Sosial sebesar Rp38,09 miliar dan Dana Operasional
sebesar Rp813,38 juta untuk penanganan bencana tsunami Aceh dan Nias
tidak ditutup dan saldonya tidak disetor ke Kas Negara dan mengakibatkan
pelaksanaan penanggulangan bencana tidak terkoordinasi dan memungkinkan
pekerjaan tumpang tindih.

2.33 Rekening Dana Sosial sebesar Rp9,06 miliar dan Dana Operasional
sebesar Rp1,22 juta untuk penanganan bencana gempa Yogyakarta dan Jawa
Tengah masih dipertahankan dan belum disetor ke Kas Negara, yang
mengakibatkan Dana Sosial dan Dana Operasional Pokja Yogyakarta dan
Jateng tersebut tidak dilaporkan dan atau tidak diketahui Bakornas PB.

2.34 Total rekening pada 119 Perwakilan RI di luar negeri sebanyak 639
rekening. Kantor Perwakilan memiliki rata-rata 4 s.d. 5 rekening bahkan
lebih yang digunakan untuk kas besi (time deposit) dan current account,
yaitu rekening rutin (valuta setempat dan US$) dan rekening penampungan
PNBP, mengakibatkan penertiban rekening Kantor Perwakilan belum
sepenuhnya dapat dilakukan.

2.35 Hasil konfirmasi kepada Bank BNI (bulan Oktober 2007) dan Bank
Mandiri (bulan Desember 2007) diketahui terdapat delapan rekening yang
telah ditutup. Terhadap rekening-rekening tersebut tidak diperoleh data
pendukungnya berupa rekening koran, bukti penerimaan dan pengeluaran
serta SSBP, sehingga  penutupan atas rekening tersebut belum dapat diyakini
kewajaran saldonya dan penyetorannya ke Kas Negara.

3. Departemen Dalam Negeri

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening milik
Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 di lingkungan Departemen Dalam Negeri
(Depdagri) dan  pemeriksaan atas Pertanggungjawaban dan Penggunaan
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2007.
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Pemeriksaan atas Pengelolaan  Rekening Milik Pemerintah Tahun
2006 dan 2007.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern atas
Pengelolaan Rekening pada Depdagri masih lemah, penggunaan atas rekening-
rekening yang dipertahankan dan rekening yang sudah/dalam proses
penutupan belum sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

3.1 Pengelolaan dana pada 13 Rekening Bank di lingkungan Depdagri senilai
Rp64,71 miliar di luar mekanisme APBN  yaitu penerimaan dan penggunaan
Dana Penunjang Pembinaan (DPP) pada Setjen Depdagri,  dana penerimaan
di IPDN dan dana penerimaan dari hibah.

3.2 Pengelolaan Rekening Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
lingkungan Depdagri tidak dilaksanakan secara tertib. Laporan Keuangan
Depdagri Tahun 2007 tidak dapat menyajikan saldo kas pada seluruh rekening
bank yang menampung dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan
Depdagri tidak dapat melakukan pengendalian atas pengelolaan rekening
dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.3 Terdapat 17 (tujuh belas) Rekening dengan saldo per 31 Desember
2007 sebesar Rp97,92 miliar di lingkungan Depdagri tidak dilaporkan,
sehingga rekening tersebut tidak dicatat dalam rekening kepemilikan
Depdagri.

Pemeriksaan Pertanggungjawaban dan Penggunaan Bantuan
Keuangan pada Partai Politik TA 2007

Departemen Dalam Negeri dalam TA 2007 telah menyalurkan dana
bantuan keuangan kepada sekian Partai Politik (Parpol) senilai Rp11,52 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan
keuangan Parpol, BPK berkesimpulan bahwa seluruh bantuan keuangan
yang disalurkan telah diterima secara utuh oleh DPP Parpol yang berhak,
dan seluruh penggunaan bantuan keuangan telah didukung dengan dokumen
yang syah, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala hal yang
material.
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4. Sekretariat Wakil Presiden

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
pemerintah Tahun 2006 dan  2007 pada Sekretariat Wakil Presiden
(Setwapres) di Jakarta.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern
(SPI) dalam pengelolaan kas dan rekening pemerintah pada Setwapres telah
memadai  dan dana yang dikelola dalam rekening pemerintah telah
dipertanggungjawabkan secara tepat sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai
berikut.

4.1Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007
sebesar Rp3,66 miliar tidak disetor kembali ke Kas Negara, tetapi digunakan
untuk kegiatan operasional Wapres Tahun 2008 sehingga jumlah kas yang
ada di Bendahara Umum Negara (BUN) tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya.

4.2 Buku Kas Umum untuk TA 2007  sampai dengan Februari 2008 belum
dilakukan penutupan sehingga pertanggungjawaban atas pengeluaran TA
2007 tidak akuntabel.

5. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah menyelesaikan
laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan/manajemen
aset pada Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) TA 2005, 2006
dan Semester I TA 2007 di Jakarta.

Pemeriksaan manajemen aset dilingkungan BPGBK meliputi jumlah aset
yang dilaporkan per 30 Juni 2007 sebesar Rp13,80 triliun dengan cakupan
pemeriksaan sebesar Rp9,83 triliun atau 71,26% dari nilai aset dan nilai
temuan pemeriksaan sebesar Rp3,30 triliun dan US$3,59 juta.

Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara
lain sebagai berikut.

5.1Terdapat 8 (delapan) lokasi tanah seluas 604.087 m2 di atas HPL BPGBK
yang saat ini digunakan oleh instansi lain senilai Rp4,33 triliun tanpa didukung
dengan bukti yang jelas, sehingga terjadi duplikasi pencatatan dan pelaporan
tanah seluas 472.139 m2 senilai Rp3,19 triliun terdiri atas tanah Departemen
Pendidikan Nasional seluas 40.345 m2 senilai Rp367,14 miliar, Kompleks

Terdapat 8 lokasi
tanah diatas HPL
BPGBK yang di-
gunakan instansi
lain senilai Rp4,33
triliun tanpa di-
dukung bukti yang
jelas.
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TVRI seluas 46.791 m2 senilai Rp407,08 miliar dan Kompleks DPR seluas
385.003 m2 senilai Rp2,42 triliun.

5.2 Sengketa Perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora
antara BPGBK dengan Pengelola Hotel Hilton (PT. Indobuildco)
mengakibatkan BPGBK berpotensi kehilangan tanah kurang lebih seluas 13
Ha yang dimanfaatkan PT Indobuilco untuk bangunan Hotel Sultan
(sebelumnya bernama Hotel Hilton) serta kehilangan pendapatan dari
kontribusi PT Indobuildco sebesar US$4 juta (US$ 200 ribu x 20 tahun
perpanjangan HGB) dan Rp55,96 miliar sebagai kompensasi pembayaran
Biaya Permohonan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) HGB No. 26
dan 27/Gelora.

5.3 Perjanjian pemanfaatan lahan Lot 10 dengan PT Archipelago Sapta Pesona
(PT ASP) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
yaitu tidak dilaksanakan dengan tender dan tidak minta izin terlebih dahulu
kepada Menteri Keuangan. Sehingga proses penentuan PT ASP sebagai mitra
kerja sama BOT di Lot 10 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan perjanjian
kerja sama dengan PT ASP cacat hukum.

5.4 PT Putraja Perkasa (PT PP) sebagai pengelola parkir Kawasan GBK
tidak membayar kontribusi pengelolaan parkir kepada BPGBK/DPGBK
selama 22 bulan sehingga BPGBK/DPGBK kehilangan pendapatan sebesar
Rp13,28 miliar terdiri dari kekurangan pembayaran kontribusi senilai Rp9,99
miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp3,29 miliar.

5.5 PT Mandiri Karya Indah Sejahtera (MKIS) selaku pengelola Senayan
Trade Center (STC) memanfaatkan lahan lebih luas dari yang tercantum
dalam kotrak dan belum membayar kontribusi tahap III periode Tahun 2003
sampai dengan Tahun 2007 sehingga merugikan BPGBK sebesar Rp2,85
miliar.

5.6 Kekurangan pembayaran kontribusi variabel Rp443,66 juta dan
pemanfaatan kelebihan tanah oleh PT Manggala Gelora Pratama selaku
pengelola Senayan City belum dibuatkan adendum perjanjian kerjasama
sehingga kekurangan penerimaan BPGBK/Negara senilai Rp1,77 miliar.

5.7 Kepemilikan saham pada PT Senayan Trikarya Sempana senilai US$3,59
juta tidak dicatat dalam laporan keuangan BPGBK sehingga Laporan
Keuangan BPGBK tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

5.8 PT Sinar Kemala Intermetro Golf (SKIG) selaku pengelola Klub Golf
Senayan belum melakukan pembayaran PPN sebesar US$104,40 ribu, PPh
sebesar US$60,12 ribu dan PBB sebesar Rp4,48 miliar. Selain itu PT SKIG
memanfaatkan lahan bertentangan dengan perjanjian sehingga merugikan
BPGBK/negara sebesar Rp2,48 miliar.
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5.9 Pengelolaan media promosi luar ruang di Kawasan Gelora Bung Karno
oleh CV Genta Cipta Pariwara berakhir pada tanggal 30 September 2007,
namun dalam kenyataannya masih terdapat media promosi yang masih
berlaku sampai Tahun 2008 sehingga berpotensi merugikan BPGBK/negara
sebesar Rp4,77 miliar.

5.10 Penyelesaian sisa kewajiban kerjasama dengan PT Kajima Overseas
Asia Pte Limited berupa pembangunan properti di atas lahan seluas 4,6 ha
berlarut-larut dan berpotensi merugikan negara berupa pembangunan properti
diatas lahan 4,6 ha.

5.11 Hasil pembangunan gedung Show Court senilai Rp6,04 miliar belum
dimanfaatkan dan dalam keadaan terlantar, sehingga biaya yang dikeluarkan
kurang berhasil guna dan bangunan yang terlantar akan merugikan keuangan
DPGBK.

6. Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK)

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah menyelesaikan
laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan/Manajemen
Aset pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) TA 2005, 2006
dan Semester I TA 2007 di Jakarta.

Pemeriksaan manajemen aset dilingkungan BPGBK meliputi jumlah aset
yang dilaporkan per 30 Juni 2007 sebesar Rp271,68 miliar dengan cakupan
pemeriksaan sebesar Rp268,97 miliar atau 99,01% dari nilai aset dan nilai
temuan pemeriksaan sebesar Rp101,42 miliar atau 37,70% dari cakupan
pemeriksaan.

Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara
lain sebagai berikut.

6.1 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih menunjukkan
adanya kelemahan-kelemahan, yaitu antara lain belum dilaksanakannya
pembentukan struktur organisasi sesuai Keppres No. 17 Tahun 1985 tentang
pembentukan BPKK.

6.2 Bentuk kelembagaan BPKK sudah tidak sesuai ketentuan yang berlaku
sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan aset Kompleks Kemayoran
oleh BPKK tidak jelas dasar hukumnya.

6.3 Ketentuan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Tanah kepada pihak ketiga
tidak mengatur adanya denda kepada investor yang tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai perjanjian sehingga pelaksanaan pembangunan Komplek
Kemayoran tidak terjamin sesuai yang direncanakan.
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6.4 BPKK/DP3KK belum memungut denda keterlambatan pembangunan
dan penyelesaian sertifikat Hak Guna Bangunan kepada 3 (tiga) investor
sebesar Rp63,04 miliar, sehingga  penerimaan BPKK/DP3KK dari denda
keterlambatan pembangunan dan penyelesaian pengurusan sertifikat HGB
kepada 4 (empat) investor belum terealisir.

6.5 Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Padang Golf antara BPKK dengan
PT Dapenbun Nusantara tidak sesuai perjanjian dan terdapat klausul perjanjian
yang merugikan BPKK sehingga BPKK terlambat menerima bagi hasil dari
pengeloalaan Executive Club dan BPKK tidak dapat melakukan pengawasan
untuk mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan Padang Golf Kemayoran.

6.6 BPKK membebaskan investor dari denda keterlambatan pembangunan
Blok B-15 Kavling Nomor 5 sebesar Rp17,96 miliar serta tidak memungut
penerimaan pengalihan lahan sebesar Rp1,93 miliar, sehingga pemasukan
untuk BPKK berkurang dan hilangnya potensi penerimaan atas denda.

7. Komisi Pemilihan Umum

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Milik Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
di Jakarta.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening KPU

7.1 Pembukaan rekening oleh Sekretariat KPU untuk menampung realisasi
dana pilkada sebesar Rp83,41 miliar  yang didistribusikan pada 6 (enam)
KPUD di wilayah DKI Jakarta untuk membiayai kegiatan pilkada di masing-
masing wilayah selama ± enam bulan (Mei s.d Oktober 2007) tidak seizin
Menteri Keuangan, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

7.2 Bendahara Pengeluaran dana pilkada KPU Pemerintah Kota Jakarta Utara
tidak membuka rekening dan menyimpan uang tunai di brankas selama
mengelola anggaran/dana pilkada, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan uang kas tunai yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran.

7.3 Rekening KPU Peduli untuk menampung dana sumbangan bagi korban
bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot
Subroto dengan nomor rekening 0506-01-005491-50-7 belum ditutup sesuai
rekomendasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP), sehingga
keberadaan rekening yang dibuka tanpa seizin Menteri Keuangan membuka
peluang terjadinya penyimpangan.
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7.4 Terdapat 16 Satker KPU belum melaporkan data rekening yang
dikelolanya dan terdapat 104 rekening atas nama Satker KPU belum
dilaporkan kepada TPRP.

7.5 Sisa Uang Persediaan dan Pendapatan Jasa Giro dengan total sebesar
Rp4,47 miliar pada 71 satker di lingkungan KPU tidak disetorkan kembali
ke rekening Kas Negara secara tepat waktu pada akhir Tahun 2007, sehingga
sisa uang persediaan sebesar Rp4,47 miliar  terlambat diterima Kas Negara.

7.6 Status perizinan pembukaan rekening dari 454 rekening yang dikelola
oleh 450 satker yang tersebar di KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota di luar
Jakarta belum dapat dipastikan karena satker-satker tersebut hanya
melaporkan data rekening berupa nama bank, nomor rekening dan nama
rekening tanpa melaporkan status perizinan pembukaan rekening tersebut
kepada KPU Pusat, sehingga 454 rekening belum jelas status ijin pembukaan
rekeningnya dari Menteri Keuangan.

8. Departemen Hukum dan HAM

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan  dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Milik Pemerintah TA 2006 dan 2007 pada Departemen Hukum dan HAM
(Depkum HAM), dan pelaksanaan anggaran kegiatan ( Belanja Barang dan
Modal) TA 2006 dan 2007 pada lima entitas (Ditjen Imigrasi, Badan Sumber
Daya Manusia, Balitbang, Kanwil Depkumham Banten dan Kalbar). Selain
itu BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan Semester II TA 2007
atas Managemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2005,
2006 dan 2007 yang diperiksa pada Semester II TA 2007 di lingkungan
Depkum HAM.

Pemeriksaan Atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah

Pemeriksaan atas Kas dan Rekening di lingkungan Depkum HAM (hasil
penertiban rekening oleh Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP)
Depkeu per Januari 2008) meliputi 3  jenis rekening yaitu rekening bendahara
pengeluaran, bendahara penerima, penampungan dana titipan  dengan jumlah
keseluruhan 620 rekening

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai
berikut.

8.1 Terdapat beberapa rekening bank pada Bendahara Pengeluaran di
beberapa eselon I per 31 Desember 2007 belum bersaldo nihil, sehingga
saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp3,32 miliar terlambat diterima negara.
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8.2 Balai Harta Peninggalan (BHP) Kanwil Depkum HAM DKI Jakarta
menggunakan bunga deposito sebesar Rp632,97 juta untuk kegiatan
operasional dari Tahun 2006 sampai dengan Januari 2008 dan BHP belum
mengajukan permohonan pembukaan deposito serta rekening bank kepada
Menkeu, sehingga  pengeluaran biaya operasional tidak melalui mekanisme
APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dan dana titipan pihak III dalam
bentuk deposito dan rekening giro Bank Mandiri belum mendapat persetujuan
Menkeu.

8.3 Penggunaan dana dari rekening pencairan aset Hendra Rahardja sebesar
Rp682,50 juta belum dipertanggungjawabkan sehingga penerimaan negara
dari pencairan aset tersebut berkurang sebesar Rp682,50 juta.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan anggaran kegiatan ( Belanja Barang
dan Modal) TA 2006 dan 2007 pada tiga entitas (Ditjen Imigrasi, Badan
Sumber Daya Manusia, Balitbang, Kanwil Depkumham Banten dan
Kalbar).

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas  Belanja Barang dan Modal
pada lima entitas (Ditjen Imigrasi, Badan Sumber Daya Manusia, Balitbang,
Kanwil Depkum HAM Banten dan Kalbar),meliputi jumlah realisasi anggaran
TA 2006 dan 2007 sebesar Rp443,86 miliar, cakupan pemeriksaan  sebesar
Rp389,66 miliar atau 87,78 % dari realisasi anggaran dan nilai temuan hasil
pemeriksaan sebesar Rp50,18 miliar atau 12,87  % dari cakupan pemeriksaan.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai
berikut.

Ditjen Imigrasi

8.4 Pelaksanaan pekerjaan pengembangan teknologi informasi dan
mikroelektronika Ditjen Imigrasi tidak sesuai ketentuan, sehingga terdapat
kelebihan pembayaran sebesar Rp1,28 miliar dan harus dikenakan denda
keterlambatan sebesar Rp2,17 miliar  serta Ditjenim belum dapat
memanfaatkan sistem informasi e-office secara tepat waktu. Atas temuan
ini denda keterlambatan sebesar Rp2,17 miliar telah disetor sesuai bukti
setor tanggal 15 April 2008.

8.5  Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan peralatan visa on arrival terlambat,
sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp184,86 juta. Atas
temuan ini denda telah disetor tanggal 10 April 2008.



139

8.6 Pekerjaan pengkajian sistem photo terpadu berbasis biometrik dan
pekerjaan perencanaan pengembangan teknologi informasi dan
mikroelektronika serta pekerjaan pengawasan pengembangan teknologi
informasi dan mikro elektronika tidak sesuai ketentuan sehingga kelebihan
pembayaran sebesar Rp89,25 juta. Atas temuan ini kelebihan pembayaran
telah ditarik dan disetor ke kas negara tanggal 10 April 2008.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

8.7 Terdapat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5 % yang
dibebankan kepada negara dalam kontrak Penyelenggaraan Diklat TA 2006
& 2007 sebesar Rp29,96 juta, jumlah peserta Diklat Teknis TA 2006 dan
2007 yang diperhitungkan dalam kontrak tidak sesuai dengan daftar hadir
peserta sebesar Rp106,80 juta  dan harga pengadaan komputer PC untuk
spesifikasi barang yang sama terjadi kemahalan harga sebesar Rp218,00
juta, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp354,76 juta.

Atas temuan ini kelebihan pembayaran telah ditarik dan disetor ke Kas
Negara pada 21 januari, 18 dan 27 Agustus 2008.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Depkum HAM

8.8 Pelaksanaan renovasi gedung eks Bank Upindo untuk Balitbang HAM
tidak sesuai bestek, sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp141,63 juta.

Kanwil Depkum HAM Provinsi Banten

8.9 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan Rutan Serang, Lapas
Klas II A Serang, Lapas Anak Pria Tangerang, Lapas Pemuda Klas II A
Tangerang serta Lapas Pria Klas I Tangerang tidak sesuai bestek sebesar
Rp144,16 juta dan kelebihan perhitungan atas analisa harga satuan beberapa
jenis pekerjaan sebesar Rp198,43 juta, mengakibatkan pekerjaan tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp342,59 juta
(Rp144,16 juta + Rp198,43 juta). Atas kekurangan pekerjaan dan kelebihan
pembayaran tersebut telah disetor ke kas negara sebesar Rp59,63 juta.

8.10 Kontrak pengadaan barang dan jasa Rutan Pandeglang, pembangunan
rumah negara, sarana dan prasarana lingkungan gedung Kanim Tangerang,
serta Lapas anak pria sebesar Rp252,10 juta tidak dapat dinilai kewajarannya
antara lain karena tidak ada analisis harga satuan dan gambar perencanaan
serta terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp146,72 juta,
mengakibatkan pengeluaran anggaran sebesar Rp252,10 juta tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp146,72 juta.

Kanwil Depkum HAM Provinsi Kalbar.

8.11 Pelaksanaan pelelangan pembangunan blok tahanan dan gedung kantor
pada Rumah Tahanan Landak dan Sambas sebesar Rp5,47 miliar tidak sesuai
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ketentuan, mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan
barang/jasa secara efisien, terbuka, bersaing, transparan dan akuntabel serta
pekerjaan pembangunan tersebut lebih mahal sebesar Rp426,38 juta.

Pemeriksaan Atas Managemen Aset

8.12 Pengelolaan BMN pada Unit kerja Setjen, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen
Imigrasi dan Kanwil Depkumham DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sumbar,
Sumut, Kaltim, dan Kalsel belum sesuai ketentuan, yaitu.

(a) Aset hasil pengadaan BMN, hibah dan ruilslag serta hasil pemeliharaan
dan rehabilitasi bangunan Tahun 2005, 2006 dan 2007 minimal sebesar
Rp652,54 miliar tidak dicatat dalam SABMN, sehingga LTI atau SABMN
Depkumham sampai dengan Semester I Tahun 2007 kurang disajikan
minimal sebesar Rp652,54 miliar.

(b) BMN belum memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa tanah seluas
552.120,50 m2, IMB seluas 7.581,60 m2 dan BPKB kendaraan bermotor
sebanyak 13 unit dan mengakibatkan pengakuan kepemilikan atas aset-aset
tetap tersebut menjadi lemah secara hukum dan berpotensi masalah
kepemilikan dikemudian hari.

(c) BMN berupa tanah dan gedung minimal senilai Rp8,97 miliar yang
dimanfaatkan oleh pihak III belum mendapat izin Menkeu, sehingga BMN
tidak dapat dimanfaatkan sesuai tupoksi dan Menkeu tidak dapat melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Depkum
HAM serta laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan
pengguna barang tahunan (LBPT) kurang menggambarkan kondisi yang
sebenarnya.

(d) BMN berupa tanah dan mesin peralatan minimal sebesar Rp1,18 miliar
belum dimanfaatkan, dan mengakibatkan ketidakhematan pengadaan BMN
minimal sebesar Rp1,18 miliar dan tujuan pengadaan BMN tidak tercapai.

8.13 Pembangunan aset pengganti hasil ruilslag pada Lapas Klas II A Jember
sejak Tahun 2004 sebesar Rp17,62 miliar belum selesai sehingga belum
dapat dimanfaatkan tepat waktu dan negara tidak menerima denda
keterlambatan sebesar Rp811,07 juta.

8.14 Sewa atas pemanfaatan BMN berupa tanah di Tangerang sebesar
Rp1,85 miliar dan sanksi/denda sebesar Rp92,41 juta belum dibayar oleh
PT PBP, sehingga negara tertunda menerima PNBP sebesar Rp1,94 miliar.
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9. Kejaksaan Agung RI

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan  dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Milik Pemerintah TA 2006 dan 2007, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
atas pelaksanaan anggaran kegiatan  (PNBP, Belanja Barang dan Belanja
Modal) TA 2006 dan 2007 pada empat entitas (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) pada
lingkungan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah.

Pemeriksaan atas pengelolaan kas dan rekening Pemerintah bertujuan
untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas pengelolaan kas dan
rekening pemerintah pada unit organisasi di lingkungan Kejagung telah
memadai serta apakah saldo dan mutasi penerimaan/pengeluaran kas pada
rekening-rekening milik unit organisasi Kejagung telah
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai
berikut.

9.1 Terdapat lima satker  belum melaporkan kepemilikan rekening ke
Kejagung dan Bendaharawan Umum Negara, yang mengakibatkan daftar
kepemilikan rekening di lingkungan Kejagung per 31 Desember 2007 tidak
mutakhir dan berpengaruh terhadap penyajian angka akun Kas pada Laporan
Keuangan per 31 Desember 2007.

9.2 Terdapat penitipan uang barang bukti pada 13 rekening bank dan satu
rekening milik Pusdiklat Kejagung sebesar Rp10,26 miliar yang dikelola
Kejagung belum dilaporkan ke TPRP, sehingga barang bukti yang dalam
proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim
dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan terdakwa dapat
terabaikan dan Depkeu tidak mengetahui 14 rekening tersebut.

9.3 Penyelesaian Giro I (Titipan denda tilang) dan Giro III (Sisa titipan
denda tilang) berlarut-larut, sehingga Depkeu tidak mengetahui rekening
Kejagung  pada Giro I dan III di BRI dan potensi denda tilang belum dapat
direalisasikan serta kelebihan pembayaran uang titipan pada Giro III belum
dikembalikan kepada pelanggar lalu lintas.

9.4Terdapat 38 rekening dengan klasifikasi rekening  ditutup belum didukung
bukti administrasi yang lengkap, sehingga daftar rekening dengan klasifikasi
rekening ditutup per 31 Desember 2007  tidak menggambarkan kondisi
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yang sebenarnya dan atas rekening yang belum ditutup terdapat indikasi
pengaktifan kembali rekening tersebut untuk tujuan tertentu.

Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),  Belanja
Barang dan Belanja Modal pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jawa
Timut, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PNBP,  Belanja Barang dan
Belanja Modal pada empat entitas meliputi jumlah realisasi anggaran TA
2006 dan 2007 sebesar Rp192,12 miliar, cakupan pemeriksaan sebesar
sebesar Rp1,01 triliun atau 526,04 % dari realisasi anggaran dan nilai temuan
hasil pemeriksaan sebesar Rp1,01 triliun  atau 100 % dari cakupan
pemeriksaan.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai
berikut.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

9.5 Terdapat saldo denda perkara korupsi sebesar Rp4,95 miliar dan uang
pengganti sebesar Rp120,65 miliar belum berhasil ditagih, sehingga
penerimaan negara sampai dengan bulan Januari 2008 belum dapat diterima.

9.6 Barang rampasan berupa kayu sebanyak 2.436,15 m3 dan kapal layar
motor sebanyak tujuh unit yang dititipkan kepada pihak ketiga sejak Tahun
2006 oleh Kejaksaan Negeri Sumber belum dilakukan pelelangan dan atas
penitipan barang rampasan tersebut negara harus membayar biaya penitipan
sebesar Rp1,14 miliar juta sehingga PNBP tertunda dan biaya penitipan barang
rampasan merupakan pemborosan.

9.7 Penggunaan mata anggaran penerimaan (MAP) untuk penyetoran uang
pengganti pada 13 Kejari sejak TA 2005, 2006 dan 2007 tidak sesuai MAP
yang seharusnya, sehingga terdapat perbedaan data jumlah penyetoran yang
dilaporkan Kejagung dengan jumlah penerimaan yang dicatat oleh Depkeu
sebesar Rp881,44 juta.

9.8 Uang titipan denda tilang dan biaya perkara masih mengendap di Rekening
Giro I dan Giro III pada BRI sehingga denda tilang dan biaya perkara sebesar
Rp794,36 juta belum dapat direalisasikan dan kelebihan pembayaran uang
titipan sebesar Rp64,53 juta belum dapat dialihkan ke Kas Negara.

9.9  Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejari Cirebon,
Sumber, Subang, Cibinong, Bogor dan Cianjur tidak melakukan pelaporan
dan penagihan uang pengganti, sehingga potensi penerimaan negara dari
uang pengganti yang sudah dilimpahkan ke Bagian Datun sebesar Rp55,67
miliar tidak terlaksana.
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9.10 Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan perencanaan,
pembangunan/renovasi, serta pengawasan gedung kantor dan rumah jabatan
pada Kejati Jabar, Kejari Tasikmalaya, Cimahi, Sukabumi, Cibadak,
Indramayu, Bandung dan Cikarang sehingga berpotensi merugikan keuangan
negara senilai Rp409,80 juta serta kekurangan penerimaan dari denda
keterlambatan penyerahan komputer pada Kejari Tasikmalaya senilai Rp3,31
juta.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

9.11 Terdapat piutang uang pengganti sebesar Rp701,67 miliar dan uang
denda sebesar Rp10,13 miliar yang belum dieksekusi dan diselesaikan oleh
Kejari dilingkungan Kejati Jatim, sehingga penerimaan dari uang pengganti
dan uang denda sebesar Rp711,81 miliar belum diterima oleh negara.

9.12 Barang rampasan berupa uang tunai yang berasal dari perkara tindak
pidana korupsi sebesar Rp508,53 juta   pada Kejari Kediri belum disetor ke
Kas Negara, diantaranya sebesar Rp486,53 juta telah dilimpahkan kepada
Pengadilan Negeri (PN) dhi Panitera Pengadilan Kediri ternyata digunakan
langsung untuk kepentingan pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp22,00
juta tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga barang rampasan senilai
Rp508,53 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan dan penerimaan negara
tidak dapat direalisasikan.

9.13 Terdapat kekurangan volume, perbedaan analisa harga satuan, kesalahan
perhitungan dan mark up pekerjaan pembangunan gedung Tahun 2006 dan
2007 serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan, atas masalah tersebut
sebagian telah ditindaklanjuti sehingga kelebihan pembayaran yang belum
ditindaklanjuti menjadi sebesar Rp1,04 miliar dari semula sebesar Rp1,15
miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp4,27 juta dari semula sebesar
Rp10,47 juta.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

9.14 Eksekusi hukuman uang pengganti sebesar Rp6,01 miliar dan denda
sebesar Rp542,57 juta sampai dengan  Mei 2007 belum tertagih, sehingga
tertundanya penerimaan negara sebesar Rp6,55 miliar.

9.15 Terdapat lima  buah kapal layar motor dan 80 m3 kayu tidak diketahui
keberadaannya serta hasil penjualan dua buah kapal layar motor dan kayu
rampasan sebesar Rp127,00 juta belum disetor ke Kas Negara, sehingga
merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp127,00 juta
dan lima buah kapal layar motor dan 80 m3 kayu.
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9.16 Perhitungan analisa harga satuan beberapa jenis pekerjaan dalam RAB
Belanja Modal Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum (PSPH)
TA 2006 dan 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan analisa biaya konstruksi
bangunan gedung dan perumahan dari Badan Standardisasi Nasional Indonesia
(SNI), sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp152,18 juta.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

9.17 Eksekusi hukuman uang pengganti sebesar Rp16,00 miliar dan denda
sebesar Rp2,12 miliar sampai dengan  Mei 2007 belum berhasil ditagih,
sehingga tertundanya penerimaan negara sebesar Rp18,13 miliar.

9.18 Penerimaan uang hasil vonis pengadilan TA 2006 dan 2007 sebesar
Rp116,74 juta terlambat di setor ke Kas Negara, sehingga tertundanya
penerimaan negara sebesar Rp116,74 juta.

9.19 Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik,
diketahui beberapa jenis pekerjaan tidak sesuai ketentuan/kontrak sehingga
kelebihan pembayaran sebesar Rp286,91 juta, terdiri dari: a) pekerjaan
perencanaan pembangunan gedung kantor Kejati NTT sebesar Rp40,35
juta; b) kekurangan fisik pada Kejari Kupang, Larantuka, dan Maumere
sebesar Rp47,42 juta; c) analisis harga satuan dalam kontrak lebih tinggi
dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar Rp199,14
juta.

10. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan  dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Milik Pemerintah TA 2006 dan 2007 pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri)

Pemeriksaan Atas Pengelolaan Kas dan Rekening

Pemeriksaan atas Kas dan Rekening di lingkungan Polri, dengan nilai
rekening sebesar Rp414,55 miliar dan cakupan pemeriksaan sebesar
Rp414,55 miliar dengan nilai temuan sebesar Rp8,17 miliar.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai
berikut.

10.1 Beberapa rekening Polri dalam laporan Tim Penertiban Rekening
Pemerintah (TPRP) berstatus aktif dan dipertahankan ternyata telah ditutup,
sehingga laporan TPRP tidak valid.

10.2 Terdapat enam rekening deposito dan 1.363 rekening penerimaan belum
mendapat persetujuan penggunaan rekening dari Menteri Keuangan serta
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tiga rekening atas nama pejabat Polri sebesar Rp4,60 miliar belum dilaporkan
ke TPRP, sehingga pengelolaan rekening pemerintah di jajaran Polri menjadi
kurang akuntabel.

10.3 Terdapat dua rekening yang sudah ditutup tetapi saldonya sebesar
Rp2,48 miliar masih disimpan dalam brankas, yaitu : a) Rekening atas nama
Delog Kapolri dengan nomor rekening 8926318 pada Bank BNI sebesar
Rp308,76 juta; b) rekening tempat penampungan barang bukti hasil lelang
sitaan kejahatan pembalakan liar dengan nomor rekening 310204034121
atas nama Dir Reskrim Polda Kalteng pada PT Bank Mandiri  sebesar Rp2,18
miliar. Hal tersebut mengakibatkan uang hasil penutupan rekening sebesar
Rp2,48 miliar yang disimpan di brankas berpeluang untuk disalahgunakan.

10.4 Terdapat pendapatan bunga deposito yang disimpan pada rekening
tabungan Bank BRI Nomor rekening 0206-01-008765-50-3 sebesar
Rp501,31 juta, di antaranya digunakan untuk keperluan kegiatan operasional
sebesar Rp353,08, saldo kas bunga deposito sebesar Rp148,23 juta, sehingga
negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh PNBP dari bunga deposito
sebesar Rp353,08 juta dan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar
Rp148,23 juta.

Pemeriksaan atas Managemen Aset

Pemeriksaan  atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN) Tahun 2005, 2006 dan 2007 di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya,
dengan total aset sebesar Rp81,43 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar
Rp49,34 triliun atau 60,59 % dari total aset dan total temuan sebesar Rp303,73
miliar atau 0,61 % dari cakupan pemeriksaan.

Temuan pemeriksaan  yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

10.5 Penatausahaan BMN di lingkungan Polri belum seluruhnya dilakukan
secara tertib, antara lain hasil pengadaan minimal senilai Rp278,70 miliar
dan US$18,96 juta belum dicatat dalam laporan BMN Polri, sehingga laporan
BMN Polri belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

10.6 BMN berupa tanah seluas 283.918,57 m2, bangunan seluas 21.219
m2 dan 8 unit bangunan yang dimanfaatkan oleh koperasi dan yayasan di
lingkungan Polri serta pihak III belum mendapat izin Menkeu dan tidak
memberikan kontribusi bagi negara minimal sebesar Rp631,50 juta, sehingga
membuka peluang hilangnya BMN dan negara kehilangan kesempatan
memperoleh pendapatan dari pemanfaatan aset oleh pihak lain.
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10.7 Pengamanan BMN di lingkungan Polri belum dilakukan secara maksimal
baik secara fisik maupun hukum, mengakibatkan penguasaan  secara hukum
atas kepemilikan dan  pengendalian  aset tanah Polri menjadi lemah.

10.8 Pelaksanaan penghapusan BMN pada Polri tidak mendapat persetujuan
dari Menkeu/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga
pelaksanaan penghapusan di satker-satker tidak dimonitor dengan baik,
penumpukan BMN yang sudah tidak terpakai di gudang menjadi beban dan
penerimaan negara dari hasil penjualan/penghapusan berkurang/ tidak
diperoleh.

10.9 Penilaian BMN di jajaran Mabes Polri belum dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yakni beberapa satker belum mencatat biaya sertfikat
tanah, renovasi/perbaikan bangunan dan mesin peralatan sebagai penambah
nilai aset sebesar Rp130,86 miliar, sehingga SABMN di jajaran Mabes Polri
belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang seharusnya.

11. Setjen Mahkamah Agung

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 pada Sekretariat Jenderal Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA) di Jakarta.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern
(SPI) dalam pengelolaan kas  dan rekening pemerintah pada Setjen MA
telah memadai dan  dana  yang dikelola dalam rekening  pemerintah telah
dipertanggungjawabkan secara tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.

Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah
pada Setjen MA adalah sebesar Rp541,59 miliar dengan temuan pemeriksaan
sebesar Rp472,21 miliar atau  87,19 % dari cakupan pemeriksaan.Temuan
pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

11.1 Rekening yang dikelola MA sebanyak 1.130 rekening senilai Rp470,79
miliar yang disajikan dalam daftar rekapitulasi rekening penyajiannya tidak
informatif, sehingga rekening yang dimiliki oleh MA tidak dapat diyakini
kewajarannya dan menghambat pelaksanaan inventarisasi dan penertiban
rekening pemerintah.

11.2 Penggunaan keuangan negara untuk belanja barang operasional khusus
untuk ketua lembaga tinggi negara untuk keperluan tugas pokok dan fungsi
sebesar Rp540,00 juta tidak sesuai dengan peruntukkannya yaitu
dipertanggungjawabkan sebagai honorarium yang diterima langsung oleh

Rekening MA-RI
senilai Rp470.79
miliar disajikan
tidak informatif

Belanja Barang
o p e r a s i o n a l
khusus Ketua
Lembaga Tinggi
Negara sebesar
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ketua lembaga, sehingga dokumen pertanggungjawaban keuangannya tidak
sah.

11.3 Penggunaan keuangan negara sebesar Rp883,12 juta untuk
pembayaran premi asuransi kesehatan platinum untuk pimpinan MA, hakim
agung dan pejabat struktural lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat diyakini kewajarannya.

12. Departemen Pertanian

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Milik
Pemerintah pada Deptan posisi 31 Desember 2007. Tujuan pemeriksaan
atas Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah pada Deptan adalah untuk
menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan rekening telah
memadai, serta menilai saldo dan mutasi kas pada rekening-rekening milik
Deptan telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

12.1 Pengelolaan dana hibah tidak melalui mekanisme APBN dan dua rekening
penampung dana hibah tidak dilaporkan kepada Menteri Keuangan, sehingga
penyajian Laporan Keuangan Deptan belum menggambarkan keadaan yang
akurat.

12.2 Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian mengelola tiga rekening sehingga
pengelolaan tiga rekening oleh satu bendaharawan tidak efisien.

12.3 Saldo kas pada Bendaharawan Pengeluaran Deptan per 31 Desember
2006 sebesar Rp1,39 miliar dan per 31 Desember 2007 sebesar Rp3,95
miliar terlambat disetor ke kas negara, sehingga pengendapan dana
pemerintah berisiko terjadinya penggunaan dana yang tidak semestinya.

12.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa giro atas kegiatan
Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) sebesar Rp513,62 juta
digunakan langsung  dan sebesar Rp2,19 miliar belum disetor ke kas negara,
sehingga jasa giro tertunda untuk disetor ke kas negara sebesar Rp2,19
miliar dan hilangnya penerimaan jasa giro dari Deptan TA 2007 sebesar
Rp513,62 juta.

Rp540,00 juta
tidak dapat diper-
tanggungjawabkan
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13.Departemen Kehutanan

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Milik
Pemerintah pada Dephut posisi 31 Desember 2007. Tujuan pemeriksaan
atas Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah pada Dephut adalah untuk
menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan rekening telah
memadai, serta menilai saldo dan mutasi kas pada rekening-rekening milik
Dephut telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut :

13.1 Terdapat 379 Rekening yang dipertahankan senilai Rp81,85 miliar tidak
memiliki Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bendahara Umum
Negara dan 74 Rekening senilai Rp1,77 miliar yang ditutup belum ada bukti
setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), sehingga upaya pemerintah untuk
mengendalikan dan memonitor jumlah dana masing-masing kementerian
negara dan instansi lainnya menjadi tidak optimal serta realisasi
pemindahbukuan saldo rekening yang ditutup menjadi tidak dapat diyakini
kebenarannya dan pertanggungjawaban atas saldo tersebut menjadi tidak
optimal.

13.2 Dana dalam Rekening “Pengelola Dana Bantuan Dan Penyediaan Fasilitas
Pimpinan Dephut Tahun 2005” sebesar Rp948,96 juta dipergunakan untuk
kegiatan diluar DIPA, sehingga pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar
Rp948,96 juta belum sah.

13.3 Dana pada Rekening “Fasilitasi Kebutuhan Kerja Pimpinan” sebesar
Rp1,22 miliar digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan
tujuan pokok dan fungsi departemen, sehingga pengeluaran sebesar Rp1,22
miliar belum sah pertanggungjawabannya.

13.4 Saldo dan pendapatan bunga pada rekening upah pungut sebesar Rp8,99
miliar tidak disetor ke Kas Negara dan dana bridging sebesar Rp1,36 miliar
belum dipertanggungjawabkan mengakibatkan tertundanya penerimaan
negara sebesar Rp10,35 miliar (Rp8,68 miliar + Rp316,27 juta + Rp1,36
miliar) atas saldo rekening upah pungut, pendapatan bunga jasa giro dan
deposito serta dana bridging yang belum disetor ke Kas Negara.

14. Departemen Kelautan dan Perikanan

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Milik
Pemerintah pada DKP posisi 31 Desember 2007. Tujuan pemeriksaan atas
Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah pada DKP adalah untuk menilai
apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan rekening telah memadai,
serta menilai saldo dan mutasi kas pada rekening-rekening milik DKP telah
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
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Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

14.1 Rekening atas Dana Bantuan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut sebesar Rp372,99
juta belum ditutup sesuai dengan surat dari Menkeu nomor B-534/MK.6/
2005 tanggal 25 Nopember 2005, sehingga mengakibatkan penerimaan
negara terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp372,99 juta.

14.2 Pengelolaan Dana Hibah sebesar Rp19,29 miliar dan AUS $487,89
ribu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga Laporan Keuangan Satker
Direktorat Pemasaran Luar Negeri DKP belum menggambarkan seluruh
kegiatan yang dikelolanya.

15.Departemen Pekerjaan Umum

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Milik
Pemerintah pada Dep. PU posisi 31 Desember 2007. Tujuan pemeriksaan
adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan
rekening telah memadai, serta menilai saldo dan mutasi kas pada rekening-
rekening milik Dep. PU telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

15.1 Terdapat rekening yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan
pada TA 2007 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA, sehingga tidak
dapat diketahui dengan pasti jumlah rekening dan nilai APBN yang tersisa
per 31 Desember 2007, serta berpotensi menimbulkan kesulitan dalam
pengawasan atas penerimaan dan penggunaan dana.

15.2 Rekening deposito pada BLU BPJT belum dilaporkan kepada Tim
Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) sehingga daftar rekening
pemerintah di lingkungan Dep. PU tidak menggambarkan keadaan yang
sebenarnya dan tujuan penertiban rekening tidak tercapai.

16. Departemen Perhubungan

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
pada Satker ASDP Jatim, Jateng, dan Sumsel; ASDP Sulut; Ditjen Hubla
Jatim; Ditjen Hubla Sulut; Bandara Lampung dan Bengkulu; Bandara Kalteng;
Bandara Sentani, Bandara Merauke, dan Bandara Nabire; dan pemeriksaan
atas pengelolaan Rekening dan Kas serta pemeriksaan atas Manajemen Aset
pada Departemen Perhubungan (Dephub).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran dilingkungan
Dephub diketahui bahwa jumlah realisasi anggaran sebesar Rp27,32 triliun,
cakupan pemeriksaan sebesar Rp17,21 triliun atau 62,99% dari realisasi
anggaran dan temuan pemeriksaan sebesar Rp9,13 triliun atau 53,07% dari
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cakupan pemeriksaan.Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu
mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pada Lalu Lintas Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Sulut

16.1 Pelaksanaan tahapan pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan
pada Satker Pengembangan LLASDP Sulut TA 2006 dan 2007 senilai
Rp43,40 miliar tidak efisien dan mengakibatkan pemborosan keuangan
negara sebesar Rp653,27 juta.

Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Perhubungan
Laut (Hubla) Jatim

16.2 Pelaksanaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Kalianget berlarut-larut
mengakibatkan tertundanya pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan
fasilitas Pelabuhan Kalianget oleh masyarakat dan pengadaan pipa pancang
baja TA 2006 senilai Rp833,13 juta akan mengalami penurunan kualitas dan
umur teknis bila tidak segera dipergunakan yang berdampak pada kerugian
negara.

Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Hubla Sulut

16.3 Pelaksanaan tahapan pekerjaan pembangunan faspel pada tujuh UPT/
satker Ditjen Hubla di Sulut  TA 2006 dan 2007 senilai Rp118,67 miliar tidak
dilaksanakan berdasarkan kontrak multiyears/jamak, mengakibatkan
pemborosan keuangan negara sebesar Rp2,86 miliar.

Pemeriksaan atas Rekening dan Kas Departemen Perhubungan

16.4 Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pada
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug TA 2006 dan 2007
dan Pudiklat Aparatur Perhubungan Semplak TA 2007 minimal senilai Rp9,06
miliar dikelola tidak melalui mekanisme APBN, mengakibatkan pengelolaan
dana penerimaan penyelenggaraan diklat dan pemanfaatan aset tidak
transparan pertanggungjawaban keuangannya.

16.5 Pengendalian kas dari penerimaan TA 2007 pada empat unit eselon-1
Dephub  yang mengelola PNBP tidak optimal. Akibatnya sulit untuk menilai
apakah seluruh dana yang telah diserahkan/disetorkan para wajib bayar PNBP
telah dicatat/dibukukan dan telah disetorkan sebagai PNBP serta terdapat
ketidakwajaran nilai realisasi PNBP dan piutang PNBP yang dilaporkan
sebesar Rp411,90 miliar dan Rp466,95 miliar.

16.6 Penerimaan dari pelayanan pemberian ijin prinsip masuk kawasan
bandara dan penerbitan kartu pas di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp16,54
miliar dipungut oleh PT (Persero) Angkasa Pura II dan belum disetorkan
Ke Kas Negara.
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Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Departemen Perhubungan

16.7 Terdapat penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya terdiri dari tanah, gedung dan bangunan serta mesin dan peralatan,
dengan rincian sebagai berikut.

a. Tanah seluas 101.825 m2, terdapat antara lain di Bandara Budiarto
Tangerang seluas 90.000 m2, di Rawasari Jakarta Pusat seluas 940 m2 dan
di Surabaya seluas 8.885 m2 dikuasai dan ditempati pihak ketiga.

b. Gedung dan bangunan berupa apron di Bandara Budiarto seluas 3.600
m2 disewa oleh pihak ketiga; di Satker Bandara Ketaping Padang mess/
wisma, bungalow tempat peristirahatan permanen sebanyak 41 unit terdiri
dari 35 unit dalam keadaan kosong dan selebihnya digunakan oleh pihak
ketiga.

c. Peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat sebanyak lima unit
dan tiga unit kendaraan roda dua dikuasai pihak ketiga. Selain itu penyerahan
kapal sebanyak enam unit kepada Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Irian
Jaya Barat, Pemprov Maluku, dan Pemprov Papua hanya berdasarkan berita
acara serah terima operasional tanpa ada persetujuan Menteri Keuangan
sehingga penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) tidak
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern yang
memadai serta beberapa aset dikuasai oleh orang yang sama dan ini tidak
sesuai dengan tujuan awal pengadaan barang operasional tersebut.

16.8 Pengadaan peralatan dan mesin berupa Gas Analyzer Tem Mode
sebanyak satu unit senilai Rp2,96 miliar di Bekasi Jawa Barat belum
dimanfaatkan.

16.9  Pengamanan atas beberapa BMN belum dilakukan secara optimal,
antara lain: a) tanah seluas 2.103.359 m2 di Jabodetabek, Jawa Timur,
Sumatera Selatan dan Sumatera Barat belum bersertifikat/didukung bukti
kepemilikan; b) tanah seluas 107.633 m2 minimal senilai Rp13,75 miliar
yang terletak di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda Jakarta dalam status
sengketa dan/atau bermasalah dengan pihak ketiga, sehingga negara
berpotensi dirugikan atas terjadinya kehilangan hak atas tanah seluas 107.633
m2 minimal senilai Rp13,75 miliar dan tidak ada kepastian hukum kepemilikan
atas tanah tersebut.

16.10 Penghapusan dan pemindahtanganan BMN dari Departemen
Perhubungan kepada BUMN berupa gedung dan bangunan senilai Rp3,79
triliun; peralatan dan mesin senilai Rp2,62 triliun; jalan, irigasi dan jaringan
senilai Rp295,81 miliar telah dioperasikan oleh BUMN tersebut tetapi belum
diserahterimakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), sehingga
pendapatan negara dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa
pembagian laba BUMN (deviden saham) dari hasil pengelolaan BMN tersebut
oleh PT Angkasa Pura I dan II, PT Pelindo, dan PT Pelni tidak dapat
direalisasikan.



152

16.11 Penilaian BMN belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
adalah sebagai berikut.

a. Tidak dilakukan penilaian atas kapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk perbaikan BMN pada satker-satker di lingkungan Departemen
Perhubungan, yaitu:
1) biaya rehabilitasi gedung dan bangunan senilai Rp3,75 miliar;
2) biaya pemeliharaan mesin dan peralatan senilai Rp7,87 miliar;
3) biaya pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4,66 miliar.

b. Barang milik negara tidak dicantumkan nilainya dalam Laporan BMN,
yaitu tanah seluas 43.780 M2, gedung dan bangunan sebanyak 89 unit,
peralatan dan mesin sebanyak 6.211 unit. Hal tersebut mengakibatkan nilai
saldo pada Laporan SABMN Dephub Semester 1 Tahun 2007 kurang catat
minimal sebesar harga perolehan BMN tersebut.

16.12 Penatausahaan BMN belum tertib antara lain belum mencatat dan
melaporkan BMN yang diperoleh melalui hasil pengadaan, hibah, dan ruislag
terdiri dari tanah senilai Rp6,36 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp511,70
miliar, peralatan dan mesin senilai Rp460,37 miliar, jalan, irigasi dan jaringan
senilai Rp96,27 miliar, aset lainnya senilai Rp1,79 miliar, sehingga Laporan
BMN belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

17. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Pemerintah di lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan pemeriksaan atas
pengelolaan rekening adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern
atas pengelolaan rekening Pemerintah telah memadai, dan menilai saldo dan
mutasi penerimaan/pengeluaran kas pada rekening-rekening milik Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral telah dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

17.1 Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melampaui pagu yang
ditetapkan sehingga anggaran Tahun 2008 berkurang sebesar Rp150,10
juta untuk menutup kekurangan pertanggungjawaban sisa TUP TA 2007.

17.2 PNBP pada Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP)
Sekretariat Direktorat Jenderal Minerbapabum terlambat disetorkan ke Kas
Negara sebesar Rp314,70 juta sehingga negara tidak segera menerima PNBP
dimaksud.

17.3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan
Energi Baru Terbarukan (P3TKEBT) tidak dapat melakukan pembayaran
atas pekerjaan fisik yang merupakan beban anggaran Tahun 2007 kepada
pihak ketiga senilai Rp1,48 miliar karena terlambat mengajukan SPM-LS
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dan ada masalah bank garansi yang tidak sah sehingga tidak semua anggaran
belanja modal TA 2007 dapat direalisasikan dan P3KEBT mempunyai hutang
atas pembayaran kontrak kerja dengan pihak ketiga senilai Rp1,48 miliar.

17.4 Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG) yang bukan sebagai satker yang
mendapatkan izin sebagai Unit Penghasil/Pengguna PNBP menampung
penerimaan PNBP dan menggunakan langsung untuk membiayai kegiatan
pelaksanaan pekerjaan jasa sehingga penerimaan yang disetor belum
mencerminkan penerimaan negara senyatanya.

17.5 Dua ratus lima puluh delapan rekening yang disetujui untuk dipertahankan
dalam berita acara tim penertiban rekening pemerintah belum memperoleh
persetujuan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
sehingga rekening deposito uang jaminan dan rekening giro uang jaminan
yang dikelola oleh Ditjen Minerbapabum tidak mempunyai kekuatan hukum
yang pasti.

18. Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dalam Semester I Tahun Anggaran 2008, BPK melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Rekening Pemerintah
di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dan
pemeriksaan pengelolaan lingkungan (pelaksanaan AMDAL) pada PT
Chevron Pasific Indonesia Tahun 2007 dan 2008.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini untuk menilai apakah sistem
pengendalian intern atas pengelolaan rekening pemerintah pada KNLH, telah
memadai; dan saldo dan mutasi penerimaan/pengeluaran kas pada rekening-
rekening milik KNLH telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah
menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang mencakup
aspek pencatatan dan pelaporannya serta ketidakpatuhan dalam penutupan
rekening sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut.

18.1 Beberapa rekening dalam penguasaan KLH dengan saldo dana sebesar
Rp306,58 juta belum dilaporkan kepada Tim Penertiban Rekening Pemerintah
(TPRP) sehingga pengelolaan Kas dan Bantuan Luar Negeri pada KLH kurang
tertib dan kurang dapat diawasi penggunaannya serta berpeluang untuk
disalahgunakan.

18.2 Bendahara pengeluaran Pusdiklat KLH memiliki lebih dari satu rekening
sehingga pengendalian intern atas pembukaan dan penggunaan rekening
pemerintah lemah.

Rekening Belum
Dilaporkan Ke Tim
P e n e r t i b a n
R e k e n i n g
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dak Melalui Re-
kening Bendahara
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18.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetor tidak melalui rekening
bendahara penerimaan sehingga mekanisme kontrol atas penerimaan PNBP
tidak dapat berjalan sepenuhnya, terjadi karena bendahara penerimaan belum
memahami fungsi dari rekening PNBP sebagai pengendalian terhadap
penerimaan dan penyetoran PNBP.

18.4 Beberapa Rekening Hibah yang telah  selesai kegiatannya dan rekening
Satuan Kerja yang  tidak aktif belum ditutup sehingga terbuka peluang
penyalahgunaan rekening dana atas kegiatan yang  sudah selesai.

18.5 Terdapat SP2D bulan Desember 2007 yang baru dicairkan pada bulan
Januari 2008 sehingga saldo kas dan realisasi anggaran per 31 Desember
2007 tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

18.6 Pengelolaan hibah tidak melalui  mekanisme APBN sehingga laporan
keuangan KLH Tahun 2007 kurang akurat dan pengendalian intern menjadi
lemah, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atas dana-dana
hibah tersebut.

18.7 Saldo penutupan atas Rekening Sumbangan dan Hibah tidak dapat
dijelaskan posisi dananya sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan
negara sebesar Rp7,93 juta dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya sisa
saldo hibah sebesar Rp12,87 juta dan USD6,16 ribu.

Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Lingkungan (Pelaksanaan AMDAL)
pada PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2007 dan 2008 (s.d Maret)

Pemeriksaan Pengelolaan Lingkungan (Pelaksanaan AMDAL) pada PT
Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Tahun 2007 dan 2008 (s.d Maret)
bertujuan untuk menguji dan menilai apakah instansi pemerintah terkait dan
PT CPI telah memiliki pengendalian atas kerusakan lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta apakah instansi terkait dan PT CPI telah
mematuhi peraturan sehubungan dengan  perjanjian pertambangan serta
dokumen pengendalian dampak  lingkungan.

Hasil pemeriksaan pengelolaan lingkungan terkait dengan pelaksanaan
AMDAL pada PT CPI menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian
kerusakan lingkungan dan ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku
sebagai berikut.

18.8 Hasil pengamatan langsung menunjukkan bahwa tidak terdapat revegetasi
pada mixing cells; tidak adanya pemeliharaan saluran drainase di sekitar lokasi
kegiatan; dan tidak terdapat batasan yang jelas lapisan stockpile dengan saluran
drainase, sebagaimana yang ditentukan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Semua itu terjadi karena
manajemen PT CPI masih menunggu persetujuan instansi terkait (KLH dan
BP MIGAS) tentang rencana penutupan Darling Mixing Cells dan Stockpile.
Hal tersebut mengakibatkan turunnya kualitas ekosistem lingkungan melalui
pengubahan fungsi lahan yang pada akhirnya berimbas pada kehidupan manusia
dan gangguan ekosistem flora dan fauna setempat.

P e n a n g a n a n
Jangka Panjang
Darling Mixing
Cells/Stock Pile
Belum Ada
Keputusan Dari
Manajemen
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18.9 Penanganan tanah terkontaminasi belum semuanya memadai tanpa
ada pengolahan, tanda, ataupun batasan/barrier untuk menjaga lingkungan
sekitar dari kontaminasi yang lebih luas. Tidak terdapat kejelasan
implementasi penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi khususnya
kepada pihak luar di lapangan. Selain itu, parameter H2S dan NH3-N pada
SBF 8D-58, 8D-72, 5E-99, dan SBF GS-6 melebihi baku mutu. Hal tersebut
mengakibatkan tanah terkontaminasi apabila tidak ditangani dengan tepat
dan segera serta berpotensi mengganggu lingkungan dan manusia.

18.10 Tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum seluruhnya
memenuhi persyaratan teknis tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah
B3. Hal tersebut dapat menimbulkan kontaminasi tanah, air tanah, badan
air, yang mengganggu ekosistem di sekitarnya.

18.11 Upaya peremajaan pipa air panas serta monitoring dan pemeliharaan
jaringan pipa HCT shipping line sering terkendala oleh keterbatasan sumber
daya yang dimiliki dibandingkan dengan luas area dan panjang jaringan pipa
sehingga sering terjadi pipa pecah. Hal ini mengakibatkan  meningkatnya
risiko terjadinya pipa pecah dan bocor, sehingga dapat membahayakan
lingkungan kerja dan masyarakat di sekitarnya.

18.12 Hasil peninjauan di 119 lokasi titik sampling analisis udara atas udara
emisi maupun udara ambient menunjukkan bahwa 66 lokasi titik sampling
(55,46%) tidak memenuhi Baku Mutu Udara Emisi Usaha dan atau Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya lingkungan
sekitar karena kualitas udara emisi tidak sesuai dengan standar Baku Mutu
Udara Emisi, yang disebabkan upaya-upaya pihak manajemen PT CPI  dalam
penanganan masalah kualitas udara emisi dan udara ambient belum optimal.

18.13 Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan pada CGS-5 Duri menunjukkan
bahwa parameter air buangan ke kanal melebihi baku mutu dan kadar udara
emisi pada High gas Vent Stack juga melebihi baku mutu. Hal tersebut dapat
berpotensi mempengaruhi ekosistem di sepanjang aliran kanal dan dalam
jangka panjang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

18.14 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Duri Steam
Flood  (per 5 September 2007) menunjukkan bahwa kualitas fisik kimia air
ujung Kanal Duri belum sesuai dengan baku mutu. Hal tersebut
mengakibatkan terjadinya pencemaran air sumur penduduk sekitar sungai
sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat pengguna air dan
merusak  ekosistem yang ada di sepanjang kanal dan sungai tersebut, serta
dapat mengurangi jumlah populasi biota yang ada didalam sungai Rokan.

18.15 Manajemen PT CPI tidak memberikan perhatian yang optimal terhadap
limbah air terproduksi dan tidak melakukan kontrol/monitoring atas effluent
atau pembuangan limbah ke badan lingkungan, khususnya pada saat kondisi
darurat. Hal tersebut mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan, yang
pada akhirnya akan berimbas pada masyarakat sekitar atau pengguna air
sungai.
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18.16 Terdapat beberapa kegiatan/fasilitas yang tidak beroperasi lagi namun
belum direklamasi, antara lain pada sumur-sumur produksi dan Darling
Mixing Cells. Hal tersebut mengakibatkan kualitas tanah bekas kegiatan/
fasilitas yang tidak sesuai dengan rencana awal.

19. Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah melaksanakan  pemeriksaan
atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara
Riset dan Teknologi (KNRT) Tahun 2006 dan 2007.

Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada
KNRT Tahun 2006 dan 2007  tidak ditemukan adanya permasalahan yang
berkaitan dengan pelaksanaan penertiban. KNRT mengelola 13 rekening
yang merupakan rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk
pelaksanaan APBN pada 13 Satuan Kerja (Satker) dilingkungan KNRT.
Seluruh rekening tersebut telah disampaikan dan dibahas dengan Tim
Penertiban Rekening Pemerintah dan Departemen Keuangan serta telah
mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Negara
(BUN) atau KPPN setempat. Selain itu terdapat satu rekening diluar rekening
tersebut pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 103-00-0432555-7 telah
ditutup tanggal 28 Agustus 2006 dan telah dilaporkan kepada Departemen
Keuangan serta saldonya telah disetor ke Kas Negara sebesar US$29.00
dan kepada pihak negara donor (ASEAN) sebesar US$18,055.00.

20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah melaksanakan  pemeriksaan
atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2006 dan 2007.

Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada
BPPT Tahun 2006 dan 2007 yang perlu mendapat perhatian antara lain
sebagai berikut.

20.1 Rekening yang statusnya dipertahankan sebanyak 30 rekening belum
diajukan izinnya dan sebanyak tiga rekening telah diajukan izinnya tetapi
belum ada persetujuan dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau KPPN
setempat, akibatnya pengelolaan kas dalam rangka pelaksanaan APBN
sebanyak 30 rekening tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20.2 Tim Penertiban Rekening BPPT belum dapat menginventarisasi Enam
Rekening senilai Rp2,64 miliar, dan belum dilaporkan dan dibahas dengan
Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP), mengakibatkan ke enam
rekening tersebut belum jelas statusnya.

20.3 Rekening Penampungan Sementara dan Rekening Bendahara Penerima
yang tidak mendapat izin dari BUN belum dilakukan penutupan sehingga
pengelolaan rekening-rekening sementara tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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20.4 Penerimaan dari pengelolaan aset negara disetorkan dalam rekening
yang dinyatakan bukan milik BPPT, sehingga terjadi kekurangan penerimaan
negara sebesar Rp7,75 juta dan USD30,10 ribu. Hal ini disebabkan oleh
adanya kebijakan Kepala BPPT yang menetapkan Pusat Bisnis Teknologi
(BTC BPPT) untuk melakukan pengelolaan atas Listrik Tenaga Surya.

20.5 Dana yang dikelola dalam rekening-rekening yang sudah/dalam proses
penutupan tidak dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga terdapat 61 rekening dengan nilai sebesar
Rp4,33 miliar dan US$476,63 ribu yang ditutup tidak dapat diyakini
kewajaran atas saldo penutupan dan mutasinya.

20.6 Empat rekening yang ditutup sebesar Rp139,17 juta tidak teridentifikasi
oleh Tim Penertiban Rekening sehingga rekening yang ditutup tersebut belum
dapat diselesaikan oleh Tim Penertiban Rekening dan belum jelas statusnya.

21. Departemen Agama

Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melakukan
pemeriksaan dengan tujuan  tertentu atas Pengelolaan Kas dan Rekening
Pemerintah pada Departemen Agama TA 2006 dan 2007, dan pemeriksaan
atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  pada Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatulloh (UIN).

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain  sebagai
berikut.

Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah

21.1 Terdapat 152 rekening dengan saldo per tanggal 31 desember 2007
sebesar Rp82,57 miliar di lingkungan Kantor Pusat Depag dan Kantor Wilayah
Depag Provinsi DKI Jakarta yang belum dilaporkan oleh Depag kepada
Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP), dan terdapat rekening pada
Balai-Balai di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Depag yang belum
dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal Depag, sehingga  proses penertiban
rekening pemerintah di lingkungan Depag tidak dapat berjalan efektif.

21.2 Terdapat 134 rekening pada Kantor Wilayah-kantor wilayah Depag
yang  berfungsi sebagai rekening penampungan dana bantuan dari Depag
Pusat, sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan dana pada rekening
tersebut.

21.3 Jasa giro atas rekening pengeluaran dan rekening lainnya pada Kantor
Wilayah Depag Provinsi DKI Jakarta dan beberapa Unit Eselon 1 di
lingkungan Kantor Pusat Depag, belum disetor ke Kas Negara sebesar
Rp21,05 juta dan terlambat disetor sebesar Rp1,30 miliar.

21.4 Terdapat rekening dana non-APBN di lingkungan Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) dan  Sekretariat Jenderal
Depag yang belum dilaporkan kepada   TPRP, sehingga belum seluruh
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rekening yang pendanaannya bersumber dari non APBN dilaporkan kepada
TPRP untuk dapat ditentukan statusnya apakah dipertahankan atau ditutup.

Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2006 dan 2007 Pada
UIN Syahid

Realisasi anggaran UIN Syarif Hidayatulloh TA 2006 dan 2007 adalah
sebesar Rp192,27 miliar atau 76,36% dari anggaran sebesar Rp251,78 miliar.
Cakupan pemeriksaan sebesar Rp83,83 miliar  atau 43,60 % dari realisasi
anggaran.

21.5 Saldo PNBP dari pendapatan uang pendidikan Tahun 2007 sebesar
Rp8,62 miliar tidak disetor ke Kas Negara, mengakibatkan tertundanya
penerimaan negara dari uang pendidikan.

21.6 Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan gedung Fakultas
Psikologi TA 2007 sebesar Rp228,84 juta, berpotensi menimbulkan kerugian
keuangan Negara.

21.7 Pendapatan sewa asrama mahasiswa, Syahida Inn, dan dari unit-unit
di lingkungan UIN Syahid TA 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp3,85
miliar dan Rp4,99 miliar tidak dikelola melalui mekanisme APBN, sehingga
berpotensi merugikan negara.

21.8 Perhitungan RAB atas pekerjaan jasa konsultasi project management
services and engineering services melebihi ketentuan sebesar JPY10,50 juta
dan Rp115,05 juta serta tidak didukung dengan bukti yang sesuai dengan
ketentuan sebesar Rp8,00 miliar dan JPY108,29 juta sehingga berpotensi
merugikan negara.

22. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah melaksanakan  pemeriksaan
atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah pada Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan menyelesaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing TA 2006 dan TA 2007 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya di DKI
Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah di Jakarta, Palembang dan
Semarang.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan Depnakertrans
yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah

22.1 Pendirian Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong
Minyak dan Gas Bumi (YDTP MIGAS) sebagai Pengelola Keuangan Negara
senilai Rp155,01 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga
rawan akan penyalahgunaan dan penyimpangan.
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22.2 Penggunaan Dana Kelolaan YDTP Migas sebesar Rp39,89 miliar tidak
sesuai dengan tujuan pendiriannya sehingga dana yang digunakan tersebut
tidak memberikan manfaat bagi YDTP Migas.

22.3 Rekening Jaminan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS)
sebesar Rp630,00 juta belum dilaporkan, sehingga Laporan Keuangan
Depnakertrans belum sepenuhnya mencerminkan seluruh hak dan kewajiban
Depnakertrans.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing TA 2006 dan TA 2007.

22.4 Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Perpanjangan tidak sesuai ketentuan, sehingga IMTA Perpanjangan yang
ditetapkan/diterbitkan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan
Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah atas dasar IMTA yang telah habis masa
berlakunya menjadi cacat hukum dan perusahaan pengguna TKA
mempekerjakan TKA yang bersangkutan tanpa memiliki ijin yang sah (ilegal).

22.5 Penerbitan IMTA tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) sehingga IMTA Perpanjangan yang diterbitkan cacat
hukum.

23. PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan penjualan aset
Negara yang dikelola oleh Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) yang
diperiksa semester sebelumnya.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan penjualan aset negara meliputi nilai
aset yang dikelola oleh PT PPA per 30 Juni 2007 sebanyak 4.059 unit dengan
nilai aset sebesar Rp9,44 triliun dan USD65,32 juta.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai
berikut.

23.1 Program penjualan 3.600 aset properti yang belum dapat dilaksanakan
oleh PT PPA mengakibatkan biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan oleh
PT PPA semakin besar.

23.2 Terdapat aset properti yang dikelola PT PPA terikat dengan Hak
Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) dan mengakibatkan status aset properti
yang terikat HTBI menjadi tidak jelas dan dapat menghambat program
penjualan aset properti.

23.3 Sebagian aset properti tidak diadministrasikan secara tertib, lokasinya
tidak jelas dan digugat pihak lain, yang mengakibatkan PT PPA sulit untuk
melakukan penjualan.

Program penju-
alan 3.600 aset
properti belum
dapat dilaksana-
kan oleh PT PPA.

Terdapat aset pro-
perti yang dikelola
PT PPA terikat
dengan Hak
Tanggungan Bank
Indonesia

Sebagian aset
properti tidak
diadministrasikan
secara tertib,
lokasinya tidak
jelas dan digugat
pihak lain
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BAGIAN II
HASIL PEMERIKSAAN

ATAS
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PADA
PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, BPK mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan
negara pada pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Selanjutnya, kewenangan melaksanakan pemeriksaan tersebut meliputi
Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2002 tanggal 11 Maret 2002
dan perkembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
diterbitkan dalam Tahun 2003 sampai dengan 2007 dengan wilayah
administrasi pemerintahan sebanyak 33 provinsi, 467 kabupaten/kota, dan
797 badan usaha milik daerah.

Hasil pemeriksaan yang dilaporkan BPK dalam Semester I Tahun
Anggaran (TA) 2008 sebanyak 301 laporan hasil pemeriksaan dengan rincian
sebagai berikut. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebanyak 279 entitas mencakup pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) TA 2007 sebanyak 275 entitas dan LKPD TA
2006 sebanyak empat entitas; pemeriksaan kinerja sebanyak satu entitas;
pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas belanja daerah
sebanyak 15 entitas, pemeriksaan pengelolaan/manajemen aset sebanyak
empat entitas, dan  pemeriksaan bantuan dana STAR-ADB sebanyak satu
entitas. Pemeriksaan atas badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak satu
entitas yaitu pemeriksaan atas kegiatan Bank Pembangunan Daerah. Sampai
dengan saat penyusunan IHPS I Tahun 2008, BPK telah melaksanakan
pemeriksaan atas  436 LKPD yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
Atas pemeriksaan LKPD tersebut sebanyak 275 laporan hasil pemeriksaan
(LHP) telah selesai dan diserahkan ke DPRD, sedangkan sisa sebanyak
161  LHP masih dalam proses penyelesaian. Terlambatnya penyelesaian
LHP oleh BPK terjadi karena pihak Pemerintah Daerah menyerahkan LKPD
ke BPK melampaui batas waktu penyerahan yang ditetapkan undang-
undang, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap 301 entitas tersebut meliputi cakupan
pemeriksaan sebesar Rp1.742,80 triliun, dan nilai temuan pemeriksaan
sebesar Rp113,88 triliun. Cakupan pemeriksaan pada pemeriksaan keuangan
adalah nilai yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca,
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sedangkan dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu adalah nilai realisasi anggaran. Adapun temuan pemeriksaan sebesar
Rp113,88 triliun terdiri dari temuan-temuan administrasi sebesar Rp104,88
triliun, temuan-temuan tidak dimanfaatkan sebesar Rp6,65 triliun, temuan
mengenai indikasi kerugian sebesar Rp898,08 miliar, temuan-temuan
kekurangan penerimaan sebesar Rp771,57 miliar, dan temuan
ketidakhematan/pemborosan/tidak efisien sebesar Rp663,13 miliar. Data
secara rinci tentang cakupan pemeriksaan pada seluruh entitas yang
diperiksa, cakupan pemeriksaan, dan nilai temuan pemeriksaan, dimuat
dalam tabel berikut.

1. Hasil Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I Tahun

2008 mencakup 279 entitas yang meliputi pemeriksaan atas LKPD 2007
sebanyak 275 entitas dan LKPD TA 2006 sebanyak empat entitas. Pada
pemeriksaan keuangan  tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian” (WTP) atas tiga entitas,  opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) atas 173 entitas, opini “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) atas 52 entitas , dan opini “Tidak Wajar” (TW) atas 51
entitas.

Terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa, BPK mengungkapkan
beberapa temuan pemeriksaan, antara lain sebagai berikut.

1.1 Sistem pengendalian intern (SPI) masih lemah dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan.

      (dalam juta rupiah) 

No. Jenis Pemeriksaan 
Jumlah 

Entitas yang 
diperiksa 

Cakupan 
Pemeriksaan Nilai Temuan 

  APBD       

1 Pemeriksaan Keuangan 279 1.727.150.026,34 110.608.656,86 

  1.1  LKPD TA 2006 4 15.517.322,75 453.372,98 

  1.2  LKPD TA 2007 275 1.711.632.703,59 110.155.283,88 

2 Pemeriksaan Kinerja 1 374.393,24 4.497,73 

3 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 20 9.921.552,83 3.074.621,23 

  3.1  Belanja Daerah 15 3.050.761,41 195.358,37 

  3.2  Pengelolaan/Manajemen Aset 4 6.870.370,89 2.878.867,24 

  3.3  Kegiatan Star-ADB 1 420,53 395,62 

  Sub Jumlah APBD 300 1.737.445.972,41 113.687.775,82 

  BUMD       

4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 1 5.361.923,18 194.479,18 

  Sub Jumlah BUMD 1 5.361.923,18 194.479,18 

  301 1.742.807.895,59 113.882.255,00 
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1.2 Kepemilikan aset tanah minimal seluas 359.099.160,43 m²  senilai
Rp15,98 triliun tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah (sertifikat)
sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap
penyalahgunaan.

1.3 Kurang volume dan atau kelebihan pembayaran pada pelaksanaan
pekerjaan/pengadaan barang sehingga merugikan keuangan daerah  minimal
sebesar Rp77,39 miliar.

1.4 Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD minimal sebesar
Rp446,94 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan/penyertaan modal
sehingga kekuatan hukum atas penyertaan tersebut masih lemah.

1.5 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah minimal sebesar
Rp626,27 miliar tidak melalui mekanisme APBD sehingga rawan terhadap
penyalahgunaan keuangan daerah.

1.6 Pemberian bantuan kepada instansi vertikal minimal sebesar Rp51,40
miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

1.7 Pertanggungjawaban belanja daerah tidak didukung bukti yang memadai
sehingga realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya
minimal sebesar Rp1,96 triliun.

1.8 Pengunaan aset oleh pihak ketiga sebesar Rp97,96 miliar tidak sesuai
dengan ketentuan sehingga rawan terhadap penyalahgunaan aset.

1.9 Kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp444,22 milliar sehingga
tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan membuka peluang
penyalahgunaan.

2. Hasil Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilaksanakan atas Program Wajib Belajar Sembilan

Tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria kinerja yang
ditetapkan.

3. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas 20 entitas meliputi
pemeriksaan belanja daerah sebanyak 14 entitas, pemeriksaan pengelolaan/
manajemen aset sebanyak tiga entitas, pemeriksaan bantuan dana STAR-
ADB sebanyak satu entitas,  dan pemeriksaan atas badan usaha milik daerah
(BUMD) sebanyak satu entitas yaitu pemeriksaan atas kegiatan Bank
Pembangunan Daerah. Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat
perhatian DPR/DPRD dan Pemerintah Daerah, antara lain yang berikut.



164

3.1 Hasil pengadaan aset tetap belum dicatat dalam daftar inventaris dan
digunakan oleh pihak lain sehingga pemerintah daerah tidak dapat memanfaat
aset tersebut dan berpotensi hilang

3.2 Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa terlambat tidak sesuai
dengan waktu yang diperjanjikan sehingga kepada rekanan harus dikenakan
denda.

Hasil pemeriksaan untuk masing-masing entitas telah disampaikan
kepada DPRD dan Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan untuk masing-masing wilayah
provinsi, kabupaten, dan kota, serta BUMD bersangkutan dimuat dalam
Bab I sampai dengan Bab XXXIII berikut.
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Bab I
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meliputi satu
pemerintahan provinsi, 18 pemerintahan kabupaten (termasuk satu kabupaten
pemekaran) dan lima pemerintahan kota (termasuk satu kota pemekaran).
Selain itu di wilayah Provinsi NAD terdapat 13 RSUD dan 20 BUMD terdiri
dari satu PT Bank BPD Aceh, 14 PDAM dan lima PD.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan  Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK  melaksanakan pemeriksaan atas
laporan keuangan satu entitas yaitu Kabupaten Aceh Tamiang TA 2006.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007
pada pemerintah daerah lainnya masih dalam proses.

Kabupaten Aceh Tamiang

Pemeriksaan LKPD TA 2006 atas Kabupaten Aceh Tamiang memuat
opini “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP).  Berdasarkan LKPD TA 2006
realisasi pendapatan sebesar Rp343,64 miliar, belanja sebesar Rp199,10
miliar, total aset  sebesar Rp316,59 miliar, total kewajiban sebesar Rp751,11
miliar dan total ekuitas sebesar Rp315,83 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan,
antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

1.1 Pengeluaran uang dari Kas Daerah TA 2006 tanpa Surat Perintah
Membayar (Kas Bon) sebesar Rp5,79 miliar belum merupakan pengeluaran
yang sah sehingga merugikan daerah apabila tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

1.2  Belanja Modal Tanah untuk jalan dua jalur sebesar Rp13,73 miliar belum
dipertanggungjawabkan, sehingga pengeluaran sebesar Rp8,88 miliar belum
dapat diakui sebagai realisasi belanja daerah dan sebesar Rp4,85 miliar
berpotensi merugikan daerah jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.
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Bab II
Provinsi Sumatera Utara

Wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi satu pemerintahan provinsi,
19 pemerintahan kabupaten, dan tujuh pemerintahan kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat 27 RSUD dan 29 BUMD, terdiri
dari satu BPD, 17 PDAM, dan 11 PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas tujuh entitas. Selain itu, bab ini juga memuat hasil pemeriksaan
keuangan Tahun 2006 atas dua entitas dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas tiga entitas yang merupakan luncuran dari Semester II TA
2007.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK memeriksa laporan keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 pada tujuh entitas dan LKPD TA
2006 pada dua entitas. Pada pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini
“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) pada lima entitas dan opini “Tidak
Memberikan Pendapat” (TMP) pada empat entitas. Sembilan LKPD
tersebut mencakup realisasi pendapatan sebesar Rp5,25 triliun, belanja
sebesar Rp5,12 triliun, total aset sebesar Rp12,62 triliun, total kewajiban
sebesar Rp192,75 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp12,43 triliun. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini untuk masing-masing entitas
dalam tabel berikut.

                (dalam juta rupiah) 

Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset 
Total 

Kewajiban 
Total Ekuitas 

Opini 

  TA 2006             
1 Kota Medan    1.398.910,99     1.313.160,75  5.124.954,28  165.237,31  4.959.716,96  TMP 
2 Kota Sibolga       208.106,10        174.389,54  -   -   -   TMP 
  TA 2007             
3 Kab. Asahan       730.850,57        710.925,01  1.466.273,00    1.466.273,00  TMP 
4 Kab. Deli Serdang    1.023.786,10        994.240,08  2.295.700,14  1.709,88  2.293.990,26  WDP 
5 Kab. Humbang Hasundutan       333.741,69        341.682,04  785.086,34  9.723,15  775.363,18  WDP 
6 Kab. Samosir       291.139,45        336.847,87  316.484,88  347,21  316.137,66  WDP 
7 Kab. Serdang Bedagai       476.435,81        461.113,33  333.384,79  12.776,71  320.608,10  WDP 
8 Kab. Tapanuli Utara       448.571,69        434.539,21    694.447,78  2.955,83  691.491,95  TMP 
9 Kota Binjai       346.209,33        354.354,85  1.612.612,71  -   1.612.612,71  WDP 

Jumlah 
   

5,257,751.74  
         

5,121,252.69  12,628,943.92  
   

192,750.09  
   

12,436,193.82    

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.
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TA 2006

Kota Medan

1.1 Pengeluaran belanja walikota dan wakil walikota TA 2006 sebesar
Rp1,95 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga
tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.2 Pembayaran Biaya Operasional BPHTB Tahun 2006 sebesar Rp217,00
miliar tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga merugikan keuangan
daerah.

1.3 Pemberian bantuan keuangan dan kendaraan kepada instansi vertikal
membebani keuangan daerah, sehingga pengeluaran sebesar Rp943,78 juta
memboroskan keuangan daerah dan aset daerah khususnya kendaraan dinas
belum terjamin kepemilikan, pengawasan, dan pengendaliannya.

1.4 Pembayaran biaya pemungutan atas pengelolaan pendapatan pajak
daerah melebihi ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya
insentif dan honorarium yang berkaitan dengan pengelolaan PAD sebesar
Rp7,15 miliar.

1.5 Pemberian bantuan keuangan kepada Organisasi Profesi dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukan dan tidak
didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sehingga pengeluaran
sebesar Rp6,42 miliar memboroskan keuangan daerah dan tidak dapat
diyakini kebenarannya.

Kota Sibolga

1.6 Realisasi belanja DPRD pada Pos Tunjangan Panitia Anggaran,
Tunjangan Panitia Musyawarah, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
yang diberikan kepada pimpinan, anggota, sekretaris, staf, dan tenaga honor
di Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp389,81 juta.

1.7 Realisasi belanja Perjalanan Dinas dan Biaya Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada Sekretariat DPRD tidak memiliki dasar perhitungan
yang jelas dan tidak didukung bukti yang lengkap, sehingga pengeluaran
sebesar Rp1,62 miliar  tidak dapat diyakini kebenarannya dan terdapat
pembayaran SPPD ganda minimal sebesar Rp204,92 juta yang merugikan
keuangan daerah.
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TA 2007

Kabupaten Asahan

1.8 Kas pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah  disimpan pada rekening penampungan
sementara, sehingga pengelolaan kas sebesar Rp13,06 miliar menjadi tidak
terkendali dan berpotensi disalahgunakan.

1.9 Realisasi biaya kegiatan MTQ dan festival masjid tidak bisa
dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp192,34 juta.

1.10 Pemberian bantuan tetap kepada unsur muspida dan pejabat Pemkab
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp930,00 juta.

1.11 Pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD tidak tertib, sehingga
pengeluaran sebesar Rp715,70 juta tidak dapat diyakini kebenarannya dan
berindikasi merugikan keuangan daerah.

1.12 Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD
melebihi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp639,01
juta.

1.13 Terdapat beberapa paket pekerjaan yang terlambat diselesaikan, sehingga
pemanfaatan hasil pekerjaan sebesar Rp31,51 miliar menjadi terlambat, dan
harus dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
Rp1,16 miliar.

Kabupaten Deli Serdang

1.14 Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan Program DAK
Bidang Pendidikan TA 2007 pada Dinas Pendidikan tidak bermanfaat secara
optimal, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp10,50 miliar.

1.15 Terdapat kelebihan perhitungan pembesian pada pekerjaan swakelola
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Dinas PU Bina Marga yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran upah pembesian kepada rekanan sebesar Rp80,53
juta  dan kelebihan pemakaian besi sebesar Rp526,69 juta, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp607,22 juta.

1.16 Pembangunan/rehabilitasi gedung oleh Dinas Permukiman
Pengembangan Wilayah dan Pertambangan pada TA 2007 dilaksanakan
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untuk instansi vertikal, sehingga berpotensi adanya pembiayaan ganda dari
APBN dan APBD atas pengeluaran sebesar Rp2,95 miliar dan aset tersebut
tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

1.17 Mesin pencacah sampah organik dan mesin pencacah sampah plastik
serta gedung pengomposan pengadaan TA 2007 pada Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah belum dimanfaatkan, sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp322,71 juta.

Kabupaten Humbang Hasundutan

1.18 Aset tetap sebesar Rp9,94 miliar tidak didukung dengan
administrasi yang tertib, sebesar Rp1,63 miliar sudah diserahkan
kepemilikannya kepada masyarakat tetapi masih dicatat sebagai aset daerah,
dan biaya umum, perencanaan dan pengawasan sebesar Rp3,96 miliar tidak
dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan, sehingga nilai aset tetap
yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 belum menyajikan nilai
yang wajar.

1.19 Pengadaan komputer dan peralatan kantor TA 2007 pada BPKD tidak
wajar, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp589, 68 juta.

Kabupaten Samosir

1.20 Pembayaran honorarium bulanan Muspida tidak sesuai ketentuan,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp144,00 juta.

1.21 Belanja Langsung Personil  atas Jasa Konsultansi pada Bappeda-Litbang
tidak berdasarkan standar biaya yang berlaku di pasaran, serta terdapat
pembayaran Biaya Langsung Non Personil yang tidak diperbolehkan,
sehingga berpotensi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp899,00 juta
dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp86,75 juta.

1.22 Beberapa pekerjaan di lingkungan Pemkab terlambat diselesaikan oleh
rekanan/kontraktor, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara
tepat waktu dan pemerintah kabupaten belum menerima denda
keterlambatan sebesar Rp535,65 juta.

Kabupaten Serdang Bedagai

1.23 Terdapat sisa kas/UUDP pada Bendahara Pengeluaran di beberapa
SKPD yang tidak disetor kembali ke kas daerah, karena terjadi ketekoran
kas pada Bendahara Pengeluaran di beberapa SKPD sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp1,23 miliar.
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1.24 Terdapat penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) TA 2007,
sehingga dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp453,86 juta.

1.25 Realisasi pemeliharaan mobil pemadam kebakaran dan biaya perawatan
taman sebesar sebesar Rp120,26 juta pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan
Pemadam Kebakaran TA 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Tapanuli Utara

1.26 Pengukuran Persediaan di neraca tidak sesuai dengan SAP dan belum
memenuhi karakteristik informasi yang andal, sehingga saldo persediaan
sebesar Rp1,19 miliar yang disajikan di neraca belum diyakini kewajarannya
dan belum merupakan informasi yang andal bagi pengguna LKPD.

1.27 Nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2007
sebesar Rp647,77 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena sistem
pencatatan dan pelaporan aset tersebut.

1.28 Pengelolaan belanja bantuan sosial tidak tertib dan tidak memiliki
pertanggungjawaban bantuan yang lengkap, sehingga pengeluaran uang
sebesar Rp1,73 miliar belum dapat diakui sebagai pengeluaran sah dan
sebesar Rp45,00 juta tidak sesuai peruntukan dan bantuan untuk kegiatan
partai politik sebesar Rp18,55 juta memboroskan keuangan daerah.

1.29 Pengeluaran bantuan keuangan kepada desa/kelurahan sebesar Rp15,00
miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap,
sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya serta berpotensi terjadi
penyalahgunaan.

1.30 Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan anggota DPRD
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp642,50 juta

1.31 Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SDN dari
DAK tidak didukung dengan bukti yang lengkap, sehingga pengeluaran
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan swakelola
sebesar Rp15,01 miliar belum dapat dinyatakan sah sebagai pengeluaran
daerah.

Kota Binjai

1.33 Pengadaan bahan untuk pekerjaan swakelola pemeliharaan jalan,
jembatan, drainase, dan trotoar dilakukan dengan penunjukan langsung,
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sehingga harga pengadaan bahan-bahan sebesar Rp3,91 miliar belum dapat
diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan bagi daerah.

1.34 Pengadaan perbekalan kesehatan pada Badan Pengelola RSUD Dr.
R.M. Djoelham tidak mempedomani harga standar menurut SK Menkes
dan SK Walikota Binjai dan lebih tinggi dari harga pasar, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp292,83 juta.

1.35 Realisasi belanja bantuan sosial melalui Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah minimal sebesar Rp1,22 miliar tidak sesuai peruntukan
dan memboroskan keuangan daerah, diantaranya sebesar Rp843,47 juta
untuk biaya pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Binjai, biaya uang
pengganti tunjangan jabatan sekretariat DPC KORPRI, dan bantuan
kesejahteraan bagi anggota KORPRI.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada tiga entitas,
meliputi pemeriksaan Belanja Daerah Kota Medan, Pematangsiantar, dan
Sibolga, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp1,18 triliun, cakupan
pemeriksaan sebesar Rp561,72 miliar, dan nilai temuan sebesar Rp62,39
miliar. Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai
berikut.

Belanja Daerah

Kota Medan

2.1 Hasil kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tidak efektif,
sehingga berpotensi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,59 miliar.

2.2 Penyaluran Dana Penyesuaian/Penyeimbang Bidang Pendidikan sebesar
Rp12,00 miliar tidak berdasarkan progress fisik sebenarnya dan belum
dipertanggungjawaban sesuai ketentuan, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

2.3 Pelaksanaan pengadaan meubelair TA 2007 pada Dinas Pendidikan
disubkontrakkan dan Berita Acara Penerimaan Barang direkayasa, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp506,54 juta, dan denda keterlambatan
belum diterima sebesar Rp29,82 juta.

2.4 Pelaksanaan beberapa kegiatan TA 2007 pada Dinas Pendidikan
terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan, sehingga daerah belum
menerima denda keterlambatan sebesar Rp403,96 juta.
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2.5 Terdapat kekurangan fisik barang pada Dinas Pertamanan yang
merugikan keuangan daerah sebesar Rp5,85 miliar, dan kepada rekanan
belum dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp497,67 juta.

Kota Pematangsiantar

2.6 Penyusunan RAB untuk kegiatan pengadaan konstruksi jaringan drainase
pada Dinas PU dilaksanakan oleh konsultan dalam menetapkan volume
pekerjaan lebih besar dari kebutuhannya sehingga berpotensi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp115,51 juta.

2.7 Penetapan rekanan/kontraktor beberapa paket pekerjaan pada Dinas
PU sebesar Rp3,60 miliar dilakukan melalui penunjukkan langsung dan
mendahului pengesahan APBD. Selain itu Rehabilitasi Terminal Tanjung
Pinggir sebesar Rp659,45 juta tidak efektif, serta terdapat kekurangan fisik
pekerjaan sebesar Rp171,06 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp54,43
juta yang merugikan keuangan daerah.

Kota Sibolga

2.8 Pelaksanaan pekerjaan beberapa bangunan dan gedung pada Dinas
Kimpraswil dan Tata Ruang Kota Sibolga belum selesai dikerjakan sebesar
Rp2,95 miliar sehingga belum dapat dimanfaatkan dengan segera serta para
rekanan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp315,19 juta dan telah
disetor sebesar Rp125,51 juta.

2.9 Kekurangan fisik dan volume pada beberapa perkerjaan perbaikan dan
pemeliharaan lapis permukaan jalan dengan aspal hotmix di Dinas Kimpraswil
dan Tata Ruang Kota Sibolga sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp123,91 juta.
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Bab III
Provinsi Sumatera Barat

Wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi satu pemerintahan provinsi,
12 pemerintahan kabupaten dan tujuh pemerintahan  kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Sumatera Barat terdapat 17 RSUD, dan 41 BUMD terdiri
dari, satu BPD, 14 PDAM, dan 26 Perusahaan Daerah.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan
atas lima entitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas satu entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa LKPD TA 2007
pada lima entitas. Kelima entitas tersebut memperoleh opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007 pada lima entitas
tersebut, nilai realisasi pendapatan sebesar Rp2,86 triliun, belanja sebesar
Rp2,78 triliun, total aset sebesar Rp9,01 triliun, total kewajiban sebesar
Rp37,45 miliar dan total ekuitas sebesar Rp8,97 triliun. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam
tabel berikut.

  Cakupan Pemeriksaan  

No Nama Entitas LRA  Neraca   Opini 

  Pendapatan Belanja Total Aset Kewajiban Total Ekuitas  

1 Prov. Sumbar 1.281.399,81 1.245.441,50 5.122.403,19 30.140,45 5.092.298,74 WDP 

2 Kab. Pasaman 358.578,84 357.729,08 1.611.485,38 100,77 1.611.384,61 WDP 

3 Kab. Pesisir Selatan 506.962,50 496.544,97 982.258,84 7.065,79 975.193,05 WDP 

4 Kab. Solok 440.651,31 439.790,16 829.141,87 6,10 829.135,77 WDP 

5 Kota Pariaman 274.134,63 246.528,90 465.559,08 144,62 465.414,46 WDP 

Jumlah 2.861.727,09 2.786.034,61 9.010.848,36 37.457,73 8.973.426,63  

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Sumatera Barat

1.1 Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi kemasyarakatan belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp38,75 miliar sehingga penggunaannya
tidak dapat diyakini dan membuka peluang terhadap penyalahgunaan
keuangan daerah.

(dalam juta rupiah)
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1.2  Penerimaan dan pengeluaran dana atas penyelenggaraan diklat TA 2007
yang berasal dari dana pihak luar tidak dipertanggungjawabkan secara
transparan sehingga berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar
Rp2,25 miliar.

1.3  Piutang dan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah
sakit dan dinas kesehatan digunakan langsung dan tidak disetor ke kas
daerah sebesar Rp7,45 miliar sehingga piutang retribusi kurang disajikan
dalam neraca sebesar Rp766,35 juta dan penerimaan retribusi kurang
disajikan dalam LRA sebesar Rp6,69 miliar.

1.4  Pengelolaan investasi dana bergulir tidak tertib dan saldo investasi non
permanen yang disajikan dalam neraca kurang disajikan, sehingga saldo
investasi non permanen sebesar Rp1,29 miliar dalam neraca tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.5  Kekurangan volume pekerjaan atas lima paket pekerjaan pada Dinas
Prasarana Jalan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,29 miliar.

1.6 Transfer aset tetap berupa tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
kepada pemerintah kabupaten/kota tidak didukung dengan surat keputusan
penghapusan sehingga aktiva tetap lebih disajikan sebesar Rp16,18 miliar.

1.7 Denda keterlambatan atas pengadaan obat perbekalan kesehatan dasar
dan buffer stock TA 2007 belum dipungut sehingga penerimaan atas denda
keterlambatan sebesar Rp514,96 juta tertunda.

Kabupaten Pasaman

1.8 Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007
melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp14,68
miliar melanggar ketentuan dan penyaluran DAK ke Sekolah Penerima sebesar
Rp9,53 miliar dilaksanakan setelah TA 2007 berakhir sehingga pengeluaran
tersebut berpeluang untuk disalahgunakan.

1.9 Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp888,81 juta pada
Rumah Sakit Umum Daerah disetor ke kas daerah setelah dikurangi belanja
atau disetor secara netto sehingga pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas tidak menggambarkan
jumlah yang senyatanya.

1.10 Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak didukung bukti
pertangggungjawaban yang lengkap sehingga realisasi belanja sebesar Rp1,33
miliar dalam Laporan Realisasi Anggaran belum merupakan pengeluaran yang
sah.
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1.11 Pembayaran kepada rekanan senilai Rp735,00 juta pada Dinas Kesehatan
dilakukan dari kas daerah sebelum pekerjaan selesai dan diblokir pada Bank
BPD Sumbar dan Bank BRI Cabang Lubuk Sikaping sehingga pembayaran
tersebut berpeluang disalahgunakan.

Kabupaten Pesisir Selatan

1.12 Belanja tak terduga untuk bantuan bencana alam TA 2007 tidak
didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sehingga pengeluaran bantuan
bencana alam sebesar Rp844,44 juta tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.13 Bantuan untuk organisasi profesi TA 2007 tidak didukung dengan
bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga pengeluaran tersebut
belum merupakan pengeluaran yang sah dan belum dapat
dipertanggungjawabkan sebesar Rp621,22 juta.

1.14 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2007 tidak
disalurkan langsung ke rekening kepala sekolah melainkan melalui rekening
Bendahara Pengeluaran Dinas  Pendidikan sebesar Rp15,01 miliar dan melalui
rekening pribadi sebesar Rp2,33 miliar sehingga berpeluang disalahgunakan
sebesar Rp17,34 miliar.

Kabupaten Solok

1.15 Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan sehingga berpeluang
terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp4,95 miliar.

1.16 Belanja Hibah Kredit Mikro Nagari TA 2007 sebesar Rp900,00  juta
sampai dengan Mei 2008 masih di tabungan bendahara pengeluaran sehingga
pemberian belanja hibah tidak sesuai waktu yang direncanakan (TA 2007) dan
rawan disalahgunakan sebesar Rp900,00 juta.

1.17 Belanja Bantuan Sosial Organisasi dilaksanakan melebihi standar yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati sehingga memboroskan keuangan daerah
dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp855,33
juta.

Kota Pariaman

1.18  Realisasi belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak/gas
dan pelumas, dan belanja makanan dan minuman rapat pada Sekretariat
Daerah belum merupakan pertanggungjawaban yang sah dan lengkap
sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,01 miliar.
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1.19 Belanja bantuan sosial belum dilengkapi dengan bukti
pertanggungjawaban sehingga diragukan penggunaannya sebesar Rp563,53
juta.

2.  Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Belanja Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada satu entitas yaitu
Pemeriksaan Belanja pada Kabupaten Pasaman Barat TA 2006, TA 2007
dan TA 2008 dengan realisasi anggaran sebesar Rp682,54 miliar, cakupan
pemeriksaan sebesar Rp78,04 miliar dan nilai penyimpangan sebesar
Rp34,72 miliar. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebanyak empat kontrak sebesar
Rp156,60 juta fiktif dan enam kontrak pengadaan sebesar Rp231,90 juta
tidak sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp388,50
juta.

2.2 Pembayaran Honorarium kepada Tim Pengelola Keuangan Daerah pada
Sekretariat Daerah seharusnya tidak dibayarkan karena terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rpl07,00 juta.

2.3 Dua belas paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp38,21
miliar dan dua paket pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai
Rp1,88 miliar, tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak dikenakan
denda keterlambatan sebesar Rp1,73 miliar dan terdapat kekurangan
pekerjaan sebesar Rp94,04 juta sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp1,73 miliar dan kehilangan potensi penerimaan daerah  dari denda
keterlambatan sebesar Rp94,04 juta.
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Bab IV
Provinsi  Riau

Wilayah Provinsi Riau meliputi satu pemerintahan provinsi, sembilan
pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain itu, di wilayah
Provinsi Riau terdapat enam RSUD dan 31 BUMD,  terdiri dari  satu BPD,
lima PDAM, dan 25 PD lainnya.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan  Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan LKPD
TA 2007 pada tujuh entitas yang semuanya memperoleh opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007 pada tujuh
entitas tersebut, jumlah realisasi pendapatan Rp8,90 triliun, realisasi belanja
Rp10,18 triliun, total aset sebesar Rp30,87 triliun, total kewajiban sebesar
Rp133,22 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp30,74 triliun. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat
dalam tabel berikut.

(dalam juta rupiah)

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Riau

1.1 Penunjukan pelaksana pembangunan gedung Kantor SATPOL PP
Provinsi Riau menyalahi ketentuan  mengakibatkan kemahalan harga sebesar
Rp333,61 juta.

 
 

 Cakupan Pemeriksaan  

 LRA   Neraca  No Nama Entitas  

 Pendapatan   Belanja   Total Aset   Total 
Kewajiban   Total Ekuitas  

Opini 

1 Prov. Riau    
3,413,009.70  

   
3,726,765.11  

   
14,499,818.54  

   
92,601.32  

   
14,407,217.22  WDP 

2 Kabupaten Kampar     
1,135,673.59  

   
1,303,123.09  

   
3,137,650.20  

   
19,293.72  

   
3,118,356.47  WDP 

3 Kab. Pelalawan    
740,666.26  

   
835,074.57  

   
1,830,361.50  

   
-   

   
1,830,361.50  WDP 

4 Kabupaten Rokan Hilir     
1,316,876.20  

   
1,548,981.91  

   
3,749,806.21  

   
-   

   
3,749,806.21  WDP 

5 Kabupaten Rokan Hulu    
714,195.81  

   
859,790.06  

   
1,294,920.81  

   
568.35  

   
1,294,352.46  WDP 

6 Kota Dumai    
606,864.55  

   
787,331.35  

   
2,056,234.59  

   
4,006.37  

   
2,052,228.22  WDP 

7 Kota. Pekanbaru    
976,145.59  

   
1,123,647.06  

   
4,310,400.04  

   
16.751,31  

   
4,293,648.72  WDP 

  Jumlah    
8.903.431,70 

   
10,184,713.15 

   
30,879,191.89  

   
133.221,08  

   
30,745,970.81   
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1.2  Pengadaan alat angkut di lingkungan sekretariat daerah terlambat diserah
terimakan antara 30 Hari s.d. 190 hari, mengakibatkan  denda kelambatan
sebesar Rp621,34 juta belum dipungut.

1.3 Pembayaran biaya asuransi kesehatan anggota dewan dan keluarga TA
2007 melebihi prestasi pekerjaan mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rp488,71 juta.

1.4 Realisasi belanja bahan bakar minyak kepada anggota DPRD dalam
rangka kegiatan reses menyalahi ketentuan mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp216,00 juta.

Kabupaten Kampar

1.5 Panitia pengadaan kendaraan roda empat langsung merujuk merk
tertentu dan peserta lelang bukan dealer resmi, sehingga harga beli kendaraan
roda empat lebih tinggi dari harga pasar yang memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp827,95 juta dan merugikan keuangan daerah sebesar
Rp477,69 juta.

1.6 Terdapat pertanggungjawaban ganda untuk biaya perjalanan dinas
Sekretariat DPRD dan sekretariat daerah, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp575,64 juta.

1.7 Pengeluaran belanja Tahun 2007 untuk Politeknik Kampar (Polkam)
yang dimiliki oleh yayasan partikelir,  membebani keuangan daerah Kabupaten
Kampar sebesar Rp3,63 miliar.

1.8 Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pengadaan alat berat motor
grader sehingga merugikan daerah sebesar Rp1,39 miliar.

1.9 Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan agregate B untuk levelling
dan lapisan pondasi bawah sehingga merugikan daerah sebesar Rp1,49
miliar.

Kabupaten Pelalawan

1.10 Realisasi biaya representasi dalam komponen perjalanan dinas pimpinan
dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp447,75 juta.

1.11 Pembayaran atas perjalanan dinas untuk kursus dan pelatihan bagi
pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp215,10 juta.

1.12 Terdapat kekurangan barang yang diterima sebesar Rp110,75 juta
dan kemahalan harga sebesar Rp408,15 juta serta tidak sesuai spesifikasi
sebesar Rp859,22 juta pada beberapa paket pengadaan pada Dinas
Pendidikan, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,37 miliar.
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1.13 Pembayaran pekerjaan HRS Base, Aggregat B, dan Aggregat C pada
beberapa paket pekerjaan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana tidak sesuai
dengan prestasi fisik pekerjaan sebesar Rp572,80 juta serta terdapat  alat
yang tidak digunakan sebesar Rp112,74 juta mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp685,54 juta.

Kabupaten Rokan Hilir

1.14 Realisasi belanja daerah sebesar Rp4,88 miliar yang disajikan dalam
laporan realisasi anggaran tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban
yang lengkap dan sah, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.15 Terdapat pembayaran ganda untuk biaya operator, pembantu
operator, bensin, solar dan pelumas sebesar Rp579,21 juta dan biaya
pengangkutan tiang pancang yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp305,19
juta, serta kelebihan perhitungan biaya balok beton sebesar  Rp302,89 juta
pada pekerjaan pembangunan trestle Pelabuhan Panipahan, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,18 miliar.

1.16 Terdapat perhitungan analisa harga satuan pengadaan tiang pancang
baja pada pembangunan jembatan Sei Sinaboi yang salah, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,05 miliar.

1.17 Terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima dengan spesifikasi
dalam kontrak pada pengadaan di RSUD Dr. R.M Pratomo Bagansiapiapi,
sehingga berpotensi merugian keuangan daerah sebesar Rp122,45juta

Kabupaten Rokan Hulu

1.18 Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan timbunan tanah sebesar
Rp421,86 juta dan komponen pekerjaan lapis pondasi agregat kelas b sebesar
Rp2,30 miliar pada paket pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Dalu-
Dalu – Pekan Tebih.

Kota Dumai

1.19 Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,38 miliar dan belanja barang
dan jasa sebesar Rp2,38 miliar pada Dinas Pendidikan belum dipertanggung-
jawabkan sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.20 Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan mengalami kerusakan
pada saat pembangunan, sehingga terhambat pelaksanaannya dan berpotensi
terjadi kerugian daerah sebesar Rp115,01 juta. Masalah tersebut saat ini
sedang ditangani pihak kejaksaan.
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1.21 Pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pelebaran Jalan Perwira -
Jalan Inpres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,19 miliar.

1.22 Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Perwira Kota Dumai tidak
sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga terjadi kelebihan pembayaran
sebesar Rp1,41 miliar.

Kota Pekan Baru

1.23 Terdapat pekerjaan penetrasi makadam yang tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis sehingga merugian keuangan daerah sebesar Rp211,93
juta.

1.24 Terdapat kelebihan pembayaran untuk pekerjaan lapis pondasi agregat
b dan agregat c pada pekerjaan pengaspalan Jalan Badak sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp618,15 juta.

1.25 Terdapat kelebihan pembayaran untuk pekerjaan beton pada proyek
pembangunan pasar Rumbai Badak sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp651,93 juta.

1.26 Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembuatan leoning
saluran Jalan Sudirman dan Sungai Sail I merugikan keuangan daerah sebesar
Rp216,44 juta
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Bab V
Provinsi Jambi

Wilayah Provinsi Jambi meliputi satu pemerintahan provinsi, sembilan
pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota. Selain itu di wilayah
Provinsi Jambi terdapat 10 RSUD dan 16 BUMD terdiri dari 10 PDAM, 5
Perusahaan Daerah (PD), dan satu Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa LKPD TA 2007
pada dua entitas. Sedangkan pemeriksaan LKPD TA 2007 pada sembilan
entitas lainnya dilakukan pada Semester II TA 2008.

Pemeriksaan atas dua LKPD TA 2007 memuat opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) pada satu entitas dan “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) pada satu entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007 pada
kedua entitas tersebut, pendapatan sebesar Rp1,54 triliun, belanja sebesar
Rp1,46 triliun, total aset sebesar Rp3,88 triliun, total kewajiban sebesar
Rp47,14 miliar dan total ekuitas sebesar Rp3,84 triliun. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam
tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dipatuhi, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Jambi

1.1 Pengelolaan Retribusi Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan tidak melalui
mekanisme APBD sebesar Rp3,51 miliar  sehingga dana tersebut tidak
tercantum dalam APBD dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang
pembangunan di seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Jambi.

    Cakupan Pemeriksaan   
No Nama Entitas  LRA Neraca Opini 

    Pendapatan Belanja  Total Aset 
Total 

Kewajiban 
Total 

Ekuitas   
1 Provinsi Jambi 1,155,350.57 1,105,387.89 2,928,719.10 42,064.20 2,886,654.89 WDP 

2 Kab. Tebo 386,856.73 355,852.40 960,255.05 5,084.11 955,170.93 TMP 

  Jumlah 1,542,207.30 1,461,240.29 3,888,974.15 47,148.31 3,841,825.82   

 
 

(dalam juta rupiah)
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1.2 Penerimaan Dinas Kehutanan sebesar Rp691,15 juta tidak disetor
ke kas daerah dan masih tersisa sebesar Rp333,28 juta pada rekening titipan
sehingga penerimaan tersebut dikelola diluar APBD dan tidak terkendali
serta pendapatan daerah kurang diterima sebesar Rp333,28 juta.

1.3 Penilaian kembali (Revaluasi) Aset Tetap TA 2007 tidak dapat diyakini
kebenarannya dan hasil penilaiannya tidak dapat digunakan sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp965,90 juta.

1.4 Hutang RSD Raden Mattaher sebesar Rp1,25 miliar dikelola diluar
mekanisme APBD sehingga penggunaan penerimaan RSD Raden Mattaher
untuk membayar hutang tidak terkontrol dan berpotensi terjadinya
penyalahgunaan dana.

1.5 Tiga puluh paket pekerjaan pada empat SKPD senilai Rp26,42 miliar
terlambat penyelesaiannya dan rekanan/kontraktor belum dikenakan denda
keterlambatan sebesar Rp3,29 miliar.

Kabupaten Tebo

1.6 Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp125,43 juta.

1.7 Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan perjalanan yang dilaksanakan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,56 juta.

1.8 Sisa uang pada Bendahara Pengeluaran sampai dengan pemeriksaan
berakhir 23 Juni 2008 belum disetor ke kas daerah sehingga membuka
peluang terjadinya penyelewangan dana sebesar Rp433,40 juta.

1.9 Realisasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah
lebih besar dari yang seharusnya sehingga merugikan keuangan daerah
sebear Rp399,04 juta.

1.10 Aset tetap senilai Rp861,69 miliar tidak didukung dengan Daftar
Rincian Aset/Barang Milik Kekayaan Daerah sehingga tidak dapat diyakini
kewajaran penyajiannya dan potensi hilangnya kepemilikan aset sangat besar.
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Bab VI
Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi satu pemerintahan
provinsi, 11 pemerintahan kabupaten, dan empat pemerintahan kota. Selain
itu, di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 11 RSUD dan 17 BUMD
terdiri dari satu  PT. BPD Sumatera Selatan, sepuluh PDAM, dua PT, dan
empat PD.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa LKPD TA 2007
pada sembilan entitas. Pemeriksaan tersebut seluruhnya memberikan
opini”Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007
pada sembilan entitas tersebut, realisasi pendapatan sebesar Rp6,90 triliun,
belanja sebesar Rp7,13 triliun, total aset sebesar Rp22,12 triliun, total
kewajiban sebesar Rp178,64 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp21,94 triliun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas
sebagai dimuat dalam tabel berikut.

                                 (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

Realisasi Anggaran Neraca 

 

 

No 

 

 

Nama Entitas  Pendapatan Belanja Total Aset Total 

Kewajiban 

Total 

Ekuitas 

 

 

Opini 

1 Provinsi Sumatera Selatan 2.135.815,04 2.328.231,68 10.151.396,46 2.408,97 10.148.987,49 WDP 
2 Kab. Banyuasin 663.545,54 603.503,86 1.203.951,20 131.193,09 1.072.758,11 WDP 
3 Kab. Muara Enim 730.782,75 757.768,37 1.788.332,95 3.422,14 1.784.910,81 WDP 
4 Kab. Musi Banyuasin 1.302.864,61 1.432.741,38 3.644.884,51 226,32 3.644.658,19 WDP 
5 Kab. OKU 545.445,53 558.445,16 2.213.382,12 303,28 2.213.078,84 WDP 
6 Kab. OKU Timur 508.063,73 519.922,28 627.897,01 451,28 627.445,73 WDP 
7 Kota Lubuk Linggau 346.321,87 297.990,05 698.079,81 367,99 697.711,81 WDP 
8 Kota Pagaralam 322.899,44 311.888,39 858.325,31 21.342,50 836.982,80 WDP 
9 Kota Prabumulih 350.737,79 325.809,50 940.369,92 18.933,39 921.436,52 WDP 

 
Jumlah 6.906.476,30 7.136.300,67 22.126.619,29 178.648,96 21.947.970,30 

 

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Sumatera Selatan

1.1  Dana ganti rugi pembebasan lahan yang ditolak pemilik tanah sebesar
Rp1,47 miliar masih tersimpan di Rekening Operasional Bendahara Pembantu
Pengeluaran Biro Pemerintahan Umum sehingga membuka peluang
penyalahgunaan dana.
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1.2  Belanja reses DPRD Provinsi  Sumatera Selatan diberikan secara tunai
kepada konstituen sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp232,88
juta.

1.3 Penetapan harga atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung
Api-api tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp2,78 miliar.

1.4 Belanja perjalanan dinas dan honor pada Sekretariat DPRD, Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Biro Pemberdayaan Perempuan melebihi
standar sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp223,39 juta.

Kabupaten Banyuasin

1.5 Pengadaan AC, Audio-Video, dan satu unit kendaraan roda empat pada
Sekretariat DPRD tidak sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp126,28 juta.

1.6 Pendapatan Daerah pada Dispenda dan Dinas Perikanan dan Kelautan
masing-masing sebesar Rp783,11 juta dan sebesar Rp650,45 juta tidak
dilaporkan dam disetor ke Kas Daerah sehingga pendapatan kurang dicatat
dalam Laporan Keuangan  sebesar Rp1,43 miliar.

Kabupaten Muara Enim

1.7 Pengadaan tanah TA 2007 sebesar Rp7,06 miliar tidak didukung bukti
kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan administrasi atas
kepemilikan tanah tersebut lemah.

1.8  Penitipan dana dari Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Rekening di luar Kas Daerah
pada akhir tahun anggaran masing-masing sebesar Rp15,36 miliar dan
sebesar Rp7,71 miliar tidak sesuai ketentuan sehingga membuka peluang
penyalahgunaan.

Kabupaten Musi Banyuasin

1.9  Denda keterlambatan atas pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU
Pengairan, Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah sebesar Rp240,44 juta belum dikenakan sehingga hak daerah atas
penerimaan denda keterlambatan belum diterima.

1.10  Kegiatan pengadaan tenaga ahli kegiatan kemitraan alih teknologi
kedokteran dan kesehatan tidak sesuai kontrak sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp665,00 juta.

1.11   Pengeluaran daerah untuk Instansi Vertikal membebani APBD sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp323,60 juta.
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1.12   Biaya langsung personil dan non personil atas kegiatan jasa konsultasi
masing-masing sebesar Rp5,14 miliar dan Rp5,76 miliar tidak didukung
bukti-bukti yang lengkap sehingga tidak dapat dinilai kewajarannya.
Kabupaten Ogan Komering Ulu

13  Pendapatan RSUD Kabupaten OKU sebesar Rp4,24 miliar digunakan
secara langsung sehingga realisasi pendapatan dan belanja pada laporan
keuangan dicatat lebih rendah.

1.14  Tanah seluas 838.187,26 m2 senilai Rp29,90 miliar belum didukung
bukti kepemilikan sehingga  pengamanan secara hukum dan administrasi
atas kepemilikan tanah tersebut lemah.

Kabupaten OKU Timur

1.15  Tanah dan Kendaraan Bermotor masing-masing sebesar Rp6,53 miliar
dan sebesar Rp6,61 miliar belum didukung bukti kepemilikan sehingga
pengamanan secara hukum dan administrasi atas kepemilikan tanah dan
kendaraan bermotor tersebut lemah.

1.16 Dana sebesar Rp1,80 miliar dititipkan pada Rekening Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran,
menimbulkan peluang penyimpangan penggunaan anggaran.

1.17  Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD dibayarkan lebih tinggi dari ketentuan sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp481,95 juta.

1.18  Pendapatan dan Belanja dari Dana Kapitasi Askes PNS dan Askeskin
sebesar Rp3,75 miliar tidak dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam
pembukuan keuangan daerah sehingga pendapatan dan belanja daerah
disajikan lebih rendah.

1.19 Pekerjaan pelebaran jalan Kota Martapura (Sungai Tuha – Terukis)
sepanjang 2,10 Km tidak sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp389,20 juta.

Kota Lubuklinggau

1.20 Biaya langsung personil sebesar Rp120,25 juta dan biaya langsung
non personil sebesar Rp130,48 juta tidak didukung dengan bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap sehingga realisasi belanja tersebut tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.21 Denda keterlambatan atas Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa,
Beronjong dan Pembangunan Jembatan, Intake, Pembangunan Instalasi
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Pengolahan Air (IPA) sebesar Rp700,53 juta belum dipungut sehingga hak
daerah atas penerimaan denda keterlambatan belum diterima.

Kota Pagaralam

1.22  Sisa uang persediaan TA 2007 sebesar Rp315,65 juta belum disetor
dan dipinjam untuk  kepentingan di luar kedinasan  mengakibatkan saldo
kas  tidak mencerminkan saldo sebenarnya dan berpotensi merugikan
keuangan daerah.

1.23  Nilai persediaan obat dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan dan
Alat Tulis Kantor pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, Kependudukan
dan Catatan Sipil sebesar Rp879,88 juta tidak sesuai ketentuan sehingga
nilai yang disajikan pada neraca tidak dapat diyakini  kewajarannya.

1.24  Penyertaan Modal pada PT Ayek Besemah sebesar Rp2,63 miliar
tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah sehingga pengamanan
secara hukum dan administrasi atas penyertaan modal tersebut lemah.

1.25   Realisasi belanja pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah,
dan Kantor Pengelolaan Air Minum sebesar Rp2,38 miliar tidak didukung
bukti-bukti yang lengkap sehingga tidak dapat dinilai kewajarannya.

1.26  Tanah seluas 4.268.457 m2 senilai Rp76,95 miliar belum didukung
bukti kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan administrasi
atas kepemilikan tanah tersebut lemah.

Kota Prabumulih

1.27   Pendapatan dan Piutang Klaim Askes masing-masing sebesar Rp1,76
miliar dan sebesar Rp1,05 miliar pada RSUD Kota Prabumulih tidak
dilaporkan dan digunakan langsung sehingga nilai realisasi
pendapatan,belanja, dan piutang dalam LRA disajikan lebih rendah.

1.28 Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota, DPRD, Alun-Alun dan
Infrastruktur Kawasan Perkantoran dan perhitungan nilai pekerjaan atap
masing-masing sebesar Rp1,02 miliar dan sebesar Rp905,41 juta tidak sesuai
kontrak sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,90
miliar.

1.29 Tanah seluas 325.312 m2 senilai Rp7,33 miliar belum didukung bukti
kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan administrasi atas
kepemilikan tanah tersebut lemah.
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Bab VII
Provinsi Bengkulu

Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi satu pemerintahan provinsi,
delapan pemerintahan kabupaten, dan satu pemerintahan kota. Selain itu,
di wilayah Provinsi Bengkulu terdapat empat RSUD dan lima BUMD terdiri
dari satu BPD dan empat PDAM.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan atas
LKPD TA 2007 pada satu entitas yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan
opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD Kabupaten
Rejang Lebong TA 2007, jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp409,08
miliar, belanja sebesar Rp390,79 miliar, total aset sebesar Rp876,04 miliar,
total kewajiban sebesar Rp8,32 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp867,71
miliar.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain
terungkap dalam temuan pemeriksaan sebagai berikut.

Kabupaten Rejang Lebong

1.1 Tanah seluas 2.075.420,54 m2 senilai Rp66,95 miliar  belum didukung
dengan bukti kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan
administrasi atas kepemilikan tanah tersebut lemah.

1.2 Pengeluaran untuk Instansi Vertikal membebani APBD sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp168,00 juta dan memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp204,15 juta.
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Bab VIII
Provinsi Lampung

Wilayah Provinsi Lampung meliputi satu pemerintahan provinsi,
sembilan pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain itu di
wilayah Provinsi Lampung terdapat delapan RSUD dan 13 BUMD terdiri
dari delapan PDAM, dua Perusahaan Daerah (PD), satu Bank Pembangunan
Daerah Lampung, satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan satu Bank
Syariah.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan atas
LKPD TA 2007 pada sebelas entitas. Pemeriksaan seluruhnya memberikan
opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007
pada sebelas entitas tersebut, realisasi pendapatan sebesar Rp7,38 triliun,
belanja sebesar Rp7,61 triliun, total aset sebesar Rp17,48 triliun, total
kewajiban sebesar Rp201,83 miliar dan total ekuitas sebesar Rp17,27 triliun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas
sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Lampung

1.1 Terdapat perbedaan mutasi aset tetap antara Bagian Akuntansi dengan
Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp90,30 miliar dan sebanyak 150
bidang tanah seluas 2.900.678 m2 senilai Rp261,13 miliar belum memiliki

           (dalam juta rupiah) 
    Cakupan Pemeriksaan   
No Nama Entitas  LRA Neraca Opini 

    Pendapatan Belanja  Total Aset Total 
Kewajiban 

Total 
Ekuitas   

1 Provinsi Lampung 1,374,096.05 1,532,401.69 5,122,332.49 47,039.78 5,075,292.71 WDP 
2 Kab. Lampung Barat 443,368.15 455,750.03 1,032,768.25 145.15 1,032,623.10 WDP 
3 Kab. Lampung Selatan 851,960.68 900,882.99 1,182,933.84 9,875.18 1,173,058.66 WDP 
4 Kab. Lampung Tengah 795,436.54 810,663.72 1,383,236.24 53,675.47 1,329,560.77 WDP 
5 Kab. Lampung Timur 707,158.78 705,967.73 1,045,631.53 708.91 1,044,922.62 WDP 
6 Kab. Lampung Utara 563,755.59 554,171.34 1,415,671.17 7,797.93 1,407,873.24 WDP 
7 Kab. Tanggamus 626,404.69 679,154.50 1,160,430.72 11,688.06 1,148,742.66 WDP 
8 Kab. Tulang Bawang 606,696.48 601,142.82 1,079,077.89 33,757.40 1,045,320.48 WDP 

9 Kab. Way Kanan 438,700.97 407,283.05 1,124,663.86   12,876.84  1,111,787.02 WDP 
10 Kota Bandar Lampung 665,973.21 660,075.26 1,588,141.75 9,313.62 1,578,828.13 WDP 
11 Kota Metro 306,987.59 307,462.33 1,346,173.86 14,956.57 1,331,217.29 WDP 
  Jumlah 7,380,538.73 7,614,955.46 17,481,061.60 201,834.91 17,279,226.68   
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sertifikat hak atas tanah sehingga berpotensi pindahnya kepemilikan aset
pemerintah daerah.

1.2 Pembayaran bantuan uang transport dan honor pembahasan APBD TA
2007 kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp171,90 juta.

1.3 Program asuransi santunan duka Bumiputera 1912 untuk Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp1,49 miliar.

1.4 Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat
Tahun 2007 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5,00 miliar sehingga
membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan tersebut.

Kabupaten Lampung Barat

1.5 Belanja Bantuan Transportasi Sidang Paripurna DPRD kepada pimpinan
dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp515,25juta.

1.6 Pembayaran Belanja Rumah Tangga dan Belanja Makan Minum Harian
Tamu Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp332,40 juta sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp224,40 juta dan pemborosan sebesar
Rp108,00 juta.

1.7 Pelaksanaan Studi Banding Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp619,44 juta sehingga atas pembayaran Bantuan Transport  dalam
rangka studi banding merugikan keuangan daerah sebesar Rp159,80 juta
dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp459,64 juta.

1.8 Program Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada masyarakat Kabupaten
Lampung Barat  tidak sesuai ketentuan sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp2,82 miliar.

1.9 Realisasi Honorarium Rapat Koordinasi Unsur Muspida tidak sesuai
ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp137,70 juta.

1.10 Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga tidak
sesuai ketentuan  sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan
daerah sebesar Rp2,43 miliar.
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1.11 Penambahan Aset Tetap sebesar Rp8,31 miliar belum dikapitalisasi
dan terdapat perbedaan antara nilai Aset Tetap di neraca dengan hasil
appraisal sebesar Rp26,03 miliar sehingga nilai Aset Tetap disajikan tidak
sesuai dengan yang disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kabupaten Lampung Selatan

1.12 Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kalianda selama
Tahun 2007 tidak dicatat secara  bruto dan belum diterima, sehingga
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum menggambarkan nilai
yang sebenarnya sebesar Rp3,85 miliar dan kurang penerimaan sebesar
Rp943,58 juta.

1.13 Realisasi pembayaran klaim PT AJB Bumiputera 1912 kepada rumah
tangga miskin Tahun 2007 dan 2008, tidak didukung perhitungan biaya
dan manfaat yang memadai sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar
Rp2,65 miliar dan mengganggu program lain yang lebih prioritas.

1.14 Realisasi Belanja Asuransi Jiwa Bumiputera untuk PNS tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,46 miliar.

1.15 Kelebihan pembayaran untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD
dan staf sekretariat sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp221,27
juta.

1.16 Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) empat Anggota DPRD
Pergantian Antar Waktu (PAW) dan satu orang yang telah meninggal dunia
belum dikembalikan ke Kas Daerah sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp261,73 juta.

1.17 Aset Tetap dalam kondisi rusak diragukan kewajaran nilainya sebesar
Rp9,82 miliar, Aset Tetap Tanah belum didukung bukti kepemilikan yang
sah senilai Rp137,75 miliar, Aset Tetap tidak jelas status kepemilikannya
senilai Rp10,86 miliar, dan Aset Tanah dan Kendaraan tidak jelas
keberadaaannya senilai Rp5,76 miliar sehingga nilai aset tetap sebesar
Rp245,95 miliar tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kabupaten Lampung Tengah

1.18 Aset Tanah seluas 321.920 m2 seharga Rp9,76 miliar belum didukung
dengan bukti kepemilikan, pekerjaan fisik sebesar Rp1,70 miliar tidak tercatat
sebagai penambah Aset Tetap dan 3.703 unit Aset Tetap senilai Rp20,99
miliar dalam kondisi rusak berat masih tercantum dalam Neraca Tahun
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2007 sehingga status kepemilikannya tidak jelas dan nilai aset tetap tidak
dapat diyakini kebenarannya.

1.19 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp24,50 miliar digunakan untuk
membiayai Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga terdapat DAK sebesar
Rp7,39 miliar yang tidak terlaksana sesuai rencana.

1.20 Perjanjian pinjaman daerah kepada pihak ketiga tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp20,00 miliar sehingga pembayaran pokok dan bunga pinjaman
membebani tahun anggaran berikutnya dan pinjaman jangka pendek menjadi
tidak terkendali.

Kabupaten Lampung Timur

1.21 Terdapat Aset Tetap berupa Tanah dalam Laporan Keuangan belum
didukung dengan sertifikat kepemilikan senilai Rp102,92 miliar sehingga
nilai aset tersebut dalam neraca daerah per 31 Desember 2007 tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.22 Pencatatan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan sehingga Belanja Hibah
pada Laporan Realisasi APBD TA 2007 disajikan lebih rendah sebesar Rp3,93
miliar.

1.23 Realisasi Belanja Hibah dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD dan
belum ada Berita Acara Serah Terima Aset Tetap sehingga penyajian Aset
Tetap berupa Bangunan dan Gedung pada Neraca per 31 Desember 2007
dicatat lebih rendah sebesar Rp2,82 miliar.

1.24 Pembayaran premi asuransi jiwa PNS tidak sesuai dengan ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,88 juta.

1.25 Program asuransi jiwa penduduk Kabupaten Lampung Timur
dibayarkan ganda sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,34
miliar dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp954,75 juta.

1.26 Penyelesaian beberapa kegiatan di Dinas Cipta Karya terlambat dan
rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1,52 miliar,
sehingga pemanfaatan atas pekerjaan yang telah diperjanjikan dan penerimaan
atas denda terlambat.

Kabupaten Lampung Utara

1.27 Biaya rapat pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan ganda sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,99 miliar.
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1.28 Aset tetap berupa tanah senilai Rp61,16 miliar belum didukung bukti
kepemilikan sah (sertifikat) sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan.

1.29 Program Asuransi Jiwa Penduduk Kabupaten Lampung Utara tidak
memperoleh hasil yang maksimal dan klaim asuransi belum dibayarkan
pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie sebesar  Rp113,75 juta sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,91 miliar dan tertundanya
penerimaan klaim oleh pihak yang berhak/penduduk sebesar Rp113,75 juta.

Kabupaten Tanggamus

1.30 Terdapat pengeluaran Kas Daerah tanpa melalui penerbitan SPM,
sehingga membuka peluang penyalahgunaan uang daerah sebesar Rp1,39
miliar.

1.31 Tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah,
Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, Jalan dan Irigasi sebanyak 417
buah tidak memiliki nilai perolehan dan tanah sebanyak 1.130 bidang senilai
Rp251,14 miliar tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah sehingga
akun aset tetap per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya.

1.32 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp414,96 juta.

1.33 Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah menggunakan uang
pembayaran listrik Kantor Sekretariat Daerah untuk tujuan lain, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp210,99 juta.

1.34 Pelaksanaan Program Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak didukung
perhitungan biaya dan manfaat yang memadai, sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp2,99 miliar.

Kabupaten Tulang Bawang

1.35 Sisa kas di Bendahara Pengeluaran TA 2004, 2005 dan 2006 tidak
dapat dipertanggung jawabkan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp145,51 juta.

1.36 Aset tanah seluas 319.309 m2 senilai Rp6,37 miliar belum mempunyai
bukti kepemilikan dan alat kesehatan senilai Rp9,92 miliar belum disajikan
dalam neraca sehingga neraca per 31 Desember 2007 belum
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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1.37 Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Dana
Operasional pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp112,46 juta.

1.38 Program Asuransi Jiwa seluruh masyarakat/ penduduk tidak didasarkan
pada perhitungan biaya dan manfaat, sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp2,95 miliar.

Kabupaten Way Kanan

1.39 Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD Pergantian Antar
Waktu (PAW) belum dikembalikan sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp173,78 juta.

1.40 Program asuransi jiwa bagi penduduk dilaksanakan tidak berdasarkan
perhitungan biaya dan manfaat yang cermat sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp2,99 miliar.

1.41 Program asuransi jiwa bagi PNS, Perangkat Kampung dan Pegawai
Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) tidak sesuai dengan ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,17 miliar.

1.42 Pelaksanaan pekerjaan terlambat dan rekanan/kontraktor belum
dikenakan denda sebesar Rp105,15 juta serta pemutusan kontrak pekerjaan
belum dikenakan denda sebesar Rp232,66 juta sehingga fasilitas umum
tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan dan merugikan keuangan daerah
dari denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp337,81 juta.

1.43 Aset Tetap dalam Laporan Keuangan sebesar Rp14,51 miliar dalam
kondisi rusak berat masih dicatat berdasarkan harga perolehan dan aset
tetap tanah sebesar Rp61,29 miliar belum didukung bukti kepemilikan yang
sah sehingga  nilai aset tetap lainnya dalam neraca diragukan kewajarannya
sebesar Rp14,51 miliar dan aset tanah berpotensi dikuasai pihak lain.

Kota Bandar Lampung

1.44 Belanja DAK TA 2006 pada Dinas Pendidikan dan Perpustakaan dan
TA 2007 pada Dinas Kebersihan dan Keindahan belum dibayarkan kepada
pihak ketiga sebesar Rp1,27 miliar mengakibatkan terbukanya peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

1.45 Terdapat 98 lahan tanah seluas 688.708,50 m2 senilai Rp196,80 miliar
belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dan tanah pada 27
lokasi seluas 157.599 m2 belum tercatat dalam neraca sehingga aset tersebut
berpotensi hilang dan tidak terjamin keamanannya secara hukum.
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1.46 Pengelolaan dana bantuan untuk sekolah melalui rekening pribadi
sehingga berpeluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3,55 miliar.

Kota Metro

1.47 Tanah seluas 2.465.287m2 senilai Rp492,11 miliar belum memiliki
sertifikat dan Aset Tetap senilai Rp15,51 miliar dalam kondisi rusak berat
masih dicatat dalam perkiraan Aset Tetap sehingga nilai aset tetap dalam
neraca diragukan kewajarannya sebesar Rp507,62 miliar.

1.48 Pembayaran bantuan biaya operasional penyelenggaraan Muspida tidak
sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp566,56
juta.

1.49 Pemberian bantuan asuransi jiwa dan kecelakaan diri bagi Pegawai
Negeri Sipil tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp879,40 juta.

1.50 Pemberian asuransi jiwa jabatan khusus kepada Walikota dan Wakil
Walikota tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian keuangan daerah
sebesar Rp108,00 juta.
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Bab IX
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi satu
pemerintahan provinsi, enam pemerintahan kabupaten, dan satu
pemerintahan kota. Selain itu, di wilayah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terdapat tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM).

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK  melaksanakan pemeriksaan laporan
keuangan TA 2007 pada lima entitas. Pemeriksaan tersebut memberikan
opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007
pada lima entitas tersebut, jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp2,01 triliun,
belanja sebesar Rp1,93 triliun, total aset sebesar Rp5,39 triliun, total
kewajiban sebesar Rp20,11 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp5,37 triliun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas
sebagaimana dimuat dalam tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.1 Penerimaan dan penggunaan langsung klaim Askeskin dan Askes Sosial
RSJ sebesar Rp1,08 miliar tidak dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga
realisasi pendapatan dan belanja disajikan lebih rendah.

1.2 Penyelesaian Pekerjaan Penggantian Jembatan, Pembangunan Gedung,
Pencetakan Sawah, Pengadaan Bibit Sapi, Pembuatan Kolam dan
Pembangunan Rumah TA 2007 terlambat dan rekanan/kontraktor belum

                                          (dalam juta rupiah ) 

Cakupan Pemeriksaan 
Realisasi Anggaran Neraca No. Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset 
Total 

Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Provinsi Kep. Bangka Belitung 609.867,86 636.425,23 1.881.659,16 6.010,07 1.875.649,09 WDP 

2 Kab. Bangka  403.208,05 353.019,53 849.140,12 7.551,88 841.588,24 WDP 

3 Kab. Bangka Barat 299.611,87 299.379,88 630.684,64 1.257,10 629.427,54 WDP 

4 Kab. Belitung 359.173,03 352.544,35 760.070,73 2.336,11 757.734,62 WDP 

5 Kota Pangkalpinang 343.882,76 293.565,87 1.272.616,28 2.963,87 1.269.652,41 WDP 

Jumlah 2.015.743,57 1.934.934,86 5.394.170,93 20.119,03 5.374.051,90   
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dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2,05 miliar sehingga hak daerah
atas denda keterlambatan belum diterima.

1.3 Pekerjaan Jasa Konsultansi Rancangan Implementasi dan Amdal Etalase
Kelautan dan Perikanan tidak sesuai kontrak dan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sehingga berindikasi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp244,25 juta dan daerah belum memperoleh
pendapatan dari denda keterlambatan sebesar Rp47,09 juta.

Kabupaten Bangka

1.4 Penerimaan Dana Blockgrant pada Dinas Pendidikan dan Penerimaan
Dana Kapitasi dari PT. Askes (Persero) pada Dinas Kesehatan dan RSUD
Sungailiat sebesar Rp12,14 miliar tidak melalui kas daerah sehingga Laporan
Realisasi Anggaran yang disajikan belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.

1.5 Kelambatan penyelesaian empat pekerjaan di Lingkungan Dinas
Kimpraswil belum dikenakan denda keterlambatan sehingga daerah belum
memperoleh pendapatan dari denda keterlambatan tersebut sebesar
Rp154,01 juta.

1.6 Tanah senilai Rp17,11 miliar belum didukung bukti kepemilikan yang
sah sehingga pengamanan secara hukum dan adminstrasi atas tanah tersebut
lemah.

Kabupaten Bangka Barat

1.7 Penerimaan dana bantuan Block Grant dari Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebesar Rp7,68 miliar tidak melalui Kas Daerah dan belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp2,38 miliar sehingga laporan keuangan
belum menggambarkan keadaan senyatanya dan membuka peluang terjadi
penyalahgunaan.

1.8 Jaminan pelaksanaan sebesar Rp723,17 juta atas pekerjaan yang putus
kontrak Pembangunan Gedung pada Dinas Pendidikan dan Pekerjaan
Rehabilitasi, Pembuatan Rusun, Pembangunan Masjid dan   Peningkatan
Jembatan pada Dinas PU belum dicairkan sehingga hak daerah atas
penerimaan tersebut belum diterima.

Kabupaten Belitung

1.9 Pendapatan dan penggunaan Dana Bantuan Pendidikan dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dicatat dalam Laporan Keuangan
sehingga pendapatan dan belanja TA 2007 kurang dicatat sebesar Rp3,31
miliar.
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1.10 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan Asphalt Treated Base (ATB) pada
Dinas PU tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga  merugikan keuangan
daerah sebesar Rp194,37 juta.

1.11 Terdapat 287 persil tanah senilai Rp14,19 miliar belum didukung bukti
kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan adminstrasi atas tanah
tersebut lemah.

1.12 Terdapat 198 unit kendaraan bermotor roda dua dan 56 unit kendaraan
berrmotor roda empat senilai Rp5,49 miliar belum didukung bukti
kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum dan adminstrasi atas
kendaraan tersebut lemah.

Kota Pangkalpinang

1.13 Penerimaan klaim dari PT ASKES (Persero) sebesar Rp2,97 miliar
dan penggunaannya sebesar Rp2,82 miliar tidak dilaporkan dalam laporan
keuangan sehingga realisasi pendapatan dan belanja dalam TA 2007 disajikan
lebih rendah.

1.14 Penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Block Grant dari Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp6,69 miliar tidak melalui Kas Daerah
sehingga Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

1.15 Tanah perolehan TA 2007 seluas 234.315,65 m2 senilai Rp3,80 miliar
belum didukung bukti kepemilikan sehingga pengamanan secara hukum
dan administrasi atas tanah tersebut lemah.
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Bab X
Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau meliputi satu pemerintahan provinsi,
empat pemerintahan kabupaten, dua pemerintahan kota dan satu otorita
Batam. Selain itu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat lima RSUD
dan 12 BUMD, yang terdiri dari dua PDAM dan 10 PD lainnya.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan laporan
keuangan TA 2007 pada tiga entitas, dengan opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP). Berdasarkan LKPD TA 2007 pada tiga entitas
tersebut, realisasi pendapatan sebesar Rp2,17 triliun, belanja sebesar
Rp3,11 triliun, aset sebesar Rp4,07 triliun, kewajiban sebesar Rp34,53 miliar
dan Ekuitas sebesar Rp4,04 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam daftar
berikut.

                                                                                                                                      (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca 
 
 
No. 

 
 
Nama Entitas Pendapatan Belanja Total aset Total 

Kewajiban 
Total Ekuitas 

 
 
Opini 

1 Prov. Kep. Riau 1.018.130,70 1.277.317,54 1.249.220,29 279,45 1.248.940,83 WDP 
2 Kab. Bintan 456.936,18 444.629,29 1.089.842,15 7.141,62 1.082.700,52 WDP 
3 Kab. Natuna 702.185,99 1.394.476,68 1.737.937,98 27.113,39 1.710.824,58 WDP 

Jumlah 2.177.252,87 3.116.423,51 4.077.000,42 34.534,46 4.042.465,93  

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Kepulauan Riau

1.1  Pembangunan/rehabilitasi atas beban pemerintah provinsi dialokasikan
untuk  pemerintah kabupaten/kota dan swasta namun belum dihibahkan
minimal sebesar Rp78,35 miliar, sehingga pemerintah provinsi tidak dapat
melakukan pengendalian atas aset yang belum dihibahkan tersebut.

1.2 Status aset tetap sebesar Rp20,18 miliar dan utang PDAM Tirta Janggi
sebesar Rp11,63 miliar dalam Laporan Keuangan TA 2007 belum jelas
mengakibatkan kepemilikan PDAM Tirta Janggi tidak jelas dan pemerintah
provinsi berpotensi menanggung utang PDAM Tirta Janggi.
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1.3 Pertanggungjawaban atas belanja daerah tidak dilengkapi bukti
pendukung yang lengkap, sehingga realisasi pengeluaran sebesar Rp1,73
miliar belum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan.

1.4 Sisa UYHD TA 2007 sebesar Rp8,36 miliar terlambat disetor dan sisa
Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun 2005 sampai dengan
19 Mei 2008 sebesar Rp728,37 juta belum disetor ke Kas Daerah, sehingga
tidak dapat segera dimanfaatkan dan berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan.

Kabupaten Bintan

1.5 Pekerjaan pembangunan Kantor Dinas PU terlambat diselesaikan dan
rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp327,66 juta.

1.6 Pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada BPKKD dan SKPD belum
tertib sehingga penyajian dan pengklasifikasian belanja pegawai dan belanja
barang sebesar Rp9,54 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.7 Pengeluaran belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebesar
Rp1,63 miliar digunakan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
sehingga pengendalian atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan
menjadi lemah dan rawan terjadi penyimpangan.

Kabupaten Natuna

1.8  Terjadi kemahalan harga pengadaan alat laboratorium bahasa untuk
SMP se-Kabupaten Natuna TA 2007 sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp628,15 juta.

1.9  Penganggaran dan realisasi belanja subsidi kepada perusahaan daerah
(Perusda) sebesar Rp49,42 miliar direalisasikan sebagai penyertaan modal
pemerintah daerah sehingga realisasi belanja daerah pada Laporan Realisasi
Anggaran TA 2007 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

1.10 Lima paket pekerjaan konstruksi dan peningkatan jalan sebesar Rp8,95
miliar  dilaksanakan TA 2006, dibayarkan TA 2007 dan dilaporkan dalam
LRA TA 2007 sehingga realisasi belanja modal dalam LRA TA 2007 tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.11 Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas empat kegiatan pada Dinas
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp343,36 juta.
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1.12 Peminjaman kendaraan dinas  sebanyak 17 (tujuh belas) unit kepada
anggota DPRD dan pemberian biaya bahan bakar minyak sebesar Rp193,80
juta kepada anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga kendaraan
tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
merugikan keuangan daerah sebesar Rp193,80 juta.
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Bab XI
Provinsi DKI Jakarta

Wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi satu pemerintahan provinsi,
lima pemerintahan kota dan satu kabupaten administratif. Selain itu, wilayah
Provinsi DKI Jakarta terdapat 27 BUMD, terdiri dari lima Perusahaan Daerah
(PD), dua Badan Pengelola (BP), dan 20 Perusahaan Terbatas (PT).
Disamping itu juga terdapat 12 Badan Layanan Umum (BLU) dan 11 Yayasan.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas satu entitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas
satu entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2007 memuat
opini “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP). Berdasarkan LKPD DKI
Jakarta TA 2007 jumlah realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp16,66
triliun, belanja sebesar Rp17,28 triliun, aset sebesar Rp102,26 triliun,
kewajiban sebesar Rp430,61 miliar, dan ekuitas sebesar Rp101,83 triliun.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi DKI Jakarta

1.1  Aset Tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp93,89 triliun tidak
didukung dengan data rinci per bidang, jenis, lokasi dan nilai per jenis aset
tetap, sehingga saldo aset tetap belum dapat diyakini kewajarannya.

1.2  Pengakuan Penyertaan Modal sebagai investasi jangka panjang yang
disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp2,97 triliun masih
menggunakan metode biaya walaupun tingkat kepemilikan diatas 50% dan
20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh
yang signifikan, sehingga saldo investasi jangka panjang dalam Neraca tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

1.3 Saldo persediaan bahan habis pakai/material dalam Neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp181,53 miliar tidak  didukung dengan pencatatan
dan pelaporan yang memadai, sehingga belum dapat diyakini kewajarannya.
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1.4 Realisasi belanja tunjangan pegawai sebesar Rp89,07 miliar tidak
didukung oleh buku pembantu kepegawaian dan pengendalian intern atas
proses realisasinya kurang memadai, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.5 Terdapat pembayaran ganda uang penghargaan pensiun, sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp235,00 juta. Atas
kerugian tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah
sejumlah tersebut.

1.6 Pembayaran Pekerjaan Jakarta Business And Investment Forum TA
2007 pada Badan Penanaman Modal & Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha
Daerah tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp267,11 juta. Atas kerugian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran
ke kas daerah sejumlah tersebut.

1.7 Biaya Jasa Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF Tetra pemerintah
provinsi tidak mempunyai rincian dokumen yang jelas dan lengkap, sehingga
pengeluaran sebesar Rp1,63 miliar belum dapat dipertanggungjawabkan.

1.8 Tunjangan Kesejahteraan Pegawai dibayarkan kepada PNS yang tidak
berhak, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp309,70
juta. Atas kerugian tersebut per tanggal 23 Juni 2008 telah ditindaklanjuti
dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp26,74 juta (net sesudah pajak).

1.9 Pembayaran atas kegiatan penayangan filler hukum Biro Hukum Provinsi
DKI Jakarta melalui media televisi lebih besar dari seharusnya, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,12 miliar.

1.10 Pembayaran Biaya Pengurusan Perkara pada Biro Hukum Provinsi
DKI Jakarta belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang
lengkap, sehingga pengeluaran sebesar Rp1,30 miliar belum dapat
dipertanggungjawabkan.

1.11 Pelaksanaan penayangan promosi investasi melalui media elektronik
dan cetak pada BPM dan PKUD tidak sesuai dengan kontrak sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp342,00 juta. Atas kerugian tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah tersebut
dan setoran terakhir 9 Juli 2008.

1.12 Pembayaran biaya langsung personil dan non personil atas pekerjaan
jasa konsultansi pada BPM dan PKUD tidak sesuai ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,33 juta. Atas kerugian tersebut
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telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah tersebut
dan setoran terakhir 20 Juni 2008

1.13 Pekerjaan rehabilitasi Stadion Sepakbola dan Lapangan Sepakbola
Terbuka Gelanggang Olahraga Ragunan Jakarta Selatan tidak sesuai kontrak,
sehinga merugikan keuangan daerah sebesar Rp246,74 juta. Atas kerugian
tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah
tersebut dan setoran terakhir 29 April 2008

1.14 Pembayaran material on site dalam pekerjaan pembangunan Gedung
Judo Kelapa Gading tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp155,21 juta. Atas kerugian tersebut telah ditindaklanjuti
dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah tersebut dan setoran terakhir 9
Mei 2008

1.15 Pembayaran biaya langsung personil dan non personil atas pekerjaan
jasa konsultansi pada Dinas Olahraga dan Pemuda tidak sesuai ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp142,08 juta. Atas kerugian
tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah
tersebut dan setoran terakhir 21 Mei 2008

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada satu entitas,
yaitu pemeriksaan Belanja Daerah Dinas Bina Mental Spiritual dan
Kesejahteraan Sosial. Jumlah realisasi anggaran TA 2007 adalah sebesar
Rp149,72 miliar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp31,67 miliar, dan nilai
temuan sebesar Rp701,23 juta.

Belanja Daerah

Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial

2.1 Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan Penjangkauan dan
Pengendalian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jalanan/Citra Malam sebesar Rp194,56 juta. Atas permasalahan tersebut
telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sejumlah tersebut.

2.2 Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan PMKS Jalanan
Gelandangan dan Pengemis tidak sesuai ketentuan sebesar Rp127,86 juta.
Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah
sejumlah tersebut.
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Bab XII
Provinsi Jawa Barat

Wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi satu pemerintahan provinsi,
17 kabupaten dan sembilan pemerintahan kota. Selain itu di wilayah Provinsi
Jawa Barat terdapat 21 RSUD dan 24 BUMD terdiri dari satu  PT. Bank
Jabar, 20 PDAM dan tiga PD.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas 26 entitas. Selain itu, bab ini juga memuat hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu pada dua entitas yang merupakan hasil pemeriksaan
Semester II TA 2007.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada 26 entitas memuat opini “Wajar
Tanpa Pengecualian” (WTP) pada satu entitas, “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) sebanyak 18 entitas,  dan “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) sebanyak tujuh entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007
pada 26 entitas tersebut, realisasi pendapatan Rp30,40 triliun, belanja
Rp26,32 triliun total aset Rp84,37 triliun, total kewajiban Rp311,38 miliar
dan total ekuitas Rp84,06 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian
dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

 

                                   (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total aset Total Kewajiban Total Equitas 
Opini 

1  Provinsi Jawa Barat 6,008,260.13 5,341,625.97 15,009,798.36 139,453.54 14,870,344.82 WDP 

2 Kab. Bandung 1,851,603.23 1,800,110.02 3,802,432.55 117.51 3,802,315.04 
WDP 

3 Kab. Bekasi 2,136,019.07 1,118,422.76 2,191,449.37 942.04 2,190,507.33 
WDP 

4 Kab. Bogor 1,624,534.56 1,482,581.30 5,574,197.72 5,000.00 5,569,197.72 
WDP 

5 Kab. Ciamis 1,052,791.39 1,153,383.00 3,266,940.44 21,741.66 3,245,198.78 WDP 

6 Kab. Cianjur 1,066,807.50 1,051,040.07 2,258,889.33 16,252.86 2,242,636.47 TMP 

7 Kab. Cirebon 1,014,368.24 35,189.14 1,926,272.16 720.36 1,925,551.80 WDP 

8 Kab. Garut 1,198,758.84 1,133,154.78 755,408.63 3,400.90 752,007.73 TMP 

9 Kab. Indramayu 967,657.72 94,975.08 2,669,658.17 372.24 2,669,285.93 TMP 

10 Kab. Karawang 1,080,857.14 1,052,226.59 1,919,236.05 11,524.67 1,907,711.39 TMP 

11 Kab. Kuningan 766,796.22 716,003.99 810,710.42 4,617.18 806,093.24 WDP 

12 Kab. Majalengka 786,234.09 829,486.66 1,876,213.67 9,712.28 1,866,501.39 WDP 

13 Kab. Purwakarta 564,495.06 570,061.28 816,871.02 6,246.46 810,624.56 WDP 

14 Kab. Subang 902,209.24 894,949.54 2,841,405.37 1,275.01 2,840,130.36 TMP 

15 Kab. Sukabumi 1,107,103.97 1,059,919.06 2,682,608.09 152.55 2,682,455.54 WDP 

16 Kab. Sumedang 790,986.88 782,090.85 1,426,425.75 10,185.33 1,416,240.42 WDP 

17 Kab. Tasikmalaya 956,896.50 939,716.89 1,742,196.08 7.13 1,742,188.95 WDP 

18 Kota Bandung 1,685,638.88 1,552,886.61 18,897,902.02 15,023.42 18,882,878.60 WDP 
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Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca Opini No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total aset Total Kewajiban Total Equitas  

19 Kota Banjar 394,267.52 351,088.92 782,272.55 1,778.48 780,494.07 WTP 

20 Kota Bekasi 1,109,796.74 1,028,289.19 2,668,303.43 34,236.44 2,634,067.00 WDP 

21 Kota Bogor 635,463.46 582,735.39 3,346,613.20 11.16 3,346,602.04 WDP 

22 Kota Cimahi 445,739.50 439,563.98 1,123,795.70 3,411.76 1,120,383.94 WDP 

23 Kota Cirebon 510,196.28 495,436.50 1,977,217.04 3,880.10 1,973,336.94 TMP 

24 Kota Depok 749,346.27 892,250.55 2,568,628.50 15,439.38 2,553,189.12 WDP 

25 Kota Sukabumi 441,834.22 395,611.80 983,004.20 2,113.02 980,891.18 WDP 

26 Kota Tasikmalaya 554,999.13 534,863.20 455,132.82 3,766.75 451,366.07 TMP 

  Jumlah 30,403,661.75 26,327,663.13 84,373,582.64 311,382.22 84,062,200.42  

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Jawa Barat

1.1  Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mempunyai sistem pencatatan
dan penilaian persediaan serta tidak melakukan inventarisasi persediaan per
31 Desember 2007, sehingga persediaan pada neraca pada periode tersebut
sebesar Rp22,19 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.2  Aset tetap berupa tanah minimal sebesar Rp1,51 miliar tidak mempunyai
bukti kepemilikan sehingga pengamanan atas aset tanah tersebut lemah
dan berpotensi berpindahnya kepemilikan.

1.3  Aset tetap senilai Rp123,37 miliar pada neraca tidak dapat ditelusuri
keberadaannya baik secara fisik maupun dokumen yang dapat menjelaskan
keberadaan aset tersebut sehingga nilai aset tersebut tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.4  Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan PD Jasa
dan Kepariwisataan sebesar Rp872,82 juta dan belanja hibah untuk PD
Agribisnis dan Pertambangan sebesar Rp1,00 miliar tidak dicatat sebagai
penyertaan modal sehingga belanja penyertaan modal disajikan lebih rendah
sebesar Rp1,87 miliar.

1.5  Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas kepada
para pejabat dan pegawai pelaksana sebesar Rp2,88 miliar diberikan dalam
bentuk uang tunai dan dipertanggungjawabkan hanya berupa kuitansi tanda
terima bukan berupa bukti pertanggungjawaban pembelian BBM dan
pelumas sehingga pertanggungjawaban tersebut belum lengkap dan sah.

1.6  Jumlah peserta yang dicantumkan dalam kontrak biaya jasa travel
untuk kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani/Nelayan Andalan XII di
Banyuasin, Sumatera Selatan serta jasa akomodasi dan konsumsi
Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD dan Penyusunan Standar Biaya
Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat  lebih besar daripada jumlah
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peserta yang hadir sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar
Rp344,80 juta.

Kabupaten Bandung

1.7   Penerbitan SP2D GU Rp5,65 miliar untuk pembayaran langsung kepada
Pihak Ketiga/pemborong yang melaksanakan pekerjaan pada Diknas tidak
memenuhi kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D LS sehingga
pembayaran tersebut belum secara sah dapat dipertanggungjawabkan dan
berpotensi timbulnya kerugian daerah seandainya pekerjaan pengadaan
belum dilaksanakan.

1.8  Penerimaan dari penggantian biaya kapitasi ASKES pada Dinas Kesehatan
sebesar Rp565,70 juta dan penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan
pada Rumah Sakit Majalaya sebesar Rp2,10 miliar digunakan langsung
untuk kegiatan operasional sehingga membuka peluang terjadinya
penyimpangan dan penerimaan daerah sebesar Rp2,66 miliar terlambat
diterima.

Kabupaten Bekasi

1.9  Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan peningkatan jalan dan
pemeliharaan periodik pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, peningkatan
jalan lingkungan pada Dinas Permukiman dan Pertamanan dan Pembangunan
Puskesmas pada Dinas Kesehatan TA 2007   mengakibatkan kelebihan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rp303,51 juta.

1.10   Bantuan kredit  bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) TA 2002 dan TA
2003 sebesar Rp3,72 miliar macet  sehingga pemberian bantuan kredit
tidak efektif dan program tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Kabupaten Bogor

1.11  Pembangunan Jembatan Cidokom melebihi batas waktu yang telah
ditentukan dalam kontrak namun kontraktor belum dikenakan denda
kelambatan sehingga tujuan pembangunan jembatan Cidokom belum
mencapai sasaran, dan penerimaan daerah dari denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan belum diterima Kas Daerah sebesar Rp422,40 juta.

1.12  Terdapat kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas
Bina Marga dan Pengairan, kegiatan pembangunan rumah dinas Camat
Babakan pada Dinas Cipta Karya, kegiatan  pekerjaan pembangunan terminal
Leuwiliang pada Dinas Perhubungan dan kegiatan pekerjaan pembangunan
gedung sekolah pada Dinas Pendidikan mengakibatkan kelebihan pembayaran
kepada rekanan sebesar Rp247,62 juta dan denda keterlambatan atas
penyelesaian beberapa pekerjaan sebesar Rp191,91 juta belum dipungut
dan disetorkan ke Kas Daerah.
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1.13  Harga pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Unit sekolah Baru
(USB) SMAN 1 Ciomas terlalu mahal sebesar Rp393,60 juta sehingga
merugikan keuangan daerah.

1.14  Nilai aset tanah per 31 Desember 2007 sebesar Rp1,98 triliun belum
mempunyai bukti kepemilikan, sehingga pengamanan aset tanah Pemerintah
Kabupaten Bogor tersebut masih lemah dan tidak ada kepastian hukum
atas hak kepemilikan tanah serta berpotensi timbulnya sengketa dengan
pihak lain.

Kabupaten Cianjur

1.15  Realisasi belanja rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah tidak
dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah
mengakibatkan pengeluaran anggaran belum dapat dipertanggungjawabkan
sebesar Rp1,44 miliar.

1.16  Dana Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (PPK IPM) TA 2007 yang disimpan di Bank Syariah
Mandiri yang dijadikan jaminan kredit usaha kecil menengah tidak sesuai
ketentuan dan tidak tercatat sebagai aset dalam Neraca per 31 Desember
2007 sehingga aset pemerintah kabupaten Cianjur tidak terjamin
keamanannya sebesar Rp2,04 miliar.

1.17  Pelaksanaan pembangunan gedung DPRD sebesar Rp20,73 miliar
tersendat, namun belum dilakukan pemutusan kontrak sehingga hasil
pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan dan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp1,03 miliar belum dapat dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Kabupaten Ciamis

1.18  Revaluasi aset tetap sebesar Rp1,64 triliun yang disajikan dalam Neraca
per 31 Desember tidak berdasarkan bukti-bukti pendukung dari setiap SKPD
terkait, dan aset tetap sebesar Rp5,36 miliar belum dapat ditelusuri sehingga
nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 tidak
wajar.

1.19  Belanja subsidi sebesar Rp3,68 miliar tidak sesuai ketentuan sehingga
bantuan subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

1.20  Penganggaran kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Besar Islam sebesar Rp2,67 miliar dengan
realisasi sebesar Rp2,25 miliar tidak sesuai ketentuan sehingga
memboroskan keuangan daerah dan membebani APBD.
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Kabupaten Cirebon

1.21  Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Badan RSUD Arjawinangun
dan Badan RSUD Waled dipergunakan langsung untuk operasional dan
tidak melalui mekansime APBD sehingga pendapatan yang berada dalam
penguasaan Bendahara penerimaan pada Badan RSUD Arjawinangun dan
Badan RSUD Waled menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan sebesar
Rp49,11 miliar.

1.22  Honorarium tenaga ahli kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan pada Satpol PP belum didukung bukti yang memadai sebesar
Rp1,16 miliar sehingga pengeluaran belum dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Garut

1.23  Pengeluaran belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
serta biaya makan  dan minum pada Sekretariat Daerah melebihi anggaran
sebesar Rp3,88 miliar dan berindikasi fiktif sebesar Rp7,03 miliar sehingga
merugikan keuangan daerah.

1.24 Belanja bantuan sosial sebesar Rp102,32 miliar belum
dipertanggungjawabkan oleh para penerima bantuan dan diantaranya sebesar
Rp7,62 miliar berindikasi fiktif yang mengakibatkan kerugian daerah dan
pengeluaran sebesar Rp15,61 miliar dilakukan sebelum APBD ditetapkan
sehingga pengeluaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan
membuka peluang penyalahgunaan.

1.25 Pemahalan harga pengadaan buku perpustakaan pada kegiatan
revitalisasi SD/MI mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2,93
miliar

Kabupaten Indramayu

1.26 Terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yang  tidak melalui mekanisme APBD sehingga penerimaan
tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp11,11 miliar.

1.27 Terdapat kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi jalan pada Dinas
Bina Marga sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp150,38 juta.

1.28 Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
menghilangkan uang RSUD sebesar Rp422,06 juta yang merugikan keuangan
daerah.

Kabupaten Karawang

1.29  Pemungutan retribusi ijin memperkerjakan  tenaga kerja warga negara
asing  pendatang (TKWNAP) oleh Dinas Tenaga Kerja bertentangan dengan
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peraturan pemerintah pusat mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Pengembangan Keterampilan dan
Keahlian (DPKK) sebesar Rp5,08 miliar.

1.30  Pelaksanaan pekerjaan pemagaran trotoar Johar-Cinangoh tidak sesuai
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak sehingga kelebihan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rp116,24 juta.

1.31  Pembayaran ganda atas biaya perjalanan dinas anggota DPRD yang
merugikan daerah sebesar Rp129,12 juta.

Kabupaten Majalengka

1.32  Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007
hanya berasal dari empat SKPD dari 57 SKPD yang ada sehingga nilai
persediaan sebesar Rp3,71 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.33  Nilai aset tetap yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2007
tidak sesuai dengan hasil kompilasi aset tetap yang tercantum di neraca 32
SKPD dari 50 SKPD yang mengirimkan laporan keuangannya ke Bagian
Perlengkapan pada Sekretariat Daerah sehingga nilai aset tetap sebesar
Rp29,48 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Purwakarta

1.34  Pengeluaran biaya lumpsum BBM dan biaya makan minum sebesar
Rp5,01 miliar diberikan secara tunai, sedangkan dokumen
pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan penganggaran semula, karena
pengeluaran-pengeluaran tersebut dianggarkan dalam Belanja Barang dan
Jasa sehingga pertanggungjawabannya secara administrasi belum sah.

1.35  Perjalanan dinas ganda oleh anggota DPRD dan pegawai Sekretariat
DPRD sebesar Rp568,08 juta merugikan keuangan daerah.

1.36  Pengeluaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat
DPRD dan Sekretariat Daerah tidak dapat diyakini kewajarannya dan melebihi
ketentuan sehingga pemerintah daerah membayar lebih sebesar Rp720,28
juta.

1.37  Kekurangan volume pekerjaan pada 16 kegiatan di Dinas Bina Marga
sebesar Rp754,76 juta dan dua kegiatan di Dinas Cipta Karya dan Pengairan
sebesar Rp96,00 juta mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan
sebesar Rp850,77 juta.

1.38  Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Sekretariat
Daerah sebesar Rp205,50 juta tidak didukung dengan proposal yang memadai
dan Belanja Bantuan sebesar Rp150,00 juta berindikasi fiktif sehingga belanja
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bantuan sebesar Rp205,50 juta tidak dapat diyakini kewajarannya dan
merugikan keuangan daerah sebesar Rp150,00 juta.

Kabupaten Subang

1.39 Nilai  aktiva tetap hasil  appraisal sebesar Rp2,71 triliun belum
mencerminkan seluruh aset yang dimiliki dan tidak dapat diandalkan
keakuratannya sehingga nilai aktiva tetap per 31 Desember 2007 tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.40 Penggunaan langsung pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di
puskesmas sebesar Rp2,03 miliar mengakibatkan realisasi belanja tidak
disajikan sebagaimana mestinya.

1.41 Penyertaan modal pada beberapa BUMD sebesar Rp35,65 miliar belum
didukung dengan Peraturan Daerah sehingga penyertaan modal tersebut
belum sah dan tidak memiliki bukti kepemilikan sebagai lazimnya penyertaan
modal.

Kabupaten Sukabumi

1.42 Penyertaan modal pada  PD BPR Sukabumi, Perkreditan Kecamatan
dan PDAM Sukabumi sebesar Rp63,49 miliar tanpa didukung bukti
penyertaan modal yang diterbitkan oleh pihak Perusahaan Daerah sehingga
pemerintah kabupaten berpotensi mengalami kerugian atas hilangnya
penyerahan modal yang tidak diadministrasikan secara memadai.

1.43 Volume pekerjaan jasa oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Permukiman
dan Pembangunan kurang dikerjakan mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rp103,77 juta.

Kabupaten Sumedang

1.44 Terjadi kemahalan harga pada pekerjaan kegiatan rehabilitasi SD/MI
pada Dinas Pendidikan sebesar Rp875,00 juta dan indikasi kelebihan
pembayaran sebesar Rp1,15 miliar yang merugikan keuangan daerah.

Kabupaten Tasikmalaya

1.45 Saldo awal nilai aset tetap dalam penyusunan neraca awal berbeda
dengan nilai aset tetap berdasarkan appraisal sehingga nilai aset tetap dalam
neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp111,89 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.46 Pembayaran pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi SD/SMP dan
pekerjaan penyusunan rencana Jalan Lingkar Utara/Selatan serta jembatan
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penunjang ibukota dan kawasan pusat pemerintahan pada Dinas Pekerjaan
Umum melebihi ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar
Rp197,12 juta.

Kota Bandung

1.47 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung pada PD Kebersihan
sebesar Rp8,02 miliar belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
sebesar Rp557,29 juta belum diakui secara pasti oleh Pemerintah Kota
sebagai nilai penyertaan modal, perbedaan tersebut disebabkan belum pernah
dilakukan rekonsiliasi data antara kedua pihak sehingga belum memiliki
dasar hukum yang kuat, dan nilai penyertaan modal sebesar Rp557,29 juta
yang diakui pada Laporan Keuangan PD Kebersihan, masih belum jelas
statusnya.

1.48 Piutang kepada CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) sebesar
Rp4,77 miliar belum diterima sehingga Pemerintah Kota tidak dapat segera
memanfaatkan dana tersebut.

1.49 Penyertaan modal pada Yayasan Purna Bhakti sebesar Rp1,47 miliar
tidak didukung dengan bukti sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1.50 Hutang Jangka Panjang kepada PT Jasa Marga sebesar Rp1,00 miliar
telah jatuh tempo selama lima tahun, namun belum dilunasi sehingga
membebani pemerintah kota.

1.51 Pendapatan Daerah atas Penjualan Kendaraan Bermotor yang
dihapuskan (Dum) sebesar Rp509,46 juta belum diterima pemerintah kota
sehingga dana tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan.

Kota Banjar

1.52 Pengeluaran belanja modal sebesar Rp15,58 miliar tidak sesuai dengan
kebutuhan sebenarnya yang mengakibatkan pengeluaran tersebut tidak dapat
memberikan manfaat yang maksimal/tidak efektif.

1.53 Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Anom berdasarkan Peraturan Daerah
No 23 Tahun 2004 tidak jelas penggunaannya dan terdapat kelebihan
penyertaan sebesar Rp10,12 miliar.

Kota Bekasi

1.54 Nilai Aset Tetap yang dilaporkan SKPD tidak menggambarkan kondisi
yang sebenarnya  karena terdapat perbedaan Saldo Aset Tetap per 31
Desember 2006  antara Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan senilai
Rp2,58 miliar dan SKPD sebagai pengguna barang belum sepenuhnya
melakukan penatausahaan barang milik daerah.
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1.55 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar sebesar Rp1,20 miliar dan
Kebersihan sebesar Rp285,06 juta pada beberapa pasar tidak dapat
direalisasikan sehingga pemerintah kota kehilangan potensi penerimaan
sebesar Rp1,48 miliar.

Kota Bogor

1.56 Sebanyak 25 SKPD tidak melakukan  stock opname  serta terdapat
saldo persediaan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan enam
kecamatan tidak di laporkan sehingga nilai persediaan sebesar Rp1,88 miliar
pada Neraca Pemerintah Kota per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Kota Cimahi

1.57 Mekanisme Penetapan Belanja Hibah Padat Karya Pemberdayaan
Masyarakat (PKPM) senilai Rp3,74 miliar tidak sepenuhnya didasarkan
atas usulan Pemerintah Kota serta sebesar Rp1,85 miliar diantaranya belum
dipertanggungjawabkan dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp15,00 juta
sehingga tujuan pemberian hibah tersebut tidak sepenuhnya tercapai.

Kota Cirebon

1.58 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada PDAM Kota
Cirebon belum didukung dengan dasar hukum atau Perda sehingga
penyertaan modal sebesar Rp26,51 miliar tidak jelas statusnya dan belum
dapat dipertanggungjawabkan.

1.59 Belanja yang menambah aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp4,82
miliar tidak diklasifikasikan sebagai belanja modal sehingga nilai aset tetap
dalam neraca per 31 Desember 2007 kurang disajikan sebesar Rp4,82 miliar.

Kota Depok

1.60 Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan barang/jasa pada Dinas
Tata Kota dan Bangunan dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar  Rp654,96 juta serta denda
keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp57,86 juta  belum
dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah.

Kota Sukabumi

1.61 Pelaksanaan dua pekerjaan pada RSUD R Syamsudin, SH mengalami
pemutusan kontrak dan jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak belum
dicairkan dan disetorkan ke kas daerah serta kepada penyedia jasa belum
dikenakan sanksi daftar hitam perusahaan (Black List) sehingga pendapatan
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daerah dari pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp117,74 juta belum
diterima.

1.62 Pembangunan jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan TA 2007 pada
Dinas Perhubungan kurang dilaksanakan sehingga kelebihan pembayaran
sebesar Rp163,48 juta dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
belum dipungut sebesar Rp17,99 juta.

Kota Tasikmalaya

1.63 Nilai aset tetap dalam neraca sebesar Rp359,01 miliar tidak dapat
ditelusuri yang sehingga nilai aset dalam neraca per 31 Desember 2007
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.64 Terdapat penerimaan RSUD sebesar Rp40,04 miliar dan belanja sebesar
Rp37,85 miliar yang  tidak melalui mekanisme APBD atau digunakan
langsung akibatnya terjadinya peluang penyalahgunaan dana karena kebijakan
Pemerintah Kota terhadap penerimaan retribusi RSUD dan Dinas Kesehatan
belum mengikuti ketentuan.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas belanja daerah
pada Kota Cirebon dan manajemen aset pada Kota Bogor dengan jumlah
realisasi sebesar Rp3,29 triliun dan nilai cakupan pemeriksaan sebesar
Rp2,46 triliun serta nilai penyimpangan sebesar Rp30,64 miliar.

Belanja Daerah

Kota Cirebon

2.1 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13,71 miliar tidak tepat sasaran dan
belum dipertanggungjawabkan sehingga pemberian bantuan sosial kepada
organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi sebesar Rp12,71 miliar
tidak jelas peruntukan penggunaannya serta Belanja bantuan sosial kepada
Instansi Vertikal sebesar Rp730,00 juta dan bantuan sosial kepada Walikota,
Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan pimpinan instansi vertikal sebesar
Rp268,20 juta merupakan pemborosan keuangan daerah.

2.2 Dana bantuan dari provinsi untuk Program Pendanaan Kompetisi Indeks
Pembangunan (PPK IPM) sebesar Rp13,87 miliar belum dipertanggung-
jawabkan dan terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp302,15
juta sehingga penggunaan dana sebesar Rp13,87 miliar tidak jelas dan
merugian keuangan daerah sebesar Rp302,15 juta.
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Manajemen Aset

Kota Bogor

2.3 Hasil penghitungan terhadap Site Plan (tapak) yang diserahkan
pengembang kepada Dinas Tata Kota Kota Bogor dan Daftar Inventarisasi
aset Daerah milik Bagian Pengelolaan Aset, diketahui bahwa masih terdapat
Fasos dan Fasum yang belum diserahkan kepada Pemkot seluas
1.074.851,53 m2, sehingga lahan Fasum dan Fasos seluas 1.074.851,53
m2 belum dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak tercatat sebagai aset
Pemerintah Kota Bogor.

2.4 Pemerintah Kota belum menerima kontribusi sebesar Rp1,09 miliar
dan hak-hak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bangun Kelola
Serah (Build Operate Transfer/BOT) dengan Pasar Kota Kembang, Pengelola
Blok C dan D Pasar  Kebon Kembang, Borobudur Departemen Store, Plaza
Kapten Muslihat Taman Ade Suryani, Bogor Internusa Plaza, RS. Karya
Bhakti, Plaza Bogor dan pemanfaatan Tower Triangle serta belum dikenakan
denda sebesar Rp14,35 juta atas kelambatan penyelesaian pekerjaan,
sehingga Pemerintah Kota Bogor belum menerima kontribusi yang menjadi
haknya minimal sebesar Rp1,09 miliar dan denda atas keterlambatan minimal
sebesar Rp14,35 juta.
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Bab XIII
Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi satu pemerintahan provinsi,
29 pemerintahan kabupaten dan enam pemerintahan kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 41 RSUD dan 101 BUMD, yang
terdiri dari satu BPD, 34 PDAM, dan 66 PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada 30 entitas. Selain itu, bab ini juga memuat hasil pemeriksaan
kinerja pada satu entitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada
sembilan entitas yang merupakan luncuran dari Semester II TA 2007.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada 30 entitas memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP) pada 27 entitas, dan “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) pada tiga entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007 pada 30
entitas tersebut, jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp22,64 triliun, belanja
sebesar Rp21,34 triliun, aset sebesar Rp78,18 triliun, kewajiban sebesar
Rp275,30 miliar, dan ekuitas sebesar Rp77,90 triliun. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat rincian dan opini untuk masing-masing entitas dalam tabel
berikut.  

                                                               (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas  
Pendapatan Belanja Total Aset Total 

Kewajiban Total Ekuitas 
Opini 

1 Prov. Jawa Tengah 4.363.512,60 3.039.630,05 16.301.520,26 105.250,62 16.195.749,64 WDP 
2 Kab. Banjarnegara 629.935,53 610.361,06 2.390.148,91 1.646,20 2.388.502,72 WDP 
3 Kab. Batang 503.000,81 502.074,69 1.433.758,30 2.121,17 1.431.637,14 WDP 
4 Kab. Blora 643.901,83 568.072,45 2.631.558,12 12.518,00 2.619.040,11 WDP 
5 Kab. Boyolali 707.982,73 738.405,46 1.015.400,14 5.541,23 1.009.858,93 WDP 
6 Kab. Cilacap 1.024.420,64 1.067.071,25 2.593.645,46 6.367,79 2.587.277,67 WDP 
7 Kab. Demak 618.252,15 599.354,74 986.202,80 2.406,77 983.796,02 WDP 
8 Kab. Jepara 64.342,55 669.824,90 4.087.046,92 1.526,37 4.085.520,55 WDP 
9 Kab. Karanganyar 641.317,35 619.989,53 4.824.801,87 3.048,41 4.821.753,45 WDP 
10 Kab. Kendal 649.416,77 597.617,56 1.980.333,33 6.346,15 1.973.987,18 TMP 
11 Kab. Klaten 873.759,24 866.709,34 5.119.306,42 169,00 5.119.137,41 WDP 
12 Kab. Kudus 667.161,32 603.786,47 1.525.651,52 1.859,95 1.523.791,57 WDP 
13 Kab. Magelang 756.719,77 815.371,62 1.483.770,08 3.488,73 1.480.281,34 WDP 
14 Kab. Pati 776.279,06 747.390,73 985.353,17 0 985.353,17 WDP 
15 Kab. Pekalongan 556.884,42 550.217,96 3.588.579,85 3.443,59 3.585.136,26 WDP 
16 Kab. Pemalang 686.308,75 651.124,06 2.024.558,38 6.637,93 2.017.920,44 WDP 
17 Kab. Purbalingga 586.627,58 556.752,03 1.194.392,38 2.094,21 1.192.298,17 WDP 
18 Kab. Purworejo 635.796,28 575.928,54 989.228,70 1.467,95 987.760,74 TMP 
19 Kab. Semarang 656.531,04 652.250,84 1.704.876,30 2.748,09 1.702.128,21 WDP 
20 Kab. Sragen 740.548,29 701.934,39 1.474.105,69 6.338,50 1.467.767,18 WDP 
21 Kab. Sukoharjo 615.262,19 634.302,93 905.092,87 1.271,52 903.821,34 TMP 
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Cakupan Pemeriksaan 
LRA Neraca No Nama Entitas  

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

22 Kab. Tegal 710.722,35 703.315,82 1.333.346,42 2.464,10 1.330.882,32 WDP 
23 Kab. Temanggung 522.942,01 503.543,49 1.770.183,16 4.304,97 1.765.878,19 WDP 
24 Kab. Wonogiri 726.402,34 635.198,53 2.371.158,48 25.543,63 2.345.614,85 WDP 
25 Kab. Wonosobo 543.670,61 512.424,21 1.753.639,01 4.334,16 1.749.304,85 WDP 
26 Kota Magelang 325.829,69 317.029,44 1.463.972,92 2.593,78 1.461.379,14 WDP 
27 Kota Salatiga 302.688,63 253.773,74 1.065.198,65 2.087,76 1.063.110,89 WDP 
28 Kota Semarang 1.173.328,88 1.127.846,24 4.488.394,27 20.206,20 4.468.188,07 WDP 
29 Kota Surakarta 601.429,87 588.297,50 3.330.436,83 31.755,45 3.298.681,38 WDP 
30 Kota Tegal 342.986,69 333.581,75 1.369.169,51 5.719,26 1.363.450,25 WDP 
  Jumlah 22.647.961,97 21.343.181,35 78.184.830,75 275.301,50 77.909.009,19   

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Jawa Tengah

1.1  Belanja daerah TA 2007 sebesar Rp2,75 miliar dibayarkan TA 2008
dan dana bantuan sebesar Rp19,85 miliar belum dipertanggungjawabkan,
sehingga belanja daerah tidak mencerminkan realisasi sebenarnya dan dana
bantuan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

1.2  Saldo kas pengembalian dana bergulir pada Dinas Pelayanan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) per 31 Desember 2007 sebesar
Rp2,19 miliar belum disetor ke Kas Daerah atau didistribusikan kepada pihak-
pihak yang berhak menerima sesuai perjanjian, sehingga angsuran pokok
dan jasa bunga bagian Pendapatan Asli Daerah terlambat diterima kas daerah.

1.3  Pengembalian dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian macet
sebesar Rp2,33 miliar, sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat lain,
berpotensi merugikan daerah, dan saldo dana bergulir pada neraca diragukan
kewajarannya.

Kabupaten Banjarnegara

1.4  Bantuan dana kegiatan pemberantasan buta aksara pada Dinas
Pendidikan tidak dilaporkan dan dicatat dalam APBD, sehingga  pendapatan
daerah kurang disajikan sebesar Rp4,15 miliar.

1.5  Nilai aset tetap tanah pada neraca dan daftar inventaris tanah berbeda
sebesar Rp569,49 miliar dan nilai aset tetap jalan dan jembatan sebesar
Rp781,09 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga nilai tanah,
jalan dan jembatan pada neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
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Kabupaten Batang

1.6  Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sebesar
Rp1,98 miliar tidak melalui Kas Daerah, sehingga penerimaan dan belanja
bantuan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan TA 2007.

1.7  Penerimaan dan pengeluaran Dana Askes Sosial dan Asuransi Kesehatan
Masyarakat Miskin (Askeskin) yang dikelola Badan  Rumah Sakit Umum
Daerah (BRSUD) tidak melalui Kas Daerah, sehingga pendapatan kurang
disajikan sebesar Rp5,51 miliar, belanja kurang dicatat sebesar Rp4,19 miliar,
dan saldo kas sebesar Rp1,32 miliar tidak tercatat dalam Laporan Keuangan
TA 2007.

1.8  Pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JPKMM) di Puskesmas tidak melalui mekanisme APBD, sehingga
penerimaan sebesar Rp4,18 miliar, belanja sebesar Rp2,48 miliar, dan saldo
kas sebesar Rp4,51 miliar tidak tercatat dalam Laporan Keuangan TA 2007.

1.9  Nilai aset tetap di Neraca Daerah dengan di Bagian Umum Setda terdapat
selisih sebesar Rp131,57 miliar, sehingga nilai aset tetap di neraca per 31
Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Blora

1.10 Pendapatan dan pengeluaran Askes tidak melalui mekanisme APBD,
sehingga pendapatan sebesar Rp15,38 miliar, belanja sebesar Rp9,33 miliar,
dan saldo Kas sebesar Rp6,06 miliar tidak tercatat dalam Laporan Keuangan
TA 2007.

1.11 Aset tetap dalam neraca masih mengakui aset desa sebesar Rp1,49
triliun dan belum mengakui penerimaan yang berasal dari hibah sebesar
Rp4,72 miliar, sehingga nilai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2007
tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

1.12 Belanja bantuan sosial sebesar Rp11,08 miliar belum
dipertanggungjawabkan, sehingga penggunaan bantuan tersebut tidak dapat
dinilai kewajarannya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
bantuan oleh penerima.

Kabupaten Boyolali

1.13 Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2007 sebesar Rp12,65 miliar
belum dipertanggungjawabkan, sehingga belum diketahui penggunaannya
dan Belanja Bantuan Keuangan pada LRA TA 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
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Kabupaten Cilacap

1.14 Penerimaan insentif PBB senilai Rp11,28 miliar tidak melalui
mekanisme APBD, sehingga LK yang disusun tidak menunjukkan nilai yang
sebenarnya.

1.15 Penerimaan dana bantuan tunai Program JPKMM TA 2007 sebesar
Rp4,26 miliar tidak melalui mekanisme APBD, mengakibatkan pendapatan,
belanja dan saldo kas dari dana JPKMM tersebut tidak dilaporkan dalam
Laporan Keuangan TA 2007.

Kabupaten Demak

1.16 Pekerjaan pembangunan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana
Daerah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp99,83 juta.

Kabupaten Karanganyar

1.17 Penyajian aset tetap dalam neraca sebesar Rp4,65 triliun tidak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga nilai aset tetap tidak dapat
diyakini kewajarannya.

Kabupaten Kendal

1.18 Laporan Keuangan disajikan tidak sesuai prosedur dan realisasi belanja
sebesar Rp390,01 miliar tidak berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.19 Pengadaan tanah untuk instansi vertikal sebesar Rp1,02 miliar tidak
sesuai ketentuan, sehingga membebani APBD TA 2007 dan tidak jelas sta-
tus kepemilikannya.

1.20 Belanja RSUD Swadana sebesar Rp24,33 miliar tidak sesuai realisasi
sesungguhnya dan belanja tersebut disajikan lebih tinggi sebesar Rp1,95
miliar, sehingga nilai yang terdapat di LRA tidak menunjukkan nilai yang
sebenarnya.

1.21 Nilai aset tetap sebesar Rp1,81 triliun hanya merupakan angka
kompilasi dari SKPD dan tidak didukung data rincian serta dengan data aset
pada Badan Pengelola Aset Daerah berbeda, sehingga nilai aset tetap yang
dilaporkan tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak mencerminkan kondisi
sebenarnya.
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Kabupaten Klaten

1.22 Pembelian tanah sebesar Rp232,29 juta belum didukung bukti yang
sah dan terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar
Rp100,00 juta, sehingga nilai aset tanah di neraca per 31 Desember 2007
disajikan lebih tinggi sebesar Rp332,29 juta.

1.23 Pengelolaan aset tetap tidak tertib dan terdapat selisih antara aset
tetap pada neraca dengan Bagian Perlengkapan sebesar Rp84,81 miliar,
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Kudus

1.24 Pemerintah dibebani tagihan biaya Proyek Peningkatan dan
Pengembangan Rumah Sakit Daerah sebesar Rp37,62 miliar, mengakibatkan
kemampuan keuangan daerah berkurang dan kewajiban pada Neraca TA
2007 dicatat lebih rendah sebesar Rp37,62 miliar.

Kabupaten Magelang

1.25 Barang milik daerah pada enam SKPD sebesar Rp241,49 juta hilang
dan belum diproses penyelesaiannya, sehingga belum ada kejelasan pihak
yang bertanggungjawab.

Kabupaten Pati

1.26 Belanja perjalanan dinas sebesar Rp256,79 juta di Sekretariat DPRD
tidak didukung bukti yang sah, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat
diyakini kewajarannya.

Kabupaten Pekalongan

1.27 Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) TA 2007
belum sesuai ketentuan dan PMPD pada PDAM Pekalongan sebesar Rp4,48
miliar belum diakui dan disajikan dalam neraca, sehingga penyajian dalam
neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.28 Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebesar Rp4,93
miliar tidak disetorkan ke Kas Daerah, sehingga pendapatan daerah kurang
diterima sebesar Rp1,02 miliar dan penggunaan dana subsidi/bantuan sosial
Program JPKMM-Askeskin dari Departemen Kesehatan sebesar Rp2,91
miliar tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD TA 2007, serta sisa
dana sebesar Rp1,00 miliar tidak tersaji dalam neraca.
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Kabupaten Pemalang

1.29 Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan, kegiatan partai politik, dan kegiatan instansi vertikal, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,60 miliar.

Kabupaten Purbalingga

1.30 Nilai aset tanah antara Seksi Keuangan Daerah dengan Seksi Akuntansi
berbeda sebesar Rp50,85 miliar, sehingga nilai aset tanah di neraca tidak
dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Purworejo

1.31 Bantuan Imbal Swadana Sekolah TA 2007 tidak diserahkan kepada
pihak penerima bantuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp1,05 miliar dan TA 2008 berpotensi merugikan daerah sebesar Rp1,50
miliar.

1.32 Realisasi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp86,35 juta.

1.33 Penggunaan dana APBD untuk pengurusan dana-dana pusat tidak
sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp105,00
juta.

Kabupaten Semarang

1.34 Dana bergulir sebesar Rp4,61 miliar macet, sehingga tujuan pemberian
dana bergulir tidak tercapai dan nilai dana bergulir dalam neraca per 31
Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Sragen

1.35 Penerimaan dan pengeluaran JPKMM tidak melalui mekanisme APBD,
sehingga pendapatan sebesar Rp2,48 miliar, belanja sebesar Rp794,29 juta,
dan sisa dana sebesar Rp2,30 miliar tidak tercatat dalam Laporan Keuangan
TA 2007.

Kabupaten Sukoharjo

1.36 Terdapat selisih antara aset tetap di neraca dengan  rincian di Bagian
Perlengkapan sebesar Rp113,71 miliar, sehingga aset tetap di neraca per 31
Desember 2007 sulit diyakini kewajarannya dan belum mencerminkan
keadaan yang sebenarnya.
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Kabupaten Tegal

1.37 Pengadaan 44 paket pekerjaan sarana dan prasarana fisik TA 2007
sebesar Rp10,69 miliar dilakukan secara penunjukkan langsung, serta Harga
Perhitungan Sendiri (HPS) dan negosiasi harga pada 18 paket pekerjaan
tidak dilakukan secara cermat, sehingga menimbulkan kemahalan harga yang
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp422,88 juta.

1.38 Penyusunan HPS pada beberapa  pengadaan barang dan jasa
konstruksi tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kemahalan harga sebesar
Rp587,83 juta.

1.39 Pengadaan tanah Tahun 2007 tidak didukung dengan penelitian atau
survei harga tanah yang memadai sehingga berindikasi merugikan keuangan
daerah minimal sebesar Rp1,54 miliar.

1.40 Pemberian ganti kerugian pembebasan tanah pada warga, yaitu eks
Desa Blabad sebesar Rp3,75 miliar berubah skenario menjadi pemberian
dana kemanusiaan kepada tiga desa sebesar Rp4,41 miliar, sehingga berpotensi
sengketa di kemudian hari yaitu permintaan kembali ganti rugi tanah dari
warga eks Desa Blabad.

Kabupaten Temanggung

1.41 Aset tetap di neraca dan inventarisasi dari SKPD berbeda, sehingga
aset tetap yang di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp27,27
miliar.

Kabupaten Wonogiri

1.42 Aset tetap pada neraca berbeda dengan Rekapitulasi Induk Daftar
Mutasi Barang Tahun 2007 yang disusun oleh Bagian Perlengkapan sebesar
Rp59,18 miliar, sehingga nilai aset di neraca belum dapat diyakini
kewajarannya.

Kabupaten Wonosobo

1.43 Pengelolaan dana program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
(Askeskin) pada puskesmas sebesar Rp2,86 miliar tidak melalui mekanisme
APBD, sehingga tidak tercatat dalam Laporan Keuangan TA 2007.

1.44 Aset tetap sebesar Rp 551, 93 miliar tidak didukung dengan bukti
yang memadai sehingga aset tetap dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.
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Kota Salatiga

1.45 Saldo aset tanah di neraca tidak didukung dengan rincian yang
memadai dari Bagian Pengelolaan Barang Daerah dan terdapat tanah eks
bengkok dan eks tanah negara seluas 2.845.479 m² senilai Rp38,15 miliar
belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat, mengakibatkan nilai tanah di
neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dan rawan terhadap penyerobotan
dan penyalahgunaan.

Kota Semarang

1.46 Penyertaan modal pada Bandara Ahmad Yani sebesar Rp8,67 miliar
belum ditetapkan statusnya, sehingga Pemerintah Kota Semarang belum
memperoleh manfaat.

1.47 Nilai tanah pada neraca sebesar Rp2,48 triliun tidak didukung data
yang memadai dan tanah sebanyak 1.623 bidang belum bersertifikat,
sehingga nilai tanah pada neraca belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya dan pengamanan aset tanah kurang optimal.

1.48 Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dilaksanakan kurang
optimal, sehingga pemkot kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan
sebesar Rp3,35 miliar dari pengelolaan sewa areal parkir milik pemerintah
kota.

Kota Surakarta

1.49 Pembangunan jalan dan jembatan Mipidan sebesar Rp7,99 miliar
terlambat diselesaikan, namun rekanan/kontraktor belum dikenakan denda
keterlambatan sebesar Rp399,55 juta.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilaksanakan atas satu entitas pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dengan nilai realisasi anggaran yang
diperiksa sebesar Rp374,39 miliar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp374,39
miliar, dan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp4,49 miliar.

Hasil pemeriksaan atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
adalah cukup. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa tidak terdapat
temuan pemeriksaan yang signifikan.
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3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada sembilan
entitas, meliputi pemeriksaan Belanja Daerah Kabupaten Blora, Brebes,
Cilacap, Kebumen, dan Tegal, pemeriksaan Manajemen Aset Kota Magelang,
Pekalongan, Surakarta, dan pemeriksaan Operasional BPD pada PT Bank
Jateng, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp6,78 triliun, cakupan
pemeriksaan sebesar Rp5,79 triliun, dan jumlah temuan pemeriksaan sebesar
Rp2,89 miliar. Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

Belanja Daerah

Kabupaten Blora

3.1  Kunjungan kerja DPRD tidak sesuai rencana kerja, sehingga pembahasan
perubahan APBD 2007 dan penetapan APBD 2008 terlambat dan terjadi
ketidakhematan sebesar Rp896,73 juta.

3.2  Pekerjaan peningkatan jalan pada tujuh kegiatan di Dinas Pekerjaan
Umum tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp765,13 juta.

Kabupaten Brebes

3.3  Pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp557,47 juta dan rekanan
harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp24,34 juta.

Kabupaten Cilacap

3.4  Pembangunan tanggul pengaman gelombang pada Dinas Pekerjaan
Umum tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp371,59 juta.

3.5  Pembangunan jalan dan jembatan pada 34 kegiatan Dinas Pekerjaan
Umum tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan daerah sebesar Rp470,12
juta.

3.6  Perhitungan Perencanaan analisis harga satuan alat berat pada pekerjaan
normalisasi drainase Rawabaya tidak tepat, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp276,37 juta.

3.7 Pelaksanaan enam paket pekerjaan normalisasi sungai pada Dinas
Pekerjaan Umum tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp265,92 juta dan berpotensi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp28,84 juta.
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Kabupaten Kebumen

3.1  Pekerjaan pada enam proyek di tiga SKPD tidak sesuai spesifikasi teknis
dalam kontrak, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp545,25
juta.

Kabupaten Tegal

3.2  Pembangunan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak,
sehingga kekuatan konstruksi yang telah direncanakan tidak tercapai dan
merugikan keuangan daerah sebesar Rp204,53 juta.

3.3  Belanja Dana Kapitasi Askes Sosial sebesar Rp508,14 juta dan Belanja
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Askeskin
Tahun 2007 sebesar Rp2,51 miliar tidak dicatat dan dilaporkan dalam APBD,
sehingga pengelolan dana tersebut tidak dapat dijamin efektifitas dan
efisiensinya.

Manajemen Aset

Kota Magelang

3.4  Aset daerah belum disajikan dalam neraca, sehingga aset disajikan lebih
rendah minimal sebesar Rp2,28 miliar.

3.5  Nilai tanah pada tujuh lokasi disajikan lebih rendah dari NJOP-nya
sebesar Rp1,42 miliar, sehingga nilai tanah di neraca tidak mencerminkan
nilai yang wajar.

3.6  Rehabilitasi dan pemeliharaan aset tetap belum dikapitalisasi menambah
nilai aset tetap, sehingga aset tetap di neraca disajikan lebih rendah senilai
Rp38,27 miliar.

3.7  Tanah yang disewa Hotel Puri Asri kurang dibayar, sehingga pendapatan
sewa tanah kurang diterima sebesar Rp 165,37 juta.

Kota Pekalongan

3.8   Aset tetap sebesar Rp5,29 miliar belum disajikan dalam neraca, sehingga
nilai aset tetap pada neraca tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3.9  Pengakuan aset tetap sebesar Rp5,44 miliar dalam neraca daerah tidak
didukung bukti kepemilikan dan bukan merupakan aset pemerintah kota
Pekalongan, sehingga status kepemilikan  menjadi tidak jelas dan nilai aset
tetap dalam neraca tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
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Kota Surakarta

3.10 Saldo aset tetap tanah dan bangunan pada neraca sebesar Rp2,49
triliun belum didukung dengan rincian yang memadai dan sebagian belum
dicatat dalam neraca daerah sebesar Rp173,87 miliar, sehingga saldo aset
tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil Pemeriksaan BUMD

4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada satu entitas yaitu
PT Bank Jateng, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp5,36 triliun,
cakupan pemeriksaan sebesar Rp5,36 triliun, dan jumlah temuan pemeriksaan
sebesar Rp194,47 miliar. Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian
adalah sebagai berikut.

PT Bank Jateng

4.1  Kegiatan pengurusan Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) atas pengadaan kendaraan Toyota Kijang Innova Type EM/
T tidak diketahui dengan jelas dan tidak didukung bukti pengeluaran, sehingga
merugikan Bank Jateng sebesar Rp69,54 juta.

4.2  Penyetoran Pajak oleh Kantor Kasda Provinsi Jawa Tengah dan
Pelayanan Penerimaan Setoran Pajak pada Bank Jateng Cabang Utama belum
dilaksanakan secara optimal, mengakibatkan tertundanya penerimaan negara
sampai dengan bulan November 2007 sebesar Rp1,82 miliar.
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Bab XIV
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meliputi satu
pemerintahan provinsi, empat pemerintahan kabupaten, dan satu
pemerintahan kota. Selain itu, di wilayah Provinsi DIY terdapat enam RSUD
dan 17 BUMD terdiri dari satu BPD, lima PDAM, dan 11 PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada enam entitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada
satu entitas. Selain itu, bab ini juga memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu pada tiga entitas yang merupakan luncuran dari Semester II TA
2007.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada enam entitas memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian”  (WDP) pada lima entitas dan “Tidak Wajar” (TW)
pada satu entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007 pada enam entitas tersebut,
jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp4,60 triliun, belanja sebesar Rp4,04
triliun, total aset sebesar Rp12,06 triliun, kewajiban sebesar Rp47,54 miliar,
dan ekuitas sebesar Rp12,02 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian
dan opini untuk masing-masing entitas dalam tabel berikut.

                                                                                                                                     (dalam juta rupiah) 

Cakupan Pemeriksaan 
LRA Neraca No Nama Entitas  

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Provinsi DIY 1.306.701,21 977.994,23 4.014.309,10 24.873,96 3.989.435,14 WDP 
2 Kab. Bantul 727.836,91 676.835,48 1.743.550,60 4.238,84 1.739.311,76 WDP 
3 Kab. Gunung Kidul 602.645,62  575.683,75       917.396,41         905,44      916.490,97  TW 
4 Kab. Kulon Progo 522.937,81 492.840,10 860.399,97 2.225,31 858.174,65 WDP 
5 Kab. Sleman 825.004,18 752.113,97 2.106.904,15 8.476,06 2.098.428,08 WDP 
6 Kota Yogyakarta 615.648,85 569.120,37 2.425.458,79 6.823,46 2.418.635,33 WDP 

         Jumlah 4.600.774,59 4.044.587,90 12.068.019,02 47.543,07 12.020.475,93   
 

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi DIY

1.1  Aktiva tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 tidak
didukung dengan data pendukung yang memadai, sehingga aktiva tetap
sebesar Rp3,29 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.2  Pengelolaan keuangan penyelenggaraan diklat pada Badan  Pendidikan
dan  Pelatihan  (Bandiklat) Provinsi DIY tidak melalui mekanisme APBD,
sehingga realisasi pendapatan sebesar Rp6,14 miliar dan belanja sebesar
Rp6,14 miliar dalam LRA Tahun 2007 tidak menggambarkan kondisi yang
sesungguhnya.

Kabupaten Bantul

1.3 Penghapusan aset daerah tidak didukung dengan bukti-bukti yang
memadai, sehingga nilai pengurangan aset tetap pada Neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp35,12 miliar diragukan kewajarannya.

Kabupaten Gunung Kidul

1.4  Realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2007 tidak sesuai
dengan dokumen pendukung dan tanpa melalui proses akuntansi, sehingga
realisasi belanja di LRA sebesar Rp575,68 miliar, SILPA TA 2007 sebesar
Rp76,75 miliar, dan Kas di BUD sebesar Rp76,75 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.5 Aset tetap sebesar Rp783,66 miliar di neraca per 31 Desember 2007
tidak didukung bukti memadai dan dicatat terlalu tinggi sebesar Rp13,39
miliar, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.6 Aset RSUD Wonosari yang berasal dari tugas pembantuan belum
diserahterimakan sebesar Rp3,86 miliar, sehingga belum dapat diakui sebagai
aset Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Kabupaten Kulon Progo

1.7 Anggaran Belanja Modal pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)  direalisasikan sebagai Belanja Bantuan, sehingga nilai aset tetap
pada Neraca per 31 Desember 2007 dicatat terlalu tinggi sebesar Rp12,21
miliar.

Kabupaten Sleman

1.8  Penggunaan dana Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
untuk Bon Pinjaman Persatuan Sepakbola Sleman (PSS) sebesar Rp4,07
miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga pengendalian atas penggunaan sisa
dana tersebut lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
keuangan daerah.
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1.9  Pengelolaan dana bantuan bencana sebesar Rp8,04 miliar tidak melalui
mekanisme APBD dan sisa dana sebesar Rp2,54 miliar belum disetor ke
Kas Daerah, sehingga penerimaan dan belanja dana bantuan tidak tersaji di
LRA TA 2007.

1.10 Penerimaan dan pengeluaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JPK-MM/Askeskin) Tahun 2007 sebesar Rp942,16
juta dan sisa kas sebesar Rp3,46 miliar tidak diperhitungkan dalam Laporan
Keuangan Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan TA 2007 tidak
menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Kota Yogyakarta

1.11  Pengelolaan barang daerah oleh Badan Pengelolaan Barang Daerah
kurang optimal, sehingga penyajian aset tetap sebesar Rp2,16 triliun tidak
dapat diyakini kewajarannya dan berisiko tinggi untuk hilang dan/atau
berpindah kepemilikan.

1.12 Pengelolaan pemberian pinjaman untuk pengadaan tenda bagi
pedagang kaki lima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
(Disperindagkop)  tidak sesuai ketentuan, sehingga tujuan pemberian dana
pinjaman tidak seluruhnya mencapai sasaran dan sisa dana sebesar Rp1,14
miliar pada Bank Jogja belum jelas pemanfaatannya.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada empat entitas,
yaitu pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Bantul,
Gunungkidul, dan Sleman, serta pemeriksaan atas Progran State Audit
Reform Sector Development Project (STAR-SDP) pada Badan Pengawas
Daerah (Bawasda) Provinsi DIY, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar
Rp1,25 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp921,44 miliar, dan nilai
temuan pemeriksaan sebesar Rp43,09 miliar. Hasil pemeriksaan atas Program
STAR-SDP mengungkapkan bahwa tidak terdapat temuan negatif yang
signifikan. Adapun temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian
adalah sebagai berikut.

Belanja Daerah

Kabupaten  Gunungkidul

2.1  Pelaksanaan program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan jembatan serta
program pembangunan infrastruktur pedesaan tidak sesuai spesifikasi
kontrak, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp798,66 juta.
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Kabupaten Sleman

2.2 Belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan diberikan kepada unit
kerja  pemerintah daerah, sehingga alokasi belanja bantuan sosial dan bantuan
keuangan pada Dinas Pendidikan dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten
Sleman sebesar Rp2,74 miliar tidak sesuai dengan tertib anggaran.

2.3 Pengeluaran uang representasi perjalanan dinas dan uang lelah
konsinyering anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp275,25 juta.
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Bab XV
Provinsi Jawa Timur

Wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi satu pemerintahan provinsi,
29 pemerintahan kabupaten dan sembilan pemerintahan kota. Selain dari
itu, di wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 31 RSUD dan 92 BUMD
terdiri dari satu BPD Jatim, 39 PDAM, lima Perseroan Terbatas, 18 BPR,
dan 29 Perusahaan Daerah.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada 39 entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada 39 entitas memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP) pada dua entitas dan “Tidak Wajar” (TW)
pada 37 entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007 pada 39 entitas tersebut jumlah
realisasi pendapatan sebesar Rp31,71 triliun, belanja sebesar Rp29,79 triliun,
total aset sebesar Rp128,98 triliun, total kewajiban sebesar Rp660,78 miliar,
dan total ekuitas sebesar Rp128,32 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

(dalam juta rupiah) 

Cakupan pemeriksaan  

LRA Neraca Opini No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total Kewajiban Total Equitas  

1 Provinsi Jawa Timur 5.940.048,02 5.267.845,34 26.967.499,46 176.210,19 26.791.289,26 TW 
2 Kab. Bangkalan 608.595,28 641.609,10 1.657.788,62 403,02 1.657.385,59 TW 

3 Kab. Banyuwangi 924.739,79 932.428,53 2.874.723,92 3.490,85 2.871.233,07 TW 

4 Kab. Blitar 804.006,36 750.132,35 2.656.983,13 1.123,14 2.655.859,99 TW 

5 Kab. Bojonegoro 755.853,93 807.070,71 2.779.464,75 40.346,13 2.739.118,62 TW 

6 Kab. Bondowoso 519.564,49 519.564,48 1.347.027,00 2.656,41 1.344.370,58 TW 

7 Kab. Gresik 740.348,39 726.726,98 2.558.998,42 2.909,15 2.556.089,27 TW 

8 Kab. Jember 1.110.557,92 1.106.085,08 2.832.166,26 6.221,13 2.825.945,13 TW 

9 Kab. Jombang 708.347,85 635.050,17 3.028.801,20 7.638,53 3.021.162,66 WDP 
10 Kab. Kediri 822.097,38 736.386,93 1.247.057,60 4.499,71 1.242.557,88 TW 
11 Kab. Lamongan 756.709,35 755.430,57 2.973.687,64 302,88 2.973.384,76 TW 

12 Kab. Lumajang 646.182,65 629.852,05 1.353.224,56 3.949,23 1.349.275,32 TW 

13 Kab. Madiun 558.721,20 548.961,98 4.227.817,39 2.037,75 4.225.779,63 TW 

14 Kab. Magetan 596.054,82 566.426,07 1.610.136,50 14.427,06 1.595.709,44 TW 

15 Kab. Malang 1.166.221,67 1.175.744,85 3.388.286,22 9.963,84 3.378.322,38 TW 

16 Kab. Mojokerto 666.426,01 590.961,11 1.909.315,13 960,43 1.908.354,70 TW 

17 Kab. Nganjuk 714.450,53 695.318,00 2.033.877,35 1.113,67 2.032.763,68 TW 

18 Kab. Ngawi 610.883,12 612.006,12 1.057.993,84 2.123,80 1.055.870,04 TW 

19 Kab. Pacitan 502.406,95 479.175,94 1.102.616,24 187,34 1.102.428,89 WDP 

20 Kab. Pamekasan 569.709,05 562.020,64 1.194.649,37 408,64 1.194.240,73 TW 

21 Kab. Pasuruan 772.122,90 747.173,74 1.577.009,74 13.377,23 1.563.632,51 TW 

22 Kab. Ponorogo 657.072,08 625.989,27 1.858.815,71 5.515,75 1.853.299,95 TW 

23 Kab. Probolinggo 658.698,98 661.448,59 1.721.855,32 171,50 1.721.683,82 TW 
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Cakupan pemeriksaan  

LRA Neraca Opini No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total Kewajiban Total Equitas  
24 Kab. Sampang 509.589,34 478.640,63 2.378.396,04 11,18 2.378.384,86 TW 
25 Kab. Sidoarjo 1.077.820,39 1.017.660,55 4.930.627,65 102.021,39 4.828.606,26 TW 
26 Kab. Situbondo 515.057,06 484.363,18 1.141.490,31 1.075,97 1.140.414,34 TW 

27 Kab. Sumenep 688.656,87 664.511,56 2.126.314,38 1.941,37 2.124.373,01 TW 

28 Kab. Trenggalek 596.168,93 529.745,64 952.755,73 546,69 952.209,03 TW 

29 Kab. Tuban 687.352,03 624.008,25 2.124.424,83 3.828,58 2.120.596,24 TW 

30 Kab. Tulungagung 757.006,93 756.907,07 833.476,58 25.284,66 808.191,91 TW 

31 Kota Batu 274.964,63 246.661,47 1.032.838,31 437,23 1.032.401,07 TW 

32 Kota Blitar 287.858,08 299.000,79 1.732.532,26 375,12 1.732.157,13 TW 

33 Kota Kediri 511.629,31 535.637,25 1.680.192,54 2.088,60 1.678.103,93 TW 
34 Kota Madiun 328.180,11 277.179,27 1.060.949,45 19.168,55 1.041.780,90 TW 

35 Kota Malang 644.755,57 611.958,93 3.322.539,37 61.339,09 3.261.200,28 TW 

36 Kota Mojokerto 312.177,41 262.931,41 911.956,21 290,22 911.665,98 TW 
37 Kota Pasuruan 305.303,27 297.844,35 886.333,74 31,07 886.302,66 TW 

38 Kota Probolinggo 378.859,86 376.527,86 945.785,31 3.258,70 942.526,61 TW 
39 Kota Surabaya 2.029.556,86 1.556.472,09 28.968.662,74 139.048,12 28.829.614,61 TW 

 Jumlah 31.714.755,37 29.793.458,90 128.989.070,82 660.783,92 128.328.286,72 TW 

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Jawa Timur

1.1 Pembentukan dana cadangan murni tidak sesuai ketentuan, sehingga
saldo dana cadangan murni sebesar Rp50,56 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.2 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Daerah/
Masyarakat belum dipertanggungjawabkan, sehingga pengeluaran belanja
bantuan sosial sebesar Rp248,82 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.3 Aset Tak Berwujud berupa sofware/sistem aplikasi komputer tidak dicatat
dan tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 minimal sebesar
Rp9,29 miliar sehingga saldo akun aset tak  berwujud tidak menyajikan
kondisi sebenarnya.

1.4 Tanah seluas 10.524.378 m2 belum bersertifikat atas nama Pemerintah
Daerah dan tidak didukung bukti kepemilikan, sehingga aset tetap berupa
tanah sebesar Rp1,31 triliun tidak dapat diyakini kewajaranya dan
melemahkan posisi Pemerintah Daerah jika sewaktu-waktu terjadi sengketa
tanah dengan pihak lain.
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1.5  Dana kas daerah yang menganggur (Idle Cash) tidak dimanfaatkan,
sehingga pemerintah provinsi kehilangan kesempatan memperoleh  tambahan
pendapatan jasa giro sebesar Rp63,83 miliar.

1.6  Penyelesaian Piutang Pasien Umum, Piutang Pasien Askes, dan Piutang
Lain-lain pada Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi
berlarut-larut, sehingga penerimaan daerah sebesar Rp54,22 miliar tertunda.

Kabupaten Bangkalan

1.7 Bantuan Sosial tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang
memadai, sehingga belanja bantuan sosial sebesar Rp4,50 miliar tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.8 Bukti kepemilikan tanah seluas 1.761.635m2 hanya berupa surat
keterangan dan masih atas nama pihak lain, sehingga kepemilikan pemda
atas aset  sebesar Rp197,40 miliar tidak memiliki kekuatan hukum yang
kuat.

1.9  Realisasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada Komisi Pemilihan
Umum tidak sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp530,00 juta.

1.10 Terdapat kelebihan pembayaran pada enam kegiatan pembangunan
jalan,  sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp284,91 juta.

Kabupaten Banyuwangi

1.11 Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8,85 miliar
tidak didukung dengan bukti yang lengkap sehingga  tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.12Aset Tanah seluas  4.952.122 m2 belum dilengkapi dokumen
kepemilikan berupa sertifikat, sehingga kepemilikan aset tanah sebesar
Rp194,08 miliar belum memiliki kepastian hukum.

1.13 Terdapat saldo kas di satuan kerja per 31 Desember 2007 sebesar
Rp719,64 juta yang belum disetor ke Kas Daerah, sehingga membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.14 Terdapat kelebihan pembayaran biaya operasional retribusi parkir
berlangganan kepada Polres, Dinas Perhubungan dan Samsat, sehingga
penerimaan retribusi parkir berlangganan kurang sebesar Rp129,65 juta.
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Kabupaten Blitar

1.15 Realisasi Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik sebesar Rp877,50 juta tidak didukung dengan bukti yang lengkap,
sehingga tidak dapat dinilai kewajarannya.

1.16 Realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3,40 miliar.

1.17 Aset tanah seluas 33.736.503 m2 yang tidak didukung bukti
kepemilikan, sehingga aset tanah yang disajikan di Neraca per 31 Desember
2007 sebesar Rp1,10 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.18 Investasi Permanen – Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan
Daerah sebesar Rp7,05 miliar tidak didukung dengan peraturan daerah,
sehingga  tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.19  Realisasi Pembiayaan Pengeluaran – Penyertaan Modal sebesar Rp5,55
miliar tidak didukung dengan peraturan daerah, sehingga tidak sah.

1.20  Pengamanan aset  tanah seluas 6.707.415,65 m2 dengan nilai sebesar
Rp334,14 miliar belum memadai, sehingga terbukanya peluang
penyalahgunaan dan penguasaan tanah oleh pihak ke tiga, dan kurangnya
kepastian hukum atas kepemilikannya.

1.21 Kewajiban membayar pinjaman PDAM Kabupaten Blitar kepada
Pemerintah yang telah jatuh tempo belum diperhitungkan dengan hak daerah
atas dana perimbangan, sehingga Pemda harus menanggung kewajiban
yang tidak dapat dibayar oleh PDAM Kabupaten Blitar sebesar Rp13,89
miliar.

Kabupaten Bojonegoro

1.22  Aset Tetap Tanah senilai Rp7,45 miliar tidak didukung bukti
kepemilikan yang sah, sehingga  tidak dapat diyakini kewajarannya dan
melemahkan posisi Pemerintah Kabupaten apabila ada klaim dari pihak ketiga.

1.23  Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah tidak didukung bukti yang
sah, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,04 miliar.
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1.24 Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial tidak didukung bukti yang sah,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,51 miliar.

1.25  Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman Prasarana Wilayah, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp287,98 juta.

Kabupaten Bondowoso

1.26 Aset tanah sebanyak 70 bidang tidak jelas kepemilikannya, sehingga
penyajian aset Tanah di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp9,04
miliar  tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.27 Kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD belum dikembalikan dan disetor
ke kas daerah, sehingga merugikan keuangan keuangan daerah sebesar
Rp222,43 juta.

1.28  Piutang Pajak Penerangan Jalan macet dan belum dikenakan denda,
sehingga kesempatan Pemda untuk memanfaatkan pendapatan sebesar
Rp807,67 juta dan denda administrasi atas keterlambatan sebesar Rp80,76
juta tertunda.

1.29 Pengelolaan Klaim Askes tidak tertib, sehingga daerah tidak dapat
segera memanfaatkan penerimaan sebesar Rp2,91 miliar.

1.30 Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Daerah (Bapelkes RSD) DR Koesnadi digunakan
secara langsung, sehingga realisasi belanja sebesar Rp11,64 miliar tidak
dilaporkan dalam laporan keuangan TA 2007.

Kabupaten Gresik

1.31 Aset tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah,
sehingga aset tanah sebesar Rp626,36 miliar belum mempunyai kekuatan
hukum yang kuat.

1.32 Penganggaran dan realisasi biaya penunjang operasional Bupati dan
Wakil Bupati melebihi ketentuan dan tidak didukung bukti lengkap, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp141,76 juta.

1.33 Terdapat kelebihan pembayaran atas delapan pekerjaan peningkatan
jalan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp365,99 juta.
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Kabupaten Jember

1.34 Bukti kepemilikan saham Bank Jatim tidak diketahui keberadaannya,
sehingga nilai investasi sebesar Rp8,17 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya dan membuka peluang penyalahgunaan dokumen.

1.35 Realisasi belanja bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat
sebesar Rp5,02 miliar  tidak didukung dengan bukti yang lengkap, sehingga
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.36 Pembebanan belanja pegawai untuk bantuan uang muka perumahan
PNS pada belanja hibah tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp997,50 juta.

1.37 Tanah seluas 2.543.157 m2 senilai Rp205,71 miliar tidak didukung
dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga tidak dapat diyakini
keabsahannya dan tidak terjaminnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah
tersebut.

1.38  Pekerjaan perkerasan jalan pada 17 ruas jalan tidak memenuhi standar
teknis, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp858,39 juta.

Kabupaten Jombang

1.39  Pembayaran belanja modal TA 2007 sebesar Rp924,61 juta kepada
pihak ke tiga tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.40 Penganggaran dan realisasi belanja penunjang operasional Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2007 melebihi ketentuan. sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp242,00 juta.

1.41 Aset tanah milik Pemda seluas 2.476.925,18 m2 senilai Rp199,29
miliar belum bersertifikat, sehingga  belum memiliki kepastian hukum.

Kabupaten Kediri

1.42 Realisasi belanja bantuan umum pada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah tidak sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp1,25 miliar.

1.43 Pengeluaran bantuan organisasi keolahragaan kepada Persedikab
dilakukan secara terus-menerus dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp525,00 juta.
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1.44  Pembelian tanah untuk pembangunan terminal Simpang Lima Gumul
tidak dipotong Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB),
sehingga kekurangan penerimaan negara sebesar Rp186,64 juta.

Kabupaten Lamongan

1.45 Aset tanah pada Neraca per 31 Desember 2007 senilai Rp1,07 triliun
tidak didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga  belum dapat diyakini
kewajarannya.

1.46 Bangun Guna Serah (Built Operated and Transfer) tidak dapat dinilai
kewajarannya dan belum diakui sebagai penyertaan modal, sehingga akun
Built Operated and Transfer (BOT) pada Neraca per 31 Desember 2007
sebesar Rp29,25 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.47 Investasi Jangka Panjang Non Permanen tidak dapat diyakini
keberadaannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan berpotensi
kehilangan aset sebesar Rp484,28 juta.

1.48 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Wisata Bahari
Lamongan kurang diterima, sehingga penerimaan daerah dari pembagian
keuntungan kawasan Wisata Bahari Lamongan TA 2007 tertunda sebesar
Rp734,03 juta.

1.49 Biaya Panitia Pengadaan Tanah  tidak sesuai ketentuan, sehingga
merugikan keuangan keuangan daerah sebesar Rp232,55 juta.

1.50 Pembayaran honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai ketentuan,
sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp935,81 juta.

1.51 Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif
(TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) belum
dikembalikan anggota DPRD ke kas daerah, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp2,75 miliar.

1.52 Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Barang Daerah (BKBD) dan
Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan
keuangan keuangan daerah sebesar Rp120,82 juta.

Kabupaten Lumajang

1.53 Pendapatan deviden tidak dicatat secara bruto, sehingga Pendapatan
Deviden dan Pembiayaan Pengeluaran - Penyertaan Modal disajikan lebih
rendah sebesar Rp654,29 juta.
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1.54 Bantuan program/kegiatan dari Provinsi Jawa Timur tidak tercatat
pada LRA, sehingga berpotensi penyalahgunaan bantuan sebesar Rp2,47
miliar.

Kabupaten Madiun

1.55 Pembebanan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada
Belanja Bantuan Sosial tidak tepat dan tidak didukung dengan bukti yang
lengkap, sehingga realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2007 pada Laporan
Realisasi Anggaran sebesar Rp2,94 miliar tidak diyakini kewajarannya.

1.56  Aset tanah tidak didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga aset
tanah sebesar Rp10,23 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.57  Realisasi Belanja Honorarium pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp106,84 juta.

Kabupaten Magetan

1.58 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tiga SKPD sebesar Rp1,19
miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga  realisasi belanja
barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.59 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp162,25 juta.

1.60 Pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
belum disampaikan, sehingga pengeluaran Belanja Transfer Alokasi Dana
Desa – Alokasi Anggaran Kelurahan sebesar Rp5,37 miliar belum dapat
diyakini kewajarannya.

1.61 Aset Tanah milik eks tanah bengkok Kelurahan seluas 1.520.619 m2

senilai Rp112,08 miliar belum bersertifikat, sehingga belum memiliki
kepastian hukum.

1.62 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp143,57 juta.

Kabupaten Malang

1.63 Aset tanah senilai Rp1,32 triliun tidak didukung bukti kepemilikan
yang sah, sehingga tanah yang disajikan di neraca per 31 Desember 2007
tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.64  Piutang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,76
miliar tidak didukung data yang memadai, sehingga  tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.65 Pengeluaran biaya Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana
Operasional DPRD TA 2006 tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp3,71 miliar.

1.66  Penempatan Dana Cadangan dalam bentuk giro tidak sesuai ketentuan,
sehingga hilangnya potensi pendapatan dari bunga deposito sebesar
Rp300,28 juta.

Kabupaten Mojokerto

1.67  Realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal
tidak didukung bukti yang lengkap, sehingga pengeluaran sebesar Rp3,96
miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.68  Realisasi belanja hibah tidak didukung bukti yang lengkap, sehingga
pengeluaran sebesar Rp9,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.69  Pengembalian dana Perkuatan Modal Usaha Koperasi untuk Penyaluran
Pupuk pada Dinas Koperasi tidak sesuai ketentuan dan jasa bunga belum
disetor ke Kas Daerah, sehingga penerimaan pembiayaan menjadi tertunda
sebesar Rp1,90 miliar.

1.70 Pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak sesuai
ketentuan, sehingga  merugikan keuangan daerah sebesar Rp180 juta.

1.71  Pengeluaran kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai tidak sesuai
ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,55 miliar.

1.72  Honorarium jasa pelayanan Badan Rumah Sakit Dr. Soekandar belum
dikenakan pajak penghasilan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar
Rp123,92 juta.

1.73  Realisasi program peningkatan pelayanan kedinasan pada Sekretariat
Daerah tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp213,25 juta.

Kabupaten Nganjuk

1.74 Aset tanah belum diakui serta tidak didukung pencatatan dan bukti
kepemilikan, sehingga aset sebesar Rp104,06 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya.
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1.75 Kewajiban membayar pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat yang
telah jatuh tempo belum diperhitungkan dengan hak daerah atas dana
perimbangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Nganjuk menanggung
kewajiban yang tidak dapat dibayar oleh PDAM sebesar Rp13,35 miliar.

Kabupaten Ngawi

1.76 Realisasi belanja perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak didukung
dengan bukti yang memadai dan melebihi ketentuan, sehingga belanja
perjalanan dinas sebesar Rp1,08 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya
dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp888,20 juta.

1.77 Realisasi belanja pegawai pada Sekretariat DPRD TA 2007 belum
dipertanggungjawabkan, sehingga belanja pegawai sebesar Rp996,75 juta
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.78 Aset tanah seluas 26.850 m2 belum didukung bukti kepemilikan yang
sah, sehingga aset tanah sebesar Rp913,99 juta tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.79 Realisasi belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD melebihi
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp424,36 juta.

1.80 Jasa Penunjang Operasional Kepala Dinas Badan Keluarga Berencana
Kependudukan dan Catatan Sipil (BKBKCS), honorarium panitia kegiatan
sekretariat daerah dan jasa pelayanan tugas di RSUD Dr. Soeroto tidak
sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp292,32 juta.

1.81 Tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kesehatan Bupati dan Wakil
Bupati tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp164,40 juta.

1.82 Realisasi anggaran kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA) tidak sesuai
dengan ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp340,80
juta.

Kabupaten Pacitan

1.83 Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar
Rp413,37 juta dan Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebesar Rp697,10 juta tidak didukung bukti yang lengkap, sehingga
belanja tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.



240

1.84 Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan (Buku) pada
75 SD/MI tidak dipungut PPN, sehingga penerimaan negara kurang diterima
sebesar Rp137,59 juta.

1.85 Realisasi tunjangan kepada muspida tidak memiliki landasan hukum,
sehingga merugikan keuangan keuangan daerah sebesar Rp170,00 juta.

Kabupaten Pamekasan

1.86 Aset tetap tanah seluas 62.015.677 m2 belum didukung bukti
kepemilikan, sehingga aset sebesar Rp224,93 miliar belum memiliki kekuatan
hukum.

1.87 Penerimaan Jasa Rawat Jalan Tingkat Pertama dari PT Askes (Persero)
sebesar Rp230,53 juta digunakan langsung, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan penerimaan.

1.88 Kewajiban membayar pinjaman PDAM Kabupaten Pamekasan kepada
Pemerintah yang telah jatuh tempo belum diperhitungkan dengan hak daerah
atas dana perimbangan, sehingga pemda menanggung kewajiban yang tidak
dapat dibayar PDAM sebesar Rp16,56 miliar.

Kabupaten Pasuruan

1.89 Terjadi ketekoran kas daerah pada Bank Bukopin Cabang Malang,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp33,02 miliar.

1.90 Realisasi belanja pegawai sebesar Rp60,41 miliar tidak didukung dengan
bukti yang lengkap, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.91 Kas Daerah digunakan sebagai jaminan pinjaman, sehingga Kas Daerah
sebesar Rp993,66 juta tidak dapat dimanfaatkan.

1.92 Kewajiban membayar pinjaman PDAM Kabupaten Pasuruan kepada
Pemerintah yang telah jatuh tempo belum diperhitungkan dengan hak daerah
atas dana perimbangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus
menanggung kewajiban yang tidak dapat dibayar PDAM sebesar Rp16,56
miliar.

1.93 Pemberian bantuan kepada Persatuan Sepak Bola Kabupaten Pasuruan
(Persekabpas) sebesar Rp22,00 miliar tidak sesuai ketentuan,  tidak sah
dan memboroskan keuangan daerah.
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1.94 Realisasi setoran bagian laba PDAM Pasuruan tidak sesuai ketentuan,
sehingga pendapatan bagian laba dari kekayaan yang dipisahkan kurang
diterima sebesar Rp137,14 juta.

1.95 Terjadi kelambatan penyetoran hasil penerimaan pajak penerangan jalan
oleh PT PLN sebesar Rp2,89 miliar, sehingga daerah tidak dapat segera
memanfaatkan pendapatan dari pajak penerangan jalan.

Kabupaten Ponorogo

1.96 Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Perlengkapan  tidak didukung
bukti yang memadai, sehingga belanja sebesar Rp465,00 juta tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.97 Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida tidak sesuai ketentuan,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp233,55 juta.

1.98 Belanja Barang dan Jasa-Belanja Beasiswa, Cinderamata dan Pemberian
Hadiah  sebesar Rp468,00 juta tidak sesuai ketentuan, sehingga merupakan
pemborosan keuangan daerah.

1.99 Tanah milik Pemda seluas 725.725 m² dengan nilai Rp25,20 miliar
belum didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga kekuatan hukum
atas kepemilikan aset tersebut lemah.

1.100 Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang Pakai Habis Makanan tidak
sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp749,66
juta.

1.101 Realisasi  Tunjangan  Perumahan  Pimpinan   dan  Anggota DPRD
tidak memenuhi asas kepatutan dan kehematan,  sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp2,02 miliar.

1.102 Anggaran dan realisasi biaya penunjang operasional pimpinan DPRD
dan tunjangan komunikasi intensif tidak sesuai ketentuan, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp550,62 juta.

Kabupaten Probolinggo

1.103 Realisasi Belanja Bagi Hasil Alokasi Dana Desa tahap III belum
disampaikan pertanggungjawabannya, sehingga realisasi belanja sebesar
Rp2,84 miliar  tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.104 Aset Tanah seluas 206.173,19  m2 sebesar  Rp8,69 miliar  tidak
didukung  dengan dokumen kepemilikan, sehingga penyajian aset tanah di
Neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kabupaten Sampang

1.105 Pendapatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah digunakan secara
langsung dan tidak dicatat dalam LRA, sehingga pendapatan asli daerah
dan belanja operasi pada BRSUD kurang disajikan sebesar Rp4,48 miliar.

1.106 Klaim asuransi kesehatan kepada PT. ASKES (Persero) Cabang
Sumenep belum direalisasikan, sehingga penerimaan atas klaim Asuransi
Kesehatan tertunda minimal sebesar Rp1,11 miliar dan penerimaan dari
denda tertunda sebesar Rp204,74 juta.

Kabupaten Sidoarjo

1.107 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Desa
(ADD) sebesar Rp8,24 miliar belum memenuhi syarat sahnya suatu
pengeluaran, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.108 Aset tanah belum didukung bukti penguasaan yang sah, sehingga
aset berupa tanah yang dicantumkan dalam Neraca per 31 Desember 2005
sebanyak 1.064 bidang sebesar Rp1,46 triliun tidak mempunyai dasar hukum
yang kuat dan melemahkan posisi Pemerintah Kabupaten apabila ada klaim
dari pihak ketiga serta tanah sebanyak 39 bidang sebesar Rp18,84 miliar
bermasalah dengan pihak lain.

1.109 Terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Indofarma Global
Medika, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp127,92 juta dan
belum dikenakan denda sebesar Rp202,50 juta.

1.110 Penerimaan daerah dari bunga tabungan dan jasa giro dipotong pajak,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp805,25 juta.

1.111 Realisasi pemberian bantuan kepada Persatuan Sepakbola Deltras
(PS Deltras) dan Persatuan Sepakbola Sidoarjo (Persida) dilakukan secara
terus-menerus dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp17,29 miliar.

Kabupaten Situbondo

1.112 Realisasi belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
sebesar Rp6,37 miliar tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, sehingga
tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.113 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada Dinas Bina Marga
dan Pengairan untuk pengaspalan dan peningkatan jalan desa belum jelas
statusnya, sehingga Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1,56
miliar belum jelas status kepemilikannya.

1.114 Realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Desa kurang tepat,
sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,56 miliar.

1.115 Surat pertanggungjawaban atas realisasi belanja modal hilang dan
tidak dapat dibaca karena terkena lumpur banjir, sehingga realisasi
pertanggungjawaban belanja modal sebesar Rp33,61 miliar tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.116 Tanah sebanyak 1.902 bidang senilai Rp125,95 miliar tidak didukung
dengan bukti kepemilikan, sehingga tanah yang disajikan di neraca per 31
Desember 2007 tidak dapat diyakini keabsahannya, dan terbukanya peluang
penyalahgunaan dan dapat dikuasai oleh pihak lain.

1.117 Kekurangan kas daerah dan pengeluaran kas daerah belum
dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp43,62 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah atas bunga
Deposito On Call (DOC) minimal sebesar Rp980,89 juta.

1.118 Aset tetap dari belanja modal pengadaan konstruksi gedung pada
Dinas Pemukiman, Prasarana, dan Kebersihan untuk jamban keluarga belum
jelas statusnya, sehingga nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp716,18
juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.119 Aset tanah dan bangunan sebesar Rp600,00 juta dikuasai pihak lain,
sehingga terbukanya peluang penyalahgunaan aset daerah oleh pihak yang
kurang bertanggung jawab, dan hilangnya potensi pendapatan daerah dari
pemanfaatan aset tanah dan bangunan oleh pihak lain.

1.120 Pungutan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Belanja
Modal Pengadaan Tanah tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan
keuangan negara sebesar Rp138,93 juta.

1.121 Kewajiban membayar  pinjaman PDAM kepada pemerintah yang
telah jatuh tempo belum  diperhitungkan dengan hak daerah atas dana
perimbangan, sehingga Pemda harus menanggung kewajiban yang tidak
dapat dibayar oleh PDAM Situbondo sebesar Rp798,97 juta.
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Kabupaten Sumenep

1.122 Aset tanah seluas 3.830.264 m2 belum didukung bukti kepemilikan,
sehingga status tanah sebesar Rp146,45 miliar tersebut belum memiliki
kekuatan hukum.

1.123 Realisasi belanja bantuan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Daerah (BPKKD) tidak didukung dengan bukti yang memadai,
sehingga pengeluaran bantuan keuangan sebesar Rp575,64 juta tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.124 Bantuan hibah pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang TA 2007
tidak didukung berita acara serah terima, sehingga kepemilikan aset MCK/
MWK dan instalasi air minum  sebesar Rp5,53 miliar menjadi tidak jelas
dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.125 Penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan melalui klaim asuransi
Askes terlambat diterima, sehingga pemanfaatan dana sebesar Rp7,97 miliar
tertunda.

Kabupaten Trenggalek

1.126 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tidak didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah, sehingga realisasi belanja bantuan keuangan sebesar
Rp3,87 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.127 Laporan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga pengendalian ADD tidak dapat
dilaksanakan dan realisasi Belanja Bantuan ADD sebesar Rp13,70 miliar
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.128 Penyertaan modal pada Unit Pengelola Usaha Daerah tidak tepat,
sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1,00 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.129 Aset tanah pada neraca tidak didukung bukti kepemilikan, sehingga
nilai aset tanah sebesar Rp209,39 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.130 Realisasi Kegiatan Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
didukung bukti pengeluaran yang sah, sehingga merugikan keuangan
keuangan daerah sebesar Rp167,55 juta.
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Kabupaten Tuban

1.131 Kewajiban jangka pendek tidak disajikan dalam Neraca per 31
Desember 2007, sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan
lebih rendah (understated) sebesar Rp5,51 miliar.

1.132 Pengelolaan rekening operasional penerimaan pada apotek RSUD
Dr R Koesma tidak sesuai ketentuan, sehingga penerimaan tidak tercatat
sebagai pendapatan asli daerah dan saldo kas sebesar Rp731,14 juta belum
tercatat sebagai komponen kas daerah.

Kabupaten Tulungagung

1.133 Belanja Bantuan Keuangan tidak dilengkapi dengan bukti yang
memadai, sehingga realisasi belanja bantuan sebesar Rp1,01 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.134 Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2,76 miliar tidak
dilengkapi dengan bukti yang memadai, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.135 Realisasi keuangan belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Dinas
Kesehatan melebihi  realisasi fisik pekerjaan, sehingga realisasi Belanja Modal
dalam LRA TA 2007 disajikan lebih tinggi sebesar Rp10,22 miliar.

1.136 Penganggaran dan realisasi biaya kegiatan kunjungan kerja anggota
DPRD melebihi standar biaya yang ditetapkan, sehingga  merugikan
keuangan daerah sebesar Rp458,03 juta.

1.137 Realisasi belanja bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan anggota
DPRD, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp397,00 juta.

1.138 Realisasi belanja bantuan keuangan digunakan untuk bantuan kepada
Partai Politik non parlemen  sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp104,50 juta.

Kota Batu

1.139 Pengeluaran kas tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat
kekurangan kas yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp12,00 miliar.

1.140 Realisasi belanja bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
pencairan dananya tidak diketahui oleh bendahara pemegang rekening dan
tidak diterima oleh yang berhak sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp950,00 juta.
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1.141 Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan
Jasa sebesar Rp600,00 juta tidak dipertanggungjawabkan sehingga
merugikan daerah.

1.142 Sisa Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah belum
dikembalikan oleh kasda kepada bendahara pengeluaran dan terdapat
pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas Pertanahan, sehingga realisasi belanja
modal tanah disajikan lebih tinggi dan merugikan keuangan daerah sebesar
Rp581,42 juta, dan membuka peluang penyalahgunaan uang pinjaman
sebesar Rp130,64 juta.

1.143 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak disetorkan ke Kas Daerah,
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp310,33 juta.

1.144 Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid tidak sesuai
dengan prestasi fisiknya, sehingga realisasi belanja modal-gedung sebesar
Rp2,05 miliar disajikan lebih tinggi dan denda keterlambatan sebesar
Rp411,44 juta belum dipungut.

Kota Blitar

1.145 Realisasi Belanja Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD tidak
didukung dengan bukti yang lengkap, sehingga belanja barang dan jasa
untuk kegiatan reses sebesar Rp125,27 juta tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.146 Penggunaan langsung pendapatan pada Badan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Daerah (BPK-RSD) Mardi Waluyo, sehingga pengendalian
penggunaan pendapatan retribusi sebesar Rp7,65 miliar lemah.

1.147 Pinjaman PDAM kepada Pemerintah belum diambil alih tanggung
jawab pembayarannya oleh Pemerintah Kota Blitar, sehingga pemda harus
menanggung beban anggaran atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PDAM
sebesar Rp8,89 miliar.

1.148 Pemberian bantuan kepada Persatuan Sepak Bola Blitar Kota (PSBK-
PETA) tidak sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp2,86 miliar.

Kota Kediri

1.149 Bukti pertanggungjawaban Belanja Barang-Bahan Bakar Minyak/Gas
pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup fiktif, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp369,57 juta.
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1.150 Realisasi belanja barang-bantuan transpor rapat koordinasi Muspida
tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga realisasi belanja
rapat koordinasi Muspida tidak dapat diyakini kebenarannya dan merugikan
keuangan daerah sebesar Rp580,00 juta.

1.151 Aset Tanah yang disajikan seluas 38.578 m2 senilai Rp1,21 miliar
belum jelas status kepemilikannya, sehingga  tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.152 Realisasi belanja modal gedung dan bangunan-fasilitas umum kegiatan
stimulan pembangunan desa sebesar Rp1,75 miliar tidak didukung dengan
bukti yang lengkap, sehingga  tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.153 Pengeluaran Kas Daerah tidak sesuai ketentuan, sehingga terbukanya
peluang penyalahgunaan penggunaan uang kas daerah sebesar Rp42,52
miliar.

1.154 Aset Tanah seluas 8.714.638,97m2 dengan nilai sebesar Rp573,63
miliar belum memiliki sertifikat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kota Madiun

1.155 Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah TA 2007
sebesar Rp588,59 juta tidak didukung bukti lengkap, sehingga  tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.156 Pengakuan Hak dan Penilaian Atas Tanah, Peralatan dan Mesin yang
tercantum di Neraca per 31 Desember 2007 tidak sesuai ketentuan, sehingga
nilai aset sebesar Rp396,57 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya

1.157 Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Kota Madiun dan PD.
Aneka Usaha sebesar Rp5,37 miliar belum mendapatkan persetujuan dari
DPRD, sehingga  belum mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat
diyakini kewajarannya

1.158 Pembayaran honorarium penunjang tugas koordinasi dan konsultasi
kepada Muspida tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp156,50 juta.

1.159 Pembayaran bantuan koordinasi tingkat muspida tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan keuangan daerah sebesar
Rp106,00 juta.



248

1.160 Pemberian honorarium penunjang tugas koordinasi dan kosultasi
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan keuangan daerah
sebesar Rp111,50 juta.

Kota Malang

1.161 Aset berupa tanah seluas 2.318.013 m2 tidak didukung bukti
kepemilikan yang sah, sehingga penyajian nilai tanah di neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp624,53 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.162 Kekurangan volume pekerjaan pembangunan Fly Over, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp350,31 juta.

Kota Mojokerto

1.163 Realisasi belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga belanja hibah
kepada badan/lembaga/ organisasi swasta sebesar Rp3,73 miliar tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.164 Terdapat pemberian bantuan transport kepada Muspida, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp474,50 juta.

1.165 Pendapatan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar
Rp11,68 miliar digunakan langsung, sehingga penerimaan dari tiga SKPD
berpotensi untuk disalahgunakan.

1.166 Kerjasama pengadaan pupuk dilakukan melebihi Harga Eceran
Tertinggi (HET) serta kerjasama dengan kelompok tani dan rekanan
diragukan kebenarannya, sehingga pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian
sebesar Rp1,14 miliar tidak dapat dinilai kewajarannya.

Kota Pasuruan

1.167 Pengeluaran Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta
keolahragaan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, sehingga realisasi
belanja hibah sebesar Rp1,49 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.168 Pembentukan Dana Cadangan tidak didasari Perda yang jelas
peruntukannya, sehingga saldo dana cadangan sebesar Rp38,03 miliar tidak
sah, dan rawan penyalahgunaan.
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1.169 Pekerjaan Appraisal Aset Tetap tidak menghasilkan informasi yang
akurat, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp926,27 juta.

1.170 Kewajiban membayar pinjaman PDAM Kota Pasuruan kepada
Pemerintah yang telah jatuh tempo belum diperhitungkan dengan hak daerah
atas dana perimbangan, sehingga Pemda harus menanggung kewajiban
yang tidak dapat dibayar tersebut sebesar Rp25,45 miliar.

Kota Probolinggo

1.171 Bukti pertanggungjawaban Belanja Barang – Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Sekretariat DPRD tidak sah, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp158,72juta.

1.172 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak didukung dengan bukti
yang lengkap, sehingga realisasi bantuan sebesar Rp369,00juta tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.173 Pembayaran honorarium rapat-rapat dinas untuk pimpinan dan
anggota DPRD tidak sesuai ketentuan,  sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp182,00 juta.

1.174 Pendapatan Retribusi Sewa Lahan dari PT Kutai Timber Indonesia
kurang diterima, sehingga pendapatan dari retribusi sewa tanah kurang
diterima sebesar Rp1,81 miliar.

Kota Surabaya

1.175 Aset Tetap Tanah seluas 2.341.685,30 m2 belum didukung bukti
kepemilikan, sehingga saldo aset tanah yang disajikan pada Neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp768,61 miliar belum dapat diyakini
kepemilikannya secara sah menurut hukum.

1.176 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya tidak didasari dengan
Peraturan Daerah, sehingga penyertaan modal sebesar Rp8,84 miliar tidak
memiliki legalitas sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

1.177 Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran terlambat disetor kembali ke
kas daerah, sehingga metimbulkan resiko kehilangan dan peluang
penyalahgunaan kas sebesar Rp5,93 miliar.
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1.178 Pemanfaatan kelebihan saldo kas daerah belum optimal, sehingga
Pemerintah Kota kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan lebih
tinggi sebesar Rp18,60 miliar.
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Bab XVI
Provinsi  Banten

Wilayah Provinsi Banten meliputi satu pemerintahan provinsi, empat
pemerintahan kabupaten, dan tiga pemerintahan kota.  Selain itu di wilayah
Provinsi Banten terdapat enam RSUD dan 57 BUMD yang terdiri dari enam
PDAM, dua Perseroan Terbatas (PT), satu Apotek, satu Lembaga
Pembiayaan, lima Badan Perkreditan Rakyat (BPR), dan 42 Perusahaan
Daerah (PD).

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada tujuh entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi tujuh entitas, memuat opini “Wajar
Tanpa Pengecualian” (WTP) pada satu entitas, opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) pada  lima entitas dan opini “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) pada satu entitas. Berdasarkan LKPD TA 2007 pada
tujuh entitas tersebut realisasi pendapatan sebesar Rp7,29 triliun, belanja
sebesar Rp7,01 triliun, total aset sebesar Rp16,61 triliun, total kewajiban
sebesar Rp258,12 miliar dan total ekuitas sebesar Rp16,36 triliun.  Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas seperti
dimuat pada tabel berikut.              

            (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas 
Yang Diperiksa 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Prov. Banten 1.908.749,56 1.889.126,37 2.704.579,52 35.065,34 2.669.514,18 WDP 

2 Kab.Lebak 688.321,89 693.157,22 1.001.409,39 55,47 1.001.353,92 WDP 

3 Kab. Pandeglang 694.454,62 807.365,91 955.133,92 169.351,63 785.782,29 WDP 

4 Kab.Serang 952.483,52 884.643,46 3.102.735,53 3.205,03 3.099.530,50 TMP 

5 Kab.Tangerang 1.663.170,08 1.458.263,44 4.077.687,72 10.919,04 4.066.768,68 WDP 

6 Kota Cilegon 462.168,03 461.303,98 1.380.737,96 25.113,43 1.355.624,53 WDP 

7 Kota Tangerang 926.874,61 821.141,48 3.397.473,79 14.410,13 3.383.063,66 WTP 

Jumlah 7.296.222,30 7.015.001,86 16.619.757,83 258.120,07 16.361.637,76 - 

 
Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Banten

1.1 Terdapat kelebihan pembayaran premi Pengadaan Asuransi Kesehatan
dan Belanja Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi
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Banten, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp106,08
juta.

1.2  Terdapat kekurangan fisik pekerjaan terpasang atas beberapa pekerjaan
pembangunan/pemeliharaan di Dinas Pertambangan dan Energi dan Gedung
DPRD, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp111,82
juta.

Kabupaten Lebak

1.3  PT BKL dalam Pembangunan Pasar Rangkasbitung belum memenuhi
kewajiban pembayaran penggantian retribusi terminal TA 2007, sehingga
penerimaan pemerintah kabupaten sebesar Rp141,80 juta tertunda.

1.4 Pengeluaran Belanja Bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya,
sehingga  berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp209,50 juta.

1.5  Pengelolaan Dana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rice Milling
Plant (RMP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
Kabupaten Lebak TA 2007 tidak sesuai dengan ketentuan berupa penerimaan
penjualan beras RMP sebesar Rp304,58 juta digunakan langsung untuk
membiayai kegiatan operasional RMP sehingga berpotensi terjadi kekurangan
penerimaan daerah.

1.6  Terdapat tunggakan pinjaman untuk pembiayaan penempatan calon
TKI, sehingga  tertundanya penerimaan daerah sebesar Rp405,05 juta.

Kabupaten Pandeglang

1.7  Pemberian Upah Pungut Pajak Daerah melebihi ketentuan yang berlaku,
sehingga  merugikan keuangan daerah sebesar Rp631,08 juta.

1.8 Terdapat Pajak Hotel dan Restoran TA 2007 yang kurang dibayar,
sehingga  tertundanya  penerimaan daerah sebesar Rp790,63 juta.

1.9  Terdapat tunggakan Pajak Sarang Burung Walet TA 2007 yang belum
dibayar, sehingga tertundanya penerimaan daerah sebesar Rp115,05 juta.

Kabupaten Serang

1.10  Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas
realisasi kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang TA 2007, yaitu
selisih pembelian tiket sebesar Rp90,49 juta dan biaya akomodasi yang
lebih besar dari kenyataannya sebesar Rp365,75 juta, sehingga berindikasi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp456,24 juta. Kelebihan pembayaran
tersebut, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah seluruhnya pada tanggal
5 Juni 2008.
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1.11 Terdapat kemahalan atas pengadaan buku pelajaran pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang TA 2007 yaitu Pengadaan Buku IPS sebesar
Rp89,45 juta, Buku IPA sebesar Rp94,32 juta, dan Buku Paket B sebesar
Rp19,03 juta sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp202,80 juta.

Kabupaten Tangerang

1.12 Terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultasi
Supervisi/Pengawasan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Serpong-Tigaraksa sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp264,30
juta.

1.13 Terdapat kelebihan perhitungan Harga Satuan pada pekerjaan lanjutan
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Tangerang sebesar Rp210,62
juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp87,47 juta, sehingga
merugikan daerah sebesar Rp298,09 juta.

Kota Cilegon

1.14 Pengeluaran atas Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tidak sesuai ketentuan, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
sebesar  Rp394,25 juta.

1.15 Pembebanan Biaya Non Personil dalam Belanja Jasa Konsultasi tidak
sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp150,71
juta.

1.16 Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebesar Rp604,38 juta dan sebesar Rp99,59 juta pertanggungjawabannya
tidak jelas, sehingga merugikan keuangan daerah.

Kota Tangerang

1.17 Terdapat kekurangan volume pekerjaan kegiatan Penataan Ruang
Terbuka Hijau, Pembangunan Kantor Kecamatan, Rehab Gudang Farmasi,
Pembangunan Gedung Sekolah, dan Rehabilitasi Jalan sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp206,08 juta, namun kerugian daerah tersebut
telah terpulihkan dengan menambah pekerjaan dan menyetorkan ke Kas
Daerah sejumlah tersebut pada tanggal 26 Mei 2008.

1.18 Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada
Sekretariat DPRD TA 2007 tidak sesuai ketentuan, yaitu belanja sebesar
Rp245,79 juta dipertanggungjawabkan secara tidak sah dan belanja sebesar
Rp273,29 juta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang
sebenarnya yang berindikasi merugikan daerah, namun kerugian daerah
tersebut telah dipulihkan dengan cara menyetorkan kembali ke Kas Daerah
sejumlah tersebut pada 26 Mei 2008.
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BAB XVII
Provinsi Bali

Wilayah Provinsi Bali meliputi satu pemerintahan provinsi, delapan
pemerintahan kabupaten, dan satu pemerintahan kota. Selain itu, di wilayah
Provinsi Bali terdapat tujuh RSUD dan 29 BUMD, terdiri dari satu BPD,
sembilan PDAM, dan 12 perusahaan daerah (PD).

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan
atas sepuluh entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada sepuluh entitas memuat opini
“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), dengan jumlah realisasi pendapatan
sebesar  Rp6,30 triliun, belanja sebesar Rp5,97 triliun, total aset sebesar
Rp13,79 triliun, total kewajiban sebesar Rp62,97 miliar dan total equitas
sebesar Rp13,73  triliun.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini
masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

(dalam juta rupiah)

Pada umumya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Bali

1.1 Penganggaran dan realisasi belanja pada Sekretariat Daerah, Dinas
Pekerjaaan Umum, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp5,23 miliar tidak tepat,
sehingga realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja modal tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

1.2 Status pemanfaatan aset tetap berupa bangunan gedung sebesar
Rp3,06 miliar dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit sebesar Rp715,67
juta oleh PT Puri Raharja tidak jelas, sehingga Pemda Bali tidak dapat
memanfaatkan aset tersebut dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

 

Cakupan pemeriksaan 
LRA Neraca No Nama entitas 

Pendapatan Belanja Total aset Total 
kewajiban 

Total 
Equitas 

Opini 

1 Provinsi Bali 1,368,004.40 1,263,343.65 2,481,390.18 33,580.83 2,447,809.34 WDP 
2 Kabupaten Badung 977,327.87 869,263.34 2,443,406.09 317.31 2,443,088.77 WDP 
3 Kabupaten Bangli 375,159.08 370,182.37 362,813.05 29.87 362,783.18 WDP 
4 Kabupaten Buleleng 644,357.15 639,493.58 1,259,101.15 2,549.22 1,256,551.92 WDP 
5 Kabupaten Gianyar 549,618.90 554,928.72 960,280.40 7,774.01 952,506.38 WDP 
6 Kabupaten Jembrana 407,055.79 392,380.63 937,216.68 185.55 937.031,13 WDP 
7 Kabupaten Karangasem 480,293.62 445,748.88 1,068,301.59 5,704.12 1,062,597.47  WDP 
8 Kabupaten Klungkung 359,665.36 358,750.49 555,812.51 530.80 555,281.71  WDP 
9 Kabupaten Tabanan 540,824.25 515,146.18 1,536,643.57 5,419.14 1,531,224.42  WDP 
10 Kota Denpasar 603,037.75 567,835.33 2,193,247.97 6,883.69 2,186,364.28  WDP 
  Jumlah 6,305,344.17 5,977,073.17 13,798,213.19 62,974.54 13,735,238.60   
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1.3 Realisasi belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada
pemerintah desa sebesar Rp80,66 miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga
membuka peluang penyalahgunaan dana hibah dan pengendalian atas aset
lemah.

1.4 Realisasi Belanja Bantuan Koordinasi Keamanan tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan  daerah sebesar Rp764,25 juta.

1.5 Perjanjian atas penilaian aset pemerintah Tahun 2007 dengan Pusat
Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp650,00 juta.

Kabupaten Badung

1.6 Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pusat
pemerintahan tahap 1 TA 2007 tidak sesuai ketentuan, sehingga realisasi
belanja modal kegiatan tersebut dalam LRA  dan saldo aset tetap konstruksi
dalam pengerjaan dalam neraca lebih disajikan masing-masing sebesar
Rp9,99 miliar.

1.7 Pengadaan kendaraan roda empat TA 2007 pada Sekretariat DPRD
dan pemakaian kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,94 miliar.

1.8 Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan
pemeliharaan pertamanan sebesar Rp1,49 miliar pada Dinas Kebersihan
dan Pertamanan tidak sesuai ketentuan, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah dan tidak mendapatkan harga yang
kompetitif.

1.9 Pendapatan retribusi kesehatan dari klaim Askes s.d. 31 Desember
2007 belum disetor ke kas Daerah, sehingga realisasi pendapatan kurang
disajikan sebesar Rp802,64 juta.

Kabupaten Bangli

1.10 Pengelolaan dana pasca bencana tahap I pencairan kedua dan tahap
II pada Dinas Pekerjaan Umum tidak melalui mekanisme APBD, sehingga
pendapatan hibah sebesar Rp8,12 miliar dan belanja modal sebesar Rp8,03
miliar tidak tersaji dalam LRA TA 2007.

1.11 Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas  Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp182,45 juta.

Kabupaten Buleleng

1.12 Pembayaran Honorarium Tim/Panitia pada kegiatan Koordinasi dan
Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah pada sekretariat daerah dan  rapat-
rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah pada Bagian Umum dan
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Perlengkapan  tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp256,80 juta.

1.13 Pencairan SP2D LS pada 32 SKPD seluruhnya sebesar Rp8,80 miliar
dan penitipan kas daerah pada PT BPD cabang Singaraja sebesar Rp1,71
miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan
dana dan pengeluaran kas tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.14 Pengeluaran Belanja Daerah tidak tercatat pada buku kas umum,
sehingga membuka peluang pengeluaran belanja yang tidak dapat ditelusuri
dan tidak mencerminkan seluruh pengeluaran atas uang daerah  sebesar
Rp37,23 miliar.

1.15 Realisasi belanja TA 2007 pada Sekretariat Daerah tidak didukung
bukti yang lengkap, sehingga realisasi belanja sebesar Rp10,69 miliar tidak
memenuhi keabsahan pertanggungjawaban keuangan daerah dan membuka
peluang penyimpangan keuangan daerah.

1.16 Penganggaran dan realisasi belanja jasa tenaga kerja non pegawai
dan belanja pemeliharaan gedung kantor tidak tepat, sehingga realisasi belanja
sebesar Rp6,25 miliar  tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya.

1.17 Pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas luar daerah tidak
sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah minimal sebesar
Rp406,02 juta.

Kabupaten Gianyar

1.18 Penganggaran dan realisasi belanja bantuan sosial TA 2007 tidak
sesuai ketentuan, sehingga membebani APBD TA 2007 sebesar Rp7,17
miliar.

1.19 Potongan PPh pasal 21, PT Taspen, PT Askes dan Bapertarum
ditampung pada rekening khusus di luar kas daerah atas nama kepala bagian
keuangan sekretariat daerah Kabupaten Gianyar dan disetor tidak tepat
waktu,  sehingga terjadi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,63
miliar dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.20 Pemberian bantuan kepada tim advokasi untuk menangani masalah
hukum dan tuntutan perdata TA 2007 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp305,00 juta.

Kabupaten Jembrana

1.21 Badan Pelaksana Jaminan Sosial Daerah (Bapel Jamsosda) yang
operasionalnya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak jelas
status kelembagaannya, sehingga saldo kas di Bapel Jamsosda per 31
Desember 2007 sebesar Rp2,71 miliar tidak tercatat pada kas daerah.
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1.22 Mutasi aset tetap TA 2007 sebesar Rp11,91 miliar tidak dapat
dijelaskan dan 861 item aset tetap bersaldo nihil, sehingga nilai aset tetap
tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.23 Kegiatan reses, peningkatan kapasitas dan kunjungan kerja pimpinan
dan Anggota DPRD berdasarkan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
pemerintah tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp488,65 juta.

1.24 Terdapat rekening atas nama jabatan tidak dilaporkan dan tidak
disetor ke Kas Daerah, sehingga saldo kas dan pendapatan asli daerah kurang
diterima dan disajikan sebesar Rp151,09 juta.

1.25   Pengembalian dana peserta kegiatan penyiapan tenaga kerja yang
dikirim ke luar negeri pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan
Sipil, dan Keluarga Berencana tidak dicatat dan disetor ke kas daerah,
sehingga saldo kas pada neraca dan realisasi pendapatan pada LRA kurang
disajikan masing-masing sebesar Rp150,07 juta dan membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

Kabupaten Karangasem

1.26  Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung
Karangasem tidak didukung bukti yang memadai, sehingga membuka
peluang penyalahgunaan aset daerah dari hasil investasi sebesar Rp10,74
miliar.

1.27 Pengelolaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali
tidak melalui mekanisme APBD, sehingga pendapatan sebesar Rp1,14 miliar,
Belanja sebesar Rp140,00 juta, dan SILPA sebesar Rp1,00 miliar kurang
disajikan pada LRA TA 2007.

Kabupaten Klungkung

1.28  Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan berupa pengadaan tanah untuk jalan dan dermaga serta biaya
pensertifikatan seluruhnya sebesar Rp14,08 miliar tidak sesuai ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah atas biaya pensertifikatan sebesar
Rp84,90 juta, belanja modal dalam LRA TA 2007 lebih disajikan sebesar
Rp14,00 miliar serta membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.29 Penghentian/Pemutusan kontrak pada Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran
sebesar Rp1,14 miliar.

1.30 Pembayaran upah pungut atas retribusi daerah dari pendapatan tiket
KMP Nusa Jaya Abadi dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Nusa
Penida kepada tim pengelola pendapatan pelabuhan penyeberangan tidak
sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp151,48
juta.
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1.31  Penganggaran dan pengeluaran belanja penunjang operasional pimpinan
DPRD pada dan sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp102,92 juta.

Kabupaten Tabanan

1.32 Pendapatan hibah untuk program pengembangan kecamatan dan
pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif TA 2007 tidak melalui
mekanisme APBD, sehingga realisasi pendapatan hibah tidak
menggambarkan realisasi pendapatan yang seharusnya sebesar Rp10,15
miliar.

1.33 Sisa kas pada rekening instalasi farmasi dan pendapatan instalasi
farmasi B pada BRSU Tabanan TA 2007 sebesar Rp17,71 miliar  tidak
dilaporkan, sehingga penyajian LKPD TA 2007 tidak menggambarkan
realisasi yang sebenarnya .

1.34 Penyertaan  modal pada PD Dharma Santhika sebesar Rp1,39 miliar
tidak dapat diyakini kebenarannya dan proses likuidasi PD Dharma Santhika
terhambat penyelesaian hutang sebesar Rp1,53 miliar, sehingga nilai
penyertaan modal tersebut pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya
dan membuka peluang penyalahgunaan aset daerah.

1.35 Pemberian honorarium pada tim koordinasi pengamanan daerah dan
panitia pelaksana kegiatan dan panitia/tim pada Sekretariat Daerah tidak
sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp519,30
juta.

1.36  Kegiatan Operasional Gabungan Istri Wakil Rakyat tidak sesuai
ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp233,70 juta.

1.37 Piutang lain-lain belum dicatat pada neraca, sehingga piutang pada
neraca  tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya, dan disajikan lebih
rendah sebesar Rp8,93 miliar.

1.38 Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal
dan pengeluaran pembiayaan TA 2007 sebesar Rp2,44 miliar tidak sesuai
ketentuan, sehingga nilai realisasi belanja modal, belanja barang dan jasa,
dan pengeluaran pembiayaan, dan belanja bantuan sosial  tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kota Denpasar

1.39  Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum TA 2007 digunakan untuk
membiayai kegiatan yang hasilnya dimanfaatkan dan dikuasai oleh PDAM
Kota Denpasar, sehingga realisasi Belanja Modal yang disajikan pada LRA
dan saldo aset tetap pada Neraca tidak menggambarkan kondisi yang
sebenarnya sebesar Rp2,27 miliar.

1.40 Pemberian Jaminan atas kredit tanpa agunan PT BPD Bali tidak sesuai
ketentuan, sehingga berisiko merugikan keuangan daerah sebesar Rp7,80
miliar.
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Bab XVIII
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi satu
pemerintahan provinsi, tujuh pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan
kota.  Selain itu, di wilayah Provinsi NTB terdapat tujuh RSUD dan 56
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri dari PT Bank NTB, enam
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan 49 Perusahaan Daerah (PD)
lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada sembilan  entitas.

Hasil Pemeriksaan  APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas sembilan LKPD TA 2007, memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP) pada enam entitas, dan “Tidak Memberikan
Pendapat”  (TMP) pada tiga entitas, dengan jumlah realisasi pendapatan
sebesar Rp4,76 triliun, belanja sebesar Rp4,62 triliun, total aset sebesar
Rp11,45 triliun, total kewajiban sebesar Rp94,63 miliar dan total ekuitas
sebesar Rp11,35 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini
masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

 

Cakupan Pemeriksaan 

LRA N eraca N o N ama Entitas  

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Prov. N TB 848.508,45 839.406,59 3.482.326,24 69.187,57 3.413.138,66 TM P 

2 Kab. Bima 504.768,94 490.008,32 1.171.205,15 6.725,90 1.164.479,25 W DP 

3 Kab. Dompu 353.670,86 336.899,44 578.159,92 30,82 578.129,09 TM P 

4 Kab. Lombok Barat 559.498,68 553.697,11 713.577,37 10.543,23 703.034,14 W DP 

5 Kab. Lombok Tengah 575.978,54 565.516,69 1.439.010,88 1.994,32 1.437.016,55 W DP 

6 Kab. Lombok Timur 680.328,16 660.626,18 1.285.112,22 5.290,80 1.279.821,42 W DP 

7 Kab. Sumbawa 500.339,75 455.749,16 1.228.299,90 587,16 1.227.712,74 TM P 

8 Kab. Sumbawa Barat 321.926,17 301.907,56 458.900,05 - 458.900,05 W DP 

9 Kota M ataram 418.425,64 420.448,87 1.093.900,61 280,01 1.093.620,59 W DP 

Jumlah 4.763.445,19 4.624.341,92 11.450.492,34 94.639,81 11.355.852,49 - 

(dalam juta rupiah)

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.1 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tidak dapat ditelusuri dan diuji
kewajarannya, sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan
dalam neraca sebesar Rp13,40 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.2 Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp7,47 miliar tidak dapat ditelusuri dan diuji
kewajarannya, sehingga nilai piutang yang disajikan pada neraca tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.3 Nilai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp991,20 juta tidak dapat diuji kewajarannya dan sebesar Rp1,80 miliar
yang belum tercatat dalam neraca, sehingga nilai persediaan yang disajikan
pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dan nilai persediaan dalam
neraca kurang disajikan.

1.4 Pencatatan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2007
tidak didasarkan bukti yang lengkap, sehingga pendapatan Bagi Hasil PBB
dan BPHTB yang disajikan dalam LRA sebesar Rp33,35 miliar tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.5 Penyajian nilai aset tetap sebesar Rp3,15 triliun pada neraca tidak
berdasarkan data yang andal, sehingga nilai aset tetap yang disajikan pada
neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.6 Realisasi belanja daerah TA 2007 pada Biro Keuangan tidak sesuai
ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,16 miliar
dan terdapat indikasi kerugian atas pemberian bantuan di luar parpol sebesar
Rp123,82 juta.

1.7 Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kepada Anggota
Muspida, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp68,00
juta.

1.8 Belanja honorarium non PNS pada Biro Umum TA 2007 direalisasikan
tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp265,20 juta (setelah dipotong pajak).

1.9 Penyajian investasi daerah sebesar Rp23,42 miliar dalam Neraca per
31 Desember 2007 tidak didukung data yang andal, sehingga saldo investasi
daerah yang disajikan pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dan
berpeluang terjadi sengketa kepemilikan modal.

Kabupaten Bima

1.10 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2007 pada PD Wawo
senilai Rp1,95 miliar tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut tidak sah.
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1.11 Penatausahaan aset berupa tanah tidak tertib, sehingga nilai tanah
pada neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp516,75 miliar tidak dapat
diyakini kewajarannya.

1.12 Pengeluaran belanja sebesar Rp597,95 juta tidak didukung bukti yang
memadai, sehingga pengeluaran belanja tersebut tidak dapat diyakini
kebenarannya.

Kabupaten Dompu

1.13 Nilai Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2006 dan TA
2007 tidak dapat ditelusuri, sehingga saldo SILPA TA 2006 dan 2007 yang
disajikan di LRA masing-masing sebesar Rp47,84 miliar dan Rp54,80 miliar
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.14 Realisasi belanja daerah TA 2007 sebesar Rp14,40 miliar mendahului
penetapan APBD, sehingga memberi peluang terjadinya penyimpangan dan
kurang dapat diakui keabsahannya.

1.15 Pencatatan dan penginventarisasian persediaan obat-obatan dan alat
kesehatan habis pakai pada Dinas Kesehatan tidak tertib, sehingga nilai
persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp1,92 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.16 Saldo aset lain-lain pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp74,59 miliar tidak dapat ditelusuri, sehingga saldo aset yang disajikan
tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.17 Pencatatan atas transaksi pendapatan tidak tertib, sehingga saldo
pendapatan transfer pada LRA TA 2007 yang disajikan sebesar Rp337,77
miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.18 Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD sebesar Rp114,00 juta tidak
sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi
merugikan keuangan daerah.

1.19 Penyertaan Modal Pemerintah TA 2007 sebesar Rp8,20 miliar tidak
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah tidak sah.

1.20 Penatausahaan aset tetap yang disajikan pada Neraca per 31 Desember
2007 senilai Rp388,65 miliar tidak memadai, nilai aset tetap yang disajikan
tidak dapat ditelusuri dan diuji lebih lanjut sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.21 Pemberian Dana Operasional/Kegiatan kepada Muspida sebesar
Rp520,00 juta tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp448,75 juta setelah dipotong PPh Pasal 21.
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Kabupaten Lombok Barat

1.22 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang menjadi hak
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2007 terlambat diterima, sehingga
tidak dimanfaatkan untuk pembangunan secara tepat waktu sebesar Rp7,45
miliar .

1.23 Pengelolaan atas pinjaman jangka panjang Kabupaten Lombok Barat
tidak sesuai ketentuan, sehingga saldo pinjaman jangka panjang yang
disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp10,00 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya, hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
berupa pengembalian atas bantuan penyertaan modal oleh KPN Patut Patuh
Patju dan bantuan pinjaman lunak oleh koperasi PLTD beserta kontribusi
PAD tidak diterima sebesar Rp2,13 miliar.

1.24 Pencatatan dan penginventarisasian persediaan obat-obatan pada
Dinas Kesehatan tidak tertib, sehingga nilai persediaan yang disajikan dalam
Neraca per 31 Desember 2007  sebesar Rp5,85 miliar tidak dapat diyakini
sebagai nilai yang wajar.

1.25 Penatausahaan aset tanah tidak memadai, sehingga saldo aset tanah
yang disajikan di neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp150,54 miliar
tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.26 Pengelolaan Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi yang
disajikan pada neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp2,57 miliar tidak
sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kabupaten Lombok Tengah

1.27 Sisa kas di bendahara pengeluaran TA 2007 sebesar Rp2,03 miliar
disetor tidak tepat waktu di antaranya sebesar Rp51,81 juta hilang di
bendahara pengeluaran, sehingga membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan keuangan daerah dan berindikasi merugikan keuangan
daerah.

1.28 Pembayaran kepada pihak ketiga melalui rekening koran bendahara
bantuan keuangan sebesar Rp39,18 miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.29 Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Hotel Tastura antara Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah dengan CV Pelonggo Mataram tidak sesuai
perjanjian, sehingga terjadi kekurangan penerimaan  sebesar Rp2,33 miliar.

1.30 Penatausahaan aset tetap tidak tertib, sehingga nilai aset tetap yang
disajikan pada neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp1,32 triliun tidak
dapat diyakini kewajarannya dan rawan terhadap gugatan oleh pihak lain.
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1.31 Penganggaran dan realisasi belanja modal pengadaan konstruksi jalan
pada Dinas Kesejahteraan, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
sebesar Rp2,33 miliar tidak sesuai  ketentuan, sehingga realisasi belanja
modal pengadaan konstruksi jalan dan realisasi belanja bantuan keuangan
kepada desa pada LRA  TA 2007 tidak menunjukkan realisasi yang
sebenarnya.

Kabupaten Lombok Timur

1.32 Pendapatan daerah tidak disetor oleh bendahara penerima namun
digunakan untuk kepentingan pribadi, realisasi belanja pemeliharaan
kesehatan Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan secara tunai dan tidak
didasarkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap, serta pembayaran
honorarium secara rutin kepada Muspida dan realisasi belanja perjalanan
dinas luar negeri pejabat di Bappeda tidak sesuai ketentuan, sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp276,41 juta.

1.33 Penatausahaan persediaan hewan ternak pada Dinas Pertanian dan
Peternakan sebesar Rp11,39 miliar belum tertib, sehingga nilai persediaan
yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2007  tidak mencerminkan
nilai persediaan yang sebenarnya

Kabupaten Sumbawa

1.34 Aset tanah sebanyak 843 bidang seluas 8.412.448,50 m² senilai
Rp203,34 miliar belum bersertifikat sehingga status kepemilikan atas tanah
tersebut belum sah dan membuka peluang penyalahgunaan aset tanah oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.35 Selisih Kas Daerah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
sebesar Rp1,34 miliar tidak dapat dijelaskan, sehingga saldo kas daerah
tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

1.36 Pemanfaatan aset tanah sebanyak 15 bidang seluas  85.636,00 m²
senilai Rp2,48 miliar oleh pihak ketiga tidak dilandasi perjanjian dan
persetujuan bupati, sehingga rawan sengketa di kemudian hari.

1.37 Terdapat  Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2007 sebesar Rp1,36
miliar disetor tidak tepat waktu dan sebesar Rp107,71 juta belum disetor
Ke Kas Daerah  sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp107,71 juta.

Kabupaten Sumbawa Barat

1.38 Sisa UUDP TA 2007 sebesar Rp3,68 miliar terlambat disetor dan
sebesar Rp80,81 juta belum disetor, sehingga membuka peluang terjadinya
penyimpangan penggunaan dana oleh para bendahara pengeluaran.
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1.39 Seluruh tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak
388 bidang senilai Rp48,72 miliar dan penyerahan aset tetap dari Pemerintah
Kabupaten Sumbawa dan PT Newmont Nusa Tenggara kurang lebih senilai
Rp66,42 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan, sehingga rawan
terhadap pengambilalihan kepemilikan oleh pihak lain.

Kota Mataram

1.40 Pencatatan dan penginventarisasian persediaan obat-obatan pada
Dinas Kesehatan Kota Mataram tidak tertib, sehingga nilai persediaan  yang
disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp1,62 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.41 Penyaluran dana bantuan perkuatan modal  kepada Koperasi Usaha
Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro sebesar Rp300,00 juta tidak
sesuai ketentuan, sehingga realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,
investasi non permanen, dan pembiayaan pengeluaran dalam bentuk dana
bergulir dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang
sesungguhnya.
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Bab  XIX
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meliputi satu
pemerintahan provinsi, 19 pemerintahan kabupaten (termasuk empat
kabupaten pemekaran), dan satu pemerintahan kota. Selain itu, wilayah
Provinsi NTT terdapat 14 RSUD dan 31 BUMD yang terdiri dari satu BPD
Provinsi, 14 PDAM serta 16 PD.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan atas enam
entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas enam entitas LKPD TA 2007 memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP) untuk lima entitas dan “Tidak Memberikan
Pendapat” (TMP) untuk satu entitas, dengan realisasi pendapatan sebesar
Rp2,66 triliun, belanja sebesar Rp2,54 triliun, total aset sebesar Rp7,46
triliun, total kewajiban sebesar Rp25,60 miliar, total ekuitas sebesar Rp7,43
triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing
entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

                                   
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas  
Pendapatan Belanja Total Aset Total 

Kewajiban 
Total 

Equitas 

Opini 

1 Prov. Nusa Tenggara Timur 875.624,70 910.232,54 4.374.167,54 22.669,82 4.351.497,71 WDP 
2 Kab. Belu 470.871,92 428.872,94 424.310,87 - 424.310,87 WDP 
3 Kab. Ende 376.677,79 340.723,01 876.291,88 169,92 876.121,96 WDP 
4 Kab. Flores Timur 360.753,58 347.653,40 733.593,13 1.224,27 732.368,86 WDP 
5 Kab. Lembata 282.401,81 232.773,12 437.597,56 1.523,50 436.074,05 WDP 
6 Kab. Manggarai Barat 299.142,48 279.974,26 615.378,78 18,66 615.360,11 TMP 

Jumlah 2.665.472,28 2.540.229,27 7.461.339,76 25.606,17 7.435.733,56  

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.1. Terdapat 36 rekening sebesar Rp510,11 juta yang belum tercatat
dalam laporan keuangan sehingga saldo rekening kas per 31 Desember
2007 tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya dan membuka peluang
terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

(dalam juta rupiah)
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1.2. Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk anggota DPRD TA
2007 guna menunjang kegiatan DPRD merugikan keuangan daerah sebesar
Rp282,01 juta.

Kabupaten Belu

1.3. Penganggaran dan realisasi belanja modal TA 2007 sebesar Rp1,42
miliar tidak tepat sehingga belanja modal pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Kimpraswil tidak
mencerminkan belanja modal yang sesungguhnya.

1.4. Terdapat realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan
dan Anggota DPRD melampaui anggaran sebesar Rp220,50 juta dan
kelebihan pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
sebesar Rp3,99 juta sehingga realisasi TKI melebihi anggaran sebesar
Rp220,50 juta pada TA 2007 dan kelebihan penerimaan pengembalian TKI
tahun 2008 sebesar Rp124,95 juta serta terdapat kekurangan pengembalian
sebesar Rp3,99 juta ke kas daerah.

Kabupaten Ende

1.5. Penganggaran kegiatan pembuatan rabat beton Jalan Wolotopo-
Ngalupolo pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak sesuai ketentuan
sehingga nilai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran tidak
menunjukkan nilai yang sebenarnya sebesar Rp477,50 juta.

1.6. Belanja perjalanan dinas pada tujuh satuan kerja sebesar Rpl1,26
juta karena kelebihan pembayaran lumpsum perjalanan dinas ganda dan
sebesar Rp248,70 juta karena kelebihan pembayaran lumpsum akomodasi
tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp259,96 juta.

1.7. Belanja Daerah TA 2007 pada lima satuan kerja tidak didukung bukti
yang lengkap sehingga belanja sebesar Rp631,07 juta tidak sah.

Kabupaten Flores Timur

1.8. Selisih kurang kas sebesar Rp4,70 miliar dan sisa UUDP sebesar
Rp8,61 miliar penyelesaiannya berlarut-larut serta panjar sebesar Rp1,96
miliar tidak sesuai ketentuan  sehingga selisih kurang kas sebesar Rp4,70
miliar dan sisa UUDP sebesar Rp8,61 miliar, yang terdiri dari sisa UUDP
yang belum diakui sebagai belanja sebesar Rp6,81 miliar dan sisa UUDP
yang belum disetor sebesar Rp1,80 miliar menjadi tidak jelas statusnya.
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1.9. Potongan PFK (IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21) kurang disetor
ke Kas Negara  sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp69,65
juta.

Kabupaten Lembata

1.10. Pengeluaran daerah TA 2006 sebesar Rp32,l3 miliar yang dicairkan
TA 2007 diantaranya Rp20,08 miliar tidak dianggarkan dan sebagai
komponen penyeimbang surplus/defisit dan pembiayaan netto dalam LRA
TA 2007 sehingga LRA TA 2007 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya
dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.11. Pengeluaran Daerah TA 2007 tidak didukung bukti yang lengkap
sehingga realisasi belanja dalam LRA TA 2007 sebesar Rp3,52 miliar tidak
sah.

Kabupaten Manggarai Barat

1.12. Pengeluaran daerah sebesar Rp1,07 miliar berupa panjar belanja yang
tidak bersifat wajib dan mengikat sehingga membuka peluang
penyalahgunaan panjar oleh penerima dan menyulitkan dalam proses
pertanggungjawaban karena belum memiliki dasar pelaksanaan yang
memadai.

1.13. Pemberian pinjaman dana bergulir tidak dikelola sesuai dengan prinsip
investasi sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah
berupa pinjaman dana bergulir minimal sebesar Rp4,02 miliar dan nilai
investasi tersebut dalam Neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini
bahwa telah disajikan secara lengkap dan dinilai secara akurat.

1.14. Realisasi belanja daerah TA 2007 tidak didukung bukti yang lengkap
sebesar Rp4,10 miliar sehingga realisasi belanja daerah sebesar Rp4,10
miliar tidak sah serta membuka peluang penyimpangan keuangan daerah
atas belanja makan minum sebesar Rp222,00 juta.

1.15. Pengelolaan Rekening Bendahara Umum sebesar Rp24,24 miliar tidak
sesuai ketentuan sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan
daerah TA 2007 dan TA 2008 (s.d. Januari 2008), potensi pendapatan jasa
giro yang tidak dapat diterima dan adanya kewajiban yang belum dipenuhi
berupa penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan
sebesar Rp359,35 juta.
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Bab XX
Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi satu pemerintahan
provinsi, 12 pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain
itu di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 11 RSUD dan 15 BUMD,
terdiri dari 11 PDAM, satu BPD dan tiga PD lainnya.

Dalam semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas 10 entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan LKPD TA 2007 pada 10 entitas yang memuat opini

“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) untuk enam entitas, “Tidak
Wajar”(TW) untuk satu entitas dan “Tidak Memberikan Pendapat”  (TMP)
untuk tiga entitas  dengan realisasi pendapatan sebesar Rp5,16 triliun; belanja
sebesar Rp4,84 triliun, total aset sebesar Rp10,64 triliun, total kewajiban
sebesar Rp73,03 miliar  dan total equitas sebesar Rp10,56 triliun. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai
dimuat dalam  tabel berikut.

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan yang berikut.

Kabupaten Bengkayang

1.1 Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
dan realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD tidak sesuai
ketentuan sehingga terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp690,48 juta

              (dalam juta rupiah) 

Cakupan pemeriksaan 
  

LRA Neraca   No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total aset Total 
kewajiban Total Equitas Opini 

1. Kab. Bengkayang     377,889.45      314,256.87         809,650.42        7,821.17        801,829,25   TMP  

2. Kab. Ketapang     778,547.88      699,070.04       2,465,120.16        4,054.04       2,461,066.12   WDP  

3. Kab. Landak     449,557.14      439,166.94       1,184,532.12      11,812.83       1,172,719.28   TW  

4. Kab. Melawi     345,812.20      351,468.83         574,868.03      25,782.71          549,085.32   TMP  

5. Kab. Pontianak     637,610.76      577,213.67         762,255.95           882.68          761,373.27   WDP  

6. Kab. Sambas     527,298.71      498,244.46       1,089,821.25                  -        1,089,821.25   TMP  

7. Kota Singkawang     330,090.79      326,769.54         713,401.39                  -           713,401.39   WDP  

8. Kab. Sintang     622,519.73      573,717.86       1,042,589.23      12,312.65       1,030,276.58   WDP  

9. Kab. Sanggau     536,894.92      526,950.99         726,380.51           108.24          726,272.27   WDP  

10 Kota Pontianak     556,515.00      537,263.36       1,271,705.17      10,258.57       1,261,446.59  WDP 
        Jumlah   5,162,736.58   4,844,122.56     10,640,324.23      73,032.89  10,567.291.32     
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dan realisasi pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
sebesar Rp134,40 juta tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.2  Kelebihan pembayaran premi asuransi kepada Asuransi Jiwa Bersama
(AJB) Bumiputera 1912 dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas
pembayaran tambahan penghasilan 924 PNS/CPNS  belum disetor ke Kas
Negara sebesar Rp388,80 juta sehingga  hak penerimaan tambahan
penghasilan tidak sesuai dengan yang semestinya.

1.3  Kas Daerah pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar
Rp771,51 juta  ditampung  di rekening pribadi Bendahara Pengeluaran
sehingga membuka peluang  terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

1.4 Pengeluaran TA 2006 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp60,48
miliar dan sisa UYHD TA 2005 s.d. 2007 sebesar Rp5,68 miliar belum
disetorkan kembali  ke Kas Daerah sehingga membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan keuangan daerah oleh Pemegang Kas.

1.5  Belanja daerah TA 2007 sebesar Rp45,16 miliar tidak didukung dengan
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga realisasi belanja
daerah belum dapat diyakini kebenaran penggunaannya dan membuka
peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

1.6  Pengeluaran daerah pada enam SKPD sebesar Rp47,72 miliar belum
dipertanggungjawabkan secara memadai sehingga pengeluaran tidak dapat
diyakini kebenaran penggunaannya dan membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan keuangan daerah.

Kabupaten Ketapang

1.7 Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 dilakukan
pemotongan untuk biaya administrasi oleh Pengguna Anggaran sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp221,00 juta.

1.8 Terdapat minimal 56 rekening giro sebesar Rp1,49 miliar belum
sepenuhnya termonitor oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga
pertanggungjawaban penggunaan keuangan tidak memadai dan membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.9 Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) TA 2007
terlambat disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,52 miliar,
sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.10 Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Agoesdjam
Ketapang Tahun 2007 belum mempedomani ketentuan yang berlaku,
sehingga mengganggu likuiditas Kas Umum Daerah dan membuka peluang
terjadi penyalahgunaan retribusi sebesar Rp2,20 miliar.
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Kabupaten Landak

1.11 Terjadi perbedaan saldo kas di kas daerah dengan saldo rekening giro
kas daerah sebesar  Rp642,42 juta sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah.

1.12  Sisa anggaran (UYHD) TA 2007 sebesar Rp1,03 miliar pada 10 SKPD
belum disetor ke Kas Daerah sehingga dapat membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

1.13  Pengelolaan rekening umum kas daerah dan rekening  pengeluaran
Bendahara SKPD belum mempedomani ketentuan, serta terdapat pengalihan
dana sebesar Rp4,48 miliar ke rekening selain rekening pengeluaran
Bendahara SKPD dan terdapat rekening-rekening lain yang tidak termonitor
oleh SKPKD sehingga terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.14 Penyajian persediaan sebesar Rp688,25 juta pada Neraca per 31
Desember 2007 tidak dilakukan perhitungan fisik persediaan sehingga
penyajian nilai persediaan dalam neraca laporan keuangan  tidak dapat
diyakini keandalannya.

1.15 Penyajian aset tetap jalan dan jembatan sebesar Rp39,83 miliar dan
aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp12,24 miliar tidak didukung data
rincian secara memadai, serta  aset tetap tanah seluas 3.181.819,69 m2
senilai Rp28,05 miliar belum didukung alas hak kepemilikan yang memadai
dan sebanyak 45 bidang tanah seluas 849.545,00 m2 belum tersaji dalam
laporan keuangan karena tidak memiliki harga perolehan, sehingga penyajian
aset tetap di neraca menjadi tidak andal.

Kabupaten Melawi

1.16 Penggunaan dana rekening penerimaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) dan BPHTB TA 2007 belum sesuai peruntukkannya
sehingga realisasi penerimaan PBBdan BPHTB sebesar Rp216,04  juta belum
disetor ke Kas Daerah dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan
daerah.

1.17 Terdapat 36 rekening giro pemerintah belum sepenuhnya termonitor
oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, sehingga dana yang ada di rekening
giro sebesar Rp3,21 miliar berpotensi untuk disalahgunakan.

1.18 Penyelesaian sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)
oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp3,01 miliar belum tepat waktu,
sehingga terjadinya peluang penyalahgunaan keuangan daerah oleh Bendahara
pada SKPD yang bersangkutan.
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1.19  Saldo kas di Neraca tidak sesuai dengan Laporan Arus Kas (LAK)
dan Penyajian LAK belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
sehingga pengujian laporan keuangan melalui penyajian LAK tidak sepenuhnya
dapat dilakukan serta aliran kas masuk PFK dan aliran kas keluar PFK
understated minimal masing-masing sebesar Rp15,28 miliar  dan sebesar
Rp5,67 miliar.

1.20  Hutang sebesar Rp9,74 miliar belum tercatat pada Neraca per 31
Desember 2007 sehingga  akun hutang pada Neraca per 31 Desember
2007 understated.

1.21  Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Melawi II Tahap II dan Abutment
Jembatan Sungai Pinoh II sebesar Rp4,96 miliar tidak dapat dilaksanakan
secara tepat waktu dan nilai kontrak melebihi anggaran sebesar Rp3,62
miliar sehingga hasilnya tidak dapat segera dimanfaatkan.

Kabupaten Pontianak

1.22 Saldo rekening kas sebesar Rp1,14 miliar belum jelas statusnya
sehingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan tidak memadai dan
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah atas rekening yang
tidak jelas tersebut.

1.23 Belanja barang dan jasa minimal sebesar Rp4,68 miliar dan belanja
modal minimal sebesar Rp2,84 miliar dianggarkan pada akun yang tidak
tepat, sehingga penyajian laporan keuangan dalam akun belanja barang jasa
dan belanja modal menjadi tidak akurat dan dapat menimbulkan penafsiran
yang salah bagi pembaca laporan keuangan.

1.24 Akun persediaan belum menyajikan nilai persediaan secara akurat
minimal sebesar Rp1,86 miliar  sehingga penyajian persediaan dalam laporan
keuangan belum akurat.

1.25 Penyajian akun investasi non permanen belum menggambarkan kondisi
sebenarnya minimal sebesar Rp3,43 miliar sehingga membuka peluang
terjadinya penyalahgunaan atas dana yang diinvestasikan dan dapat
memberikan informasi yang salah bagi pengguna laporan keuangan.

1.26 Tanah seluas minimal 1.453.176,28 m2 atau senilai Rp35,76 miliar
belum mempunyai alas hak kepemilikan/sertifikat yang memadai sehingga
risiko penyalahgunaan aset tanah semakin besar.

1.27 Pengujian kewajaran akun jalan, jembatan dan bangunan air irigasi
sebesar Rp267,79 miliar belum dapat dilakukan sehingga proses koreksi
dan reklasifikasi yang akan dilakukan pada jenis/rincian aset tidak dapat
dilakukan.
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Kabupaten Sambas

1.28 Realisasi fisik dua  kontrak pekerjaan pembangunan gedung kesenian
dan pembangunan jalan usaha tani  sebesar Rp4,03 miliar (Rp3,49 miliar +
Rp546,70 juta) sampai akhir tahun anggaran belum selesai dikerjakan serta
jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sehingga  merugikan keuangan daerah
sebesar Rp201,90 juta.

1.29 Terdapat tunggakan kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat s.d. 31
Desember 2007 sebesar Rp801,39 juta sehingga bertambahnya risiko
terjadinya kerugian keuangan negara dari tidak terbayarnya pokok dan bunga
pinjaman yang ditanggung Pemkab Sambas.

1.30 Pendapatan daerah atas penyelesaian kerugian daerah yang belum
tertagih sebesar Rp1,07 miliar tidak optimal sehingga pendapatan daerah
atas penyelesaian kerugian daerah kurang diterima dan membuka peluang
adanya kerugian daerah yang tidak tertagih.

1.31 Penatausahaan dan pelaporan aset tetap sebesar Rp1,01 miliar tidak
sesuai ketentuan sehingga penyajian aset tetap di neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.32 Bukti pendukung belanja daerah Sekretariat Daerah sebesar Rp43,11
miliar tidak ada  karena musibah kebakaran di kantor Bupati Sambas,
sehingga belanja daerah tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kota Singkawang

1.33 Penyajian aset tetap tanah, gedung dan bangunan senilai minimal
Rp42,87 miliar dalam neraca tidak didasarkan pada status kepemilikan yang
jelas sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan
daerah dan nilai aset yang dicatat dalam neraca tidak dapat diyakini
keandalannya.

1.34 Penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada walikota  dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah minimal sebesar Rp7,44 miliar, sehingga belanja
bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan belum dapat diyakini
penggunaannya.

1.35 Investasi nonpermanen – modal bergulir sebesar Rp3,13 miliar dicatat
sebesar nilai modal bergulir yang belum dikembalikan, seharusnya sebesar
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), sehingga nilai
akun investasi nonpermanen pada neraca belum menggambarkan nilai yang
sebenarnya.
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Kabupaten Sintang

1.36 Terdapat kelebihan pembayaran akibat terjadinya dua kali pencairan
SP2D TA 2007 sebesar Rp661,14 juta dan diantaranya sebesar Rp296,29
juta belum disetor ke kas daerah, sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah.

1.37 Pembayaran pada pekerjaan konsultansi TA 2007 tidak sesuai ketentuan
sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp721,88 juta.

1.38 Berita acara serah terima I pekerjaan pembangunan pasar Tanjung
Puri tahap I tidak didasarkan realisasi fisik di lapangan serta mengalami
keterlambatan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp328,59
juta, dan PT Serantung Baja Perkasa harus dikenakan sanksi denda
keterlambatan sebesar Rp109,89 juta.

1.39 Perhitungan harga tidak wajar pada pekerjaan perencanaan gedung
kantor DPRD dan hasil pekerjaan perencanaan didasarkan pada laporan
yang telah dipalsukan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar
Rp672,86 juta.

1.40 Terdapat sisa kas TA 2001-2007 yang belum disetor ke kas daerah
sebesar Rp719,18 juta dan penyelesaian sisa kas TA 2007 sebesar Rp6,32
miliar melewati batas waktu penyetoran yang ditentukan, sehingga membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.41 Dana kesejahteraan dan deviden atas penyertaan saham pada PT Bank
Kalbar hak Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2006 belum diterima
secara keseluruhan  sehingga Pemkab. Sintang kehilangan kesempatan untuk
memperoleh dan mendayagunakan penerimaan jasa bank terkait deviden
sebesar Rp1,25 miliar  dan dana sosial masyarakat sebesar Rp57,45 juta.

1.42 Terdapat pengalihan dana pada rekening di luar kedinasan minimal
pada Dinas Pendidikan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp7,81 miliar.

1.43 Pengamanan aset tetap tanah dan kendaraan bermotor belum memadai,
aset tetap jalan dan jembatan senilai Rp356,73 miliar tidak dapat diuji
kebenaran nilainya, sehingga penyajian akun aset tetap di neraca menjadi
tidak andal.

1.44 Realisasi belanja bantuan sosial tidak didukung bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sehingga realisasi belanja bantuan
sosial sebesar Rp9,33 miliar tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya
dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

1.45 Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I belum
dipertanggungjawabkan sehingga penggunaan ADD sebesar Rp8,08 miliar
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tidak dapat diyakini kebenarannya serta membuka peluang penyalahgunaan
keuangan daerah oleh penerima bantuan ADD.

Kabupaten Sanggau

1.46 Kontrak atas pekerjaan pembangunan Rumah Betang bersifat proforma
sehingga pengeluaran bantuan sebesar Rp490,00 juta tidak dapat diyakini
kebenaran penggunaannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

1.47 Data pendukung untuk penyusunan penyusutan aset dalam laporan
keuangan tidak akurat sehingga penyajian penyusutan aset dalam Laporan
Keuangan sebesar Rp332,00 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

1.48 Penanggung jawab pengelolaan ADD (Kepala Desa) lalai dalam
mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterimanya sehingga
penggunaan dana ADD sebesar Rp4,05 miliar belum dapat diyakini
kebenarannya.

1.49 Pengeluaran belanja bantuan sosial pada Pengelolaan Keuangan dan
kekayaan daerah sebesar Rp911,60 juta belum dipertanggungjawabkan
sehingga belanja bantuan sosial tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kota Pontianak

1.50 Pengeluaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4,37 miliar, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp2,65 miliar dan Sekretaris Daerah
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesra sebesar Rp1,29 miliar tidak
di SPJ-kan dan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap
sehingga realisasi Belanja sebesar Rp8,31 miliar berpotensi merugikan
keuangan daerah.

1.51 Realisasi pengeluaran Bantuan Sosial pada satuan kerja BPKKD tidak
didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga realisasi Belanja Bantuan
Sosial sebesar Rp23,63 miliar tersebut belum dapat diyakini kebenaran
penggunaannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

1.52 Saldo persediaan kurang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota
Pontianak Tahun 2007 sehingga tidak menggambarkan angka yang
sebenarnya minimal sebesar Rp1,91 miliar.

1.53 Saldo aset tetap pada Neraca Pemerintah Kota Pontianak TA 2007
tidak menggambarkan nilai yang wajar, sehingga jumlah nilai aset tetap
sebesar Rp684,50 miliar tidak dapat diketahui secara pasti dan membuka
peluang penyalahgunaan barang inventaris milik daerah.

1.54 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
secara online TA 2007 sebesar Rp1,71 miliar belum dapat dimanfaatkan
secara optimal, sehingga tujuan pengadaan software SIKPD belum
sepenuhnya tercapai dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
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Bab XXI
Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi satu pemerintahan
provinsi, 13 pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota. Selain
itu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 14 RSUD dan sembilan
BUMD, terdiri dari enam PDAM, satu BPD dan dua PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas tujuh entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas tujuh LKPD TA 2007 memuat opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) untuk tiga entitas, “Tidak Wajar” (TW) tiga entitas
dan “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP) satu entitas, dengan realisasi
pendapatan sebesar Rp3,64 triliun, belanja sebesar Rp3,40 triliun, total aset
sebesar Rp9,02 triliun, total kewajiban sebesar Rp14,75 miliar, total ekuitas
sebesar Rp9,01 triliun.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini
masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Kalimantan Tengah

1.1 Pengelolaan dana kontribusi untuk kegiatan Diklat Swadana tidak
dilakukan dengan mekanisme APBD sehingga penerimaan dan pengeluaran
atas dana kontribusi sebesar Rp8,07 miliar tidak tercatat dalam Laporan

                  (dalam juta rupiah) 
Cakupan pemeriksaan   

LRA Neraca Opini No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja 
Total aset Total 

kewajiban Total Ekuitas 
  

1 Provinsi Kaimantan Tengah 
  

1,064,754.30  
   

978,628.83  
  

3,314,176.83  
   

10,534.23  
   

3,303,642.59  TW 

2. Kab. Barito Utara 
   

424,046.88  
   

381,525.97  
  

1,121,138.27  
   

2.99  
   

1,121,135.27  TW 

3. Kab. Kotawaringin Barat 
   

509,507.22  
   

452,090.65  
  

1,115,319.56  
   

87.95  
   

1,115,231.61  WDP 

4. Kab. Lamandau 
   

349,300.64  
   

352,219.83  
   

549,427.24  
   

2,192.82  
   

547,234.42  TW 

5. Kab. Pulang Pisau 
   

392,349.20  
   

405,039.83  
  

1,105,463.56                    -   
   

1,105,463.56  WDP 

6. Kab. Seruya 
   

489,680.99  
   

397,633.17  
   

795,356.79                    -   
   

795,356.79  TMP 

7. Kota Palangkaraya 
   

417,055.50  
   

433,331.43  
  

1,024,141.62  
   

1,932.41  
   

1,022,209.21  WDP 

  Jumlah 
  

3,646,694.73  
   

3,400,469.71  
  

9,025,023.87  
   

14,750.40  
   

9,010,273.45    
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Realisasi Anggaran dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
keuangan daerah.

1.2 Pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa giro rekening Kasda tidak sesuai
ketentuan sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1,06
miliar.

1.3  Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tidak didukung bukti
pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sehingga pengeluaran daerah
sebesar Rp5,81 miliar tidak dapat diuji kebenarannya.

Kabupaten Barito Utara

1.4 Peminjaman dan penggunaan Kredit Bank Pembangunan Kalteng
Cabang Muara Teweh pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi
dan  Komunikasi  tidak  sesuai  ketentuan  sehingga  pengeluaran  sebesar
Rp982,19 juta belum dipertanggungjawabkan, pemborosan keuangan
daerah sebesar Rp265,14 juta dan kerugian keuangan daerah sebesar
Rp47,07 juta.

1.5  Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk membiayai perjalanan dinas
instansi vertikal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp102,58
juta.

1.6  Penerimaan Askes digunakan langsung oleh RSUD Muara Teweh dan
belum dipertanggungjawabkan sehingga penerimaan retribusi pelayanan
kesehatan kurang saji sebesar Rp921,50 juta.

1.7 Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan, sehingga pengeluaran
sebesar  Rp6,14 miliar  tidak  sah  dan  tidak  dapat  diyakini    kebenaran
penggunaannya.

Kabupaten Kotawaringin Barat

1.8  BRSUD Sultan Imanuddin belum menerima pencairan klaim atas dana
Askeskin TA 2007 sebesar Rp616,28 juta sehingga pemerintah kabupaten
tidak dapat segera memanfaatkan dana tersebut.

1.9  Pendapatan jasa giro dan bunga deposito atas nama pemerintah
kabupaten masih dikenakan PPh Pasal 23 sehingga pendapatan daerah
kurang diterima sebesar Rp331,06 juta.

1.10 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan tidak sesuai
peruntukkannya sehingga memboroskan belanja daerah sebesar
Rp171,00 juta .
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Kabupaten Lamandau

1.11  Terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-
bukti yang lengkap dan sah pada beberapa SKPD, sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp5,14 miliar .

1.12 Beberapa kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran tidak
direalisasikan sehingga tujuan kegiatan tersebut tidak tercapai dan terbuka
peluang penyalahgunaan sisa dana yang belum disetor ke kasda sebesar
Rp885,66 juta.

1.13  Pelaksanaan perjalanan dinas pada Satpol PP dan Dinas Pendidikan
dan Pengajaran berindikasi fiktif sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar  Rp161,78 juta.

Kabupaten Pulang Pisau

1.14  Uang pengembalian rapel tunjangan DPRD digunakan untuk
kepentingan pribadi oleh Bendahara Gaji DPRD TA 2007 sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp124,76 juta.

1.15  Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Giro dan
Bunga Tabungan pemerintah kabupaten tidak sesuai ketentuan sehingga
pendapatan jasa giro kurang diterima sebesar Rp538,23 juta.

1.16  Belanja Bantuan Keuangan sebagian belum dipertanggungjawabkan
dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan
sah sehingga pengeluaran sebesar Rp1,89 miliar tidak dapat diyakini
kebenarannya dan rawan terhadap penyimpangan.

1.17  Pengadaan komputer, peralatan navigasi dan peralatan komunikasi di
lingkungan pemerintah kabupaten terlalu mahal sehingga memboroskan
keuangan daerah sebesar Rp140,41 juta

Kabupaten Seruyan

1.18  Pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah TA 2007 tidak
tertib sehingga belanja sebesar Rp9,94 miliar  dalam LRA TA 2007 tidak
dapat diyakini kebenarannya.

1.19  Pengelolaan pinjaman dana bergulir tidak sesuai dengan ketentuan
sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan setoran pengembalian
pinjaman modal dana bergulir dari para petani dan peternak sebesar  Rp1,19
miliar.

1.20  Pembagian Biaya Pungut PBB melebihi ketentuan, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp100,58 juta.

1.21  Realisasi belanja Sekretariat DPRD TA 2007 belum dipertanggung-
jawabkan sehingga pengeluaran sebesar Rp6,18 miliar tidak sah.
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Kota Palangka Raya

1.22 Realisasi belanja bahan bakar tidak dapat dipertanggungjawabkan
sehingga pengeluaran minimal sebesar Rp423,81 juta tidak dapat diyakini
kebenarannya dan pemborosan keuangan daerah minimal sebesar Rp514,50
juta.

1.23 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD tidak dapat diyakini
kebenarannya sehingga merugikan keuangan daerah minimal sebesar
Rp556,19 juta.

1.24 Kegiatan pemeliharaan kendaraan pada Sekretariat DPRD tidak sesuai
ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp277,43 juta.

1.25 Subsidi untuk PT. ASKES selama TA 2007 tidak tepat sehingga
pengeluaran sebesar Rp1,026 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1.26 Pekerjaan pembuatan sistem aplikasi SIMTAP tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya  sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp425,29 juta.

1.27 Pelaksanaan kegiatan penyusunan SIPKD tidak sesuai ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp1,29 miliar dan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp115,00 juta .

1.28 Pengadaan komputer oleh SKPD tidak sesuai ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp669,86 juta.
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Bab XXII
Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi satu pemerintahan
provinsi, 11 pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain
itu, di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 11 RSUD dan 25 BUMD
terdiri dari satu BPD Provinsi Kalimantan Selatan, 10 PDAM, dan tiga  PD.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan pada sebelas entitas. Selain itu, bab ini juga memuat hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada satu entitas yang merupakan
luncuran dari Semester II TA 2007.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Hasil pemeriksaan LKPD TA 2007 pada 11 entitas memuat opini
“Wajar dengan Pengecualian” (WDP) untuk tujuh entitas, “Tidak Wajar”
(TW) untuk tiga entitas, dan “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP) untuk
satu entitas, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp5,47  triliun, belanja
sebesar Rp5,19 triliun, total aset sebesar Rp12,36 triliun, total kewajiban
sebesar Rp186,67 miliar dan total ekuitas sebesar Rp12,18 triliun, dengan
rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah,
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Kalimantan Selatan

1.1 Penyajian nilai persediaan sebesar Rp3,81 miliar dalam neraca tidak
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga nilai persediaan yang
disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

 
     (dalam juta rupiah) 

Cakupan pemeriksaan 

LRA Neraca 
No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Provinsi Kalsel  1.385.078,53   1.278.019,45  .5.167.689,67     83.050,88   5.084.638,78  WDP 
2 Kab. Banjar     534.141,75      537.400,28      803.140,83         481,87      802.658,96  TMP 
3 Kab. Balangan     307.325,46      262.890,35      529.357,16     11.786,06      517.571,10  WDP 
4 Kab. Barito Kuala     389.629,58      364.450,66      757.243,23  1.304,92     755.938,31  TW 
5 Kab. Hulu Sungai Utara     348.444,71      313.564,11      654.540,56               -       654.540,56  WDP 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan     390.228,82      393.674,14      886.977,64           39,08      886.938,56  WDP 
7 Kab. Tapin     382.555,44      373.808,79      608.977,49         839,76      608.137,72  TW 
8 Kab. Tanah Laut     395.393,51      419.141,62      774.400,96      4.910,89      769.490,73  WDP 
9 Kab. Tabalong     442.058,58      468.205,92      307.724,31       307.724,31  TW 

10 Kota Banjarmasin     589.833,80      487.549,49   1.331.847,25     82.297,52   1.249.549,72  WDP 
11 Kota Banjarbaru     309.901,29  293.293,31 547.188,28     1.961,80      545.226,49  WDP 
   Jumlah  5.474.591,48   5.191.998,12  12.369.087,37   186.672,78  12.182.415,24    
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1.2 Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah
(RSUD) Ulin Banjarmasin  TA 2007  sebesar Rp5,41 miliar  dan sisa uang
persediaan (UP) TA 2007 sebesar Rp4,60 miliar digunakan langsung untuk
biaya operasional rumah sakit TA 2008, sehingga  realisasi penerimaan
daerah tidak menggambarkan yang sebenarnya dan sisa UP diterima tidak
tepat waktu.

1.3 Pengeluaran Dinas Pendidikan TA 2007 sebesar Rp2,60 miliar
dibayarkan pada TA 2008, sehingga penyajian belanja pegawai sebesar
Rp196,11 juta,  belanja barang dan jasa sebesar Rp2,41 miliar tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

1.4 Terdapat tunggakan pengembalian dana penguatan modal lembaga
usaha ekonomi pedesaan (DPM-LUEP) oleh 49 LUEP sebesar Rp2,68 miliar
dan setoran pengembalian LUEP belum disetor ke kas daerah s.d akhir TA
2007 sebesar Rp658,97 juta, sehingga  berpotensi merugikan keuangan
daerah dan terjadi kerugian daerah sebesar Rp81,50 juta oleh Sdr. F untuk
kepentingan pribadi.

Kabupaten Banjar

1.5 Piutang atas penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar
Rp1,39 miliar belum disajikan dalam neraca daerah Tahun 2007, sehingga
penerimaan daerah dari penjualan aset daerah tidak dapat dimanfaatkan
secara tepat waktu.

1.6 Belanja langsung pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (DPTP)
sebesar Rp7,55 miliar terdapat perbedaan dengan laporan keuangan Pemkab
sebesar Rp203,24 juta dan perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya

1.7 Pengalihan uang milik pemerintah daerah  kepada  rekening pribadi
bendahara pengeluaran sekretariat daerah sebesar Rp7,00 miliar tidak
memungkinkan dapat dilakukan prosedur audit untuk dapat meyakini
transaksi di dalamnya, dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp1,90 miliar diantaranya bunga yang tidak disetor sebesar Rp52,00 juta
sehingga transaksi rekening tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.8 Terdapat pengeluaran pada Pos Sekretariat Daerah untuk kegiatan
Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah tidak didukung dengan bukti yang
sah sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,21 miliar.

Kabupaten Balangan

1.9 Pemungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah TA 2007 sebesar Rp1,24
miliar  dilakukan tidak berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga penerimaan
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daerah dari pajak dan retribusi daerah tersebut tidak mempunyai dasar hukum
dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.10 Belanja bantuan sosial sebesar Rp1,82 miliar tidak sesuai dengan
peruntukkannya, sehingga nilai realisasi belanja bantuan sosial pada laporan
keuangan tidak menggambarkan kondisi sewajarnya dan tidak tepat sasaran.

Kabupaten Barito Kuala

1.111 Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 belum
dipertanggungjawabkan, sehingga membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp1,41 miliar.

1.12 Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak di dukung dengan bukti yang
lengkap dan sah, sehingga pertanggungjawaban pengeluaran belanja tidak
terduga sebesar Rp449,64 juta kurang diyakini kebenarannya.

1.13 Penggunaan  dana pinjaman senilai Rp4,48 miliar belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,52 miliar sehingga terdapat kerugian
daerah sebesar Rp350,06 juta dan pengeluaran sebesar Rp1,17 miliar tidak
dapat diyakini kebenarannya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.14 Terdapat penggunaan langsung atas penerimaan dana asuransi
kesehatan sosial dan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin oleh RSUD
Pambalah Batung Amuntai TA 2007 sebesar Rp1,57 miliar, sehingga penyajian
pendapatan retribusi daerah tidak mencerminkan keadaan yang
sesungguhnya.

1.15 Realisasi belanja honorarium PNS pada Dinas Pendapatan Daerah
sebesar Rp762,16 juta tidak sesuai ketentuan, terdiri dari lebih saji sebesar
Rp128,16 juta, pembayaran honorarium ganda sebesar Rp234,00 juta, dan
pembayaran honorarium tetapi tidak ada kegiatannya sebesar Rp400,00
juta, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp634,00 juta.

1.16 Belanja Workshop/Bimtek/Sosialisasi Sekretariat DPRD melebihi
anggaran sebesar Rp249 juta, realisasi sebesar Rp592,15 juta diduga fiktif,
dan sebesar Rp506,8 juta tidak didukung bukti lengkap, sehingga belanja
barang dan jasa lebih saji sebesar Rp249,00 juta, berindikasi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp592,15 juta dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp506,80 juta tidak bisa diyakini kewajarannya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.17 Pengklasifikasian dan pengakuan mutasi aset TA 2007 sebesar
Rp139,64 miliar dari belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga
aset tetap neraca Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.18 Pengelolaan aset Pemda yang digunakan pihak ketiga senilai
Rp921,76 juta dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, sehingga pengendalian
aset tersebut sulit dilakukan dan terbukanya peluang penyalahgunaan dalam
pengelolaan aset daerah.

1.19 Pemungutan sumbangan kepada pihak ketiga (pengusaha jasa dan
konstruksi) sebesar Rp334,65 juta tidak sesuai ketentuan, sehingga
penerimaannya tidak memiliki legalitas dan membebani masyarakat yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Kabupaten Tanah Laut

1.20 Pendapatan klaim dari PT Askes digunakan secara langsung untuk
kegiatan operasional RSU H. Boejasin dan puskesmas, sehingga pendapatan
dan belanja daerah kurang disajikan sebesar Rp1,95 miliar.

1.21 Realisasi honorarium pegawai honorer/tidak tetap pada Bagian
Kesejahteran Rakyat sebesar Rp2,61 miliar tidak sesuai dengan ketentuan,
sehingga memboroskan keuangan daerah dan membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

1.22 Pengelolaan atas pinjaman modal penggemukan sapi pada Dinas
Peternakan tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp184,84 juta atas macetnya pengembalian pinjaman modal
tersebut dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah belum
disetornya penerimaan penjualan ternak sapi yang sudah jatuh tempo sebesar
Rp110,26 juta.

1.23 Realisasi biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp886,56
juta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap mengakibatkan
realisasi perjalanan dinas tersebut  tidak dapat diyakini kewajarannya dan
doble pembayaran sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp55,450
juta.

Kabupaten Tapin

1.24 Pemungutan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp9,15 miliar tidak sesuai
ketentuan, sehingga tidak memiliki legalitas dan membuka peluang
penyalahgunaan dalam pelaksanakan pemungutannya.

1.25 Pengeluaran belanja pengadaan tanah senilai Rp9,49 miliar tidak
didukung dengan bukti yang lengkap dan terdapat pengeluaran sebesar
Rp4,28 miliar tidak didukung surat pertanggungjawaban, sehingga membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah dan berindikasi merugikan
keuangan daerah.

1.26 Sisa UYHD TA. 2007 sebesar Rp5,02 miliar dipertanggungjawabkan
dengan menggunakan anggaran untuk pengadaan tanah TA. 2008, sehingga
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
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Kabupaten Tabalong

1.27 Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab tidak tertib diantaranya sebesar Rp1,40
miliar dikelolanya di rekening pribadi sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

1.28 Realisasi belanja tidak terduga senilai Rp1,19 miliar belum
diberitahukan kepada DPRD, diantaranya sebesar Rp1,05 miliar digunakan
tidak sesuai peruntukkannya sehingga DPRD tidak dapat melakukan
pengawasan penggunaan belanja tidak terduga tersebut.

1.29 Pelaksana teknis penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak tertib
diantaranya dikelola di rekening pribadi sebesar Rp11,28 miliar, dilakukan
pemotongan dana yang disalurkan kepada pemerintah desa/kelurahan Rp1,79
miliar, tidak dikenakan PPN dan PPh psl 22 sebesar Rp113,07 juta, serta
tidak disetor pendapatan jasa giro Rp32,01 juta sehingga penggunaan dana
ADD tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat kekurangan penerimaan
daerah dari jasa giro serta penerimaan negara pajak.

Kota Banjarmasin

1.30 Penguasaan aktiva tetap berupa kendaraan bermotor roda empat
senilai Rp5,15 miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga pengendalian atas
barang tersebut sulit dilakukan dan timbul risiko hilangnya barang milik
daerah sebesar Rp982,16 juta serta memboroskan keuangan daerah sebesar
Rp1,86 miliar.

1.31 Belanja jasa sebesar Rp3,03 miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2,68 miliar dan pengeluaran
tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp355,96 juta.

Kota Banjarbaru

1.32 Penyimpanan uang tunai di brankas senilai Rp2,80 miliar tidak sesuai
ketentuan, sehingga keamanan uang tidak terjamin dan berpotensi
penyalahgunaan dan penyelewengan.

1.33 Pencairan SP2D senilai Rp5,92 miliar tidak sesuai nilai nominal yang
tercantum dalam SP2D sehingga terjadi selisih lebih sebesar Rp2,64 miliar,
diantaranya sebesar Rp81,83 juta tidak dapat dijelaskan dan sebesar
Rp318,50 juta telah ditarik Bendahara Pengeluaran, sehingga membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

1.34 Penerimaan Askes TA 2007 pada RSUD sebesar Rp1,39 miliar dan
Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp181,02 juta digunakan langsung tanpa
didukung bukti pengggunaan, sehingga realisasi pendapatan asli daerah dan



284

belanja SKPD RSUD Banjarbaru dan Dinas Kesehatan kurang saji sebesar
Rp1,57 miliar serta membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas belanja daerah
pada Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai anggaran Rp474,49 miliar dan
realisasi sebesar Rp104,96 miliar, nilai cakupan pemeriksaan Rp104,96 miliar
dengan nilai penyimpangan Rp5,61miliar.

Belanja Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

2.1 Pengadaan jasa studi kelayakan pembangunan pelabuhan Samudera
Batulicin dan Sistem Jaringan Transportasi sebesar Rp1,00 miliar tidak
sesuai ketentuan sehingga pengeluaran dana untuk pembayaran jasa studi
kelayakan menjadi tidak sah dan nilai pekerjaan tersebut tidak dapat diyakini
kewajarannya.

2.2 Terdapat belanja perawatan kendaraan bermotor kepala daerah s.d
September 2007 tidak sesuai ketentuan sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp237,85 juta.

2.3 Pembangunan Terminal Kresik Putih senilai Rp8,58 miliar dilakukan
dengan penunjukan langsung,  berindikasi pemahalan harga dan tidak sesuai
standar acuan harga sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp1,94 miliar.

2.4  Pembangunan gedung DPRD senilai Rp15,91 miliar dilaksanakan dengan
penunjukan langsung, berindikasi pemahalan harga dan tidak sesuai standar
acuan harga sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp2,29 miliar.
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Bab XXIII
Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi satu pemerintahan
provinsi, sembilan  pemerintahan kabupaten dan empat pemerintahan kota.
Selain dari itu, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat 14 RSUD
dan  42 BUMD terdiri dari 24 perusda, 1 BPD, 12 PDAM, dan 5 BPR.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan keuangan
pada tujuh entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan LKP, TA 2007 atas tujuh entitas memuat opini “Tidak
Wajar” (TW) sebanyak enam entitas dan “Tidak Memberikan Pendapat”
(TMP) atas satu entitas dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp6,69
triliun, belanja sebesar Rp6,76 triliun, total aset sebesar Rp15,82 triliun,
total kewajiban Rp47,71 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp15,77 triliun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas
sebagai dimuat dalam tabel berikut.  

 
             (dalam juta rupiah) 

 
 
 
 

Cakupan Pemeriksaan  

LRA Neraca 

 

No 

 

Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Aset Kewajiban Ekuitas 
Opini 

1 Kab. Berau 1.075.326,47 918.302,10 3.356.921,34 2.476,28 3.354.445,05 TW 

2 Kab. Bulungan  961.542,73 818.696,02 2.618.497,70 15.537,49 2.602.960,22 TW 

3 Kab. Kutai Barat  1.209.011,30 1.628.279,51 1.730.236,63 - 1.730.236,63 TW 

4 Kab. Malinau  957.142,88 948.692,60 2.139.578,48 118,19 2.139.460,28 TMP 

5 Kab. Nunukan 877.163,16 829.394,54 2.065.486,14 696,35 2.065.486,14 TW 

6 Kab. Paser 834.833,97 840.785,20 1.971.226,97 - 1.971.226,97 TW 

7 Kota Bontang  779.810,50 781.601,47 1.942.624,49 28.886,50 1.913.737,99 TW 

Jumlah 6.694.831,01 6.765.751,44 15.824.571,75 47.714,81 15.777.553,28  

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Berau

1.1 Penyajian saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp2,26 triliun tidak sesuai SAP dan tidak didukung dokumen yang memadai,
sehingga saldo tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya .
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1.2 Pengakuan belanja pada LRA TA 2007 tidak sesuai ketentuan,
sehingga realisasi belanja sebesar Rp153,38 miliar dan saldo kas di Bendahara
Pengeluaran/UUDP pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp146,86
juta tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi penyalahgunaan
keuangan daerah.

1.3 Penggunaan langsung atas realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan RSUD dr. Abdul Rivai TA 2007 sebesar Rp4,25 miliar, sehingga
penyajian pendapatan daerah pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2007
disajikan lebih rendah.

Kabupaten Bulungan

1.4 Penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp1,83
triliun disajikan tidak sesuai SAP dan tidak didukung dokumen yang memadai,
sehingga saldo tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.5 Sisa kas atas realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendapatan Daerah, sehingga realisasi belanja BP-PBB lebih saji sebesar
Rp1,02 miliar.

1.6 Realisasi belanja modal Dinas Pendidikan sebesar Rp4,86 miliar
digunakan untuk hibah kepada pihak ketiga secara swakelola, sehingga
pengendalian pemberian bantuan/hibah menjadi lemah  dan belanja modal
yang disajikan pada LRA lebih saji sebesar Rp4,86 miliar serta belanja hibah
kurang saji sebesar Rp4,86 miliar.

1.7 Penggunaan langsung realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo TA 2007 sebesar Rp972,18
juta termasuk di dalamnya sebesar Rp108,29 juta yang belum
dipertanggungjawabkan dan sisa kas yang belum disetor ke kas daerah
sebesar Rp855,76 juta, sehingga realisasi belanja daerah kurang saji sebesar
Rp972,18 juta dan pendapatan kurang saji sebesar Rp1,82 miliar serta
berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp108,29 juta.

Kabupaten Kutai Barat

1.8 Pengelolaan, penyajian dan penilaian aset tetap per 31 Desember
2007 sebesar Rp1,50 triliun dilaksanakan belum memadai, sehingga nilai
aset tetap yang disajikan pada neraca tidak menggambarkan nilai yang wajar.

1.9 Pajak-pajak atas pembayaran SP2D LS TA 2007 sebesar Rp54,17
miliar yang belum dipertanggungjawabkan/disetor, sehingga penerimaan
negara belum dapat dimanfaatkan dan berpotensi merugikan negara.
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1.10 Sisa UUDP TA 2004 s/d 2006 sebesar Rp11,28 miliar belum
dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi penyalahgunaan keuangan
daerah.

1.11 Belanja sewa rumah dan sewa kendaraan anggota DPRD masing-
masing sebesar Rp3,15 miliar dan Rp3,89 miliar tidak sesuai ketentuan
sehingga membebani/memboroskan keuangan daerah sebesar Rp7,04 miliar.

Kabupaten Malinau

1.12 Pengeluaran TA 2006 sebesar Rp35,53 miliar yang belum jelas
statusnya, sehingga SILPA awal Tahun 2007 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.13 Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Malinau sebesar
Rp12,34 miliar tidak didukung bukti yang memadai sehingga tidak dapat
dilaksanakan prosedur pemeriksaan lain terhadap penyertaan modal.

1.14 Aset tetap minimal sebesar Rp3,98 miliar berupa tanah, bangunan,
kendaraan, dan peralatan dan realisasi belanja modal TA 2003-2006 sebesar
Rp752,07 miliar belum dilaporkan sebagai aset tetap ke dalam laporan
inventarisasi per 31 Desember 2007 dan konstruksi dalam pengerjaan senilai
Rp68,29 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai serta realisasi
belanja modal Tahun 2006 senilai Rp56,51 miliar tidak dicatat berdasarkan
nilai perolehan sehingga nilai aset dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.15 Realisasi pekerjaan sebesar Rp36,45 miliar pada Dinas Pekerjaan
Umum termasuk di dalamnya sebesar Rp12,54 miliar diblokir di rekening
titipan pada BPD Kaltim Cabang Malinau dan pencairan SP2D pihak ketiga
ke rekening bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp12,10 miliar tidak sesuai
ketentuan diantaranya sebesar Rp1,83 miliar digunakan untuk pembayaran
pekerjaan pembangunan dan pengawasan Bandara Mahak Baru oleh Dinas
Perhubungan sehingga realisasi pengeluaran tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Kabupaten Nunukan

1.16 Aset tetap sebesar Rp1,75 triliun pada neraca per 31 Desember 2007
tidak didukung dengan dokumen dan pencatatan yang memadai, sehingga
saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.17 Penganggaran dan realisasi belanja transfer kepada daerah bawahan
TA 2007 sebesar Rp7,61 miliar tidak sesuai SAP dan diantaranya sebesar
Rp4,49 miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga belanja
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transfer pada LRA per 31 Desember 2007 disajikan lebih tinggi sebesar
Rp7,61 miliar dan belanja bantuan sosial disajikan lebih rendah sebesar
Rp7,61 miliar.

1.18 Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2007 sebesar Rp8,94
miliar tidak sesuai ketentuan diantaranya sebesar Rp352,00 juta tidak dapat
diyakini keberadaannya yang merugikan keuangan daerah dan sebesar
Rp1,70 miliar penggunaannya menyalahi ketentuan sehingga berpotensi
penyalahgunaan keuangan daerah.

Kabupaten Paser

1.19 Pengadaan satu paket alat pendukung Asphalt Mixing Plant (AMP)
terlambat dan belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp349,77
juta, sehingga Pemkab Paser terlambat menerima pendapatan atas denda
keterlambatan dan berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah.

1.20 Dana Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang tidak melalui
mekanisme APBD sebesar Rp3,73 miliar dan yang belum
dipertanggungjawabkan dan/atau disetor sebesar Rp1,62 miliar, sehingga
realisasi belanja sebesar Rp3,73 miliar tidak wajar dan sebesar Rp1,62 miliar
berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah.

1.21 Pendapatan retribusi ijin usaha perkebunan dari PT Muara Toyu
Subur Lestari tidak disetor ke kas daerah, sehingga berpeluang
penyalahgunaan dana milik pemerintah daerah merugikan keuangan daerah
sebesar Rp1,20 miliar.

1.22 Belanja bantuan sosial sebesar Rp60,73 miliar belum
dipertanggungjawabkan dan sebesar Rp3,34 miliar tidak sesuai ketentuan,
sehingga belanja bantuan sosial tidak dapat diyakini kewajarannya dan
berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.

Kota Bontang

1.23 Penganggaran atas kegiatan pembangunan RSUD Kota Bontang yang
diselesaikan Tahun 2006 dalam belanja modal TA 2007 tidak tepat, sehingga
realisasi belanja modal lebih saji sebesar Rp5,20 miliar.

1.24 Biaya jasa perencanaan dan pengawasan kegiatan dianggarkan dan
direalisasikan pada belanja barang tidak tepat, sehingga realisasi belanja
barang dalam LRA TA 2007 lebih saji sebesar Rp19,75 miliar.

1.25 Penerimaan RSUD Kota Bontang TA 2007 tidak disetor ke kas daerah
dan digunakan langsung, sehingga realisasi pendapatan daerah dalam LRA
kurang saji sebesar Rp15,35 miliar dan belanja daerah kurang saji sebesar
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Rp15,45 miliar, serta nilai aset tetap belum dilaporkan sebesar Rp544,96
juta.

1.26 Bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi/lembaga pendiri/
pembina/pengurusnya adalah pejabat pemerintah daerah dan DPRD,
diberikan tanpa pengajuan permohonan bantuan dan belum
dipertanggungjawabkan, sehingga realisasi bantuan sosial sebesar Rp2,77
miliar membebani APBD.
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Bab  XXIV
 Provinsi Sulawesi Utara

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi satu pemerintahan  provinsi,
sembilan pemerintahan kabupaten dan empat pemerintahan kota (termasuk
empat kabupaten/kota pemekaran). Selain itu, di wilayah Provinsi Sulawesi
Utara terdapat enam RSUD dan tujuh BUMD terdiri dari satu PT. Bank
Sulut, satu PD, empat PDAM, dan satu PT.

Dalam Semester I TA  2008, BPK  melaksanakan pemeriksaan keuangan
pada 10  entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada 10 entitas memuat opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP) atas lima entitas dan opini “Tidak
Memberikan Pendapat” (TMP) atas lima entitas  dengan jumlah realisasi
pendapatan sebesar Rp3,99 triliun, belanja sebesar Rp3,87 triliun, aset
sebesar Rp5,91 triliun, kewajiban sebesar Rp40,21 miliar dan ekuitas sebesar
Rp5,87 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-
masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

         (dalam juta rupiah)

 Pendapatan  Belanja Total Aset
Total 

Kewajiban
Total Ekuitas

1 Provinsi Sulawesi Utara 807.320.99 774.651.37 1.468.951.86 8.497.52 1.460.454.33 WDP

2 Kab Bolaang Mongondow     591,052.25 575,614.23 467.466.00 223.85 467.242.15 WDP

3 Kab. Kep. Sangihe 421.792.84 409.394.01 584.473.64 4.404,86 580.068.78 TMP
4 Kab Kep. Talaud 364.256.88 341.985.94 517.182.97 2.437.13 514.745.83 TMP
5 Kab Minahasa 452.344.87 456.510.53 497.276.17 1.781.98 495.494.19 WDP
6 Kab.Minahasa Utara 355.641.13 347.496.84 296.633.24 0.00 296.633.24 TMP
7 Kab. Minahasa Selatan 410.775.27 413.751.99 278.092.14 0.00 278.092.14 TMP
8 Kota Bitung 333.647.39 323.387.59 468.505.64 15.587.69 452.917.95 WDP
9 Kota Manado 561.268.19 519.872.45 864.459.23 7.284.09 857.175.14 TMP

10 Kota Tomohon 286.864.53 284.833.30 473.762.01 3.316.73 470.445.27 WDP
Jumlah 3.993.912.09 3.871.884.02 5.916.802.90 35.812.26 5.873.269.02

No Nama Entitas 

Cakupan Pemeriksaan 

Opini LRA Neraca

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Sulawesi Utara

1.1 Biaya Bahan Bakar Minyak, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya
Penunjang Operasional  Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2007 diberikan
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tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp662,74 juta.

1.2 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk
DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp135,00 juta.

1.3 Realisasi Pengeluaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp5,62 miliar sehingga membuka peluang
penyalahgunaan dana.

1.4 Realisasi Belanja Modal pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)  sebesar Rp3,18 miliar membebani anggaran sehingga Belanja
Modal dalam LRA tidak mengambarkan kondisi yang sewajarnya.

1.5 Pembayaran atas Penjualan/Pelepasan Aset Daerah sebesar Rp1,46
miliar sampai akhir TA 2007 belum diselesaikan sehingga penerimaan atas
penjualan aset milik daerah tertunda.

Kabupaten Bolaang Mongondow

1.6 Pemberian Bantuan Keuangan kepada tiga Partai Politik yang tidak
proporsional dan kepada enam Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi
di DPRD serta  pengeluaran biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD
tumpang tindih dan melebihi ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp82,17 juta.

1.7 Sisa kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp215,86 juta
terlambat disetor dan sebesar Rp76,23 juta belum disetor mengakibatkan
tertundanya penerimaan daerah dan membuka peluang penyalahgunaan
keuangan daerah.

1.8 Realisasi belanja daerah  atas enam  SKPD TA 2007 melampaui
anggaran  sehingga  menimbulkan  pemborosan  keuangan  daerah sebesar
Rp546,97 juta.

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

1.9 Terdapat pengeluaran ganda pada kegiatan penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi lingkungan pada Dinas Kimpraswil sebesar Rp81,38
juta,  kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pada Kegiatan
Pemeliharaan Periodik Jalan Biau – Talawid di Kecamatan Siau Barat sebesar
Rp43,64 juta, dan penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium
Bapedalda berlarut-larut dan harus dikenakan denda sebesar Rp21,51 juta,
serta kekurangan volume atas pengadaan bibit ternak sapi, kambing dan
babi pada Dinas Pertanian sebesar Rp245,74 juta dan keterlambatan belum
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dikenakan denda sebesar Rp42,60 juta, sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp370,75 juta dan denda belum dipungut sebesar Rp64,11 juta.

1.10 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Kimpraswil dan
Dinas Pendidikan Nasional belum dipungut denda sehingga  terjadi
kekurangan penerimaan keuangan daerah sebesar Rp176,97 juta.

1.11 Penggunaan langsung atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada RSUD Liun Kendage belum dipertanggungjawabkan sehingga
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp247,45 juta.

1.12 BUD tidak melakukan pemungutan atas PPN dan PPh dan para
rekanan belum melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara dan
menyampaikan bukti penyetoran pajak kepada pemerintah Daerah sehingga
terjadi potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp3,77 miliar.

1.13 Pendapatan Transfer DAK dari Pemerintah Pusat TA 2007 tidak
terealisir sehingga Pemkab Kepulauan Sangihe kehilangan kesempatan
memperoleh pendapatan Transfer dari DAK TA 2007 sebesar Rp3,74 miliar
dan harus mencari sumber pembiayaan lain untuk mendanai sisa kegiatan
yang bersumber dari DAK yang belum terbayar.

1.14 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemkab Kepulauan Sitaro sebesar
Rp10,00 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sehingga
realisasinya tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.15 Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe tidak melakukan pembayaran
angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga secara tepat waktu sehingga
dibebani denda sebesar Rp1,17 miliar.

1.16 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp530,42 miliar
masih mencakup aset tetap yang telah diserahterimakan kepada Pemkab
Kepulauan Sitaro sehingga nilai aset dalam neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Kabupaten Kepulauan Talaud

1.17 Pendapatan Jasa Giro  dan Bunga Deposito atas rekening pemerintah
daerah dikenakan Pph Pasal 23 oleh PT Bank Sulut dan PT. Bank Rakyat
Indonesia, sehingga pendapatan daerah atas jasa giro sebesar Rp152,64
juta  dan pendapatan atas bunga deposito sebesar Rp155,24 juta kurang
diterima.

1.18 Pencairan jaminan pelaksanaan atas dua kegiatan putus kontrak belum
direalisasikan serta terjadi kelebihan pembayaran atas kegiatan dan
pembangunan kantor bupati sayap kiri sehingga berindikasi merugikan
daerah sebesar Rp249,47 juta dan berindikasi kerugian daerah sebesar
Rp109,65 juta karena lebih bayar.
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1.19  Pelaksanaan delapan kegiatan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana
Wilayah dan satu kegiatan BPRSUD Talaud TA 2007 mengalami
keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,55 miliar.

1.20 Kelebihan pembayaran representasi perjalanan dinas luar daerah serta
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak memadai sehingga
merugikan keuangan  daerah sebesar Rp124,45 juta dan pengeluaran yang
tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp669,41 juta.

1.21 Penerimaan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD)
Talaud atas Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT ASKES belum disetor,
digunakan langsung dan belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban
sehingga ber indikasi merugikan daerah sebesar Rp12,20 juta dan berpotensi
merugikan daerah sebesar Rp102,13 juta.

1.22 Pelaksanaan Kegiatan DAK bidang Pendidikan TA  2007 senilai
Rp14,99 miliar tidak sesuai ketentuan  tidak tercapainya penyerapan
anggaran kegiatan DAK bidang Pendidikan sebesar Rp2,71 miliar pada
akhir TA 2007.

1.23 Pemungutan PPn minimal  atas kegiatan TA 2007 senilai Rp74,84
miliar baru terpungut sebesar Rp524,81 juta sehingga kurang diterima
pendapatan negara dari pajak sebesar Rp6,27 miliar.

Kabupaten Minahasa

1.24  Anggaran Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
pada Sekretariat DPRD TA 2007 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp298,98 juta.

1.25 Pembayaran Honor kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai
ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp128,00 juta.

1.26 Hutang kepada Pemerintah Pusat atas Pembangunan Terminal
Tomohon sebesar Rp8,33 miliar belum disepakati antara Pemerintah
Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kota Tomohon sehingga  kewajiban
yang harus ditanggung semakin bertambah.

1.27 Akun Hewan/Ternak/Tanaman pada Pos Aktiva Tetap Lainnya
sebesar Rp2,31 miliar tidak didukung dengan Rincian Daftar Aktiva Tetap
sehingga nilai buku akun Aktiva Tetap lainnya  di neraca tidak dapat dinilai
kewajarannya.

Kabupaten Minahasa Utara

1.28 Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Pimpinan DPRD
dalam bentuk penambahan penghasilan tidak sesuai ketentuan sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp70,67 juta.
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1.29 Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2007 sebesar Rp162,45
juta belum disetor ke rekening kas umum daerah sehingga membuka peluang
penyalahgunaan dana.

1.30 Terdapat pembayaran ganda atas pembangunan Pos Kesehatan Desa
dan Rumah Dinas Paramedis pada Dinas Kesehatan, kekurangan volume
pada pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan gedung DPRD, Kantor
Bupati dan Gedung Serba Guna, dan  kemahalan harga atas pengadaan
sarana produksi pada Dinas Pertanian sehingga merugikan daerah sebesar
Rp 563,14 juta.

Kabupaten Minahasa Selatan

1.31 Realisasi biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp133,87 juta, biaya perjalanan dinas tersebut tidak dapat
diyakini kebenarannya sebesar Rp112,50 juta dan kerugian daerah atas
kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar
 Rp183,60 juta.

1.32 Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
Tahun 2006 belum dikompensasi melalui Penghasilan Pimpinan dan Anggota
DPRD, sehingga penerimaan daerah tertunda dan menimbulkan piutang
daerah seluruhnya sebesar Rp2,19 miliar.

1.33 Pemberian dana dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sesuai ketentuan, sehingga dana bantuan
tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
sebesar Rp300,00 juta, dan realisasi belanja bantuan sebesar Rp7,70 miliar
belum merupakan pertanggungjawaban definitif.

1.34 Pelaksanaan pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus Pendidikan sebesar
Rp5,36 miliar terlambat sehingga prasarana yang telah direncanakan tidak
dapat segera dimanfaatkan terutama untuk pendukung kelancaran proses
belajar mengajar.

1.35 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor
DPRD belum dikenakan denda sebesar Rp200,00 juta mengakibatkan
kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan dan hasil pekerjaan
belum dapat dimanfaatkan tepat waktu.

1.36 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan traktor pada Dinas
Pertanian dan Peternakan  belum dikenakan denda sebesar Rp177,01 juta
mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan dan hasil pekerjaan belum dapat dimanfaatkan tepat
waktu.
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Kota Bitung

1.37 Hutang kepada pemerintah pusat terlambat diangsur mengakibatkan
adanya denda yang terakumulasi sebesar Rp3,72 miliar serta akumulasi
tunggakan sebesar Rp6,29 miliar sehingga beban pinjaman menjadi semakin
besar.

1.38 Penggunaan DAK Pendidikan untuk rehabilitasi bangunan dan
pengadaan buku serta alat peraga oleh 47 sekolah belum dilaporkan secara
lengkap seluruhnya sebesar Rp2,08 miliar, sehingga pembuatan Laporan
Akhir Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan  kepada Walikota Bitung terhambat.

1.39 Hutang Jangka Pendek tidak didukung dengan data yang lengkap
sehingga nilai Hutang dalam neraca sebesar Rp1,78 miliar tidak dapat
ditelusuri dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kota Manado

1.40 (Realiasi) belanja barang dan jasa atas belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas dan Pelumas tidak sesuai  ketentuan sehingga kurang dapat diyakini
kewajarannya sebesar Rp817,45 juta dan merugikan keuangan daerah
sebesar Rp50,04 juta.

1.41 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2007 sebesar Rp892,15 juta tidak
sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp717,13
juta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp175,02.

1.42 Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp855,00 juta
tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp640,00 juta dan pengeluaran sebesar Rp215,00 juta kurang dapat diyakini
kebenarannya.

1.43 Pembayaran pekerjaan pembuatan pintu gerbang dan pembuatan
rumah lindung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Agribisnis tidak
sesuai kontrak sehingga merugikan daerah sebesar Rp296,86 juta dan
kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp56,08
juta.

1.44 Bagi hasil pajak dari Provinsi Sulawesi Utara TA 2007 sebesar Rp7,01
miliar terlambat diterima dan tidak dicatat sebagai piutang sehingga tidak
disajikan dalam neraca.

1.45 Prosedur pemberian hibah alat pengolahan sampah (incenerator)
sebesar Rp1,10 miliar kepada PD Pasar Manado melanggar ketentuan
sehingga bukti hibah tidak sah dan kualitas barang tersebut diragukan karena
saat ini dalam kondisi rusak.
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1.46 Pinjaman daerah dari pemerintah pusat melalui program Rural
Development Account (RDA)  sebesar Rp34,78 miliar s.d 31 Maret 2007
belum terbayar sehingga Pemerintah Kota Manado dibebani biaya bunga
dan denda.

Kota Tomohon

1.47 Terdapat komponen biaya penginapan dan makan pada Sekretariat
DPRD dan BPKAD dibayar dobel/ganda,  pertanggungjawaban ganda pada
Dinas Pertanian  Perkebunan Peternakan dan Perikanan , biaya pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan digunakan langsung, realisasi Biaya Pemungutan
Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah melebihi ketentuan, pekerjaan
dilaksanakan tidak sesuai kontrak,  pelaksanaan pekerjaan pembangunan
jalan hot mix Kota Tomohon tidak sesuai kontrak, kekurangan volume
pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi pada pekerjaan pembuatan taman
kantor walikota dan taman rumah jabatan, dan  honor rapat muspida
dibayarkan pada PNS yang bukan merupakan unsur muspida sehingga
merugikan keuangan daerah seluruhnya sebesar Rp1,11 miliar.

1.48 Pungutan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp3,31 miliar belum
disetor ke Kas Negara sehingga penerimaan negara atas pungutan tersebut
tertunda.

1.49 Pemberian bantuan sosial kemasyarakatan tidak sesuai ketentuan
sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,32 miliar.
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Bab XXV
Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi satu pemerintahan
provinsi, sembilan pemerintahan kabupaten, dan satu pemerintahan kota.
Selain itu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 11 RSUD dan
sembilan BUMD, terdiri dari lima PDAM, satu BPD dan tiga PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas sembilan entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada sembilan entitas memuat
opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) pada enam entitas dan “Tidak
Memberikan Pendapat” (TMP) pada tiga entitas, dengan jumlah realisasi
pendapatan sebesar Rp4,44 triliun, belanja sebesar Rp4,29 triliun, total aset
sebesar Rp10,34 triliun, total kewajiban sebesar Rp49,28 miliar dan total
ekuitas sebesar Rp10,29 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian
dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Cakupan Pemeriksaan 
 LRA  Neraca No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Prov. Sulteng 792.616,92 701.626,23 3.062.124,02 15.393,05 3.046.730,45 WDP 
2 Kab. Banggai 523.821,14 514.361,72 1.188.435,43 0 1.188.435,43 WDP 
3 Kab. Donggala 591.877,41 538.851,77 924.026,81 2.532,20 921.494,60 TMP 
4 Kab. Morowali 512.011,98 520.170,69 723.797,54 0 723.797,54 TMP 
5 Kab. Parigi Moutong 434.317,86 433.701,48 606.571,51 2.357,78 604.213,73 WDP 
6 Kab. Poso 425.106,91 451.513,50 925.670,51 2.773,18 922.897,32 WDP 
7 Kab. Tojo Una-una 333.040,78 317.413,01 556.365,36 3.122,38 553.242,97 TMP 
8 Kab. Tolitoli 379.956,88 372.780,34 1.609.212,98 4.224,04 1.604.988,94 WDP 
9 Kota Palu 451.471,24 441.531,80 748.516,51 18.886,23 729.630,28 WDP 

Jumlah 4.444.221,12 4.291.950,54 10.344.720,67 49.288,86 10.295.431,26  

 

   (dalam juta rupiah)

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan,
antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Sulawesi Tengah

1.1 Pelaksanaan program dana bergulir pada Dinas Perindagkop dan
Renovasi Gedung Wanita tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp76,70 juta dan berpotensi merugikan keuangan
daerah atas tunggakan dana bergulir sebesar Rp300,68 juta.
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1.2 Pembangunan Laboratorium SMP Negeri Model Terpadu Madani
belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,22 miliar dan terjadi
keterlambatan pekerjaan sehingga merugian keuangan daerah atas denda
keterlambatan yang belum dibayarkan sebesar Rp94,83 juta.

Kabupaten Banggai

1.3 Terdapat perbedaan antara nilai aset tetap di neraca per 31 Desember
2007 dengan appraisal sebesar Rp567,04 miliar tidak sesuai dengan nilai
pengadaan/belanja modal aset tetap sebesar Rp173,80 miliar. Selisih sebesar
Rp393,24 miliar tersebut tidak dapat dijelaskan sehingga nilai aset yang
disajikan dalam neraca pemerintah kabupaten per tanggal 31 Desember
2007 untuk tanah, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi minimal sebesar
Rp393,24 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.4 Pengadaan tanah TA 2007 sebanyak 21 bidang/persil seluas 159.956
m2 senilai Rp1,99 miliar belum disertai surat pernyataan pelepasan hak
bukti kepemilikan/sertifikat sehingga membuka peluang adanya sengketa
tanah dan nilai tanah dalam neraca tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kabupaten Donggala

1.5 Pelaksanaan pekerjaan proyek terlambat dan belum dikenakan sanksi
denda di Dinas Kesehatan sebesar  Rp134,94 juta, Dinas Pertanian sebesar
Rp106,57 juta dan Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp12,46 juta,
sehingga hasil pekerjaan belum dapat dimanfaatkan, dan denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp253,97 juta belum diterima.

1.6 Saldo kas pada laporan keuangan per 31 Desember 2007 sebesar
Rp28,91 miliar tidak memperhitungkan saldo akhir kas per 31 Desember
2006 sebesar  Rp67,34 miliar, sehingga saldo kas yang tersaji dalam LKPD
per 31 Desember 2007 tidak diyakini kebenarannya dan mempengaruhi
kewajaran penyajian laporan keuangan.

1.7 Terdapat dana realisasi pembayaran kegiatan pada Dinas Kesehatan,
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Bapedalda sebesar Rp3,97
miliar disimpan pada rekening bukan milik pemerintah kabupaten, sehingga
pemerintah kabupaten kehilangan potensi untuk memperoleh pendapatan
jasa giro atas penyimpanan dana di luar kas daerah, membuka peluang
terjadinya penyalahgunaan dana dan saldo kas pada neraca tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kabupaten Morowali

1.8 Pinjaman sementara Tahun 2004 sebesar Rp414,73 juta dan sisa
UUDP Tahun 2005 sebesar Rp67,68 juta belum dipertanggungjawabkan,
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tidak dicatat dan diakui dalam neraca TA 2007, sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp482,41 juta.

1.9 Pengembalian tunjangan operasional pimpinan DPRD sebesar
Rp390,6 juta serta tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp1,89 miliar
berlarut-larut, sehingga penerimaan daerah tertunda dan berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,28 miliar.

1.10 Realisasi belanja bantuan sosial kepada instansi vertikal tidak sesuai
ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp786,37
juta.

1.11 Biaya Langsung Personil sebesar Rp894,6 juta dan Biaya Langsung
Non Personil sebesar Rp2,57 miliar pada beberapa proyek di Bappeda tidak
dapat dipertanggungjawabkan serta terdapat indikasi kerugian daerah
sebesar Rp408,8 juta sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp3,46 miliar  dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp408,8
juta.

Kabupaten Parigi Moutong

1.12 Pembayaran biaya reses kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak
sesuai ketentuan sehingga  berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp343,00 juta.

1.13 Penganggaran dan realisasi biaya penunjang operasional kepala
daerah dan wakil kepala daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp254,55
juta dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp159,81 juta sehingga
berpotensi merugikan daerah sebesar Rp414,36 juta.

1.14 Pelaksanaan belanja bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya
sebesar Rp174,89 juta dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap
sebesar Rp378,80 juta serta pemberian belanja bantuan keuangan untuk
partai politik sebesar Rp25,46 juta tidak sesuai ketentuan, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp200,35 juta (Rp174,89 juta +
Rp25,46 juta) dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp378,80 juta.

Kabupaten Poso

1.15 Terdapat realisasi bantuan sosial berupa pengalihan tunjangan
operasional Bupati dan Wakil Bupati ke belanja bantuan sosial dan pemberian
insentif rapat Muspida minimal sebesar Rp883,66 juta, biaya perjalanan
dinas Bupati sebesar Rp100 juta, tambahan  realisasi belanja bantuan sosial
diragukan penggunaannya sebesar Rp415 juta dan  atas bantuan kepada
instansi vertikal sebesar Rp1,02 miliar tidak sesuai ketentuan minimal
sebesar Rp2,42 miliar sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar
Rp1,40 miliar dan potensi kerugian daerah sebesar Rp1,02 miliar.
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1.16 Pertanggungjawaban perjalanan dinas pejabat dan pegawai di
lingkungan Kabupaten Poso tidak sesuai standar Bupati sebesar Rp635,57
juta, tumpang tindih perjalanan dinas minimal sebesar Rp1,61 miliar dan
bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan sah minimal sebesar
Rp186,38 juta tidak sesuai ketentuan sehingga memborosan keuangan daerah
sebesar Rp635,57 juta dan potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1,79
miliar.

Kabupaten Tojo Una-una

1.17 Pengelolaan pendapatan klaim PT Askes pada RSUD Ampana dan
Dinas Kesehatan tidak sesuai mekanisme APBD sebesar  Rp1,44 miliar,
penggunaan langsung sebesar Rp69,48 juta, dan penerimaan dana Askes
dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum yang belum disetor ke Kas Daerah
sebesar Rp599,09 juta sehingga membuka peluang penyalahgunaan serta
realisasi pendapatan klaim dari PT Askes tidak menggambarkan keadaan
sebenarnya dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

1.18 Bantuan keuangan kepada desa tidak sesuai ketentuan dan belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp9,95 miliar sehingga berpotensi
digunakan tidak sesuai dengan sasaran dan tidak dapat diyakini
kewajarannya.

1.19 Pelaksanaan beberapa kegiatan pada pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam yang belum
dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp576,44 juta.

Kabupaten Tolitoli

1.20 Terdapat sisa Uang Persediaan per 31 Desember 2007 sebesar
Rp458,89 juta terlambat/belum disetorkan ke kas daerah sehingga berpotensi
menimbulkan penyalahgunaan keuangan daerah atas saldo yang belum
disetor sebesar Rp154,87 juta.

1.21 Tunggakan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C
dan pajak reklame sebesar Rp411,16 juta belum diselesaikan, sehingga
berpotensi mengganggu likuiditas pemerintah kabupaten.

1.22 PPN/PPh per 31 Desember 2007 pada sekretariat kabupaten belum
disetor ke Kas Negara sebesar Rp123,92 juta, sehingga menimbulkan peluang
penyalahgunaan.

Kota Palu

1.23 Terdapat tunggakan dari pihak ketiga  untuk penerimaan retribusi
parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp151,95 juta
sehingga pemerintah kota tidak dapat segera memanfaatkan potensi
pendapatan dari retribusi dan hilangnya potensi PAD dari retribusi parkir.
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1.24 Prosedur pembayaran PPN/PPh tidak sesuai ketentuan dan terdapat
PPN/PPh belum disetor ke kas negara sehingga berpotensi merugikan
keuangan negara dan peluang penyalahgunaan atas penerimaan pajak yang
belum disetor ke Kas Negara sebesar  Rp349,58 juta.

1.25 Bendahara pengeluaran belum menyetorkan sisa Uang Persediaan/
Ganti Uang/Tambah Uang sebesar Rp237,20 juta ke Kas Daerah sehingga
terbukanya peluang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan keuangan
daerah.



302

Bab XXVI
Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi satu pemerintahan
provinsi, 20 pemerintahan kabupaten dan tiga pemerintahan kota. Selain
itu, di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 29 RSUD dan 47 BUMD
terdiri dari satu BPD, 23 PDAM, dan 23 Perusahaan Daerah.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan keuangan
atas sembilan entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada sembilan entitas memuat
opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dengan jumlah realisasi
pendapatan sebesar Rp4,08 triliun, realisasi belanja sebesar Rp3,93 triliun,
total aset sebesar Rp11,51 triliun, total kewajiban sebesar Rp130,73 miliar
dan total ekuitas sebesar Rp11,38 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
dalam tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Barru

1.1 Pemberian Honorarium Non PNS sebesar Rp189,00 juta tidak sesuai
ketentuan sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp159,00 juta
dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp30,00 juta.

      (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Kab. Barru     326.742,87      313.393,14         984.102,78          754,35        983.348,42   WDP  
2 Kab. Bone     665.622,71      708.561,78  1.460.773,59     29.315,05     1.431.458,54   WDP  
3 Kab. Enrekang     398.513,21      335.770,53         872.159,12       9.557,56        862.601,56   WDP  
4 Kab. Gowa     553.579,49      481.435,40      1.802.951,56     10.497,80     1.792.453,75   WDP  
5 Kab. Sidrap     390.549,31      404.471,38      1.458.173,13     20.004,73     1.438.168,40   WDP  
6 Kab. Sinjai     591.007,40      575.877,83      1.316.323,51       1.998,65     1.314.324,86   WDP  
7 Kab. Takalar     363.382,26      344.693,41         716.038,62          619,23        715.419,39   WDP  
8 Kab. Wajo     478.393,09      472.874,90      1.723.548,20       6.772,46     1.716.775,73   WDP  
9 Kota Pare-pare     317.071,77      298.124,60      1.183.028,55     51.212,74     1.131.815,81   WDP  

  Jumlah  4.084.862,11   3.935.202,97    11.517.099,06   130.732,57   11.386.366,46    
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1.2 Belanja bantuan sosial sebesar Rp96,00 juta tidak sesuai dengan
ketentuan sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah
sebesar Rp85,00 juta dan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp11,00
juta.

1.3 Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan pada
rekanan dalam kegiatan pembangunan jalan, air bersih dan pengadaan alat
pengelolaan sampah pada Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp919,53 juta.

Kabupaten Bone

1.4 Penyelesaian pekerjaan terlambat belum dikenakan sanksi/denda,
sehingga Pemkab tidak dapat memanfaatkan hasil pengadaan barang tepat
waktu dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum diterima
sebesar Rp 1,90 miliar.

1.5 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bone ke-677 dan HUT Proklamasi
Kemerdekaan ke-62 serta realisasi belanja bantuan keuangan tidak sesuai
peruntukannya, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp824,00
juta.

1.6 Pembayaran Tunjangan Komunikasi dan Penunjang Operasional
Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2006 sebesar Rp2,08 miliar dan
pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp572,73 juta belum dikembalikan ke
Kas Daerah sehingga dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pembangunan daerah.

Kabupaten Enrekang

1.7 Piutang Pembangunan Pasar Sudu penyelesaiannya berlarut-larut
sehingga Pemda tidak dapat dengan segera memanfaatkan dana sebesar
Rp620,00 juta.

1.8 Pelaksanaan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan SKPD (SIMKD-
SKPD) TA 2007  sebesar Rp365,50 juta dan Pengadaan Obat sebesar
Rp745,67 juta tidak sesuai ketentuan sehingga Pemkab tidak dapat
memperoleh harga yang menguntungkan.

1.9 Pelaksanaan pekerjaan TA 2007 terlambat penyelesaiannya dan belum
dikenakan sanksi sehingga denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
sebesar Rp866,88 juta  tidak diterima dan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak
dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemkab.

1.10 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp475,00 juta belum
dipertanggungjawabkan mengakibatkan Pemkab d.h.i. Badan Pengelola
Keuangan Daerah kesulitan mengetahui secara pasti realisasi
pertanggungjawaban atas bantuan yang telah diberikan kepada Partai Politik.
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Kabupaten Gowa

1.11 Pertanggungjawaban penggunaan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Bagian Umum tidak sesuai dengan realisasi kegiatan
dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban serta terdapat PPN
dan PPh yang belum dipungut, sehingga realisasi belanja atas penyediaan
jasa peralatan dan perlengkapan kantor tidak dapat diyakini kebenarannya
dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp223,17 juta serta
penerimaan negara dari sektor pajak tidak dapat dimanfaatkan secara tepat
waktu sebesar Rp38,20 juta.

Kabupaten Sidrap

1.12  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Upah Pungut PBB TA 2007
belum diterima sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat menggunakan
penerimaan sebesar Rp3,97 miliar tepat waktu untuk membiayai kegiatan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.13 Pinjaman anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari
dana deposito berlarut-larut penyelesaiannya mengakibatkan indikasi kerugian
daerah sebesar Rp754,87 juta.

1.14 Sisa UUDP TA 2007 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp28,21 juta
dan pinjaman sementara atas nama pribadi sebesar Rp241,73 juta belum
dipertanggungjawabkan, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp269,94 juta (Rp28,21 juta + 241,73 juta).

1.15  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) TA 2007 sebesar Rp300,00
juta belum disalurkan dan masih mengendap di rekening Penanggung Jawab
Operasional Kabupaten (PJOK), sehingga penyaluran bantuan dana
terlambat dan dapat menimbulkan penyalahgunaan keuangan daerah.

1.16   Pemberian bantuan sosial kepada Instansi Vertikal tidak sesuai dengan
ketentuan sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah
sebesar Rp219,70 juta.

1.17  Pengeluaran belanja tidak terduga sebesar Rp1,50 miliar digunakan
untuk pinjaman sementara oleh SKPD dan pihak lain. Pinjaman tersebut
telah dikembalikan sebesar Rp868,48 juta sehingga berpotensi  merugikan
keuangan daerah sebesar Rp640,21 juta.

Kabupaten Sinjai

1.18   Bantuan sosial sebesar Rp2,04 miliar kepada Organisasi Keolahragaan
bersifat rutin dan belum didukung laporan pertanggungjawaban atas
pengggunaan dana bantuan tersebut sehingga memboroskan keuangan
daerah.
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1.19 Terdapat pencairan pembayaran atas beberapa paket pekerjaan yang
belum selesai sebesar Rp6,83 miliar sehingga realisasi Belanja Modal tidak
mencerminkan realisasi yang sebenarnya.

Kabupaten Takalar

1.20 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2007
pencairannya melewati TA 2007 (periode 1 Januari 2008 sampai dengan
31 Januari 2008) sebesar Rp12,32 miliar, mengakibatkan Pemerintah
Kabupaten tidak sepenuhnya dapat merealisasikan belanja barang dan belanja
modal (sampai dengan 31 Desember 2007) sebagaimana ditargetkan dalam
APBD TA 2007.

1.21 Dana Insentif PBB, yang diterima dari Pusat atas pelampauan target
PBB, dibagikan kepada aparat dan Tim Intensifikasi PBB, bukan untuk
pelaksanaan kegiatan, sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp445,65 juta.

1.22  Biaya Koordinasi dan Konsultasi pada BPKAD sebesar Rp416,50 juta
dan pada Dipenda sebesar Rp40,00 juta pertanggungjawabannya hanya
berupa kuitansi, serta adanya pembayaran ganda biaya pungut PBB Migas
sebesar Rp10,41 juta sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp 466,91 juta.

1.23 Pengeluaran untuk Tim Koordinasi dan Pelaksana Administrasi Tim
Koordinasi dilakukan secara tunai tanpa didukung dengan suatu kegiatan,
sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 248,20 juta.

1.24 Hasil penjualan aspal sebesar Rp 176,07 juta tidak disetor ke kas
daerah dan masih terdapat tunggakan sebesar Rp263,04 juta, sehingga
penerimaan daerah sebesar Rp439,12 juta tidak dapat segera dipergunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta membuka
peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp176,07 juta.

1.25  Delapan kegiatan (satu kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran
dan tujuh kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) dilaksanakan tidak tepat
waktu dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp 228,63 juta, sehingga
hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

1.26  Empat kegiatan (dua kegiatan pada Dinas Kesehatan dan dua kegiatan
pada Dinas Pekerjaan Umum) dilaksanakan tidak sesuai kontrak, sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp268,24 juta.

Kabupaten Wajo

1.27  Pemeliharaan hasil pekerjaan Penimbunan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Tahap I dan II ternyata oleh CV Dharma Karya tidak dilaksanakan,
sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp313,70 juta.
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1.28  Pekerjaan pada BP RSUD Lamaddukkelleng dan Dinas PU-PE tidak
dapat diselesaikan namun belum dikenakan sanksi denda, sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp244,13 juta.

1.29  Rekening Bendahara SKPD dan rekening lainnya yang tidak aktif dan
rekening potongan gaji dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp2,49
miliar tidak terdaftar dalam laporan keuangan sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah.

Kota Pare-pare

1.30 Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional pimpinan dan
anggota DPRD belum dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan, sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,20 miliar.

1.31 Bantuan sosial yang diberikan kepada pejabat  instansi vertikal/
pemerintah pusat tidak sesuai dengan ketentuan sehingga membuka peluang
penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp337,65 juta.
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Bab  XXVII
Provinsi Sulawesi Tenggara

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi satu pemerintahan
provinsi, sepuluh pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain
itu, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat lima RSUD dan 13
BUMD  terdiri dari satu BPD Provinsi, enam PDAM serta enam PD.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan keuangan
atas 10 entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 meliputi 10 entitas memuat opini
“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) untuk empat entitas dan “Tidak
Memberikan Pendapat” (TMP) untuk enam, entitas, dengan realisasi
pendapatan sebesar Rp4,16 triliun, belanja sebesar Rp4,05 triliun, total aset
sebesar Rp8,52 triliun, total kewajiban sebesar Rp88,72 miliar, total ekuitas
sebesar Rp8,43 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini
masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut ini.

(dalam juta rupiah)
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No  Nama Entitas  
Pendapatan Belanja Total Aset Total 

Kewajiban Total Equitas 
Opini 

1 Prov. Sulawesi Tenggarara 679.900,27 667.362,92 
  

1.666.951,57     33.741,73    1.633.209,84  WDP 
2 Kab. Bombana 271.756,98     239.207,62      442.700,77       6.599,77      436.101,00  TMP 
3 Kab. Buton  394.082,11     371.056,10      865.782,22       5.172,16      860.610,05  WDP 
4 Kab. Kolaka     501.708,54     491.599,61   1.354.729,49         885,40    1.353.844,08  TMP 
5 Kab. Kolaka Utara     283.011,65     256.323,24      148.113,48       4.680,72      143.432,76  TMP 
6 Kab. Konawe     526.683,96     535.635,11   1.235.868,08         828,65    1.235.039,43  TMP 
7 Kab. Muna     493.098,87     502.705,88      786.392,88     27.349,11      759.043,77  WDP 
8 Kab. Wakatobi     303.991,52     293.798,04                  -                 -                    -   TMP 
9 Kota Bau-Bau     314.881,47     315.723,61      681.775,89       7.385,91      674.389,97  WDP 
10 Kota Kendari     391.667,71     385.607,86  1.343.347,44 2.076,88 1.341.270,55 TMP 

Jumlah 4.160.783,10 4.059.020,02  8.525.661,82     88.720,33    8.436.941,45   

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.
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Provinsi Sulawesi Tenggara

1.1 Terdapat pembayaran insentif/ upah pungut pajak daerah kepada pihak-
pihak yang tidak terkait kegiatan pemungutan sebesar Rp379,68 juta dan
pengeluaran dana taktis pada Dispenda sebesar Rp890,47 juta sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,27 miliar.

1.2 Penerimaan PAD yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah kurang disetor
ke kas daerah sebesar Rp6,73 miliar dan terdapat selisih kurang atas alokasi
bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp2,91 miliar sehingga penerimaan
PAD kurang diterima kas daerah sebesar Rp6,73 miliar dan Pemprov Sultra
mempunyai kewajiban/ hutang kepada kabupaten/kota atas bagi hasil pajak
daerah yang kurang diterima sebesar Rp2,91miliar.

1.3 Pimpinan dan anggota DPRD belum mengembalikan tunjangan
komunikasi intensif dan Dana Operasional Pimpinan termasuk pimpinan
dan anggota DPRD yang telah berhenti antar waktu sehingga pengembalian
dana operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi intensif belum
terealisasi sebesar Rp2,25 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah
sebesar Rp261,12 juta atas utang pimpinan dan anggota DPRD yang
diberhentikan antar waktu.

Kabupaten Bombana

1.4 Terdapat pengeluaran yang dilakukan tanpa melalui mekanisme
pengelolaan  APBD sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp11,04 miliar.

1.5 Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan
dan  anggota DPRD sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp603,75 juta.

1.6 Pengadaan mobil jabatan Bupati dan mobil operasional tidak sesuai
ketentuan dan mengalami keterlambatan sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp749,95 juta dan kekurangan penerimaan denda
keterlambatan sebesar Rp48,98 juta.

Kabupaten Buton

1.7 Pemberian upah pungut PBB sektor pertambangan migas dan non migas
tidak efisien sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp381,45 juta.

1.8 Terdapat pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD yang ditujukan
untuk kepentingan pribadi sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah
minimal sebesar Rp110,90 juta.
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1.9 Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan itik pada Dinas Pertanian
sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp416,53 juta
dan kekurangan penerimaan dari sanksi denda sebesar Rp36,22 juta.

Kabupaten Kolaka

1.10 Pimpinan dan anggota DPRD belum mengembalikan rapel tunjangan
Dana Operasional Pimpinan dan tunjangan komunikasi intensif serta
pengajuan kompensasi atas PPh Pasal 21 yang telah disetor ke kas negara
sehingga pengembalian dana tersebut sebesar Rp2,20 miliar dan kompensasi
pajak atas PPh Pasal 21 sebesar Rp419,32 juta belum diterima Pemkab
Kolaka.

1.11 Terdapat tunggakan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan
(IMB)  sehingga pendapatan daerah dari retribusi IMB sebesar Rp998,41
juta kurang diterima.

1.12 Pemberian bantuan keuangan kepada instansi vertikal tidak sesuai
ketentuan sehingga membebani keuangan daerah sebesar Rp449,77 juta.

1.13 Terdapat kemahalan harga pekerjaan pengaspalan ATB (Asphalt
Treatment Base) sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp696,91 juta.

1.14 Penerimaan sumbangan dari pengusaha kuasa pertambangan sebesar
Rp4,10 miliar belum dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang terkena dampak langsung akibat dari pertambangan
disebabkan DPRD belum menyetujui penerimaan tersebut dimasukkan ke
dalam APBD TA 2007 sehingga penerimaan sumbangan pihak ke tiga sebesar
Rp4,13 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan.

Kabupaten Kolaka Utara

1.15 Perencanaan Jembatan Rangka Baja Pitulua sebesar Rp419,76 juta
tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan pembangunan jembatan sebesar
Rp6,22 miliar menimbulkan kerugian sebesar Rp2,90 miliar dan belum
dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp311,35 juta sehingga berindikasi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp3,32 miliar dan denda keterlambatan
belum dikenakan sebesar Rp311,35 juta.

1.16 Terdapat kemahalan harga satuan volume pekerjaan pembangunan Jalan
By Pass 1, 2, 3, Lanjutan serta penimbunan badan jalan baru sehingga
berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar  Rp1,02 miliar.

1.17 Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab mengalami keterlambatan
dan belum dikenakan denda sehingga terjadi kekurangan penerimaan dari
denda keterlambatan minimal sebesar Rp2,18 miliar.



310

1.18  Terdapat tagihan kepada pimpinan dan anggota DPRD  sebesar Rp1,55
miliar yang berasal dari pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan biaya
operasional Tahun 2006  sampai dengan April 2008 belum terealisasi sehingga
tidak tertagih.

Kabupaten Konawe

1.19  Terdapat panjar yang belum terselesaikan s.d 31 Desember 2007
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp20,52 miliar.

1.20  Kemahalan harga pengadaan 47 paket pekerjaan pembangunan/
peningkatan/ pemeliharaan jalan sehingga berindikasi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp5,32 miliar.

1.21  Penerimaan retribusi IMB yang telah diperhitungkan kontraktor dalam
rincian RAB kontrak tidak dipungut sehingga berindikasi merugikan keuangan
daerah minimal sebesar Rp1,06 miliar.

Kabupaten Muna

1.22   Kewajiban Pemkab Muna atas dana hibah kepada Pemkab Buton
Utara TA 2007 kurang bayar sebesar Rp4,00 miliar dan realisasi dana hibah
uang yang telah diberikan kepada Pemkab Buton Utara sebesar Rp1,00 miliar
tidak dipertanggungjawabkan kepada Pemkab Muna, sehingga Pemkab Buton
Utara  tidak dapat memanfaatkan dana hibah sebesar Rp4,00 miliar dari
Pemkab Muna dan realisasi dana hibah kepada Pemkab Buton Utara sebesar
Rp1,00 miliar tidak dapat diyakini dan rawan untuk disalahgunakan.

1.23  Terdapat piutang dana bergulir yang sudah jatuh tempo dan macet
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp6,70 miliar.

1.24  Terdapat kewajiban kepada pihak ketiga untuk sisa pembayaran 42
kontrak konstruksi dalam TA 2007 yang membebani TA 2008 sebesar
Rp21,95 miliar, yang belum di ungkapkan dan di catat akibatnya neraca
Tahun 2007 tidak dapat di yakini dan potensi denda keterlambatan yang
belum dipungut sebesar Rp1,45 miliar.

1.25  Belanja pada Dinas Pendidikan Nasional melampaui APBD setelah
perubahan TA 2007 sebesar Rp2,16 miliar dan belanja jasa penyelenggaraan
Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp5,37 miliar sehingga terjadi pengeluaran belanja yang tidak
terkendali dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar
Rp2,16 miliar.
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Kab. Wakatobi

1.26 Terdapat sisa kas tunai dan saldo rekening koran per 31 Desember
2007 pada bendahara SKPD belum disetor ke kas daerah sehingga
penerimaan pembiayaan dan pendapatan asli daerah TA 2007 berkurang
masing-masing sebesar Rp4,72 miliar dan sebesar Rp402,72 juta.

1.27 Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan belanja operasional
pimpinan dan anggota DPRD TA 2006 belum dilakukan pengembalian ke
kas umum daerah sehingga dana sebesar Rp1,48 miliar berpotensi tidak
dapat tertagih atau dikembalikan ke Kas Daerah.

1.28 Terdapat pengeluaran biaya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kab.
Wakatobi dan Pekan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara serta
pemeliharaan sekolah dasar sebesar Rp7,09 miliar TA 2007 belum
dipertanggungjawabkan sehingga biaya penyelenggaraan POR tidak dapat
diyakini kewajarannya sebesar Rp663,68 juta dan biaya pemeliharaan SD
sebesar Rp6,42 miliar berpotensi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan
keuangan daerah.

Kota Bau-Bau

1.29 Penerimaan dan pengeluaran Biaya Pemungutan PBB tidak melalui kas
daerah sehingga disajikan lebih rendah dalam perhitungan APBD TA 2007,
dan terjadi pengeluaran ganda sebesar Rp568,82 juta atas pembayaran upah
pungut PBB yaitu pembayaran dari biaya pemungutan PBB yang tidak melalui
kas daerah dan pembayaran melalui APBD untuk tim intensifikasi Kepala
Desa/Lurah, Camat, Petugas PBB, dan Dispenda yang berindikasi kerugian
keuangan daerah.

1.30 Terdapat biaya pemungutan atas retribusi daerah yang tidak sesuai
ketentuan. sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp926,67 juta.

1.31 Realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran karena digunakan
untuk bantuan kepada instansi vertikal sehingga membebani keuangan daerah
sebesar Rp335,82 juta.

Kota Kendari

1.32 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola senilai Rp3,02
miliar pada Bappeda dan BPKAD tidak sesuai ketentuan sehingga penggunaan
langsung PNBP yang seharusnya disetor dahulu ke Kas Negara sebesar
Rp2,48 miliar dan swakelola yang dikuasakan kepada instansi lain non
pemerintah sebesar Rp541,60 juta berindikasi merugikan keuangan daerah.
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1.33 Sisa kas pada Sekretariat DPRD TA 2007 sampai dengan 26 Mei 2008
belum disetor ke kas daerah dan pengeluaran tidak sesuai peruntukan serta
tidak memiliki bukti pendukung sehingga terjadi indikasi kerugian daerah
sebesar Rp1,07 miliar.

1.34 Penggunaan langsung PAD  TA 2007 yang diterima dari klaim PT
Askes 2007 sehingga penerimaan PAD TA 2007 kurang diterima sebesar
Rp817,07 juta dan rawan penyimpangan.
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Bab XXVIII
Provinsi Gorontalo

Wilayah Provinsi Gorontalo meliputi satu pemerintahan  provinsi,
lima pemerintahan kabupaten, dan satu pemerintahan kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Gorontalo terdapat enam RSUD dan sebelas BUMD.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan
atas enam entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada enam entitas memuat opini
“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada satu entitas, opini “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) pada tiga entitas dan “Tidak Memberikan Pendapat”
(TMP)  pada dua entitas dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp2,13
triliun, belanja sebesar Rp2,02 triliun, total aset sebesar Rp4,10 triliun,
total kewajiban sebesar Rp41,37 miliar dan total ekuitas sebesar Rp4,06
triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing
entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Cakupan Pemeriksaan 

 LRA  Neraca  No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1. Prov. Gorontalo 521.584,13 459.239,65 885.602,89 24.200,11 861.402,78 WTP 

2. Kab Boalemo 264.490,60 268.866,30 527.780,04 3.211,31 524.568,72 TMP 

3. Kab Bone Bolango 271.991,83 268.722,92 277.739,21 8.621,32 269.117,88 WDP 

4. Kab Gorontalo 463.016,78 455.472,25 1.238.275,76 3.047,85 1.235.227,90 WDP 

5. Kab Pohuwato 290.353,85 278.276,74 493.897,30 818,80 493.078,49 WDP 

6. Kota Gorontalo 325.336,32 294.068,35 684.453,34 1.472,67 682.980,67 TMP 

Jumlah 2.136.773,51 2.024.646,21 4.107.748,54 41.372,06 4.066.376,44  

(dalam juta rupiah)

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Gorontalo

1.1 Sistem Pengendalian Internal atas transaksi pengeluaran kas di kas
daerah kurang memadai sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah
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sebesar Rp86,46 juta atas kelebihan pembayaran yang belum disetor kembali
ke kas daerah.

1.2 Pembayaran kompensasi dan pesangon untuk karyawan PT Bonecom
ex. PT Usaha Mina/PT Perikanan Nusantara tidak sesuai ketentuan, sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp337,31 juta.

1.3 Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, sehingga
merugikan keuangan daerah sebesar Rp803,02 juta.

1.4 Pengenaan Pajak jasa giro atas rekening pemerintah daerah  tidak
sesuai ketentuan sehingga, pendapatan jasa giro kurang diterima sebesar
Rp84,25 juta.

1.5 Bagi Hasil Pajak PKB, BBNKB dan PBBKB belum diserahkan ke
kabupaten/kota sehingga Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Pohuwato dan Kota Gorontalo tidak dapat segera memanfaatkan bagi hasil
pajak yang menjadi bagiannya sebesar Rp7,58 miliar.

1.6 Penyertaan modal pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri belum ditetapkan
jumlah besarannya dengan peraturan daerah  sehingga besaran jumlah
investasi pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri belum mempunyai landasan
hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp7,50 miliar.

Kabupaten Boalemo

1.7 Sisa kas di bendahara pengeluaran terlambat disetor ke kas daerah
sehingga sisa kas di bendahara pengeluaran tidak dapat dimanfaatkan secara
tepat waktu sebesar Rp185,33 juta dan sisa kas belum disetor ke kas daerah
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah sebesar
Rp152,70 juta.

1.8 Biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,05 miliar.

1.9 Hasil pengadaan tanah pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 miliar
belum bersertifikat dan belum dikenakan pajak penghasilan sehingga
kekurangan penerimaan negara atas pajak penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah/bangunan sebesar Rp79,18 juta.

1.10 Kemahalan harga pengadaan kendaraan bermotor roda dua pada SKPD
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp104,83 juta.

1.11 Kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas
Pekerjaan Umum sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp473,65 juta.
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1.12 Kelambatan penyelesaian pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas  Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2007 tidak dikenakan
denda keterlambatan sehingga pendapatan daerah dari denda keterlambatan
sebesar Rp674,89 juta tidak diterima.

1.13 Belanja barang dan jasa digunakan tidak sesuai dengan ketentuan
sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,45 miliar.

1.14 Biaya pekerjaan pasangan batu pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2007
tidak mengacu pada standar koefisien SNI sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp174,23 juta.

1.15 Belanja bantuan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tidak sesuai ketentuan sehingga membuka peluang penyalahgunaan dana
bantuan sebesar Rp330,00 juta.

Kabupaten Bone Bolango

1.16 Pengadaan buku pengayaan dan buku referensi pada Dinas Pendidikan
terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan penyerahan pekerjaan
sehingga merugikan daerah sebesar Rp116,56 juta.

1.17 Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebesar Rp55,44 juta
dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD  sebesar Rp54,29 juta
tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp109,73 juta.

1.18 Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah belum dilakukan sesuai
ketentuan sehingga penyajian dan pengungkapan saldo aset milik daerah
pada neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya, dan
aset berupa tanah senilai Rp15,76 miliar belum mempunyai kepastian hukum
atas kepemilikannya.

1.19 Belanja modal digunakan untuk dana bergulir sehingga realisasi
pengeluaran pembiayaan disajikan kurang sebesar Rp1,91 miliar.

1.20  Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
tidak sesuai  ketentuan  sehingga  memboroskan   keuangan  daerah  sebesar
Rp188,23 juta.

Kabupaten Gorontalo

1.21 Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tumpang
tindih dan melebihi ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp93,94 juta.
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1.22 Pengembalian dana investasi non permanen pada Dinas Kelautan,
Perikanan dan Peternakan macet sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp133,25 juta.

1.23 Penggunaan langsung penerimaaan jasa layanan di RSUD Dr M.M
Dunda tidak sesuai ketentuan sehingga realisasi pendapatan dan belanja
dalam LRA TA 2007 kurang saji sebesar Rp1,03 miliar.

1.24 Anggaran dan realisasi bantuan sosial TA 2007 sebesar Rp4,74 miliar
melebihi TA 2006 sehingga fungsi APBD dalam rangka pemerataan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak optimalserta berkurangnya
alokasi untuk mendanai program lainnya.

Kabupaten Pohuwato

1.25 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD  sebesar Rp179,83 juta
terlambat disetor ke Kas Daerah sehingga sisa kas tidak dapat dimanfaatkan
dengan segera untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

1.26 Terdapat dana pinjaman atas pinjaman pihak ketiga sebesar
Rp500,00juta tidak sesuai ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp 104,86 juta.

1.27 Harga satuan pada pekerjaan perbaikan tanggul tanah sungai Randangan
tidak mengacu pada standar yang ditetapkan pemda mengakibatkan
kemahalan harga pekerjaan sebesar Rp272,13 juta.

1.28 Pengelolaan dana Bergulir Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan (DPM-LUEP) pada Dinas Pertanian tidak dilaksanakan sesuai
ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp115,50 juta.

1.29 Pengadaan kegiatan jasa revaluasi/appraisal aset/barang daerah tidak
dimanfaatkan pemerintah daerah sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp191,00 juta.

1.30 Aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan daftar
aset daerah yang memadai sehingga  nilai aset tetap yang disajikan dalam
laporan keuangan sebesar Rp439,22 miliar belum bisa diyakini kewajarannya.

1.31 Sisa panjar/pinjaman sementara TA 2004 dan 2005 yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan namun masih diakui sebagai komponen kas di kas
daerah sehingga posisi kas di kas daerah disajikan lebih (overstate) sebesar
Rp1,79 miliar.

1.32 Pengelolaan dan penatausahaan biaya pemungutan PBB TA 2007 tidak
sesuai ketentuan sehingga penerimaan biaya upah pungut dan belanja upah
pungut kurang disajikan sebesar Rp416,51 juta.
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1.33 Tuntutan Ganti Rugi belum ditetapkan penanggungjawabnya sehingga
nilai tuntutan ganti rugi dalam pos aset lainnya belum mempunyai kekuatan
hukum sebesar Rp1,66 miliar.

1.34 Perbedaan nilai Realisasi PAD dalam LRA dengan laporan realisasi
PAD pada bidang pendapatan BPKD tidak dapat ditelusuri, sehingga
berpotensi adanya kesalahan dalam pencatatan pendapatan yang tidak dapat
diantisipasi lebih dini sebesar Rp4,43 miliar.

1.35 Belanja bantuan keuangan tidak sesuai peruntukan karena digunakan
untuk dana bergulir TA 2007 sehingga fungsi anggaran sebagai pengendalian
tidak tercapai dan dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan
anggaran sebesar Rp992,50 juta.

Kota Gorontalo

1.36 Tunjangan perumahan anggota DPRD belum dipotong pajak
penghasilan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp227,37 juta.

1.37 Pembayaran biaya penunjang operasional pimpinan DPRD tidak
didukung bukti yang lengkap sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp108,53 juta.

1.38 Kemahalan harga pengadaan kendaraan dinas roda dua sebanyak
delapan  unit  pada lima  SKPD sebesar Rp16,9 juta dan Terdapat komponen
biaya pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada pengadaan UPS   dan genset
di sekretariat DPRD sebesar Rp78,35 juta sehingga merugikan keuangan
daerah  sebesar Rp95,25 juta.

1.39 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan dan
peruntukan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp750,00 juta
dan terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang tumpang tindih
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp56,19 juta.

1.40 Tanah senilai Rp4,06 miliar belum bersertifikat dan bukti kepemilikan
kendaraan dinas masih disimpan di SKPD sehingga melemahkan posisi
Pemerintah daerah jika terjadi klaim/permasalahan hukum atas tanah yang
belum bersertifikat oleh pihak lain.

1.41 Belanja tak terduga sebagian digunakan untuk belanja bantuan sehingga
realisasi belanja tak terduga disajikan lebih sebesar Rp275,53 juta.

1.42 Pertanggungjawaban dari realisasi belanja tak terduga sebesar
Rp762,67 juta tidak sesuai ketentuan dan melampaui anggaran sebesar
Rp125,04 juta sehingga tujuan bantuan sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai dan dapat
menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan keuangan daerah.
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Bab XXIX
Provinsi Sulawesi Barat

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi satu pemerintahan provinsi
dan lima pemerintahan kabupaten. Selain itu, di wilayah Provinsi Sulawesi
Barat terdapat tiga RSUD dan tiga PDAM.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan keuangan
atas satu entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada satu entitas yaitu Kabupaten
Polewali Mandar memuat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP)
dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp400,88 miliar, realisasi belanja
sebesar Rp388,53 miliar, total aset sebesar Rp587,09 miliar, total kewajiban
sebesar Rp8,19 miliar dan total ekuitas sebesar Rp578,90 miliar.

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Polewali Mandar

1.1 Tagihan Klaim ASKESKIN TA 2007 belum diterima oleh RSUD Polewali
sehingga hak pemerintah dari pendapatan Klaim ASKES kurang diterima
sebesar Rp2,56 miliar dan pemerintah kabupaten tidak dapat segera
memanfaatkan dana untuk kegiatan rumah sakit.

1.2 Dana bantuan penanganan pasca bencana alam tidak masuk dalam APBD
dan LKPD TA 2007 dan jasa giro belum disetor ke Kas Daerah sehingga
laporan keuangan kurang dilaporkan sebesar Rp7,96 miliar dan jasa giro
sebesar Rp47,66 juta belum diterima dan tercatat dalam pembukuan Pemkab.

1.3 Penyajian Investasi Non Permanen dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir
sebesar Rp15,61 miliar tidak dapat dinilai kewajarannya sehingga Laporan
Keuangan Tahun 2007 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya
dan perkembangan dana bergulir baik secara keseluruhan maupun menurut
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani dana bergulir
tidak dapat diketahui.
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Bab XXX
Provinsi Maluku

Wilayah Provinsi Maluku meliputi satu pemerintahan provinsi, tujuh
pemerintahan kabupaten, dan dua pemerintahan kota. Selain itu, di wilayah
Provinsi Maluku terdapat lima RSUD dan sembilan BUMD terdiri dari lima
PDAM, satu BPD Provinsi Maluku, dan tiga Perusahaan Daerah.

Dalam semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan
pada dua entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dua entitas,
meliputi Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2006 dan Maluku Tenggara
Barat TA 2007 memuat opini “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” dengan
jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp686,98 miliar, belanja sebesar
Rp613,04 miliar, total aset sebesar Rp885,18 miliar, total kewajiban sebesar
Rp3,13 miliar dan total ekuitas sebesar Rp882,05 miliar. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam
tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Seram Bagian Timur

1.1  Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat menunjukkan
bukti-bukti memadai yang dapat menjelaskan keberadaan saldo kas di
Pemegang Kas senilai Rp5,35 miliar dan saldo kas pada PT Bank Maluku
sebesar Rp5,09 miliar, sehingga saldo kas pada neraca sebesar Rp10,44
miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.2  Realisasi SILPA TA 2005 pada LRA TA 2006 tidak didukung dengan
dokumen pendukung dan perincian, sehingga realisasi SILPA TA 2005
sebesar Rp21,73 miliar tidak dapat dilakukan penelusuran atas eksistensi
dan kewajarannya.

 
                 (dalam juta rupiah) 

 Cakupan pemeriksaan 
Nama Entitas LRA Neraca 

Opini  
No 

  Pendapatan Belanja Total Aset 
Total 

Kewajiban Total Ekuitas   

1  Kab. Seram Bagian Timur 240.216,64  218.003,45  
 

269.349,60           3.132,46    266.217,14  TMP 

2  Kab. Maluku Tenggara Barat  446.766,24  395.044,15  
 

615.840,21                      -     615.840,21  TMP 

Jumlah 686.982,88  613.047,61  
 

885.189,81           3.132,46    882.057,35    
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1.3  Pengelolaan Aset Tetap belum dilakukan dengan tertib sehingga aset
tetap yang disajikan dalam neraca berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan,
serta aset tetap lainnya overstate sebesar Rp7,17 miliar dan aset tetap berupa
bangunan gedung serta mesin dan peralatan understate Rp9,43 miliar
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.4  Penerimaan dan penggunaan upah pungut PBB TA 2006 tidak melalui
mekanisme APBD sehingga penerimaan upah pungut PBB, termasuk saldo
awal rekening Upah Pungut, dan jasa giro (netto) sebesar Rp1,43 miliar
tidak dilaporkan sebagai penerimaan daerah dalam LRA TA 2006 dan
penggunaan sebesar Rp1,40 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya yang berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah.

1.5  Terdapat kesalahan perhitungan harga satuan pembuatan kapal ponton
sehingga berpotensi/berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp232,23 juta.

1.6 Terdapat pemblokiran dana untuk membiayai pekerjaan yang sampai
akhir tahun anggaran secara fisik belum selesai, sehingga pengakuan
realisasi belanja sebesar Rp12,08 miliar dan pengakuan aset tidak berdasarkan
pada keadaan yang sebenarnya serta berpotensi penyalahgunaan keuangan
daerah.

1.7 Pembangunan Kantor Kapolsek Kecamatan Pulau Gorom sebesar
Rp297,00 juta dan pembangunan Kantor Koramil Kecamatan Pulau Gorom
sebesar Rp299,00 juta dibiayai dari dana APBD Kabupaten Seram Bagian
Timur, sehingga membebani dan memboroskan keuangan daerah sebesar
Rp596,00 juta.

1.8 Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap, berlebih, dan
tidak sesuai ketentuan pada delapan satuan kerja sehingga berindikasi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp396,68 juta.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

1.9 Terdapat penerimaan daerah pada Bagian Keuangan dan Bappertamben
sebesar Rp2,54 miliar tidak disetor ke kas daerah serta penggunaan langsung
sebesar  Rp20,00 juta, sehingga saldo di kas daerah TA 2007 overstated
sebesar Rp20,00 ribu serta understated atas realisasi pendapatan pada LRA
dan saldo kas di kas daerah pada Neraca TA 2007 atas penerimaan
kompensasi PPh 21 sebesar Rp2,10 miliar, sebesar Rp30,19 juta berindikasi
kerugian daerah dan saldo kas pada bendahara penerimaan understated
sebesar Rp428,58 juta atas penerimaan jaminan kesungguhan yang tidak
dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
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1.10  Penetapan saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca tidak
sesuai dengan saldo riil dan sebagian disimpan pada rekening titipan, sehingga
pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pajak sebesar
Rp14,47 juta dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada
Neraca per 31 Desember 2007 overstated sebesar Rp461,72 juta dan
understated sebesar Rp2,27 miliar.

1.11 Nilai aset tetap di Neraca sebesar Rp468,32 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya, sehingga berpengaruh secara material dalam penyajian nilai
aset tetap di Neraca.

1.12 Terdapat anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Sekretariat
DPRD sebesar   Rp2,24 miliar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp170,87 juta
digunakan sebagai belanja barang dan jasa sehingga realisasi belanja pegawai
dan LRA tidak sesuai dengan afektasinya sebesar Rp2,41 miliar, sehingga
tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya.

1.13 Pemberian biaya pemulangan mahasiswa tugas belajar sebesar
Rp62,50 juta dan tambahan penghasilan untuk pegawai negeri sipil, pegawai
tidak tetap dan dokter bantu (PTT) sebesar Rp3,62 miliar tanpa dasar
pengeluaran, sehingga pengeluaran sebesar Rp3,68 miliar tidak dapat diyakini
kebenaran dan kewajarannya.
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Bab XXXI
Provinsi Maluku Utara

Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi satu pemerintahan provinsi,
enam pemerintahan  kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Maluku Utara terdapat delapan RSUD dan tujuh BUMD
terdiri dari tiga PDAM dan empat Perusahaan Daerah.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melakukan pemeriksaan keuangan
atas lima entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada lima entitas, memuat
opini”Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) pada tiga entitas dan opini
“Tidak Memberi Pendapat”(TMP) pada dua entitas dengan jumlah realisasi
pendapatan sebesar Rp2,00 triliun, belanja sebesar Rp1,76 triliun, total aset
sebesar Rp1,50 triliun, total kewajiban sebesar Rp34,15 miliar dan total
ekuitas sebesar Rp1,46 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian
dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

          (dalam juta rupiah) 
Cakupan pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas 
Pendapatan Belanja Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Provinsi Maluku Utara         519.369,00          525.768,00          396.195,00                      -           396.195,00  TMP 
2 Kab. Halmahera Selatan         469.053,64          404.259,90          324.193,58         9.106,39          315.087,19  WDP 
3 Kab. Halmahera Tengah         326.282,52          298.385,14                           -                       -                             -    TMP 
4 Kab. Halmahera Timur         389.109,09          255.192,18          510.526,67      23.266,93          487.259,73  WDP 
5 Kota Tidore Kepulauan         300.903,55          286.340,53          270.191,66         1.778,03          268.413,63  WDP 

 Jumlah    2.004.717,804    1.769.945,754    1.501.106,898    34.151,344    1.466.955,554    

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya
dilaksanakan, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Provinsi Maluku Utara

1.1 Terdapat kelebihan pembayaran bantuan keuangan TA 2007 kepada
Organisasi Partai Politik,  sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp340,50 juta.

1.2 Terdapat kelebihan perhitungan timbunan atas galian tanah pada
pekerjaan pembangunan kantor, ruas jalan dan pelabuhan rakyat sebanyak
delapan lokasi yang dilaksanakan oleh empat SKPD sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp671,85 juta.
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1.3 Tunjangan komunikasi intensif dan dana penunjang operasional pimpinan
dan anggota DPRD Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp4,05 miliar dan PPh
sebesar Rp213,18 juta belum disetor kembali ke kas Daerah, sehingga
tertundanya penerimaan daerah sebesar Rp4,26 miliar.

1.4  Terdapat ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp1,42 miliar.

1.5  Penerimaan Daerah atas Jasa Pelayanan RSUD Chasan Boesoirie di
Ternate digunakan langsung dan belum dipertanggungjawabkan, sehingga
membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp2,19 miliar.

1.6  Pekerjaan pembersihan awal dan selesai lahan/lokasi pekerjaan, sewa
tempat, dan beli tanah timbunan yang telah diperhitungkan dalam kontrak
pekerjaan pembangunan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp444,49 juta.

1.7  Pembayaran bantuan sosial Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan,
sehingga memboroskan dan menyalahgunaan keuangan daerah sebesar
Rp21,36 miliar.

1.8 Pembayaran dana tidak terduga Sekretariat Daerah tidak sesuai
peruntukannya, sehingga  memboroskan dan menyalahgunaan keuangan
daerah sebesar Rp14,38 miliar.

1.9 Terjadi kesalahan klasifikasi terhadap pendapatan yang dicatat,
pencatatan ganda serta kurang catat terhadap pendapatan yang diterima
sehingga pendapatan asli daerah tidak dapat ditelusuri dan pendapatan dana
perimbangan kurang disajikan sebesar Rp45,68 miliar.

1.10  Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pada Sekretariat Daerah
belum disahkan oleh Bagian Verifikasi Biro Keuangan, sehingga LKPD tidak
dapat dikoreksi secara keseluruhan dan belum dapat diakui sebagai belanja
sebesar Rp281,25 miliar.

Kabupaten Halmahera Selatan

1.11 Penggunaan Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja
Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2006
dan 2007 sebesar Rp3,14 miliar tidak sesuai ketentuan dan terjadi kelebihan
pembayaran pajak sebesar Rp94,50 juta, sehingga pembayaran TKI dan
BPO untuk tahun 2006 yang dibayarkan pada bulan Februari 2007 merugikan
keuangan daerah sebesar Rp2,20 miliar, kelebihan pembayaran TKI tahun
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2007 sebesar Rp630,00 juta dan penyetoran PPh atas pembayaran TKI
tahun 2007 sebesar Rp94,50 juta, serta BPO Tahun 2007 sebesar Rp312,48
juta berpeluang untuk disalahgunakan.

1.12 Pemberian bantuan sosial tidak sesuai ketentuan sehingga
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp854,00 juta.

1.13 Terdapat selisih pencatatan saldo buku kas di kas daerah menurut
buku dan saldo kas di Bank sebesar Rp4,22 miliar, sehingga saldo Kas
sebesar Rp48,94 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.14 Belanja Subsidi Kapal Cepat Halsel Expres 01 TA 2007 yang
dianggarkan oleh BPKAD dan Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukannya
sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,50 miliar.

Kabupaten Halmahera Tengah

1.15  Belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,70 miliar,
sehingga mengarah kepada penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp1,62
miliar dan kelebihan pembayaran sebesar Rp82,00 juta.

1.16  Pemberian belanja hibah oleh Pemda tidak jelas peruntukannya,
sehingga  merugikan keuangan daerah sebesar Rp679,00 juta.

1.17  Tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan dan
anggota DPRD belum disetor kembali ke kas daerah, sehingga hilangnya
kesempatan memanfaatkan uang negara untuk kegiatan pembangunan daerah
sebesar Rp1,55 miliar.

1.18  Belanja perjalanan dinas oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai
ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,66 miliar.

1.19 Terdapat pengeluaran kas tanpa SPM untuk panjar kerja per 31
Desember 2007, sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan
sebesar Rp13,38 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah dari
panjar kerja yang belum disetor sebesar Rp1,73 miliar.

1.20  Terdapat kemahalan harga pengadaan aset tanah Pemda dan sebagian
besar belum ada sertifikatnya, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp 741,24 juta.

Kabupaten Halmahera Timur

1.21 Sisa Kas pada 20 SKPD terlambat disetorkan sebesar Rp873,51 juta
dan belum disetorkan sebesar Rp193,67 juta, sehingga tidak dapat



325

dimanfaatkan tepat waktu sebesar Rp873,51 juta dan berpotensi untuk
disalahgunakan sebesar Rp193,67 juta.

1.22 Realisasi Belanja pada Sekretariat Daerah tidak dapat diyakini
kewajarannya dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp1,62 miliar.

1.23  Pengadaan tanah sebesar Rp21,66 miliar belum memiliki kelengkapan
bukti kepemilikan tanah, sehingga adanya peluang bagi pihak lain untuk
melakukan klaim/tuntutan atas aktiva tersebut.

1.24 PPh/PPN belum disetor oleh rekanan ke Kas Negara, sehingga
berpotensi hilang atau tidak dapat diterima sebesar Rp1,05 miliar.

Kota Tidore Kepulauan

1.25  Bagi Hasil PBB-KB, PKB dan BBN-KB TA 2007 belum diterima dari
Pemerintah Provinsi Maluku Utara,  sehingga dana tersebut belum dapat
dimanfaatkan dan mengganggu aliran kas sebesar Rp1,87 miliar.

1.26  Belanja Modal pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas
Pertanian dan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mengalami
keterlambatan dan belum dikenakan denda sehingga penerimaan keuangan
daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp214,28 juta belum diterima.

1.27  Investasi pada Bank Maluku sebesar Rp500,00 juta belum mempunyai
dasar hukum dan pengamanan aset yang kuat berupa saham atau bukti
kepemilikan dan belum ditetapkan dengan Perda sehingga belum terjamin
keamanannya.
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Bab XXXII
Provinsi Papua

Wilayah Provinsi Papua meliputi satu pemerintahan provinsi, 25
pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota. Selain itu di wilayah
Provinsi Papua terdapat sembilan RSUD dan 12 BUMD yang terdiri dari
tujuh PDAM, satu BPD dan empat PD lainnya.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas dua  entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 pada dua entitas memuat opini

“Tidak Memberikan Pendapat” (TMP), dengan jumlah realisasi pendapatan
sebesar Rp1,22 triliun, belanja sebesar Rp1,19 triliun, total aset sebesar
Rp2,15 triliun, total kewajiban sebesar Rp1,41 miliar dan total ekuitas sebesar
Rp2,15 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-
masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

                     
                     (dalam juta rupiah) 

Cakupan Pemeriksaan 

 LRA  Neraca  No Nama Entitas 

Pendapatan Belanja Total Aset Total 
Kewajiban Total Ekuitas 

Opini 

1 Kab. Jayapura 680.517,17 665.823,05 1.182.297,35 387,35 1.181.909.90 TMP 

2 Kota Jayapura 547.378,48 525.287,82 977.257,35 1.025,89 976.231,46 TMP 
Jumlah 1.227.895,65 1.191.110,87 2.159.554,70 1.413,24 2.158.141,36 - 

 
Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan,
antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Jayapura

1.1 Penggunaan belanja daerah belum dipertanggungjawabkan sehingga
belanja sebesar Rp3,66 miliar kurang dapat diyakini kewajarannya.

1.2 Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD belum ditetapkan jadwal pembayarannya sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,38 miliar.

1.3 Belanja bahan bakar pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah
tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp987,75 juta.
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1.4 Penggunaan belanja daerah tidak didukung bukti yang lengkap
sehingga pengeluaran belanja daerah sebesar Rp1,56 miliar belum dapat
diyakini kebenaran penggunaannya.

1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Pemerintah
Kabupaten Jayapura TA 2007 kurang diterima sebesar Rp1,63 miliar
sehingga pemerintah kabupaten kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan
dana tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

1.6 Penyajian aset tetap sebesar Rp48,46 miliar dalam neraca pemerintah
kabupaten tidak didukung dengan bukti kepemilikan sehingga nilai aset tetap
tanah tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.7 Penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran di neraca tidak
didasarkan saldo akhir pada rekening bank dan saldo kas tunai sehingga
saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 sebesar Rp12,96
miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.8 Nilai persediaan di neraca disajikan berdasarkan nilai nominal yang
tercantum dalam karcis dan jumlahnya tidak lengkap sehingga nilai
persediaan sebesar Rp10,64 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kota Jayapura

1.9 Penggunaan Belanja Daerah tidak didukung dengan bukti yang lengkap
sehingga pengeluaran sebesar Rp4,87 miliar kurang dapat diyakini
kebenarannya.

1.10 Penggunaan Belanja Daerah tidak sesuai peruntukannya sebesar
Rp2,10 miliar sehingga tujuan pemberian bantuan tidak tercapai sebagaimana
diharapkan.

1.11 Nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca sebesar Rp892,00 miliar
diantaranya sebesar Rp54,54 miliar  merupakan Konstruksi Dalam
Pengerjaan sehingga nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.12 Saldo persediaan pada 31 Desember 2007 sebesar Rp1,63 miliar
tidak berdasarkan nilai perolehan sehingga nilai persediaan yang tercantum
dalam neraca 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.13 Penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1,56 miliar
tidak didasarkan saldo akhir pada rekening bank dan saldo kas tunai  pada
SKPD-SKPD sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan
dalam neraca pemerintah kota tidak dapat diyakini kewajarannya.
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1.14  Pembayaran Biaya Listrik, Biaya Air dan Gas serta Biaya Telepon
secara tunai pada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,10 miliar.

1.15  Pelaksanaan pekerjaan fisik pada Dinas PU dan Dinas Kesehatan
tidak sesuai dengan kontrak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar
Rp195,75 juta.

1.16  Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Alternatif Walikota –
Kampung Buton Tahap II telah dinyatakan selesai fisik 100 % dan di bayar
lunas namun dalam kenyataannya masih dalam proses pengerjaan sehingga
berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,73 miliar.

1.17   Bukti-bukti pembayaran untuk kegiatan penyelenggaraan Akper Port
Numbay tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp209,53 juta.
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Bab  XXXIII
Provinsi Papua Barat

Wilayah Provinsi Papua Barat meliputi satu pemerintahan provinsi,
delapan pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota. Selain itu, di
wilayah Provinsi Papua Barat terdapat empat RSUD dan dua BUMD yaitu
dua PDAM.

Dalam Semester I TA 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan
keuangan atas tiga entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan LKPD TA 2007 atas tiga entitas, memuat opini “Tidak

Memberikan Pendapat” (TMP) pada dua entitas, dan “Wajar Dengan
Pengecualian” (WDP) pada satu entitas  dengan jumlah realisasi pendapatan
sebesar Rp1,62 triliun, belanja sebesar Rp1,35 triliun, total aset sebesar
Rp1,68 triliun, total kewajiban sebesar Rp6,58 miliar dan total ekuitas sebesar
Rp1,68 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-
masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan
kepatuhan terhadap peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan antara lain
terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut.

Kabupaten Manokwari

1.1 Saldo Aset Tetap sebesar Rp218,77 miliar tidak menunjukkan keadaan
yang sebenarnya, sehingga Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak  dapat diyakini kewajarannya.

1.2 Barang Persediaan minimal sebesar Rp4,81 miliar tidak dicatat di
Neraca per 31 Desember 2007, sehingga nilai persediaan di Neraca tidak
dapat diyakini kewajarannya.

1.3 Nilai Piutang Pemerintah Daerah minimal sebesar Rp4,83 miliar tidak
dicatat di Neraca per 31 Desember 2007, sehingga nilai piutang di Neraca
tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.

      (dalam juta rupiah) 
Cakupan Pemeriksaan 

LRA Neraca No Nama Entitas  
Pendapatan Belanja Total Aset Total 

Kewajiban Total Ekuitas 
Opini 

1 Kab. Manokwari 673.670,26 656.227,93 265.952,46 944,70 265.007,76 TMP 
2 Kab.  Sorong 525.635,29 489.922,68 1.281.147,72 95,31 1.281.052,40 TMP 
3 Kota  Sorong 423.285,25 209.645,13 133.706,73 5.543,29 128.163,43 WDP 

Jumlah 1.622.590,80 1.355.795,74 1.680.806,91 6.583,30 1.674.223,59  
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1.4 Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak sesuai peruntukannya sebesar
Rp16,82 miliar dan di antaranya tidak dipertanggungjawabkan sebesar
Rp2,53 miliar yang mengakibatkan potensi pemborosan keuangan daerah
sebesar Rp16,82 miliar dan indikasi kerugian daerah sebesar Rp2,53 miliar.

1.5 Realisasi Belanja Hibah tanpa disertai naskah perjanjian hibah daerah
minimal sebesar Rp10,33 miliar dan di antaranya terdapat pengeluaran yang
tidak didukung bukti yang lengkap minimal sebesar Rp5,26 miliar sehingga
realisasi Belanja Hibah tidak dapat diyakini kebenarannya dan berpotensi
memboroskan keuangan daerah.

Kabupaten Sorong

1.6 Penyajian Saldo Aktiva Tetap di Neraca per 31 Desember 2007 tidak
akurat, sehingga nilai aset pada Neraca sebesar Rp1,18 triliun tidak
mencerminkan nilai yang sebenarnya.

1.7 Saldo Hutang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga tidak disajikan
pada Neraca per 31 Desember 2007, sehingga tidak mencerminkan
kewajiban pemerintah yang sebenarnya minimal sebesar Rp7,88 miliar.

1.8 Penerimaan Daerah dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
tidak disetor ke Kas Daerah sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan kurang diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp2,21
miliar.

1.9 Realisasi Anggaran Belanja pada tujuh SKPD tidak sesuai peruntukkan
sebesar Rp18,75 miliar, sehingga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya

1.10 Realisasi Anggaran Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan yang digunakan untuk instansi vertikal dan DPRD, sehingga
membebani keuangan daerah sebesar Rp1,35 miliar.

1.11 Kebijakan Pemberian Dana Penunjang dan bantuan keuangan kepada
pimpinan dan anggota DPRD tidak tepat sehingga memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp1,90 miliar.

Kota Sorong

1.12 Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah pada empat satuan
kerja tidak didukung bukti yang lengkap, sehingga realisasi belanja sebesar
Rp4,60 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.13 Realisasi Belanja pada tiga satuan kerja belum/kurang dipungut/
dipotong pajak, sehingga potensi penerimaan negara dari pajak sebesar
Rp571,58 juta tidak diperoleh.
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1.14 Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD dan Sekretaris Daerah yang
diterima sebagai penambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD tidak
sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp8,30
miliar.

1.15 Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan
DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah
sebesar Rp1,89 miliar.

1.16 Realisasi Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD
melebihi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp169,51
juta.

1.17 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik melebihi jumlah yang
ditentukan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp269,50
juta.

1.18 Kekurangan volume pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan
gedung Kantor Walikota Sorong, sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp443,57 juta.
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BAGIAN III
HASIL PEMERIKSAAN

ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB
KEUANGAN NEGARA

PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah
menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas sembilan BUMN dari 162
BUMN yang ada dan dua Dana Pensiun dengan obyek pemeriksaan sebanyak
12 buah, terdiri dari enam pemeriksaan dilakukan pada Semester I Tahun
2008, lima pemeriksaan pada Semester II Tahun 2007 dan satu pemeriksaan
pada Semester I Tahun 2007.

Pemeriksaan atas 12 obyek pemeriksaan tersebut merupakan
pemeriksaan dengan  tujuan tertentu, sembilan diantaranya merupakan
pemeriksaan atas subsidi dan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (KPU)
yaitu satu obyek pemeriksaan subsidi listrik, dua obyek pemeriksaan subsidi
jenis BBM tertentu (JBT),  empat obyek pemeriksaan subsidi pupuk, dan
satu obyek pemeriksaan subsidi benih, serta satu obyek pemeriksaan
pelaksanaan KPU.

Pemeriksaan terhadap sembilan BUMN tersebut meliputi dua BUMN
Bidang Usaha Energi yaitu, satu BUMN Bidang Usaha Transportasi, empat
BUMN Bidang Usaha Pabrikan, satu BUMN Bidang Usaha Pertanian, dan
satu BUMN Bidang Usaha Keuangan. Pemeriksaan terhadap dua Dana
Pensiun meliputi Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DP BRI) dan Dana
Pensiun Bank Mandiri Satu (DP BMS).

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada sembilan
BUMN dan dua Dana Pensiun atas 12 obyek pemeriksaan  dengan jumlah
realisasi anggaran sebesar  Rp209,65 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar
Rp199,33 triliun atau 95,08% dari realisasi anggaran.

Dalam pemeriksaan tersebut terungkap 89 temuan dengan nilai
Rp25,77 triliun, yang terdiri dari  tujuh temuan berindikasi kerugian
negara dengan nilai Rp252,98 miliar,  lima temuan mengenai kekurangan
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penerimaan dengan nilai Rp40,41 miliar, 71  temuan mengenai administrasi
dengan nilai Rp9,13 triliun, tiga temuan mengenai ketidakhematan dan
ketidakefisienan dengan nilai Rp16,31 triliun,  serta tiga  temuan mengenai
ketidakefektifan dengan nilai Rp35,49 miliar.

Tanpa mengurangi prestasi yang telah dicapai, masih terdapat temuan
pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian dari DPR dan pemerintah,
yaitu sebagai berikut:

1.1. Pemeriksaan atas Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2006
pada PT Pertamina mengoreksi subsidi JBT Tahun 2006 sebesar Rp1,16
triliun yang terdiri dari ketidaktepatan PT Pertamina menghitung harga
patokan mengakibatkan tagihan subsidi terlalu tinggi sebesar Rp1,07 triliun
dan koreksi volume JBT sebesar 21.978,27 kl yang mengurangi subsidi
JBT Tahun 2006 sebesar Rp92,93 miliar.

1.2. Pemeriksaan atas Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2007
pada PT Pertamina mengoreksi subsidi JBT Tahun 2007  sebesar Rp6,60
triliun yang terdiri dari ketidaktepatan PT Pertamina menghitung harga
patokan mengakibatkan tagihan subsidi terlalu tinggi sebesar Rp6,55 triliun,
pengenaan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB) atas penjualan
solar kepada Dinas Pertambangan DKI Jakarta membebani subsidi sebesar
Rp736,94 juta, dan koreksi volume JBT sebesar 21.981,81 kl yang
mengurangi subsidi JBT tahun 2007 sebesar Rp48,93 miliar.

1.3. Pemeriksaan atas Subsidi Listrik  Tahun 2007 pada PT PLN
mengoreksi besarnya subsidi listrik Tahun 2007 menjadi sebesar Rp37,48
triliun dari nilai subsidi listrik sesuai pagu dalam APBN-P sebesar Rp39,26
triliun sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,78 triliun.

Pemeriksaan atas Subsidi Listrik Tahun 2007 yang perlu mendapat
perhatian antara lain kerusakan PLTG Borang dan Pengalihan Operasi PLTG
Apung ke Sumatera Utara periode Tahun 2004 – 2007 mengakibatkan gas
make up (selisih antara jumlah pemakaian minimum tahunan (JPMT) dengan
realisasi pemakaian) sehingga berpotensi merugikan PT PLN (Persero)
sebesar Rp62,59 miliar atau sebanyak 6.645.160 MMBTU (Million British
Thermal Unit) dan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit
listrik tenaga gas PT PLN (Persero) Tahun 2007 meningkatkan biaya
pemeliharaan mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp16,30 triliun.
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1.4. Pemeriksaan atas jumlah subsidi pupuk yang diajukan kepada
pemerintah  dan menurut perhitungan perusahaan TA  2007  pada empat
BUMN dan subsidi benih TA 2006  pada satu BUMN lebih besar dari yang
seharusnya, sehingga terdapat koreksi  bersih pada PT Pupuk Kujang
sebesar Rp50,58 miliar,  PT Pupuk Sriwidjaja sebesar Rp86,35 miliar, PT
Pupuk Kalimantan Timur Tbk sebesar Rp164,14 miliar dan PT Petrokimia
Gresik sebesar Rp1,04 miliar untuk pupuk urea dan Rp28,23 miliar untuk
pupuk non urea. Koreksi bersih untuk subsidi benih dan profit margin pada
PT Pertani sebesar Rp128,82 juta dan tambahan profit margin sebesar
Rp70,05 juta.

1.5. Pemeriksaan atas pelaksanaan KPU bidang angkutan penumpang
kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri TA 2006 menunjukan bahwa
jumlah kerugian KPU yang diajukan dalam laporan perhitungan pelaksanaan
KPU PT Pelni (Persero) sebesar Rp795,25 miliar lebih besar dari jumlah
kerugian yang seharusnya sebesar Rp679,62 miliar. Sedangkan dana KPU
yang diterima sebesar Rp650 miliar sehingga kerugian KPU sebesar Rp29,62
miliar sepenuhnya menjadi beban PT Pelni (Persero).

1.6. Pemeriksaan atas Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan
Pengembangan Dana pada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (DP BMS)
yaitu terdapat obligasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT
LPPP) yang dimiliki oleh DP BMS  dengan nilai perolehan sebesar
Rp2,59 miliar dalam perkembangannya memiliki Rating D, tidak sesuai
dengan ketentuan minimal  rating yang ditetapkan oleh Pengurus
DP BMS yaitu BBB. Kondisi tersebut mengakibatkan investasi dalam
obligasi PT LPPP berisiko default jika kinerja perusahaan tersebut semakin
memburuk.

1.7. Pemeriksaan atas Penerimaan Dana, Pembayaran Manfaat Pensiun,
Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada Dana Pensiun Bank Rakyat
Indonesia (DP BRI) yaitu dalam menginvestasikan dana/iuran yang
diterima,  DP  BRI   menempatkan  dananya   antara  l ain   dalam   investasi
Penempatan Langsung Pada Saham (PLPS) . Nilai investasi PLPS adalah
sebesar Rp641,92 miliar atau 11,04 % dari total investasi sebesar Rp5,81
triliun. Hasil investasi yang diperoleh hanya sebesar Rp38,65 miliar atau
5,99% dari rata-rata nilai investasi sehingga tidak mencapai target yang
ditetapkan dalam arahan investasi sebesar 10,05%. Selain itu terdapat
investasi pada enam PLPS yang rugi atau nilai wajarnya menurun
dibandingkan dengan harga perolehannya. Hal tersebut mengakibatkan
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investasi PLPS kurang memberikan kontribusi terhadap hasil investasi DP
BRI Tahun 2006 secara keseluruhan dan DP BRI berpotensi mengalami
kerugian dari penurunan nilai investasi pada enam PLPS tersebut minimal
sebesar Rp1,23 miliar.
1.8. Pemeriksaan atas Pembiayaan Dari Dana Masyarakat pada Perum
Pegadaian yaitu promissory notes (PN) yang telah diterbitkan oleh Perum
Pegadaian selama Tahun 2005, 2006 dan 2007 (s.d. semester I) sebesar
Rp2,97 triliun, melebihi plafon rencana yang disahkan dalam Rapat
Pembahasan Bersama (RPB) sebesar Rp400,00 miliar. Namun dari dana
itu sebesar Rp2,92 triliun digunakan Perum Pegadaian untuk melunasi hutang
jangka panjang. Selain itu, Perum Pegadaian menerbitkan PN tersebut melalui
dua arranger yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati bersama.
Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan dana tidak sesuai ketentuan
tujuan penerbitan PN dan Perum Pegadaian menanggung beban bunga
sebesar Rp2,13 miliar.

Selanjutnya materi hasil pemeriksaan setiap BUMN dan Dana Pensiun,
yang perlu mendapat perhatian dari Lembaga Perwakilan dan Pemerintah
diuraikan secara ringkas dalam Bagian III, mulai Bab I sampai dengan Bab
XI berikut ini.
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Bab I
PT Pertamina (Persero)

Dalam Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 dan Semester I Tahun
Anggaran (TA) 2008, BPK telah melaksanakan   pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2006
dan Tahun 2007 pada PT Pertamina (Persero) yang meliputi pemeriksaan
di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) dan 8 (delapan) Unit Pemasaran
(UPms) yaitu UPms I s.d. VIII.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan subsidi JBT
Tahun 2006 dan Tahun 2007 dan menetapkan besaran nilai subsidi JBT
Tahun 2006 dan Tahun 2007 yang layak dibayar oleh Pemerintah.

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Tahun Anggaran 2006

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi JBT Tahun 2006 pada PT
Pertamina. PT Pertamina mengajukan nilai subsidi JBT Tahun 2006 kepada
Pemerintah sebesar Rp60,67 triliun. Hasil pemeriksaan mengoreksi
perhitungan subsidi JBT sebesar Rp1,16 triliun, sehingga subsidi JBT Tahun
2006 yang layak dan dapat dibayar oleh Pemerintah sebesar Rp59,50 triliun.
Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

1.1   Perhitungan tagihan subsidi yang diajukan PT Pertamina menggunakan
harga patokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.71/
2005, PMK No.15/PMK.02/2006 dan Keputusan Menteri ESDM No.2875K/
22/2006 sehingga tagihan subsidi JBT Tahun 2006 PT Pertamina terlalu
tinggi sebesar Rp1,07 triliun.

1.2 Temuan koreksi yang berpengaruh pada pengurangan volume
penyaluran JBT bersubsidi Tahun 2006 sebesar 21.978,27 kl terdiri dari
premium, minyak tanah dan solar masing-masing sebesar 3.095,46 kl,
14.108,86 kl dan 4.773,95 kl. Jumlah koreksi volume tersebut diperhitungkan
dengan selisih harga patokan dengan harga jual eceran mengakibatkan
perhitungan subsidi JBT PT Pertamina Tahun 2006 terlalu tinggi
diperhitungkan sebesar Rp92,93 miliar. Koreksi pengurangan volume tersebut
terutama tejadi karena penyaluran JBT tidak sesuai ketentuan seperti penjualan
ke TNI/Polri dan industri, own use Pertamina dan pencatatan ganda
penyaluran JBT. Selain itu juga disebabkan adanya penyaluran JBT kepada
pihak-pihak yang tidak berhak, penyaluran ke industri yang bukan kategori
usaha kecil dan penyaluran Tahun 2005 dan Tahun 2007 yang dibebankan
ke Tahun 2006. Temuan penyimpangan juga terjadi pada penyaluran JBT
ke kapal laut, baik melalui bunker Pertamina maupun SPBB seperti :
penyaluran yang melebihi kebutuhan kapal, penyaluran ke tugboat,
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penyaluran ke kapal docking,  penyaluran ke kapal yang tidak sesuai trayek
berlayarnya, penjualan dimuka ke kapal ikan yang tidak sesuai ketentuan
dan pemalsuan Surat Ijin Berlayar (SIB).

Tahun Anggaran 2007

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi JBT Tahun 2007 pada PT
Pertamina (Persero). Pertamina mengajukan nilai subsidi JBT Tahun 2007
kepada Pemerintah sebesar Rp82,87 triliun. Hasil pemeriksaan mengoreksi
sebesar Rp6,60 triliun sehingga subsidi JBT Tahun 2007 yang layak dan
dapat dibayar oleh Pemerintah sebesar Rp76,27 triliun.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

1.3 Perhitungan tagihan subsidi yang diajukan PT  Pertamina  menggunakan
harga patokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.71/
2005, PMK No.25/PMK.02/2007 dan Keputusan Menteri ESDM No.1720K/
12/MEM/2007 sehingga tagihan subsidi JBT Tahun 2007 PT Pertamina
terlalu tinggi sebesar Rp6,55 triliun.

1.4 Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas
penjualan solar kepada Dinas Pertambangan Pemda DKI dengan harga
Rp3.739,13/liter (termasuk PBBKB) untuk keperluan genset di Kepulauan
Seribu tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa PBBKB
merupakan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kendaraan
bermotor sehingga nilai subsidi BBM yang diperhitungkan pada Tahun 2007
lebih tinggi sebesar Rp736,94 juta.

1.5 Temuan koreksi yang berpengaruh terhadap pengurangan perhitungan
volume subsidi  JBT Tahun 2007 adalah sebanyak 21.981,81 kl terdiri dari
premium sebesar 409,20 kl, minyak tanah  sebesar  2.043,18 kl dan solar
sebesar 19.529,43 kl. Jumlah volume koreksi tersebut diperhitungkan dengan
selisih harga patokan dengan harga jual eceran mengakibatkan perhitungan
subsidi JBT Tahun 2007 terlalu tinggi sebesar Rp48,93 miliar. Koreksi
pengurangan volume tersebut terutama terjadi karena beberapa Agen Penyalur
menyalurkan JBT tidak sesuai ketentuan seperti penjualan ke TNI/Polri dan
industri. Selain itu juga disebabkan adanya penyaluran yang diragukan
peruntukannya dan penyaluran ke industri yang bukan kategori Usaha Kecil.
Temuan penyimpangan juga terjadi pada penyaluran JBT ke kapal laut, baik
melalui bunker PT Pertamina maupun SPBB seperti : penyaluran yang
melebihi kebutuhan kapal, penyimpangan rute perjalanan kapal ke luar negeri,
penghitungan waktu berlabuh, trayek kapal yang sudah habis, penyaluran
ke kapal yang memuat hasil industri, Surat Ijin Berlayar (SIB) maupun yang
tidak menyertakan SIB.
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Bab II
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu atas Ketaatan Penggunaan Subsidi Listrik TA 2007 pada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Pemeriksaan ditujukan untuk menguji dan menilai tingkat kewajaran
volume penjualan tenaga listrik, besarnya harga jual rata-rata bagi konsumen
golongan tarif bersubsidi, besarnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga
Listrik rata-rata baik konsumen pada Tegangan Rendah (TR), Tegangan
Menengah (TM) dan Tegangan Tinggi (TT), dan besarnya subsidi listrik
TA 2007 yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada PLN. Selain itu juga
untuk menguji dan menilai prosedur yang disepakati berkaitan dengan tata
cara penghitungan subsidi listrik telah dilaksanakan dengan tertib dan taat
kepada peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang
ditetapkan.

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa subsidi listrik TA 2007 dengan total nilai subsidi
listrik sesuai pagu dalam APBN-P 2007 sebesar Rp39,26 triliun. Hasil
pemeriksaan mengoreksi subsidi listrik Tahun 2007 menjadi sebesar Rp37,48
triliun, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,78 triliun. Pemerintah
telah membayar subsidi itu kepada PLN sebesar Rp33,07 triliun, sehingga
PLN masih dapat menerima kekurangan sebesar Rp4,40 triliun. Cakupan
pemeriksaan atas ketaatan penggunaan subsidi listrik Tahun  2007 adalah
Rp35,49 triliun atau 94,70% dari koreksi subsidi listrik.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

1.1 Penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga gas
PT PLN (Persero) Tahun 2007 meningkatkan biaya pemeliharaan
mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp16,30 triliun.

1.2 Kerusakan PLTG Borang dan Pengalihan Operasi PLTG Apung ke
Sumatera Utara periode Tahun 2004 – 2007 mengakibatkan gas make up
(selisih antara jumlah pemakaian minimum tahunan (JPMT) dengan realisasi
pemakaian) sehingga berpotensi merugikan PT PLN (Persero) sebesar
Rp62,59 miliar atau sebanyak 6.645.160 MMBTU (Million British Thermal
Unit).
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1.3 Penyelesaian tujuh kegiatan overhaul sistem pembangkit diesel di PLN
Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) senilai
Rp7,54 miliar tertunda untuk waktu yang lama mengakibatkan jam kerja
mesin telah melebihi standar yang disyaratkan, memperpendek umur ekonomi
mesin pembangkit, berpotensi menimbulkan biaya pemeliharaan yang lebih
besar dan pengeluaran minimal sebesar Rp5,19 miliar belum memberikan
manfaat.

1.4 Penetapan ongkos angkut bahan bakar minyak High Speed Diesel (HSD)
pada PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dalam klausul kontrak
tidak sesuai realisasi jarak tempuh mengakibatkan ketidakhematan minimal
sebesar Rp4,71 miliar.

1.5 Penyelesaian pekerjaan 20 kontrak pengadaan barang/jasa di Unit-unit
dan Anak Perusahaan PLN terlambat dan belum dikenakan denda sehingga
PT PLN kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan lain-lain
yang berasal dari denda keterlambatan yang dapat mengurangi biaya pokok
penyediaan tenaga listrik sebesar Rp5,98 miliar.

1.6 Terdapat biaya keterlambatan sebesar Rp24,30 miliar, biaya beban KVA
Max sebesar Rp2,25 miliar dan tagihan rekening sebesar Rp3,93 miliar atas
nama PT Semen Bosowa berlarut-larut mengakibatkan PLN Sulawesi Selatan
Tenggara Barat (Sulselrabar) tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan
yang berasal dari tunggakan sebesar Rp30,49 miliar.
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Bab III
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Dalam Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008, BPK telah menyelesaikan
laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan Kewajiban
Pelayanan Umum/KPU (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan
Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri TA 2006 yang
diperiksa pada Semester I TA 2007 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero) selanjutnya disebut PT PELNI.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan dan perhitungan
pembiayaan atas penyelenggaraan KPU bidang angkutan penumpang kelas
ekonomi angkutan laut dalam negeri telah sesuai dengan perjanjian dan
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa laporan perhitungan pelaksanaan KPU PT Pelni
(Persero) TA 2006 yang menyajikan pendapatan dan biaya  masing-masing
sebesar Rp686,35 miliar dan sebesar Rp1,48 triliun sehingga jumlah kerugian
(kompensasi) dalam pelaksanaan KPU yang dilaporkan sebesar Rp795,25
miliar, sedangkan dana kompensasi KPU yang disetujui Pemerintah sebesar
Rp650,00 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas jumlah kerugian yang dilaporkan adalah
sebesar Rp679,62 miliar atau terkoreksi senilai Rp115,63 miliar, sedangkan
realisasi dana kompensasi KPU yang telah diterima PT PELNI adalah  sesuai
dengan anggaran yang tersedia, yaitu sebesar Rp650,00 miliar sehingga
kekurangan biaya KPU sebesar Rp29,62 miliar sepenuhnya menjadi
tanggungan PT PELNI.
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Bab IV
PT Petrokimia Gresik

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu
atas Subsidi Pupuk TA 2007 pada PT Petrokimia Gresik (PT PG).
Pemeriksaan ditujukan untuk menilai jumlah subsidi pupuk urea dan non
urea TA 2007 yang seharusnya diterima oleh PT PG.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi pupuk urea dan non urea PT
PG TA 2007 yang diajukan kepada pemerintah masing-masing sebesar
Rp176,81 miliar dan Rp2,08 triliun.Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat
perhatian adalah sebagai berikut.

1.1 Koreksi perhitungan subsidi pupuk urea sebesar Rp1,04 miliar sehingga
jumlah subsidi pupuk urea yang seharusnya diberikan sebesar Rp175,76
miliar. Dari jumlah subsidi pupuk urea yang seharusnya diberikan kepada
PT PG tersebut, Pemerintah telah membayar kepada PT PG sebesar
Rp182,30 miliar sehingga jumlah subsidi pupuk urea lebih dibayarkan oleh
Pemerintah kepada PT PG sebesar Rp6,53 miliar.

1.2Koreksi perhitungan subsidi pupuk non urea sebesar Rp28,23 miliar
sehingga jumlah subsidi pupuk non urea yang seharusnya diberikan sebesar
Rp2,05 triliun. Dari jumlah subsidi pupuk non urea yang seharusnya diberikan
kepada PT PG tersebut, Pemerintah telah membayar kepada PT PG sebesar
Rp1,97 triliun, sehingga PT PG masih kurang menerima subsidi pupuk non
urea sebesar Rp78,26 miliar.
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Bab V
PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu
atas Subsidi Pupuk TA 2007 pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PT
PKT). Pemeriksaan ditujukan untuk menilai jumlah subsidi pupuk TA 2007
yang seharusnya diterima oleh PT PKT.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi pupuk urea PT PKT TA 2007
yang diajukan kepada pemerintah sebesar Rp2,17 triliun.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1.1 Koreksi perhitungan subsidi pupuk urea sebesar Rp164,14 miliar sehingga
jumlah subsidi pupuk urea yang seharusnya diberikan sebesar Rp2,00 triliun
termasuk PPN sebesar Rp182,39 miliar. Dari jumlah subsidi pupuk urea
yang seharusnya diberikan kepada PT PKT tersebut, Pemerintah telah
membayar kepada PT PKT sebesar Rp2,10 triliun (termasuk PPN yang
telah disetor sebesar Rp191,09 miliar) sehingga jumlah subsidi pupuk urea
lebih dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp95,71 miliar dan PT PKT lebih
bayar PPN sebesar Rp8,70 miliar.
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Bab VI
PT Pupuk Kujang

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu
atas Subsidi Pupuk TA 2007 pada PT Pupuk Kujang (PT PK). Pemeriksaan
ditujukan untuk menilai jumlah subsidi pupuk TA 2007 yang seharusnya
diterima oleh PT PK.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi pupuk Tahun 2007 pada PT
PK sebesar Rp817,52 miliar.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1.1 Koreksi perhitungan subsidi pupuk urea sebesar Rp50,58 miliar sehingga
jumlah subsidi pupuk urea yang seharusnya diberikan sebesar Rp766,94
miliar. Dari jumlah subsidi pupuk urea yang seharusnya diberikan kepada
PT PK tersebut, Pemerintah telah membayar kepada PT PK sebesar
Rp826,22 miliar sehingga jumlah subsidi pupuk urea lebih dibayarkan oleh
Pemerintah kepada PT PK sebesar Rp59,27 miliar.
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Bab VII
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu
atas Subsidi Pupuk TA 2007 pada PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri).
Pemeriksaan ditujukan untuk menilai jumlah subsidi pupuk TA 2007 yang
seharusnya diterima oleh PT Pusri.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi pupuk TA 2007 pada PT Pusri,
dengan jumlah subsidi pupuk yang diajukan kepada pemerintah sebesar
Rp1,24 triliun.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1.1 Koreksi perhitungan subsidi pupuk urea sebesar Rp86,35 miliar sehingga
jumlah subsidi urea yang seharusnya diberikan adalah sebesar Rp1,15 triliun.
PT Pusri telah menerima subsidi sebesar Rp1,13 triliun sehingga PT Pusri
masih kurang menerima subsidi pupuk sebesar Rp23,48 miliar.
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Bab VIII
PT Pertani (Persero)

Dalam Semester I TA 2008, BPK menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu atas Subsidi Benih TA 2006 pada PT Pertani yang
diperiksa pada Semester II TA 2007. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai
tingkat kewajaran volume penjualan dan harga pokok penjualan benih
bersertifikat yang disalurkan kepada petani selama Tahun 2006 dan
memberikan keyakinan bahwa perhitungan jumlah subsidi benih yang
ditagihkan PT Pertani kepada Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi benih, profit margin, dan
tambahan profit margin TA 2006.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1.1 Jumlah subsidi benih dan profit margin yang diajukan PT Pertani sebesar
Rp30,14 miliar, terkoreksi bersih sebesar Rp128,82 juta, sehingga jumlah
subsidi benih dan profit margin yang seharusnya diberikan sebesar Rp30,01
miliar. Dari jumlah subsidi  dan profit margin yang seharusnya diberikan
kepada PT Pertani tersebut pemerintah telah membayar Rp30,14 miliar
sehingga jumlah  subsidi  dan profit margin lebih dibayarkan pemerintah
kepada PT Pertani sebesar Rp128,82 juta. Berdasarkan hasil perhitungan
Tim BPK tambahan profit margin seharusnya sebesar Rp1,77 miliar. Jumlah
tersebut lebih besar Rp70,05 juta dibandingkan dengan hasil perhitungan
PT Pertani sebesar Rp1,70 miliar. Dari jumlah tambahan profit margin
tersebut, Pemerintah telah membayar kepada PT Pertani sebesar Rp528,08
juta sehingga PT Pertani masih kurang menerima tambahan profit margin
sebesar Rp1,25 miliar.



347

Bab IX
Bank Mandiri

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Kegiatan Pembayaran Manfaat
Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada Dana Pensiun Bank
Mandiri Satu (DP BMS) untuk Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007
yang diperiksa pada Semester II TA 2007.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah manfaat pensiun telah
dibayar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan pengendalian
intern yang ditetapkan (ketentuan) dan apakah pengembangan dana pada
instrumen investasi telah dikelola sesuai dengan ketentuan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa pembayaran manfaat pensiun dan investasi DP
BMS TA 2006  dan 2007 (s.d. Juni) dengan realisasi anggaran sebesar
Rp2,88 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp2,18 triliun atau 75,60%
dari realisasi anggaran dan nilai temuan sebesar Rp32,97 miliar atau 1,51%
dari cakupan pemeriksaan.

Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

1.1  Hasil investasi Penempatan Langsung Pada Saham (PLPS) DP BMS
Tahun 2006 sebesar minus 2,35% tidak mencapai sasaran investasi yang
ditetapkan dalam Arahan Investasi  sebesar 9,20%. Kondisi tersebut
mengakibatkan investasi DP BMS dalam PLPS tidak memberikan kontribusi
terhadap hasil investasi DP BMS Tahun 2006 secara keseluruhan.

1.2  Obligasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT LPPP) yang
dimiliki oleh DP BMS dengan nilai perolehan sebesar Rp2,59 miliar dalam
perkembangannya memiliki Rating D, tidak sesuai dengan ketentuan minimal
rating yang ditetapkan oleh Pengurus DP BMS yaitu BBB. Kondisi tersebut
mengakibatkan investasi dalam obligasi PT LPPP berisiko default jika kinerja
perusahaan tersebut semakin memburuk.
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Bab X
Bank Rakyat Indonesia

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Kegiatan Penerimaan Dana,
Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada
Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DP BRI) untuk Tahun 2006 dan
Semester I Tahun 2007 yang diperiksa pada Semester II TA 2007.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah dana iuran dari pemberi
kerja maupun peserta telah diterima dengan jumlah yang tepat, apakah
manfaat pensiun telah dibayar sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan dan pengendalian intern yang ditetapkan (ketentuan) dan apakah
pengembangan dana pada instrumen investasi telah dikelola sesuai dengan
ketentuan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa penerimaan iuran, manfaat pensiun dan investasi
TA 2006 dan TA 2007 (s.d. Juni) dengan realisasi anggaran sebesar Rp12,92
triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp6,30 triliun atau 48,74% dari realisasi
anggaran dan nilai temuan sebesar Rp193,35 miliar atau 0,03 % dari cakupan
pemeriksaan.

Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut.

1.1 Dalam menginvestasikan dana/iuran yang diterima, DP BRI
menempatkan dananya antara lain dalam investasi Penempatan Langsung
Pada Saham (PLPS). Pencatatan PLPS tersebut tidak sepenuhnya
menggunakan penilaian appraisal tetapi menggunakan nilai perolehan,
mengakibatkan kekayaan pendanaan DP BRI Tahun 2004, 2005 dan 2006
dicatat lebih rendah (under stated) berturut-turut sebesar Rp155,98 miliar,
Rp162,31 miliar dan Rp165,02 miliar.

1.2 Dalam menentukan besarnya iuran, kualitas pendanaan, kewajiban
aktuaria dan kewajiban solvabilitas dana pensiun, aktuaris menggunakan
beberapa asumsi, diantaranya tingkat bunga teknis 10,50% dan biaya
operasional 8,00%, selama periode Tahun 2002 s.d Tahun 2006, asumsi
tersebut tidak berubah. Hasil penelaahan menunjukan bahwa asumsi tingkat
bunga teknis seharusnya dapat lebih tinggi dari 10,50% dan asumsi biaya
operasional dapat lebih rendah dari 8,00% mengakibatkan hasil perhitungan
aktuaris tidak dapat diyakini keakuratannya dan iuran dari Pendiri berpotensi
lebih besar dari yang seharusnya.
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1.3 Nilai investasi PLPS adalah sebesar Rp641,92 miliar atau 11,04 % dari
total investasi sebesar Rp5,81 triliun. Hasil investasi yang diperoleh hanya
sebesar Rp38,65 miliar atau 5,99% dari rata-rata nilai investasi sehingga
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam arahan investasi sebesar 10,05%.
Selain itu terdapat investasi pada enam PLPS yang rugi atau nilai wajarnya
menurun dibandingkan dengan harga perolehannya. Hal tersebut
mengakibatkan investasi PLPS kurang memberikan kontribusi terhadap hasil
investasi DP BRI Tahun 2006 secara keseluruhan dan DP BRI berpotensi
mengalami kerugian dari penurunan nilai investasi pada enam PLPS tersebut
minimal sebesar Rp1,23 miliar.

1.4 DP BRI memiliki obligasi konversi dan obligasi terbatas dari PT
Aplikanusa Lintasarta (PT AL) sebesar Rp1,03 miliar dan Rp4,07 miliar. DP
BRI membukukan obligasi konversi dan obligasi terbatas tersebut sebagai
Surat Pengakuan Utang (SPU), tetapi tidak disertai dengan jaminan dari
penerbit obligasi/surat hutang tersebut (PT AL). Oleh karena tidak sesuai
dengan kriteria investasi, DP BRI membukukan SPU tersebut dalam  Laporan
Keuangan Tahun 2005 dan Tahun 2006 sebagai aktiva lain-lain bukan sebagai
aktiva investasi masing-masing sebesar Rp5,10 miliar (Rp1,03 miliar +
Rp4,07 miliar) dan Rp1,03 miliar. Hal tersebut mengakibatkan investasi pada
Obligasi/SPU PT AL tidak dapat diklasifikasikan sebagai kekayaan pendanaan
sehingga defisit laporan aktuaria DP BRI Tahun 2005 lebih tinggi sebesar
Rp5,10 miliar dan surplus laporan aktuaria DP BRI Tahun 2006 lebih rendah
sebesar Rp1,03 miliar.
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Bab XI
Perum Pegadaian

Dalam Semester I TA 2008, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu atas Pembiayaan yang Bersumber dari Dana Masyarakat
Dengan Penerbitan Obligasi dan Promissory Notes (PN) yang diperiksa pada
Semester II TA 2007 pada Perum Pegadaian Tahun Buku (TB) 2005, 2006
dan 2007 (s.d. Semester I).

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah pembiayaan yang bersumber
dari dana masyarakat, telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku serta memadai untuk mencapai tujuan
pengendalian.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa kegiatan pembiayaan yang bersumber dari dana
masyarakat dengan penerbitan obligasi dan promissory notes TB 2005, 2006
dan 2007 (s.d. Semester I) dengan realisasi sebesar Rp4,55 triliun. Cakupan
pemeriksaan atas ketaatan penggunaan dana Obligasi dan PN yaitu 68,56%
dari realisasi penerbitan obligasi dan PN TB 2005, 2006 dan 2007. Beberapa
temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai
berikut.

1.1 Perum Pegadaian menerbitkan obligasi I s.d. XII dan memperoleh dana
sebesar Rp2,72 triliun yang seharusnya untuk membiayai kegiatan penyaluran
uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Namun dari dana itu sebesar Rp1,12
triliun digunakan Perum Pegadaian untuk melunasi hutang jangka panjang,
sehingga penggunaan dana obligasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
tujuan penerbitan obligasi.

1.2 Tahun 2001, Perum Pegadaian menunjuk langsung PT Andalan Artha
Advisindo   (PT AAA) sebagai financial advisor untuk membantu Perum
Pegadaian meyakinkan investor menyetujui perubahan Debt to Equity Ra-
tio (DER) menjadi 5:1 dari yang semula 3:1. Berdasarkan pengujian diketahui
bahwa penunjukkan langsung PT AAA tidak sesuai ketentuan serta perubahan
DER Perum Pegadaian tidak didukung dengan kajian yang memadai. Hal
tersebut mengakibatkan adanya pengeluaran tambahan biaya sebesar Rp30,81
miliar untuk meningkatkan DER.

1.3  Perum Pegadaian telah menerbitkan promissory notes (PN) selama Tahun
2005, 2006 dan 2007 (s.d. semester I) sebesar Rp2,97 triliun, melebihi
plafon rencana yang disahkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
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sebesar Rp400,00 miliar. Namun dari dana itu sebesar Rp2,92 triliun
digunakan Perum Pegadaian untuk melunasi hutang jangka panjang. Selain
itu, Perum Pegadaian menerbitkan PN tersebut melalui dua arranger yang
menyimpang dari perjanjian yang disepakati bersama. Kondisi tersebut
mengakibatkan penggunaan dana tidak sesuai ketentuan tujuan penerbitan
PN dan Perum Pegadaian menanggung beban bunga sebesar Rp2,13 miliar.
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BAGIAN IV
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA DAN

ATAU KERUGIAN NEGARA YANG DILAPORKAN KEPADA
INSTANSI YANG BERWENANG

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20
bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan
dalam hasil pemeriksaan semester, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan lainnya, yang dilakukan sampai dengan
akhir Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008.

Dalam Bagian IV dimuat juga tindak lanjut penyampaian hasil pemeriksaan
BPK yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian negara yang dilaporkan
kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2004 s.d. Juni 2008.

Hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
(termasuk BUMD), maupun BUMN, mengungkapkan bahwa sampai dengan
akhir Semester I TA 2008 terdapat 45.667 temuan pemeriksaan dengan
nilai sebesar Rp1.635,67 triliun, US$1,98 miliar, AU$1,31 juta, VND32,58
ribu, JPY26,37 miliar, EUR30,22 juta, CAD0,06 ribu, £1,43 juta, DKK3,00
juta, SAR134,08 juta, CHF27,36 ribu dan GBP13,00 juta dan 75.987
rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1.419,99 triliun, US$653,65 juta,
AU$516,66 ribu, VND32,58 ribu, JPY26,07 miliar, EUR30,22 juta, CAD0,06
ribu, £1,43 juta, DKK3,00 juta, SAR69,75 juta dan CHF27,36 ribu.
Diantaranya sebanyak 26.393 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp162,61
triliun, US$96,56 juta, AU$0,10 ribu, JPY735,31 juta, EUR1,35 juta,
CAD0,06 ribu, £1,00 juta, SAR25,03 juta dan CHF27,36 ribu telah
ditindaklanjuti. Sebanyak 13.893 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp254,05
triliun, US$302,70 juta, AU$516,56 ribu, VND32,58 ribu, JPY25,22 miliar,
EUR28,87 juta, £433,00 ribu, dan SAR39,30 juta dalam proses ditindaklanjuti
dan sisanya sebanyak 35.701 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1.003,32
triliun, US$254,37 juta, JPY118,80 juta, DKK3,00 juta dan SAR5,42 juta
belum ditindaklanjuti, termasuk di dalamnya temuan yang sifatnya
administratif.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai
ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/
rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas
yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu
temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas
kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/
pemungutan harus disetor ke Kas Negara/Daerah, maka temuan pemeriksaan
tersebut dinyatakan selesai jika entitas yang bersangkutan telah menyetor
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seluruh penagihan/pemungutannya ke kas Negara/Daerah dan BPK telah
menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak
diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang
bersangkutan dinyatakan belum selesai ditindaklanjuti.

1. Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pada Pemerintah
Pusat dan Badan Lainnya.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, di
lingkungan Pemerintah Pusat, mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir
Semester I TA 2008 terdapat 8.527 temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar
Rp943,70 triliun, US$344,08 juta, AU$798,88 ribu, VND32,58 ribu, JPY1,58
miliar, EUR2,70 juta, CAD0,06 ribu, £1,31 juta, DKK 3,00 juta, dan
SAR134,08 juta dan 12.960 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp912,08
triliun, US$318,83 juta, AU$0,19 ribu, VND32,58 ribu, JPY1,58 miliar,
EUR2,70 juta, CAD0,06 ribu, £1,31 juta, DKK 3,00 juta, dan SAR69,75
juta. Diantaranya sebanyak 5.789 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp45,56
triliun, US$78,56 juta, AU$0,10 ribu, JPY735,31 juta, EUR1,35 juta,
CAD0,06 ribu, £1,00 juta, dan SAR25,03 juta telah ditindaklanjuti. Sebanyak
2.236 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp58,55 triliun, US$185,60 juta,
AU$0,09 ribu, VND32,58 ribu, JPY735,31 juta, EUR1,35 juta, £310 ribu,
dan SAR39,30 juta dalam proses ditindaklanjuti dan sisa sebanyak 4.935
rekomendasi dengan nilai sebesar Rp807,96 triliun, US$54,67 juta, JPY
118,80 juta, DKK 3,00 juta dan SAR5,42 juta belum ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat
dalam tabel sebagai berikut.

(dalam juta rupiah dan ribu valas)
Status Penyelesaian Rekomendasi

Temuan Rekomendasi
Sudah Ditindaklanjuti Dalam Proses Tindak

Lanjut Belum DitindaklanjutiNo. Entitas Periode

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1
Departemen
Pertahanan

s.d. Semester II TA
2007

26 995.531,77 26 995.531,77 - - - - 26 995.531,77

Updated  Semester
II TA 2007

26 995.531,77 26 995.531,77 - - 7 862,71 19 994.669,06

Semester I TA 2008
18 2.180.770,93 59 681.850,68 - - - - 59 681.850,68

USD 1.501,50

AUD 798,69

Jumlah s.d.
Semester I 2008

44 3.176.302,70 85 1.677.382,45 - - 7 862,71 78 1.676.519,74

USD 1.501,50

AUD 798,69

2 Mabes TNI
s.d. Semester II TA
2007

17 15.785,55 17 15.785,55 - - - - 17 15.785,55

Updated  Semester
II TA 2007

17 15.785,55 17 15.785,55 - - - - 17 15.785,55

Semester I TA 2008
24 754.455,95 45 5.823,91 - - - - 45 5.823,91

Jumlah s.d.
Semester I 2008

41 770.241,50 62 21.609,46 - - - - 62 21.609,46

3 TNI  AD s.d. Semester II TA
2007

131 293.582,59 249 293.582,59 170 145.761,79 16 9.757,79 64 138.062,68

Updated  Semester
II TA 2007

131 293.582,59 249 293.582,59 226 237.999,31 14 52.370,61 9 3.212,67

Semester I TA 2008
33 212.570,66 71 21.554,67 17 8268,18 2 197,2 52 13.089,29

USD 457,60

Jumlah s.d.
Semester I 2008

164 506.153,25 320 315.137,26 243 246.267,49 16 52.567,81 61 16.301,96

USD 457,60

4 TNI  AU s.d. Semester II TA
2007

33 41.754,60 60 41.754,60 57 41.577,26 - - 3 177,35

Updated  Semester
II TA 2007

33 41.754,60 60 41.754,60 60 41.754,60 - - - -

Semester I TA 2008
42 6.210.199,58 91 177.102,98 49 53.817,30 3 17.013,29 39 106.272,39

Jumlah s.d.
Semester I 2008

75 6.251.954,18 151 218.857,58 109 95.571,90 3 17.013,29 39 106.272,39
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5 TNI  AL
s.d. Semester II TA
2007

18 25.739,65 37 25.739,65 19 6.727,22 7 18.710,67 11 301,76

Updated  Semester
II TA 2007

18 25.739,65 37 25.739,65 19 6.727,22 7 18.710,67 11 301,76

Semester I TA 2008
30 866.931,72 50 85.960,34

- - - -
50 85.960,34

Jumlah s.d.
Semester I 2008

48 892.671,37 87 111.699,99 19 6.727,22 7 18.710,67 61 86.262,10

6
Departemen
Luar Negeri

s.d. Semester II TA
2007

315 1.801.737,00 373 1.801.724,00 226 565.445,53 115 1.232.181,21 32 4.097,50

USD 16,67 USD 16,67 USD 6,19 USD 10,48

AUD 0,19 AUD 0,19 AUD 0,09
VND 32,58 VND 32,58 VND 32,58

JPY 2,28 JPY 2,28 JPY 2,28
EUR 0,86 EUR 0,859 EUR 0,77 EUR 0,092
CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,001

Updated  Semester
II TA 2007

315 1.801.737,00 373 1.801.724,24 226 565.445,53 115 1.232.181,21 32 4.097,50

USD 16,67 USD 16,67 USD 6,19 USD 10,48
AUD 0,19 AUD 0,19 AUD 0,09

VND 32,58 VND 32,58 VND 32,58
JPY 2,28 JPY 2,28 JPY 2,28

EUR 0,86 EUR 0,86 EUR 0,77 EUR 0,09
CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,001

Semester I TA 2008 126 551.950,34 140 513.032,20 14 1.792,97 12 540,07 114 510.699,16

Jumlah s.d.
Semester I 2008

441 2.353.687,34 513 2.314.756,44 240 567.238,50 127 1.232.721,28 146 514.796,66
USD 16,67 USD 16,67 USD 6,19 USD 10,48
AUD 0,19 AUD 0,19 AUD 0,10 AUD 0,09

VND 32,58 VND 32,58 VND 32,58
JPY 2,28 JPY 2,28 JPY 2,28
EUR 0,86 EUR 0,86 EUR 0,77 EUR 0,09
CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,001

7

Departemen
Komunikasi dan
Informatika

s.d. Semester II TA
2007

120 1.210.572,19 201 1.210.572,19 132 438.698,01 44 709.757,74 25 62.116,44

Updated  Semester
II TA 2007 120 1.210.572,19 201 1.210.572,19 132 438.698,01 44 709.757,74 25 62.116,44

Semester I TA 2008 14 1.710.494,39 18 1.710.494,39 - - - - 18 1.710.494,39

Jumlah s.d.
Semester I 2008

134 2.921.066,58 219 2.921.066,58 132 438.698,01 44 709.757,74 43 1.772.610,83

8

Dewan
Ketahanan
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
10 2.446,03 25 2.446,03

- - - -
25 2.446,03

Jumlah s.d.
Semester I 2008

10 2.446,03 25 2.446,03 - - - - 25 2.446,03

9
Badan Intelijen
Negara

s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
5 64,70 5 64,70

- - - -
5 64,70

Jumlah s.d.
Semester I 2008

5 64,70 5 64,70 - - - - 5 64,70

10
Lembaga Sandi
Negara

s.d. Semester II TA
2007

9
-

9
-

9
- - - - -

Updated  Semester
II TA 2007

9
-

9
-

9
- - - - -

Semester I TA 2008
3

-
5

- - - - -
5

-

Jumlah s.d.
Semester I 2008

12
-

14
-

9
- - -

5
-
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11

Lembaga
Ketahanan
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
13 9.816,47 32 9.816,47

- - - -
32 9.816,47

Jumlah s.d.
Semester I 2008

13 9.816,47 32 9.816,47 - - - - 32 9.816,47

12
Departemen
Dalam Negeri

s.d. Semester II TA
2007

201
2.452.949,57

257
2.452.949,57

186
183.722,83

55
37.880,14

16
2.231.346,60

Updated  Semester
II TA 2007

201
2.452.949,57

257
2.452.949,57

186
183.722,83

55
37.880,14

16
2.231.346,60

Semester I TA 2008
15

2.023.813,65
33

2.023.813,65 - - - -
33

2.023.813,65

Jumlah s.d.
Semester I 2008

216 4.476.763,22 290 4.476.763,22 186 183.722,83 55 37.880,14 49 4.255.160,25

13
Kementerian
Negara PAN

s.d. Semester II TA
2007

37
134.669,07

62
208,97

57
208,97

4
-

1
-

Updated  Semester
II TA 2007

37
134.669,07

62
208,97

57
208,97

4
-

1
-

Semester I TA 2008
4

779,35
6

48,26 - - - -
6

48,26

Jumlah s.d.
Semester I 2008

41 135.448,42 68 257,23 57 208,97 4 - 7 48,26

14
Sekretariat
Negara

s.d. Semester II TA
2007

121
1.437.819,86

144
1.437.819,86

91
99.273,34

48
1.338.182,51

5
364,01

Updated  Semester
II TA 2007

121
1.437.819,86

144
1.437.819,86

91
99.273,34

48
1.338.182,51

5
364,01

Semester I TA 2008
5

30.509,98
5

30.509,98 - - - -
5

30.509,98

Jumlah s.d.
Semester I 2008

126 1.468.329,84 149 1.468.329,84 91 99.273,34 48 1.338.182,51 10 30.873,99

15
Gelora Bung
Karno

s.d. Semester II TA
2007

29
62.291,33

35
62.291,33

18
11.707,47

16
50.583,86

1
-

USD 86,40 USD 86,40 USD 86,40

Updated  Semester
II TA 2007

29
62.291,33

35
62.291,33

18
11.707,47

16
50.583,86

1
-

USD 86,40 USD 86,40 USD 86,40

Semester I TA 2008
5

4.388.008,38 - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

34 4.450.299,71 35 62.291,33 18 11.707,47 16 50.583,86 1 -
USD 86,40 USD 86,40 USD 86,40

16

Badan Pengelola
Komplek
Kemayoran

s.d. Semester II TA
2007

62 936.735,11 198 936.735,11 26 1.700,28 91 393.999,30 81 541.035,53

Updated  Semester
II TA 2007 62 936.735,11 198 936.735,11 26 1.700,28 91 393.999,30 81 541.035,53

Semester I TA 2008
7 12.799,16 8 12.799,16

- - - -
8 12.799,16

Jumlahs.d.
Semester I 2008 69 949.534 206 949.534,27 26 1.700,28 91 393.999,30 89 553.834,69

17
Taman Mini
Indonesia Indah

s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 4 749,90 4 749,90 - - - - 4 749,90

Jumlah s.d.
Semester I 2008 4 749,90 4 749,90 - - - - 4 749,90

18

Badan
Kepegawaian
Negara

s.d. Semester II TA
2007

12 6.084,47 16 6.084,47 14 6.084,47 2 - - -

Updated  Semester
II TA 2007 12 6.084,47 16 6.084,47 14 6.084,47 2 - - -

Semester I TA 2008 6 5.164,71 7 5.164,71 - - - - 7 5.164,71

Jumlah s.d.
Semester I 2008 18 11.249,18 23 11.249,18 14 6.084,47 2 - 7 5.164,71

19

Badan
Pertanahan
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

43
998.425,44 80 998.425,44 21 163.106,34 9 - 50 835.319,10

Updated  Semester
II TA 2007

43
998.425,44 80 998.425,44 21 163.106,34 9 - 50 835.319,10

Semester I TA 2008
7

92.848,85 - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

50 1.091.274,29 80 998.425,44 21 163.106,34 9 - 50 835.319,10

20

Lembaga
Administrasi
Negara

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 1 1.274,40 1 1.274,40 - - - - 1 1.274,40

Jumlah s.d.
Semester I 2008 1 1.274,40 1 1.274,40 - - - - 1 1.274,40
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21

Arsip Nasional
Republik
Indonesia

s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 5 4.033,05 5 4.033,05 - - - - 5 4.033,05
Jumlah s.d.
Semester I 2008 5 4.033,05 5 4.033,05 - - - - 5 4.033,05

22 KPU
s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -
Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 14 60.018,02 36 60.018,02 - - - - 36 60.018,02
Jumlah s.d.
Semester I 2008 14 60.018,02 36 60.018,02 - - - - 36 60.018,02

23

Kementerian
Koordinator
Polhukam

s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 7 1.800,00 9 1.800,00 - - - - 9 1.800,00

Jumlah s.d.
Semester I 2008 7 1.800,00 9 1.800,00 - - - - 9 1.800,00

24

Departemen
Hukum dan
HAM

s.d. Semester II TA
2007

182 3.614,54 302 3.614,54 157 2.431,11 12 5,50 133 1.177,93

Updated Semester
II TA 2007

182 3.614,54 302 3.614,54 157 2.431,11 12 5,50 133 1.177,93

Semester I TA 2008 16 123.390,25 26 4.439,09 - 2.448,73 - - 26 1.990,36

Jumlah s.d.
Semester I 2008

198 127.004,79 328 8.053,63 157 4.879,84 12 5,50 159 3.168,29

25 Kejaksaan Agung
s.d. Semester II TA
2007

142 26.557.675,00 142 26.557.675,00 22 381.966,50 44 17.843.053,30 76 8.332.655,20

USD 5,50 USD 5,50 USD 5,50

Updated  Semester
II TA 2007

142 26.557.675,00 142 26.557.675,00 22 381.966,50 44 17.843.053,30 76 8.332.655,20

USD 5,50 USD 5,50 USD 5,50

Semester I TA 2008 94 8.841.463,03 94 8.841.463,03 - - 94 8.841.463,03

Jumlah s.d.
Semester I 2008

236 35.399.138,03 236 35.399.138,03 22 381.966,50 44 17.843.053,30 170 17.174.118,23

USD 5,50 USD 5,50 - - USD 5,50

26

Kepolisian
Republik
Indonesia

s.d. Semester II TA
2007

218 685.221.90 398 685.221,90 131 55.058,94 68 23.890,25 199 606.272,71

21 USD 8.600,00 25 USD 8.600,00 18 USD 7.570,00 7 USD 1.030,00 -

£920,00 £920,00 £610,00 £310,00 -

Updated  Semester
II TA 2007

218 685.221,90 398 685.221,90 131 55.058,94 68 23.890,25 199 606.272,71

21 USD 8.600,00 25 USD 8.600,00 18 USD 7.570,00 7 USD 1.030,00 -

£920,00 £920,00 £610,00 £310,00 -

Semester I TA 2008 33 401.457,31 45 97.725,04 - - 45 97.725,04

USD 18.960,00 USD 18.960,00 - - USD 18.960,00

Jumlah s.d.
Semester I 2008 251 1.086.679,21 443 782.946,94 131 55.058,94 68 23.890,25 244 703.997,75

21 USD 27.560,00 25 USD 27.560,00 18 USD 7.570,00 7 USD 1.030,00 - USD 18.960,00

£920,00 £920,00 £610,00 £310,00 -

27

Komisi
Pemberantasan
Korupsi

s.d. Semester II TA
2007

5 5.228,88 9 5.228,88 4 280,00 4 4.448,88 1 500,00

Updated  Semester
II TA 2007 5 5.228,88 9 5.228,88 4 280,00 4 4.448,88 1 500,00

Semester I TA 2008 5 33.262,07 8 - - - - - 8 -
Jumlah s.d.
Semester I 2008 10 38.490,95 17 5.228,88 4 280,00 4 4.448,88 9 500,00

28 Komisi Yudisial
s.d. Semester II TA
2007

5 1.259,52 5 1.259,52 5 1.259,52 - - - -

Updated  Semester
II TA 2007

5 1.259,52 5 1.259,52 5 1.259,52 - - - -

Semester I TA 2008
1 3,47 1 3,47 1 3,47 - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

6 1.262,99 6 1.262,99 6 1.262,99 - - - -

29
Komite Nasional
HAM

s.d. Semester II TA
2007

9 - 9 - 4 - 5 - - -

Updated  Semester
II TA 2007 9 - 9 - 4 - 5 - - -

Semester I TA 2008 4 5.609,87 5 27,39 - - - - 5 27,39

Jumlah s.d.
Semester I 2008

13 5.609,87 14 27,39 4 - 5 - 5 27,39

30
Mahkamah
Agung

s.d. Semester II TA
2007

51 135.613,30 55 135.613,30 11 1.531,97 8 35.169,17 36 98.912,16

Updated  Semester
II TA 2007

51 135.613,30 55 135.613,30 11 1.531,97 8 35.169,17 36 98.912,16

Semester I TA 2008 12 30.993,41 26 30.993,41 - - - - 26 30.993,41
Jumlah s.d.
Semester I 2008 63 166.606,71 81 166.606,71 11 1.531,97 8 35.169,17 62 129.905,57
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31
Mahkamah
Konstitusi

s.d. Semester II TA
2007

12
1.159,54

12
1.159,54

12
1.159,54 - - - -

Updated  Semester
II TA 2007

12
1.159,54

12
1.159,54

12
1.159,54 - - - -

Semester I TA 2008
2

159,67
2

159,67
2

159,67 - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

14 1.319,21 14 1.319,21 14 1.319,21 - - - -

32

Setjen Majelis
Permusyawarata
n Rakyat

s.d. Semester II TA
2007

37
342.819,30

34
342.819,30

32
60.996,64 2 281.822,66 - -

Updated  Semester
II TA 2007

37
342.819,30

34
342.819,30

32
60.996,64 2 281.822,66 - -

Semester I TA 2008
4

234.266,94
4

234.266,94
1

43,50 - - 3 234.223,44

Jumlah s.d.
Semester I 2008

41 577.086,24 38 577.086,24 33 61.040,14 2 281.822,66 3 234.223,44

33

Setjen Dewan
Perwakilan
Rakyat

s.d. Semester II TA
2007

39
27.079,88

32
27.079,88

15
15.068,78 16 10.875,21 1 1.135,89

Updated  Semester
II TA 2007

39
27.079,88

32
27.079,88

15
15.068,78 16 10.875,21 1 1.135,89

Semester I TA 2008
4

- - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008 43 27.079,88 32 27.079,88 15 15.068,78 16 10.875,21 1 1.135,89

34

Setjen Dewan
Perwakilan
Daerah

s.d. Semester II TA
2007

2
21.104,56

2
21.104,56

2
21.104,56 - - - -

Updated  Semester
II TA 2007

2
21.104,56

2
21.104,56

2
21.104,56 - - - -

Semester I TA 2008
2

82,68
2

82,68 - - - - 2 82,68

Jumlah s.d.
Semester I 2008

4 21.187,24 4 21.187,24 2 21.104,56 - - 2 82,68

35 PPATK
s.d. Semester II TA
2007

2
-

2
-

1
-

1
- - -

Updated  Semester
II TA 2007

2
-

2
-

1
-

1
- - -

Semester I TA 2008
4 7.763,88 4 7.763,88

- - - -
4 7.763,88

Jumlah s.d.
Semester I 2008

6 7.763,88 6 7.763,88 1
-

1
-

4 7.763,88

36
Departemen
Pertanian

s.d. Semester II TA
2007

82
1.122.110,15 147 1.122.110,15 39 129.341,26 30 210.146,07 78 726.454,75

Updated  Semester
II TA 2007

82
1.122.110,15 147 1.122.110,15 53 640.262,98 43 469.755,18 51 12.091,99

Semester I TA 2008
16

300.482,23 21 300.482,23 - - - - 21 300.482,23

Jumlah s.d.
Semester I 2008

98 1.422.592,38 168 1.422.592,38 53 640.262,98 43 469.755,18 72 312.574,22

37
Departemen
Kehutanan

s.d. Semester II TA
2007

251
6.712.180,40 394 4.650.079,31 109 2.150.910,29 95 1.519.484,19 190 979.684,83

USD 91.558,96 USD 91.558,96 USD 9.799,44 USD 80.355,80 USD 1.403,72

Updated  Semester
II TA 2007

251
6.712.180,40 394 4.650.079,31 109 2.150.910,29 95 1.519.484,19 190 979.684,83

USD 91.558,96 USD 91.558,96 USD 9.799,44 USD 80.355,80 USD 1.403,72

Semester I TA 2008
27

8.374.772,12 50 52.257,95 - - - - 50 52.257,95

Jumlah s.d.
Semester I 2008

278 15.086.952,52 444 4.702.337,26 109 2.150.910,29 95 1.519.484,19 240 1.031.942,78

USD 91.558,96 USD 91.558,96 USD 9.799,44 USD 80.355,80 USD 1.403,72

38

Departemen
Kelautan dan
Perikanan

s.d. Semester II TA
2007

41
3.168.220,65 64 3.168.220,65 23 2.476.775,95 20 372.658,91 21 318.785,79

Updated  Semester
II TA 2007

41
3.168.220,65 64 3.168.220,65 23 2.476.775,95 20 372.658,91 21 318.785,79

Semester I TA 2008
8

78.366,84 18 78.366,84 - - - - 18 78.366,84

Jumlah s.d.
Semester I 2008

49 3.246.587,49 82 3.246.587,49 23 2.476.775,95 20 372.658,91 39 397.152,63

39
Departemen
Pekerjaan Umum

s.d. Semester II TA
2007

119
2.554.884,35 180 2.554.884,35 118 2.047.142,50 43 507.333,47 19 408,38

USD 202,58 USD 202,58
202,58

£396.10 £396.10 £396,10

Updated  Semester
II TA 2007

119
2.554.884,35 180 2.554.884,35 118 2.047.142,50 43 507.333,47 19 408,38

USD 202,58 USD 202,58
202,58

£396,10 £396,10 £396,10

Semester I TA 2008
23

391.187,18 31 391.187,18 - - - - 31 391.187,18

Jumlah s.d.
Semester I 2008

142 2.946.071,53 211 2.946.071,53 118 2.047.142,50 43 507.333,47 50 391.595,56

USD 202,58 USD 202,58 USD 202,58
£396,10 £396,10 £396,10

40
Departemen
Perhubungan

s.d. Semester II TA
2007

158
1.870.630,87 241 1.870.630,87 222 1.590.188,63 15 258.291,94 4 22.150,30

Updated  Semester
II TA 2007

158
1.870.630,87 241 1.870.630,87 222 1.590.188,63 15 258.291,94 4 22.150,30

Semester I TA 2008
73

10.387.898,64 142 10.387.898,64 31 5.958,92 - - 111 10.381.939,72

Jumlah s.d.
Semester I 2008

231 12.258.529,51 383 12.258.529,51 253 1.596.147,55 15 258.291,94 115 10.404.090,02
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41

Kementerian
Perumahan
Rakyat

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
2

9.339,92 - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008 2 9.339,92 - - - - - - - -

42
Kementerian
Negara PDT

s.d. Semester II TA
2007

7
8.649,01 8 8.649,01 4 8.153,25 2 448,08 2 47,68

Updated  Semester
II TA 2007

7
8.649,01 8 8.649,01 4 8.153,25 2 448,08 2 47,68

Semester I TA 2008
10

112.493,06 26 112.493,06 - - - - 26 112.493,06

Jumlah s.d.
Semester I 2008

17 121.142,07 34 121.142,07 4 8.153,25 2 448,08 28 112.540,74

43 Bapetarum
s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
5

59.200,00 - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008 5 59.200,00 - - - - - - - -

44 BMG
s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
11

- 15 - - - - - 15 -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

11 - 15 - 0 - 0 0 15 -

45
Departemen
Perindustrian

s.d. Semester II TA
2007

80
216.232,09 104 216.232,09 61 116.905,28 41 99.326,81 2 -

Updated  Semester
II TA 2007

80
216.232,09 104 216.232,09 61 116.905,28 41 99.326,81 2 -

Semester I TA 2008
5

1.993,93 5 1.993,93 - - - - 5 1.993,93

Jumlah s.d.
Semester I 2008

85 218.226,02 109 218.226,02 61 116.905,28 41 99.326,81 7 1.993,93

46
Departemen
Perdagangan

s.d. Semester II TA
2007

29
25.177,99 37 25.177,99 21 18.747,86 13 6.397,13 3 33,00

Updated  Semester
II TA 2007

29
25.177,99 37 25.177,99 21 18.747,86 13 6.397,13 3 33,00

Semester I TA 2008
17

14.385,20 22 14.385,20 - - 15 - 7 14.385,20

Jumlah s.d.
Semester I 2008

46 39.563,19 59 39.563,19 21 18.747,86 28 6.397,13 10 14.418,20

47

Kementerian
Negara Koperasi
dan UKM

s.d. Semester II TA
2007

37
2.035.890,40 42 2.035.890,40 14 2.031.066,52 26 4.019,38 2 804,50

Updated  Semester
II TA 2007

37
2.035.890,40 42 2.035.890,40 14 2.031.066,52 26 4.019,38 2 804,50

Semester I TA 2008
5

2.082,82 13 2.082,82 - - - 13 2.082,82

Jumlah s.d.
Semester I 2008

42 2.037.973,22 55 2.037.973,22 14 2.031.066,52 26 4.019,38 15 2.887,32

48
Kementerian
Negara BUMN

s.d. Semester II TA
2007

48
790.658,92

48
790.658,92 23 38.067,53 - - 25 752.591,39

USD 1.164,18 USD 1.164,18 USD 1.164,18

Updated  Semester
II TA 2007

48
1.121.469,04

48
1.631.924,81 23 879.333,42 22 752.591,39 3 -

USD 1.164,18 USD 1.164,18 USD 1.164,18

Semester I TA 2008
13

555,34
14

555,34 1 96,12 13 459,22 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

61
1.122.024,38

62
1.632.480,15 24 879.429,54 35 753.050,61 3 -

USD 1.164,18 USD 1.164,18 USD 1.164,18

49

Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal

s.d. Semester II TA
2007

10
738,93 12 738,93 9 344,97 3 393,96 - -

Updated  Semester
II TA 2007

10
738,93 12 738,93 9 344,97 3 393,96 - -

Semester I TA 2008
3

118,68 3 118,68 - - 3 118,68 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

13 857,61 15 857,61 9 344,97 6 512,64 0 0

50

Badan
Standardisasi
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

4
4.859,54 4 4.859,54 2 19,54 2 4.840,00 - -

Updated  Semester
II TA 2007

4
4.859,54 4 4.859,54 2 19,54 2 4.840,00 - -

Semester I TA 2008
3

517,74 3 517,74 - - - - 3 517,74

Jumlah s.d.
Semester I 2008

7
5.377,28 7 5.377,28 2 19,54 2 4.840,00 3 517,74
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51
Departemen
ESDM

s.d. Semester II TA
2007 123 30.415.225,31 145 30.415.225,31 57 7.989.834,46 81

     22.425.390,85
7

-

USD 91.252,52 USD 91.252,52 USD 46.486,21 USD 44.766,31 -

Updated  Semester
II TA 2007 123 30.415.225,31 145 30.415.225,31 57 7.989.834,46 81

     22.425.390,85
7 -

USD 91.252,52 USD 91.252,52 USD 46.486,21 USD 44.766,31 -

Semester I TA 2008 22 110.195,70 24 110.195,70 - - - - 24 110.195,70

Jumlah s.d.
Semester I 2008

145 30.525.421,01 169 30.525.421,01 57 7.989.834,46 81      22.425.390,85 31 110.195,70

USD 91.252,52 USD 91.252,52 USD 46.486,21 USD 44.766,31 -

52

Kemeneg
Lingkungan
Hidup

s.d. Semester II TA
2007

26 663.010,48 33 663.010,48 14 23.416,70 7 632.984,47 12 6.609,31

Updated  Semester
II TA 2007 26 663.010,48 33 663.010,48 14 23.416,70 7 632.984,47 12 6.609,31

Semester I TA 2008 25 14.688,60 35 14.688,60 - - - - 35 14.688,60

USD 13.395,69 USD 13.395,69 USD 13.395,69

DKK 3.000,00 DKK 3.000,00 DKK 3.000,00

Jumlah s.d.
Semester I 2008

51 677.699,08 68 677.699,08 14 23.416,70 7 632.984,47 47 21.297,91
USD 13.395,69 USD 13.395,69 USD 13.395,69
DKK 3.000,00 DKK 3.000,00 DKK 3.000,00

53
Kementerian
Negara Ristek

s.d. Semester II TA
2007

8
479.777,27

11
479.777,27 5 202,82 6 479.574,45 - -

Updated  Semester
II TA 2007

8
479.777,27

11
479.777,27 5 202,82 6 479.574,45 - -

Semester I TA 2008
9

787.483,16
9

787.483,16 - - - - 9 787.483,16

Jumlah s.d.
Semester I 2008

17 1.267.260,43 20 1.267.260,43 5 202,82 6 479.574,45 9 787.483,16

54 BPPT
s.d. Semester II TA
2007

30
773.339,79

45
773.339,79

36
8.560,58

3
760.181,16

6
4.598,05

Updated  Semester
II TA 2007

30
773.339,79

45
773.339,79

36
8.560,58

3
760.181,16

6
4.598,05

Semester I TA 2008
19

1.178.945,10
19

1.178.945,10 - - - -
19

1.178.945,10
USD 506,73 USD 506,73 USD 506,73

Jumlah s.d.
Semester I 2008

49 1.952.284,89 64 1.952.284,89 36 8.560,58 3 760.181,16 25 1.183.543,15
USD 506,73 USD 506,73 USD 506,73

55

Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia

s.d. Semester II TA
2007

24
135.101,29

27
135.101,29 2 1.135,81 3 -

22
133.965,48

1 USD 369,65 1 USD 369,65
- - - -

1 USD 369,65

Updated  Semester
II TA 2007

24
135.101,29

27
135.101,29 2 1.135,81 3 -

22
133.965,48

1 USD 369,65 1 USD 369,65
- - - -

1 USD 369,65

Semester I TA 2008
6

680.670,27
6

680.670,27 - - - -
6

680.670,27

Jumlah s.d.
Semester I 2008

30
815.771,56

33
815.771,56 2 1.135,81 3 -

28
814.635,75

1 USD 369,65 1 USD 369,65 - - - - 1 USD 369,65

56
Badan Tenaga
Nuklir Nasional

s.d. Semester II TA
2007

6
4.960,26

8
4.960,26 5 387,43 3 4.572,83 - -

Updated  Semester
II TA 2007

6
4.960,26

8
4.960,26 5 387,43 3 4.572,83 - -

Semester I TA 2008
7

673.302,40
8

673.302,40 - - - - 8 673.302,40

Jumlah s.d.
Semester I 2008

13 678.262,66 16 678.262,66 5 387,43 3 4.572,83 8 673.302,40

57
Badan Pengawas
Tenaga Nuklir

s.d. Semester II TA
2007

8
129,04

15
129,04 11 129,04 4 - - -

Updated  Semester
II TA 2007

8
129,04

15
129,04 11 129,04 4 - - -

Semester I TA 2008
6

29.409,98
6

29.409,98 - - - - 6 29.409,98

Jumlah s.d.
Semester I 2008

14 29.539,02 21 29.539,02 11 129,04 4 - 6 29.409,98

58 Bakorsurtanal
s.d. Semester II TA
2007

15
128.761,34

20
128.694,46 11 3.056,32 9 125.638,14 - -

Updated  Semester
II TA 2007

15
128.761,34

20
128.694,46 11 3.056,32 9 125.638,14 - -

Semester I TA 2008
5

462.215,52
5

462.215,52 - - - - 5 462.215,52

Jumlah s.d.
Semester I 2008

20 590.976,86 25 590.909,98 11 3.056,32 9 125.638,14 5 462.215,52

59 LAPAN
s.d. Semester II TA
2007

19
16.327,44

37
16.411,53 30 11.789,08 5 4.622,45 2 -

Updated  Semester
II TA 2007

19
16.327,44

37
16.411,53 30 11.789,08 5 4.622,45 2 -

Semester I TA 2008
9

312.888,49
10

312.888,49 - - - - 10 312.888,49

Jumlah s.d.
Semester I 2008

28 329.215,93 47 329.300,02 30 11.789,08 5 4.622,45 12 312.888,49

60 BPS
s.d. Semester II TA
2007

18
400.953,67 17 400.953,67 - - 16 8.066,66 1 392.887,01

Updated  Semester
II TA 2007

18
400.953,67 17 400.953,67 - - 16 8.066,66 1 392.887,01

Semester I TA 2008
7

13.242,57 7 13.242,57 - - - - 7 13.242,57
Jumlah s.d.
Semester I 2008 25 414.196,24 24 414.196,24 - - 16 8.066,66 8 406.129,58
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61
Departemen
Agama

s.d. Semester II TA
2007

239
4.637.154,93

428
2.585.539,14

196
1.145.742,26

26 635873,52 206
803.923,36

USD 29.400,00 USD 14.900,00 USD 14.500,00 USD 400,00
SAR 99.510,00 SAR 69.750,00 SAR 24.930,00 SAR 4.830,00 SAR 39.990,00

Updated  Semester
II TA 2007

239
5.165.722,60

428
2.585.539,15

265
1.311.100,64

142
1.269.082,82

21
5.355,69

USD 29.800,00 USD 14.900,00 USD 14.500,00 USD 400,00
SAR 134.080,00 SAR 69.750,00 SAR 25.030,00 SAR 39.300,00 SAR 5.420,00

Semester I TA 2008
42

454.418,77
83

454.202,77
1 216,00 82

453.986,77
JPY 118.800,00 JPY 118.800,00 JPY 118.800,00

Jumlah s.d.
Semester I 2008 281 5.620.141,37 511 3.039.741,92 265 1.311.100,64 143 1.269.298,82 103 459.342,46

USD 29.800,00 USD 14.900,00 USD 14.500,00 USD 400,00 -
SAR 134.080,00 SAR 69.750,00 SAR 25.030,00 SAR 39.300,00 SAR 5.420,00
JPY 118.800,00 JPY 118.800,00 JPY 118.800,00

62

Kementerian
Koordinator
Kesra

s.d. Semester II TA
2007

25 134.562,78 27 134.562,78 21 114.918,50 6 19.644,28 - -

Updated  Semester
II TA 2007 25 134.562,78 27 134.562,78 21 114.918,50 6 19.644,28 - -

Semester I TA 2008 7 24.876,01 13 24.876,01 - - - - 13 24.876,01
Jumlah s.d.
Semester I 2008 32 159.438,79 40 159.438,79 21 114.918,50 6 19.644,28 13 24.876,01

63
Departemen
Sosial

s.d. Semester II TA
2007 109 2.194.723,11 210 2.194.723,11 174 2.115.955,48 29 76.618,54 7 2.149,09
Updated  Semester
II TA 2007 109 2.194.723,11 210 2.194.723,11 174 2.115.955,48 29 76.618,54 7 2.149,09

Semester I TA 2008 11 302.161,50 19 302.161,50 - - - - 19 302.161,50
Jumlah s.d.
Semester I 2008 120 2.496.884,61 229 2.496.884,61 174 2.115.955,48 29 76.618,54 26 304.310,59

64

Kemeneg
Pemberdayaan
Perempuan

s.d. Semester II TA
2007

20
8.514,50

24
8.514,50

15
1.015,35

3
6.856,92

6
642,23

Updated  Semester
II TA 2007

20
8.514,50

24
8.514,50

15
1.015,35

3
6.856,92

6
642,23

Semester I TA 2008 - - - - - - - - - -
Jumlah s.d.
Semester I 2008 20 8.514,50 24 8.514,50 15 1.015,35 3 6.856,92 6 642,23

65 Bakornas PB
s.d. Semester II TA
2007

11
20.756,09

15 20.756,09 7 4.340,33 4 16.415,76 4
-

Updated  Semester
II TA 2007

11
20.756,09

15 20.756,09 7 4.340,33 4 16.415,76 4
-

Semester I TA 2008
7

6.855,73
15

6.855,73 - - - - 15 6.855,73
Jumlah s.d.
Semester I 2008

18
27.611,82

30
27.611,82

7
4.340,33

4
16.415,76

19
6.855,73

66
Departemen
Kesehatan

s.d. Semester II TA
2007

1130
24.578.711,88

1985
24.578.711,87

1100
8.810.292,81

283
3.344.061,51

602
12.424.357,55

USD 29.294,80 USD 29.294,80 USD 0,00 USD 29.294,80
EUR 2.700,00 EUR 2.700,00 EUR 1.350,00 EUR 1.350,00

JPY 1.470.624,66 JPY 1.470.624,66 JPY 735.312,33 JPY 735.312,33
Updated  Semester
II TA 2007

1130
24.578.711,88

1985
24.578.711,87

1100
8.810.292,81

283
3.344.061,51

602
12.424.357,55

USD 29.294,80 USD 29.294,80 USD 0,00 USD 29.294,80
EUR 2.700,00 EUR2.700,00 EUR 1.350,00 EUR 1.350,00

JPY 1.470.624,66 JPY 1.470.624,66 JPY 735.312,33 JPY 735.312,33

Semester I TA 2008
18

10.657.598,42
18

10.657.598,41 - - - -
18

10.657.598,41
USD 18.865,88 USD 18.865,88 USD 18.865,88

Jumlah s.d.
Semester I 2008 1.148 36.738.929,76 2.003 36.738.929,74 1.100 9.546.955,14 283 4.110.018,64 620 23.081.955,96

USD 48.160,68 USD 48.160,68 USD 29.294,80 USD 18.865,88
EUR 2.700,00 EUR 2.700,00 EUR 1.350,00 EUR 1.350,00

JPY 1.470.624,66 JPY 1.470.624,66 JPY 735.312,33 JPY 735.312,33

67
Departemen
Nakertrans

s.d. Semester II TA
2007 388 1.277.019,14 388 1.277.019,14 123 140.032,14 100 559.274,58 165 577.712,42

12 USD 8.442,72 1 USD 56,42 - USD 0,00 1 USD 56,42 - -
Updated  Semester
II TA 2007 388 1.277.019,14 388 1.277.019,14 123 140.032,14 100 559.274,58 165 577.712,42

12 USD 8.442,72 1 USD 56,42 - USD 0,00 1 USD 56,42 - -

Semester I TA 2008 19 537.963,98 19 537.963,98 - - - - 19 537.963,98
Jumlah s.d.
Semester I 2008 407 1.814.983,12 407 1.814.983,12 123 140.032,14 100 559.274,58 184 1.115.676,40

12 USD 8.442,72 1 USD 56,42 1 USD 56,42 USD 0,00

68 BKKBN
s.d. Semester II TA
2007

36 87.903,76 36 87.903,76 23 75.372,34 9 2.763,22 4 9.768,20

Updated  Semester
II TA 2007

36 87.903,76 36 87.903,76 23 75.372,34 9 2.763,22 4 9.768,20

Semester I TA 2008 - - - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

36 87.903,76 36 87.903,76 23 75.372,34 9 2.763,22 4 9.768,20

69

Badan Pengawas
Obat dan
Makanan

s.d. Semester II TA
2007

94
59.463,39 147 59.463,39 88 27.939,12 30 30.035,10 29 1.489,17

USD 29.600,00 USD 29.600,00 USD 29.600,00

Updated  Semester
II TA 2007

94
59.463,39 147 59.463,39 88 27.939,12 30 30.035,10 29 1.489,17

USD 29.600,00 USD 29.600,00 USD 29.600,00

Semester I TA 2008
11

8.262,95 19 8.262,95 - - - - 19 8.262,95
Jumlah s.d.
Semester I 2008 105 67.726,34 166 67.726,34 88 27.939,12 30 30.035,10 48 9.752,12

USD 29.600,00 USD 29.600,00 - USD 29.600,00 -

70
Badan Narkotika
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

28 22.955,54 32 18.021,92 9 2.609,61 6 2.425,16 17 12.987,15

Updated  Semester
II TA 2007

28 22.955,54 32 18.021,92 9 2.609,61 6 2.425,16 17 12.987,15

Semester I TA 2008
12 1.206,95 16 1.206,95

- - - -
16 1.206,95

Jumlah s.d.
Semester I 2008

40
24.162,49

48 19.228,87 9 2.609,61 6 2.425,16 33 14.194,10
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71

Departemen
Pendidikan
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

953
6.503.047,07 1.691 6.037.021,35 776 804.699,99 244 137.451,14 671 5.094.870,22

Updated  Semester
II TA 2007

906
6.612.665,54 1.667 5.766.254,06 820 4.217.251,24 297 235.435,99 550 1.313.566,83

Semester I TA 2008
43

3.754.783,49 74 9.822,83 - - - - 74 9.822,83

USD 8.695,57 USD 8.695,57 USD 8.695,57

Jumlah s.d.
Semester I 2008 949 10.376.144,60 1.741 5.784.772,46 820 4.217.251,24 297 235.435,99 624 1.332.085,23

USD 8.695,57 USD 8.695,57 USD 8.695,57

72

Kementerian
Kebudayaan dan
Pariwisata

s.d. Semester II TA
2007

150
1.854.159,98 240 1.854.159,98 187 565.783,60 1 460.472,15 52 827.904,24

Updated  Semester
II TA 2007

150
1.854.159,98 240 1.854.159,98 187 565.783,60 1 460.472,15 52 827.904,23

Semester I TA 2008
8

495.490,58 11 495.490,58 - - - - 11 495.490,58

Jumlah s.d.
Semester I 2008

158
2.349.650,56

251
2.349.650,56

187
565.783,60

1
460.472,15

63
1.323.394,81

73

Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 5 134.215,39 - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008 5 134.215,39 - - - - - - - -

74
Perpustakaan
Nasional

s.d. Semester II TA
2007

10
7.801,81 14 7.801,81 - - 14 7.801,81 - -

Updated  Semester
II TA 2007

10
7.801,81 14 7.801,81 - - 14 7.801,81 - -

Semester I TA 2008
10

127.436,11 19 127.436,11 - - 19 127.436,11 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

20 135.237,92 33 135.237,92 - - 33 135.237,92 - -

75

Kementerian
Negara
Perekonomian

s.d. Semester II TA
2007

7
4.415,04 7 4.415,04 6 767,09 1 3.647,95 - -

Updated  Semester
II TA 2007

7
4.415,04 7 4.415,04 6 767,09 1 3.647,95 - -

Semester I TA 2008
3

27.600,09 3 27.600,09 - - 3 27.600,09 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

10 32.015,13 10 32.015,13 6 767,09 4 31.248,04 - -

76
Departemen
Keuangan

s.d. Semester II TA
2007

995
110.933.306,54 1.049 517.763.788,62 288 5.414.490,05 90

   281.023.517,47
671 231.325.781,10

Updated  Semester
II TA 2007

761
110.933.072,54 811 110.933.072,54 242 492,49 8 4,37 561 110.932.575,68

Semester I TA 2008
30

619.526.434,69 41 619.526.434,69 - - - - 41 619.526.434,69

Jumlah s.d.
Semester I 2008

791 730.459.507,23 852 730.459.507,23 242 492,49 8 4,37 602 730.459.010,37

77 Bappenas
s.d. Semester II TA
2007

4
- 7 - 3 - 4 - - -

Updated  Semester
II TA 2007

4
- 7 - 3 - 4 - - -

Semester I TA 2008 4 38.972,10 4 38.972,10 - - - - 4 38.972,10

Jumlah s.d.
Semester I 2008

8 38.972,10 11 38.972,10 3 - 4 - 4 38.972,10

78 BRR NAD-Nias s.d Smt II TA  2007
236

4.643.525,91 511 4.643.525,91 179 658.349,03 135 211.716,55 197 3.773.460,33

Updated  Semester
II TA 2007

236
4.643.525,91 511 4.643.525,91 179 658.349,03 135 211.716,55 197 3.773.460,33

Semester I TA 2008
62

323.845,63 116 323.845,63 - - - - 116 323.845,63

Jumlah s.d.
Semester I 2008

298 4.967.371,54 627 4.967.371,54 179 658.349,03 135 211.716,55 313 4.097.305,96

79
Badan Pemeriksa
Keuangan

s.d. Semester II TA
2007

23 66.454,92 26 66.454,92 24 65.253,42 1 1.201,50 1
-

Updated  Semester
II TA 2007

23 66.454,92 26 66.454,92 24 65.253,42 1 1.201,50 1
-

Semester I TA 2008 - - - - - - - - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

23 66.454,92 26 66.454,92 24 65.253,42 1 1.201,50 1 -

80 BPKP
s.d. Semester II TA
2007 - - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008
7

579.340,97 7 579.340,97 5 9.380,98 2 569.959,99 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008 7 579.340,97 7 579.340,97 5 9.380,98 2 569.959,99 - -
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81 Star SDP
s.d. Semester II TA
2007

2
- 6 - - - - - 6 -

Updated  Semester
II TA 2007

2
- 6 - - - - - 6 -

Semester I TA 2008 5 7.740,83 5 7.740,83 - - - - 5 7.740,83

Jumlah s.d.
Semester I 2008

7
7.740,83 11 7.740,83 - - - - 11 7.740,83

82 Bank Indonesia
s.d. Semester II TA
2007

23
3.941.415,35 34 3.941.415,35 19 3.896.051,35 15 45.364,00 - -

Updated  Semester
II TA 2007

23
3.941.415,35 34 3.941.415,35 19 3.896.051,35 15 45.364,00 - -

Semester I TA 2008
11

279.410,44 18 279.410,44 - - 18 279.410,44 - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

34 4.220.825,79 52 4.220.825,79 19 3.896.051,35 33 324.774,44 - -

83

Lembaga
Penjamin
Simpanan

s.d. Semester II TA
2007

10
- 16 - 13 - 3 - - -

Updated  Semester
II TA 2007

10
- 16 - 13 - 3 - - -

Semester I TA 2008
4

335,00 4 335,00 2 335,00 2 - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

14 335,00 20 335,00 15 335,00 5 - - -

84

PT Perusahaan
Pengelola Aset
(Persero)

s.d. Semester II TA
2007

- - - - - - - - - -

Updated  Semester
II TA 2007 - - - - - - - - - -

Semester I TA 2008 5 443.353,49 4 443.353,49 1 443.353,49 3 - - -

Jumlah s.d.
Semester I 2008

5
443.353,49

4
443.353,49

1
443.353,49

3
- - -

Jumlah 8.506 943.706.934,24 12.935 912.084.187,86 5.771 45.565.494,55 2.229      58.552.095,61 4.935 807.966.597,71

21 USD 344.081,38 25 USD 318.835,98 18 USD 78.564,42 7 USD 185.600,21 - USD 54.671,35

AUD 798,88 AUD 0,19 AUD 0,10 AUD 0,09
-

VND 32,58 VND 32,58 - VND 32,58 -

JPY 1.589.426,94 JPY 1.589.426,94 JPY 735.314,61 JPY 735.312,33 JPY 118.800,00

EUR 2.700,86 EUR 2.700,86 EUR 1.350,77 EUR 1.350,09 -

CAD 0,06 CAD 0,06 CAD 0,06 - -

£1.316,10 £1.316,10 £1.006,10 £310,00 -

DKK 3.000,00 DKK 3.000,00
- -

DKK 3.000,00

SAR 134.080,00 SAR 69.750,00 SAR 25.030,00 SAR 39.300,00 SAR 5.420,00

2. Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
pada Pemerintah Daerah Termasuk BUMD

Hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk BUMD,
mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester I TA 2008 terdapat
35.089 temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp434,51 triliun dan
US$19,34 juta, jumlah rekomendasi sebanyak 60.387 dengan nilai sebesar
Rp398,11 triliun dan US$19,34 juta. Di antaranya 19.847 rekomendasi dengan
nilai sebesar Rp82,88 triliun telah ditindaklanjuti, 10.173 rekomendasi dengan
nilai sebesar Rp147,35 triliun dan US$449,50 ribu dalam proses tindak lanjut,
dan sisa sebanyak 30.367 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp167,88 triliun
dan US$18,89 juta belum ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut
dimuat dalam tabel berikut.
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(dalam juta rupiah dan ribu valas)
Status Penyelesaian

Temuan Rekomendasi
Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Tindak

Lanjut Belum DitindaklanjutiNo Entitas Keterangan

Jumlah Nilai Jumlah  Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah  Nilai
1 Provinsi

Nanggroe
Aceh
Darussalam

S.d. Semester II
TA 2007

1.387 14.865.165,93 2.913 14.865.165,93 PM 11.091.740,36 PM 3.187.593,91 PM 585.831,66
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.387 14.865.165,93 2.913 14.865.165,93 1.443 11.586.875,08 670 3.003.367,64 800 274.923,21
Semester I TA
2008 7 33.893,83 8 20.917,42 0 0,00 0 0,00 8 20.917,42
 Jumlah

1.394 14.899.059,76 2.921 14.886.083,35 1.443 11.586.875,08 670 3.003.367,64 808 295.840,63

2
Provinsi
Sumatera
Utara

S.d. Semester II
TA 2007

1.789 11.447.928,44 1.789 11.447.928,44 384 1.168.434,72 331 4.225.426,53 1.074 6.054.067,19

USD 18.896,41
USD

18.896,41 USD 18.896,41
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.789 11.447.928,44 1.789 11.447.928,44 466 1.289.656,29 453 4.685.881,86 870 5.472.390,29

USD 18.896,41
USD

18.896,41 USD 18.896,41
Semester I TA
2008 217 1.411.846,98 508 629.347,10 7 3.632,96 5 905,43 496 624.808,71
 Jumlah

2.006 12.859.775,42 2.297 12.077.275,54 473 1.293.289,25 458 4.686.787,29 1.366 6.097.199,00

USD 18.896,41
USD

18.896,41 USD 18.896,41
3 Provinsi

Sumatera
Barat

S.d. Semester II
TA 2007

1.116 5.504.843,08 1.678 5.504.843,08 457 560.900,77 0 0,00 1.221 4.943.942,31
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.116 5.504.843,08 1.678 5.504.843,08 457 560.900,77 0 0,00 1.221 4.943.942,31
Semester I TA
2008 147 553.054,84 340 78.400,41 2 1.015,24 0 0,00 338 77.385,17
 Jumlah 1.263 6.057.897,92 2.018 5.583.243,49 459 561.916,01 0 0,00 1.559 5.021.327,48

4 Provinsi Riau S.d. Semester II
TA 2007

883 9.733.780,21 1.850 9.733.780,20 931 6.710.884,47 346 872.540,13 573 2.150.355,60
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 883 9.733.780,21 1.850 9.733.780,20 931 6.710.884,47 346 872.540,13 573 2.150.355,60
Semester I TA
2008 151 347.613,78 372 314.829,57 9 9.555,39 5 12.767,55 358 292.506,63
 Jumlah

1.034 10.081.393,99 2.222 10.048.609,77 940 6.720.439,86 351 885.307,68 931 2.442.862,23
5 Provinsi Jambi S.d. Semester II

TA 2007
793 4.780.676,74 1.617 4.629.316,58 1.158 2.957.816,07 319 244.644,79 140 1.426.855,72

Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 793 4.780.676,74 1.617 4.629.316,58 1.158 2.957.816,07 319 244.644,79 140 1.426.855,72
Semester I TA
2008 52 917.507,68 154 9.226,00 0 0,00 0 0,00 154 9.226,00
 Jumlah

845 5.698.184,42 1.771 4.638.542,58 1.158 2.957.816,07 319 244.644,79 294 1.436.081,72
6 Provinsi

Sumatera
Selatan

S.d. Semester II
TA 2007

1.175 12.943.722,29 2.314 12.943.722,29 339 6.576.993,16 0 0,00 836 6.366.729,13
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.175 12.943.722,29 2.314 12.943.722,29 1.236 6.842.557,72 778 5.627.158,86 300 474.005,71
Semester I TA
2008 168 406.514,71 359 20.342,89 0 0,00 0 0,00 359 20.342,89
 Jumlah 1.343 13.350.237,00 2.673 12.964.065,18 1.236 6.842.557,72 778 5.627.158,86 659 494.348,60

7 Provinsi
Bengkulu

S.d. Semester II
TA 2007

571 2.290.971,32 1.149 2.290.971,32 233 1.151.877,62 0 0,00 338 1.139.093,70
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 571 2.290.971,32 1.149 2.290.971,31 591 1.151.874,01 185 247.766,90 373 891.330,40
Semester I TA
2008 16 93.690,27 33 413,18 0 0,00 0 0,00 33 413,18
 Jumlah

587 2.384.661,59 1.182 2.291.384,49 591 1.151.874,01 185 247.766,90 406 891.743,58
8 Provinsi

Lampung
S.d. Semester II
TA 2007

626 15.144.623,13 1.180 14.445.714,24 606 7.371.601,00 228 4.193.738,03 346 2.880.375,21
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 626 15.145.623,13 1.180 14.445.714,24 714 8.376.893,55 239 4.472.271,17 227 1.596.549,52
Semester I TA
2008 130 3.434.509,68 283 3.434.523,13 0 0,00 0 0,00 283 3.434.523,13
 Jumlah

756 18.580.132,81 1.463 17.880.237,37 714 8.376.893,55 239 4.472.271,17 510 5.031.072,65
9 Provinsi

Kepulauan
Bangka
Belitung

S.d. Semester II
TA 2007

408 1.545.937,27 766 1.545.937,27 237 1.219.134,92 0 0,00 171 326.802,35
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 408 1.545.937,27 766 1.545.937,27 566 1.255.830,22 150 145.375,78 50 144.731,27
Semester I TA
2008 78 328.891,44 160 5.557,30 0 0,00 0 0,00 160 5.557,30
 Jumlah 486 1.874.828,71 926 1.551.494,57 566 1.255.830,22 150 145.375,78 210 150.288,57

10 Provinsi
Kepulauan
Riau

S.d. Semester II
TA 2007

396 1.060.116,37 611 821.886,75 298 551.516,84 136 132.192,63 177 138.177,28
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 396 1.060.116,37 611 821.886,75 298 551.516,84 136 132.192,63 177 138.177,28
Semester I TA
2008 56 829.343,33 88 169.130,55 10 0,00 0 0,00 78 169.130,55
 Jumlah

452 1.889.459,70 699 991.017,30 308 551.516,84 136 132.192,63 255 307.307,83
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11 Provinsi DKI

Jakarta
S.d. Semester II
TA 2007

760 88.793.314,64 1.486 88.793.314,63 791 1.132.302,18 236 83.326.356,34 459 4.334.656,11
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 760 88.793.314,64 1.486 88.793.314,63 880 1.167.354,78 247 83.731.246,42 359 3.894.713,43
Semester I TA
2008 113 5.266.473,37 249 5.265.772,13 0 2.544,76 0 0,00 249 5.263.227,37
 Jumlah

873 94.059.788,01 1.735 94.059.086,76 880 1.169.899,54 247 83.731.246,42 608 9.157.940,80
12 Provinsi Jawa

Barat
S.d. Semester II
TA 2007

1.769 14.872.303,53 2.548 14.872.303,53 1.387 4.336.457,59 378 2.200.044,33 783 8.335.801,61
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.769 14.872.303,53 2.548 14.872.303,53 1.421 4.590.232,65 389 2.217.675,71 738 8.064.395,17
Semester I TA
2008 351 20.570.313,59 665 20.570.313,59 0 0,00 1 184,95 664 20.570.128,64
 Jumlah

2.120 35.442.617,12 3.213 35.442.617,12 1.421 4.590.232,65 390 2.217.860,66 1.402 28.634.523,81
13 Provinsi Jawa

Tengah
S.d. Semester II
TA 2007

1.263 1.961.654,28 1.706 1.880.060,46 375 772.137,63 839 1.071.016,82 492 36.906,01
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.263 1.961.654,28 1.706 1.880.060,46 375 772.137,63 839 1.071.016,82 492 36.906,01
Semester I TA
2008 579 23.311.984,11 1.312 20.981.378,86 0 0,00 32 63.821,03 1.280 20.917.557,83
 Jumlah 1.842 25.273.638,39 3.018 22.861.439,32 375 772.137,63 871 1.134.837,85 1.772 20.954.463,84

14 Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta

S.d. Semester II
TA 2007

369 924.303,59 624 117.366,81 246 36.153,41 168 67.275,37 210 13.938,03
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 369 924.303,59 624 117.366,81 246 36.153,41 168 67.275,37 210 13.938,03
Semester I TA
2008 120 5.811.362,13 232 3.487,99 10 680,14 16 247,42 206 2.560,43
 Jumlah 489 6.735.665,72 856 120.854,80 256 36.833,55 184 67.522,79 416 16.498,46

15 Provinsi Jawa
Timur

S.d. Semester II
TA 2007

2.222 11.633.700,74 3.519 11.633.700,74 1.780 8.774.188,15 691 1.279.525,89 1.048 1.579.986,70
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 2.222 11.633.700,73 3.519 11.633.700,73 1.858 8.875.664,07 810 1.558.871,07 851 1.199.165,59
Semester I TA
2008 1.517 15.700.850,83 2.278 15.700.850,83 0 0,00 0 0,00 2.278 15.700.850,83
 Jumlah 3.739 27.334.551,56 5.797 27.334.551,56 1.858 8.875.664,07 810 1.558.871,07 3.129 16.900.016,42

16 Provinsi
Banten

S.d. Semester II
TA 2007

1.113 6.597.764,63 1.835 6.597.764,63 937 2.514.413,33 475 2.800.068,60 423 1.283.282,70
USD 449,50 USD 449,50 USD 449,50

Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.113 6.597.764,63 1.835 6.597.764,64 1.212 3.084.474,45 435 3.279.850,44 188 233.439,75

USD 449,50 USD 449,50 USD 449,50
Semester I TA
2008 162 255.860,97 302 255.860,97 0 825,71 5 386,50 297 254.648,76
 Jumlah

1.275 6.853.625,60 2.137 6.853.625,61 1.212 3.085.300,16 440 3.280.236,94 485 488.088,51
USD 449,50 USD 449,50 USD 449,50

17 Provinsi Bali S.d. Semester II
TA 2007

592 1.872.985,48 949 1.872.985,48 114 156.451,67 167 171.735,08 668 1.544.798,73
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 546 1.683.025,97 869 1.683.025,97 163 151.279,30 232 351.496,59 474 1.180.250,08
Semester I TA
2008 162 377.798,54 359 377.798,54 3 1.569,70 1 33,15 355 376.195,69
 Jumlah

708 2.060.824,51 1.228 2.060.824,51 166 152.849,00 233 351.529,74 829 1.556.445,77
18 Provinsi Nusa

Tenggara
Barat

S.d. Semester II
TA 2007

524 1.835.757,34 839 1.835.757,34 110 374.422,82 0 0,00 729 1.461.334,52
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 522 2.639.898,21 830 2.639.898,21 199 560.430,35 88 138.087,96 543 1.941.379,90
Semester I TA
2008 117 5.817.791,12 232 5.817.761,12 11 5.558,62 31 27.970,23 190 5.784.232,27
 Jumlah

639 8.457.689,33 1.062 8.457.659,33 210 565.988,97 119 166.058,19 733 7.725.612,17
19 Provinsi Nusa

Tenggara
Timur

S.d. Semester II
TA 2007

956 2.412.042,30 1.598 2.412.042,30 399 859.713,04 128 159.877,17 1.071 1.392.452,09
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 956 2.412.042,30 1.598 2.412.042,30 399 859.713,04 128 159.877,17 1.071 1.392.452,09
Semester I TA
2008 70 170.768,09 132 170.768,09 0 0,00 0 0,00 132 170.768,09
 Jumlah

1.026 2.582.810,39 1.730 2.582.810,39 399 859.713,04 128 159.877,17 1.203 1.563.220,18
20 Provinsi

Kalimantan
Barat

S.d. Semester II
TA 2007

832 4.486.421,41 1.393 4.486.421,41 494 527.641,52 251 1.805.490,88 648 2.153.289,01
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 832 4.753.923,49 1.393 1.718.615,70 640 280.018,02 317 367.293,15 436 1.071.304,53
Semester I TA
2008 222 4.538.468,25 423 328.513,53 0 0,00 0 0,00 423 328.513,53
 Jumlah

1.054 9.292.391,74 1.816 2.047.129,23 640 280.018,02 317 367.293,15 859 1.399.818,06
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21 Provinsi

Kalimantan
Tengah

S.d. Semester II
TA 2007

1.276 3.007.109,44 2.204 3.007.109,44 449 406.459,39 267 305.517,09 1.488 2.295.132,96
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.276 3.007.109,44 2.204 3.007.109,44 807 525.962,19 487 781.321,66 910 1.699.825,59
Semester I TA
2008 150 305.098,11 265 305.098,11 0 0,00 0 0,00 265 305.098,11
 Jumlah

1.426 3.312.207,55 2.469 3.312.207,55 807 525.962,19 487 781.321,66 1.175 2.004.923,70
22 Provinsi

Kalimantan
Selatan

S.d. Semester II
TA 2007

1.374 4.237.747,49 2.248 4.237.747,49 685 1.576.372,47 292 314.463,25 1.271 2.346.911,77
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.374 4.237.747,49 2.248 4.237.747,49 855 1.755.198,26 429 390.823,46 964 2.091.725,77
Semester I TA
2008 181 643.786,66 338 38.542,37 6 0,00 24 142,31 308 38.400,06
 Jumlah

1.555 4.881.534,15 2.586 4.276.289,86 861 1.755.198,26 453 390.965,77 1.272 2.130.125,83
23 Provinsi

Kalimantan
Timur

S.d. Semester II
TA 2007

1.037 50.373.641,39 1.766 50.373.641,39 816 14.861.098,29 673 28.216.338,82 277 7.296.204,28
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.037 50.373.641,39 1.766 50.373.641,39 816 14.861.098,29 673 28.216.338,82 277 7.296.204,28
Semester I TA
2008 132 13.953.141,57 274 13.953.141,57 0 0,00 0 0,00 274 13.953.141,57
 Jumlah

1.169 64.326.782,96 2.040 64.326.782,96 816 14.861.098,29 673 28.216.338,82 551 21.249.345,85
24 Provinsi

Sulawesi
Utara

S.d. Semester II
TA 2007

598 903.899,07 1.299 141.649,86 240 11.183,66 189 25.133,62 870 105.332,58
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 598 903.899,07 1.299 141.650,07 230 11.956,55 208 14.918,07 861 114.775,45
Semester I TA
2008 140 228.147,52 400 32.783,90 12 183,60 39 2.931,81 349 29.668,49
 Jumlah

738 1.132.046,59 1.699 174.433,97 242 12.140,15 247 17.849,88 1.210 144.443,94
25 Provinsi

Sulawesi
Tengah

S.d. Semester II
TA 2007

463 422.650,56 844 367.122,26 262 46.257,95 83 17.439,32 499 303.424,99
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 463 422.650,56 844 367.122,26 262 46.257,95 83 17.439,32 499 303.424,99
Semester I TA
2008 168 219.260,31 346 187.362,32 0 0,00 0 0,00 346 187.362,32
 Jumlah

631 641.910,87 1.190 554.484,58 262 46.257,95 83 17.439,32 845 490.787,31
26 Provinsi

Sulawesi
Selatan

S.d. Semester II
TA 2007

1.646 6.395.098,22 2.851 6.395.098,22 342 861.656,64 84 56.297,06 2.425 5.477.144,52
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 1.646 6.395.098,22 2.851 6.395.098,22 342 861.656,64 84 56.297,06 2.425 5.477.144,52
Semester I TA
2008 164 224.885,74 323 224.885,74 0 0,00 0 0,00 323 224.885,74
 Jumlah

1.810 6.619.983,96 3.174 6.619.983,96 342 861.656,64 84 56.297,06 2.748 5.702.030,26
27 Provinsi

Sulawesi
Tenggara

S.d. Semester II
TA 2007

845 5.810.081,44 1.283 5.810.081,44 377 267.439,06 469 2.362.109,33 437 3.180.533,05
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 845 5.810.081,44 1.283 5.810.081,44 377 267.439,06 469 2.362.109,33 437 3.180.533,05
Semester I TA
2008 251 1.917.157,64 579 1.917.157,64 0 0,00 0 0,00 579 1.917.157,64
 Jumlah

1.096 7.727.239,08 1.862 7.727.239,08 377 267.439,06 469 2.362.109,33 1.016 5.097.690,69
28 Provinsi

Gorontalo
S.d. Semester II
TA 2007 229 333.226,13 409 333.226,13 15 18.416,21 0 0,00 394 314.809,92
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 223 685.804,04 386 112.484,17 196 15.950,98 15 5.233,30 175 91.299,89
Semester I TA
2008 131 63.843,19 217 38.851,99 0 0,00 0 0,00 217 38.851,99
 Jumlah

354 749.647,23 603 151.336,16 196 15.950,98 15 5.233,30 392 130.151,88
29 Provinsi

Sulawesi
Barat

S.d. Semester II
TA 2007

398 1.186.441,13 756 1.186.441,13 118 72.861,39 196 566.332,11 442 547.247,63
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 398 1.186.441,13 756 1.186.441,13 118 72.861,39 196 566.332,11 442 547.247,63
Semester I TA
2008 13 40.169,76 31 40.169,76 0 0,00 0 0,00 31 40.169,76
 Jumlah

411 1.226.610,89 787 1.226.610,89 118 72.861,39 196 566.332,11 473 587.417,39
30 Provinsi

Maluku
S.d. Semester II
TA 2007

383 5.625.002,46 729 5.625.002,46 145 137.596,65 101 626.079,55 483 4.861.326,26
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 383 5.625.002,46 729 5.625.002,46 145 137.596,65 101 626.079,55 483 4.861.326,26
Semester I TA
2008 39 771.763,86 89 771.763,86 0 0,00 0 0,00 89 771.763,86
 Jumlah

422 6.396.766,32 818 6.396.766,32 145 137.596,65 101 626.079,55 572 5.633.090,12
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31 Provinsi

Maluku Utara
S.d. Semester II
TA 2007

452 979.535,61 807 979.535,61 191 142.152,98 87 61.107,06 529 776.275,57
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 452 979.535,61 807 979.535,61 191 142.152,98 87 61.107,06 529 776.275,57
Semester I TA
2008 132 132.450,10 196 57.212,72 0 0,00 0 0,00 196 57.212,72
 Jumlah

584 1.111.985,71 1.003 1.036.748,33 191 142.152,98 87 61.107,06 725 833.488,29
32 Provinsi

Papua
S.d. Semester II
TA 2007 571 25.399.448,56 805 12.366.239,20 114 2.321.422,59 145 1.282.867,77 546 8.761.948,84
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 571 25.399.448,56 805 12.366.239,20 114 2.321.422,59 145 1.282.867,77 546 8.761.948,84
Semester I TA
2008 40 994.906,84 50 994.906,84 0 0,00 0 0,00 50 994.906,84
 Jumlah

611 26.394.355,40 855 13.361.146,04 114 2.321.422,59 145 1.282.867,77 596 9.756.855,68
33 Provinsi

Papua Barat
S.d. Semester II
TA 2007 291 2.579.955,26 360 2.579.955,26 71 173.013,87 108 489.954,66 181 1.916.986,73
Pemantauan
s.d. Semester I
TA 2008 291 2.579.955,26 360 2.579.955,26 71 173.013,87 108 489.954,66 181 1.916.986,73
Semester I TA
2008 60 1.641.108,26 177 1.641.108,26 0 0,00 0 0,00 177 1.641.108,26
 Jumlah

351 4.221.063,52 537 4.221.063,52 71 173.013,87 108 489.954,66 358 3.558.094,99

TOTAL 35.089 434.511.367,92 60.387 398.117.645,50 19.847 82.880.396,24 10.173 147.354.103,02 30.367 167.883.146,24
USD 19.345,91 USD 19.345,91 USD 449,50 USD 18.896,41

3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pada BUMN

Hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan atas 11 BUMN yang diperiksa pada semester I TA 2008
mengungkapkan bahwa sampai dengan semester I TA 2008 terdapat 2.051
temuan pemeriksaan Rp257,45 triliun, USD1,64 miliar, EUR27,52 juta,
JPY24,78 miliar, CHF27,36 ribu, GBP13,00 juta, AUD516,47 ribu dan
£123,00 ribu dan 2.640 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp109,78 triliun,
USD334,82 juta, EUR27,52 juta, JPY24,48 miliar, CHF27,36 ribu,
AUD516,47 ribu dan £123,00 ribu. Di antaranya sebanyak 757 rekomendasi
dengan nilai sebesar Rp34,16 triliun, USD18,00 juta, dan CHF27.36 ribu
telah ditindaklanjuti. 1.484 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp48,14 triliun,
USD117,10 juta, EUR27,52 juta, JPY24,48 miliar, AUD516.47 ribu, £123.00
ribu dalam proses tindak lanjut. Sisanya sebanyak 399 rekomendasi dengan
nilai sebesar Rp27,47 triliun dan USD199,70 juta belum ditindaklanjuti.

(dalam juta rupiah/ribu US$)
Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Status Penyelesaian

Telah
Ditindaklanjuti

Dalam Proses Tindak
Lanjut Belum DitindaklanjutiNo

Jenis Entitas Jml Nilai Jml Nilai
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1 PT PLN

1 S.d. Semester II TA 2007 155 56,299,591.69 155 56,299,591.69 16 4,384,430.58 0 - 139 51,915,161.11
 USD

1,468.40
 USD

1,468.40
 USD

1,468.40
 EUR 27,521.77  EUR 27,521.77  EUR 27,521.77

 YEN
24,489,197.97

 YEN
24,489,197.97

 YEN
24,489,197.97

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 155 56,299,591.42 155 56,299,591.42 16 4,384,430.58 78 26,281,613.87 61 25,633,546.97

 USD
1,468.40

 USD
1,468.40 -

 USD
1,300.40

 USD
168.00

 EUR 27,521.77  EUR 27,521.77  EUR 27,521.77
 YEN

24,489,197.97
 YEN

24,489,197.97
 YEN

24,489,197.97

3 Periode Semester I TA 2008 22 30,843,296.91 38 1,102,901.81 2 1,031,942.86 0 - 36 70,958.95
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 177 87,142,888.33 193 57,402,493.23 18 5,416,373.44 78 26,281,613.87 97 25,704,505.92

 USD
1,468.40

 USD
1,468.40 -

 USD
1,300.40

 USD
168.00

 EUR 27,521.77  EUR 27,521.77 -  EUR 27,521.77 -
 YEN

24,489,197.97
 YEN

24,489,197.97 -
 YEN

24,489,197.97 -
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2 PT PJB (GA TB 2003)

1 S.d. Semester II TA 2007 21 29,225.59 21                  29,225.59 9 11,261.63 0 - 12                  17,963.96
 USD

645.01  USD             645.01
 USD

125.80 -  USD             519.21

CHF 27.36 CHF 27.36  CHF 27.36

 GBP 20.72  GBP 20.72  GBP 20.72

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 21 29,225.59 21                  29,225.59 9 11,261.63 12                  17,963.96 0 -

 USD
645.01  USD             645.01

 USD
125.80  USD            519.21 -

CHF 27.36 CHF 27.36  CHF 27.36 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 21 29,225.59 21                  29,225.59 9 11,261.63 12  17,963.96

 USD
645.01 USD 645.01

 USD
125.80 USD 519.21 -

 CHF 27.36  CHF 27.36  CHF 27.36 -
3 PT Indonesia Power TB 2003

1 S.d. Semester II TA 2007 10 1,015.74 10                    1,015.74 0 - - 10                    1,015.74

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 10 1,015.74 10                    1,015.74 0 - 10                    1,015.74 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 10 1,015.74 10                    1,015.74 0 - 10                  1,015.74 0 -

4 PT Pertamina

1 S.d. Semester II TA 2007 0 - 0 - 0 - - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 74 7,679,970.37 86 7,679,970.37 43 142,613.37 43             7,537,357.00 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 74 7,679,970.37 86             7,679,970.37 43 142,613.37 43             7,537,357.00 0 -

5 PT PGN Tbk.

1 S.d. Semester II TA 2007 24 30,218.85 24                  30,218.85 10 310.41 - 14                  29,908.44
 USD
13,459.51  USD        13,459.51

 USD
29.12 -  USD        13,430.39

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 24 30,218.85 24                  30,218.85 10 310.41 3                    6,712.72 11                  23,195.72

 USD
13,459.51  USD        13,459.51

 USD
29.12 -  USD        13,430.39

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 24 30,218.85 24                  30,218.85 10 310.41 3                    6,712.72 11                  23,195.72

 USD
13,459.51  USD        13,459.51

 USD
29.12  USD        13,430.39

6 PT Tambang Batu Bara Bukit
Asam

1 S.d. Semester II TA 2007 17 94,038.73 17                  94,038.73 0 - 0 - 17                  94,038.73

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 17 94,038.73 17                  94,038.73 0 - 17                  94,038.73 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 17 94,038.73 17          94,038.73 0 - 17                  94,038.73 0 -

7 Perum Damri

1 S.d. Semester II TA 2007 23 18,061.22 23                  18,061.22 7 7,922.15 7                    8,575.18 9                    1,563.89

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 23 18,061.22 23                  18,061.22 7 7,922.15 7          8,575.18 9                    1,563.89

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 23 18,061.22 23                  18,061.22 7 7,922.15 7                    8,575.18 9                    1,563.89

8 Perum PPD

1 S.d. Semester II TA 2007 18 53,799.47 18                  53,799.47 0 - 0 - 18                  53,799.47

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 18 53,799.47 18                  53,799.47 0 - 0 - 18                  53,799.47

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 18 53,799.47 18                  53,799.47 0 - 0 - 18                53,799.47
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9 PT Angkasa Pura I

1 S.d. Semester II TA 2007 28 1,604,522.55 28             1,604,522.55 14 396,692.17 14             1,207,830.38 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 28 1,604,522.55 28             1,604,522.55 14 396,692.17 14             1,207,830.38 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 28 1,604,522.55 28             1,604,522.55 14 396,692.17 14             1,207,830.38 0 -

10 PT Angkasa Pura II

1 S.d. Semester II TA 2007 23 421,839.25 23                421,839.25 18 72,606.67 5            349,232.58 0 -
 USD

1,166.20  USD          1,166.20
 USD

1,166.20 - -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 23 421,839.25 23                421,839.25 18 72,606.67 5                349,232.58 0 -

 USD
1,166.20  USD          1,166.20

 USD
1,166.20 - -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 23 421,839.25 23                421,839.25 18 72,606.67 5                349,232.58 0 -

 USD
1,166.20  USD         1,166.20

 USD
1,166.20 - -

11 PT ASDP

1 S.d. Semester II TA 2007 18 17,747.18 18                  17,747.18 10 8,811.96 0 - 8                    8,935.22

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 18 17,747.18 18                  17,747.18 10 8,811.96 0 - 8                    8,935.22

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 18 17,747.18 18                  17,747.18 10 8,811.96 0 - 8                    8,935.22

12 PT Djakarta Lloyd

1 S.d. Semester II TA 2007 21 693,292.80 21                693,292.80 5 669,489.86 2                    5,864.87 14                  17,938.07
 USD

51,320.00  USD        51,320.00 - -  USD        51,320.00

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 21 693,292.80 21                693,292.80 5 669,489.86 2                    5,864.87 14    17,938.07

 USD
51,320.00  USD        51,320.00 - -  USD        51,320.00

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 21 693,292.80 21                693,292.80 5 669,489.86 2                    5,864.87 14                  17,938.07

 USD
51,320.00  USD        51,320.00 - -  USD        51,320.00

13 PT Garuda Indonesia

1 S.d. Semester II TA2007 17 496,766.59 17                496,766.59 0 - 0 - 17                496,766.59

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 17 496,766.59 17                496,766.59 1 - 16                496,766.59 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 17 496,766.59 17                496,766.59 1 - 16                496,766.59 0 -

14 PT Kereta Api

1 S.d. Semester II TA 2007 64 2,070,142.15 64             2,070,142.15 10 59,860.89 10                750,595.47 44             1,259,685.79

 USD 35.19  USD               35.19  USD 2.29 -  USD               32.90

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 64 2,070,142.15 64             2,070,142.15 10 59,860.89 10                750,595.47 44             1,259,685.79

 USD 35.19  USD               35.19  USD 2.29 -  USD               32.90
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 64 2,070,142.15 64             2,070,142.15 10 59,860.89 10                750,595.47 44             1,259,685.79

 USD
35.19  USD               35.19

 USD
2.29 -  USD               32.90

15 PT Merpati Nusantara Airlines

1 S.d. Semester II TA 2007 32 41,179.25 32                  41,179.25 9 3,571.30 9                    7,195.00 14                  30,412.95

 USD 7,881.44  USD          7,881.44  USD 92.44  USD         3,293.72  USD          4,495.28

AUD 516.47 AUD 516.47 AUD 0.00 AUD 516.47 AUD 0.00

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 32 41,179.25 32                  41,179.25 10 3,571.30 9                    7,195.00 13                  30,412.95

 USD 7,881.44  USD          7,881.44  USD 92.44  USD         3,293.72  USD          4,495.28
AUD 516.47 AUD 516.47 AUD 0.00 AUD 516.47 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 32 41,179.25 32                  41,179.25 10 3,571.30 9                    7,195.00 13                  30,412.95

 USD 7,881.44  USD          7,881.44  USD 92.44  USD         3,293.72  USD          4,495.28
 AUD           516.47  AUD            516.47 -  AUD           516.47 -
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16 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

1 S.d. Semester II TA 2007 9 16,280.58 9                  16,280.58 0 - 9                  16,280.58 0 -
 USD          43.87  USD           43.87 -  USD           43.87 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9 16,280.58 9                  16,280.58 0 - 9                  16,280.58 0 -

 USD         43.87  USD           43.87 -  USD          43.87 -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9 16,280.58 9                  16,280.58 0 - 9                  16,280.58 0 -

 USD         43.87  USD           43.87 -  USD           43.87 -
17 PT Pelindo I

1 S.d. Semester II TA 2007 6 77,549.40 6                  77,549.40 5 77,486.32 1                         63.08 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 6 77,549.40 6                  77,549.40 5 77,486.32 1                         63.08 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 6 77,549.40 6                  77,549.40 5 77,486.32 1                         63.08 0 -

18 PT Pelindo II

1 S.d. Semester II TA 2007 6 22,913.30 6   22,913.30 0 - 6                  22,913.30 0 -

 USD     1,344.03  USD      1,344.03 -  USD     1,344.03 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 6 22,913.30 6                  22,913.30 0 - 6                  22,913.30 0 -

 USD    1,344.03  USD     1,344.03 -  USD     1,344.03 -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 6 22,913.30 6                  22,913.30 0 - 6                  22,913.30 0 -

 USD     1,344.03  USD      1,344.03 -  USD      1,344.03 -
19 PT Pelindo III

1 S.d. Semester II TA 2007 37 126,991.97 37   126,991.97 20 16,622.50 17                110,369.47 0 -

 USD 561.06  USD             561.06 -  USD            561.06 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 37 126,991.97 37                126,991.97 20 16,622.50 17                110,369.47 0 -

 USD 561.06  USD             561.06 -  USD            561.06 -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 37 126,991.97 37                126,991.97 20 16,622.50 17                110,369.47 0 -

 USD 561.06  USD             561.06 -  USD            561.06 -
20 PT Pelindo IV

1 S.d. Semester II TA 2007 4 216,571.99 4                216,571.99 4 216,571.99 0 - 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 4 216,571.99 4  216,571.99 4 216,571.99 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 4 216,571.99 4                216,571.99 4 216,571.99 0 - 0 -

21 PT Pelni

1 S.d. Semester II TA 2007 16 88,105.69 16                  88,105.69 7 76,099.36 9                  12,006.33 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 16 88,105.69 16                  88,105.69 7 76,099.36 9                  12,006.33 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 16 88,105.69 16                  88,105.69 7 76,099.36 9                  12,006.33 0 -

22 PT Rukindo

1 S.d. Semester II TA 2007 21 92,902.07 21                  92,902.07 11 68,047.39 10                  24,854.68 0 -

 USD 341.70  USD             341.70  USD 341.70 - -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 21 92,902.07 21                  92,902.07 11 68,047.39 10                  24,854.68 0 -

 USD 341.70  USD             341.70  USD 341.70 - -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 21 92,902.07 21                  92,902.07 11 68,047.39 10                  24,854.68 0 -

 USD 341.70  USD             341.70  USD 341.70 - -
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23 PT Hutama Karya

1 S.d. Semester II TA 2007 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008

(update balance) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA2008 21 359,261.50 21                359,261.50 2 3,460.62 19                355,800.88 0 -

 USD 0.02  USD                 0.02 -  USD                0.02 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 21 359,261.50 21                359,261.50 2 3,460.62 19                355,800.88 0 -

 USD 0.02  USD                 0.02 -  USD                0.02 -
24 PT KBN

1 S.d. Semester II TA 2007 9 44,623.56 9                  44,623.56 2 17.18 7                  44,606.38 0 -

 USD 86.74  USD               86.74 -  USD      86.74 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9 44,623.56 9                  44,623.56 2 17.18 7                  44,606.38 0 -

 USD 86.74  USD               86.74 -  USD              86.74 -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9 44,623.56 9                  44,623.56 2 17.18 7                  44,606.38 0 -

 USD 86.74  USD               86.74 -  USD              86.74 -
25 PT KIM

1 S.d. Semester II TA 2007 9 7,367.85 9                    7,367.85 0 - 9                    7,367.85 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9 7,367.85 9                    7,367.85 0 - 9                    7,367.85 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9 7,367.85 9                    7,367.85 0 - 9                 7,367.85 0 -

26 PT KIMA

1 S.d. Semester II TA 2007 8 1,460.70 8                    1,460.70 6 1,460.70 2 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 2 - 2 - 0 - 2 - 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 2 - 2 - 0 - 2 - 0 -

27 PT Nindya Karya

1 S.d. Semester II TA 2007 8 13,930.83 8                  13,930.83 0 - 0 - 8                  13,930.83

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 8 13,930.83 8                  13,930.83 0 - 0 - 8                  13,930.83

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 8 13,930.83 8                  13,930.83 0 - 0 - 8                  13,930.83

28 PT PFN

1 S.d. Semester II TA 2007 6 2,151.32 6                    2,151.32 0 379.30 6                    1,772.02 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 6 2,151.32 6                    2,151.32 0 379.30 6                    1,772.02 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 6 2,151.32 6            2,151.32 0 379.30 6                    1,772.02 0 -

29 PT PP

1 S.d. Semester II TA 2007 1 1,750.80 1                    1,750.80 0 - 1                    1,750.80 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 1 1,750.80 1                    1,750.80 0 - 1                   1,750.80 0 -

3 Periode Semester I TA2008 11 425,176.60 11                425,176.60 0 - 11                425,176.60 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 12 426,927.40 12                426,927.40 0 - 12                426,927.40 0 -

30 PT Telkom

1 S.d. Semester II TA 2007 11 20,832.13 11                  20,832.13 0 - 8                  19,968.52 3                       863.61

 USD 130,879.54  USD      130,879.54 -  USD  618.79  USD      130,260.75
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 11 20,832.13 11                  20,832.13 3 5,920.12 5                  14,048.40 3                       863.61

 USD 130,879.54  USD      130,879.54
 USD
20.14  USD            598.65  USD      130,260.75

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 11 20,832.13 11                  20,832.13 3 5,920.12 5                  14,048.40 3 863.61

 USD 130,879.54  USD      130,879.54  USD 20.14  USD            598.65  USD      130,260.75
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31 PT Waskita Karya

1 S.d. Semester II TA 2007 7 15,229.66 7 15,229.66 0 - 0 - 7 15,229.66
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 7 15,229.66 7 15,229.66 0 - 0 - 7 15,229.66

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 7 15,229.66 7 15,229.66 0 - 0 - 7 15,229.66

32 PT Barata Indonesia

1 S.d. Semester II TA 2007 11 13,363.58 11 13,363.58 2 3,529.19 9 9,834.39 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 11 13,363.58 11 13,363.58 2 3,529.19 9 9,834.39 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 11 13,363.58 11 13,363.58 2 3,529.19 9 9,834.39 0 -

33 PT Bio Farma

1 S.d. Semester II TA 2007 9 9,240.00 9 9,240.00 6 1,130.00 3 8,110.00 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9 9,240.00 9 9,240.00 7 8,107.99 2 1,132.01 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9 9,240.00 9 9,240.00 7 8,107.99 2 1,132.01 0 -

34 PT Dahana

1 S.d. Semester II TA 2007 52 181,114.42 52 181,114.42 5 90,746.02 47 90,368.40 0 -
 USD     1,010.41  USD      1,010.41  USD   834.10  USD        176.31 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 52 181,114.42 52 181,114.42 5 90,746.02 47 90,368.40 0 -

 USD 1,010.41  USD 1,010.41  USD 834.10  USD 176.31 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 52 181,114.42 52 181,114.42 5 90,746.02 47 90,368.40 0 -

 USD 1,010.41  USD 1,010.41  USD 834.10  USD 176.31 -

35 PT Dok & Perkapalan Kodja
Bahari

1 S.d. Semester II TA 2007 16 1,502,712.74 16 1,502,712.74 0 - 16 1,502,712.74 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 16 1,502,712.74 16 1,502,712.74 0 - 16 1,502,712.74 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 16 1,502,712.74 16 1,502,712.74 0 - 16 1,502,712.74 0 -

36 PT DPS

1 S.d. Semester II TA 2007 21 72,649.41 21 72,649.41 0 - 21 72,649.41 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 21 72,649.41 21 72,649.41 0 - 21 72,649.41 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 21 72,649.41 21 72,649.41 0 - 21 72,649.41 0 -

37 PT Indofarma

1 S.d. Semester II TA 2007 18 174,430.25 18 174,430.25 0 - 18 174,430.25 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 18 174,430.25 18 174,430.25 0 - 18 174,430.25 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 18 174,430.25 18 174,430.25 0 - 18 174,430.25 0 -

38 PT Industri Sandang Nusantara

1 S.d. Semester II TA 2007 13 28,338.84 13 28,338.84 0 - 13 28,338.84 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 13 28,338.84 13 28,338.84 0 - 13 28,338.84 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 13 28,338.84 13 28,338.84 0 - 13 28,338.84 0 -
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39 PT INKA

1 S.d. Semester II TA 2007 8 111,180.17 8                111,180.17 6 94,040.14 2                  17,140.03 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 8 111,180.17 8                111,180.17 6 94,040.14 2                  17,140.03 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 8 111,180.17 8                111,180.17 6 94,040.14 2                  17,140.03 0 -

40 PT INTI

1 S.d. Semester II TA 2007 20 626,552.65 20                626,552.65 3 240.00 17                626,312.65 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 20 626,552.65 20                626,552.65 5 258.27 15                626,294.38 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 20 626,552.65 20                626,552.65 5 258.27 15                626,294.38 0 -

41 PT Kimia Farma

1 S.d. Semester II TA 2007 16 15,327.94 16                  15,327.94 0 - 16                  15,327.94 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 16 15,327.94 16         15,327.94 0 - 16                  15,327.94 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 16 15,327.94 16                  15,327.94 0 - 16                  15,327.94 0 -

42 PT Krakatau Steel

1 S.d. Semester II TA 2007 37 140,372.20 37                140,372.20 30 95,903.01 7                  44,469.19 0 -
 USD
61.28  USD               61.28 -  USD              61.28 -

£123.00 £123.00 - £123.00 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 37 140,372.20 37                140,372.20 30 95,903.01 7                  44,469.19 0 -

 USD
61.28  USD               61.28 -  USD              61.28 -

£123.00 £123.00 - £123.00 -
3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 37 140,372.20 37                140,372.20 30 95,903.01 7                  44,469.19 0 -

 USD
61.28  USD               61.28 -  USD              61.28 -

£123.00 £123.00 - £123.00 -
43 PT LEN Industri

1 S.d. Semester II TA 2007 8 25,448.01 8                  25,448.01 5 12,503.70 3                  12,944.31 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 8 25,448.01 8                  25,448.01 6 12,539.00 2  12,909.01 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 8 25,448.01 8                  25,448.01 6 12,539.00 2                  12,909.01 0 -

44 PT PAL

1 S.d. Semester II TA 2007 23 392,933.11 23                392,933.11 0 - 23                392,933.11 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 23 392,933.11 23                392,933.11 0 - 23                392,933.11 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 23 392,933.11 23                392,933.11 0 - 23                392,933.11 0 -

45 PT PINDAD

1 S.d. Semester II TA 2007 23 958,674.12 23                958,674.12 13 645,149.45 10                313,524.67 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 23 958,674.12 23                958,674.12 14 645,665.69 9                313,008.43 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 23 958,674.12 23                958,674.12 14 645,665.69 9                313,008.43 0 -

46 PT Semen Baturaja

1 S.d. Semester II TA 2007 9 19,812.28 9                  19,812.28 2 6,398.90 7            13,413.38 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9 19,812.28 9                  19,812.28 3 6,611.40 6                  13,200.88 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9 19,812.28 9                  19,812.28 3 6,611.40 6                  13,200.88 0 -
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47 PT Semen Kupang

1 S.d. Semester II TA 2007 9                    4,953.69 9                    4,953.69 0 - 9                    4,953.69 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 9                    4,953.69 9                    4,953.69 0 - 9                    4,953.69 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 9                    4,953.69 9                    4,953.69 0 - 9                    4,953.69 0 -

48 PTPN XIV
1 S.d. Semester II TA 2007 13                147,650.36 20                147,650.36 0 - - 20 147,650.36
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 13                147,650.36 20                147,650.36 0 - - 20 147,650.36

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 13                147,650.36 20                147,650.36 0 - 0 - 20 147,650.36

49 PTPN IX
1 S.d. Semester II TA 2007 10                  86,708.73 10                  86,708.73 0 - 10                  86,708.73 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 10                  86,708.73 10                  86,708.73 0 - 10                  86,708.73 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 10                  86,708.73 10                  86,708.73 0 - 10              86,708.73 0 -

50 PT RNI
1 S.d. Semester II TA 2007 29             4,807,301.33 54             4,807,301.33 1                 323.59 53             4,806,977.74 -

 USD       92,420.00  USD        92,420.00 -  USD       92,420.00 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 29     4,807,301.33 54             4,807,301.33 1                 323.59 53             4,806,977.74

 USD       92,420.00  USD        92,420.00 -  USD       92,420.00 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 29             4,807,301.33 54             4,807,301.33 1                 323.59 53             4,806,977.74 0 -

 USD       92,420.00  USD        92,420.00 -  USD       92,420.00 -
51 PT Inhutani II

1 S.d. Semester II TA 2007 8                  58,777.23 8                  58,777.23 0 - 8                  58,777.23 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 8                  58,777.23 8                  58,777.23 0 - 8                  58,777.23 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 8                  58,777.23 8                  58,777.23 0 - 8                  58,777.23 0 -

52 PT Pupuk Kujang
1 S.d. Semester II TA 2007 7                    7,427.29 8                    7,427.29 2                 361.55 6                  7,065.74 -

 USD            778.25  USD             778.25  USD       778.25 - -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 7                    7,427.29 8                    7,427.29 2                 361.55 6                    7,065.74 -

 USD            778.25  USD             778.25  USD       778.25 - -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 7                    7,427.29 8                    7,427.29 2                 361.55 6                    7,065.74 0 -

 USD       778.25  USD             778.25  USD       778.25 - -
53 PT Petrokimia Gresik

1 S.d. Semester II TA 2007 6                  29,396.88 6      29,396.88 5            23,704.44 1                    5,692.44 -

 USD         1,520.21  USD          1,520.21  USD    1,520.21 - -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 6                  29,396.88 6                  29,396.88 5            23,704.44 1                    5,692.44 -

 USD         1,520.21  USD          1,520.21  USD    1,520.21 - -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 6                  29,396.88 6                  29,396.88 5            23,704.44 1                    5,692.44 0 -

 USD         1,520.21  USD          1,520.21  USD    1,520.21 - -
54 PT Pupuk Kaltim

1 S.d. Semester II TA 2007 4                  12,055.57 4                  12,055.57 1            12,055.57 3 - -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 4                  12,055.57 4       12,055.57 1            12,055.57 3 - -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 4                  12,055.57 4                  12,055.57 1            12,055.57 3 - 0 -

55 PT Pusri
1 S.d. Semester II TA 2007 3                  92,379.80 3                  92,379.80 1 - 2                  92,379.80 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 3                  92,379.80 3                  92,379.80 1 - 2                  92,379.80 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 3                  92,379.80 3                  92,379.80 1 - 2                  92,379.80 0 -
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56 PT Balai Pustaka

1 S.d. Semester II TA 2007 14                109,112.50 19                109,112.50 0 19 109,112.50 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 14                109,112.50 19                109,112.50 0 19 109,112.50 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 14                109,112.50 19                109,112.50 0 - 19 109,112.50 0 -

57 Perum Peruri
1 S.d. Semester II TA 2007 29                124,329.87 29                124,329.87 14 84,468.34 15 39,861.53 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 29                124,329.87 29                124,329.87 14 84,468.34 15 39,861.53 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 29              124,329.87 29                124,329.87 14 84,468.34 15 39,861.53 0 -

58 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1 s.d. Semester II TA 2007 125           20,314,245.76 206             1,200,479.03 0 - 206 1,200,479.03 0 -
 USD     390,775.90  USD          4,000.00 -  USD         4,000.00

-
 GBP        13,000.00 - - -

 JPY       300,000.00 - - -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 125           20,314,245.76 206             1,200,479.03 0 - 206 1,200,479.03 0 -

 USD     390,775.90  USD          4,000.00 -  USD         4,000.00
-

 GBP        13,000.00 - - -

 JPY       300,000.00 - - -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 125           20,314,245.76 206             1,200,479.03 0 - 206 1,200,479.03 0 -

 USD     390,775.90  USD          4,000.00 -  USD         4,000.00
-

 GBP        13,000.00 - - -
-

 JPY       300,000.00 - - -
-

59 Dana Pensiun BNI

1 s.d. Semester II TA 2007 10                225,709.17 10                    3,392.47 2 3,392.47 8 - 0 -
 USD       27,977.60 - - -

-
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 10                225,709.17 10                    3,392.47 2 3,392.47 8 - 0 -

 USD       27,977.60 - - -
-

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 10                225,709.17 10                    3,392.47 2 3,392.47 8 - 0 -

 USD       27,977.60 - - -
-

60 PT BNI Cabang London

1 s.d. Semester II TA 2007 20 - 2 - 0 - 2 - 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 20 - 2 - 0 - 2 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 20 - 2 - 0 - 2 - 0 -

61 PT BNI Multifinance

1 s.d. Semester II TA 2007 12                170,712.81 23 - 0 - 23 - 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 12                170,712.81 23 - 15 - 8 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 12                170,712.81 23 - 15 - 8 - 0 -

62 PT Bank Tabungan Negara (Persero)

1 s.d. Semester II TA 2007 60                637,796.49 120                  64,661.00 1 - 119 64,661.00 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 60                637,796.49 120                  64,661.00 1 - 119 64,661.00 0 -

3 Periode Semester I TA2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 60                637,796.49 120              64,661.00 1 - 119 64,661.00 0 -

63 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1 s.d. Semester II TA 2007 78             5,854,815.19 189          81,322.99 2 - 187 81,322.99
 USD     692,380.68 - - -

-
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 78             5,854,815.19 189                  81,322.99 68 - 121 81,322.99 0 -

 USD    692,380.68 - - -
-

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 78             5,854,815.19 189                  81,322.99 68 - 121 81,322.99 0 -

 USD     692,380.68 - - -
-
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64 Dana Pensiun BRI

1 s.d. Semester II TA 2007 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 10                171,946.03 14 - 0 - 14 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 10                171,946.03 14 - 0 - 14 - 0 -

65 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1 s.d. Semester II TA 2007 63           72,676,259.15 86           26,046,746.64 61 25,499,666.20 25                547,080.44 0 -

 USD       95,107.20 - - - -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 63           72,676,259.15 86           26,046,746.64 76 25,817,849.64 10                228,897.00 0 -

 USD       95,107.20 - - - -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 63           72,676,259.15 86           26,046,746.64 76 25,817,849.64 10                228,897.00 0 -

 USD       95,107.20 - - - -
66 PT Bank Syariah Mandiri

1 s.d. Semester II TA 2007 33                840,182.59 99                    6,306.44 52 - 47                    6,306.44 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 33                840,182.59 99                    6,306.44 52 - 47                    6,306.44 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 33                840,182.59 99      6,306.44 52 - 47                    6,306.44 0 -

67 PT Mandiri Sekuritas

1 s.d. Semester II TA 2007 12                275,423.25 15 - 0 - 15 - -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 12                275,423.25 15 - 9 - 6 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 12                275,423.25 15 - 9 - 6 - 0 -

68 Dana Pensiun Bank Mandiri Satu

1 s.d. Semester II TA 2007 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 10                  47,915.20 14 - 0 - 14 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 10                  47,915.20 14 - 0 - 14 - 0 -

69 PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

1 s.d. Semester II TA 2007 15             1,157,667.48 18 - 3 - 15 - 0 -
 USD       58,495.54 -

-
- -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 15             1,157,667.48 18 - 3 - 15 - 0 -

 USD       58,495.54 -
-

- -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) s.d. Semester I TA 2008 15       1,157,667.48 18 - 3 - 15 - 0 -

 USD       58,495.54 -
-

- -

70 Askes

1 S.d. Semester II TA 2007 15                  10,145.72 15 - 14 - 1 - 0 -

2
Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 15                  10,145.72 15 - 15 - 0 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 15                  10,145.72 15 - 15 - 0 - 0 -

71 PT Taspen
1 S.d. Semester II TA 2007 26                396,714.17 26 - 16 - 10 - 0 -
2

Pemantauan s.d. Smt I TA 2008
(update balance) 26                396,714.17 26 - 21 - 5 - 0 -

3 Periode Semester I TA 2008 52           26,696,578.73 125 - 42 - 83 - 0 -
4
(2+3) S.d Semester I TA 2008 78           27,093,292.90 151 - 63 - 88 - 0 -
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72 PT Jamsostek
1 S.d. Semester II TA 2007 65             1,958,365.26 65 - 41 - 24 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 65             1,958,365.26 65 - 58 - 7 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 65             1,958,365.26 65 - 58 - 7 - 0 -

73 PT Asabri
1 S.d. Semester II TA 2007 16                153,332.39 16 - 11 - 5 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 16                153,332.39 16 - 12 - 4 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 16                153,332.39 16 - 12 - 4 - 0 -

74 PT ASEI-ADTT
1 S.d. Semester II TA 2007 8                  29,743.38 8 - 2 - 6 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 8                  29,743.38 8 - 2 - 6 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 8                  29,743.38 8 - 2 - 6 - 0 -

75 PT Askrindo-ADTT
1 S.d. Semester II TA 2007 18                512,966.55 18 - 3 - 15 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 18                512,966.55 18 - 3 - 15 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 18                512,966.55 18 - 3 - 15 - 0 -

76 PT Jiwasraya
1 S.d. Semester II TA 2007 31             1,314,874.95 31 - 3 - 27 - 1 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 31             1,314,874.95 31 - 3 - 27 - 1 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 31             1,314,874.95 31 - 3 - 27 - 1 -

77 PT Jasa Raharja
1 S.d. Semester II TA 2007 14      193,989.57 14 - 8 - 6 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 14                193,989.57 14 - 8 - 6 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 14                193,989.57 14 - 8 - 6 - 0 -

78 PT Jasindo
1 S.d. Semester II TA 2007 23                345,924.06 33 - 7 - 19 - 7 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 23                345,924.06 33 - 26 - 7 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4 (2+3) S.d Semester I TA 2008 23                345,924.06 33 - 26 - 7 - 0 -

79 PT Permodalan Madani (Persero)
1 s.d Semester II 2007 21                  78,747.14 47 - 0 - - 47 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 21                  78,747.14 47 - 0 - 47 - 0 -
3 Periode Semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4 (2+3) Sd. Semester I TA 2008 21                  78,747.14 47 - 0 - 47 - 0 -

80 PT Bahana
1 s.d Semester II 2007 17             2,842,022.00 18 - 0 - 0 - 18 -

 USD       58,838.98 - - - -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 17             2,842,022.00 18 - 4 - 13 - 1 -
 USD       58,838.98 - - - -

3 Periode sd. Smt I Tahun 2008 0 - - - - -
4 (2+3) Sd. Semester I TA 2008 17             2,842,022.00 18 - 4 - 13 - 1 -

 USD       58,838.98 - - - -
81 Perum Pegadaian

1 s.d Semester II 2007 0 - - 0 - 0 - 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 0 - - 0 - 0 - 0 -
3 Periode sd. Smt I Tahun 2008 5   3,112,641.00 8 - - - 8 -

4 (2+3) Sd. Semester I TA 2008 5             3,112,641.00 8 - 0 - 0 - 8 -
82 Perum Bulog

1 s.d semester II TA 2007 93             5,702,473.57 141                235,852.10 9              1,758.97 11                  62,108.70 121                171,984.43
 USD       15,181.31  USD        13,093.59  USD  13,093.59 - -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 93             5,702,473.57 141                235,852.10 9              1,758.97 14                  62,565.86 118                171,527.27
 USD       15,181.31  USD        13,093.59  USD  13,093.59 - -

3 Periode semester I TA 2008 0 - - - - -
4 (2+3) s.d. semester I TA 2008 93             5,702,473.57 141                235,852.10 9              1,758.97 14                  62,565.86 118                171,527.27

 USD       15,181.31  USD        13,093.59  USD  13,093.59 - -
83 PT SI

1 s.d. Semester II TA 2007 9                  53,478.57 21                  37,582.66 17            13,186.02 4     24,396.64 0 -

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 9                  53,478.57 21                  37,582.66 17            13,186.02 4                  24,396.64 0 -
3 Periode semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) s.d. semester I TA 2008 9                  53,478.57 21                  37,582.66 17            13,186.02 4                  24,396.64 0 -

84 PT PPI
1 s.d. Semester II TA 2007 17                205,979.30 19                170,893.98 0 - 0 - 19                170,893.98

 USD       12,772.57  USD        12,704.19 - - USD        12,704.19

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 17 - 19                170,893.98 0 - 6                152,443.07 13                  18,450.91
-  USD        12,704.19 -  USD       12,704.19 -

3 Periode semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) s.d. semester I TA 2008 17 - 19                170,893.98 0 - 6        152,443.07 13                  18,450.91

-  USD        12,704.19 -  USD       12,704.19 -
85 KPU PT Posindo

1 s.d. Semester II TA 2007 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25
3 Periode semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) s.d. semester I TA 2008 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25

s.d. semester I TA 2008 2051 257,456,291.72 2,640 109,788,463.76   757     34,168,619.93 1,484 48,149,122.91   399 27,470,720.92
 USD  1,643,780.06  USD      334,820.64  USD  18,003.84  USD     117,109.48  USD      199,707.32
 EUR 27,521.77  EUR 27,521.77 -  EUR 27,521.77 -
 YEN 24,489,197.97  YEN 24,489,197.97 -  YEN 24,489,197.97 -
 CHF 27.36  CHF 27.36  CHF 27.36 - -
 GBP        13,000.00 - - - -
 AUD           516.47  AUD            516.47 -  AUD           516.47 -
£123.00 £123.00 - £123.00 -
 JPY       300,000.00 - - - -
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85 KPU PT Posindo
1 s.d. Semester II TA 2007 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25

2 Pemantauan s.d. Smt I TA 2008 (update balance) 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25
3 Periode semester I TA 2008 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 (2+3) s.d. semester I TA 2008 6                    3,031.25 6                    3,031.25 0 - 0 - 6                    3,031.25

s.d. semester I TA 2008 2051 257,456,291.72 2,640 109,788,463.76   757     34,168,619.93 1,484 48,149,122.91   399 27,470,720.92
 USD  1,643,780.06  USD      334,820.64  USD  18,003.84  USD     117,109.48  USD      199,707.32
 EUR 27,521.77  EUR 27,521.77 -  EUR 27,521.77 -
 YEN 24,489,197.97  YEN 24,489,197.97 -  YEN 24,489,197.97 -
 CHF 27.36  CHF 27.36  CHF 27.36 - -
 GBP        13,000.00 - - - -
 AUD           516.47  AUD            516.47 - AUD           516.47 -
£123.00 £123.00 - £123.00 -
 JPY       300,000.00 - - - -

4. Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI yang
berindikasi Tindak Pidana dan atau Kerugian Negara yang dilaporkan
kepada instansi yang berwenang.

Memenuhi ketentuan Pasal 14  ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara serta Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa apabila dalam
pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana
tersebut. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 menyatakan bahwa laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat
penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam periode Tahun 2004 s.d. Juni 2008, BPK telah menyampaikan 50
laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian
negara kepada aparat penegak hukum senilai Rp31.147.780.573.674,90 dan
US$458,009,005.94, dengan rincian sebagai berikut.

a. Tahun 2004

Terdapat 10 hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang dilaporkan
kepada aparat penegak hukum, terdiri dari sembilan hasil pemeriksaan atas
pemerintah daerah, kredit ekspor dan inventarisasi kekayaan negara
dilaporkan kepada Kejaksaan Agung senilai Rp383.831.309.309,17 dan
US$3,240,000.00, serta satu hasil pemeriksaan atas rekening pada BI dan
BPPN dilaporkan kepada Kepolisian RI senilai Rp18.964.610.392.267,00.

b. Tahun 2005

Terdapat tujuh hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang dilaporkan
kepada aparat penegak hukum, terdiri dari enam hasil pemeriksaan atas
kredit perbankan, biaya dan pengelolaan investasi, serta badan pengelola
keuangan negara lainnya kepada Kejaksaan Agung senilai
Rp2.744.369.861.514,57 dan US$39,095,836.97 dan satu hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan konsolidasi BUMN keuangan non bank kepada
Kepolisian RI senilai Rp103.625.000.000,00.

c. Tahun 2006

Terdapat 11 hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang dilaporkan
kepada aparat penegak hukum, terdiri dari delapan hasil pemeriksaan atas
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pemerintah daerah, BUMN, kredit ekspor, dan kredit macet kepada Kejaksaan
Agung senilai Rp692.927.311.174,85 serta tiga hasil pemeriksaan atas
pemerintah daerah dan Bank Indonesia senilai Rp120.333.750.000,00 kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

d. Tahun 2007

Terdapat 17 hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang dilaporkan
kepada aparat penegak hukum, terdiri dari sembilan hasil pemeriksaan atas
dana bagi hasil PBB dan BPHTB, laporan keuangan pemerintah daerah,
pengelolaan keuangan negara pada KPUD, pemerintah daerah, instansi pusat
dan subsidi pemerintah senilai Rp1.741.808.388.710,83 kepada Kejaksaan
Agung RI, empat hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BUMN, dana
bagi hasil PBB dan BPHTB, dan pengelolaan keuangan daerah senilai
Rp428.951.333.811,66 kepada Kepolisian Negara RI serta empat hasil
pemeriksaan atas dana bagi hasil PBB dan BPHTB, perbankan, dan
pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dan instansi pusat senilai
Rp40.091.446.785,16 dan US$234,914,223.00, kepada KPK.

e. Tahun 2008 (s.d bulan Juni 2008)

Terdapat lima hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang dilaporkan
kepada aparat penegak hukum, terdiri dari satu hasil pemeriksaan atas rumah
negara pada instansi pusat senilai Rp5.683.516.269.529,90 dan
US$154,383,306.97 kepada Kejaksaan Agung RI dan empat hasil
pemeriksaan atas pemerintah daerah, badan pengelola keuangan lainnya senilai
Rp243.715.510.571,88 dan US$26,375,639.00 kepada KPK.

Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca rincian sebagai dimuat dalam matriks
sebagai berikut.

N o A p a r a t  P e n e g a k  H u k u m T a h u n  /  J u m l a h
H a s i l  P e m e r i k s a a n N i l a i  H a s i l  P e m e r i k s a a n

1 . K e ja k s a a n  A g u n g  R I 2 0 0 4 9 R p 3 8 3 . 8 3 1 . 3 0 9 . 3 0 9 , 1 7
U S $ 3 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0

2 0 0 5 6 R p 2 . 7 4 4 . 3 6 9 . 8 6 1 . 5 1 4 , 5 7
U S $ 3 9 , 0 9 5 , 8 3 6 . 9 7

2 0 0 6 8 R p 6 9 2 . 9 2 7 . 3 1 1 . 1 7 4 , 8 5
2 0 0 7 9 R p 1 . 7 4 1 . 8 0 8 . 3 8 8 . 7 1 0 , 8 3

2 0 0 8 1 R p 5 . 6 8 3 . 5 1 6 . 2 6 9 . 5 2 9 , 9 0
U S $ 1 5 4 , 3 8 3 , 3 0 6 . 9 7

S u b  T o t a l 3 3 R p . 1 1 . 2 4 6 . 4 5 3 . 1 4 0 . 2 3 9 , 3 0
U S $ 1 9 6 , 7 1 9 , 1 4 3 . 9 4

2 . K o m is i  P e m b e r a n t a s a n  K o r u p s i 2 0 0 4 -
2 0 0 5 -
2 0 0 6 3 R p 1 2 0 . 3 3 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

2 0 0 7 4 R p 4 0 . 0 9 1 . 4 4 6 . 7 8 5 , 1 6
U S $ 2 3 4 , 9 1 4 , 2 2 3 . 0 0

2 0 0 8 4 R p 2 4 3 . 7 1 5 . 5 1 0 . 5 7 1 , 8 8
U S $ 2 6 , 3 7 5 , 6 3 9 . 0 0

 S u b  T o t a l 1 1 R p 4 0 4 , 1 4 0 , 7 0 7 , 3 5 7 . 0 4
U S $ 2 6 1 , 2 8 9 , 8 6 2 . 0 0

3 . K e p o l i s ia n  R I 2 0 0 4 1 R p 1 8 . 9 6 4 . 6 1 0 . 3 9 2 . 2 6 7 , 0 0
2 0 0 5 1 R p 1 0 3 . 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 0 0 6 -
2 0 0 7 4 R p 4 2 8 . 9 5 1 . 3 3 3 . 8 1 1 , 6 6
2 0 0 8 -

 S u b  T o t a l 6 R p 1 9 , 4 9 7 , 1 8 6 , 7 2 6 , 0 7 8 . 6 6

T O T A L 5 0 R p 3 1 . 1 4 7 . 7 8 0 . 5 7 3 . 6 7 4 , 9 0
U S $ 4 5 8 , 0 0 9 , 0 0 5 . 9 4 .
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BAGIAN V
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI

KERUGIAN NEGARA/DAERAH

1. Pendahulaun

Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah didasarkan pada
kewenangan BPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang
menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian
negara/daerah tersebut, BPK berwenang memantau hal-hal di bawah ini.

1. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

2. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

3. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Sasaran pemantauan BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan instansi dalam menaati ketentuan pembentukan Tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), penatausahaan dokumen, pelaporan,
dan penghapusan/pembebasan;

2. Kepatuhan instansi dalam menaati ketentuan batas waktu penyelesaian
ganti kerugian negara/daerah;

3. Pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara;

4. Penetapan dan pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai
negeri bukan bendahara;

5. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga; dan

6. Kerugian negara/daerah yang sedang dan belum diproses penetapan
pembebanannya.
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2. Cakupan Pemantauan

Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I
Tahun Anggaran 2008 (sampai dengan 31 Juli 2008) mencakup 294 instansi
dari 1652 instansi atau sebanyak 17,80%.

3. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

3.1 Kerugian Negara/Daerah yang Telah Ditetapkan Pembebanannya

a. Instansi Pusat

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan
keputusan pembebanannya baik melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) maupun melalui tuntutan ganti rugi (TGR) pada instansi
pusat terdiri dari 463 kasus atau 2,86% dari seluruh kasus ganti kerugian
negara/daerah yang terpantau senilai Rp64.554.770.059,67;
US$4.198.838,97; Pesos215,212,600.27; K91,647.25; RM58,531.24;
DM388,453.93; €106,660.27; NZD1,336.37; KsHs2,000,000.00;
CAD12,429.00 dan AUD20,814.88, dengan rincian 23 kasus ganti kerugian
negara terhadap bendahara senilai Rp6.225.834.596,41; US$503.874,31;
Pesos215.212.600,27; K4.503,56; NZD1.336,37; KsHs2.000.000,00; 382
kasus ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai bukan bendahara senilai
Rp47.395.359.617,06; US$2.196.632,66; K87.143,69; RM58.531,24;
DM388.453,93; €106.660,27; CAD12.429,00; AUD20.814,88; dan 58 kasus
ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga senilai
Rp10.933.575.846,20 dan US$1.498.332,00

Dari kerugian yang telah ditetapkan keputusan pembebanannya,
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah mencapai 22,89% dari jumlah
kasus yang telah ditetapkan keputusan pembebanannya atau 0,66% dari
keseluruhan kasus kerugian negara/daerah yang terpantau yang meliputi
106 kasus senilai Rp18.163.199.589,89; US$576.745,09; K32.837,68,
€58.923,61; NZD1.336,37; CAD12.429,00; AUD18.781,73.

Rincian atas penyelesaian ganti kerugian negara/daaerah yang telah
ditetapkan keputusan pembebanannya adalah sebagai berikut:

(1) Ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara terdiri dari 23 kasus
senilai Rp6.225.834.596,41; US$503.874,31; Pesos215.212.600,27;
K4.503,56; NZD1.336,37; KsHs2.000.000,00 yang sebanyak tiga kasus
yang telah diangsur atau dilunasi senilai Rp454.102.063,59; US$50.280,67;
NZD1.336,37 dan masih terdapat 20 kasus yang belum diselesaikan senilai
Rp5.771.732.532,82; US$453.593,64; Pesos215.212.600,27; K4.503,56;
KsHs2.000.000,00.
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(2) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
terdiri dari 382 kasus senilai Rp47.395.359.617,06; US$2.196.632,66;
K87.143,69; RM58.531,24; DM388.453,93; €106.660,27; CAD12.429,00;
AUD20.814,88 yang sebanyak 75 kasus yang telah diangsur atau dilunasi
senilai Rp7.991.454.808,62; US$457.642,86; K32.837,68; €58.923,61;
CAD12.429,00; AUD18.781,73; dan masih terdapat 307 kasus yang belum
diselesaikan senilai Rp39.403.904.808,44; US$1.738.989,80; K54.306,01;
RM58.531,24; DM388.453,93; €47.736,66; dan AUD2.033,15.

(3) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga terdiri dari 58 kasus
senilai Rp10.933.575.846,20 dan US$1.498.332,00 dimana sebanyak 28
kasus yang telah diangsur atau dilunasi senilai Rp9.717.642.717,68 dan
US$68.821,56 dan masih terdapat 30 kasus yang belum diselesaikan senilai
Rp1.215.933.128,52 dan US$1.429.510,44.

b. Pemerintah Daerah

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan
keputusan pembebanannya baik melalui SKTJM maupun melalui tuntutan
ganti rugi (TGR) pada pemerintah daerah terdiri dari 2098 kasus atau 12,97%
dari seluruh kasus ganti kerugian negara/daerah yang terpantau senilai
Rp134.316.972.672,72 dengan rincian 749 kasus ganti kerugian negara
terhadap bendahara senilai Rp57.681.567.217,53; 1311 kasus ganti kerugian
negara/daerah terhadap pegawai bukan Bendahara senilai
Rp69.832.451.509,03; dan 38 kasus ganti kerugian negara/daerah terhadap
pihak ketiga senilai Rp6.802.953.946,16.

Dari kerugian yang telah ditetapkan keputusan pembebannya, penyelesaian
ganti kerugian negara/daerah mencapai 33,84% dari jumlah kasus yang telah
ditetapkan keputusan pembebanannya atau 4,39% dari keseluruhan kasus
kerugian negara/daerah yang terpantau, yang meliputi 710 kasus senilai
Rp27.835.205.733,82.

Rincian atas pemantauan terhadap kerugian negara/daerah yang telah
ditetapkan keputusan pembebanannya adalah sebagai berikut.

(1) Ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara terdiri dari 749 kasus
senilai Rp57.681.567.217,53; dimana sebanyak 272  kasus yang telah
diangsur atau dilunasi senilai Rp6.675.748.219,38; dan masih terdapat 477
kasus yang belum diselesaikan senilai Rp51.005.818.998,15;

(2) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
terdiri dari 1311 kasus senilai Rp69.832.451.509,03; sebanyak 433 kasus
yang telah diangsur atau dilunasi senilai Rp18.831.278.190,20; dan masih
terdapat 878 kasus yang belum diselesaikan senilai Rp51.001.173.318,83.
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(3) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga terdiri dari 38 kasus
senilai Rp6.802.953.946,16 yang sebanyak lima kasus yang telah diangsur
atau dilunasi senilai Rp2.328.179.324,24 dan masih terdapat 33 kasus yang
belum diselesaikan senilai Rp4.474.774.594,92.

 Matriks Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Telah Ditetapkan Pembebanannya

Kerugian Negara/Daerah Setoran/Pembayaran Ganti Kerugian Sisa Kerugian Negara/DaerahNo Jenis Kerugian/
Objek Pemantuan Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

23 Rp6.225.834.596,41 3 Rp454.102.063,59 20 Rp5.771.732.532,82
US$ 503.874,31    US$ 50.280,67 US$ 453.593,64

Pesos  215.212.600,27 0,00 Pesos 215.212.600,27
K  4. 503,56 0,00 K   4.503,56

NZD  1.336,37 NZD  1.336,37 0,00
KsHs  2.000.000,00                         0,00 KsHs   2.000.000,00

Pusat

749 Rp57.681.567.217,53 272 Rp6.675.748.219,38 477 Rp51.005.818.998,15Pemda

772 Rp63.907.401.813,94 275 Rp7.129.850.282,97 497 Rp56.777.551.530,97
US$ 503.874,31 US$ 50.280,67 US$ 453.593,64

Pesos  215.212.600,27 0,00 Pesos 215.212.600,27
K  4. 503,56 0,00 K   4.503,56

NZD  1.336,37 NZD  1.336,37 0,00
KsHs  2.000.000,00                     0,00 KsHs   2.000.000,00

1. Ganti Kerugian
Negara /Daerah
Terhadap
Bendahara

Sub Total

382 Rp47.395.359.617,06 75  Rp7.991.454.808,62 307 Rp 39.403.904.808,44
US$2.196.632,66 US$457.642,86 US$1.738.989,80

K  87.143,69 K 32.837,68 K 54.306,01
RM  58.531,24                    0,00 RM  58.531,24
DM 388.453,93                         0,00 DM  388.453,93
€  106.660,27 €58.923,61 € 47.736,66

CAD  12.429,00 CAD  12.429,00 0,00
AUD  20.814,88 AUD  18.781,73 AUD  2.033,15

Pusat

1311 Rp69.832.451.509,03 433 Rp18.831.278.190,20 878 Rp51.001.173.318,83Pemda

1693 Rp117.227.811.126,09 508 Rp26.822.732.998,82 1185 Rp90.405.078.127,27
US$2.196.632,66 US$457.642,86 US$1.738.989,80

K  87.143,69 K 32.837,68 K 54.306,01
RM  58.531,24                    0,00 RM  58.531,24
DM 388.453,93                         0,00 DM  388.453,93
€  106.660,27 €58.923,61 € 47.736,66

CAD  12.429,00 CAD  12.429,00 0,00
AUD  20.814,88 AUD  18.781,73 AUD  2.033,15

2 Ganti Kerugian
Negara /Daerah
Terhadap Pegawai
Negeri Bukan
Bendahara

Sub Total

58 Rp10.933.575.846,20 28 Rp9.717.642.717,68 30 Rp 1.215.933.128,52
US$1.498.332,00 US$68.821,56 US$1.429.510,44

Pusat

38 Rp6.802.953.946,16 5 Rp2.328.179.324,24 33 Rp4.474.774.594,92Pemda

96 17.736.529.792,36 33 12.045.822.041,92 63 5.690.707.723,44
US$1.498.332,00 US$68.821,56 US$1.429.510,44

3
Ganti Kerugian
Negara /Daerah
Terhadap Pihak
Ketiga Sub Total

463 Rp64.554.770.059,67 106 Rp18.163.199.589,89 357 Rp46.391.570.469,78
US$4.198.838,97 0 US$576.745,09 0 US$3.622.093,88

Pesos 215.212.600,27 0,00 Pesos  215.212.600,27
K 91.647,25 K 32.837,68 K 58.809,57

RM  58.531,24 0,00 RM 58.531,24
DM  388.453,93 0,00 DM 388.453,93

€ 106.660,27 € 58.923,61 € 47.736,66
NZD  1.336,37 NZD  1.336,37 0,00

KsHs 2.000.000,00 0,00 KsHs  2.000.000,00
CAD 12.429,00 CAD 12.429,00 0,00
AUD  20.814,88 AUD 18.781,73 AUD  2.033,15

Pusat

2098 Rp134.316.972.672,72 710 Rp27.835.205.733,82 1388 Rp106.481.766.911,90

Total Ganti
Kerugian
Negara/Daerah
per Instansi

Pemda

2561 Rp198.871.742.732,39 816 Rp45.998.405.323,71 1745 Rp152.873.337.381,68
US$4.198.838,97 US$576.745,09 US$3.622.093,88

Pesos 215.212.600,27 0,00 Pesos  215.212.600,27
K 91.647,25 K 32.837,68 K 58.809,57

RM  58.531,24 0,00 RM 58.531,24
DM  388.453,93 0,00 DM 388.453,93

€ 106.660,27 € 58.923,61 € 47.736,66
NZD  1.336,37 NZD  1.336,37 0,00

KsHs 2.000.000,00 0,00 KsHs  2.000.000,00
CAD 12.429,00 CAD 12.429,00 0,00
AUD  20.814,88 AUD 18.781,73 AUD  2.033,15

Total Ganti Kerugian Negara
/Daerah (Pusat & daerah)
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3.2 Kerugian Negara/Daerah yang Masih Dalam Proses Penetapan

Berdasarkan hasil pemantauan tidak terdapat kasus penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan baik melalui
SKTJM maupun melalui tuntutan ganti rugi (TGR) di instansi pusat.
Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang masih dalam proses
penetapan baik melalui SKTJM maupun melalui tuntutan ganti rugi (TGR)
di pemda terdiri dari 990 kasus atau sebesar 6,12% dari seluruh kasus ganti
kerugian negara/daerah yang terpantau senilai Rp135.822.565.871,61 yang
terdiri dari 203 kasus ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara senilai
Rp19.752.106.282,59; 644 kasus ganti kerugian negara/daerah terhadap
pegawai bukan bendahara senilai Rp101.044.156.658,56; dan 143 kasus
ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga senilai
Rp15.026.302.930,46.

Penyelesaian atas kerugian negara/daerah yang masih dalam proses
penetapan mencapai 25,56% dari total kerugian negara/daerah yang masih
dalam proses penetapan atau 1,56% dari seluruh kasus kerugian negara/
daerah yang dipantau senilai Rp55.283.264.256,25.

Walaupun kasus kerugian negara/daerah masih dalam proses penetapan,
terdapat beberapa kasus yang telah dilakukan penyelesaian baik melalui
angsuran maupun pelunasan.

Rincian atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang masih dalam
proses penetapan pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

(1) Ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara terdiri dari 203 kasus
senilai Rp19.752.106.282,59 yang 82 kasus telah diangsur atau dilunasi
senilai Rp11.867.336.639,59 dan masih terdapat 121 kasus yang belum
diselesaikan senilai Rp7.884.769.643,00.

(2) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
terdiri dari 644 kasus senilai Rp101.044.156.658,56 yang 136 telah diangsur
atau dilunasi senilai Rp37.511.534.996,34 dan masih terdapat 508 kasus
yang belum diselesaikan senilai Rp63.532.621.662,22.

(3) Ganti kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga terdiri dari 143 kasus
senilai Rp15.026.302.930,46 yang 35 kasus telah diangsur atau dilunasi
senilai Rp5.904.392.620,32 dan masih terdapat 108 kasus yang belum
diselesaikan senilai Rp9.121.910.310,14.
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Matriks Kasus Kerugian Negara/Daerah

Yang Masih Dalam Proses Penetapan

Kerugian Negara/Daerah Setoran/Pembayaran Ganti
Kerugian

Kerugian Negara/Daerah Yang
Belum SelesaiNo. Jenis Kerugian/

Objek Pemantauan
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

Pusat 0 0 0 0 0 0
Pemda 203 19.752.106.282,59 82 11.867.336.639,59 121 7.884.769.643,00

Sub Total 203 19.752.106.282,59 82 11.867.336.639,59 121 7.884.769.643,00
1.

Ganti Kerugian Negara
/Daerah Terhadap
Bendahara

Pusat 0 0 0 0 0 0
Pemda 644 101.044.156.658,56 136 37.511.534.996,34 508 63.532.621.662,22

Sub Total 644 101.044.156.658,56 136 37.511.534.996,34 508 63.532.621.662,22
2.

Ganti Kerugian Negara
/Daerah Terhadap PNS
bukan  Bendahara

Pusat 0 0 0 0 0 0
Pemda 143 15.026.302.930,46 35 5.904.392.620,32 108 9.121.910.310,14

Sub Total 143 15.026.302.930,46 35 5.904.392.620,32 108 9.121.910.310,14
3.

Ganti Kerugian Negara
/Daerah Terhadap Pihak
Ketiga

Pusat 0 0 0 0 0 0Total  Per  Instansi
Pemda 990 135.822.565.871,61 253 55.283.264.256,25 737 80.539.301.615,36

Total  Yang  Masih dlm
Proses Penetapan

990 135.822.565.871,61 253 55.283.264.256,25 737 80.539.301.615,36

3.3 Kerugian Negara/Daerah yang Belum Diproses Penetapannya

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum diproses
penetapannya oleh TPKN berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun APIP
(Bawasda, Itjen maupun BPKP).

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum diproses
penetapannya oleh TPKN berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun APIP
(Bawasda, Itjen maupun BPKP) sebanyak 12621 kasus atau 78,04% dari
seluruh kasus ganti kerugian negara/daerah yang terpantau dengan jumlah
nilai kerugian sebesar Rp2.365.519.539.796,44 dengan rincian 3875 kasus
berasal dari hasil pemeriksaan BPK senilai Rp1.816.510.849.579,37 dan
8746 kasus berasal dari hasil pemeriksaan APIP senilai Rp549.008.690.217,07

Walaupun kerugian negara/daerah tersebut belum diproses penetapannya,
pengelolaan ganti kerugian negara/daerah telah dilakukan melalui penyetoran
langsung ke Kas Negara tanpa melalui mekanisme sebagaimana  ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan melalui TPKN.

a. Pemantauan pada Instansi Pusat

Pemantuan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum
diproses penetapannya pada instansi pusat menunjukkan tidak terdapat kasus
kerugian negara.

b. Pemantauan pada Pemerintah Daerah

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum diproses
penetapannya oleh TPKN pada pemerintah daerah mencapai 24,98% dari
total jumlah kasus yang belum diproses penetapannya  atau 19,50% dari
seluruh kasus kerugian negara/daerah yang dipantau atau senilai
Rp318.526.095.858,68.

Rincian penyelesaian ganti kerugian daerah yang belum diproses
penetapannya pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut.
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(1) Ganti kerugian negara/daerah hasil pemeriksaan BPK terdiri dari 3875
kasus senilai Rp1.816.510.849.579,37; sebanyak 1.284 kasus telah diangsur
atau dilunasi senilai Rp204.079.551.335,08 dan masih terdapat 2.591 kasus
yang belum diselesaikan senilai Rp1.612.431.298.244,29.

(2) Ganti kerugian negara/daerah hasil pemeriksaan APIP terdiri dari 8.746
kasus senilai Rp549.008.690.217,07; sebanyak 1.869 kasus yang telah
diangsur atau dilunasi senilai Rp114.446.544.523,60 dan masih terdapat
6.877 kasus yang belum diselesaikan senilai Rp434.562.145.693,47.

Matriks Kasus Kerugian Negara/Daerah
Yang Belum Diproses Penetapannya

Kerugian Negara/Daerah Setoran/Pembayaran Ganti
Kerugian

Kerugian Negara/Daerah Yang
Belum SelesaiNo Obyek Pemantauan

Instansi Pemeriksa
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

BPK 0 0 0 0 0 0
APIP 0 0 0 0 0 0

1 Instansi Pusat

Total 0 0 0 0 0 0

BPK 3875 1.816.510.849.579,37 1284 204.079.551.335,08 2591 1.612.431.298.244,29
APIP 8746 549.008.690.217,07 1869 114.446.544.523,60 6877 434.562.145.693,47

2

Pemda

Total 12621 2.365.519.539.796,44 3153 318.526.095.858,68 9468 2,046,993,443,937.76
Total Ganti Kerugian
Negara/Daerah Yang
Belum Diproses

12621 2.365.519.539.796,44 3153 318.526.095.858,68 9468 2,046,993,443,937.76

Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian kerugian negara/daerah
dilakukan di luar mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4.  Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Instansi dalam
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penyelesaian kerugian
negara/daerah.

4.1 Instansi belum sepenuhnya menaati ketentuan tentang penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah, antara lain:

(1) belum terbentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di instansi;

(2) belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tuntutan
ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara  maupun petunjuk
teknis penyelesaian ganti kerugian negara/daerah di masing-masing instansi;

(3) belum ditindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah yang menyebabkan
proses penyelesaian kerugian negara/daerah menjadi berlarut-larut;

(4) belum dilaporkan kasus kerugian negara/daerah khususnya yang
dilakukan oleh bendahara kepada BPK;
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(5) belum digunakan mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;
dan

(6) belum diberikan jaminan yang memadai berkenaan dengan pengembalian
kerugian negara/daerah dengan cara cicilan.

2. Instansi belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme penyelesaian
kerugian negara/daerah secara tertib;

3. Pelaksana pada TPKN belum sepenuhnya mempunyai pemahaman
tentang penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;

4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga lain berkaitan dengan
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

5. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai
berikut.

5.1 Cakupan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada
Semester I Tahun 2008 meliputi 17,80% dari keseluruhan instansi yang
dipantau dengan total kerugian negara/daerah yang dipantau adalah sebanyak
16.172 kasus senilai Rp2.700.213.848.400,44; US$4.198.838,97;
Pesos215.212.600,27; K91.647,25; RM58,531.24; DM388.453.93;
€106.660,27; NZD1,336.37; KsHs2.000.000,00; CAD12,429.00;
AUD20.814,88. Dari 16.172 kasus kerugian negara/daerah dimaksud,
sebanyak 4.222 kasus atau 26,11%  telah dilakukan penyelesaian baik melalui
angsuran maupun pelunasan senilai Rp419.807.765.438,64; US$576.745,09;
K32.837,68; €58.923,61; NZD1.336,37; CAD12.429,00; AUD18.781,73
dan masih terdapat 11.950 kasus atau 73,89% belum dilakukan penyelesaian
kerugian negara/daerah senilai Rp2.280.406.082.961,80; US$3.622.093,88;
Pesos215.212.600,27; K58.809.57; RM58.531.24; DM388.453,93;
€47.736,66; KsHs2.000.000,00; dan AUD2.033,15.

5.2 Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut
terjadi karena belum taat dan tertib instansi melakukan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah, belum optimalnya pemahaman pelaksanaan di
instansi tentang penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta kurangnya
koordinasi instansi dengan lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah.

5.3 Berkenaan dengan beberapa kelemahan penyelesaian kerugian negara/
daerah, BPK menyarankan sebagai berikut.
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(1) Instansi segera membentuk TPKN, pemerintah segera menerbitkan
peraturan pemerintah tentang penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara, masing-masing instansi
menerbitkan aturan intern tentang penyelesaian kerugian negara/daerah dan
menggunakan ketentuan tersebut sebagai acuan dalam penyelesaian kerugian
negara/daerah secara cepat, tepat, dan tertib;

(2) Meningkatkan kompetensi para pelaksana di lingkungan instansi dalam
penyelesaian kerugian negara/daerah; dan

(3) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain untuk memudahkan
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.
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PENUTUP

1. Pemeriksaan BPK dalam Semester I TA 2008 diprioritaskan pada
pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
pemeriksaan atas subsidi pemerintah atas beberapa komoditi yang
menyangkut kesejahteraan rakyat, yaitu subsidi  listrik, jenis bahan bakar
minyak tertentu (JBT), pupuk dan benih. Di samping itu, dilaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan rekening pemerintah,
belanja barang, pengelolaan aset tetap dan pemeriksaan perwakilan RI di
luar negeri. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan pada BUMN/BUMD masih belum tertib, transparan, dan akuntabel sebagai
dituntut dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara. Hal
tersebut antara lain disebabkan ketidakpatuhan para pengelola keuangan
negara pada peraturan perundang undangan, sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara masih terbatas,
dan pengubahan sikap dan paradigma lama memerlukan waktu yang cukup.
BPK meminta kepada Pemerintah d.h.i Menteri Keuangan untuk meningkatkan
penertiban pengelolaan keuangan negara secara konsisten, sehingga prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang dikehendaki paket undang-undang bidang
keuangan negara dapat segera diwujudkan. Demikian pula, DPR/DPRD
sebagai pemegang hak budget dan pengawasan diharapkan dapat
melaksanakan fungsinya dengan baik.

2. Sejalan dengan misi BPK untuk berperan aktif mendorong pemerintah
dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan
akuntabel, BPK menghargai upaya yang terus-menerus dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, baik dengan penyempurnaan peraturan perundangan
maupun tindakan tegas secara hukum dan administrasi, termasuk antara
lain dengan menindaklanjuti rekomendasi atau saran-saran perbaikan yang
dimuat dalam hasil pemeriksaan.

3. Akhirnya, BPK mengharapkan agar Laporan Hasil Pemeriksaan dan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2008 ini dapat dimanfaatkan dan
kerja sama yang selama ini sudah terbina, baik DPR, DPD, dan DPRD
maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat lebih ditingkatkan
di masa mendatang sehingga tugas dan fungsi masing-masing lembaga
negara dapat berjalan seiring dan seirama sesuai dengan yang dikehendaki
oleh Undang Undang Dasar 1945 dan undang-undang bidang keuangan
negara. Selanjutnya, diharapkan penyampaian IHPS I Tahun 2008 dan
penyerahan laporan hasil pemeriksaannya dapat memberikan konstribusi
dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, terbuka, dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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Tabel  Pendapat/Opini BPK atas LKKL Tahun 2007 dan Tahun 2006
Opini Terhadap Laporan Keuangan

Kem enterian Negara/Lem bagaNo BA Kem enterian Negara/Lem baga
Tahun 2006 Tahun 2007

1 001 M ajelis Permusyawaratan Rakyat W DP W DP

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat W TP W DP

3 004 Badan Pem eriksa Keuangan W DP W TP

4 005 M ahkamah Agung TM P TM P

5 006 Kejaksaan Agung TM P TM P

6 007 Sekretariat Negara W DP W DP

7 010 Departem en Dalam Negeri TM P TM P

8 011 Departem en Luar Negeri TM P TM P

9 012 Departem en Pertahanan TM P TM P

10 013 Departem en Hukum dan HAM TM P TM P

11 015 Departem en Keuangan TM P TM P

12 018 Departem en Pertanian TM P TM P

13 019 Departem en Perindustrian TM P W DP

14 020 Departem en ESDM TM P W DP

15 022 Departem en Perhubungan TM P TM P

16 023 Departem en Pendidikan Nasional TM P TM P

17 024 Departem en Kesehatan TM P TM P

18 025 Departem en Agam a TM P TM P

19 026 Departem en Nakertrans TM P TM P

20 027 Departem en Sosial TM P W DP

21 029 Departem en Kehutanan TM P TM P

22 032 Departem en Kelautan dan Perikanan TM P TM P

23 033 Departem en Pekerjaan Um um TM P TM P

24 034 Kem enterian Koordinator Polhukam W DP W DP

25 035 Kem enterian Koordinator Perekonom ian W DP W DP

26 036 Kem enterian Koordinator Kesra W DP W DP

27 040 Departem en Budpar TM P TM P

28 041 Kem enterian Negara BUMN W DP W TP

29 042 Kem enterian Negara Ristek W DP W DP

30 043 Kem enterian Negara LH W DP TM P

31 044 Kem enterian Negara KUKM TM P TM P

32 047 Kem enterian Negara P.Perem puan W DP W DP

33 048 Kem enterian Negara PAN W DP W DP

34 050 Badan Intelijen Negara W DP W TP

35 051 Lem baga Sandi Negara W DP W DP

36 052 Dewan Ketahanan Nasional W DP W TP

37 054 Biro Pusat Statistik TM P TM P

38 055 Bappenas W DP W DP

39 056 Badan Pertanahan Nasional TM P TM P

40 057 Perpustakaan Nasional W DP TM P

41 059 Departem en Kom info W DP TW

42 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia TM P TM P

43 061 APP 61 (Pem bayaran Bunga Utang) TM P W TP

Lampiran I
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44 062
APP 62 (Subsidi dan Transfer
Lainnya) TMP TMP

45 063
Badan Pengawasan Obat dan
Makanan WDP WDP

46 064 Lembaga Ketahanan Nasional WDP WTP
47 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal WDP WDP
48 066 Badan Narkotika Nasional WDP WDP
49 067 Kementerian Negara PDT WDP WDP
50 068 BKKBN WDP WDP
51 069 APP 69 (Belanja Lain-Lain) TMP TMP
52 070 APP 70 (Dana Perimbangan) WDP TMP

53 071
APP 71 (Dana Otsus dan
Penyesuaian) WTP TMP

54 074 Komite Nasional HAM WDP WDP
55 075 Badan Meteorologi dan Geofisika TMP WDP
56 076 Komisi Pemilihan Umum TMP TMP
57 077 Mahkamah Konstitusi WTP WTP

58 078 PPATK
WTP dengan Paragraf

Penjelasan WTP

59 079
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia WDP WDP

60 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WDP WDP
61 081 BPPT WDP WDP
62 082 LAPAN WDP WDP
63 083 Bakorsurtanal TMP TMP
64 084 Badan Standardisasi Nasional WDP WDP
65 085 Bapeten WDP WDP
66 086 Lembaga Administrasi Negara WDP WTP
67 087 Arsip Nasional Republik Indonesia WDP WDP
68 088 Badan Kepegawaian Negara TMP WDP
69 089 BPKP WDP WDP
70 090 Departemen Perdagangan TMP TMP
71 091 Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP
72 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP WDP
73 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP dengan Paragraf

Penjelasan
WTP dengan Paragraf

Penjelasan
74 094 BRR NAD-Nias TMP WTP
75 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP
76 096 APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN) TMP TMP
77 097 APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN) TMP WTP
78 098 APP 98 (Penerusan Pinjaman) TMP TMP
79 099 APP 99 (Penyertaan Modal Negara) WTP WTP
80 100 Komisi Yudisial WDP WTP

81 103
Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana Tidak Diperiksa TMP

82 - STAR SDP WTP WTP

83 - Lembaga Penjamin Simpanan
WTP dengan Paragraf

Penjelasan WTP

84 - Bank Indonesia
WTP dengan Paragraf

Penjelasan
WTP dengan

Paragraf Penjelasan
85 - Bapetarum Tidak Diperiksa TMP
86 - Gelora Bung Karno Tidak Diperiksa TMP
87 - Kompleks Kemayoran Tidak Diperiksa TMP
88 - Taman Mini Indonesia Indah Tidak Diperiksa TMP

Tabel  Pendapat/Opini BPK atas LKKL Tahun 2007 dan Tahun 2006
Opini Terhadap Laporan Keuangan

Kementerian Negara/LembagaNo BA Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2006 Tahun 2007

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WDP WDP

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WDP

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan WDP WTP

4 005 Mahkamah Agung TMP TMP

5 006 Kejaksaan Agung TMP TMP

6 007 Sekretariat Negara WDP WDP

7 010 Departemen Dalam Negeri TMP TMP

8 011 Departemen Luar Negeri TMP TMP

9 012 Departemen Pertahanan TMP TMP

10 013 Departemen Hukum dan HAM TMP TMP

11 015 Departemen Keuangan TMP TMP

12 018 Departemen Pertanian TMP TMP

13 019 Departemen Perindustrian TMP WDP

14 020 Departemen ESDM TMP WDP

15 022 Departemen Perhubungan TMP TMP

16 023 Departemen Pendidikan Nasional TMP TMP

17 024 Departemen Kesehatan TMP TMP

18 025 Departemen Agama TMP TMP

19 026 Departemen Nakertrans TMP TMP

20 027 Departemen Sosial TMP WDP

21 029 Departemen Kehutanan TMP TMP

22 032 Departemen Kelautan dan Perikanan TMP TMP

23 033 Departemen Pekerjaan Umum TMP TMP

24 034 Kementerian Koordinator Polhukam WDP WDP

25 035 Kementerian Negara Perekonomian WDP WDP

26 036 Kementerian Koordinator Kesra WDP WDP

27 040 Kementerian Budpar TMP TMP

28 041 Kementerian Negara BUMN WDP WTP

29 042 Kementerian Negara Ristek WDP WDP

30 043 Kementerian Negara LH WDP TMP

31 044 Kementerian Negara KUKM TMP TMP

32 047 Kementerian Negara P.Perempuan WDP WDP

33 048 Kementerian Negara PAN WDP WDP

34 050 Badan Intelijen Negara WDP WTP

35 051 Lembaga Sandi Negara WDP WDP

36 052 Dewan Ketahanan Nasional WDP WTP

37 054 Biro Pusat Statistik TMP TMP

38 055 Bappenas WDP WDP

39 056 Badan Pertahanan Nasional TMP TMP

40 057 Perpustakaan Nasional WDP TMP

41 059 Departemen Kominfo WDP TW

42 060 Kepolisian Republik Indonesia TMP TMP

43 061 APP 61 (Pembayaran Bunga Utang) TMP WTP
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Perubahan Opini LKKL Tahun 2006-2007
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Tabel Rekapitulasi Pendapat/opini BPK atas LKKL Tahun 2007

No. J e n i s   Pendapat/opini Jumlah %
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 20
2. Wajar  Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) 2 2
3. Wajar dengan Pengecualian (WDP) 31 36
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 37 42
5. Tidak Wajar TW 1 1

Jumlah 88 100

Opini LKKL Tahun 2007

TMP
42%

WDP
35%

WTP
22%

TW
1%

Gambar   Rekapitulasi Pendapat/opini atas LKKL Tahun 2007
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1 Prov. NAD
LKPD 10 18 22 0
1 Provinsi NAD 1 TMP 1 WDP 1 WDP -
2 Kab. Aceh Barat * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Aceh Barat Daya * 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Aceh Besar * 1 WDP 1 WDP -
5 Kab. Aceh Jaya * * 1 WDP -
6 Kab. Aceh Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
7 Kab. Aceh Singkil * 1 WDP 1 WDP -
8 Kab. Aceh Tamiang 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
9 Kab. Aceh Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
10 Kab. Aceh Tenggara 1 WDP * 1 WDP -
11 Kab. Aceh Timur 1 TMP 1 TW 1 TMP -
12 Kab. Aceh Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
13 Kab. Bener Meriah * 1 WDP 1 WDP -
14 Kab. Bireuen * 1 WDP 1 WDP -
15 Kab. Gayo Lues 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
16 Kab. Nagan Raya * 1 WDP 1 WDP -
17 Kab. Pidie * * 1 WDP -
18 Kab. Simeulue * * 1 WDP -
19 Kota Banda Aceh * 1 WDP 1 TMP -
20 Kota Langsa 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
21 Kota Lhokseumawe 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
22 Kota Sabang * 1 WDP 1 WDP -

2 Prov. Sumut
LKPD 16 15 20 20 26 24 7
1 Prov. Sumatera Utara 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
2 Kab. Asahan * 1 WDP 1 WDP 1 TMP
3 Kab. Dairi 1 TMP 1 WDP 1 TMP -
4 Kab. Deli Serdang 1 TW 1 WDP 1 TMP 1 WDP
5 Kab. Humbang Hasundutan 1 TW 1 WDP 1 TMP 1 WDP
6 Kab. Karo 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
7 Kab. Labuhan Batu 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
8 Kab. Langkat 1 WDP * 1 WDP -
9 Kab. Mandailing Natal * 1 WDP 1 TW -
10 Kab. Nias * * 1 TMP -
11 Kab. Nias Selatan * * 1 TMP -
12 Kab. Pakpak Bharat * 1 TW 1 WDP -
13 Kab. Samosir * * 1 WDP 1 WDP
14 Kab. Serdang Bedagai * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 Kab. Simalungun 1 WDP * 1 WDP -
16 Kab. Tapanuli Selatan 1 TW 1 TW 1 TMP -
17 Kab. Tapanuli Tengah 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
18 Kab. Tapanuli Utara 1 * 1 WDP 1 TMP 1 TMP
19 Kab. Toba Samosir 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
20 Kota Binjai 1 WDP * 1 TMP 1 WDP
21 Kota Medan 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
22 Kota Padangsidimpuan 1 WDP 1 WDP 1 TMP -

OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2004 - 2007

No. LKPD 2004 LKPD 2005 LKPD 2006Entitas Pemerintah Daerah LKPD 2007
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23 Kota Pematangsiantar * 1 TW 1 TMP -
24 Kota Sibolga * 1 WDP 1 TMP -
25 Kota Tanjungbalai * 1 WDP 1 TMP -
26 Kota Tebingtinggi 1 WDP 1 WDP 1 TMP -

3 Prov. Sumbar
LKPD 12 12 18 18 20 20 5
1 Provinsi Sumatera Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Agam * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Dharmasraya * 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Kep. Mentawai * 1 WDP 1 WDP -
5 Kab. Lima Puluh Kota 1 WDP * 1 WDP -
6 Kab. Padang Pariaman * 1 WDP 1 WDP -
7 Kab. Pasaman 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
8 Kab. Pasaman Barat * 1 WDP 1 TMP -
9 Kab. Pesisir Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
11 Kab. Solok * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 Kab. Solok Selatan * 1 WDP 1 TMP -
13 Kab. Tanah Datar 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
14 Kota Bukittinggi * 1 WDP 1 WDP -
15 Kota Padang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
16 Kota Padang Panjang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
17 Kota Pariaman 1 WDP * 1 WDP 1 WDP
18 Kota Payakumbuh 1 WTP 1 WDP 1 WDP -
19 Kota Sawahlunto 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
20 Kota Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP -

4 Prov. Riau
LKPD 7 7 9 9 12 12 7
1 Prov Riau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab Bengkalis 1 WDP * 1 WDP -
3 Kab. Indragiri Hilir 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
4 Kab. Indragiri Hulu * * 1 TMP -
5 Kab. Kampar * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Kuantan Singingi 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
7 Kab. Pelelawan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Rokan Hilir * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Rokan Hulu * * 1 WDP 1 WDP
10 Kab. Siak * 1 WDP 1 WDP -
11 Kota Dumai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 Kota Pekanbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

5 Prov. Jambi
LKPD 9 9 8 8 11 11 2
1 Provinsi Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Batanghari 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Bungo 1 WDP 1 TMP 1 WDP -
4 Kab. Kerinci * * 1 WDP -
5 Kab. Merangin * 1 WDP 1 WDP -
6 Kab. Muaro Jambi 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
7 Kab. Sarolangun 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
9 Kab. Tebo 1 WDP * 1 TMP 1 WDP
10 Kab. Tj. Jabung Barat 1 WDP * 1 WDP -
11 Kota Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
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6 Prov. Sumsel
LKPD 12 12 15 15 15 15 9
1 Prov. Sumatera Selatan 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Banyuasin 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Lahat 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Muara Enim 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Musi Banyuasin 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Musi Rawas 1 WDP 1 TMP 1 WDP -
7 Kab. Ogan Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
8 Kab. Ogan Komering Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
9 Kab. Ogan Komering Ulu * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kab. OKU Selatan * 1 TMP 1 WDP -
11 Kab. OKU Timur * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 Kota Lubuk Linggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 Kota Pagar Alam 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
14 Kota Palembang 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
15 Kota Prabumulih 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

7 Prov. Bengkulu
LKPD 5 5 6 6 10 10 1
1 Provinsi Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
2 Kab. Bengkulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Bengkulu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Kaur * * 1 WDP -
5 Kab. Kepahiang * 1 WDP 1 TMP -
6 Kab. Lebong * * 1 WDP -
7 Kab. Muko-Muko * * 1 TMP -
8 Kab. Rejang Lebong 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Seluma * * 1 TMP -
10 Kota Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP -

8 Prov. Lampung
LKPD 7 7 11 11 11 11 11
1 Provinsi Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Lampung Barat 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Lampung Selatan * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Lampung Tengah * 1 TMP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Lampung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Lampung Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Tanggamus * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Tulang Bawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Way Kanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kota Bandar Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 Kota Metro * 1 TMP 1 WDP 1 WDP

9 Prov. Kep. Babel
LKPD 4 4 6 6 8 8 5
1 Provinsi Bangka Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bangka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Bangka Barat * * 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Bangka Selatan * 1 WDP 1 WDP -
5 Kab. Bangka Tengah * * 1 WDP -
6 Kab. Belitung 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Belitung Timur * 1 WDP 1 WDP -
8 Kota Pangkal Pinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

10 Prov. Kep. Riau
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10 Prov. Kep. Riau
LKPD 5 5 5 5 7 7 3
1 Provinsi Kepulauan Riau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bintan * * 1 TMP 1 WDP
3 Kab. Karimun 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Lingga * * 1 TMP -
5 Kab. Natuna 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
6 Kota Batam 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
7 Kota Tanjungpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -

11 Prov. DKI Jakarta
LKPD 1 1 1 1 1 1 1
1 Provinsi DKI 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP

12 Prov. Jawa Barat
LKPD 22 22 23 23 26 26 26
1 Provinsi Jawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Ciamis * * 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Cianjur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
7 Kab. Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Garut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
9 Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
10 Kab. Karawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
11 Kab. Kuningan 1 WDP * 1 WDP 1 WDP
12 Kab. Majalengka * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 Kab. Purwakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 Kab. Subang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
15 Kab. Sukabumi * * 1 WDP 1 WDP
16 Kab. Sumedang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 Kab. Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 Kota Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 Kota Banjar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
20 Kota Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 Kota Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 Kota Cimahi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 Kota Cirebon * 1 WDP 1 WDP 1 TMP
24 Kota Depok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 Kota Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 Kota Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP

13 Prov. Jawa Tengah
LKPD 26 26 36 36 36 36 30
1 Prov. Jawa Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Banjarnegara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Banyumas 1 WDP 1 WDP 1 TW
4 Kab. Batang * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Blora * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Boyolali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Brebes * 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Cilacap 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Demak * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kab. Grobogan * 1 WDP 1 WDP
11 Kab. Jepara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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12 Kab. Karanganyar * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 Kab. Kebumen * 1 WDP 1 WDP -
14 Kab. Kendal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
15 Kab. Klaten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 Kab. Kudus 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WDP 1 WDP
17 Kab. Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 Kab. Pati 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 Kab. Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 Kab. Pemalang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 Kab. Purbalingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 Kab. Purworejo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
23 Kab. Rembang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
24 Kab. Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 Kab. Sragen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 Kab. Sukoharjo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
27 Kab. Tegal * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 Kab. Temanggung * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 Kab. Wonogiri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 Kab. Wonosobo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 Kota Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 Kota Pekalongan * 1 WDP 1 WDP -
33 Kota Salatiga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 Kota Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
35 Kota Surakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
36 Kota Tegal 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP

14 Prov. DI Yogyakarta
LKPD 5 5 6 6 6 6 6
1 Prov. DIY 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bantul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Gunung Kidul 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TW
4 Kab. Kulon Progo * 1 WDP 1 TMP 1 WDP
5 Kab. Sleman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kota Yogyakarta 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

15 Prov. Jawa Timur
LKPD 28 28 26 26 39 39 39
1 Provinsi Jawa Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
2 Kab. Bangkalan 1 WTP * 1 WDP 1 TW
3 Kab. Banyuwangi 1 WDP * 1 TW 1 TW
4 Kab. Blitar * 1 WDP 1 WDP 1 TW
5 Kab. Bojonegoro 1 WTP * 1 WDP 1 TW
6 Kab. Bondowoso 1 WDP * 1 WDP 1 TW
7 Kab. Gresik 1 WDP * 1 WDP 1 TW
8 Kab. Jember 1 TW 1 TW 1 TW 1 TW
9 Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
11 Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
12 Kab. Lumajang 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 TW
13 Kab. Madiun * 1 WDP 1 WDP 1 TW
14 Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
15 Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
16 Kab. Mojokerto * 1 WDP 1 WDP 1 TW
17 Kab. Nganjuk * 1 WDP 1 WDP 1 TW
18 Kab. Ngawi * 1 WDP 1 WDP 1 TW
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19 Kab. Pacitan * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 Kab. Pamekasan 1 WDP * 1 WDP 1 TW
21 Kab. Pasuruan 1 WTP 1 TW 1 TW 1 TW
22 Kab. Ponorogo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
23 Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
24 Kab. Sampang * 1 WDP 1 WDP 1 TW
25 Kab. Sidoarjo 1 WDP * 1 WDP 1 TW
26 Kab. Situbondo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
27 Kab. Sumenep * 1 WDP 1 WDP 1 TW
28 Kab. Trenggalek 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 TW
29 Kab. Tuban * 1 TW 1 TW 1 TW
30 Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
31 Kota Batu 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 TW
32 Kota Blitar 1 WDP * 1 WDP 1 TW
33 Kota Kediri * * 1 WDP 1 TW
34 Kota Madiun 1 WDP * 1 WDP 1 TW
35 Kota Malang 1 WDP * 1 TW 1 TW
36 Kota Mojokerto 1 WDP * 1 WDP 1 TW
37 Kota Pasuruan * 1 WDP 1 WDP 1 TW
38 Kota Probolinggo 1 WDP * 1 WDP 1 TW
39 Kota Surabaya 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 TW

16 Prov. Banten
LKPD 6 6 7 7 7 7 7
1 Provinsi Banten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Lebak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Pandeglang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
5 Kab. Tangerang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kota Cilegon * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kota Tangerang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP

17 Prov. Bali
LKPD 9 9 10 10 10 10 10
1 Provinsi Bali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Badung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Bangli 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Buleleng * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Gianyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Jembrana 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Karangasem 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Klungkung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Tabanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 Kota Denpasar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

18 Prov. NTB
LKPD 5 5 7 7 10 10 9
1 Prov. NTB 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
2 Kab. Bima 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Dompu * 1 WDP 1 TMP 1 TMP
4 Kab. Lombak Barat 1 WDP * 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Lombok Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Lombok Timur * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Sumbawa * 1 WDP 1 WDP 1 TMP
8 Kab. Sumbawa Barat * * 1 WDP 1 WDP
9 Kota Bima 1 TMP * 1 TMP -
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10 Kota Mataram * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 Prov. NTT

LKPD 12 12 15 15 17 17 6
1 Provinsi NTT 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Alor * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Belu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Ende 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Flores Timur * 1 TMP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
7 Kab. Lembata 1 TMP * 1 TMP 1 WDP
8 Kab. Manggarai 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
9 Kab. Manggarai Barat * 1 WDP 1 TMP 1 TMP
10 Kab. Ngada * 1 TMP 1 TMP -
11 Kab. Rote Ndao * * 1 TMP -
12 Kab. Sikka 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
13 Kab. Sumba Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
14 Kab. Sumba Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
15 Kab. Timor Tengah Selatan 1 TMP 1 WDP 1 TMP -
16 Kab. Timor Tengah Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
17 Kota Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -

20 Prov. Kalbar
LKPD 9 9 11 11 13 13 10
1 Provinsi Kalbar 1 WDP 1 TMP 1 TW -
2 Kab. Bengkayang 1 TW 1 TMP 1 TMP 1 TMP
3 Kab. Kapuas Hulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
4 Kab. Ketapang * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Landak 1 TW 1 TW 1 WDP 1 TW
6 Kab. Melawi * * 1 TMP 1 TMP
7 Kab. Pontianak 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP
8 Kab. Sambas * 1 WDP 1 WTP 1 TMP
9 Kab. Sanggau 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
10 Kab. Sekadau * * 1 WDP -
11 Kab. Sintang 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
12 Kota Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 Kota Singkawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

21 Prov. Kalteng
LKPD 7 7 15 15 15 15 7
1 Provinsi Kalteng 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TW
2 Kab. Barito Selatan * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Barito Timur * 1 TMP 1 TW -
4 Kab. Barito Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
5 Kab. Gunung Mas 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
6 Kab. Kapuas 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
7 Kab. Katingan * 1 TMP 1 TW -
8 Kab. Kotawaringin Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Kotawaringin Timur * 1 WDP 1 TW -
10 Kab. Lamandau * 1 WDP 1 WDP 1 TW
11 Kab. Murung Raya 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
12 Kab. Pulang Pisau * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 Kab. Seruyan * 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 Kab. Sukamara * 1 WDP 1 WDP -
15 Kota Palangkaraya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

22 Prov. Kalsel
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22 Prov. Kalsel
LKPD 9 9 13 13 14 14 11
1 Prov. Kalsel 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Balangan * * 1 TMP 1 WDP
3 Kab. Banjar 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 TMP
4 Kab. Barito Kuala 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TW
5 Kab. HSS 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. HST 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
7 Kab. HSU * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Kotabaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
9 Kab. Tabalong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
10 Kab. Tanah Bumbu * 1 TMP 1 TW -
11 Kab. Tanah Laut * 1 WDP 1 TW 1 WDP
12 Kab. Tapin * 1 WDP 1 WDP 1 TW
13 Kota Banjarbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 Kota Banjarmasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

23 Prov. Kaltim
LKPD 9 9 12 12 14 14 7
1 Provinsi Kaltim 1 WDP 1 WDP 1 TW -
2 Kab. Berau 1 WDP 1 TW 1 TMP 1 TW
3 Kab. Bulungan 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TW
4 Kab. Kutai Barat 1 WDP * 1 TMP 1 TW
5 Kab. Kutai Kartanegara * 1 WDP 1 TMP -
6 Kab. Kutai Timur 1 TW 1 WDP 1 TMP -
7 Kab. Malinau * 1 WDP 1 TMP 1 TMP
8 Kab. Nunukan * 1 WDP 1 TMP 1 TW
9 Kab. Pasir 1 WDP * 1 TMP 1 TW
10 Kab. Penajam Paser Utara * 1 TW 1 TMP -
11 Kota Balikpapan 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
12 Kota Bontang 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 -
13 Kota Samarinda 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
14 Kota Tarakan * 1 TW 1 TMP -

24 Prov. Sulut
LKPD 6 6 8 8 10 10 10
1 Provinsi Sulut 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bolmong * 1 TMP 1 TMP 1 WDP
3 Kab. Kep Talaud 1 WTP * 1 TMP 1 TMP
4 Kab. Kep. Sangihe * 1 WDP 1 WDP 1 TMP
5 Kab. Minahasa 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Minahasa Selatan 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
7 Kab. Minahasa Utara * 1 TMP 1 TMP 1 TMP
8 Kota Bitung * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kota Manado 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 Kota Tomohon 1 WTP * 1 TMP 1 WDP

25 Prov. Sulteng
LKPD 6 6 8 8 11 11 9
1 Prov. Sulawesi Tengah 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
2 Kab. Banggai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 Kab. Banggai Kepulauan * 1 WTP 1 TMP -
4 Kab. Buol 1 WTP-DPP * 1 WDP -
5 Kab. Donggala * 1 WTP 1 TMP 1 TMP
6 Kab. Morowali * 1 WTP-DPP 1 TMP 1 TMP
7 Kab. Parigi Moutong 1 WDP * 1 WDP 1 WDP
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8 Kab. Poso 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Tojo Una-Una * * 1 WDP 1 TMP
10 Kab. Toli-Toli * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 Kota Palu 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP

26 Prov. Sulsel
LKPD 20 20 20 20 24 24 9
1 Prov. Sulsel 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
2 Kab. Bantaeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Barru 1 WDP * 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Bone 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Bulukumba 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
6 Kab. Enrekang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 Kab. Gowa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 Kab. Jeneponto 1 WDP * 1 TMP -
9 Kab. Luwu 1 WDP 1 WTP 1 WDP -
10 Kab. Luwu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
11 Kab. Luwu Utara 1 WDP * 1 WDP -
12 Kab. Maros 1 WTP 1 TMP 1 TMP -
13 Kab. Pangkep * 1 WTP 1 WDP -
14 Kab. Pinrang 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
15 Kab. Selayar * * 1 TMP -
16 Kab. Sidenreng Rappang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 Kab. Sinjai * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 Kab. Soppeng * 1 WDP 1 WDP -
19 Kab. Takalar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 Kab. Tana Toraja 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
21 Kab. Wajo 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
22 Kota Makassar 1 WTP 1 WDP 1 WDP -
23 Kota Palopo 1 WDP 1 WDP 1 WDP -
24 Kota Pare-Pare 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

27 Prov. Sultra
LKPD 7 7 8 8 11 11 10
1 Provinsi Sultra 1 WTP-DPP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
2 Kab. Bombana * * 1 TMP 1 TMP
3 Kab. Buton 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Kolaka 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
5 Kab. Kolaka Utara * * 1 WDP 1 TMP
6 Kab. Konawe 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
7 Kab. Konawe Selatan * 1 WDP 1 WDP -
8 Kab. Muna 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 Kab. Wakatobi * * 1 WDP 1 TMP
10 Kota Bau-Bau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 Kota Kendari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP

28 Prov. Gorontalo
LKPD 5 5 6 6 6 6 6
1 Provinsi Gorontalo 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
2 Kab. Boalemo 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WDP 1 TMP
3 Kab. Bone Bolango * 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 Kab. Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 Kab. Pohuwato 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 Kota Gorontalo 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
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29 Prov. Sulbar
LKPD 1 1 4 4 6 6 1
1 Prov. Sulawesi Barat * 1 WDP 1 WDP -
2 Kab. Majene * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Mamasa * * 1 TMP -
4 Kab. Mamuju * 1 WDP 1 TMP -
5 Kab. Mamuju Utara * 1 WDP 1 WDP -
6 Kab. Polewali Mandar 1 WDP * 1 WDP 1 WDP

30 Prov. Maluku
LKPD 1 1 4 4 9 8 1
1 Provinsi Maluku 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
2 Kab. Buru * 1 WDP 1 WDP -
3 Kab. Kepulauan Aru * * 1 TMP -
4 Kab. Maluku Tengah * 1 WDP 1 WDP -
5 Kab. Maluku Tenggara * * 1 WDP -
6 Kab. Maluku Tenggara Barat * * 1 TMP 1 TMP
7 Kab. SBB * * 1 TMP -
8 Kab. SBT * * 1 TMP -
9 Kota Ambon * 1 WDP 1 TMP -

31 Prov. Maluku Utara
LKPD 1 1 1 1 9 9 5
1 Provinsi Maluku Utara 1 WDP * 1 WDP 1 TMP
2 Kab. Halmahera Barat * * 1 TMP -
3 Kab. Halmahera Selatan * * 1 TMP 1 WDP
4 Kab. Halmahera Tengah * * 1 TMP 1 TMP
5 Kab. Halmahera Timur * * 1 WDP 1 WDP
6 Kab. Halmahera Utara * * 1 TMP -
7 Kab. Kepulauan Sula * * 1 TMP -
8 Kota Ternate * 1 WDP 1 WDP -
9 Kota Tidore * * 1 WDP 1 WDP

32 Prov. Papua -
LKPD 2 6 18 2
1 Prov. Papua 1 WDP 1 TW 1 TW -
2 Kab. Asmat * * 1 TMP -
3 Kab. Biak Numfor * 1 WDP 1 TW -
4 Kab. Boven Digoel * * 1 TMP -
5 Kab. Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP
6 Kab. Jayawijaya * * 1 TMP -
7 Kab. Keerom * * 1 TMP -
8 Kab. Mappi * * * -
9 Kab. Merauke * 1 WDP 1 TW -
10 Kab. Mimika * * 1 TW -
11 Kab. Nabire * 1 WDP 1 TMP -
12 Kab. Paniai * * 1 TMP -
13 Kab. Pegunungan Bintang * * 1 TMP -
14 Kab. Puncak Jaya * * 1 TMP -
15 Kab. Sarmi * * 1 TW -
16 Kab. Supiori * * 1 TMP -
17 Kab. Tolikara * * 1 TMP -
18 Kab. Waropen * * * -
19 Kab. Yahukimo * * 1 TMP -
20 Kab. Yapen Waropen * * * -
21 Kota Jayapura * 1 WDP 1 TW 1 TMP



406

33 Prov. Papua Barat
LKPD 4 4 2 2 9 9 3
1 Provinsi Papua Barat 1 WDP 1 WDP 1 TMP -
2 Kab. Fakfak 1 WDP * 1 TMP -
3 Kab. Kaimana * * 1 TMP -
4 Kab. Manokwari 1 WDP * 1 TMP 1 TMP
5 Kab. Raja Ampat * * 1 TMP -
6 Kab. Sorong 1 WDP * 1 TMP 1 TMP
7 Kab. Sorong Selatan * * 1 TMP -
8 Kab. Teluk Bintuni * * 1 TMP -
9 Kab. Teluk Wondama * * * -
10 Kota Sorong * 1 WDP 1 WDP 1 WDP

Jumlah 288 365 463 275

Rekapitulasi Opini atas LKPD 2007
O  P  I  N  I

WTP WDP TMP TW JUMLAHLKPD
Tahun

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004 21 7.32 249 86.76 7 2.44 10 3.48 287 1
2005 17 4.70 308 85.08 25 6.91 12 3.31 362 1
2006 3 0.65 326 70.41 106 22.89 28 6.05 463 1
2007 3 1.09 173 62.91 48 17.45 51 18.55 275 1

PERBANDINGAN OPINI LKPD 2004 - 2007
(dalam %)
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2 4 5

Lap. Keu
1 1 Dephan Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
2 2 Deplu Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
3 3 Depkominfo Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
4 4 Wantanas Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
5 5 BIN Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
6 6 Lemsaneg Lap. Keu. TA. 2007 LK
7 7 Lemhanas Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
8 8 Menko Polhukam Lap. Keu. TA. 2007 Lap. Keu
9 9 Dep. Dalam Negeri a. Lap. Keu LK
10 10 Kemeneg PAN s.d.a  s.d.a.
11 11 Sekretariat Negara s.d.a  s.d.a.
12 12 BP Gelora Bung Karno s.d.a  s.d.a.
13 13 BP Komp. Kemayoran Lap. Keuangan Thn 2007  s.d.a.
14 14 TMII Lap. Keuangan Thn 2007  s.d.a.
15 15 BKN s.d.a  s.d.a.
16 16 BPN  a. Lap.Keuangan  LK
17 17 LAN s.d.a  s.d.a.
18 18 ARNAS Lap.Keuangan Thn 2007  LK
19 19 K P U Lap. Keu. TA. 2007 LK
20 20 BRR NAD Nias Lap. Keu. TA. 2007 LK
21 21 Depkumham Lap. Keu. TA. 2007 LK
22 22 Kejagung Lap. Keu. TA. 2007 LK
23 23 Polri Lap. Keu. TA. 2007 LK
24 24 Komnas HAM Lap. Keu. TA. 2007 LK
25 25 Mahkamah Konstitusi s.d.a  s.d.a.
26 26 MPR Lap. Keuangan  LK
27 27 DPR s.d.a  s.d.a.
28 28 DPD s.d.a  s.d.a.
29 29 MA  b. Lap. Keuangan Thn 2007  LK
30 30 Komisi Yudisial s.d.a  s.d.a.
31 31 KPK Lap. Keu. TA. 2007 LK
32 32 PPATK s.d.a. s.d.a.
33 33 BNN Lap. Keu. TA. 2007 LK
34 34 Dep. Pertanian b. Lap. Keu LK
35 35 Dep. Kehutanan b. Lap. Keu LK
36 36 Dep. Laut & Ikan b. Lap. Keu LK
37 37 Dep. PU b. Lap. Keu LK
38 38 Dephub Lap. Keu LK
39 39 Menpera Lap.Keuangan  LK
40 40 Bapertarum s.d.a  s.d.a.
41 41 Meneg. PDT Lap. Keu LK
42 42 BMG Lap. Keu. TA. 2007 LK
43 43 Dep. Perindustrian Lap. Keu LK
44 44 Dep. Perdagangan Lap. Leu LK
45 45 Meneg. Kop. & UKM a. s.d.a. PDTT
46 46 BSN s.d.a. s.d.a.
47 47 BKPM s.d.a. s.d.a.
48 48 Dep. ESDM b. Lap. Keu LK
49 49 Kementrian LH b. Lap. Keu LK

DAFTAR ENTITAS PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2008
PEMERIKSAAN APBN

WILAYAH / PROVINSI

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Nama Entitas Objek Pemeriksaan Jenis
Pemeriksaan

1 3

No

Lampiran II
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50 50 Meneg. BUMN b. Lap. Keu LK
51 51 Kemeneg Ristek  a. Lap.Keuangan TA 2007  LK
52 52 BPPT  b. Lap.Keuangan TA 2007  LK
53 53 LIPI s.d.a  s.d.a.
54 54 BATAN s.d.a  s.d.a.
55 55 BAPETEN s.d.a  s.d.a.
56 56 Bakosurtanal s.d.a  s.d.a.
57 57 LAPAN s.d.a  s.d.a.
58 58 Dep. Agama a. Lap. Keu LK
59 59 Departemen Sosial Lap.Keuangan  s.d.a.
60 60 Bakornas s.d.a  s.d.a.
61 61 Menko Kesra  a. s.d.a  LK
62 62 Kemeneg P. Perempuan Lap.Keuangan TA 2007  LK
63 63 Dep. Kesehatan a. Lap. Keu LK
64 64 Depnakertrans  a. Lap.Keuangan TA 2007  LK
65 65 BKKBN s.d.a  LK
66 66 BPOM Lap. Keu LK
67 67 Depdiknas Lap. Keu LK
68 68 Dep. Budpar Lap.Keuangan  LK
69 69 Menpora s.d.a  s.d.a.
70 70 Perpustakaan Nasional s.d.a  s.d.a.
71 71 Dep. Keuangan Lap. Keu LK
72 72 BAPP 61 BAPP 2007 s.d.a.
73 73 BAPP 62 BAPP 2007 s.d.a.
74 74 BAPP 70 BAPP 2007 s.d.a.
75 75 BAPP 71 BAPP 2007 s.d.a.
76 76 BAPP 96 BAPP 2007 s.d.a.
77 77 BAPP 97 BAPP 2007 s.d.a.
78 78 BAPP 98 BAPP 2007 s.d.a.
79 79 BAPP 99 BAPP 2007 s.d.a.
80 80 Bappenas Lap. Keu LK
81 81 BPKP s.d.a  s.d.a.
82 82 BPS s.d.a. s.d.a.
83 83 Menko Perekonomian Lap. Keu LK
84 84 STAR SDP Lap. Keu Lap. Keu
85 85 BPK Lap. Keu Lap. Keu
86 86 Bank Indonesia s.d.a. s.d.a.
87 87 LPS s.d.a. s.d.a.

Dep. Perdagangan
88 1 c. Kinerja

Dep. Keuangan

89 1 Ditjen Perbendaharaan

Pengel. Kas & Rek.
Pemerintah pd 32
Dep/lembaga PDTT

90 2 BMN
Manaj. Aset 23
Kementerian PDTT

91 3 Dephan
a. Pengel. Kas & Rek.

Pemerintah PDTT
92 4 b. Manaj. Aset PDTT

93 5 Mabes TNI
a. PA pd Detasemen Markas

Mabes TNI PDTT
94 6 b. Manaj. Aset PDTT

Badan Pengemb.
Eksport Nasional (BPEN)

Efektifitas Kegiat.
Promosi Eksport
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95 7 Puskes TNI Belanja Barang & Modal PDTT
96 8 TNI AD a. Manaj. Aset PDTT
97 9 Kodiklat b. PDTT

98 10 Kodam IV Dipnogoro c. Belanja Barang & Modal PDTT
99 11 TNI AU a. Manaj. Aset PDTT
100 12 Diskomlekau b. PDTT

101 13 Kohanudnas c. Blj. Barang & Modal PDTT
TNI AL

102 14 Lantamal IX a. Belanja Barang & Modal PDTT
103 15 Disbekal b. Belanja Barang & Modal PDTT
104 16 c. Manaj. Aset PDTT
105 17 Deplu a. PA Setjen Deplu PDTT

106 18

b. Pengel. Kas & Rek.
Pemerintah PDTT

107 19 c. Blj. & PNBP KBRI Aljazair PDTT
108 20 d. Blj. & PNBP KBRI Tunisia PDTT
109 21 e. Blj. & PNBP KBRI Amman PDTT
110 22 f. Blj. & PNBP KBRI Athena PDTT

111 23

g. Blj. & PNBP KBRI
Damaskus PDTT

112 24 h. Blj. & PNBP KBRI Bern PDTT

113 25

i. Blj. & PNBP KBRI
Kopenhagen PDTT

114 26 j. Blj. & PNBP KBRI Jenewa PDTT

115 27

k. Blj. & PNBP KBRI
Hamburg PDTT

116 28 l. Blj. & PNBP KBRI Libya PDTT
117 29 m. Blj. & PNBP KBRI Oslo PDTT
118 30 n. Blj. & PNBP KBRI Sofia PDTT
119 31 Dep. Dalam Negeri Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
120 32 BP GBK manaj. Aset  PDTT
121 33 BP KK Manaj. Aset  s.d.a.
122 34 BPN Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT

123 35 K P U
Pengel. Kas & Rek.
Pemerintah PDTT

124 36 Depkumham a. Manaj. Aset PDTT

125 37 Balitbang
b. Belanja Barang TA 2006

& 2007 PDTT

126 38 BPSDM
c. Pelaks. Angg. Kegiatan

TA 2006 & 2007 PDTT

127 39 Ditjen HAM
d. Pelaks. Angg. TA 2006 &

2007 PDTT
128 40 Ditjen Imigrasi e. Belanja Barang PDTT

129 41 Kejagung
a. Pengel. Kas & Rek.

Pemerintah PDTT

130 42

b. PA pd Kejati & Kejari di
Lingk. Kejaksaan Jawa
Barat PDTT

Pelaks. anggaran Blj.
Modal & Brg. Bandung,

Pelaks. anggaran Belanja
Modal & Barang di Jkt,
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131 43

c. PA pd Kejati & Kejari di
Lingk. Kejaksaan Jawa
Timur PDTT

132 44 d. PDTT
133
134
135 45 e. PDTT
136
137
138 46 Polri a. Manajemen Aset PDTT

139 47

b. Pengel. Kas & Rek.
Pemerintah PDTT

140 48 Ditpolud
c. Pelaks. anggaran Blj.

Modal & Barang PDTT
141 49 MA Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT
142 50 Dep. Pertanian Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
143 51 Dep. Kehutanan Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
144
145 52 Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
146 53 Dep. PU Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
147 54 Dephub a. Manajemen Aset PDTT

148 55

b. Pengel. Kas & Rek.
Pemerintah PDTT

149 56 Ditjen Hub. Darat c. Satker Pengemb. LL ASDP Jatim, Jateng & SumselPDTT
150 57 d. Satker Pengemb. LL ASDP Sulawesi UtaraPDTT
151 58 e. PDTT

152 59 f. PDTT

153 60 g. PDTT

154 61 h. PDTT

155 62 i. PDTT

156 63 Dep. ESDM Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
157 64 Kementrian LH Pengel. Rek. Pemerintah PDTT
158 65 Kemeneg Ristek Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT
159 66 BPPT Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT
160 67 Dep. Agama a. Pengel. Rek. Pemerintah PDTT

161 68

UIN Syahid b. Pengel. & Pertgjwb. Keu.
PDTT

162 69 PT. PPA Keg.Pengel.&Penjl. Aset Negara PDTT
163 70 Sek. Wapres RI Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT
164 71 Menko Kesra Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT
165 72 Depnakertrans Pengel. Rek. Pemerintah  PDTT

PA Kegiatan pd Ditjen
Hubud (Bandara Sentani,
Mopah, Nabire) TA 2006
PA Kegiatan pd Ditjen
Hubud (Bandara
Fatmawati dan Raden
PA Kegiatan pd Ditjen
Hubud (Bandara Tjilik
Riwut dan Iskandar) TA

Intensifikasi PNBP
Eksekusi denda, uang
pengganti, denda tilang &
Intensifikasi PNBP
Eksekusi denda, uang
pengganti, denda tilang &

PA Kegiatan TA 2006 dan
2007 pd Unit Pelaksana
PA Kegiatan TA 2006 dan
2007 pd Unit Pelaksana

Dep. Kelautan &
Perikanan
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1 3 5 6
I Prov. NAD

1 1 Kab. Aceh Tamiang LKPD TA 2006 LK
II 2 Prov. Sumut

3 1 Kota Medan LKPD 2006 LK
4 2 Kota Sibolga s.d.a s.d.a
5 3 Kab. Asahan LKPD 2007 s.d.a
6 4 Kab. Deli Serdang s.d.a s.d.a
7 5 Kab. Humbang Hasundutan s.d.a s.d.a
8 6 Kab. Samosir s.d.a s.d.a
9 7 Kab. Serdang Bedagai s.d.a s.d.a
10 8 Kab.Tapanuli Utara s.d.a s.d.a
11 9 Kota Binjai s.d.a s.d.a
12 10 Kota Medan Belanja PDTT
13 11 Kota Pematang Siantar s.d.a s.d.a
14 12 Kota Sibolga s.d.a s.d.a

III Prov. Sumbar
15 1 Prov. Sumbar LKPD LK
16 2 Kab. Pasaman s.d.a s.d.a
16 3 Kab. Pesisir Selatan s.d.a s.d.a
17 4 Kab. Solok s.d.a s.d.a
17 5 Kota Pariaman s.d.a s.d.a
18 6 Kab. Pasaman Barat Belanja Daerah s.d.a

IV Prov. Riau
19 1 Prov. Riau LKPD LK
20 2 Kab. Kampar s.d.a s.d.a
20 3 Kab. Pelalawan s.d.a s.d.a
21 4 Kab. Rokan Hilir s.d.a s.d.a
21 5 Kab. Rokan Hulu s.d.a s.d.a
22 6 Kota Dumai s.d.a s.d.a
22 7 Kota Pekan Baru s.d.a s.d.a

V Prov. Jambi
23 1 Prov. Jambi LKPD LK
24 2 Kab. Tebo s.d.a s.d.a

VI Prov. Sumsel
25 1 Prov. Sumsel LKPD LK
26 2 Kab. Banyuasin s.d.a s.d.a
26 3 Kab. Muara Enim s.d.a s.d.a
27 4 Kab. Musi Banyuasin s.d.a s.d.a
27 5 Kab. OKU s.d.a s.d.a
28 6 Kab. OKU Timur s.d.a s.d.a
28 7 Kota Lubuk Linggau s.d.a s.d.a
29 8 Kota Pagar Alam s.d.a s.d.a
29 9 Kota Prabumulih s.d.a s.d.a

VII Prov. Bengkulu
30 1 Kab. Rejang Lebong s.d.a s.d.a

VIII Prov. Lampung
31 1 Prov. Lampung LKPD LK
32 2 Kab. Lampung Barat s.d.a s.d.a
32 3 Kab. Lampung Selatan s.d.a s.d.a
33 4 Kab. Lampung Tengah s.d.a s.d.a
33 5 Kab. Lampung Timur s.d.a s.d.a

WILAYAH / PROVINSI

4

Jenis
Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

2

BAB NO

DAFTAR ENTITAS PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2008
PEMERIKSAAN APBD

Nama Entitas



412

34 6 Kab. Lampung Utara s.d.a s.d.a
34 7 Kab. Tanggamus s.d.a s.d.a
35 8 Kab. Tulang Bawang s.d.a s.d.a
35 9 Kab. Way Kanan s.d.a s.d.a
36 10 Kota Bandar Lampung s.d.a s.d.a
36 11 Kota Metro s.d.a s.d.a

IX Prov. Babel
37 1 Prov. Bangka Belitung LKPD LK
38 2 Kab. Bangka s.d.a s.d.a
38 3 Kab. Bangka Barat s.d.a s.d.a
39 4 Kab. Belitung s.d.a s.d.a
39 5 Kota Pangkal Pinang s.d.a s.d.a

X Prov. Kep. Riau
40 1 Prov. Kep. Riau LKPD LK
41 2 Kab. Bintan s.d.a s.d.a
42 3 Kab. Natuna s.d.a s.d.a

XI Prov. DKI
43 1 Prov. DKI LKPD 2007 Lap.Keu
44 2 Belanja PDTT

XII Prov. Jabar
45 1 Prov. Jabar LKPD TA 2007 Lap. Keu
46 2 Kab. Bandung s.d.a s.d.a
47 3 Kab. Bekasi s.d.a s.d.a
48 4 Kab. Bogor s.d.a s.d.a
49 5 Kab. Ciamis s.d.a s.d.a
50 6 Kab. Cianjur s.d.a s.d.a
51 7 Kab. Cirebon s.d.a s.d.a
52 8 Kab. Garut s.d.a s.d.a
53 9 Kab. Indramayu s.d.a s.d.a
54 10 Kab. Karawang s.d.a s.d.a
55 11 Kab. Kuningan s.d.a s.d.a
56 12 Kab. Majalengka s.d.a s.d.a
57 13 Kab. Purwakarta s.d.a s.d.a
58 14 Kab. Subang s.d.a s.d.a
59 15 Kab. Sukabumi s.d.a s.d.a
60 16 Kab. Sumedang s.d.a s.d.a
61 17 Kab. Tasikmalaya s.d.a s.d.a
62 18 Kota Bandung s.d.a s.d.a
63 19 Kota Banjar s.d.a s.d.a
64 20 Kota Bekasi s.d.a s.d.a
65 21 Kota Bogor s.d.a s.d.a
66 22 Kota Cimahi s.d.a s.d.a
67 23 Kota Cirebon s.d.a s.d.a
68 24 Kota Depok s.d.a s.d.a
69 25 Kota Sukabumi s.d.a s.d.a
70 26 Kota Tasikmalaya s.d.a s.d.a
71 27 Kota Cirebon Belanja PDTT
72 28 Kota Bogor Manajemen Aset s.d.a

XIII Prov. Jateng
73 1 Prov. Jateng LKPD TA 2007 Lap. Keu
74 2 Kab. Banjarnegara s.d.a s.d.a
75 3 Kab. Batang s.d.a s.d.a
76 4 Kab. Blora s.d.a s.d.a
77 5 Kab. Boyolali s.d.a s.d.a
78 6 Kab. Cilacap s.d.a s.d.a
79 7 Kab. Demak s.d.a s.d.a
80 8 Kab. Jepara s.d.a s.d.a
81 9 Kab. Karanganyar s.d.a s.d.a
82 10 Kab. Kendal s.d.a s.d.a

Dinas Bina Mental Spiritual dan
Kesejahteraan Sosial
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83 11 Kab. Klaten s.d.a s.d.a
84 12 Kab. Kudus s.d.a s.d.a
85 13 Kab. Magelang s.d.a s.d.a
86 14 Kab. Pati s.d.a s.d.a
87 15 Kab. Pekalongan s.d.a s.d.a
88 16 Kab. Pemalang s.d.a s.d.a
89 17 Kab. Purbalingga s.d.a s.d.a
90 18 Kab. Purworejo s.d.a s.d.a
91 19 Kab. Semarang s.d.a s.d.a
92 20 Kab. Sragen s.d.a s.d.a
93 21 Kab. Sukoharjo s.d.a s.d.a
94 22 Kab. Tegal s.d.a s.d.a
95 23 Kab. Temanggung s.d.a s.d.a
96 24 Kab. Wonogiri s.d.a s.d.a
97 25 Kab. Wonosobo s.d.a s.d.a
98 26 Kota Magelang s.d.a s.d.a
99 27 Kota Salatiga s.d.a s.d.a
100 28 Kota Semarang s.d.a s.d.a
101 29 Kota Surakarta s.d.a s.d.a
102 30 Kota Tegal s.d.a s.d.a
103 31 Kab. Sukoharjo Dinas Pendidikan Kinerja
104 32 Kab. Blora Belanja Daerah PDTT
105 33 Kab. Brebes s.d.a s.d.a
106 34 Kab. Cilacap s.d.a s.d.a
107 35 Kab. Kebumen s.d.a s.d.a
108 36 Kab. Tegal s.d.a s.d.a
109 37 Kota Magelang Manaj. Aset s.d.a
110 38 Kota Pekalongan s.d.a s.d.a
111 39 Kota Surakarta s.d.a s.d.a
112 40 BPD Jateng Operasional s.d.a

XIV Prov. DIY
113 1 Prov. DIY LKPD LK
114 2 Kab. Bantul s.d.a s.d.a
115 3 Kab. Gunungkidul s.d.a s.d.a
116 4 Kab. Kulonprogo s.d.a s.d.a
117 5 Kab. Sleman s.d.a s.d.a
118 6 Kota Yogyakarta s.d.a s.d.a
119 7 Kab. Bantul Belanja Daerah PDTT
120 8 Kab. Gunungkidul s.d.a s.d.a
121 9 Kab. Sleman s.d.a s.d.a
122 10 Prov. DIY Star SDP s.d.a

XV Prov. Jatim
123 1 Prov. Jatim LKPD LK
124 2 Kab. Bangkalan s.d.a s.d.a
125 3 Kab. Banyuwangi s.d.a s.d.a
126 4 Kab. Blitar s.d.a s.d.a
127 5 Kab. Bojonegoro s.d.a s.d.a
128 6 Kab. Bondowoso s.d.a s.d.a
129 7 Kab. Gresik s.d.a s.d.a
130 8 Kab. Jember s.d.a s.d.a
131 9 Kab. Jombang s.d.a s.d.a
132 10 Kab. Kediri s.d.a s.d.a
133 11 Kab. Lamongan s.d.a s.d.a
134 12 Kab. Lumajang s.d.a s.d.a
135 13 Kab. Madiun s.d.a s.d.a
136 14 Kab. Magetan s.d.a s.d.a
137 15 Kab. Malang s.d.a s.d.a
138 16 Kab. Mojokerto s.d.a s.d.a
139 17 Kab. Nganjuk s.d.a s.d.a
140 18 Kab. Ngawi s.d.a s.d.a
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141 19 Kab. Pacitan s.d.a s.d.a
142 20 Kab. Pamekasan s.d.a s.d.a
143 21 Kab. Pasuruan s.d.a s.d.a
144 22 Kab. Ponorogo s.d.a s.d.a
145 23 Kab. Probolinggo s.d.a s.d.a
146 24 Kab. Sampang s.d.a s.d.a
147 25 Kab. Sidoarjo s.d.a s.d.a
148 26 Kab. Situbondo s.d.a s.d.a
149 27 Kab. Sumenep s.d.a s.d.a
150 28 Kab. Trenggalek s.d.a s.d.a
151 29 Kab. Tuban s.d.a s.d.a
152 30 Kab. Tulungagung s.d.a s.d.a
153 31 Kota Batu s.d.a s.d.a
154 32 Kota Blitar s.d.a s.d.a
155 33 Kota Kediri s.d.a s.d.a
156 34 Kota Madiun s.d.a s.d.a
157 35 Kota Malang s.d.a s.d.a
158 36 Kota Mojokerto s.d.a s.d.a
159 37 Kota Pasuruan s.d.a s.d.a
160 38 Kota Probolinggo s.d.a s.d.a
161 39 Kota Surabaya s.d.a s.d.a

XVI Prov. Banten
162 1 Prov. Banten LKPD TA 2007 Lap. Keu
163 2 Kab. Lebak s.d.a s.d.a
164 3 Kab. Pandeglang s.d.a s.d.a
165 4 Kab. Serang s.d.a s.d.a
166 5 Kab. Tangerang s.d.a s.d.a
167 6 Kota Cilegon s.d.a s.d.a
168 7 Kota Tangerang s.d.a s.d.a

XVII Prov. Bali
169 1 Propinsi Bali LKPD LK
170 2 Kab. Badung s.d.a s.d.a
171 3 Kab. Bangli s.d.a s.d.a
172 4 Kab. Buleleng s.d.a s.d.a
173 5 Kab. Gianyar s.d.a s.d.a
174 6 Kab. Jembrana s.d.a s.d.a
175 7 Kab. Karangasem s.d.a s.d.a
176 8 Kab. Klungkung s.d.a s.d.a
177 9 Kab. Tabanan s.d.a s.d.a
178 10 Kota Denpasar s.d.a s.d.a

XVIII Prov. NTB
179 1 Prov. NTB LKPD LK
180 2 Kab. Bima s.d.a s.d.a
181 3 Kab. Dompu s.d.a s.d.a
182 4 Kab. Lombok Barat s.d.a s.d.a
183 5 Kab. Lombok Tengah s.d.a s.d.a
184 6 Kab. Lombok Timur s.d.a s.d.a
185 7 Kab. Sumbawa s.d.a s.d.a
186 8 Kab. Sumbawa Barat s.d.a s.d.a
187 9 Kota Mataram s.d.a s.d.a

XIX Prov. NTT
188 1 Prov. NTT LKPD LK
189 2 Kab. Belu s.d.a s.d.a
190 3 Kab. Ende s.d.a s.d.a
191 4 Kab. Flores Timur s.d.a s.d.a
192 5 Kab. Lembata s.d.a s.d.a
193 6 Kab. Manggarai Barat s.d.a s.d.a

XX Prov. Kalbar
194 1 Kab. Bengkayang LKPD LK
195 2 Kab. Ketapang s.d.a s.d.a



415

196 3 Kab. Landak s.d.a s.d.a
197 4 Kab. Melawi s.d.a s.d.a
198 5 Kab. Pontianak s.d.a s.d.a
199 6 Kab. Sambas s.d.a s.d.a
200 7 Kota Singkawang s.d.a s.d.a
201 8 Kab. Sintang s.d.a s.d.a
202 9 Kab. Sanggau s.d.a s.d.a
203 10 Kota Pontianak LKPD s.d.a

XXI Prov. Kalteng
204 1 Prov. Kalteng Lap. Keu LK
205 2 Kab. Barito Utara s.d.a s.d.a
206 3 Kab. Kotawaringin Barat s.d.a s.d.a
207 4 Kab. Lamandau s.d.a s.d.a
208 5 Kab. Pulang Pisau s.d.a s.d.a
209 6 Kab. Seruyan s.d.a s.d.a
210 7 Kota Palangkaraya s.d.a s.d.a

XXII Prov. Kalsel
211 1 Prov. Kalsel LKPD LK
212 2 Kab. Banjar s.d.a s.d.a
213 3 Kab. Balangan s.d.a s.d.a
214 4 Kab. Barito Kuala s.d.a s.d.a
215 5 Kab. Hulu Sungai Utara s.d.a s.d.a
216 6 Kab. Hulu Sungai Selatan s.d.a s.d.a
217 7 Kab. Tapin s.d.a s.d.a
218 8 Kab. Tanah Laut s.d.a s.d.a
219 9 Kab. Tabalong s.d.a s.d.a
220 10 Kota Banjarmasin s.d.a s.d.a
221 11 Kota Banjarbaru s.d.a s.d.a
222 12 Kab. Tanah Bumbu Belanja PDTT

XXIII Prov. Kaltim
223 1 Kab. Berau LKPD LK
224 2 Kab. Bulungan s.d.a s.d.a
225 3 Kab. Kutai Barat s.d.a s.d.a
226 4 Kab. Malinau s.d.a s.d.a
227 5 Kab. Nunukan s.d.a s.d.a
228 6 Kab. Paser s.d.a s.d.a
229 7 Kota Bontang s.d.a s.d.a

XXIV Prov. Sulut
230 1 Prov. Sulut LKPD Lap. Keu
231 2 Kab. Bolaangmongondow s.d.a s.d.a
232 3 Kab. Kep. Sangihe s.d.a s.d.a
233 4 Kab. Kep. Talaud s.d.a s.d.a
234 5 Kab.Minahasa s.d.a s.d.a
235 6 Kab. Minahasa Utara s.d.a s.d.a
236 7 Kab.Minahasa Selatan s.d.a s.d.a
237 8 Kota Bitung s.d.a s.d.a
238 9 Kota Manado s.d.a s.d.a
239 10 Kota Tomohon s.d.a s.d.a
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XXV Prov. Sulteng
240 1 Prov. Sulteng LKPD LK
241 2 Kab. Banggai s.d.a s.d.a
242 3 Kab. Donggala s.d.a s.d.a
243 4 Kab. Morowali s.d.a s.d.a
244 5 Kab. Parigi Mountong s.d.a s.d.a
245 6 Kab. Poso s.d.a s.d.a
246 7 Kab. Tojo Una-Una s.d.a s.d.a
247 8 Kab. Toli-Toli s.d.a s.d.a
248 9 Kota Palu s.d.a s.d.a

XXVI Prov. Sulsel
249 1 Kab. Barru s.d.a s.d.a
250 2 Kab. Bone s.d.a s.d.a
251 3 Kab. Enrekang s.d.a s.d.a
252 4 Kab. Gowa LKPD Lap. keu
253 5 Kab. Sidrap s.d.a s.d.a
254 6 Kab. Sinjai s.d.a s.d.a
255 7 Kab. Takalar s.d.a s.d.a
256 8 Kab. Wajo s.d.a s.d.a
257 9 Kota Parepare s.d.a s.d.a

XXVII Prov. Sultra
258 1 Prov. Sultra LKPD LK
259 2 Kab. Bombana s.d.a s.d.a
260 3 Kab. Buton s.d.a s.d.a
261 4 Kab. Kolaka s.d.a s.d.a
262 5 Kab. Kolaka Utara s.d.a s.d.a
263 6 Kab. Konawe s.d.a s.d.a
264 7 Kab. Konawe Selatan s.d.a s.d.a
265 8 Kab. Muna s.d.a s.d.a
266 9 Kab. Wakatobi s.d.a s.d.a
267 10 Kota Bau-Bau s.d.a s.d.a
268 11 Kota Kendari s.d.a s.d.a

XXVIII Prov. Gorontalo
269 1 Prov. Gorontalo LKPD Lap. Keu
270 2 Kab. Boalemo s.d.a s.d.a
271 3 Kab. Bone Bolango s.d.a s.d.a
272 4 Kab. Gorontalo s.d.a s.d.a
273 5 Kab. Pohuwato s.d.a s.d.a
274 6 Kota Gorontalo s.d.a s.d.a

XXIX Prov. Sulbar
275 1 Kab. Polman LKPD Lap. keu

XXX Prov. Maluku
276 1 Kab. Seram Bagian Timur LKPD 2006 Lap. Keu
277 2 Kab. Maluku Tenggara Barat LKPD 2007 s.d.a

XXXI Prov. Maluku Utara
278 1 Prov. Maluku Utara Lap. Keu. Daerah Lap. Keu
279 2 Kab. Halmahera Selatan s.d.a s.d.a
280 3 Kab. Halmahera Tengah s.d.a s.d.a
281 4 Kab. Halmahera Timur s.d.a s.d.a
282 5 Kota Tidore Kepulauan s.d.a s.d.a

XXXII Prov. Papua
283 1 Kab. Jayapura s.d.a s.d.a
284 2 Kota Jayapura s.d.a s.d.a

XXXIII Prov. Papua Barat
285 2 Kab. Manokwari LKPD s.d.a
286 3 Kab. Sorong s.d.a s.d.a
287 4 Kota Sorong s.d.a s.d.a
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3 4 5 6

1 1 PT Pertamina Subsidi BBM PDTT
2 2 PT PLN Subsidi Listrik PDTT
3 3 PT PELNI Pelaks. KPU Angkutan Laut PDTT
4 4 PT Petrokimia Gresik Subsidi Pupuk Th 2007 PDTT
5 5 PT Pupuk Kaltim Subsidi Pupuk Th 2007 PDTT
6 6 PT Pupuk Kujang Subsidi Pupuk Th 2007 PDTT
7 7 PT Pupuk Sriwidjaya Subsidi Pupuk Th 2007 PDTT
8 8 PT Pertani Subsidi Benih dan BLBU Th 2007 PDTT
9 9 DP Bank Mandiri I Pengelelolaan Dana Pensiun PDDT
10 10 DP BRI Pengelelolaan Dana Pensiun PDDT
11 11 Perum Pegadaian Pembiayaan dari Dana Masyarakat PDTT
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